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KATA PENGANTAR 

 
 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas 

Utara Tahun 2018 sebagai upaya perwujudan Visi dan Misi daerah Kabupaten Musi 

Rawas Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021, RKPD 

memuat kondisi dan permasalahan pembangunan, rancangan kerangka ekonomi 

daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan 

kegiatan prioritas daerah. 

RKPD merupakan pedoman bagi OPD di dalam menyusun rencana kerja (Renja) 

OPD yang memuat program dan kegiatan pembangunan berdasarkan urusan yang 

dimilikinya, serta OPD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2018 menjadi pedoman 

dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2018. 

Penyusunan RKPD memperhatikan materi dan hasil telaah tentang peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan RPJPD, kebijakan-kebijakan nasional, 

kebijakan-kebijakan provinsi, dokumen RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJPD Kabupaten 

Kabupaten Musi Rawas Utara, RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara 2016-2021, 

dokumen RTRWN, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten Jembrana, dan capaian kinerja 

Kabupaten Jembrana tahun 2016 dan perkiraan capaian kinerja tahun 2017. 

Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 diawali 

penetapan pagu indikatif masing-masing OPD sebagai dasar acuan dalam penyusunan 

Rencana Kerja, dilanjutkan dengan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan yang 

terintegrasi dengan PNPM Madiri Pedesaan, Musrenbang Tingkat Kecamatan yang juga 

terintegrasi dengan PNPM Madiri Pedesaan. Kedua tingkatan Musrenbang ini 
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berlangsung pada tanggal 27 Februari 2017 sampai tanggal 2 Maret 2017, selanjutnya 

dilakukan finalisasi Rencana Kerja OPD dalam Forum OPD pada tanggal 13 s.d 16 

Maret 2017. Musrenbang Tingkat Kabupaten dilakukan pada tanggal 22 Maret 2018, 

melalui proses Proses bottom-up dan top-down secara partisipatif. 

Dengan selesainya Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018, 

maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan RKPD tersebut.Mudah-

mudahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 dapat digunakan sebagai 

acuan dalam menyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritasn dan Plafon Anggran 

Sementara Tahun 2018. Terima Kasih. 

 

       Muara Rupit,       Mei 2017 

  BUPATI MUSI RAWAS UTARA 

 
  H. M. SYARIF HIDAYAT 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 

 Secara Umum produk hukum yang mengatur Sistem perencanaan di 

Indonesia dikeluarkan oleh dua Kementrian yaitu kementrian Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri), Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan 

Pembangunan yang dikeluarkan oleh Bappenas  dan Peraturan  

Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara 

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan  

Daerah. Merupakan dasar hukum terkait dengan perencanaan, yang secara 

teknis dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 

tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

tahapan, tatacara penyusunan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah. 

      Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas 

Utara Tahun 2018 disusun melalui suatu proses perencanaan Pembangunan 

Daerah yang dimulai dari Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara 

Tahun 2018 diawali penetapan pagu indikatif masing-masing OPD sebagai dasar 

acuan dalam penyusunan Rencana Kerja, dilanjutkan dengan Musrenbang 

Tingkat Desa/Kelurahan dan Musrenbang Tingkat Kecamatan, selanjutnya 

dilakukan finalisasi Rencana Kerja OPD dalam Forum OPD sampai pada 

Musrenbang ditingkat Kabupaten dilakukan melalui proses proses bottom-up dan 

top-down secara partisipatif. 

Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2018 ini akan 

menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) yang memuat rencana kerja, program dan indikator 

kegiatan yang bersifat terukur dan berorientasi pada pendekatan fungsi 

pembangunan. RKPD  tahun 2018 juga menjadi dasar dan acuan dalam 

penyusunan kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2018, Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2018, dan Rencana Kerja Anggaran OPD 

(RKA-OPD) tahun 2018, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 



RKPD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2018  I - 2 
   

   
 

 

(RAPBD) tahun 2018. serta dukungan program pembangunan baik yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran 

Pendapatan dan Belanja provinsi (APBD Provinsi) maupun investasi swasta dan 

partisipasi masyarakat. 

 

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN 

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4287); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah 

dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas 

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian  

dan Evaluasi Pelaksanaan  Rencana Pembangunan; 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orgnisasi Perangkat 

Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 19 Tahun 2008  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4815); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi  dan Tugas 

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 20,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 481);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan,  Pengendalian dan Evaluasi  Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Mengteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan RKPD Tahun 2018; 

16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021; 

17. Surat Edaran Bersama 2 Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan 

RPJMD dengan RPJMN Tahun 2015-2019; 

18. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN Nomor : 

050/4936/SJ dan 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. 
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1.3. HUBUNGAN RKPD DAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA 

Hubungan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 dengan 

dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut : 

1. RKPD dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 

Dokumen RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 merupakan 

masukkan bagi penyusunan prioritas RKP Tahun 2018 terutama menyangkut 

tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta 

kerangka pendanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).  Keterkaitan  RKPD  Tahun  2018 dan  

RKP Tahun 2018 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kebijakan Pemerintah dalam mendukung 

Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Sustainable Development Goals 

(SDG’s); Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui peningkatan 

sinergi dan efektivitas program dengan menggunakan Basis data terpadu tahun 

2017, dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan 

Kemiskinan di Indonesia (MP3KI); Pelaksanaan MP3EI, serta Peningkatan 

Ketahanan Pangan dan Perluasan Kesempatan Kerja. 

 

2. RKPD dan Dokumen RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara 

Kabupaten Musi Rawas Utara telah melaksanakan pilkada pertama kali dan 

sudah memiliki Bupati dan Wakil Bupati terpilih definitif, sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 

Nomor : 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 dan sebagaimana dengan Peraturan 

Dearah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyusunan RPJMD Kabupaten Musi 

Rawas Utara Tahun 2016-2021. Dokumen RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara 

tahun 2018 merupakan penjabaran yang lebih nyata, operasional dan terukur, 

serta merupakan pelaksanaan tahun kedua pada Dokumen RPJMD Kabupaten 

Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021. 

 

3. RKPD dan Dokumen RENJA OPD 

RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD 

yang memuat kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi setiap OPD yang dikoordionasikan melalui Forum OPD. Sebagai bagian 

dari langkah pembaharuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 dan RENJA 

OPD, setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam OPD Tahun 2018 dan 
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RENJA OPD Tahun 2018 harus mempedomani dokumen-dokumen perencanaan 

baik RPJPD, RPJMD, maupun dokumen perencanaan Provinsi dan Nasional. 

 

4. RKPD dan dokumen KUA-PPAS 

RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 merupakan landasan 

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam penyusunan rancangan 

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS) tahun 2018. 

 

1.4    MAKSUD DAN TUJUAN  

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 

adalah memberikan pedoman dan arah pembangunan bagi seluruh Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan 

sasaran pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021 

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 adalah 

sebagai berikut : 

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas 

Utara Tahun 2016-2021 dalam program dan kegiatan  pembangunan yang 

rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakaan pada tahun 2018; 

2. Menyediakan satu acuan bagi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, seluruh 

Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi 

Rawas Utara dalam menentukan prioritas  program dan kegiatan Tahun 2018 

yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN; 

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD 

(KUA),  rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Musi Rawas 

Utara Tahun 2018; 

4. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi  pembangunan baik 

antar OPD, antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan antara Pemerintah Kabupaten 

Musi Rawas utara dengan Pemerintah Kabupaten; 

5. Menyedikan tolak ukur untuk menilai  dan mengevaluasi kinerja  setiap OPD  

dilingkungan Kabupaten Musi Rawas Utara; 
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6. Menciptakan iklim pemerintahan yang parsitipatif, responsif dan kondusif 

dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan; 

7. Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara 

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, swasta dan masyarakat. 

1.5    SISTEMATIKA RKPD  

 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Utara 

Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  54 

tahun 2010 tentang pelaksanakan peraturaran pemerintah nomor 8 tahun 2008 

tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi  pelaksanaan 

rencana  pembangunan  daerah  dengan  sistematika  sebagai berikut : 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini membuat tentang (1) latar belakang, (2) dasar hukum penyusunan, 

(3)  hubungan RKPD dengan dokumen  perencanaan lainnya, (4) maksud 

dan tujuan, dan (5) sistematika RKPD. 

 

II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN 

CAPAIAN KINERJA TENTANG PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN 

Bab ini memuat tentang (1) Kondisi Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas 

Utara, (2) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 

2017 dan Realisasi RPJMD, (3) Permasalahan Pembangunan Daerah 

Kabupten Musi Rawas Utara. 

III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN 

KEUANGAN DAERAH 

Bab ini memaparkan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta 

kerangka keuangan yang mencakup kondisi ekonomi daerah tahun  2016, 

perkiraan tahun 2017, tantangan & prospek perekonomian daerah tahun 

2018. 

 

IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN 

MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2018 

Bab ini menguraikan (1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, (2) 

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. 
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V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2018 

Bab ini memuat rincian program dan kegiatan pokok OPD tahun rencana 

dengan indikator kinerja yaitu capaian program daerah, keluaran kegiatan, 

hasil kegiatan disertai pagu indikatifnya. 

 

VI. PENUTUP 

Sekapur sirih Bupati Musi Rawas Utara tentang Visi Misi RPJMD Kabupaten 

Musi Rawas Utara tahun 2016–2021. 
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BAB II 

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN 

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

 

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 

A. Luas dan Letak Wilayah 

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu kabupaten di ujung 

barat wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini adalah Daerah 

Otonomi Baru berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2013 dan merupakan hasil 

pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas. Secara geografis, Kabupaten Musi 

Rawas Utara terletak antara 102°4‟0‟‟ BT-103°22‟13‟‟ BT dan 2°19‟15‟‟ LS-

3°6‟30‟‟ LS. Letaknya yang merupakan salah satu kabupaten paling barat di 

Provinsi Sumatera Selatan membuat Kabupaten Musi Rawas Utara berbatasan 

langsung dengan beberapa provinsi lain, yaitu Provinsi Jambi dan Provinsi 

Bengkulu. Berikut batas wilayah administrasi dari Kabupaten Musi Rawas 

Utara : 

 Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi 

 Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi 

Sumatera Selatan 

 Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi 

Sumatera Selatan 

 Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu 

 

Kabupaten Musi Rawas Utara beribukota di Muara Rupit, Kecamatan 

Rupit dengan luas wilayah secara keseluruhan mencapai 600.865,51Ha. 

Secara administratif, Kabupaten Musi Rawas Utara terbagi menjadi 7 

kecamatan, dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Ulu Rawas yang 

mencapai lebih dari seperempat luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara 

yaitu mencapai 24,18%. Sedangkan Kecamatan Karang Dapo merupakan 

kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu kurang dari 5% dari luas wilayah 

Kabupaten Musi Rawas Utara. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten 

Musi Rawas Utara secara lebih jelas tersaji dalam tabel dan peta administrasi 

berikut. 
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Tabel 2.1.1.A.1 

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara 

No. Kecamatan 
Luas Wilayah 

(Ha)* 
Persentase 

(%)* 

1 Karang Dapo 54.875,51 9,13 

2 Karang Jaya 140.803,48 23,43 

3 Nibung 60.292,57 10,03 

4 Rawas Ilir 108.813,45 18,11 

5 Rawas Ulu 49.816,88 8,29 

6 Rupit 40.973,73 6,82 

7 Ulu Rawas 145.287,89 24,18 

Jumlah / Total 600.865,51 100 
Sumber : 1. Peta Administrasi Kabupaten Musi Rawas Utara 

  2. Musi Rawas Dalam Angka Tahun 2016 (*) 
 

Secara administratif, lebih rinci Kabupaten Musi Rawas Utara terbagi 

menjadi 89 wilayah, yang terdiri dari 82 wilayah desa dan 7 wilayah 

kelurahan. Kecamatan Rawas Ulu dan Kecamatan Rupit merupakan dua 

kecamatan dengan jumlah desa yang terbanyak, yaitu masing-masing 17 

desa. Kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit yaitu Kecamatan Ulu 

Rawas, yaitu 7 desa. Pembagian administrasi dan ibukota serta jumlah desa 

per kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara tersaji dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1.1.A.2 
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Musi Rawas Utara 

No. Kecamatan Ibukota 

Banyaknya 
Kelurahan/Desa Jumlah Nama Kelurahan/Desa 

Kelurahan Desa 

1 
Karang 
Dapo 

Karang Dapo 1 8 9 

Karang Dapo, Karang Dapo I, 
Biaro Lama, Biaro Baru, Bina 
Karya, Setia Marga, Aringin, 
Rantau Kadam, Kerta Sari 

2 Karang Jaya Karang Jaya 1 14 15 

Bukit Ulu, Sukaraja, Lubuk 
Kumbung, Tanjung Agung, 
Rantau Telang, Muara Batang 
Empu, Sukamenang, 
Terusan, Karang Jaya, Muara 
Tiku, Embacang Lama, 
Embacang Baru, Rantau 
Jaya, Bukit Langkap, 
Embacang Baru Hilir 

3 Nibung 
Karang 
Makmur 

1 10 11 

Jadi Mulya, Kerani Jaya, 
Sumber Makmur, Mulya Jaya, 
Kelumpang Jaya, Srijaya 
Makmur, Karya Makmur, 
Tebing Tinggi, Bumi Makmur, 
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Sumber Sari, Jadi Mulya I 

4 Rawas Ilir Bingin Teluk 1 12 13 

Beringin Makmur I, Bingin 
Teluk, Mandi Angin, Beringin 
Sakti, Beringin Makmur II, 
Tanjung Raja, Belani, Batu 
Kucing, Pauh, Pauh I, Air 
Bening, Ketapat Bening, 
Mekar Sari 

5 Rawas Ulu 
Pasar 

Surulangun 
1 16 17 

Pangkalan, Teladas, Kerta 
Dewa, Pulau Lebar, Sungai 
Baung, Surulangun, Pasar 
Surulangun, Sungai Jauh, 
Sungai Kijang, Lesung Batu 
Muda, Lesung Batu, Lubuk 
Kemang, Remban, Lubuk 
Mas, Sungai Lanang, 
Simpang Nibung Rawas, 
Sukomoro 

6 Rupit Muara Rupit 1 16 17 

Tanjung Beringin, Noman, 
Batu Gajah, Maur Baru, Maur 
Lama, Bingin Rupit, Muara 
Rupit, Lubuk Rumbai, Pantai, 
Lawang Agung, Sungai 
Jernih, Karang Waru, Karang 
Anyar, Noman Baru, Batu 
Gajah Baru, Beringin Jaya, 
Lubuk Rumbai Baru 

7 Ulu Rawas Muara Kulam 1 6 7 

Kuto Tanjung, Napal Licin, 
Sosokan, Muara Kulam, 
Muara Kuis, Pulau Kidak, 
Jangkat 

Sumber 
1. Peta Administrasi Kabupaten Musi Rawas Utara 
2. Musi Rawas Utara Dalam Angka Tahun 2016 (*) 

 

Gambar 2.1.1.A.1  Luas Wilayah menurut Kecamatan di 
Kabupaten Musi Rawas Utara 
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Karang Jaya,  

140,803 
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Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara 
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Gambar 2.1.1.A.2 

Peta Administrasi Kabupaten Musi Rawas Utara 

 

B. Kondisi Topografi 

Hasil analisis peta topografi Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan bahwa 

topografi Kabupaten Musi Rawas Utara cukup bervariasi, terdiri dari pegunungan, 

perbukitan dan dataran. Hampir 30% dari luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara 

di sebelah barat termasuk deretan Pegunungan Bukit Barisan yang memanjang dari 

ujung Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai ujung Provinsi Lampung. 

Pegunungan Bukit Barisan melintasi sebagian Kecamatan Ulu Rawas dan Kecamatan 

Karang Jaya di Kabupaten Musi Rawas Utara. Kemiringan lereng di daerah ini 

mencapai >40% sehingga dikategorikan sebagai pegunungan dengan akses jalan 

yang relatif sulit untuk dilalui.  

Bagian tengah Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan daerah dataran 

dengan kemiringan lereng <25%. Setidaknya ada dua sungai besar dan beberapa 

anak sungai yang mengalir di daerah ini sehingga banyak pula menghasilkan 

bentukan-bentukan fluvial. Daerah dataran ini setidaknya mencapai hampir 50% dari 

luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara di bagian tengah. Topografi wilayah di 

bagian timur Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan perbukitan dengan 

kemiringan lereng berkisar antara 25-40% dan elevasi antara 75-125 m dpal. 

Sebagian besar daerah di Kecamatan Nibung dan Kecamatan Rawas Ilir memiliki 
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topografi demikian. Peta kemiringan lereng Musi Rawas Utara terdapat pada Gambar 

2.1.1.B.1. 

 

Gambar 2.1.1.B.1 
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Musi Rawas Utara 
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C. Kondisi Klimatologi 

Iklim merupakan keadaan atau kondisi cuaca yang mungkin terjadi pada 

suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif panjang/lama. Oleh karena itu, 

iklim suatu wilayah dapat berbeda-beda, tergantung pada kondisi atau 

karakteristik wilayahnya. Karakteristik wilayah ini dapat berupa letak lintang 

yang pengaruhnya dapat memicu adanya curah hujan, tingkat radiasi matahari, 

dan evapotranspirasi.  

Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki iklim tropis dan basah dengan 

curah hujan rata-rata per bulan pada tahun 2015 sebesar 324 mm dengan rata-

rata hari hujan 16 hari per buannya.Curah hujan rata-rata tertinggi dan hari 

hujan terbanyak pada bulan Desember yakni 461 mm dengan 20 hari hujan 

pada buan tersebut. 

 Grafik Curah hujan rata-rata tiap bulan di Kabupaten Musi Rawas Utara 

terdapat dalam Gambar  2.1.1.C.1 
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Gambar 2.1.1.C.1 

Grafik Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut BulanTahun 
Kabupaten Musi Rawas Utara  

Sumber : Musi Rawas Utara Dalam Angka, 2016 

 
 

D. Kondisi Geologi 

1. Formasi Geologi 

Kondisi Geomorfologi kabupaten Musi Rawas Utara secara garis 

besar terbagi atas tiga kenampakan morfologi, yaitu Pegunungan Bukit 

Barisan di sebelah barat, Dataran Rendah Fluvial di bagian tengah dan 

Perbukitan Lipatan di bagian timur. Pegunungan Bukit Barisan ini disusun 
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oleh tiga kenampakan morfologi yaitu : Cuesta, Perbukitan Terkikis dan 

Kipas Alluvial. Secara geologi Pegunungan Bukit Barisan ini didominasi 

oleh Batuan-batuan berumur tersier, diantaranya adalah dari Formasi 

Hulusimpang, Formasi Kasiro dan Papanbetupang. Selain itu secara 

ditemui juga batuan tua berumur Kapur dan Jura diantaranya adalah dari 

Formasi Peneta dan Formasi Rawas. Selain itu secara setempat juga 

muncul batuan terobosan Granit dan Andesit, baik yang berumur tersier 

maupun pra-tersier. Dataran Rendah Fluvial tersusun atas batuan 

berumur Kuarter yaitu Formasi Kasai, Endapan Aluvial dan Endapan 

Rawa. Selain itu di daerah dataran ini juga ditemui batuan terobosan 

seperti andesit, diorit dan granit. Perbukitan Lipatan tersusun oleh 

batuan tersier dari Formasi Muara Enim dan Formasi Air Benakat. 

Keduanya muncul secara berselang seling mengikuti tubuh antiklin dan 

sinklin. Selain itu juga ditemui endapan aluvial sungai dan endapan rawa. 

Pola aliran sungai (drainage pattern) merupakan tipe dendritic, 

trellis hingga rectangular. Pola aliran trellis berarti sangat dipengaruhi 

oleh struktur geologi yang berupa lipatan (antiklin dan sinklin) dengan 

perpotongan sungai yang mendekati tegak lurus, sedangkan pola aliran 

rectangular sangat dipengaruhi oleh kekar (retakan) yang berarah 

baratlaut-tenggara dan barat daya-timur laut. Pola aliran sungai di 

Kabupaten Musi Rawas Utara umumnya berarah baratdaya-timurlaut dan 

baratlaut-tenggara.  

Pola aliran sungai di Kabupaten Musi Rawas Utara umumnya 

berarah baratdaya-timurlaut dan baratlaut-tenggara. Pada tabel dan peta 

berikut ini dapat dilihat luasan formasi geologi dan sebaran formasi 

geologi di Kabupaten Musi Rawas Utara.  
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Tabel 2.1.1.D.1 

Formasi Geologi dan Luasannya di Kabupaten Musi Rawas Utara 

No Nama Formasi Kode Luas Area (Km2) 

1 Formasi Asai Ja 4,99 

2 Formasi Mersip Jm 4,11 

3 Granit Arai-Angai Kgr 24,56 

4 Formasi Peneta KJp 153,93 

5 Formasi Rawas KJr 62,85 

6 Formasi Kasiro Teok 45,03 

7 Formasi Papan Betupang Teop 184,69 

8 Formasi Hulu Simpang Tomh 1.419,10 

9 Formasi Air Benakat Tma 373,18 

10 Formasi Bal Tmba 70,29 

11 Formasi Muara Enim  Tmpm 2.323,24 

12 Formasi Lakitan  Tmpl 40,71 

13 Intrusi Dasit Tmda 0,99 

14 Intrusi Diorit Tmdi 10,86 

15 Intrusi Andesit Tman 109,89 

16 Granit Seblat Tpgr 24,87 

17 Satuan Breksi Gunungapi Tua Qhv 145,40 

18 Satuan Breksi Gunungapi  Qv 3,62 

19 Formasi Kasai QTk 341,99 

20 Endapan Rawa Qs 528,80 

21 Endapan Aluvium Qa 127,81 

Total 6.008,55 
Sumber : Peta Geologi Lembar 0913-1013, Badan Geologi ESDM, diolah, 2014 
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Gambar 2.1.1.D.1 

Peta Geologi Kabupaten Musi Rawas Utara 



 

RKPD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2018  II - 18 

      

2. Struktur Geologi 

Kondisi struktur geologi Kabupaten Musi Rawas Utara berupa 

struktur lipatan antiklin dan sinklin yang berarah Baratlaut – Tenggara, 

dan beberapa berarah Baratdaya –Timurlaut. Struktur sesar dan sekar 

umumnya memiliki kelurusan Baratdaya – Timur laut dan Baratlaut – 

Tenggara. Kondisi struktur geologi yang demikian disebabkan oleh 

pergerakan lempeng Samudera Hindia ke arah timurlaut dengan 

kecepatan rata-rata 6 cm/tahun yang menunjam ke bawah Lempeng 

Eurasia. Pergerakan ini menghasilkan Sistem Sesar Sumatera yang 

dikenal dengan Patahan Semangko membentang dari utara hingga 

selatan Pulau Sumatera dengan kelurusan Baratlaut–Tenggara dan 

gerakan relatif menganan (dekstral). Patahan semangko ini masih aktif 

hingga saat ini. Pada gambar berikut ini dapat dilihat kondisi struktur 

geologi di Kabupaten Musi Rawas Utara. 

 

Gambar2.1.1.D.2 

Tektonik Regional Sumatera yang Telah Disederhanakan  

Sumber :Darman & Sidi, 2000 
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E. Kondisi Hidrologi 

1. Sungai 

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu kabupaten di 

Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi sungai yang cukup 

besar dengan keberadaan Sungai Rawas dan Sungai Rupit. Kedua sungai 

besar yang termasuk dalam DAS Musi tersebut memiliki anak-anak 

sungai yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara 

dan beberapa kabupaten lain. Sungai-sungai ini pada umumnya 

dimanfaatkan tidak hanya untuk kepentingan irigasi/pertanian dan 

peternakan namun juga sebagai salah satu sumber penyedia air untuk 

kebutuhan domestik seperti sumber air baku untuk air bersih, 

kepentingan mandi dan mencuci, juga menjadi sarana rekreasi dan 

sasaran penambangan bahan galian golongan C. 

Sungai Rawas memiliki debit rata-rata 123,87 m³/detik. Sungai ini 

melalui Kecamatan Ulu Rawas sebagai daerah hulu, Kecamatan Rawas 

Ulu pada bagian tengah dan Kecamatan Rawas Ilir sebagai daerah hilir. 

Hasil analisis kualitas air yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Musi Rawas tahun 2013 menunjukkan bahwa pada bagian 

hulu dan tengah dari Sungai Rawas memenuhi Baku Mutu Lingkungan. 

Sementara pada bagian hilir Sungai Rawas menunjukkan kondisi air 

dengan status mutu air tercemar ringan akibat kandungan TSS (Total 

Suspended Solid) dan BOD (Biological Oxygen Demand) yang melebihi 

baku mutu.  

 
Gambar 2.1.1.E.1 

Sungai Rawas di Kecamatan Rupit yang Rawan Banjir 
Sumber: Pengamatan lapangan, 2014 
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Sungai Rupit memiliki debit rata-rata 54,64 m³/detik. Sungai ini 

melalui Kecamatan Karang Jaya dan Kecamatan Rupit. Hasil analisis 

kualitas air yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Musi 

Rawas tahun 2013 menunjukkan bahwa pada bagian hulu sungai di 

Kecamatan Karang Jaya memenuhi Baku Mutu Lingkungan, sementara 

pada bagian tengah dan hilir singai yang berada di Kecamatan Rupit 

menunjukkan  kondisi air dengan status mutu air tercemar ringan akibat 

kandungan BOD (Biological Oxygen Demand) yang melebihi baku mutu. 

Hal ini didasarkan pada Kriteria Mutu Air Kelas I sesuai dengan Peraturan 

Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Baku Mutu 

Kualitas Air Sungai. 

Berdasarkan hasil perhitungan sinousitas sungai atau derajat 

kelengkungan sungai, diketahui bahwa Sungai Rawas dan Sungai Rupit 

memiliki bentuk sungai yang bermeander dengan sinousity rate masing-

masing mencapai 1,90 dan 1,64. Konsekuensi dari bentuk sungai yang 

demikian adalah rawan terjadi erosi pada meander bagian luar serta 

sedimentasi pada meander sungai bagian dalam. Selain itu, kecepatan 

aliran sungai yang relatif lamban disebabkan karena banyaknya kelokan 

mengakibatkan potensi banjir di daerah sekitar aliran sungai, terlebih bila 

curah hujan sedang tinggi. Proses-proses demikian mengakibatkan 

munculnya bentukan-bentukan fluvial, diantaranya dataran banjir, 

gosong sungai lengkung dalam, pointbar, pothole, rawa belakang, 

mender terpenggal dan danau tapal kuda (oxbow lake). 

 

2.  Danau 

Danau merupakan salah satu potensi air permukaan yang terdapat 

di Kabupaten Musi Rawas Utara. Setidaknya terdapat 2 danau di 

Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu Danau Raya di Desa Sungai Jernih 

Kecamatan Rupit dan Danau Merung di Desa Sungai Jauh Kecamatan 

Rawas  Ilir. Danau Raya dahulu direncanakan menjadi salah satu obyek 

wisata. Hal ini dibuktikan  dengan ditemukannya bekas pondokan-

pondokan wisata di sekitar danau. Namun sulitnya akses jalan menuju 
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danau ini menjadi hambatan bagi perkembangan pariwisata. Saat ini, 

Danau Raya banyak dimanfaatkan sebagai tempat memancing bagi 

masyarakat sekitar. Sementara itu Danau Merung merupakan danau 

yang digunakan sebagai sarana irigasi untuk mengairi areal persawahan 

di Kabupaten Musi Rawas Utara, terutama Kecamatan Rawas Ilir dan 

Kecamatan Rupit. 

 
Gambar 2.1.1.E.2 

Danau Raya di Desa Sungai Jernih, Kecamatan Rupit 
Sumber: Pengamatan lapangan, 2014 

 

F. Pemanfaatan Lahan 

Penggunaan lahan di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2014 

paling banyak dimanfaatkan sebagai perkebunan campuran, yakni seluas 

3.516,47 km² atau mencapai 57,99% dari total luas lahan kabupaten dan 

tersebar di seluruh kecamatan. Lahan terbangun untuk permukiman hanya 

seluas 33,91 km² atau 0,56% dengan mayoritas permukiman berada di 

Kecamatan Nibung. Kecamatan Ulu Rawas memiliki luasan lahan terbangun 

yang paling kecil dibandingkan kecamatan lain. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi 

topografi dan geomorfologi wilayah yang relatif lebih terjal dibanding 

kecamatan lain sehingga permukiman kurang berkembang disana. Sementara 

itu, 1.731,24 km² atau 28,81% lahan di Kabupaten Musi Rawas Utara ini masih 

berupa hutan, baik hutan lindung maupun hutan lahan kering sekunder. 

Keberadaan tanah terbuka dan semak belukar masih relatif luas, hal ini 

menandakan masih banyak lahan yang belum diolah dan dimanfaatkan. Peta 

dan tabel pemanfaatan lahan di Kabupaten Musi Rawas Utara terdapat dalam 

Gambar 2.1.1.F.1dan Tabel 2.1.1.F.1. 
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 Tabel 2.1.1.F.1 
Penggunaan Lahan Tahun 2014 Menurut Kecamatan 

Kabupaten Musi Rawas Utara  
Luas Penggunaan 

Lahan 
(km²) 

Kecamatan 

Total Karang 
Dapo 

Karang 
Jaya 

Nibung 
Rawas 

Ilir 
Rawas 

Ulu 
Rupit 

Ulu 
Rawas 

Belukar 
            

0,07  
            

0,02  
          

0,13  
          

0,05  
                

-  
          

0,16  
          

0,02  
           
0,45  

Hutan Lahan Kering 
Sekunder 

                 
-  

          
35,11  

                
-  

                
-  

                
-  

                
-  

        
92,24  

       
127,35  

Hutan Lindung 
                 

-  
        

610,11  
                

-  
                

-  
                

-  
                

-  
   993,97  

    
1.604,07  

Ladang 
                 

-  
            

7,72  
                

-  
                

-  
          

0,67 
                

-  
          

0,20  
           
8,59  

Perkebunan 
         

196,28  
          

32,14  
      

124,42  
      

225,61 
                

-  
        

49,58  
                

-  
       
625,45  

Perkebunan Campuran 
         

335,96 
        

710,07  
      

480,14  
      

858,27  
      

456,02  
      

320,54  
      

364,46  
    
3.516,47  

Permukiman 
            

4,22  
            

6,13  
          

7,18  
          

5,32  
          

5,57  
          

4,30  
         

1,20  
         
33,91  

Pertambangan 
                 

-  
            

0,76  
                

-  
                

-  
                

-  
                

-  
                

-  
           
0,76  

Rawa 
                 

-  
                 

-  
                

-  
          

6,26  
                

-  
                

-  
                

-  
           
6,26  

Sawah Irigasi 
                 

-  
                 

-  
                

-  
          

3,32  
                

-  
                

-  
                

-  
3,32  

Sawah Pasang Surut 
                 

-  
                 

-  
                

-  
                

-  
          

3,68  
                

-  
          

0,27  
           
3,96  

Sawah Tadah Hujan 
                 

-  
            

0,63  
                

-  
                

-  
                

-  
                

-  
          

0,09  
           
0,72  

Semak 
            

4,12  

          

11,02  

          

3,38  

          

2,42  

                

-  

          

0,13  

          

0,05  

         

21,15  

Tanah Terbuka 
            

0,94  
            

2,74  
          

5,12  
        

18,67  
          

0,31  
          

0,17  
          

1,42  
         
29,38  

Tubuh Air 
            

3,14  
            

3,80  
                

-  
          

7,74  
          

4,09  
          

4,82  
          

3,12  
         
26,71  

Jumlah 542,15 1.411,25 
      

620,37  
   

1,127,69  
      

470,34  
      

379,69  
   

1,476.45  
    
6,008.55  

Sumber: Citra SPOT Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2013, hasil analisis 2014 

 

Penggunaan lahan di Kabupaten Musi Rawas Utara ditentukan juga dari 

kondisi tanahnya. Terdapat tujuh jenis tanah di Kabupaten Musi Rawas Utara. Tanah 

podsolik merupakan jenis tanah terluas (49,43% dari luas kabupaten) dan tersebar di 

seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Secara lengkap, jenis tanah 

yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi Aluvial, Litosol, Asosiasi 

Latosol, Regosol, Podsolik, Asosiasi Podsolik, dan Komplek Podsolik. Tanah aluvial 

cocok digunakan untuk tanaman padi dan palawija, sedangkan podsolik baik untuk 

tanaman padi sawah, padi ladang dan karet. Tabel jenis tanah di Musi Rawas Utara 

terdapat dalam Tabel 2.1.1.F.2. 
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Tabel 2.1.1.F.2 
Jenis Tanah Kabupaten Musi Rawas Utara 

Kecamatan 

Luasan Jenis Tanah (km²) Luas 
Total 
(km²) 

Aluvial 
Asosiasi 
Latosol 

Litosol Regosol 
Komplek 
Podsolik 

Podsolik 
Asosiasi 
Podsolik 

Karang 
Dapo 

57,76 45,81 - - 160,43 280,45 - 542,15 

Karang Jaya 32,86 - 237,51 36,82 6,01 544,93 550,84 1.411,25 

Nibung - - 13,43 - 13,22 591,90 - 620,37 

Rawas Ilir 64,18 15,68 40,00 29,03 161,03 
       
800,07 

- 1.127,69 

Rawas Ulu 49,20 - 45,53 145,48 - 230,13 - 470,34 

Rupit 64,74 - 19,37 1,88 36,65 255,88 - 379,69 

Ulu Rawas - - 66,07 - - 267,02 1.123,96 1.457,05 

Total 268,73 61,49 421,91 213,22 377,34 2.970,38 1.674,80 6.008,55 
Sumber:  
1. Peta Tanah Skala 1:50.000 dalam RTRW Kab. Musi Rawas Tahun 2011-2031 

2. Kab. Musi Rawas Dalam Angka Tahun 2013, diolah 2014 

 

Gambar 2.1.1.F.1 
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Musi Rawas Utara 

Sumber : RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2036 

 
 

G. Sumber Daya Mineral 

Sumberdaya mineral merupakan salah satu aset yang amat penting bagi 

suatu daerah. Hal tersebut disebabkan karena selain berkontribusi bagi PAD, 

eksplorasi dan pengolahan sumberdaya mineral umumnya berkontribusi juga 

dalam pertumbuhan ekonomi.Secara geologi, daerah Musi Rawas Utara ini 

memiliki potensi sumberdaya mineral yang besar, khususnya mineral logam. 

Data dari Badan Geologi Kementerian ESDM menunjukkan daerah Musi Rawas 

Utara memiliki cadangan mineral stategis berupa emas, perak, tembaga, besi, 

seng, dan timbal. 
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a. Mineral Logam 

DiKabupaten Musi Rawas Utara, keterdapatan mineral logam ini 

dipengaruhi oleh banyaknya batuan terobosan (intrusi) yang berkaitan dengan 

aktivitas magmatik dan hidrothermal serta banyaknya struktur geologi berupa 

kekar dan sesar. Pada peta geologi terlihat ada beberapa jenis batuan 

terobosan yang ada di Musi Rawas Utara, yaitu Andesit (Tman), Granit (Tpgr & 

Kgr), Diorit (Tmdi) dan Dasit (Tmda). Struktur geologi berupa sesar dan kekar 

sangat dominan di daerah Musi Rawas Utara bagian timur ini. 

Asosiasi antara batuan terobosan dan struktur-struktur geologi ini 

menghasilkan cebakan-cebakan mineral logam, baik berupa emas, perak, 

tembaga, besi, timah hitam dan seng. Secara geologi endapan mineral yang 

ada di daerah ini termasuk jenis epithermal dan porfiri. Dicirikan dengan 

adanya batuan terobosan/intrusi hipabisal seperti Andesit-Basalt, Andesit-Diorit, 

Dasit dan batuan plutonik seperti Granit dan Granodiorit. Selain adanya batuan 

terobosan, keberadaan mineral logam di daerah ini juga ada yang terendapkan 

oleh aktivitas fluvial Sungai Rawas di masa lampau. Endapan letakan ini 

terdapat di daerah Ulu Rawas dan Rawas Ulu. Hingga saat ini masih ditemukan 

penambangan rakyat yang tersebar di sepanjang Sungai Rawas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 2.1.1.G.1 
Penambangan Emas Tradisional dengan Sistem Dompleng di Sungai Rawas 

Sumber : survei lapangan, 2014 
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Berikut ini akan dijelaskan mengenai komoditi mineral yang ada di 

Kabupaten Musi Rawas Utara : 

1. Besi Primer 

Proses terjadinya cebakan bahan galian bijih besi berhubungan 

erat dengan adanya peristiwa tektonik pra-mineralisasi. Akibat 

peristiwa tektonik, terbentuklah struktur sesar, struktur sesar ini 

merupakan zona lemah yang memungkinkan terjadinya magmatisme, 

yaitu intrusi magma menerobos batuan tua, salah satu contoh di 

Kabupaten Musi Rawas Utara adalah adanya penerobosan batuan 

granitan (Kgr) terhadap Formasi Rawas (KJr). Akibat adanya kontak 

magmatik ini, terjadilah proses rekristalisasi, alterasi, mineralisasi, dan 

penggantian (replacement) pada bagian kontak magma dengan 

batuan yang diterobosnya. Salah satu mineral yang dihasilkan adalah 

besi, yang berasal dari kontak fluida hidrothermal dengan batuan yang 

diterobosnya. Granit di Musi Rawas Utara dikenal dengan sebutan 

Granit Arai-Angai, yang terdiri atas granit, granodiorit dan aplit 

dengan kandungan biotit dan horblende yang signifikan, sehingga 

dapat menghasilkan bijih besi. 

 

2. Emas dan Perak  

Emas yang terdapat di daerah Musi Rawas Utara ini, khususnya 

di KecamatanKarang Jaya merupakan emas epithermal, tipe alterasi 

propilitik umum ditemui, terbentuknya emas adalah akibat adanya 

batuan terobosan berupa andesit porfiri yang membawa larutan 

hidrothermal yang lalu bereaksi dengan endapan volkanik tersier 

formasi Hulusimpang. Sedangkan di daerah Ulu Rawas dan Rawas Ulu 

tipe emas yang hadir adalah emas epithermal, ada emas porfiri dan 

juga emas plaser. Cebakan emas ini mempunyai bentuk sebaran 

berupa urat/vein dalam batuan beku, kaya besi dan berasosiasi 

dengan urat kuarsa. Batuan beku yang menjadi pembawa emas dan 

perak di daerah Musi Rawas Utara ini adalah pada Intrusi Granit dan 

Intrusi Andesit-Diorit. Kemunculan batuan ini adalah di daerah Karang 

Jaya, Ulu Rawas dan Rawas Ulu. Dimana masing-masing batuan ini 
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menerobos formasi Hulusimpang, formasi Kasai, dan Formasi Rawas 

yang merupakan batuan pre tersier. 

Dari pendataan oleh Badan Geologi, diketahui bahwa kadar 

emas di daerah ini berkisar antara 0,8 -3 gram/ton, sedangkan perak 

14-41 gram/ton. Besar kandungan ini tersebar dalam bentuk urat-urat 

yang mengikuti arah kelurusan sesar-sesar atau kekar-kekar yang 

ada.Selain sebagai endapan primer, emas juga ditemukan dalam 

bentuk emas aluvial yang terbentuk karena proses pelapukan 

terhadap batuan-batuan yang mengandung emas (gold-bearing rocks, 

Lucas, 1985) pada Sungai Rawas. Proses oksidasi dan pengaruh 

sirkulasi air yang terjadi pada cebakan emas primer pada atau dekat 

permukaan menyebabkan terurainya penyusun bijih emas primer, 

yang kemudian terlepas dan terdispersi. Dikarenakan berat jenis emas 

dan perak yang besar, maka umumnya emas sekunder/plaser ini akan 

terendapkan di daerah hulu sungai, yaitu dalam hal ini di Sungai 

Rawas di daerah Ulu Rawas, buktinya ada di Desa Muara Kulam, 

Jangkat, Pulau Kidak dimana masyarakat menambang dengan 

dompleng. Perak sendiri selain bersama emas, dapat muncul bersama 

timbal dan seng dalam asosiasi mineral galena. 

3. Tembaga  

Secara umum deposit tembaga yang berasosiasi ditemukan 

berasosiasi dengan mineral kuprit, malakit dan azurit. Deposit primer 

umumnya berasosiasi dengan batuan beku basa ekstrusif, dan 

tembaga nativ terbentuk dari pengendapan yang dihasilkan dari reaksi 

antara larutan hidrotermal dan mineral-mineral oksidasi besi. Pada 

deposit yang ada di daerah Musi Rawas Utara ini khususnya di daerah 

Karangjaya dan Rawas Ulu, tembaga ditemukan berasosiasi dengan 

batuan beku andesit-basalt dan juga endapan batuan Vulkanik dari 

Formasi Hulusimpang. Tembaga juga dapat ditemukan berasosiasi 

dengan perak. 
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4. Seng dan Timbal 

Kedua logam yang mempunyai sifat kimia yang sangat berbeda 

ini secara geologi selalu terdapat bersama-sama.Meskipun banyak 

sekali dikenal mineral-mineral timah hitam, yang komersil hanya ada 

tiga buah yaitu : galena (PbS), cerusit, dan anglesit. Mineral-mineral 

seng yang komersil ada enam buah yaitu : zincblende (ZnS),smith-

sonite, hemimophite, zineite (Znb), wille-mite  dan franklinite 

(Fe,Zn,Mn)(Fe,Mn)2O).Di daerah Musi Rawas Utara ditemukan muncul 

bersama granit dan granodiorit di daerah Sungai Tuboh, Rawas Ulu – 

Ulu Rawas dalam mineral Galena dan asosiasinya. Galena adalah 

mieral timbal yang amat penting dan paling banyak tersebar di 

bumi, umumnya berasosiasi dengan mineral lain seperti sphalerite, 

calcite, dan flourite. Deposit galena biasanya mengandung sejumlah 

tertentu perak dan juga seng, kadmium, antimoni, arsen, dan 

bismuth, sehingga umumnya produksi timbal dari galena 

menghasilkan juga logam-logam tersebut. Warna galena adalah 

abu-abu mengkilap dan formulanya adalah PbS. Struktur kristalnya 

kubik dan oktahedral dan spesifik graviti 7,2 – 7,6.  

Pada tabel dan gambar berikut ini dapat dilihat sebaran 

cadangan mineral logam yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara 

berdasarkan data Badan Geologi ESDM. 
 

Tabel 2.1.1.G.1 
Sebaran Cadangan Mineral Strategis di Kabupaten Musi Rawas Utara 

No Komoditi Kecamatan 
Tahap 

Pertambangan 

Sumberdaya (ton) Cadangan (ton) 

Hipotetik/Tereka Tertunjuk Terkira Terbukti 

1 Besi 

primer 

Rawas Ulu Prospeksi 1.600.000,00    

2 Besi 
primer 

Ulu Rawas Eksplorasi rinci   7,12  

3 Emas 

primer 

Karang Jaya dan 

Rawas Ulu 

Eksplorasi 981.000,00  2.182.000,00 700.000,00 

4 Perak Karang Jaya dan 

Rawas Ulu 

 981.000,00  2.182.000,00 700.000,00 

5 Perak Rawas Ulu Eksplorasi rinci 1.760.000,00    

6 Seng Rawas Ulu Eksplorasi rinci 1.760.000,00    

7 Tembaga   1.760.000,00    
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No Komoditi Kecamatan 
Tahap 

Pertambangan 

Sumberdaya (ton) Cadangan (ton) 

Hipotetik/Tereka Tertunjuk Terkira Terbukti 

8 Timbal Rawas Ulu Eksploras rinci 1.762.620,00    

 

Sumber : Badan Geologi ESDM, diolah, 2014 

 

 

Gambar 2.1.1.G.2 Lokasi tambang emas PT. DNS (Dwinad Nusa Sejahtera) 
di Kecamatan Karang Jaya 

Sumber : survei lapangan, 2014 
 

 

Gambar 2.1.1.G.3 
Persebaran Mineral di Kabupaten Musi Rawas Utara 

Sumber : Badan Geologi ESDM 
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b. Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Mineral bukan logam atau bahan galian industri adalah bahan 

galian diluar mineral logam, radioaktif, minyak, gas bumi dan batubara 

yang umumnya mempunyai kegunaan langsung untuk berbagai industri 

tanpa banyak memerlukan proses pengolahan yang rumit. Dalam PP No. 

27/1980 mengenai penggolongan bahan galian maka mineral bukan 

logam ini termasuk bahan galian golongan C.  

Formasi-formasi batuan yang terdapat di daerah penyelidikan 

yang mempunyai hubungan dengan keterdapatan mineral non logam 

(non metallic mineral bearings formation) adalah sebagai berikut : 

Formasi  Hulu Simpang (Tomh), Formasi Muara Enim (Tmpm), 

Formasi Kasai (QTk) dan Intrusi Andesit. Dari masing-masing 

formasi tersebut yang dapat menjadi komoditi mineral bukan logam 

adalah : 

1. Feldspar 

Satuan tuf dari Formasi Hulu Simpang memiliki kandungan 

feldspar dengan komposisi : SiO2 = 78,20,  Al2O3=10,59,  Fe2O3 = 

1,08 %, Na2O=1,85 dan K2O= 3,06 %, hasil bakar pada temp.12000 C 

berwarna krem, susut bakar >3%, kuat lentur > 150 kg/cm2, 

diperkirakan dapat dimanfaatkan untuk pembuatan bodi keramik 

putih. Sumberdaya yang ada di daerah ini diperkirakan mencapai17,5 

juta ton. 

2. Andesit 

Andesit dari Intrusi Andesit (Tman) umumnya ditemukan 

berdekatan dengan Diorit (Tmdi) membentuk perbukitan terjal dari 

Bukit Besar, Bukit Getan dan Bukit Botak. Andesit berwarna abu-abu 

kehitaman, porfiritik, berbutir kasar, dijumpai xenolit  berupa batuan 

beku,diperkirakan berupa intrusi,  membentuk perbukitan dengan 

ketinggian dari 95 sampai 660 m dari permukaan laut. Sumberdaya 

keseluruhan andesit diperkirakan lebih dari 5,2 milyar ton. Pada 

gambar berikut ini dapat dilihat mineral andesit porfiri di tepi Sungai 

Rawas 
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Gambar 2.1.1.G.4 
Andesit Porifit di tepian Sungai Rawas 

Sumber : survei lapangan, 2014 
 

3. Endapan Pasir dan Pasir Vulkanik 

Endapan pasir ini umum ditemukan di Formasi Kasai (QTk) dan 

juga endapan fluvial Sungai Rupit dan Sungai Rawas (Qa). Pasir dari 

formasi kasai ini merupakan pasir vulkanik yang berukuran halus 

hingga kasar yang baik untuk pencampuran bahan pembuat bata atau 

keramik, sedangkan endapan pasir dari fluvial ini dapat digunakan 

untuk bahan bangunan. Kedua endapan pasir ini hadir dengan 

cadangan yang cukup melimpah. 
 

 

4. Lempung  

Lempung dari Formasi Kasai, umumnya berwarna coklat 

kehijauan dengan kandungan SiO2 = 63,40,  Al2O3=17,82, dan  

Fe2O3= 2,99 % digunakan sebagai bahan pembuatan bata. Perkiraan 

besar sumberdaya yang dimiliki adalah mencapai 10 juta ton. Dari 

hasil analisa sifat keramik yang dilakukan di Balai Besar Keramik 

Bandung terhadap conto dari Desa Muara Rupit, Kecamatan Muara 

Rupit, diketahui hasil bakar berwarna pink kecoklatan, suara nyaring, 

permukaan halus, di simpulkan lempung ini dapat di gunakan sebagai 

bahan keramik halus seperti untuk pembuatan keramik hias. Selain 

dapat dipakai sebagai bahan baku body keramik, juga dapat 

digunakan sebagai bahan baku dalam industri semen. 
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5. Kayu terkersikkan (Silicified Wood) 

Kayu terkersikkan ini sebenarnya merupakan fosil kayu yang 

telah terubah, umum terdapat pada Formasi Kasai, secara fisik 

berukuran dari 5-40 cm, tertanam dalam tanah, tersebar tidak merata, 

keras, berwarna putih kecokltan, tekstur kayu masih terlihat.  

 

Pada gambar berikut ini dapat dilihat lokasi dan sebaran formasi 

bahan galian non logam yang bisa dijadikan indikasi sebaran potensi 

bahan galian non logam di Kabupaten Musi Rawas Utara. 

 

Gambar 2.1.1.G.5 
Peta Lokasi Dan Formasi Pembawa Bahan Galian Non Logam 

Di Kabupaten Musi Rawas  
Sumber: Proceeding Pemaparan Hasil-Hasil Kegiatan Lapangan Dan Non Lapangan Tahun 2006, Pusat 

Sumber Daya Geologi 

 

H. Wilayah Rawan Bencana 

Kondisi geografis Kabupaten Musi Rawas Utara sebagian berbukit, lembah 

dan dilewati sungai menjadikan beberapa kawasan di kabupaten ini masuk dalam 

kawasan rawan bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, longsor dan 

kekeringan. Secara geografis Kabupaten Musi Rawas Utara berada cukup dekat 

dengan kedua sumber utama gempa di Sumatera. Jika dilihat dari jarak kabupaten 
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Musi Rawas Utara dari zona pertemuan lempeng di Barat Pulau Sumatera adalah 

sekitar 425 km, sedangkan jarak dari zona patahan Sumatera adalah sekitar 90 km. 

Kabupaten ini juga bersebelahan dengan Provinsi Bengkulu yang juga memiliki 

resiko gempa yang tinggi dan salah satu yang terkenal adalah gempa di Pulau 

Enggano.Fakta ini menjadikan Kabupaten Musi Rawas Utara menjadi salah satu 

daerah yang cepat atau lambat beresiko terdampak gempa. 

Banjir merupakan salah satu bencana yang ada di Kabupaten Musi Rawas 

Utara. Kejadian banjir sangat ditentukan oleh kondisi hidrologi, karena dapat 

memprediksi resiko kejadian banjir yang akan terjadi. Dalam beberapa tahun 

terakhir diketahui telah terjadi beberapa kali banjir di daerah ini, diakibatkan 

meluapnya Sungai Rawas maupun Sungai Rupit. Daerah terdampak banjir, 

umumnya berada di daerah pertemuan antara Sungai Rawas dan Sungai Rupit, 

serta di sepanjang aliran kedua sungai tersebut. Dari data RTRW Kabupaten Musi 

Rawas Utara Tahun 2016 - 2036, kawasan yang sangat berpotensi banjir genangan 

di wilayah bantaran dan meander sungai yaitu bantaran dan meander Sungai 

Rawas dari Surulangun (Kecamatan Rawas Ulu), Muara Rupit (Kecamatan Rupit) 

hingga Desa Pauh (Kecamatan Rawas Ilir; dan bantaran dan meander Sungai Rupit 

dari Norman Baru hingga Muara Rupit. Luas kawasan rawan banjir di Kabupaten 

Musi Rawas Utaraterdapat dalam Gambar 2.1.1.H.1 dan Tabel 2.1.1.H.1. 

Tabel 2.1.1.H.1 
Luas Kawasan Banjir di Kabupaten Musi Rawas Utara per Kecamatan 

No Kecamatan Luasan Banjir (Km2) Jumlah 

  Rendah Sedang Tinggi  

1 Karang Dapo 51,47 473,94 16,74 542,15 

2 Karang Jaya 1.103,72 295,78 11,76 1.411,25 

3 Nibung 92,49 527,88 - 620,37 

4 Rawas Ilir 481,06 621,81 24,82 1.127,69 

5 Rawas Ulu 99,72 348,79 21,83 470,34 

6 Rupit 36,79 310,06 32,84 379,69 

7 Ulu Rawas 1.399,05 53,52 4,48 1.457,05 

 Kab.Musi Rawas Utara 3.264,30 2.631,77 112,47 6.008,54 
Sumber : Peta Rawan Banjir dalam RTRW Musi Rawas 2011-2031, diolah, 2014 
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Gambar 2.1.1.H.2 

Peta Kerawanan BanjirKabupaten Musi Rawas Utara 
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Selaras dengan data ini, BNPB dalam Indeks Kerawanan Bencana Indonesia juga 

menyatakan dalam Peta Indeks Banjir Indonesia bahwa Kabupaten Musi Rawas 

Utara tergolong dalam zona merah yaitu zona dengan resiko tinggi terkena banjir. 

Sehingga perlu diupayakan dari saat ini usaha-usaha penanggulan dan tanggap 

terhadap banjir seperti pengelolaan irigasi, pembuatan biopori, pembuatan dam dan 

sebagainya. 

 
Gambar 2.1.1.H.3 

Peta Kerawanan Banjir di Indonesia 2011 

Sumber : Indeks Kerawanan Banjir Indonesia BNPB 

 
2. Gerakan Tanah 

Gerakan tanah atau gerakan massa atau longsor, adalah bahaya 

geologi yang sangat umum terjadi di sumatera. Untuk daerah Musi Rawas 

Utara ini sendiri bencana longsor atau gerakan tanah berpotensi terjadi di 

daerah yang memiliki kelerengan besar dan tanah yang tebal, seperti di 

sebalah barat wilayah kecamatan Ulu Rawas dan Karang Jaya yang memiliki 

morfologi yang berbukit-bukit dan terjal. Selain dua faktor tersebut kejadian 

longsor ini juga dipicu oleh curah hujan yang tinggi dan gempa bumi. 

Berdasarkan peta kerawanan terhadap gerakan tanah / longsor, daerah 

Musi Rawas Utara bagian barat memiliki resiko gerakan tanah tingkat 

menengah ditunjukkan oleh lingkaran merah. Daerah berwarna merah 
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muda memiliki resiko tinggi, daerah berwarna kuning memiliki resiko 

menengah, daerah berwarna hijau memiliki resiko rendah, dan daerah 

dengan warna biru memiliki resiko sangat rendah. sedangkan untuk di 

bagian tengah memiliki resiko yang rendah. 

Hal ini harus menjadi perhatian terutama di musim penghujan 

dimana curah hujan yang tinggi dapat menjadi pemicu terjadinya gerakan 

tanah ataupun longsor. Gerakan tanah disini dapat berupa longsor maupun 

berupa amblesan. Dalam hal amblesan, umumnya terjadi di daerah dengan 

jenis tanah yang banyak mengandung lempung atau tanah liat, atau pada 

daerah rawa-rawa. Peta zona kerentanan gerakan tanah Provinsi Sumatera 

Selatan dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.1.H.4 
Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Prov Sumatera Selatan 

Sumber : Badan Geologi ESDM 

3. Kebakaran Hutan 

Kebakaran hutan merupakan suatu keadaan di mana hutan dilanda 

api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan atau hasil hutan yang 

menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran 

hutan seringkali menyebabkan bencana asap yang mengganggu kepada 

masyarakat sekitar. Berdasarkan pantauan satelit Terra/Aqua modis milik 

NASA yang mengidentifikasi titik api dengan luasan kebakaran satu hektare 

atau lebih pada September 2012 terdapat 500 titik di Sumatera Selatan. 

Dari 21 kecamatan yang dinyatakan paling rawan terjadi kebakaran, 

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu daerah dengan 



 

RKPD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2018  II - 36 

      

kontribusi besar karena seluruh kecamatan di kabupaten ini yaitu : Karang 

Dapo, Karang Jaya, Rupit, Nibung, Rawas Ilir, Rawas Ulu, dan Kecamatan 

Ulu Rawas merupakan daerah rawan kebakaran.  

Masalah kebakaran di beberapa kawasan hutan juga kerap 

mengancam dengan adanya titik api (hotspot) teramati di Kabupaten Musi 

Rawas Utara pada tahun 2009-2011, yaitu sebagai berikut : 

 
Gambar 2.1.1.H.5 

Sebaran Jumlah Titik Api Teramati 
Sumber : Data Strategis Kehutanan 2012, Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas 

  

Tidak hanya itu, dari data indeks kerawanan bencana yang dibuat 

oleh BNPB, Kabupaten Musi Rawas Utara dikategorikan sebagai zona merah 

yang artinya beresiko tinggi mengalami kebakaran hutan. Fakta ini harus 

menjadi perhatian Pemerintah dan masyarakat, kedua belah pihak harus 

bekerjasama untuk mengelola dan mengawasi penggunaan lahan dan 

pelestarian hutan demi menekan resiko terjadi kebakaran hutan. Umumnya 

kebakaran ini disebabkan oleh adanya pembukaan lahan baru dengan cara 

membakar. Berikut adalah peta kerawanan Kebakaran di Indonesia 

(Gambar 2.1.1.H.6) dan Peta Kerawanan Kebakaran di Provinsi Sumatera 

Selatan (Gambar 2.1.1.H.7). 

Kr. Dapo Kr. Jaya Ma. Rupit Nibung Rawas Ilir Rawas Ulu Ulu Rawas 

2009 25 80 60 53 59 44 38

2010 5 13 11 13 6 3 8

2011 48 48 16 43 65 28 28
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Gambar 2.1.1.H.6 

Peta Indeks Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia  
Sumber : Indeks Kerawanan Bencana Indonesia oleh BNPB 

 

 
Gambar 2.1.1.H.7 

Peta Indeks Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia 
Sumber : Indeks Kerawanan Bencana Indonesia oleh BNPB 

4. Kekeringan 

Kekeringan merupakan salah satu bencana yang berdampak besar 

terhadap kehidupan masyarakat, karena sangat berkaitan dengan 
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sumberdaya air. Kekurangan sumberdaya air minum dan air bersih untuk 

aktivitas sehari hari dan kekurangan sumber air untuk pertanian merupakan 

2 dari banyak dampak yang dapat ditimbulkan oleh bencana kekeringan. 

Dalam indeks bencana indonesia yang dibuat oleh BNPB, daerah Musi 

Rawas Utara dikategorikan sebagai daerah dengan resiko kekeringan 

sedang. Sehinga perlu adanya kewaspadaan dari masyarakat dan 

pemerintah dengan melakukan pengelolaan dan konservasi sumber air 

mulai dari saat ini.  

 

Gambar 2.1.1.H.8 
Peta Indeks Rawan Bencana Kekeringan di Indonesia  

Sumber : Indeks Kerawanan Bencana Indonesia oleh BNPB 

 

H.      Perkembangan Jumlah Penduduk 

Penduduk mempunyai fungsi obyek dan subyek dalam pembangunan 

suatu daerah. Penduduk berperan menjadi subyek pembangunan apabila 

menjadi pelaku pembangunan. Penduduk menjadi obyek pembangunan 

apabila menjadi sasaran suatu pembangunan. Penduduk dapat menjadi 

potensi ataupun beban pembangunan. Konteks pengembangan wilayah, 

penduduk sebagai potensi sumberdaya manusia berperan untuk mengelola 



 

RKPD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2018  II - 39 

      

dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan 

berkelanjutan.  

Jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara terus meningkat dari 

tahun 2011-2015, yaitu dari 172.503 jiwa pada tahun 2011 meningkat 

menjadi 182.828 jiwa di tahun 2015. Tabel 2.1.2.A.1 menunjukkan jumlah 

penduduk tiap kecamatan dan Kabupaten di Musi Rawas Utara. 

 
Tabel 2.1.2.A.1 

Jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2011-2015 

Kecamatan 
Jumlah Penduduk (Jiwa) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Rawas Ulu 31.268 31.522 32.571 32.768 32.149 

Ulu Rawas 10.950 11.095 11.305 11.449 11.553 

Rupit 32.302 32.806 33.163 33.721 34.612 

Rawas Ilir 28.976 29.507 29.569 30.200 31.583 

Karang Dapo 17.987 18.209 18.569 18.811 18.890 

Karang Jaya 28.135 28.436 29.230 29.461 29.130 

Nibung 22.885 23.299 23.366 23.857 24.911 

Musi Rawas Utara 172.503* 174.874* 177.773 180.267 182.828 

Sumber :  

1. *Hasil Analisis Data Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012-2013 

2. Musi Rawas Utara Dalam Angka Tahun 2014 

3. Musi Rawas Utara Dalam Angka Tahun 2015 

4. Musi Rawas Utara Dalam Angka Tahun 2016 

Jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2013 adalah Kecamatan Rupit 

sebanyak 33.163 jiwa dan paling sedikit ada di Kecamatan Ulu Rawas yaitu 

11.305 jiwa. Kecamatan Rupit memiliki tingkat aksesibilitas tinggi karena 

dilewati oleh jalan lintas tengah Sumatera dan diapit 2 sungai. Letak yang 

strategis dan tingkat aksesibilitas tinggi membuat jumlah penduduk di Rupit 

paling tinggi. Kondisi geografi Kecamatan Ulu Rawas yang memiliki kelerengan 

> 40 % dan terdapat Taman Nasional Kerinci Seblat menjadi hambatan untuk 

berkembangnya permukiman. Grafik 2.1.2.A.1 menunjukkan jumlah  

penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2011-2015.  
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Gambar 2.1.2.A.1 

Grafik Jumlah Penduduk Musi Rawas Utara tahun 2011-2015 
Sumber : Hasil Analisis 

 
Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu 

wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. 

Pertumbuhan penduduk dapat dijadikan patokan pemerintah untuk 

mempersiapkan pembangunan dimasa depan. Data pertumbuhan penduduk 

dapat dijadikan dasar proyeksi penduduk sehingga pemerintah dapat 

mempersiapkan infrastruktur ataupun fasilitas untuk menampung kegiatan 

masyarakat.  Pertumbuhan penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara pada 

tahun 2013 sebesar 1,69 %, sedangkan pada tahun 2015 pertumbuhan 

penduduk sebesar 0,10 %. Data tiap kecamatan pada tahun 2015 

menunjukkan bahwa Kecamatan Rawas Ulu memiliki pertumbuhan paling 

tinggi yaitu 1,01 % dan paling rendah adalah Kecamatan Ulu Rawas dan 

Karang Dapo yaitu hanya 0,01 %. Data pertumbuhan penduduk dapat 

menjadi dasar pemerintah untuk membangun daerah sehingga kegiatan 

masyarakat dapat terakomodasi. Tabel dan Grafik 2.1.2.A.2 menunjukkan 

pertumbuhan penduduk tiap kecamatan dan kabupaten antara tahun 2013-

2015.  
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Tabel 2.1.2.A.2 
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara 

Tahun 2013-2015 

Kecamatan 
Laju Pertumbuhan Penduduk  

2013 2014 2015 

Rawas Ulu 0.90 0.60 1.01 

Ulu Rawas 1.32 1.26 0.01 

Rupit 1.56 1.65 0.02 

Rawas Ilir 1.84 2.09 0.02 

Karang Dapo 1.23 1.14 0.01 

Karang Jaya 1.00 0.78 0.02 

Nibung 1.81 2.18 0.02 

Musi Rawas Utara 1.67 1.39 0.10 

  Sumber : 

1). Musi Rawas Utara Dalam Angka Tahun 2014 

2). Musi Rawas Utara Dalam Angka Tahun 2015 

3). Musi Rawas Utara Dalam Angka Tahun 2016 

 

a.       Proyeksi Jumlah Penduduk 

Proyeksi penduduk merupakan perhitungan yang memprediksi jumlah 

penduduk di masa datang berdasarkan pola pertumbuhan penduduk di tahun-

tahun sebelumnya. Proyeksi penduduk berguna untuk mengetahui jumlah 

penduduk 10 atau 20 tahun mendatang sehingga pemerintah dapat 

memperkirakan kebijakan pembangunan yang harus dirumuskan. Proyeksi 

penduduk juga dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan fasilitas atau 

sarana prasarana yang harus disediakan untuk mengakomodasi jumlah 

penduduk di masa datang.  

Perhitungan proyeksi penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara 

menggunakan data penduduk tiap kecamatan sebelum pemekaran tahun 

2004-2013. Data penduduk time series yang lebih panjang rentang tahunnya 

lebih dapat dipercaya validitasnya. Tabel 2.1.2.A.3 menunjukkan hasil proyeksi 

penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2015 sampai dengan 2025.  
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Tabel 2.1.2.B.1 

Proyeksi penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2015-2025 

Kecamatan 

Jumlah Penduduk 

(jiwa) 
Pertumbuhan 

(%) 

Proyeksi Penduduk 

(jiwa) 

2004 2013 2015 2020 2025 

Rawas Ulu 28.914 32.571 1,3 33.392 35.536 37.819 

Ulu Rawas 9.699 11.305 1,7 11.687 12.698 13.796 

Rupit 28.014 33.163 1,9 34.422 37.784 41.474 

Rawas Ilir 22.348 29.569 3,3 31.545 37.084 43.595 

Karang Dapo 16.103 18.569 1,5 19.146 20.667 22.310 

Karang Jaya 26.716 29.230 0,9 29.746 31.075 32.464 

Nibung 19.980 23.366 1,7 24.165 26.284 28.588 

Musi Rawas 
Utara 

151.774 177.773 1,4 182.728 195.729 209.655 

Sumber : Hasil Analisis, 2014  

 

Rata-rata pertumbuhan penduduk Musi Rawas Utara dari tahun 2004-

2013 mencapai 1,4 %, Kecamatan Rawas Ilir memiliki rata-rata pertumbuhan 

paling tinggi yaitu 3,3 % dan Kecamatan Karang Jaya paling rendah, hanya 

0,9 %. Proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara 

menunjukkan jumlah penduduk di tahun 2015 akan berjumlah 182.728jiwa, 

195.729 jiwa (2020), dan 209.655 jiwa (2025). Hasil proyeksi menunjukkan 

bahwa Kecamatan Rupit dan Rawas Ilir akan memiliki penduduk paling banyak 

di masa yang akan datang. Penduduk Kecamatan Rawas Ilir akan berjumlah 

43.595 jiwa dan Kecamatan Rupit 41.474 jiwa di tahun 2025. Hal tersebut 

berbeda dengan kondisi eksisting dimana jumlah penduduk terbanyak 

Kabupaten Musi Rawas Utara di Kecamatan Rupit. Proyeksi penduduk di Musi 

Rawas Utara dapat menjadi dasar pemerintah untuk memperhitungkan 

fasilitas-fasilitas apa yang harus dibangun agar kebutuhan masyarakat dapat 

terpenuhi.  

 Proyeksi penduduk juga dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan 

sektoral seperti penanganan bencana ataupun kebutuhan lahan untuk 

permukiman. Data proyeksi penduduk bermanfaat juga untuk prediksi 

kebutuhan pangan yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Grafik 

5.1.5.1 menunjukkan hasil proyeksi jumlah penduduk tahun 2015-2025. 
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Gambar 2.1.2.B.1 

Proyeksi Penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015-2025 

Sumber : Hasil Analisis, 2014 

 

b.       Kepadatan dan Sebaran Penduduk 

Kepadatan dan sebaran penduduk merupakan data untuk menunjukkan 

konsentrasi penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara. Daerah yang memiliki 

kepadatan penduduk dapat diartikan konsentrasi kegiatan/penduduk terdapat 

di daerah tersebut. Secara empiris, penduduk akan banyak dijumpai pada 

daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, tersedianya 

sarana dan prasarana sosial, transportasi yang memadai, serta kondisi sosial 

ekonomi yang lebih baik. Daerah yang memiliki kepadatan tinggi dapat 

dikatakan daerah yang memiliki perkembangan ekonomi yang tinggi begitu 

pula sebaliknya. Tabel di bawah ini menunjukkan kepadatan penduduk 

kecamatan di Kabupaten Musi Rawas tahun 2013. 

 

Tabel 2.1.2.C.1 

Kepadatan penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2015 

Kecamatan 
Jumlah Penduduk  

(Jiwa) 
Luas Wilayah 

(Km2) 
Kepadatan 

Rawas Ulu 32.149 498,1688 65 

Ulu Rawas 11.553 1 452,8789 8 

Rupit 34.612 409,7573 84 

Rawas Ilir 31.583 1 088,1345 29 

Karang Dapo 18.890 548,7551 34 

Karang Jaya 29.130 1 408,0348 21 
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Nibung 24.911 602,9257 41 

Musi Rawas Utara 182 828 6 008,6551 40 

Sumber : Kabupaten Musi Rawas Dalam Angka 2016 

 

Kepadatan penduduk di Musi Rawas Utara pada tahun 2015 mencapai 

40 jiwa/Km2. Kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi adalah Kecamatan 

Rupit yaitu 84 jiwa/Km2 dan terendah di Kecamatan Ulu Rawas hanya 8 

jiwa/Km2. Kecamatan Rupit memiliki akses yang mudah dan fasilitasnya relatif 

lengkap sehingga penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara terkonsentrasi di 

Rupit. Kecamatan Ulu Rawas kepadatan penduduknya paling rendah karena 

sebagian wilayahnya memiliki kemiringan lereng > 40 % dan terdapat juga 

Taman Nasional. Kondisi geografis yang sulit membuat permukiman belum 

berkembang di daerah tersebut. Berdasarkan survei dan pengamatan citra 

satelit, permukiman di Musi Rawas Utara memiliki pola linear, yaitu 

memanjang sepanjang jalan atau sungai. Gambar 2.1.2.B.2 merupakan peta 

kepadatan penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara. Kepadatan penduduk 

yang tidak merata di Musi Rawas Utara dikhawatirkan akan membuat kegiatan 

ekonomi akan terpusat di beberapa lokasi seperti di Rupit dan Rawas Ulu. 

Kepadatan penduduk di Kecamatan Rupit yang tinggi harus mendapatkan 

perhatian karena bencana banjir sering terjadi di daerah tersebut.  

Persebaran penduduk dapat dilihat dari 2 aspek yaitu wilayah 

(perkotaan dan perdesaan) dan administratif. Data sensus penduduk tahun 

2010 menunjukkan bahwa 92 % penduduk di Musi Rawas Utara tinggal di 

wilayah perdesaan dan hanya 8 % yang di perkotaan. Wilayah perkotaan di 

Kabupaten Musi Rawas Utara hanya terdapat di Kecamatan Rupit dan Rawas 

Ulu. Sebaran penduduk menurut administratif dilihat dari persentase jumlah 

penduduk di tiap kecamatan. Persebaran penduduk di Musi Rawas Utara relatf 

merata, Kecamatan Rupit memiliki persentase tertinggi yaitu 19 % dan paling 

rendah Kecamatan Ulu Rawas yang hanya 6 %.  

Kecamatan Rupit memiliki lokasi strategis dan fasilitas yang lengkap 

sehingga sebagian besar penduduk bermukim di kecamatan tersebut. Kondisi 

geografis dan terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan di Ulu Rawas 

membuat jumlah penduduknya relatif sedikit. Gambar 2.1.2.B.1 
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menggambarkan persebaran penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 

2015.  

 

Gambar 2.1.2.C.1 
Diagram Persentase Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan di Musi Rawas 

Utara Tahun 2015 
Sumber : Hasil Analisis 
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Gambar 2.1.2.C.2 

Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 
Sumber : Hasil Analisis 
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I. STRUKTUR PENDUDUK 

1. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Data penduduk berdasarkan jenis kelamin digunakan untuk 

menganalisis keseimbangan penduduk berdasarkan jenis kelamin di 

suatu daerah. Rasio jenis kelamin merupakan rasio yang 

membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan di suatu 

daerah. Suatu daerah diharapkan memiliki keseimbangan antara 

penduduk laki-laki dan perempuan. Suatu daerah apabila didominasi oleh 

penduduk laki-laki akan memiliki masalah pada fertilitas dan perkawinan, 

sedangkan apabila didominasi perempuan, masalah yang muncul seperti 

kurangnya tenaga kerja untuk pembangunan daerah. Tabel 2.1.2.C.1 

menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten 

Musi Rawas Utara tahun 2013.  

 
Tabel 2.1.2.D.1 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 
Kabupaten Musi Rawas UtaraTahun 2015 

Kecamatan 
Jenis Kelamin (Jiwa) 

Sex Ratio 
Laki-laki Perempuan 

Rawas Ulu 15.936 16.213 98,29 

Ulu Rawas 5.801 5.752 100.85 

Rupit 17.271 17.341 99.60 

Karang Jaya 14.730 14.400 102.29 

Rawas Ilir 16.054 15.529 103.34 

Karang Dapo 9.419 9.471 99.45 

Nibung 12.914 11.997 107.64 

Musi Rawas Utara 92.125 90.703 102.47 
Sumber : Kabupaten Musi Rawas dalam angka 2016 

 
Penduduk laki-laki di Musi Rawas Utara lebih banyak dibandingkan 

penduduk perempuan pada tahun 2015. Penduduk laki-laki sejumlah 

92.125 jiwa sedangkan perempuan 90.703 jiwa. Sex Ratio di Kabupaten 

Musi Rawas Utara yaitu 102.47, Kecamatan Nibung mempunyai sex ratio 

paling tinggi yaitu 107,64 dan paling rendah Kecamatan Karang Dapo 

yaitu 99,45. Hal ini dapat menjadi potensi pembangunan untuk 

Kabupaten Musi Rawas Utara karena tenaga produktif untuk kegiatan 
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pembangunan relatif banyak. Grafik 2.1.2.C.1 menunjukkan jumlah 

penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2015. 

 

Gambar 2.1.2.D.1 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin  
di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 

Sumber : Kabupaten Musi Rawas dalam angka 2016 

 

2. Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia 

Analisis penduduk berdasarkan kelompok usia untuk mengetahui 

struktur penduduk di suatu daerah. Informasi tentang jumlah penduduk 

untuk kelompok usia tertentu penting diketahui agar pembangunan 

dapat diarahkan sesuai kebutuhan penduduk sebagai pelaku 

pembangunan. Keterangan atau informasi tentang penduduk menurut 

umur yang terbagi dalam kelompok umur lima tahunan, sangat penting 

dan dibutuhkan berkaitan dengan pengembangan kebijakan 

kependudukan terutama berkaitan dengan pengembangan sumber daya 

manusia.  

Data penduduk menurut umur juga dapat untuk mengetahui 

angka ketergantungan suatu daerah, apabila nilainya tinggi maka akan 

menghambat kegiatan ekonomi dan sebaliknya. Tabel 2.1.2.C.2 berikut 

ini menunjukkan persentase penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara 

berdasarkan kelompok usia tahun 2011-2015. 
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Tabel 2.1.2.D.2 
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka 

Ketergantungan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2011-2015 

Tahun 
Kelompok Umur Angka 

Ketergantungan 0-14 15-64 65+ 
1 2 3 4 5 

2011 30,59 65,41 4,00 52,88 

2012 30,46 65,49 4,05 52,70 

2013 30,26 65,58 4,16 52,49 

2014 30,06 65,83 4,10 51,90 

2015 26,78 69,63 3,59 43,61 
Sumber : Publikasi Hasil Analisis Suseda Kabupaten Musi Rawas Utara 

Tahun 2015 

  
Angka ketergantungan Kabupaten Musi Rawas Utara masih tinggi 

yaitu 43,61 pada tahun 2015. Besarnya beban keterantungan tersebut 

berati dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) harus 

menanggung sebanyak 43 penduduk usia tidak produktif baik anak-anak 

(0-14 tahun) maupun lansia (65 tahun ke atas). Kendati demikian jika 

diperhatikan angka ini cenderung menurun tiap tahun dan sudah jauh 

lebih baik dibandingkan kondisi thun 2011 yang nilainya mencapai 52,88. 

Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan peningkatan kualitas diri bagi 

penduduk usia produktif semakin besar.  

Banyaknya jumlah penduduk usia produktif merupakan potensi 

Kabupaten Musi Rawas Utara karena dapat menjadi tenaga kerja untuk 

pembangunan. Rendahnya jumlah penduduk usia tidak/belum produktif 

dibandingkan usia produktif menandakan angka ketergantungan akan 

rendah.Angka ketergantungan yang rendah menunjukkan rendahnya 

beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif sehingga 

pembangunan dapat berjalan dengan baik. 

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dapat membuat 

kebijakan yang didasarkan pada data penduduk berdasarkan umur, 

seperti fasilitas pendidikan yang harus disediakan. Proyeksi jumlah 

penduduk digunakan untuk prediksi kebutuhan fasilitas sehingga jumlah 

fasilitas sesuai dengan kebutuhan. 

3. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

Era globalisasi ekonomi menuntut suatu daerah mempunyai daya 

saing agar dapat bertahan dalam persaingan. Sumber daya manusia 
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merupakan salah satu sektor yang dapat meningkatkan daya saing suatu 

daerah. Sumber daya manusia tidak hanya secara kuantitas akan tetapi 

kualitas. Kualitas SDM penting di era globalisasi agar dapat bersaing 

dengan daerah lainnya karena persaingan tidak hanya dengan internal 

tapi eksternal.  

 Kualitas SDM dapat dicerminkan dari tingkat pendidikan 

masyarakatnya, semakin tinggi persentase masyarakat yang memiliki 

pendidikan perguruan tinggi maka kualitas SDMnya baik dan sebaliknya.  

Semakin banyak SDM yang berkualitas maka derah tersebut mempunyai 

potensi untuk berkembang. SDM yang kurang berkualitas hanya akan 

menjadi beban pembangunan dan mereka tidak dapat bersaing dan 

mengakses pekerjaan dengan daya tawar yang tinggi.  

Tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat di Kabupaten 

Musi Rawas Utara adalah SD yaitu 38,34 %. Sedangkan penduduk yang 

tidak bersekolah atau menamatkan pendidikan SD sebesar 23,39 persen, 

hanya sebagian kecil yang telah menamatkan jenjang pendidikan SMP 

(25,70 persen) dan SMA ke atas (12,48 persen). Semakin tinggi jenjang 

pendidikan, persentasenya semakin rendah, hal ini menunjukkan relatif 

masih rendahnya tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk 

Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Tabel 2.1.2.D.3 
Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Berdasarkan 

Kecamatandan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan  

Di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 

Kecamatan 
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 

<SD SD SMP SMA ke Atas 

Rawas Ulu 29,15 37,48 18,91 14,47 

Ulu Rawas 35,25 40,97 14,71 9,07 

Rupit 16,02 35,83 24,81 23,34 

Karang Jaya 16,98 44,04 19,10 19,88 

Rawas Ilir 33,24 30,07 19,70 16,99 

Karang Dapo 30,34 34,11 17,60 17,94 

Nibung 12,06 48,13 24,27 15,55 

Musi Rawas Utara 23,39 38,34 20,58 17,69 

Sumber :  Publikasi Analisis Hasil Suseda Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 
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 Distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang 

ditamatkan per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1.2.D.3. Kecamatan 

yang telah memiliki jenjang tamatan paling baik adalah kecamatan Rupit 

dengan tamatan tertinggi terbanyak pada jenjang pendidikan SMA ke 

atas sebesar 23,34 persen. Sedangkan kecamatan dengan persentase 

tertinggi untuk jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan kurang dari 

SD (tidak tamat SD) adalah Ulu Rawas sebesar 35,25 persen. Persentase 

penduduk yang pendidikan tertinggi tamat SD di Kecamatan Nibung 

sebesar 48,13 persen, teringgi dibanding kecamatan lain di Kabupaten 

Musi Rawas Utara. 

Fasilitas pendidikan di Musi Rawas Utara belum terlalu lengkap, 

untuk fasilitas SD dan SMP hampir tersebar di setiap desa akan tetapi 

untuk SMA harus pergi di desa lain. Fasilitas pendidikan tinggi bahkan 

belum ada di kabupaten ini sehingga harus ke Linggau atau Palembang. 

Jarak dan biaya membuat masyarakat kurang antusias untuk 

melanjutkan ke pendidikan tinggi. Rendahnya tingkat pendidikan SDM di 

kabupaten Musi Rawas Utara akan menghambat pembangunan. SDM 

akan kalah bersaing dengan SDM dari daerah lain sehingga hanya akan 

menjadi penonton. Rendahnya tingkat pendidikan akan mengurangi daya 

tawar dan kesulitan mengakses posisi pekerjaan dengan pendapatan 

yang lebih layak. Gambar 2.1.2.C.3 menggambarkan persentase 

penduduk berdasarkan tingkat pendidikan.  

 

 

Gambar 2.1.2.D.3 
Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas Berdasarkan Pendidikan Tertinggi 

yang Ditamatkan di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 
Sumber : Publikasi  Analisis Hasil Suseda, 2015 
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4. Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha 

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan atau bidang usaha yang 

dilakukan perusahaan/usaha/lembaga tempat seseorang bekerja. 

Seseorang yang mempunyai lebih dari satu pekerjaan selama seminggu 

yang lalu, maka lapangan pekerjaan utamanya adalah pekerjaan yang 

memakai waktu terbanyak. Data mata pencaharian masyarakat untuk 

mengetahui kegiatan ekonomi yang dominan di daerah tersebut. Hal ini 

dapat dijadikan dasar pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan 

yang terkait dengan tenaga kerja dan sektoral. Tabel 2.1.2.C.4 

menunjukkan data penduduk menurut mata pencaharian di Kabupaten 

Musi Rawas Utara tahun 2010. 

Tabel 2.1.2.D.4 
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja 
 Berdasarkan Lapangan Usaha Utamadan Kecamatan  

di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 

Jenis Pekerjaan 

Kecamatan 

Rawas 

Ulu 

Ulu 

Rawas 
Rupit 

Karang 

Jaya 

Rawas 

Ilir 

Karang 

Dapo 
Nibung 

Musi Rawas 

Utara 

Pertanian 67,69 84,52 68,64 84,04 74,70 77,40 90,92 77,01 

Pertambangan  

dan Penggalian 
6,22 8,25 0,00 2,83 5,55 0,52 0,00 2,98 

Industri 
Pengolahan 

4,66 0,00 0,47 0,33 1,77 0,00 0,63 1,30 

Konstruksi/ 
Bangunan 

0,95 0,53 1,77 1,41 1,15 0,00 1,90 1,21 

Perdagangan, Hotel 

dan Rumah Makan 
9,32 3,46 16,22 1,98 7,07 12,58 0,86 7,88 

Transportasi, 
Pergudangan, 

informasi dan 
Komunikasi 

1,32 0,00 3,11 2,15 0,50 0,52 1,91 1,59 

Keuangan, 

Asuransi, dan Jasa 
lainnya 

9,84 3,24 9,79 7,27 9,25 8,98 3,77 8,02 

Sumber : Publikasi Analisis Hasil Suseda Kabupten Musi Rawas Utara 2015 

 

Mata pencaharian utama masyarakat Musi Rawas Utara adalah 

petani, terutama untuk komoditas karet dan sawit. Persentase penduduk 

yang bekerja di sektor pertanian mencapai 77,01%, sedangkan 

konstruksi/bangunan yaitu 1,21 %. Kegiatan ekonomi masyarakat masih 

didominasi sektor primer. Komoditas sawit dan karet merupakan 

komoditas utama dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan 
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ekonomi masyarakat juga dapat mencerminkan perkembangan daerah 

tersebut. Daerah yang kegiatan ekonominya lebih bervariasi 

mencerminkan majunya perkembangan daerah tersebut.  Kecamatan 

Rupit dan Rawas Ulu mempunyai kegiatan ekonomi lebih beragam 

dibandingkan kecamatan yang lainnya. 16,22 % penduduk di Kecamatan 

Rupit bekerja di sektor, hotel san rumah makan, sedangkan 9,32 % 

penduduk di Rawas Ulu bekerja di sektor yang sama. Hal ini 

menunjukkan perkembangan daerah 2 kecamatan tersebut lebih maju 

dibandingkan kecamatan lain. Lokasi ke 2 kecamatan yang strategis, 

yaitu dilewati jalan lintas tengah Sumatera, membuat kegiatan jasa, 

perdagangan dan pengangkutan berkembang dengan pesat 

dibandingkan di daerah lain. Gambar 2.1.2.C.4 menunjukkan diagram 

persentase penduduk menurut lapangan pekerjaantahun 2015. 

 

Gambar 2.1.2.D.4 
Diagram Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Menurut Pekerjaan 

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 
Sumber : Hasil Analisis,2014 

 

5. Penduduk Menurut Agama 

Komposisi penduduk menurut agama diperlukan sebagai dasar 

untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan 

serta merencanakan program pembangunan yang berkaitan dengan 
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kerukunan antar umat beragama. 99 % masyarakat Musi Rawas Utara 

memeluk agama Islam, Hindu 0,46 %, Katholik 0,31 %, Protestan 0,19 

%, dan Budha 0,002 %. 

Agama Islam menjadi mayoritas karena sebagian besar 

masyarakat di Sumatera bagian selatan berasal dari rumpun Melayu yang 

menganut agama Islam. Agama Hindu menjadi pemeluk terbesar kedua 

di Musi Rawas Utara karena banyaknya transmigran dari Pulau Bali di 

Musi Rawas Utara, terutama di Kecamatan Nibung. Kerukunan umat 

beragama harus senantiasa dijaga agar melancarkan kegiatan 

pembangunan di daerah. Tabel 2.1.2.C.5 menunjukkan jumlah penduduk 

menurut agama di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2013. 

 
Tabel 2.1.2.D.5 

Penduduk Menurut Agama Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 

Kecamatan 

Agama 

Islam Katholik Protestan Hindu Budha 
Khong 
Hu Chu 

Rawas Ulu 31.103 0 0 0 0 0 

Ulu Rawas 12.889 0 58 0 0 0 

Rupit 34.990 501 23 4 4 0 

Karang Jaya 28.393 0 213 0 0 0 

Rawas Ilir 24.429 2 11 0 0 0 

Karang Dapo 21.669 7 0 0 0 0 

Nibung 17.621 49 41 817 0 0 

Musi Rawas 
Utara 

177.094 559 346 821 4 0 

Sumber : Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Angka Tahun 2015 

 

J. Kelahiran 

1. Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate) 

Kelahiran atau fertilitas merupakan salah satu indikator kualitas 

penduduk. Informasi jumlah kelahiran bermanfaat untuk perencanaan 

pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya dalam 

perencanaan pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak, baik untuk 

masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Selain itu, data 
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tentang jumlah kelahiran hidup merupakan dasar untuk perhitungan 

berbagai indikator fertilitas lainnya.  

Angka Kelahiran Kasar menunjukkan banyaknya kelahiran di suatu 

wilayah pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan 

tahun yang sama. Angka Kelahiran Kasar (CBR) ini berguna untuk 

mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi di wilayah tertentu. Tabel dan 

gambar 2.1.2.D.1 menunjukkan angka kelahiran kasar tiap kecamatan di 

Musi Rawas Utara. 

Tabel 2.1.2.E.1 
Angka Kelahiran Kasar (CBR) Tiap Kecamatan di  

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2012 

Kecamatan 
Jumlah 

Kelahiran Hidup 
∑ penduduk 

pertengahan tahun 

Angka 
kelahiran 

kasar 

Rawas Ilir 638 27.311 19,63 

Rawas Ulu 679 32.525 16,20 

Ulu Rawas 270 12.612 17,68 

Rupit 791 38.775 10,24 

Karang jaya 660 30.492 16,79 

Nibung 598 24.066 19,65 

Karang Dapo 399 24.443 13,79 

Sumber : Profil Kependudukan Kabupaten Musi Rawas tahun 2013 

Tabel 2.1.2.E.1 menunjukkan bahwa jumlah kelahiran hidup 

tertinggi di Kecamatan Rawas Ilir dengan 536 kelahiran hidup dan 

terendah di Kecamatan Ulu Rawas yaitu 223 kelahiran hidup. Angka 

kelahiran kasar tertinggi yaitu di Kecamatan Nibung dengan 19,65 

sedangkan yang terendah di Kecamatan Rupit dengan 10,24. Hal ini 

dapat dijadikan dasar pemerintah kabupaten untuk menentukan program 

kependudukan sesuai dengan karakterisitik masing-masing kecamatan. 

Data angka kalehiran juga dapat dijadikan patokan untuk menambah 

fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan sesuai dengan dinamikan penduduk 

yang ada.  
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Gambar 2.1.2.E.1 
Angka Kelahiran Kasar (CBR) tiap Kecamatan di  

Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2012 
Sumber : Hasil Analisis 

 
2. Anak Lahir Hidup 

Anak lahir hidup (ALH) adalah semua anak yang waktu lahir 

memperlihatkan tanda-tanda kehidupan walaupun sesaat, seperti adanya 

detak jantung, bernafas menangis dan tanda-tanda kehidupan lainnya. 

Hitungan ini bermanfaat untuk mengetahui rata-rata jumlah anak yang 

dilahirkan hidup oleh sekelompok wanita mulai memasuki masa 

reproduksi hingga saat perhitungan sensus. Tabel 2.1.2.D.2 

menunjukkan data ALH tiap kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara 

tahun 2010.  

Tabel 2.1.2.E.2 
Angka Lahir Hidup (ALH) tiap Kecamatan di 

 Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2012 

Kecamatan 

Rata-rata Banyaknya Anak yang Pernah Dilahirkan Hidup Per Wanita  

Menurut Wilayah dan Kelompok Umur 

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55+ ALH 

Rawas Ulu 0,00 0,12 0,75 1,55 2,27 2,94 3,46 4,04 4,55 4,71 2,09 

Ulu Rawas 0,00 0,19 1,02 1,88 2,83 3,73 4,82 4,76 5,67 5,76 2,51 

Rupit 0,00 0,09 0,74 1,49 2,33 2,99 3,56 3,88 4,29 4,69 2,03 

Karang Jaya 0,00 0,11 0,82 1,55 2,40 3,18 3,70 4,04 4,46 4,66 2,14 

Rawas Ilir 0,00 0,15 0,87 1,70 2,42 3,24 3,61 4,17 4,43 4,34 2,16 

Karang Dapo 0,00 0,12 0,79 1,63 2,55 3,10 3,56 3,97 4,17 4,66 2,18 

Nibung 0,00 0,21 0,87 1,59 2,38 2,88 3,11 3,23 3,46 3,36 1,82 

Sumber : Sensus Penduduk, 2010 

 

Data diatas menunjukkan bahwa semakin tua usia wanita semakin 

banyak anak yang dilahirkan hidup, sedangkan semakin muda semakin 
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sedikit. ALH paling tinggi di Kecamatan Ulu Rawas, yaitu dengan angka 

2,51 dan terendah di Kecamatan Nibung yang hanya 1,82. Wanita usia 

40-55 tahun rata-rata memiliki anak lahir hidup 3-5 anak. Wanita dengan 

usia diatas 40 sudah berkali-kali melahirkan sehingga jumlah anak lahir 

hidup semakin tinggi, sedangkan semakin muda belum banyak 

melahirkan. Semakin muda perempuan melahirkan maka angka lahir 

hidup semakin kecil. Kelahiran di usia muda banyak memiliki resiko 

seperti kondisi bayi ataupun kondisi ibu yang rentan. 

 

3. Anak Masih Hidup 

Anak masih hidup adalah semua anak yang dilahirkan hidup pada 

saat pencacahan masih hidup, baik tinggal bersama orang tuanya 

maupun yang tinggal terpisah. Indikator ini untuk menunjukkan bayi 

yang masih hidup setelah dilahirkan, hal ini mengindikasikan keadaan 

kesehatan bayi dan ibu.Tabel 2.1.2.D.3 menunjukkan data anak masih 

hiduptiap kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2010. 

 
Tabel 2.1.2.E.3 

Angka Masih Hidup Setiap Kecamatan di  

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2012 

Kecamatan 

Rata-rata Banyaknya Anak yang Masih Hidup per Wanita  
Menurut Wilayah dan Kelompok Umur 

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55+ AMH 

Rawas Ulu 0,00 0,11 0,73 1,47 2,18 2,75 3,20 3,58 4,03 3,95 1,89 

Ulu Rawas 0,00 0,18 0,94 1,75 2,56 3,31 3,96 3,97 4,47 4,00 2,06 

Rupit 0,00 0,09 0,71 1,45 2,25 2,88 3,35 3,61 4,00 4,19 1,90 

Karang Jaya 0,00 0,11 0,78 1,52 2,32 3,02 3,49 3,77 4,13 4,06 1,99 

Rawas Ilir 0,00 0,14 0,83 1,65 2,32 3,02 3,36 3,72 3,91 3,68 1,97 

Karang Dapo 0,00 0,11 0,75 1,59 2,43 3,00 3,35 3,62 3,82 4,05 2,02 

Nibung 0,00 0,20 0,85 1,55 2,33 2,77 3,00 3,07 3,25 3,09 1,75 

Sumber : Sensus Penduduk, 2010 

  

Angka anak masih hidup paling tinggi terdapat di Kecamatan Ulu 

Rawas yaitu 2,06 dan paling rendah di Kecamatan Nibung yaitu 1,75. 

Semakin matang usia wanita maka semakin tinggi angka rata-rata anak 

yang masih hidup dan sebaliknya. Wanita dengan usia > 40 tahun rata-

rata mempunyai anak yang masih hidup berjumlah 4 orang. Wanita 

dengan usia <20 tahun memiliki rata-rata anak yang masih hidup 

rendah, faktornya adalah belum menikah atau sedang berusaha. Data 
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AMH dapat dijadikan dasar oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas 

untuk kebijakan yang berkaitan dengan kependudukan. 

4. Rasio Anak dan Perempuan 

Rasio anak dan perempuan adalah perbandingan antara anak di 

bawah usia lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia 

produktif (15-49 tahun) disuatu wilayah dan waktu tertentu. Rasio anak 

dan perempuan bisa digunakan untuk melihat jumlah kelahiran yang 

terjadi selama 5 tahun yang lalu. Tabel 2.1.2.D.4 menunjukkan rasio 

anak dan perempuan tiap kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara 

tahun 2013.  

Tabel 2.1.2.E.4 
Rasio Anak dan Perempuan Tiap Kecamatan di  

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2013 

Kecamatan 
Penduduk usia 

0-4 tahun 
Penduduk perempuan 

usia 15-49 tahun 
Rasio Anak dan 

Perempuan (CWR) 

Rawas Ilir 2.498 8.814 28,34 

Rawas Ulu 2.517 10.432 24,13 

Ulu Rawas 1.050 3.481 30,16 

Rupit 2.706 11.282 23,99 

Karang jaya 2.219 9.344 23,75 

Nibung 2.383 6.760 35,25 

Karang Dapo 1.769 6.679 26,49 

Sumber : Profil Kependudukan Kabupaten Musi Rawas tahun 2013 
 

Rasio Anak Perempuan tertinggi di Kecamatan Nibung yaitu 35,25 

dan paling rendah di Kecamatan  Karang jaya yaitu 23,75. Angka 35,25 

menunjukkan bahwa terdapat 36 anak balita (0-4 tahun) dari setiap 100 

penduduk perempuan usia produktif (15-49 tahun). Angka tersebut 

relatif tinggi karena 1 dari 3 perempuan produktif sudah mempunyai 

anak. Angka tersebut mengindikasikan tingkat fertilitas yang masih 

cukup tinggi karena masih besarnya jumlah anak balita. Pemerintah 

Kabupaten Musi Rawas Utara diharapkan dapat mengontrol rasio anak 

perempuan agar tidak terlalu berlebihan atau kurang. Rasio anak 

perempuan yang berlebihan berdampak terhadap meledaknya penduduk 
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dan apabila kurang maka pertumbuhan penduduk dikhawatirkan stagnan 

bahkan minus. 

 

K. Perkawinan 

Indikator perkawinan penduduk berguna bagi penentu kebijakan dan 

pelaksana program kependudukan,terutama untuk pengembangan program 

pembangunan keluarga dan upaya peningkatan kualitas keluarga dan 

perencanaan Keluarga Berencana. Dalam hal ini perkawinan pada usia dini 

akan menimbulkan dampak terhadap kualitas keluarga, jumlah dan proporsi 

penduduk. Tabel 2.1.2.E.1 menunjukkan distribusi penduduk menurut status 

perkawinan berdasarkan kecamatan, kabupaten Musi Rawas Utara tahun 

2013. 

Tabel 2.1.2.F.1 
Status Perkawinan Penduduk Tiap Kecamatan di  

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2013 

Kecamatan 
Belum Kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Rawas Ilir 15.894 50,72 14.410 45,98 223 0,71 810 2,58 

Rawas Ulu 16.639 48,07 16.491 47,64 339 0,98 1145 3,31 

Ulu Rawas 6.486 52,83 5.368 43,72 78 0,64 345 2,81 

Rupit 18.535 50,51 16.822 45,84 282 0,77 1058 2,88 

Karang jaya 15.734 49,88 14.523 46,04 356 1,13 929 2,95 

Nibung 12.608 48,34 12.808 49,11 151 0,58 513 1,97 

Karang Dapo 11.429 50,55 10.427 46,12 146 0,65 608 2,69 

Musi Rawas 
Utara 

97.325 49,80 90.849 46,55 1.575 0,80 5.408 2,77 

Sumber : Profil Kependudukan Kabupaten Musi Rawas tahun 2013 

 

Sebagian besar penduduk di Musi Rawas Utara memiliki status belum 

menikah yaitu 49,8 %, sedangkan yang sudah menikah mencapai 46,55 %, 

cerai hidup 0,80 % dan cerai mati mencapai 2,77 %. Tinggi rendahnya angka 

perkawinan di suatu daerah akan mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas di 

daerah tersebut. Tingginya masyarakat di Musi Rawas Utara membuat 

pemerintah harus menyediakan konseling pra-nikah, KB ataupun sejenis agar 

mereka dapat menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Gambar 

2.1.2.E.1 menunjukkan distribusi penduduk menurut status perkawinan 

berdasarkan kecamatan, kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2013. 
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Gambar 2.1.2.F.1 
Diagram Status Perkawinan Penduduk Tiap Kecamatan di  

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2013 
Sumber : Hasil Analisis 

 

L. Migrasi  

Mobilitas penduduk mempunyai peran yang sangat signifikan dalam 

mempengaruhi laju pertumbuhan dan struktur penduduk di suatu wilayah 

Mobilitas penduduk ada dua tipe yaitu mobilitas penduduk permanen atau 

yang disebut migrasi dan mobilitas penduduk non permanen yang bersifat 

tidak tetap/sementara. 

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap 

dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi 

internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Migrasi dipengaruhi 

oleh daya dorong (push factor) suatu wilayah dan daya tarik (pull factor) 

wilayah lainnya. Daerah yang banyak didatangi migran maka dimungkinkan 

daerah tersebut perkembangannya relatif lebih maju. Tabel 2.1.2.F.1 

menunjukkan jumlah penduduk migran dan non migran di Kabupaten Musi 

Rawas Utara tahun 2010.  

Tabel 2.1.2.G.1 
Jumlah Penduduk Menurut Status Migrasi di  
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2010 

Kecamatan 
Non Migran 

Kabupaten/Kota 
Migran 

Kabupaten/Kota 
Jumlah 

Rawas Ulu 29.587 1.450 31.037 

Ulu Rawas 10.680 92 10.772 

Rupit 30.330 1.272 31.602 

Karang Jaya 26.643 1.212 27.855 

50%
46%

1% 3%

Belum kawin

Kawin

Cerai Hidup

Cerai Mati
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Rawas Ilir 26.641 1.537 28.178 

Karang Dapo 15.524 2.196 17.720 

Nibung 15.474 6.794 22.268 

Musi Rawas Utara 154.879 14.553 169.432 

Sumber : Sensus penduduk 2010 

  
Jumlah penduduk yang merupakan migran di Kabupaten Musi Rawas 

Utara tahun 2010 mencapai 14.552 jiwa atau 8 % dari total penduduk. 

Kecamatan Nibung memiliki penduduk migran terbanyak yaitu 6.794 jiwa atau 

30 % dari penduduk total kecamatan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa 

desa transmigran di Kecamatan Nibung seperti Karya Makmur, Bumi Makmur, 

Sumber Sari, dan Jadi Mulya. Kecamatan Karang Dapo juga memiliki desa 

transmigran, jumlah penduduk migrannya sebanyak 2.196 jiwa atau 12 % dari 

penduduk total. Kecamatan Ulu Rawas memiliki jumlah penduduk migran 

paling sedikit, hal ini karena terbatasnya lahan budidaya sehingga kurang 

cocok untuk dijadikan kawasan transmigrasi atau menjadi tujuan penduduk 

migran. Transmigran yang tinggal di kabupaten Musi Rawas Utara berasal dari 

Pulau Jawa dan Bali.  

Mobilitas ulang-alik juga terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara 

walaupun jumlahnya sedikit. PNS yang bekerja di Pemerintah Kabupaten 

sebagian tinggal di Kota Lubuk Linggau sehingga mereka melakukan mobilitas 

ulang alik untuk bekerja. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara mengawasi 

dinamika migrasi agar tidak hanya terpusat di suatu daerah. Hal ini akan 

menyebabkan terpusatnya penduduk dan pergerakan modal juga akan 

terpusat. persebaran penduduk relatif merata sesuai dengan daya dukung 

maupun daya tampung lingkungan baik fisik maupun sosial. 

 

M. Etnik 

Suku Asli yang mendiami Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Suku 

Rawas, suku anak dalam ini tersebar di sekitar Musi Rawas, ada juga 

beberapa suku anak dalam namun karena mereka berpindah-pindah tempat 

tinggalnya maka kabupaten musi rawas utara mencoba memfasilitasi suku 

anak dalam ini kedalam Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan membuatkan 

rumah tinggal permanen sehingga suku anak dalam tidak berpindah-pindah 

dari satu hutan ke hutan yang lain hingga lintas batas administrasi 
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Kabupaten.Berdasarkan data Potensi Desa tahun 2011 suku ada dua suku 

besar yang mendiami Kabupaten Muratara yaitu Suku Rawas dan Suku Jawa 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
 

Tabel 2.1.2.H.1 
Jumlah Suku Utama yang Mendiami Setiap Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara 

Kecamatan 
Suku setiap desa 

Rawas Jawa Jumlah Desa 

Rawas Ulu 15 1 17 

Ulu Rawas 7 0 7 

Rupit 16 1 17 

Karang Jaya 13 1 14 

Rawas Ilir 11 0 13 

Karang Dapo 7 2 9 

Nibung 6 5 11 
  Sumber :1. Data Potensi Desa Tahun 2011, 

2. Daerah Dalam Angka Musi Rawas 2014 
 

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa Suku rawas hampir merata 

mendiami di setiap desa di kecamatan– kecamatan, sementara suku Jawa 

banyak tersebar di kecamatan Nibung hal ini dikarenakan daerah Nibung 

merupakan daerah transmigrasi khususnya dari pulau Jawa. Ada 5 desa yang 

terdiri atas suku jawa di kecamatan Nibung. Penduduk asli dan suku jawa 

dapat hidup berdampingan. Sementara di desa Rawas Ilir terdapat total 13 

desa namun hanya 11 desa yang terdata di diami oleh suku Rawas.   

Komunitas suku anak dalam cenderung tertutup dengan komunitas di 

luar mereka dan beberapa suku anak dalam masih sering berpindah-pindah. 

Namun pemerintah setempat sebelumnya (Musi Rawas) mencoba untuk 

pendataan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Untuk lebih lengkapnya data 

persebaran KAT dapat di lihat pada tabel berikut: 
 

Tabel 2.1.2.H.2 
Jumlah Penduduk KAT dan KK KAT per Kecamatan 

Kecamatan 

2008 2011 

L P Jumlah 
Jumlah 
KK KAT 

L P Jumlah 
Jumlah 
KK KAT 

Rawas Ulu 109 132 241 78 109 132 241 78 

Ulu Rawas - - - - - - - - 

Rupit 60 85 145 46 60 85 145 46 

Karang Jaya 90 124 214 49 90 124 214 49 

Rawas Ilir - - - - - - - - 

Karang Dapo - - - - - - - - 

Nibung 195 226 421 115 195 226 421 115 
  Sumber : Proposal Pemberdayaan Komunitas Adat Tertinggal (KAT) Kabupaten Musi Rawas Tahun 

2009 dan 2012 
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KAT ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah Musi Rawas Utara, 

adapun bentuk perhatian yang perlu diberikan antara lain pemberian bantuan 

perumahan yang layak bagi KAT agar mereka mau hidup menetap, pemberian 

bantuan Jaminan Hidup (Jadup) selama masa pembinaan, pemberian 

pembinaan dan penyuluhan teknis di bidang pertanian, ekonomi, sosial dan 

budaya serta pemberian bantuan peralatan pertanian. 

 

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

1. Perkembangan PDRB 

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

merupakan salah satu pendekatan yang digunakan sebagai dasar 

evaluasi keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi sekaligus sebagai 

tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah yang 

bersangkutan.  Selain itu, keberadaan PDRB dapat menunjukkan 

peranan-peranan sektor perekonomian yang ada sehingga identifikasi 

terhadap sektor yang menjadi dominan akan lebih mudah. 

Dalam rentang waktu tahun 2013-2015, PDRB dengan migas atas 

dasar harga konstan (ADHK) Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan 

tren perkembangan yang positif dengan pertambahan nilai  PDRB 

mencapai 161,12 milyar rupiah (Tabel 2.2.1.A.1). 

Tabel 2.1.2.A.1 
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2013-2015 

No Lapangan Usaha 
Nilai PDRB (juta rupiah) 

2013 2014 2015 

1 
Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan 

2.275.214,4 2.372.519,9 2.463.747,8 

2 Pertambangan dan Penggalian 8.57.477,7 1.104.157,0 1.094.865,1 

3 Industri Pengolahan 244.004,0 256.798,0 271.413,4 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 711,8 767,8 779,6 

5 
Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

558,7 596,3 633,4 

6 Konstruksi 183.938,0 199.958,8 214.295,9 

7 

Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda 
Motor 

222.148,7 232.372,3 242.813,5 

8 Transportasi dan Pergudangan 40.450,3 43.669,2 47.320,5 

9 Penyediaan Akomodsi dan 7.414,9 7.751,4 8.461,5 



 

RKPD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2018  II - 64 

      

Makan Minum 

10 Informasi dan Komunikasi 11.766,5 12.726,8 13.526,8 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 29.762,5 31.236,7 32.457,2 

12 Real Estat 55.853,5 59.909,5 64.109,2 

13 Jasa Perusahaan 1.920,0 2.031,1 2.114,7 

14 

Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

108.145,2 127.304,3 146.694,3 

15 Jasa Pendidikan 115.239,1 128.396,6 138.180,4 

16 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 

21.610,3 23.659,0 25.412,1 

17 Jasa Lainnya 36.314,7 37.439,2 39.202,6 

PDRB 4.190.448,0 4.606.176,0 4.760.111,8 
Sumber : Musi Rawas Utara Dalam Angka 2016 

 

Pada tahun 2013, PDRB ADHK mencapai 4.190.448,0 juta rupiah 

sedangkan untuk PDRB ADHK, sedangkan pada tahun 2015 menjadi 

4.760.111,8 juta rupiah. Sektor yang menyumbang PDRB terbesar 

adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 2.463.747,8 

juta rupiah dan yang paling kecil yaitu pengadaan air, pengelolaan 

sampah, limbah dn daur ulang sebesar 633,4 juta rupiah pada tahun 

2015. 

Baru terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara menjadi sebuah 

kabupaten mandiri cukup menjadi penjelasan mengapa laju 

pertumbuhan PDRB di ini masih sangat rendah. Kegiatan perekonomian 

di kabupaten ini masih sangatlah sederhana mengingat pusat-pusat 

perekonomian sebelumnya terdapat di kabupaten induknya, oleh karena 

itu Kabupaten Musi Rawas Utara sedang berada dalam tahapan 

pembangunan kegiatan-kegiatan perekonomian yang lebih beragam. 

Apabila dilihat pada stuktur perekonomiannya selama ini, 

Kabupaten Musi Rawas Utara didominasi oleh sektor primer yang terdiri 

dari sektor pertanian dan pertambangan penggalian. Pada tahun 2013, 

kedua sektor ini masing-masing memberikan kontribusi terhadap PDRB 

sebesar 37% dan 38,2%. Kontribusi sektor sekunder dan tersier masih 

sangat kecil, khususnya untuk sektor listrik, gas dan air bersih serta 

pengangkutan dan komunikasi. Menurut hasil survei primer dan 

wawancara pada tahun 2013, diketahui bahwa PDAM dan pelayanan 
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listrik masih belum mencakup seluruh kabupaten, begitu pula dengan 

sub sektor pengangkutan dimana angkutan umum resmi belum tersedia. 

 
Tabel 2.1.2.A.2 

Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 

No Lapangan Usaha 
Nilai PDRB (Persen) 

2013 2014 2015 

1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 52,72 48,21 46,86 

2 Pertambangan dan Penggalian 22,81 27,38 25,35 

3 Industri Pengolahan 5,40 5,22 5,72 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,01 0,01 0,01 

5 
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 
dan Daur Ulang 

0,01 0,01 0,01 

6 Konstruksi 4,78 5,01 5,56 

7 
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 
dan Sepeda Motor 

4,87 4,63 5,82 

8 Transportasi dan Pergudangan 0,90 0,93 1,06 

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,19 0,19 0,22 

10 Informasi dan Komunikasi 0,23 0,22 0,24 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 0,80 0,75 0,80 

12 Real Estat 1,17 1,20 1,37 

13 Jasa Perusahaan 0,04 0,04 0,05 

14 
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 
Jaminan Sosial Wajib 

2,15 2,20 2,47 

15 Jasa Pendidikan 2,67 2,82 3,05 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,46 0,46 0,51 

17 Jasa Lainnya 0,79 0,75 0,81 

PDRB 100,00 100,00 100,00 
Sumber: Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Musi Rawas Utara Menurut Lapangan 

Usaha 2013 – 2015 

 

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Musi Rawas Utara 

sebagian besar didukung oleh lapagan usaha pertanian, kehutanan, dan 

perikanan serta lapangan usaha pertambangan dan peggalian. Selama 

3 tahun terakhir terjadi pergeseran ke lapangan usaha industri 

pengolahan dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, 

meskipun pegeseran struktur perekonomian masih sangat lamban. 

Sumbangan terbesar pada tahun 2015 dihasilkan oleh lapangan usaha 

pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 46,86 persen, 

selanjutnya lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 

25,35 persen, sementara lapangan usaha lainnya dibawah 6 persen.  

2. Laju Inflasi 

Harga yang digunakan dalam perhitungan PDRB merupakan harga 

pada tingkat produsen, bukan konsumen. Untuk menggambarkan 
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kenaikan harga barang dan jasa di tingkat produsen, maka digunakanlah 

pendekatan laju inflasi sektoral. Laju inflasi PDRB Kabupaten Musi Rawas 

Utara pada tahun 2011-2013 relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

Kabupaten Musi Rawas maupun Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kenaikan harga-harga di kabupaten ini relatif cukup 

besar jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Tingginya nilai inflasi 

bisa disebabkan oleh kegiatan perekonomian yang belum stabil. Hal ini 

menjadi wajar mengingat Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan 

Daerah Otonom Baru yang masih berada pada tahap perkembangan. 

 
Tabel 2.1.2.A.3 

Laju Inflasi PDRB dengan Migas Menurut Lapangan Usaha 
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2010-2013 

No Lapangan Usaha 
Laju Inflasi 

2011 2012 2013 

1 Pertanian 6,99 4,40 5,86 

2 Pertambangan dan Penggalian 11,10 7,19 6,11 

3 Industri Pengolahan 5,88 7,49 5,98 

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 4,82 5,67 6,48 

5 Bangunan 8,96 8,98 6,53 

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 7,88 8,26 8,88 

7 Pengangkutan dan Komunikasi 2,73 4,98 6,42 

8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4,95 6,53 7,96 

9 Jasa-Jasa 7,76 13,64 10,82 

Kabupaten Musi Rawas Utara 8,87 7,17 6,94 

Provinsi Sumatera Selatan 8,58 6,70 5,96 
Sumber: 

1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas 

2. PDRB Provinsi Sumatera Selatan menurut Lapangan Usaha tahun 2013 

Keterangan: 

1. Tahun 2011: angka revisi 

2. Tahun 2012: angka sementara 

3. Tahun 2013: angka sangat sementara 

 

3. PDRB Per Kapita 

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang 

tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB 

per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala 

atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2015, PDRB 2015, PDRB per 

kapita Musi Rawas Utara mencapai 32,46 juta rupiah dengan 

pertumbuhan sebesar 1,30persen, sedangkan pertumbuhan pada tahun 
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2011-2014 berturut–turut sebesar 15,18 persen; 6,45 persen; 2,96 

persen dan 13,26 persen. 
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Gambar 2.1.2.A.3 

Grafik Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Musi Rawas Utara 
Sumber : Musi Rawas Utara Dalam Angka 2016 

 

4. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan 

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan 

merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat gambaran 

perkembangan kesejahteraan penduduk dilihat dari segi pendapatan. 

Namun karena data yang dibutuhkan tidak tersedia, maka indikator ini 

disubtitusikan dengan persentase keluarga yang masuk kedalam kategori 

pra sejahtera. Keluarga pra sejahtera dalam konteks ini mengacu pada 

definisi sebagaikeluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) 

indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator ”kebutuhan dasar 

keluarga” (basic needs). 

Dari tahun 2009 hingga 2012, persentase keluarga pra sejahtera 

dan sejahtera I di Kabupaten Musi Rawas Utara terus menunjukkan 

penurunan. Pada tahun 2009, persentase ini mencapai 53% atau lebih 

dari separuh total keluarga yang ada. Sedangkan pada tahun 2012, 

angka ini telah menurun menjadi 46%. Meskipun menunjukkan adanya 

tren penurunan, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah persentase 

yang ada selama ini berada pada kisaran yang tinggi, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Musi 

Rawas Utara selama ini masih cukup rendah dan perlu diwaspadai. 
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Tabel 2.1.2.A.4 
Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I  

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2011-2015 

No Kecamatan 
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Rawas Ulu 3.629 3.852 3.852 3.950 3.950 

2 Ulu Rawas 1.850 1.824 1.824 2.323 2.323 

3 Rupit 4.127 4.129 4.129 4.892 4.892 
4 Karang Jaya 3.263 3.281 3.281 3.254 3.254 

5 Rawas Ilir 3.649 3.723 3.723 3.266 3.266 

6 Karang Dapo 2.187 2.177 2.177 2.463 2.463 

7 Nibung 2.924 2.938 2.938 3.373 3.373 

Kab. Musi Rawas Utara 25.948 21.629 21.924 23.521 23.521 
Sumber: Kabupaten Musi Rawas Dalam Angka 2010-2014 

 

Kecamatan dengan persentase keluarga pra sejahtera dan 

sejahtera I paling banyak adalah Kecamatan Ulu Rawas. Apabila dilihat 

perkembangannya selama lima tahun terakhir, terlihat bahwa 

kecenderungan yang terjadi bergerak kearah negatif dimana persentase 

keluarga pra sejahtera dan sejahtera I terus mengalami kenaikan. Selain 

Kecamatan Ulu Rawas, kecamatan lain yang menunjukkan tren negatif 

adalah Kecamatan Karang Jaya namun dengan perkembangan yang 

tidak begitu signifikan. 

 

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat 

A. Pendidikan 

1. Angka Melek Huruf 

Angka melek huruf menunjukkan jumlah penduduk yang berusia 

15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis. Menurut BPS, 

pengertian dari Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 

tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah 

kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka ini mencerminkan 

tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang tentunya berkorelasi 

dengan tingkat pendidikan masyarakat. Semakin besar nilai angka melek 

huruf di suatu kabupaten, maka semakin banyak pula masyarakat yang 

mampu membaca dan menulis. Berikut ini merupakan hasil perhitungan 

angka melek huruf di Kabupaten Musi Rawas Utara. 
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Tabel 2.2.2.A.1 
Angka Melek Huruf di Kabupaten Musi Rawas Utara Per KecamatanTahun 

2012-2013 

Kecamatan 

Angka Melek Huruf 
(%) 

2012 2013 

Rawas Ulu 98,90 99,57 

Ulu Rawas 98,30 99,61 

Rupit 99,57 104,12 

Karang Jaya 99,05 99,59 

Rawas Ilir 99,53 98,97 

Karang Dapo 99,23 90,54 

Nibung 99,45 91,56 

Kabupaten Musi Rawas Utara 99,24 99,41 

 Sumber: Profil Kependudukan Kabupaten Musi Rawas 2012-2013, diolah 

 

Gambar 2.2.2.A.1 
GrafikPerkembangan Angka Melek Huruf di  

Kabupaten Musi Rawas Utara Per KecamatanTahun 2012-2013 
Sumber: Hasil Analisis, 2014 

 

Grafik di atas menunjukkan bahwa hanya lima kecamatan yang 

perkembangan persentase angka melek huruf dari tahun 2012-2013 

yang melebihi perkembangan angka persentase melek huruf se-

Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2012-2013. Jika dilihat dari angka 

melek huruf setiap kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara, 

Kecamatan Rupit memiliki angka melek huruf yang lebih tinggi selama 

dua tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari peran Kecamatan Rupit 

sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi di Kabupaten Musi 

Rawas Utara. Apabila dikaitkan dengan tingkat pendidikan dapat 

disimpulkan bahwa secara umum sebagian besar penduduk Kabupaten 

Musi Rawas Utara usia produktif sudah bisa membaca dan menulis 
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walaupun tidak semuanya mengenyam pendidikan menengah dan 

pendidikan tinggi. 

 

2. Angka Rata-rata Lama Sekolah 

Angka rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara 

partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang 

diduduki dan pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk usia 15 tahun 

ke atas. Angka rata-rata lama sekolah menunjukan seberapa lama 

penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Data untuk rata-

rata lama sekolah di Kabupaten Musi Rawas Utara belum didapatkan, 

sehingga digunakan pendekatan dengan menggunakan data dari 

Kabupaten Musi Rawas (kabupaten Induk). Berikut ini tabel angka rata-

rata lama sekolah di Kabupaten Musi Rawas. 
 

Tabel 2.2.2.A.2 
Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Musi Rawas 

Tahun 2005-2012 
 

Indikator 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rata-Rata Lama 
Sekolah 

6,9 7 7 7 7,05 7,09 7,11 7,13 

Sumber: IPM Kabupaten Musi Rawas 2013 

 

Berdasarkan tabel di atas, angka rata-rata lama sekolah di 

Kabupaten Musi Rawas adalah 7,13. Hal ini berarti bahwa rata-rata 

penduduk di Kabupaten Musi Rawas baru mampu menempuh pendidikan 

sampai dengan kelas 1 SMP dan putus sekolah pada kelas 2 SMP. Pada 

tahun 2005 sampai dengan tahun 2012, angka rata-rata lama sekolah di 

Kabupaten Musi Rawas memiliki kecenderungan mengalami kenaikan 

dari tahun ke tahun. Kabupaten Musi Rawas Utara diasumsikan memiliki 

keadaan yang tidak jauh berbeda dari Kabupaten Musi Rawas. 

 

3. Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan MA/MA/SMK 

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan perbandingan antara 

rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat 

pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang 

berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Kegunaan APK adalah 
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untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu 

tingkat pendidikan, baik SD/sederajat, SMP/sederajat, maupun 

SMA/sederajat. Semakin tinggi nilai APK pada jenjang pendidikan apapun 

menunjukkan bahwa semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada 

suatu jenjang pendidikan, dengan mengesampingkan aspek usia dari 

siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan.  

 
Tabel 2.2.2.A.3 

Angka Partisipasi Kasar Jenjang SD/MI di Kabupaten Musi Rawas Utara 
Per Kecamatan Tahun 2008-2013 

Kecamatan 
Angka Partisipasi Kasar SD/MI (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu 116,9 116,48 116,19 120,66 130,12 123,28 

Ulu Rawas 109,9 111,1 110,02 114,69 115,42 114,61 

Rupit 114,73 115,68 115,01 110,94 106,98 108,9 

Karang Jaya 106,75 107,69 110,96 121,37 112,86 114,57 

Rawas Ilir 113,35 114,33 121,92 119,6 113,61 115,3 

Karang Dapo 122,26 130,09 129,86 121,2 137,31 134,2 

Nibung 113,9 115,6 114,19 120,11 119,33 118,8 

Target RPJMN 
sampai dengan 2014 

119,1 119,1 119,1 119,1 119,1 119,1 

Sumber:  Musi Rawas Dalam Angka 2009-2014 

     

 

Gambar 2.2.2.A.2 

Grafik APK SD/MI di Kabupaten Musi Rawas Utara Per Kecamatan 
Tahun 2008-2013 

Sumber: Hasil Analisis 2014 
 

Berdasarkan tabel dan gambar di atas terlihat capaian APK untuk 

jenjang SD/MI di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara 

dari tahun 2008 hingga 2013. Pada tahun 2008, kecamatan dengan nilai 

capaian APK untuk jenjang SD/MI tertinggi adalah Kecamatan Karang 
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Dapo (122,26%), sedangkan kecamatan yang memiliki nilai capaian 

terendah adalah Kecamatan Karang Jaya (106,75%).  

Pada tahun 2013, capaian APK jenjang SD/MI tertinggi adalah di 

Kecamatan Karang Dapo (134,2%), sedangkan capaian nilai APK jenjang 

SD/MI yang terendah adalah Kecamatan Rupit (108,9%). Jika 

dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2014 (119,1%), maka pada 

tahun 2013 hanya Kecamatan Rawas Ulu dan Karang Dapo yang telah 

mencapai target RPJMN tahun 2014, yaitu 123,28%. 

Tabel 2.2.2.A.4 
Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMP/MTs di  

Kabupaten Musi Rawas Utara Per KecamatanTahun 2008-2013 

Kecamatan 
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu 85,22 86,06 93,77 95,72 94,84 94,84 

Ulu Rawas 87,39 88,73 96,4 93,7 94,3 94,3 

Rupit 91,29 93,3 94,23 94,96 95,98 95,98 

Karang Jaya 74,72 84,83 88,16 96,24 97,53 97,53 

Rawas Ilir 91,58 93,38 95,49 94,58 95,95 95,95 

Karang Dapo 96,08 97,44 95,09 95,23 92,49 92,49 

Nibung 91,25 91,34 94,07 94,2 94,98 94,98 

Target RPJMN 
sampai dengan 2014 

110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 

Sumber:  Musi Rawas Dalam Angka 2009-2014 

 

 

Gambar 2.2.2.A.3 

Grafik APK SMP/MTs di Kabupaten Musi Rawas Utara  
Per KecamatanTahun 2008-2013 

Sumber: Hasil Analisis 2014 
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0

20

40

60

80

100

120

2008 2009 2010 2011 2012 2013

A
P

K
 S

M
P

/M
T

s

Tahun

Rawas Ulu

Ulu Rawas

Rupit

Karang Jaya

Rawas Ilir

Karang Dapo

Nibung

Target RPJMN sampai 
dengan 2014



 

RKPD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2018  II - 73 

      

Kecamatan Karang Dapo (96,08%), sedangkan kecamatan yang memiliki 

nilai capaian terendah adalah Kecamatan Karang Jaya (74,72%).  

Pada tahun 2013, capaian APK jenjang SMP/MTs tertinggi adalah 

di Kecamatan Karang Jaya (97,53%), sedangkan capaian nilai APK 

jenjang SMP/MTs yang terendah adalah Kecamatan Karang Dapo 

(92,49%). Selama kurun waktu tahun 2008 sampai 2013, tidak terdapat 

kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah mencapai target 

RPJMN 2014. 
 

Tabel 2.2.2.A.5 
Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMA/MA 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Per Kecamatan Tahun 2008-2013 

Kecamatan 
Angka Partisipasi Kasar SMA/MA (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu 53,24 60,48 60,69 55,48 57,62 57,62 

Ulu Rawas 48,87 47,02 48,49 73,88 77,50 77,50 

Rupit 44,21 51,72 54,74 70,17 71,23 71,23 

Karang Jaya 33,84 40,5 42,5 58,52 59,32 59,32 

Rawas Ilir 46,94 50,11 51,03 45,39 49,58 49,58 

Karang Dapo 60,15 70,6 70,92 70,95 71,81 71,81 

Nibung 44,68 34,64 41,06 57,24 63,19 63,19 

Target RPJMN sampai 
dengan tahun 2014 

85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 

Sumber :  1) Musi Rawas Dalam Angka 2009-2014 

2) RPJMN Tahun 2010-2014 

 

 

Gambar 2.2.2.A.4 
Grafik APK SMA/MA di Kabupaten Musi Rawas Utara Per Kecamatan 

Tahun 2008-2013 
Sumber: Hasil Analisis 2014 
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Berdasarkan tabel dan gambar di atas terlihat capaian APK untuk 

jenjang SMA/MA di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Musi Rawas 

Utara dari tahun 2008 hingga 2013. Pada tahun 2008, kecamatan 

dengan nilai capaian APK untuk jenjang SMA/MA tertinggi adalah 

Kecamatan Karang Dapo (60,15%), sedangkan kecamatan yang memiliki 

nilai capaian terendah adalah Kecamatan Karang Jaya (33,84%).  

Pada tahun 2013, capaian APK jenjang SMA/MA tertinggi adalah di 

Kecamatan Ulu Rawas (77,50%), sedangkan capaian nilai APK jenjang 

SMA/MA terendah adalah Kecamatan Rawas Ilir (49,58%). Sementara 

itu, jika dibandingkan dengan target RPJMN, capaian APK untuk jenjang 

SMA/MA di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara masih 

belum mencapai target RPJMN 2010-2014. 

 

4. Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK 

Angka partisipasi murni (APM) menunjukkan besarnya partisipasi 

masyarakat usia sekolah yang bersekolah, yang berada pada jenjang 

sekolah tertentu. Angka partisipasi murni adalah salah satu tolok ukur 

yang dijadikan pegangan oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan 

suatu wilayah dalam merangsang minat belajar masyarakat untuk 

bersekolah. Menurut BPS, angka partisipasi murni adalah persentase 

siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari 

jumlah penduduk di usia yang sama. Semakin besar nilai APM suatu 

kabupaten pada jenjang pendidikan tertentu dapat menjadi indikator 

keberhasilan program pendidikan suatu wilayah tersebut.  
 

Tabel 2.2.2.A.13 
Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/MI di  

Kabupaten Musi Rawas UtaraTahun 2008-2013 

Kecamatan 
Angka Partisipasi Murni SD/MI (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu 98,97 99,16 98,24 99,36 99,14 

Ulu Rawas 99,55 99,33 97,63 98,96 96,69 

Rupit 98,26 99,30 98,81 99,65 98,88 

Karang Jaya 98,17 97,64 97,79 98,06 98,14 

Rawas Ilir 97,33 97,59 96,93 98,92 98,88 

Karang Dapo 99,74 98,82 97,73 98,96 98,74 

Nibung 97,36 99,04 98,27 99,62 96,87 
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SPM 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 

Target RPJMN sampai 
dengan tahun 2014 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 

Target MDG's sampai 
dengan tahun 2015 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber : (1) Musi Rawas Dalam Angka 2009-2014 

   (2) RPJMN 2010-2014 
   (3) Laporan Tujuan Pembangunan Millenium 2010 

(4) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 Tentang 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan 

 
 

Berdasarkan tabel di atas terlihat capaian APM untuk jenjang 

SD/MI kecamatan-kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara dari tahun 

2008 hingga 2013. Pada tahun 2008, kecamatan dengan nilai capaian 

APM untuk jenjang SD/MI tertinggi adalah Kecamatan Rawas Ilir 

(99,89%), sedangkan kecamatan yang memiliki nilai capaian terendah 

adalah Kecamatan Rupit (95%). Pada tahun 2013, capaian APM tertinggi 

adalah di Kecamatan Rawas Ulu (99,14%), sedangkan capaian nilai APM 

terendah adalah Kecamatan Ulu Rawas (96,69%). 

Kecenderungan perkembangan APM jenjang SD/MI selama 5 

tahun terakhir bersifat fluktuatif di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten 

Musi Rawas Utara. Pada tahun 2013, seluruh kecamatan telah berada di 

atas SPM 95% berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 129a/U/2004. Jika dibandingkan dengan target MDG‟s, seluruh 

kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2013 belum 

mencapai target tersebut. 

 

Gambar 2.2.2.A.13 
Grafik APM SD/MI di Kabupaten Musi Rawas Utara Per Kecamatan 

Tahun 2008-2013 
Sumber: Hasil Analisis 2014 
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Indikator berikutnya adalah APM untuk jenjang SMP/MTs. APM 

untuk jenjang SMP/MTs adalah perbandingan jumlah siswa yang berusia 

13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs 

dibandingkan dengan jumlah penduduk pada usia 13-15 tahun. Berikut 

merupakan tabel angka partisipasi murni jenjang SMP/MTs.  

 
Tabel 2.2.2.A.14 

Angka Partisipasi Murni Jenjang SMP/MTs 
di Kabupaten Musi Rawas Utara Per KecamatanTahun 2008-2013 

Kecamatan 
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu 79,65 85,59 90,46 86,01 86,01 

Ulu Rawas 78,78 88,67 79,63 90,46 90,46 

Rupit 85,03 88,19 84,04 91,00 91,00 

Karang Jaya 77,13 81,56 87,29 88,87 88,87 

Rawas Ilir 82,56 84,92 85,50 89,23 89,23 

Karang Dapo 87,46 92,13 81,83 82,78 82,78 

Nibung 82,61 91,79 92,51 96,83 96,83 

SPM 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

Target RPJMN sampai 
dengan tahun 2014 

76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 

Sumber:   

(1) Musi Rawas Dalam Angka 2009-2014 
(2) RPJMN 2010-2014 

(3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004  
Tentang  Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan 
 

Berdasarkan tabel APM jenjang SMP/MTs, pada tahun 2008 

kecamatan dengan capaian APM tertinggi adalah Kecamatan Rawas Ilir 

(87,58%), dan kecamatan dengan capaian APM jenjang SMP/MTs 

terendah adalah Kecamatan Karang Jaya (71,64%). Perkembangan pada 

tahun 2013, kecamatan dengan nilai capaian APM jenjang SMP/MTs 

tertinggi adalah Kecamatan Nibung (96,83%). Sedangkan kecamatan 

dengan nilai capaian terendah adalah Kecamatan Karang Dapo 

(82,78%).  

Kecenderungan perkembangan APM jenjang SMP/MTs dalam 5 

tahun terakhir di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara 

bersifat fluktuatif. Pada tahun 2013, hanya Kecamatan Ulu Rawas, Rupit, 

dan Nibung yang mencapai SPM di atas 90% berdasarkan Keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004. Pada tahun 2013,  

kecamatan-kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara telah mencapai 
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target RPJMN 2010-2014 sebesar 76% karena angka APM jenjang 

SMP/MTs di tiap-tiap kecamatan telah melebihi target. 

 

Gambar 2.2.2.A.14 
Grafik APM SMP/MTs di Kabupaten Musi Rawas Utara Per  

Kecamatan Tahun 2008-2013  
Sumber: Hasil Analisis 2014 

 

Indikator berikutnya adalah APM untuk jenjang SMA/MA. APM 

untuk jenjang SMA/MA adalah perbandingan jumlah siswa yang berusia 

16-18 tahun yang bersekolah dijenjang SMA dengan jumlah seluruh 

penduduk yang berada pada jenjang umur tersebut. Berikut ini adalah 

tabel angka partisipasi murni jenjang SMA/MA.  

 
Tabel 2.2.2.A.15 

Angka Partisipasi Murni Jenjang SMA/MA 
di Kabupaten Musi Rawas Utara Per KecamatanTahun 2008-2013 

Kecamatan 
Angka Partisipasi Murni SMA/MA (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu 54,81 57,7 51,77 47,23 47,23 

Ulu Rawas 41,87 40,48 69,29 66,72 66,72 

Rupit 45,28 42,84 47,18 58,02 58,02 

Karang Jaya 36,81 38,73 51,5 50,97 50,97 

Rawas Ilir 46,86 45,97 38,09 41,41 41,41 

Karang Dapo 57,23 55,78 62,66 65,47 65,47 

Nibung 30,93 35,18 45,73 51,42 51,42 

SPM 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Sumber:   

(1) Musi Rawas Dalam Angka 2009-2014 

(2) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004  Tentang  
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan 
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Berdasarkan tabel APM untuk jenjang SMA/MA pada tahun 2008 

kecamatan dengan nilai capaian APM jenjang SMA/MA tertinggi adalah di 

Kecamatan Karang Dapo dengan nilai 56,46%. Sedangkan kecamatan 

dengan capaian APM jenjang SMA/MA terendah adalah Kecamatan 

Karang Jaya dengan nilai 32,48%. Perkembangan pada tahun 2013, 

kecamatan dengan capaian APM jenjang SMA sederajat tertinggi adalah 

Kecamatan Ulu Rawas dengan nilai 66,72%. Sedangkan kecamatan 

dengan capaian APM jenjang SMA/MA terendahpada tahun 2013 adalah 

Kecamatan Rawas Ilir dengan persentase41,41%. 

 

 

Gambar 2.2.2.A.15 
Grafik APM SMA/MA di Kabupaten Musi Rawas Utara Per Kecamatan 

Tahun 2008-2013 
Sumber: Hasil Analisis 2014 

 

 Grafik di atas menunjukkan kecenderungan perkembangan APM 

jenjang SMA/MA dalam 6 tahun terakhir di kecamatan-kecamatan di 

Kabupaten Musi Rawas Utara. Perkembangan APM jenjang SMA/MA 

dalam 6 tahun terakhir bersifat fluktuatif. Dari tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2013, hanya Kecamatan Ulu Rawas dan Karang Dapo yang 

mencapai SPM di atas 60% berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 129a/U/2004. Hal tersebut menunjukkan bahwa di 

Kecematan Ulu Rawas dan Karang Dapo banyak terdapat penduduk usia 

sekolah jenjang SMA yang dapat bersekolah. 
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B. Kesehatan 

Derajat kesehatan masyarakat dapat digambarkan dari berbagai unsur 

yang mempengaruhinya, seperti kualitas hidup, mortalitas, morbiditas, dan 

status gizi masyarakat. Unsur-unsur tersebut dapat dilihat dari berbagai 

indikator derajat kesehatan. Indikator yang dinilai paling peka dan telah 

disepakati secara nasional sebagai ukuran derajat kesehatan suatu wilayah 

antara lain: (1) Angka kematian bayi, (2) Angka kematian balita, (3) Angka 

kematian ibu, (4) Usia harapan hidup, dan (5) status gizi balita. Situasi derajat 

kesehatan di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat pada uraian 

berikut. 

 

1. Angka Kematian Bayi 

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada saat setelah 

bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor 

yang dikaitkan dengan kematian bayi, misalnya keterampilan tenaga 

kesehatan, kurangnya pengetahuan dalam mengenali tanda-tanda 

bahaya, dan keterlambatan dalam membawa ibu/bayi ke sarana 

kesehatan. Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya 

kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup 

pada suatu tahun tertentu. Berikut ini merupakan hasil perhitungan AKB 

di Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Tabel 2.2.2.B.1 
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Musi Rawas Utara Per Kecamatan  

Tahun 2010-2013 

Kecamatan 

Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran 
Hidup 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu 32,14  0,00 11,44 4,16 15,87 

Ulu Rawas 0,00  3,82 7,91 11,53 0,00 

Rupit 3,42  7,05 13,64 0,00 13,56 

Karang Jaya 19,91  4,24 8,80 6,27 0,00 

Rawas Ilir 2,08  14,06 7,02 1,50 0,00 

Karang Dapo 0,00  6,17 11,21 9,63 18,87 
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Nibung 35,90  8,99 7,41 8,62 19,03 

Kabupaten Musi Rawas 
Utara 

8,30  6,53 9,84 6,39 10,31 

Target RPJMN sampai 
dengan tahun 2014 

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

Target MDG's sampai 
dengan tahun 2015 

23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 

Sumber:  

(1) Kesehatan Musi Rawas Dalam Angka 2008, diolah 
(2) Profil Kesehatan Musi Rawas Tahun 2010-2013, diolah 
(3) RPJMN 2010-2014 
(4) Laporan Tujuan Pembangunan Milenium 2010 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa kematian bayi di 

Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2013 adalah 10 tiap 1.000 

kelahiran hidup. Target yang harus dicapai dalam RPJMN 2010-2014 dan 

MDG‟s di tahun 2015 adalah 24 dan 23 per 1.000 kelahiran hidup. 

Kabupaten Musi Rawas Utara telah memenuhi target tersebut karena 

jumlah kematian bayi di kabupaten tersebut relatif sedikit jika 

dibandingkan dengan jumlah bayi kelahiran hidup.  

 

 

Gambar 2.2.2.B.1 
Grafik Angka Kematian Bayi di Kabupaten Musi Rawas Utara Per Kecamatan 

Tahun 2010-2013 
Sumber: Hasil Analisis 2014 
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wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu.Berikut ini merupakan hasil 

perhitungan AKB di Kabupaten Musi Rawas Utara. 

 

Tabel 2.2.2.B.2 
Angka Kematian Balita di Kabupaten Musi Rawas Utara Per Kecamatan Tahun 

2010-2013 

Kecamatan 

Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran 
Hidup 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu 0,00  15,63 11,24 0,00 0,00 

Ulu Rawas 0,00  1,61 11,44 0,00 0,00 

Rupit 0,00  3,82 11,86 0,00 0,00 

Karang Jaya 0,00  7,05 13,64 0,00 0,00 

Rawas Ilir 0,00  5,66 8,80 0,00 0,00 

Karang Dapo 0,00  10,79 7,41 0,00 0,00 

Nibung 0,00  6,17 11,21 0,00 0,00 

Kabupaten Musi Rawas 
Utara 

0,00  7,53 10,82 0,00 0,00 

Target MDG's sampai 
dengan tahun 2015 

32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 

Sumber:  

(1) Profil Kesehatan Musi Rawas Tahun 2010-2013, diolah 
(2) Kesehatan Musi Rawas Dalam Angka 2008, diolah 
(3) Laporan Tujuan Pembangunan Milenium 2010 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa tidak terdapat kasus 

kematian balita sehingga nilai AKABAKabupaten Musi Rawas Utara pada 

tahun 2013 adalah 0. Begitu pula yang terjadi pada tahun 2008 dan 

2012. Pada tahun 2010 terdapat 8 kematian balita tiap 1.000 kelahiran 

hidup. Sedangkan untuk tahun 2010, terdapat 11 kematian balita tiap 

1000 kelahiran hidup. 

Target yang harus dicapai dalam MDG‟s di tahun 2015 adalah 32 

tiap 1.000 kelahiran hidup. Kabupaten Musi Rawas Utara telah 

memenuhi target tersebut karena jumlah kematian balita di kabupaten 

tersebut relatif sedikit jika dibandingkan dengan jumlah bayi kelahiran 

hidup. Pada tahun 2012 dan 2013, tidak terdapat kasus kematian balita.  
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Gambar 2.2.2.B.2 
Grafik Angka Kematian Balita di Kabupaten Musi Rawas Utara Per 

KecamatanTahun 2010-2013 
Sumber: Hasil Analisis 2014 

 

3. Angka Kematian Ibu (AKI) 

Kematian ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena 

peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Angka Kematian Ibu 

(AKI) menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat 

kesehatan perempuan. AKI dihitung per 100.000 kelahiran hidup. AKI 

dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. 

Berikut ini merupakan hasil perhitungan AKI di Kabupaten Musi Rawas 

Utara. 

Tabel 2.2.2.B.3 
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Musi Rawas Utara Per Kecamatan  

Tahun 2010-2013 

Kecamatan 
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu 714,29  160,77 143,06 0,00 184,16 

Ulu Rawas 0,00  0,00 395,26 0,00 288,60 

Rupit 0,00  423,13 409,28 0,00 0,00 

Karang Jaya 221,24  141,44 146,63 125,47 369,91 

Rawas Ilir 0,00  156,25 140,45 0,00 0,00 

Karang Dapo 299,40  0,00 0,00 431,03 346,02 

Nibung 0,00  359,71 0,00 0,00 235,85 

Kabupaten Musi 
Rawas Utara 

148,15  200,90 172,20 71,02 226,42 
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Target Indonesia 
Sehat 2010 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

Target RPJMN sampai 
dengan tahun 2014 

118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 

MDG's sampai 
deengan tahun 2015 

102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 

Sumber:  

(1) Kesehatan Musi Rawas Dalam Angka 2008, diolah 
(2) Profil Kesehatan Musi Rawas Tahun 2010-2013, diolah 
(3) RPJMN 2010-2014 
(4) Laporan Tujuan Pembangunan Milenium 2010 

(5) Indikator Indonesia Sehat 2010 
 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa AKI selama tahun 

2010 sampai dengan tahun 2012 terdapat penurunan yang signifikan. 

Namun, sangat disayangkan bahwa pada tahun 2013 kenaikan tajam 

terjadi hingga melampaui angka kematian ibu di tahun 2010. Angka 0 

menunjukkan tidak ada kasus kematian ibu di kecamatan tersebut. Pada 

tahun 2013, AKI mencapai angka 226, di mana angka tersebut jauh 

melebihi target Indonesia sehat, RPJMN 2010-2014, dan MDG‟s. Dalam 

rentang tahun 2010-2013 tersebut, hanya AKI di tahun 2012 yang 

berhasil memenuhi target Indonesia sehat,RPJMN 2010-2014, dan MDG‟s 

karena tidak terdapat kasus kematian ibu di 5 kecamatan di Kabupaten 

Musi Rawas Utara.  

 
 

Gambar 2.2.2.B.3 
Grafik Angka Kematian Ibu di Kabupaten Musi Rawas Utara Per 

Kecamatan Tahun 2010-2013 
Sumber: Hasil Analisis 2014 
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4. Persentase Balita Gizi Buruk 

Status gizi seseorang berkaitan erat dengan permasalahan 

kesehatan individu tersebut. Status gizi ibu hamil memegang peranan 

penting dalam menjaga kondisi janin yang dikandungnya. Apabila janin 

yang dilahirkan bermasalah, maka akan menimbulkan permasalahan 

kesehatan pada bayi tersebut di kemudian hari. Jika hal tersebut tidak 

segera ditangani akan mengakibatkan pertumbuhan bayi terganggu.  

Balita gizi buruk merupakan balita dengan status gizi menurut 

berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score < -3 SD dan atau 

dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwasiorkor, dan marasmus-

kwasiorkor). Persentase balita gizi buruk dihitung dari banyaknya balita 

yang berstatus gizi buruk di suatu wilayah tertentu selama satu tahun 

dibandingkan dengan jumlah seluruh balita di wilayah tersebut pada 

kurun waktu yang sama. Berikut ini merupakan hasil perhitungan 

persentase balita gizi buruk di Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Tabel 2.2.2.B.4 
Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Musi Rawas Utara Per 

Kecamatan Tahun 2010 – 2013 

Kecamatan 
Balita Gizi Buruk (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu 0,03 0,03 0,04 0,00 0,05 0,00 

Ulu Rawas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 

Rupit 0,00 0,00 0,00 0,12 0,11 0,11 

Karang Jaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rawas Ilir 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

Karang Dapo 0,08 0,08 0,00 0,00 0,08 0,05 

Nibung 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kabupaten Musi 
Rawas Utara 

0,05 0,05 0,01 0,02 0,05 0,02 

MDG's sampai 
dengan tahun 2015 

3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Sumber:  

(1) Kesehatan Musi Rawas Dalam Angka 2008, diolah 
(2) Profil Kesehatan Musi Rawas Tahun 2010-2013, diolah 
(3) Laporan Tujuan Pembangunan Milenium 2010 
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Gambar 2.2.2.B.4 
Grafik Persentase Balita Gizi Buruk 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Per Kecamatan Tahun 2010-2013 
Sumber: Hasil Analisis 2014 

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, persentase balita gizi buruk 

di Kabupaten Musi Rawas Utara  tiap kecamatan berada pada angka 

yang rendah yaitu tidak mencapai 1% dari tahun 2008 sampai dengan 

2013. Akan tetapi melihat kecenderungan dari tahun 2012 ke 2013 

persentase tersebut mengalami penurunan. SDG‟s Indonesia 

menargetkan prevalensi balita gizi buruk di Indonesia turun hingga 

berada pada angka 3,6% di tahun 2015. Dengan demikian, persentase 

gizi buruk di Kabupaten Musi Rawas Utara sudah mencapai target SDG‟s. 

 

5. Angka Usia Harapan Hidup  

Angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi 

kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada 

umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka 

usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-

rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas 

menurut umur.  

Data mengenai angka usia harapan hidup di Kabupaten Musi 

Rawas Utara belum tersedia. Tabel di bawah ini menunjukkanangka 

harapan hidup di Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2003 sampai dengan 

tahun 2011 terus mengalami peningkatan.Pada tahun 2011, angka usia 

harapan hidup di Kabupaten Musi Rawas adalah 64,95 tahun. Data 

angka usia harapan hidup di Musi Rawas tersebut juga mencerminkan 
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kondisi angka harapan hidup Musi Rawas Utara sebagai pemekaran dari 

Musi Rawas. 

 

Tabel 2.2.2.B.5 
Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2003-2011 

 

Indikator 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Angka 
Harapan 
Hidup 

n/a 62,6 63,2 n/a 64,14 64,29 64,44 64,8 64,95 

Sumber : http://kpdt.bps.go.id/index.php?AnalisisData/analisa2# 

6. Penyakit 

Data macam-macam penyakit yang menyerang penduduk di 

Kabupaten Musi Rawas Utara penting untuk diketahui. Data tersebut 

digunakan untuk melihat derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten 

Musi Rawas Utara. Data tersebut juga dapat digunakan untuk melihat 

ada tidaknya KLB atau wabah yang menyerang. Wabah penyakit dapat 

diartikan sebagai kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam 

masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi 

dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta 

dapat menimbulkan mala petaka (UU No 4. Tahun 1984). Berikut ini 

merupakan data macam-macam penyakit berdasarkan PODES 2008 dan 

2011 di Kabupaten Musi Rawas Utara. 

 
Tabel 2.2.2.B.6 

Macam Penyakit di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2008 dan 2011 

Wabah Kecamatan 

Podes 2008 Podes 2011 

Jumlah 
Penderita 

Penderita 
yang 

Meninggal 

Jumlah 
Penderita 

Penderita 
yang 

Meninggal 

Muntaber/ 
Diare 

Rawas Ulu 121 11 79 1 

Ulu Rawas 10 2 29 0 

Rupit 0 0 68 3 

Karang Jaya 6 0 35 0 

Rawas Ilir 61 1 20 0 

Karang Dapo 0 0 641 0 

Nibung 0 0 0 0 

Kabupaten Musi Rawas 
Utara 

198 14 872 4 

Demam 
Berdarah 

Rawas Ulu 3 1 36 1 

Ulu Rawas 0 0 20 0 

Rupit 0 0 20 0 

http://kpdt.bps.go.id/index.php?AnalisisData/analisa2
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Wabah Kecamatan 

Podes 2008 Podes 2011 

Jumlah 
Penderita 

Penderita 
yang 

Meninggal 

Jumlah 
Penderita 

Penderita 
yang 

Meninggal 

Karang Jaya 0 0 0 0 

Rawas Ilir 0 0 0 0 

Karang Dapo 0 0 0 0 

Nibung 0 0 0 0 

Kabupaten Musi Rawas 
Utara 

3 1 76 1 

Campak 

Rawas Ulu 19 0 30 0 

Ulu Rawas 19 0 9 0 

Rupit 0 0 52 0 

Karang Jaya 0 0 0 0 

Rawas Ilir 73 0 15 0 

Karang Dapo 0 0 0 0 

Nibung 0 0 0 0 

Kabupaten Musi Rawas 
Utara 

111 0 106 0 

Infeksi 
Saluran 
Pernapasan 
Atas (ISPA) 

Rawas Ulu 53 2 41 2 

Ulu Rawas 36 0 47 0 

Rupit 0 0 86 4 

Karang Jaya 20 0 0 0 

Rawas Ilir 104 0 5 0 

Karang Dapo 0 0 602 0 

Nibung 0 0 0 0 

Kabupaten Musi Rawas 
Utara 

213 2 781 6 

Malaria 

Rawas Ulu 120 5 89 1 

Ulu Rawas 8 1 17 0 

Rupit 0 0 68 0 

Karang Jaya 12 2 137 0 

Rawas Ilir 181 0 92 0 

Karang Dapo 0 0 593 0 

Nibung 0 0 60 0 

Kabupaten Musi Rawas 
Utara 

321 8 1056 1 

Flu Burung 

Rawas Ulu 0 0 20 0 

Ulu Rawas 0 0 0 0 

Rupit 0 0 0 0 

Karang Jaya 0 0 0 0 

Rawas Ilir 0 0 0 0 

Karang Dapo 0 0 0 0 

Nibung 0 0 0 0 

Kabupaten Musi Rawas 
Utara 

0 0 0 0 

TBC 

Rawas Ulu 54 2 25 4 

Ulu Rawas 32 1 11 1 

Rupit 0 0 32 7 

Karang Jaya 0 0 0 0 

Rawas Ilir 37 9 4 0 
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Wabah Kecamatan 

Podes 2008 Podes 2011 

Jumlah 
Penderita 

Penderita 
yang 

Meninggal 

Jumlah 
Penderita 

Penderita 
yang 

Meninggal 

Karang Dapo 0 0 0 0 

Nibung 0 0 0 0 

Kabupaten Musi Rawas 
Utara 

123 12 72 12 

Lainnya 

Rawas Ulu 125 6 437 0 

Ulu Rawas 28 3 16 0 

Rupit 0 0 1156 0 

Karang Jaya 27 0 598 0 

Rawas Ilir 87 0 90 2 

Karang Dapo 0 0 0 0 

Nibung 0 0 236 1 

Kabupaten Musi Rawas 
Utara 

267 9 2533 3 

Sumber : PODES 2008 dan PODES 2011, diolah 

Kabupaten Musi Rawas secara geografis berada di dekat hutan 

dan rawa sehingga daerah tersebut rentan terhadap wabah malaria. 

Wilayah tersebut terkenal sebagai wilayah endemis malaria. Kabupaten 

Musi Rawas Utara memiliki peluang yang sama. Berdasarkan data di 

atas, jumlah penderita malaria pada tahun 2011 adalah sebanyak 1056 

jiwa. Jumlah ini jauh melampaui jumlah penderita malaria pada tahun 

2008. Namun, kematian akibat wabah malaria berhasil ditekan. Wabah 

lain yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara yang jumlah 

penderitanya cukup tinggi adalah muntaber/diare dan ISPA. 

C. Pertanahan 

1. Persentase penduduk yang memiliki lahan 

Persentase penduduk yang memili lahan merupakan hasil 

persentase antara penduduk yang memiliki tanah dengan jumlah 

penduduk. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat kepemilikan 

tanah disuatu wilayah. Semakin besar persentase menunjukan bahwa 

tingkat kepemilikan lahan penduduk semakin besar yang dapat diartikan 

bahwa sertifikasi lahan di suatu wilayah telah dilakukan secara 

menyeluruh dan juga dapat digunakan untuk melihatkesejahteraan 

masyarakat semakin tinggi. 
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Kepemilikan lahan merupakan salah satu indikator untuk 

menghitung tingkat kesejahteraan penduduk. UU 1945 Pasal 33 

menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Kepemilikan atas lahan di Indonesia diatur di dalam UU Pertanahan No 

5/1960  tentang pokok agraria yang diatur dalam aturan Hak Milik Atas 

Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam bentuk 

sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah atas tanah.Sertifikat 

Hak Milik (SHM) merupakan hak terkuat dan terpenuh atas kepemilikan 

suatu tanah/lahan dan melekat kepada individu yang merupakan Warga 

Negara Indonesia serta tidak memiliki jatuh tempo (bersifat kekal). 

Kinerja capaian Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara khususnya 

dalam aspek kesejahteraan masyarakat di bidang pertanahan diukur 

dengan persentase penduduk yang memiliki lahan. Tabel persentase 

penduduk yang memiliki tanah adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2.2.C.1 
 Kepemilikan Tanah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2013 

Kecamatan 
Luas 

Tanah 
(Ha) 

Jumlah 
penduduk 

Jumlah 
penduduk 

yang 
memiliki 

tanah 

Persentase 
penduduk 
memiliki 

tanah 

(1) (2) (3) (4) (5=4/3) 

Karang Dapo 54.875,51 18.855   

Karang Jaya 140.803,48 29.487   

Nibung 60.292,57 23.762   

Rawas Ilir 108.813,45 30.541   

Rawas Ulu 49.816,88 32.979   

Rupit 40.975,73 33.787   

Ulu Rawas 145.287,89 11.494   

MUSI RAWAS 
UTARA 

1.051.861 180.905 4712 ** 0.026 

Sumber : Musi Rawas dalam Angka Tahun 2005 – 2013 
Keterangan : ** Jumlah Sertifikat Tanah yang diterbitakan di Kabupaten Musi Rawas, diasumsikan 

setiap orang memiliki 1 sertifikat. 
 

Kepemilikan lahan di kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebesar 

0.026 penduduk/lahan melalui asumsi kepemilikan sertifikat tanah 

Kabupaten Musi Rawas. Angka ini menunjukan bahwa kepemilikan tanah 

penduduk Musi Rawas cenderung rendah. Indikator yang digunakan 
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dalam sektor pertanahan ini adalah persentase penduduk yang memiliki 

lahan, apabila persentase penduduk yang mempunyai lahan semakin 

tinggi maka kesejahteraan penduduk dimungkinkan lebih merata dan 

sebaliknya. Data kepemilikan tanah di Kabupaten Musi Rawas Utara 

belum tersedia sehingga belum bisa diketahui permasalahan dan 

persentase kepemilikan lahan. 

B. Ketenagakerjaan 

1. Rasio Penduduk yang Bekerja 

Rasio penduduk yang bekerja merupakan hasil perbandingan 

antara penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Indikator 

ini digunakan untuk melihat penyerapan tenaga kerja yang ada pada 

suatu wilayah. Semakin besar rasio penduduk yang bekerja maka dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk semakin baik karena 

terlepas dari ancaman pengangguran. 

Pada tahun 2009 dan 2011, diketahui bahwa rasio penduduk yang 

bekerja di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebesar 0,98. Angka ini 

menandakan bahwa penyerapan tenaga kerja di kabupaten ini sangat 

baik. Sementara apabila dilihat per kecamatan, rata-rata masing-masing 

kecamatan juga menunjukkan besaran yang sama.  

 

Tabel 2.2.2.D.1 
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Musi Rawas Utara 

Tahun 2009 dan 2011 

No Kecamatan 

Rasio Penduduk 
yang Bekerja 

2009 2011 

1 Rawas Ulu 0,98 0,98 

2 Ulu Rawas 0,98 0,98 

3 Rupit 0,98 0,98 

4 Karang Jaya 0,98 0,98 

5 Rawas Ilir 0,98 0,97 

6 Karang Dapo 0,98 0,97 

7 Nibung 0,97 0,98 

Kab. Musi Rawas 
Utara 

0,98 0,98 

Sumber: 
1. Profil Jumlah Perusahaan dan Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2010 
2. Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 
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2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga 

A. Kebudayaan 

1. Jumlah Benda-benda Bersejarah  

Benda – benda bersejarah di Kabupaten Musi Rawas Utara hanya 

terdapat di Kecamatan Rawas Ulu sebanyak 3 benda yaitu Situs Tingkip, 

Candi Lesung Batu dan Meriam Naga. Hal tersebut menunjukkan 

Kecamatan Rawas Ulu pernah menjadi daerah bagi kebudayaan 

masyarakat zaman dulu. Pelestarian benda-benda bersejarah perlu 

dilakukan agar terus dilestarikan dan sebagai salah satu kekayaan 

budaya Kabupaten Musi Rawas Utara. 

 

Tabel 2.2.3.A.2 
Jumlah Benda-benda Bersejarahdi Kabupaten Musi Rawas Utara Menurut 

KecamatanTahun 2012 - 2013 

Kecamatan 2012 2013 

Rawas Ulu 3 3 

Ulu Rawas - - 

Rupit - - 

Karang Jaya - - 

Rawas Ilir - - 

Karang Dapo - - 

Nibung - - 

Kabupaten Musi Rawas 
Utara 

3 3 

Sumber : Musi Rawas Dalam Angka 2013 – 2014 

 

2. Jumlah Sanggar Seni  

Jumlah sanggar seni dapat juga menjadi salah satu indikator 

melihat kondisi kebudayaan suatu daerah. Sanggar seni menunjukkan 

adanya aktifitas kesenian yang dikelola langsung oleh masyarakat untuk 

pelestarian seni tersebut. Pada tabel menunjukkan terdapat dua 

kecamatan yang memiliki sanggar seni yaitu Kecamatan Rawas Ulu 

sebanyak 1 sanggar seni dengan nama sanggar Nurul Iman dan 

Kecamatan Karang Dapo sebanyak 2 sanggar seni dengan nama Bamura 

dan Cempaka Putih. Namun data tersebut ditemukan hanya tahun 2012 

sedangkan menurut data pada tahun 2013 tidak terdapat sanggar seni.  
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Tabel 2.2.3.A.3 
Jumlah Sanggar Seni di Kabupaten Musi Rawas Utara Menurut Kecamatan Tahun 

2012 - 2013 

Kecamatan 2012 2013 

Rawas Ulu  1 - 

Ulu Rawas  - - 

Rupit  - - 

Karang Jaya  - - 

Rawas Ilir  - - 

Karang Dapo  2 - 

Nibung  - - 

Kabupaten Musi 
Rawas Utara 

3 - 

    Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2013 – 2014 

 

3. Jumlah Tarian Daerah  

Tarian daerah merupakan salah satu kekayaan budaya yang harus 

dilestarikan. Pada tabel menunjukkan Kabupaten Musi Rawas Utara 

sebanyak 3 tarian yang terdapat di 2 kecamatan. Di Kecamatan Rawas 

Ulu terdapat Tari Piring Gelas dan di Kecamatan Karang Dapo terdapat 

Tari Kain dan Tari Sabung Ayam. Kekayaan tari daerah menjadi potensi 

bagi pengembangan kebudayaan, salah satunya untuk kepentingan 

pariwisata yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Tabel 2.2.3.A.4 
Jumlah Tarian Daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara  

Menurut Kecamatan Tahun 2012 - 2013 

Kecamatan 2012 2013 

Rawas Ulu 1 1 

Ulu Rawas - - 

Rupit - - 

Karang Jaya - - 

Rawas Ilir - - 

Karang Dapo 2 2 

Nibung - - 

Kabupaten Musi Rawas Utara 3 3 

Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2013 – 2014 

 

4. Jumlah Cerita Rakyat 

Cerita rakyat merupakan salah satu kekayaan budaya yang harus 

dilestarikan. Pada tabel menunjukkan Kabupaten Musi Rawas Utara 

sebanyak 2 cerita yang terdapat di 2 kecamatan. Di Kecamatan Rawas 
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Ulu yaitu cerita Bujang Kurap dan di Kecamatan Rupit dengan cerita Batu 

Jong. Dari cerita rakyat tersebut dapat mengajarkan nilai-nilai sosial 

budaya pada masyarakat generasi penerus di Kabupaten Musi Rawas 

Utara.  

Tabel 2.2.3.A.5 
Jumlah Cerita Rakyat di Kabupaten Musi Rawas Utara  

Menurut KecamatanTahun 2012 – 2013 

Kecamatan 2012 2013 

Rawas Ulu 1 1 

Ulu Rawas - - 

Rupit 1 1 

Karang Jaya - - 

Rawas Ilir - - 

Karang Dapo 
 

- 

Nibung - - 

Kabupaten Musi Rawas 
Utara 

2 2 

      Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2013 – 2014 

 

B. Pemuda dan Olah Raga 

1. Jumlah Klub Olahraga 

Indikator jumlah klub olahraga digunakan untuk menjelaskan tolok 

ukur sejumlah kelompok kegiatan penunjang aktivitas bidang olahraga. 

Indikator ini merupakan aspek penunjang dalam menjelaskan beberapa 

pusat pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan olahraga. 

Kecenderungan perkembangan jumlah klub olah raga di Kabupaten Musi 

Rawas Utara tidak dapat digambarkan karena keterbatasan data. 

 
2. Jumlah Gedung Olahraga 

Indikator gedung olahraga digunakan dalam melihat 

perkembangan pusat kegiatan olahraga. Indikator ini berguna untuk 

menjelaskan adanya potensi penunjang sarana dan prasarana 

perkembangan bidang olahraga.Data mengenai jumlah gedung olahraga 

di Kabupaten Musi Rawas Utara belum tersedia. 

Pada tahun 2014 terdapat 1 gedung olahraga di Kabupaten Musi 

Rawas Utara yang berlokasi di Kecamatan Rupit. Hal ini menunjukkan 
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bahwa kegiatan olahraga sudah didukung oleh Pemerintah daerah tetapi 

belum merata karena di kecamatan lain belum ada gedung olahraga. 

 
3. Jumlah Organisasi Pemuda 

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama 

dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda 

digunakan untuk melihat potensi pengembangan kepemudaan. Pada 

tabel menunjukkan jumlah organisasi pemuda yang stabil pada tahun 

2012 dan 2013 yaitu 91 kelompok organisasi. Adanya organisasi pemuda 

menunjukkan indikasi adanya ketertarikan masyarakat pada bidang 

kepemudaan. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan 

kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk 

berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi 

pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan 

pemerintahan daerah untuk memberdayakan pemuda dalam 

pembangunan daerah (Permendagri 54 th 2010 lamp 1). 

 

4. Jumlah Kegiatan Kepemudaan 

Jumlah kegiatan kepemudaan digunakan untuk melihat keaktifan 

organiasai pemuda dalam bidang kepemudaan. Berdasarkan data Musi 

Rawas dalam angka tahun 2013-2014, menunjukkan jumlah kegiatan 

kepemudaan di Kabupaten Musi Rawas Utara pada 2 tahun terakhir 

masih tetap sama, yaitu 80 kegiatan. Jumlah kegiatan kepemudaan ini 

terbilang sedikit jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah organisasi 

pemuda yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara. 

 

5. Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) 

Di Kabupaten Musi Rawas Utara tidak terdapat gelanggang/balai 

remaja baik milik pemerintah maupun milik swasta. Hal ini menunjukkan 

masih belum ada dukungan dari pemerintah untuk memberikan 

prasarana gelanggang sebagai pendukung kegiatan pemuda dan 

olahraga di Kabupaten Musi Rawas. 
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6. Lapangan olahraga  

Lapangan olahraga menunjukkan sarana penunjang/pendukung 

kegiatan olahraga. Pada tabel menunjukkan jumlah lapangan olahraga 

yang terdiri atas lapangan sepak bola sebanyak 40 lapangan, bola voli 86 

lapangan, bulu tangkis 63 lapangan, sepak takraw 5 lapangan dan 

lapangan basket sebanyak 3 lapangan. Total lapangan olahraga yang 

ada di Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 197 pada tahun 2012. 

Berdasarkan data yang tersedia terlihat bahwa rasio jumlah lapangan per 

1000 penduduk pada tahun 2012 sebesar 1,13.  

Tabel 2.2.3.B.1 
Jumlah Prasarana/Lapangan Olahraga 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Menurut Jenis OlahragaTahun 2012  

Uraian  
Tahun  

2012 

a. Sepak Bola  40 

b. Bola Voli  86 

c. Bulu Tangkis  63 

d. Tenis Meja  21 

e. Sepak Takraw  5 

f. Basket 3 

Jumlah Prasarana (tidak termasuk tenis 
meja) 

197 

Sumber : Persebaran Prasarana Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2012 

 

7. Jumlah Karang Taruna  

Jumlah karang taruna digunakan untuk melihat kepedulian 

pemuda dalam bersosialisasi untuk bergerak di bidang kepemudaan yang 

bermanfaat luas bagi masyarakat sekitar. Pada tabel menunjukkan 

jumlah karang taruna selama 2 tahun. Terjadi peningkatan jumlah 

karanga taruna dari 1.032 unit pada tahun 2012 menjadi 1.033 unit pada 

tahun 2013.   

Tabel 2.2.3.B.3 
Jumlah Prasarana/Lapangan Olahraga Tahun 2012 - 2013 

Uraian  
Tahun  

2012 2013 

Jumlah Karang Taruna 1.032 1.033 

Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2013 – 2014 
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8. Jumlah Pembibitan Cabang Olahrga dan Potensi Pemuda  

Pembibitan cabang olahraga dan potensi pemuda digunakan untuk 

menggambarkan akomodasi pemerintah dalam mendidik dan 

mengembangkan potensi pemuda dalam bidang olahraga. Pada tabel 

menunjukkan jumlah pembibitan cabang olahraga dan potensi pemuda 

pada tahun 2011 sebanyak 5 orang menurun pada tahun 2012. Jumlah 

pembibitan cabang olahraga masih sangat minim jika dibandingkan 

dengan jumlah pemuda yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara pada 

tahun 2012 sebanyak 57.454 orang.  

 
Tabel 2.2.3.B.4 

Jumlah Pembibitan Cabang Olahraga dan Potensi PemudaTahun 2011 - 2012 

Uraian  
Tahun 

2011 2012 

Jumlah Pembibitan Cabang Olahraga 
dan Potensi Pemuda 

5 4 

Jumlah Pemuda - 57454 

Sumber : Persebaran Pembibitan Cabang Olahraga dan Poteni Pemuda 
Kabupaten Muratara Tahun 2011 & 2012 

 

2.2 ASPEK PELAYANAN UMUM 

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 

A. Kesehatan 

1. Rasio Posyandu per Satuan Balita 

Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan 

dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait 

(Departemen Kesehatan RI. 2006). Posyandu merupakan wadah peran 

serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan 

kesehatan dasarnya, sehingga diharapkan strategi operasional 

pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini 

dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan posyandu sebaiknya 

tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar pendekatan pelayanan 

kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai.  

Sebuah posyandu idealnya dapat melayani 100 balita. Perhitungan 

rasio posyandu diperlukan untuk mengetahui rasio ketersediaan 
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posyandu di Kabupaten Musi Rawas Utara. Perhitungan rasio posyandu 

per 100 balita tertera pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.3.1.B.1 
Rasio Posyandu per Satuan Balita 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Per Kecamatan Tahun 2010-2013 

Kecamatan 

Rasio Posyandu Per 1000 
Balita 

2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu 0.33 0.64 0.46 0.49 

Ulu Rawas 1.27 1.83 1.62 1.52 

Rupit 0.42 0.53 0.46 0.45 

Karang Jaya 0.74 0.85 0.83 0.67 

Rawas Ilir 0.93 0.79 1.27 0.98 

Karang Dapo 0.37 0.50 0.76 0.44 

Nibung 0.38 1.27 2.33 0.98 

Kabupaten Musi 
Rawas Utara 0.55 0.82 0.86 0.71 

Sumber: Profil Kesehatan Musi Rawas Tahun 2010-2013, diolah 

 
Gambar 2.3.1.B.1 

Grafik Rasio Posyandu per 100 Balita 
di Kabupaten Musi Rawas Utara Per Kecamatan Tahun 2010-2013 

Sumber: Hasil Analisis 2014 

 

Tabel 2.3.1.B.2 
Rasio Posyandu per Satuan Balita 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2010-2013 

Uraian 2010 2011 2012 2013 

Jumlah Posyandu 117 142 142 143 

Jumlah Balita 21.309 17.251 16.459 20.154 

Rasio 0.55 0.82 0.86 0.71 
Sumber: Profil Kesehatan Musi Rawas Tahun 2010-2013, diolah 

 

Secara umum, rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Musi 

Rawas Utara mengalami kenaikan dari tahun 2010 sampai dengan 2012, 

kemudian mengalami penurunan di tahun 2013. Cakupan ketersediaan 
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dan pelayanan posyandu terhadap jumlah balita di Kabupaten Musi 

Rawas Utara tahun 2013 adalah 0,7. Angka ini menunjukkan bahwa 

setiap 100 balita di Kabupaten Musi Rawas Utara dilayani oleh 0,7 

posyandu, dimana angka tersebut belum memenuhi target 100 balita 

dilayani oleh 1 posyandu. Untuk itu, perlu adanya peningkatan pelayanan 

kesehatan ibu dan anak dengan penambahan jumlah posyandu dan 

pemerataan posyandu. 

Namun, jika dilihat rasio posyandu per kecamatan di Kabupaten 

Musi Rawas Utara, Kecamatan Ulu Rawas telah berhasil memenuhi target 

dengan angka 1,52 pada tahun 2013. Sedangkan Kecamatan Rawas Ilir 

dan Nibung juga telah mendekati target pelayanan. Untuk itu, perlu 

adanya perbaikan pelayanan di Kecamatan Rawas Ulu, Rupit, Karang 

Jaya dan Karang Dapo agar pelayanan posyandu dapat menjangkau 

wilayah-wilayah di Kabupaten Musi Rawas Utara. 

  

2. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk 

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) merupakan suatu unit 

pelayanan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan 

kesehatan. Puskesmas juga bisa diartikan sebagai suatu organisasi 

kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan 

masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping 

memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada 

masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.  

Puskesmas memiliki fungsi sebagai pusat pembangunan 

berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat 

pelayanan kesehatan masyarakat primer, dan pusat pelayanan kesehatan 

perorangan primer. Indikator rasio puskesmas per 100.000 penduduk 

adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui 

keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas. Dalam menghitung rasio 

puskesmas, poliklinik dan pustu perlu diketahui jumlah puskesmas, 

jumlah poliklinik, jumlah pustu dan jumlah penduduk yang ada di 

Kabupaten Musi Rawas Utara.  
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Tabel 2.3.1.B.3 

Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu 
di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2008-2013 

Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Jumlah Puskesmas 8 8 8 8 8 8 

Jumlah Poliklinik n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Jumlah Pustu 44 46 48 48 52 48 

Jumlah Penduduk 162.728 164.073 169.411 172.503 174.874 177.773 
Sumber:  Musi Rawas Dalam Angka 2009-2014, diolah 

 

Tabel 2.3.1.B.4 
Rasio Puskesmas 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Per KecamatanTahun 2008-2013 

Kecamatan 
Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu 3,23 3,19 3,22 3,20 3,17 3,07 

Ulu Rawas 9,62 9,49 9,29 9,13 9,01 8,85 

Rupit 3,33 3,29 3,16 3,10 3,05 3,02 

Karang Jaya 3,49 3,62 3,59 3,55 3,52 3,42 

Rawas Ilir 8,35 8,24 7,10 6,90 6,78 6,76 

Karang Dapo 5,79 5,72 5,64 5,56 5,49 5,39 

Nibung 4,66 4,47 4,49 4,37 4,29 4,28 

Kabupaten Musi 
Rawas Utara 4,92 4,88 4,72 4,64 4,57 4,50 

Sumber:  Musi Rawas Dalam Angka 2009-2014, diolah 

 

Rasio puskesmas per 100.000 penduduk di Kabupaten Musi Rawas 

Utara berada di kisaran angka mendekati 5. Hal tersebut menandakan 

bahwa terdapat 5 puskesmas setiap 100.000 penduduk atau 1 

puskesmas di Kabupaten Musi Rawas Utara melayani 20.000 penduduk. 

Rasio puskesmas per 100.000 penduduk di Kecamatan Ulu Rawas cukup 

tinggi, yaitu berada pada kisaran angka 9. Sebuah puskesmas di 

kecamatan tersebut mampu melayani 11.111 penduduk. Hal tersebut 

terjadi karena penduduk di kecamatan tersebut relatif lebih sedikit 

dibanding dengan penduduk di kecamatan lain.  

Di Indonesia sendiri rasio Puskesmas per 100.000 penduduk pada 

tahun 2009-2013 mengalami trend yang meningkat dari kisaran 3,8 – 3,9 

(Riskesdas, 2013). Berdasarkan data tersebut, di Indonesia rata-rata 1 

puskesmas dapat melayani 25.641 penduduk. Berdasarkan jumlah 

penduduk, rasio Puskesmas di Kabupaten Musi Rawas Utara lebih tinggi 

dibandingkan dengan Indonesia. 



 

RKPD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2018  II - 100 

      

Tabel 2.3.1.B.5 
Jarak Rata-rata Desa ke Puskesmas Terdekat 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Per KecamatanTahun 2008-2013 

Kecamatan 

Jarak Rata-
rata (Km) Desa 
ke Puskesmas 

Terdekat 

Kemudahan Mencapai Sarkes 
Terdekat Dari Desa 

(Jumlah Desa) 

SM M S SS 

Rawas Ulu 8,69 8 8     

Ulu Rawas 9,71 1 5 1   

Rupit 6,35 1 16     

Karang Jaya 14,58 1 11 2   

Rawas Ilir 11,68 2 4 5   

Karang Dapo 10,67 3 6     

Nibung 11,23 1 5 5   

Kabupaten Musi Rawas 
Utara 

10,42 
17 55 13  0 

20,00% 64,71% 15,29%  0,00% 
Sumber:  PODES 2011, diolah 

 

Berdasarkan data dari PODES 2011, rata-rata desa-desa di 

Kabupaten Musi Rawas Utara harus menempuh 6-15 Km untuk mencapai 

puskesmas terdekat. Desa-desa di Kecamatan Karang Jaya memiliki jarak 

tempuh yang paling jauh untuk mengakses sarana kesehatan puskesmas 

dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Dilihat dari kemudahan 

mencapai akses, 20% desa di Kabupaten Musi Rawas Utara dapat 

mengakses puskesmas dengan sangat mudah dan sekitar 64,71% 

mengakses puskesmas dengan mudah. Sedangkan 15,29% mengalami 

kesulitan untuk mencapai puskesmas. Jarak paling pendek dengan akses 

yang mudah ada di Kecamatan Rupit.  

Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan puskesmas terhadap 

masyarakat di wilayah kerjanya, puskesmas didukung oleh sarana 

pelayanan kesehatan berupa puskesmas pembantu (pustu).Pustu 

merupakan sebuah unit pelayanan kesehatan yang berfungsi menunjang 

dna membantu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam 

ruang lingkup yang lebih kecil.  Jumlah puskesmas pembantu di Musi 

Rawas Utara mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai dengan 

2012 dan engalami penurunan di tahun 2013. 

Pada tahun 2013, jumlah pustu yang ada di Kabupaten Musi 

Rawas Utara adalah 48 unit. Untuk mengetahui rasio pustu per 100.000 

penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara, dilakukan perhitungan 
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dengan indikator yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan hasil 

perhitungan rasio pustu per 100.000 penduduk di Kabupaten Musi Rawas 

Utara. 

Tabel 2.3.1.B.6 
Rasio Pustu di Kabupaten Musi Rawas Utara Per KecamatanTahun 2008-2013 

Kecamatan 
Rasio Pustu per 100.000 Penduduk 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu 25,83 31,86 32,23 31,98 28,55 30,70 

Ulu Rawas 19,23 18,98 18,59 18,26 18,03 17,69 

Rupit 19,98 23,00 22,15 21,67 24,39 21,11 

Karang Jaya 31,43 32,61 39,49 39,10 35,17 37.,63 

Rawas Ilir 20,87 24,72 17,74 17,26 33,89 16,91 

Karang Dapo 28,97 28,59 28,22 27,80 27,46 26,93 

Nibung 41,90 31,32 35,93 34,96 34,34 34,24 

Kabupaten Musi 
Rawas Utara 27,04 28,04 28,33 27,83 29,74 27,00 

        Sumber:  Musi Rawas Dalam Angka 2009-2014, diolah 

 
Rasio pustu per 100.000 penduduk di Kabupaten Musi Rawas 

Utara pada tahun 2013 berada di kisaran angka 27. Hal tersebut 

menandakan bahwa terdapat 27 pustu setiap 100.000 penduduk atau 1 

pustu di Kabupaten Musi Rawas Utara melayani 3.704 penduduk. Pada 

tahun 2013, rasio pustu di Kecamatan Rawas Ulu, Karang Jaya, dan 

Nibung lebih tinggi dibanding rasio pustu per 100.000 penduduk di 

Kabupaten Musi Rawas Utara secara keseluruhan.  

Berdasarkan data dari PODES 2011, rata-rata desa-desa di 

Kabupaten Musi Rawas Utara harus menempuh 1-6 Km untuk mencapai 

pustu terdekat. Desa-desa di Kecamatan Ulu Rawas memiliki jarak 

tempuh yang paling jauh untuk mengakses pustu dibandingkan dengan 

kecamatan lainnya. Dilihat dari kemudahan mencapai akses, 56,47% 

desa di Kabupaten Musi Rawas Utara dapat mengakses pustu dengan 

sangat mudah dan sekitar 37,65% mengakses pustu dengan mudah. 

Sedangkan 5,88% mengalami kesulitan untuk mencapai pustu. Jarak 

paling pendek dengan akses yang mudah ada di Kecamatan Rupit.  
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Tabel 2.3.1.B.7 
Jarak Rata-rata Desa ke Puskesmas Pembantu Terdekat 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Per KecamatanTahun 2011 

Kecamatan 
Jarak Rata-rata 
(Km) Desa ke 

Pustu Terdekat 

Kemudahan Mencapai Sarkes 
Terdekat Dari Desa 

SM M S SS 

Rawas Ulu 2,13 13 3     

Ulu Rawas 6,00 2 5     

Rupit 0,79 6 11     

Karang Jaya 1,92 9 5     

Rawas Ilir 9,82 5 2 4   

Karang Dapo 1,78 6 3     

Nibung 2,00 7 3 1   

Kabupaten Musi 
Rawas Utara 

3,49 
48 32 5 0 

56,47% 37,65% 5,88% 0,00% 
Sumber:  PODES 2011, diolah  
Ket: SM = Sangat Mudah; M = Mudah; S = Sulit; SS = Sangat Sulit 

 

3. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk 

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang 

berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan 

keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan 

penyakit yang diderita oleh pasien. Ketersediaan rumah sakit akan 

memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.  

Dari tahun 2010 sampai dengan 2013, jumlah rumah sakit yang 

ada di Musi Rawas Utara berjumlah 1, yaitu RSUD di Rupit. Kecamatan 

Rupit adalah satu-satunya kecamatan yang memiliki rumah RSUD. Rasio 

RS  per satuan penduduk digunakan untuk mengukur ketersediaan 

fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Perhitungan rasio RS 

per 1000 penduduk seperti yang tertera pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.3.1.B.8 
Rasio RS per Satuan Penduduk 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Per KecamatanTahun 2008-2013 

Kecamatan 
Rasio RS per 1000 Penduduk 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ulu Rawas 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Rupit 0,0333 0,0329 0,0316 0,0310 0,0305 0,0302 

Karang Jaya 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Rawas Ilir 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Karang Dapo 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Nibung 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Kabupaten Musi 
Rawas Utara 0,0061 0,0061 0,0059 0,0058 0,0057 0,0056 
Sumber:  Musi Rawas Dalam Angka 2009-2014, diolah 
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Tabel 2.3.1.B.9 
Rasio RS per Satuan Penduduk 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Per Kecamatan Tahun 2008-2013 

Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Jumlah RS 1 1 1 1 1 1 

Jumlah Penduduk  
162.72

8 
164.07

3 
169.41

1 
172.50

3 
174.87

4 
177.77

3 

Rasio RS per satuan 
penduduk 

0,006
1 

0,006
1 

0,005
9 

0.005
8 

0,005
7 

0,005
6 

Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2009-2014, diolah 

Cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk di 

Musi Rawas Utara pada tahun 2013 adalah 0,0056. Angka ini 

menunjukkan bahwa setiap 1.000 penduduk di Musi Rawas Utara 

dilayani oleh rumah sakit sebanyak 0.0057. Sejak tahun 2008 sampai 

dengan 2013, hanya terdapat 1 RS di Kabupaten Musi Rawas Utara. Hal 

tersebut membuat angka rasio RS per 1000 penduduk sangatlah kecil. 

Perlu diperhatikan juga jarak sarana kesehatan dengan tempat 

tinggal masyarakat serta kemudahan mencapai sarana kesehatan 

tersebut. Di bawah ini terdapat tabel jarak rata-rata desa ke rumah sakit 

terdekat. Data ini digunakan untuk melihat persebaran rumah sakit di 

suatu daerah dan aksesnya. Sebaik apapun sarana kesehatan yang ada 

apabila jarak yang ditempuh masyarakat sangat jauh serta tidak 

didukung dengan akses yang baik, masyarakat akan berpikir ulang untuk 

berobat ke sana. 

Tabel 2.3.1.B.10 
Jarak Rata-rata Desa ke RS Terdekat 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Per Kecamatan Tahun 2011 

Kecamatan 

Jarak Rata-
rata (Km) 

Desa ke RS 
Terdekat 

Kemudahan Mencapai Sarkes 
Terdekat Dari Desa 

SM M S SS 

Rawas Ulu 22,41   13 3   

Ulu Rawas 73,97   7     

Rupit 6,18 1 16     

Karang Jaya 36,54   12 2   

Rawas Ilir 68,53     11   

Karang Dapo 20,56 2 6 1   

Nibung 90,95     4 7 

Kabupaten Musi 
Rawas Utara 

45,59 
3 54 21 7 

3,53% 63,53% 24,71% 8,24% 
Sumber:  PODES 2011, diolah 
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Berdasarkan data dari PODES 2011, rata-rata desa-desa di 

Kabupaten Musi Rawas Utara harus menempuh 6-91 Km untuk mencapai 

RS terdekat. Desa-desa di Kecamatan Nibung memiliki jarak tempuh 

yang paling jauh untuk mengakses sarana kesehatan RS dibandingkan 

dengan kecamatan lainnya. Dilihat dari kemudahan mencapai akses, 

3,53% desa di Kabupaten Musi Rawas Utara dapat mengakses RS 

dengan sangat mudah dan sekitar 63,53% mengakses RS dengan 

mudah. Sedangkan 24,71% mengalami kesulitan untuk mencapai 

puskesmas dan 8,24% desa sangat sulit dalam mengakses pelayanan 

kesehatan di RS. Jarak paling pendek dengan akses yang mudah ada di 

Kecamatan Rupit. 

4. Rasio Dokter per Satuan Penduduk 

Rasio dokter per satuan penduduk merupakan salah satu indicator 

yang digunakan untuk mengukur cakupan pelayanan dokter di 

masyarakat. Dokter dikelompokkan menjadi 3, yaitu dokter umum, 

dokter gigi, dan dokter spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan 

di suatu wilayah, baik berstatus PNS maupun bukan PNS.  Untuk 

menghitung rasio dokter per 100.000 penduduk, perlu diketahui jumlah 

dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, total dokter, dan jumlah 

penduduk. Jumlah dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis 

merupakan jumlah dokter yang bekerja di unit kerja puskesmas dan RS 

Muara Rupit. 

 
Tabel 2.3.1.B.11 

Rasio Dokter Per Satuan Penduduk 
di Kabupaten Musi Rawas UtaraTahun 2010-2013 

Uraian 2010 2011 2012 2013 

Jumlah Dokter Umum 11 13 16 13 

Jumlah Dokter Gigi 1 1 2 2 

Jumlah Dokter Spesialis 0 0 5 7 

Total Dokter 12 14 23 22 

Jumlah Penduduk 169.411 172.503 174.874 177.773 

Rasio Dokter per 
100.000 penduduk 7,08 8,12 13,15 12,38 

Sumber:   

(1) Profil Kesehatan Musi Rawas Tahun 2010-2013, diolah 
(2) Musi Rawas Dalam Angka 2009-2014 
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Gambar 2.3.1.B.2 
Grafik Rasio Dokter per 100.000 Penduduk 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2010-2013 
Sumber : Hasil Analisis 2014 

 

Berdasarkan gambar di atas, rasio dokter per 100.000 penduduk 

di Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami peningkatan dari tahun 2010 

sampai dengan 2012, dan mengalami penurunan di tahun 2013. 

Berdasarkan jenis profesinya, rasio dokter berdasarkan Indikator 

Indonesia Sehat 2010 dibedakan menjadi tiga yaitu rasio dokter umum, 

rasio dokter gigi dan rasio dokter spesialis. Rasio dokter per 100.000 

penduduk harus mencapai target 40 di tahun 2010. Sedangkan rasio 

dokter gigi  per 100.000 penduduk adalah 11, dan rasio dokter spesialis 

per 100.000 penduduk adalah 6. 

Tabel 2.3.1.B.12 
Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2010-2013 

Kecamatan 

Rasio Dokter Umum per 100000 
penduduk 

2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu 3.22 3.20 3.17 3.07 

Ulu Rawas 9.29 9.13 18.03 26.54 

Rupit 12.66 15.48 18.29 18.09 

Karang Jaya 3.59 3.55 3.52 3.42 

Rawas Ilir 10.65 10.35 13.56 6.76 

Karang Dapo 0.00 5.56 5.49 0.00 

Nibung 4.49 4.37 4.29 0.00 

Kabupaten Musi 
Rawas Utara  6.49 7.54 9.15 7.31 

Target Indonesia 
Sehat 2010 40.00 40.00 40.00 40.00 

Sumber:   

(1) Profil Kesehatan Musi Rawas Tahun 2010-2013, diolah 

(2) Indikator Indonesia Sehat 2010 
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Rasio dokter umum di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah 7,31 

per 100.000 penduduk di tahun 2013. Dengan demikian, tiap 100.000 

penduduk di Kabuapten Musi Rawas Utara hanya dapat dilayani oleh 7 

dokter umum saja. Target yang ditetapkan untuk mencapai Indonesia 

sehat 2010 adalah 40 dokter per 100.000 penduduk. Berdasarkan rasio 

di tahun 2013 tersebut, Kabupaten Musi Rawas Utara masih belum 

mampu memenuhi target Indonesia sehat 2010 tersebut.   

Tabel 2.3.1.B.13 
Rasio Dokter Gigi Per Satuan Penduduk 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2010-2013 

Kecamatan 

Rasio Dokter Gigi per 100000 
penduduk 

2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ulu Rawas 9,29 9,13 9,01 8,85 

Rupit 0,00 0,00 3,05 3,02 

Karang Jaya 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rawas Ilir 0,00 0,00 0,00 0,00 

Karang Dapo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nibung 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kabupaten Musi 
Rawas Utara  0,59 0,58 1,14 1,13 

Target Indonesia 
Sehat 11,00 11,00 11,00 11,00 

Sumber:   

(1) Profil Kesehatan Musi Rawas Tahun 2010-2013, diolah 
(2) Indikator Indonesia Sehat 2010 

 
Apabila mengacu pada target Indonesia Sehat 2010 untuk rasio 

dokter gigi, pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 secara 

keseluruhan Kabupaten Musi Rawas Utara masih jauh dari target 11 

dokter gigi per 100.000 penduduk. Pada tahun 2013, rasio dokter gigi 

per 100.000 penduduk adalah 1,13. Jumlah dokter gigi di Kabupaten 

Musi Rawas Utara tahun 2013 adalah 2. Artinya, 2 dokter gigi melayani 

100.000 penduduk.  

Terdapat 1 dokter gigi di Kecamatan Ulu Rawas sejak tahun 2010, 

dan rasio dokter gigi per 100.000 penduduk di kecamatan tersebut sudah 

mendekati target. Sedangkan sejak tahun 2012, terdapat 1 dokter gigi di 

RS Muara Rupit, Kecamatan Rupit.  
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Tabel 2.3.1.B.14 
Rasio Dokter Spesialis Per Satuan Penduduk 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2010-2013 

Kecamatan 

Rasio Dokter Spesialis per 100000 
penduduk 

2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ulu Rawas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rupit 0,00 0,00 15,24 21,11 

Karang Jaya 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rawas Ilir 0,00 0,00 0,00 0,00 

Karang Dapo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nibung 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kabupaten Musi 
Rawas Utara  0,00 0,00 2,86 3,94 

Target Indonesia 
Sehat 2010 6,00 6,00 6,00 6,00 

Sumber:  

(1) Profil Kesehatan Musi Rawas Tahun 2010-2013, diolah 
(2) Indikator Indonesia Sehat 2010 

 

Angka rasio dokter spesialis di Kabupaten Musi Rawas Utara pada 

tahun 2013 adalah 3,94. Kabupaten Musi Rawas Utara belum mencapai 

target rasio dokter spesialis yang ditetapkan Indonesia sehat 2010 

karena di Kabupaten Musi Rawas Utara masih kekurangan dokter 

spesialis. Dokter spesialis di RS Muara Rupit pada tahun 2012 berjumlah 

5, dan bertambah menjadi 7 orang pada tahun 2013. 

 

5. Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk 

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri 

dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau 

keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis 

tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan 

(Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun, 1996). Tenaga kesehatan yang 

dimaksud meliputi: 

a. tenaga medis (dokter dan dokter gigi),  

b. tenaga keperawatan (perawat dan bidan),  

c. tenaga kefarmasian (apoteker, analis farmasi, asisten apoteker), 
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d. tenaga kesehatan masyarakat (epidemiologi kesehatan, 

entomology kesehatan, mikrobiolog kesehatan, administrator 

kesehatan, dan sanitarian),  

e. tenaga gizi (nutrisionis dan dietisien),  

f. tenaga keterapian fisik (fisioterapi, okupasiterapis, terapis wicara),  

g. tenaga keteknisan medis (radiografer, radioterapis, teknisi gigi, 

teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik 

prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis). 

Berikut merupakan jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ada 

di masing-masing kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara dari tahun 

2010 sampai dengan 2013. 

Tabel 2.3.1.B.15 
Jenis dan Jumlah Tenaga Kesehatan 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Per KecamatanTahun 2010-2013 

Kecamata
n 

Tahun 
Bida

n 
Perawa

t 
Farmas

i 
Gizi 

Kesma
s 

Sanitas
i 

Teknis
i 

Medis 

Fisioterapi
s 

Rawas Ulu 

2010 15 16 0 0 1 1 1 0 

2011 15 16 1 0 1 1 1 0 

2012 13 11 1 0 1 1 1 0 

2013 19 12 1 0 1 1 1 0 

Ulu Rawas 

2010 5 9 1 0 2 0 0 0 

2011 5 9 1 0 2 0 0 0 

2012 6 9 1 0 2 0 0 0 

2013 7 9 1 0 1 0 1 0 

Rupit* 

2010 18 23 4 0 2 0 2 0 

2011 19 43 4 0 2 0 2 0 

2012 23 56 4 3 9 0 1 0 

2013 26 54 4 3 9 0 1 0 

Karang 
Jaya 

2010 15 24 0 1 2 0 1 0 

2011 16 27 1 1 2 1 1 0 

2012 16 23 0 1 3 1 1 0 

2013 21 25 0 1 3 1 1 0 

Rawas Ilir 

2010 9 19 1 0 0 1 0 0 

2011 10 20 2 0 0 1 0 0 

2012 9 24 1 0 0 1 1 0 

2013 12 25 1 0 0 1 1 0 

Karang 
Dapo 

2010 8 14 0 1 1 0 0 0 

2011 9 16 1 1 1 0 0 0 

2012 10 17 1 1 2 1 0 0 

2013 11 17 1 1 2 1 0 0 

Nibung 
2010 14 10 0 0 0 2 1 0 

2011 14 11 2 0 0 2 1 0 
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2012 13 11 0 0 0 2 1 0 

2013 12 13 0 0 0 2 1 0 

Kabupaten 
Musi 
Rawas 
Utara 

201
0 84 115 6 2 8 4 5 0 

201
1 88 142 12 2 8 5 5 0 

201
2 90 151 8 5 17 6 5 0 

201
3 

10
8 155 8 5 16 6 6 0 

Keterangan:*termasuk jumlah tenaga kesehatan di RS Muara Rupit 
Sumber: Profil Kesehatan Musi Rawas Tahun 2010-2013, diolah 

 

Kondisi dan cukupan tenaga kesehatan di sebuah daerah dapat 

dilihat menggunakan indikator rasio tenaga kesehatan yang dihitung per 

100.000 penduduk. Berdasarkan Target Indonesia Sehat 2010, rasio 

beberapa tenaga kesahatan per 100.000 penduduk adalah sebagai 

berikut:  

1. rasio perawat: 117.5, 

2. rasio bidan: 100, 

3. rasio ahli gizi: 22,  

4. rasio apoteker (kefarmasian): 10,  

5. rasio ahli sanitasi: 40,  

6. rasio ahli kesehatan masyarakat: 40. 

Berikut merupakan rasio tenaga kesehatan yang ada di masing-

masing kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara dari tahun 2010 

sampai dengan 2013. 

Tabel 2.3.1.B.16 
Rasio Tenaga Kesehatan 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Per KecamatanTahun 2010-2013 

Kecamatan 
Tahu

n 
Bidan 

Perawa
t 

Farmas
i 

Gizi 
Kesma

s 
Sanitas

i 

Rawas Ulu 

2010 48,34 51,57 0,00 0,00 3,22 3,22 

2011 47,97 51,17 3,20 0,00 3,20 3,20 

2012 41,24 34,90 3,17 0,00 3,17 3,17 

2013 58,33 36,84 3,07 0,00 3,07 3,07 

Ulu Rawas 

2010 46,46 83,64 9,29 0,00 18,59 0,00 

2011 45,66 82,19 9,13 0,00 18,26 0,00 

2012 54,08 81,12 9,01 0,00 18,03 0,00 

2013 61,92 79,61 8,85 0,00 8,85 0,00 

Rupit 2010 56,96 72,78 12,66 0,00 6,33 0,00 
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2011 58,82 133,12 12,38 0,00 6,19 0,00 

2012 70,11 170,70 12,19 9,14 27,43 0,00 

2013 78,40 162,83 12,06 9,05 27,14 0,00 

Karang Jaya 

2010 53,85 86,16 0,00 3,59 7,18 0,00 

2011 56,87 95,97 3,55 3,55 7,11 3,55 

2012 56,27 80,88 0,00 3,52 10,55 3,52 

2013 71,84 85,53 0,00 3,42 10,26 3,42 

Rawas Ilir 

2010 31,94 67,43 3,55 0,00 0,00 3,55 

2011 34,51 69,02 6,90 0,00 0,00 3,45 

2012 30,50 81,34 3,39 0,00 0,00 3,39 

2013 40,58 84,55 3,38 0,00 0,00 3,38 

Karang Dapo 

2010 45,15 79,01 0,00 5,64 5,64 0,00 

2011 50,04 88,95 5,56 5,56 5,56 0,00 

2012 54,92 93,36 5,49 5,49 10,98 5,49 

2013 59,24 91,55 5,39 5,39 10,77 5,39 

Nibung 

2010 62,87 44,91 0,00 0,00 0,00 8,98 

2011 61,18 48,07 8,74 0,00 0,00 8,74 

2012 55,80 47,21 0,00 0,00 0,00 8,58 

2013 51,36 55,64 0,00 0,00 0,00 8,56 

Kabupaten 
Musi Rawas 
Utara 

2010 49,58 67,88 3,54 1,18 4,72 2,36 

2011 51,01 82,32 6,96 1,16 4,64 2,90 

2012 51,47 86,35 4,57 2,86 9,72 3,43 

2013 60,75 87,19 4,50 2,81 9,00 3,38 

Target 
Indonesia 
Sehat 2010 

100,0
0 117,50 10,00 

22,0
0 40,00 40,00 

Sumber: Profil Kesehatan Musi Rawas Tahun 2010-2013, diolah 

 

Gambar 2.3.1.B.3 

Grafik Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2010-2013 

Sumber: Hasil Analisis 2014 

 

Seluruh rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Musi Rawas Utara 

dari tahun 2010 sampai dengan 2013 belum memenuhi target. 
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Kurangnya jumlah tenaga kesehatan dapat mempengaruhi tingkat 

kesehatan masyarakat yang ada di daerah tersebut.  

Masih rendahmya rasio bidan dapat berdampak pada tingginya 

angka kematian ibu dan bayi. Kurangnya ahli sanitasi dapat berdampak 

kepada kurangnya kepedulian tentang kesehatan lingkungan di 

masyarakat serta kurangnya perhatian terhadap kesehatan lingkungan. 

Tenaga kesehatan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara juga 

sangat minim. Kesehatan masyarakat berkaitan dengan manajemen 

kesehatan masyarakat bukan taraf individu, sehingga perencanaan, 

evaluasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan/kebijakan 

besar diperankan oleh tenaga kesehatan di bidang kesehatan 

masyarakat. 

6. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan 

komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif sesuai 

standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan 

rujukan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibandingkan 

dengan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di suatu wilayah kerja 

pada kurun waktu yang sama. Indikator ini mengukur kemampuan 

manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

secara professional kepada ibu (hamil, bersalin, nifas) dengan 

komplikasi. pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan 

permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan. Komplikasi yang 

dimaksud adalah: 

1. Komplikasi kebidanan, merupakan kesakitan pada ibu hamil, ibu 

bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu dan/ atau bayi. 

Komplikasi dalam kehamilan meliputi abortus, hyperemesis 

gravidarum, perdarahan per vaginam, hipertensi dalam kehamilan 

(preeklamsia, eklamsia), kehamilan lewat waktu, ketuban pecah.  

2. Komplikasi persalinan, meliputi kelainan letak janin, partus 

macet/distosia, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, 

eklamsia), perdarahan pasca persalinan, infeksi berat/ sepsis, 

kontraksi dini/persalinan premature, kehamilan ganda.  
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3. Komplikasi dalam nifas, meliputi hipertensi dalam kehamilan 

(preeklamsia, eklamsia), infeksi nifas, perdarahan nifas. 

Tabel 2.3.1.B.17 
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani (%) 

 Kabupaten Musi Rawas UtaraTahun 2008-2013 

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 
Jumlah ibu dengan 
komplikasi kebidanan 143  917 931 885 869* 

2 
Penanganan komplikasi 
kebidanan 48  182 737 116 266 

3 
Komplikasi kebidanan 
yang tertangani 33,57  19,85 79,16 13,12 30,16 

Keterangan:*perkiraan dari total 20% ibu hamil 

Sumber: Profil Kesehatan Musi Rawas Tahun 2008-2013, diolah 

 

Tabel 2.3.1.B.18 
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 

Kabupaten Musi Rawas Utara Per Kecamatan Tahun 2008-2013 

Kecamatan 

Komplikasi Kebidanan yang mendapat 
penanganan (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu 4,76  20,23 80,92 0,00 3,65 

Ulu Rawas 50,00  0,00 86,44 0,00 9,84 

Rupit 0,00  12,07 67,61 10,23 20,90 

Karang Jaya 2,04  6,10 82,93 0,00 76,35 

Rawas Ilir 37,50  23,02 82,78 3,73 10,81 

Karang Dapo 0,00  0,00 93,75 0,00 51,47 

Nibung 100,00  75,00 67,86 82,30 44,29 

Kabupaten Musi 
Rawas Utara 33,57  19,85 79,16 13,12 30,61 

SPM sampai dengan 
tahun 2015 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Sumber:  

(1) Kesehatan Musi Rawas Dalam Angka 2008, diolah 
(2) Profil Kesehatan Musi Rawas Tahun 2010-2013, diolah 
(3) Permenkes No. 741/Menkes/Per/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota 
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Gambar 2.3.1.B.4 
Grafik Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2010-2013 
Sumber: Hasil Analisis 2014 

 
Cakupan komplikasi kebidanan yang berhasil ditangani di 

Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2013 masih sebatas 30,61%. 

Padahal pada tahun 2011 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 

mencapai 79,16%. Dalam permenkes No. 741/Menkes/Per/VII/2008 

tentang standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di 

kabupaten dan kota, Menkes RI menargetkan cakupan komplikasi 

kebidanan yang ditangani adalah sebesar 80% pada tahun 2015. Melihat 

trend yang meningkat dari tahun 2012 ke 2013, jika Musi Rawas Utara 

mampu mempertahankan kenaikan itu dari tahun ke tahun, di tahun 

2015 Kabupaten Musi Rawas Utara diperkirakan dapat mendekati atau 

bahkan melampaui target SPM tersebut. 

7. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan  

Pertolongan persalinan termasuk salah satu faktor penting yang 

berkontribusi besar terhadap angka kematian ibu di Indonesia. Cakupan 

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi 

kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan 

oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu 

wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini berfungsi untuk 

mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam 

menyelenggarakan pelayanan persalinan yang professional. 
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Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah 

tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai 

standar. Tenaga kesehatan yang dimaksud mencakup seorang dokter 

spesialis kebidanan, dokter umum, dan bidan.  

Tabel 2.3.1.B.19 
Cakupan Pertolongan Persalinan 

Kabupaten Musi Rawas Utara Per Kecamatan Tahun 2010-2013 

Kecamatan 

Cakupan Pertolongan Persalinan 
(%) 

2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu 75,78 83,01 89,50 88,82 

Ulu Rawas 92,96 89,08 90,85 90,75 

Rupit 85,13 87,53 95,57 92,36 

Karang Jaya 90,08 86,77 95,69 100,76 

Rawas Ilir 96,54 94,58 97,57 101,31 

Karang Dapo 105,18 97,83 101,31 94,25 

Nibung 103,14 104,85 115,75 102,30 

Kabupaten Musi Rawas 
Utara  90,80 90,97 97,67 95,61 

Target Indonesia Sehat 
2010 90,00 90,00 90,00 90,00 

Sumber: Profil Kesehatan Musi Rawas Tahun 2010-2013, diolah 

 

 

Gambar 2.3.1.B.5 
Grafik Cakupan Pertolongan Persalinan 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Per KecamatanTahun 2008-2013 
Sumber: Hasil Analisis 2014 
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peningkatan, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan.  Mengacu 

pada target Indonesia Sehat 2010, indikator memiliki target 90% di 

tahun 2015. Dari mulai tahun 2010,  Kabupaten Musi Rawas Utara telah 

berhasil mencapai target yang diharapkan. 

Meskipun angka cakupan pertolongan persalinan telah melebihi 

target, Kabupaten Musi rawas Utara harus tetap mempertahankan 

pencapaian tersebut dan tetap meningkatkan pelayanan. Dengan 

demikian, hal ini diharapkan akan mampu mengurangi resiko kematian 

ibu dan bayi 

8. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization 

(UCI) 

Cakupan Desa/kelurahan UCI adalah desa/kelurahan dimana ≥ 

80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat 

imunisasi dasar lengkap (BCG 1 kali, DPT 3 kali, Hepatitis B 4 kali, Polio 4 

kali, dan campak 1 kali) dalam waktu satu tahun. Standar Pelayanan 

Minimal menetapkan target 100% desa/kelurahan UCI pada tahun 2010. 

Berikut ini merupakan persentase cakupan desa/kelurahan UCI di 

Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Tabel 2.3.1.B.20 
Cakupan Desa/Kelurahan UCI 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Per Kecamatan Tahun 2008-2013 

Kecamatan 
Cakupan Desa/Kelurahan UCI (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu 100,00  100,00 100,00 94,12 100,00 

Ulu Rawas 100,00  100,00 100,00 100,00 100,00 

Rupit 46,00  100,00 100,00 100,00 82,35 

Karang Jaya 79,00  100,00 78,57 73,33 100,00 

Rawas Ilir 100,00  90,91 100,00 84,62 92,31 

Karang Dapo 70,00  88,89 100,00 100,00 77,78 

Nibung 100,00  100,00 100,00 100,00 100,00 

Kabupaten Musi 
Rawas Utara 83,54  97,65 96,47 92,13 93,26 

Target Indonesia 
Sehat 2010 

100,0
0 

100,0
0 

100,0
0 

100,0
0 

100,0
0 

100,0
0 

Sumber:  

(1) Kesehatan Musi Rawas Dalam Angka 2008, diolah 

(2) Profil Kesehatan Musi Rawas Tahun 2010-2013, diolah  
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Gambar 2.3.1.B.6 

Grafik Persentase Cakupan Desa/Kelurahan UCI 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2010-2013 

Sumber: Hasil Analisis, 2014 

Dari semua kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara, 

Kecamatan Ulu Rawas dan Kecamatan Nibung merupakan kecamatan 

yang mencapai target Indonesia Sehat 2010 yaitu 100% dari tahun 2008 

sampai dengan 2013 kecuali tahun 2009, karena data tahun 2009 untuk 

seluruh kecamatan belum ada. Persentase cakupan desa/kelurahan UCI 

tertinggi di Kabupaten Musi Rawas Utara dicapai pada tahun 2010 

dengan persentase 97,65% sedangkan cakupan desa/kelurahan UCI 

pada tahun 2013 adalah 93,26%. Secara keseluruhan cakupan 

desa/kelurahan UCI di Kabupaten Musi Rawas Utara masih di bawah 

target atau standar pelayanan minimal. 

9. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan 

Balita adalah anak usia di bawah 5 tahun (anak usia 0 s/d 4 tahun 

11 bulan) yang ada di kabupaten/Kota. Balita gizi buruk merupakan 

balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) 

dengan Z-score < -3 dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, 

kwasiorkor, dan marasmus-kwasiorkor). Balita gizi buruk yang mendapat 

perawatan merupakan balita gizi buruk yang dirawat/ditangani di sarana 

pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu, 

sesuai dengan tatalaksana gizi buruk. Berikut ini merupakan hasil 

perhitungan cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan. 
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Tabel 2.3.1.B.21 
Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Per Kecamatan Tahun 2008-2013 

Kecamatan 

Cakupan Balita Gizi Buruk yang 
Mendapat Penanganan (% ) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu 100  100 0 100 0 

Ulu Rawas 0  0 0 100 0 

Rupit 0  0 100 100 100 

Karang Jaya 0  0 0 0 0 

Rawas Ilir 100  0 0 0 0 

Karang Dapo 100  0 0 100 100 

Nibung 100  0 0 0 0 

Kabupaten Musi 
Rawas Utara 100  100 100 100 100 

SPM tahun 2010 100 100 100 100 100 100 
Sumber:   
(1) Kesehatan Musi Rawas Dalam Angka 2008, diolah 

(2) Profil Kesehatan Musi Rawas Tahun 2010-2013, diolah  

 

 
Gambar 2.3.1.B.7 

Grafik Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan  

di Kabupaten Musi Rawas Utara Per KecamatanTahun 2010-2013 

Sumber: Hasil Analisis, 2014 

Di Kabupaten Musi Rawas Utara, cakupan balita gizi buruk yang 

mendapatkan perawatan telah mencapai target SPM Nasional. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 

828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, Kemenkes menargetkan 

SPM untuk cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah 

sebesar 100% di tahun 2010. Kabupaten Musi Rawas Utara sejak tahun 

2008 telah berhasil mencapai target tersebut dan mempertahankannya 

hingga tahun 2013. Angka 0 menunjukkan tidak ada kasus balita gizi 

buruk di kecamatan tersebut.  
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10. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit 

TBC BTA (+) 

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) (%) 

merupakan jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan 

diobati di suatu wilayan kerja selama 1 tahun dibanding dengan jumlah 

perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama. 

Penemuan TBC BTA (+) adalah penemuan pasien baru melalui 

pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di unit 

pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah kerja pada waktu tertentu. 

Pasien baru adalah pasien yang belum pernah diobati dengan OBAT 

antituberkolosis (OAT) atau sudah pernah menelan obat OAT kurang dari 

satu bulan. Penderita yang diobati adalah penderita TB BTA (+) yang 

diberikan pengobatan dengan OAT selama 6 bulan. Cakupan penemuan 

dan penanganan penderita TBC BTA (+) di seluruh kecamatan di 

Kabupaten Musi Rawas Utara disajikan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.3.1.B.22 
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA (+)  

di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2010-2013 

Kecamatan 

Cakupan Penemuan dan Penanganan 
Penderita Penyakit TBC BTA (+) (%) 

2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu 63.16 94.00 76.00 20.48 

Ulu Rawas 78.95 16.67 11.11 17.50 

Rupit 71.93 82.69 69.23 10.14 

Karang Jaya 68.52 84.44 64.44 9.81 

Rawas Ilir 97.83 60.87 56.52 9.32 

Karang Dapo 131.25 153.57 125.00 10.60 

Nibung 32.43 35.14 48.65 17.65 

Kabupaten Musi 
Rawas Utara 75.50 77.90 66.67 12.31 

SPM tahun 2010 100.00 100.00 100.00 100.00 
  Sumber:  Profil Kesehatan Musi Rawas Tahun 2010-2013, diolah  
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Gambar 2.3.1.B.8 
Grafik Persentase Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA (+)  

di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2010-2013 

Sumber: Hasil Analisis, 2014 

Terjadi penurunan cakupan penemuan dan penanganan TBC BTA 

(+) di Kabupaten Musi Rawas Utara dari tahun 2011 ke 2012. Penurun 

cakupan penemuan dan penanganan TBC BTA (+) di Kabupaten Musi 

Rawas Utara yang cukup signifikan juga terjadi pada tahun 2012 ke 

2013. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 

828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, Kemenkes menargetkan 

SPM untuk cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC 

BTA (+)  adalah sebesar 100% di tahun 2010. Dengan demikian, 

Kabupaten Musi Rawas Utara belum mencapai SPM yang ditetapkan. 

Kecamatan Karang Dapo telah memenuhi SPM pada tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2012, namun mengalami penurunan yang sangat tajam di 

tahun 2013. Hal tersebut terjadi karena pasien suspek TBC BTA (+) pada 

tahun 2013 sangat banyak, sedangkan pasien yang ditangani tidak 

sebanding dengan suspek pasien baru. Pada tahun 2013 belum ada 

satupun kecamatan  yang mencapai target SPM. 

 

11. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit 

DBD 

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang ditandai 

dengan panas mendadak berlangsung terus-menerus selama 2-7 hari 

tanpa sebab yang jelas, tanda-tanda perdarahan (sekurang-kurangnya 

uji Torniquet positif), disertai/tanpa pembesaran hati (hepatomegali), 
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trombositopenia (trombosit ≤100.000/µl), peningkatan hematocrit 

≥20%.  

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 

adalah persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di suatu 

wilayah dalam kurun waktu 1 tahun dibandingkan dengan jumlah 

penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu 

tahun yang sama. Berikut ini merupakan cakupan penemuan dan 

penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Musi Rawas Utara 

Tahun 2010-2013. 

Tabel 2.3.1.B.23 
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Per 
Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2008 – 2013 

Kecamatan 

Cakupan Penemuan dan Penanganan 
Penderita Penyakit DBD 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu 0  0 100 0 0 

Ulu Rawas 0  0 0 0 0 

Rupit 0  0 100 100 0 

Karang Jaya 0  0 0 100 100 

Rawas Ilir 0  0 0 100 0 

Karang Dapo 100  0 0 100 0 

Nibung 0  0 0 0 0 

Kabupaten Musi 
Rawas Utara  100  0 100 100 100 

SPM tahun 2010 100 100 100 100 100 100 
Sumber:  
(1) Kesehatan Musi Rawas Dalam Angka 2008, diolah 
(2) Profil Kesehatan Musi Rawas Tahun 2010-2013, diolah  

 

 

Gambar 2.3.1.B.9 
Grafik Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Per KecamatanTahun 2010-2013 
Sumber: Hasil Analisis, 2014 
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Penanganan penyakit DBD di Kabupaten Musi Rawas Utara telah 

terlaksana 100%. Dengan demikian, angka tersebut telah mencapai SPM 

yang ditetapkan pada tahun 2010 di mana cakupan penemuan dan 

penanganan penyakit adalah 100%.Di seluruh kecamatan, sejak tahun 

2008 dan 2010 hingga 2013 cakupannya telah mencapai 100%. Data 

tahun 2009 belum didapat. Sedangkan tahun 2010, tidak terdapat kasus 

DBD di seluruh kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan 

terhadap penyakit DBD di Kabupaten Musi Rawas Utara telah berjalan 

dengan baik dan dapat dipertahankan hingga saat ini. 

 

12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat 

Miskin 

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin 

adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di saranan 

kesehatan strata 1 di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu 

tertentu dibandingkan dengan jumlah seluruh masyarakat miskin di 

wilayah tersebut. Sarana kesehatan strata 1 adalah tempat pelayanan 

kesehatan yang meliputi puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan 

swasta, praktek bersama dan perorangan. 

 

Tabel 2.3.1.B.24 
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2008-2012 

Kecamatan 

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien 
Masyarakat Miskin 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu 8,64  63,81 44,65 15,47  

Ulu Rawas 36,11  63,10 33,61 0,00  

Rupit 44,60  63,07 44,25 0,00  

Karang Jaya 56,54  66,14 30,04 50,97  

Rawas Ilir 19,10  56,30 33,20 0,00  

Karang Dapo 35,47  59,99 40,42 0,00  

Nibung 16,08  63,86 32,28 0,00  

Kabupaten Musi 
Rawas Utara 33,72  62,37 36,27 10,81  

Target Indonesia 
Sehat tahun 2010 100 100 100 100 100 100 

Sumber:  

(1) Kesehatan Musi Rawas Dalam Angka 2008, diolah 
(2) Profil Kesehatan Musi Rawas Tahun 2010-2012, diolah  
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Berdasarakan Indikator Indonesia Sehat untuk kabupaten dan 

kota di seluruh Indonesia, target yang harus dicapai oleh masing-masing 

kabupaten untuk indikator cakupan pelayanan kesehatan dasar untuk 

pasien miskin adalah 100%. Tahun 2012, cakupan pelayanan kesehatan 

dasar pasien miskin di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah 10,81%, 

yang berarti cakupan tersebut masih sangat jauh dari target 100%. Tren 

cakupan pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat miskin juga turun 

drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dipacu oleh tidak 

adanya pasien miskin dari kecamatan Ulu Rawas, Rupit, Rawas Ilir, 

Karang Dapo, dan Nibung yang berobat ke sarana kesehatan strata 1. 

 

13. Cakupan Kunjungan Bayi 

Cakupan kunjungan bayi merupakan cakupan kunjungan bayi 

umur 29 hari - 11 bulan di sarana pelayanan kesehatan (polindes, pustu, 

puskesmas, rumah bersalin, dan rumah sakit) maupun di rumah, 

posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan sebagainya melalui 

kunjungan petugas. Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan 

minimal 4 kali yaitu 1 kali pada umur 29 hari – 3 bulan, 1 kali pada umur 

3 – 6 bulan, 1 kali pada umur 6 – 9 bulan dan 1 kali pada umur 9 – 11 

bulan.  

Pelayanan kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar 

(BCG, DPT/HB1-3, Polio1-4, Campak), stimulasi deteksi intervensi dini 

tumbuh kembang (SDIDTK) bayi dan penyuluhan perawatan kesehatan 

bayi. Penyuluhan perawatan kesehatan bayi meliputi konseling ASI 

Ekslusif, pmberian makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan, 

perawatan dan tanda bahaya bayi sakit (sesuai MTBS), pemantauan 

pertumbuhan dan pemberian vitamin A kapsul biru pada usia 6 – 11 

bulan.  

Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA 

dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui 

penyediaan pelayanan kesehatan. Berikut ini merupakan perhitungan 

cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2010-

2012. 
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Tabel 2.3.1.B.25 
Cakupan Kunjungan Bayi 

di Kabupaten Musi Rawas Utara per KecamatanTahun 2010-2012  

Kecamatan 

Cakupan Kunjungan 
Bayi 

2010 2011 2012 

Rawas Ulu 125,88 97,86 105,63 

Ulu Rawas 85,50 161,76 87,50 

Rupit 84,77 83,10 90,76 

Karang Jaya 104,67 63,75 91,30 

Rawas Ilir 78,44 64,18 110,97 

Karang Dapo 60,49 44,70 110,23 

Nibung 90,65 96,50 96,20 

Kabupaten Musi Rawas 
Utara 91,61 81,88 99,67 

SPM tahun 2010 90,00 90,00 90,00 
 Sumber:  Profil Kesehatan Musi Rawas Tahun 2010-2012, diolah  

 

 

Gambar 2.3.1.B.10 
Diagram Cakupan Kunjungan Bayi 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Per KecamatanTahun 2010-2012 
Sumber: Hasil Analisis, 2014 

 
Tabel 2.3.1.B.26 

Cakupan Kunjungan Bayi 
Di Kabupaten Musi Rawas Utara Per Kecamatan Tahun 2010-2012  

No. Uraian 2010 2011 2012 

1 Jumlah Bayi 3.982 4.299 4.213 

2 
Jumlah Kunjungan 
Bayi 3.648 3.520 4.199 

3 
Cakupan 
Kunjungan Bayi 91,61 81,88 99,67 

Sumber:  Profil Kesehatan Musi Rawas Tahun 2010-2012, diolah  
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Data cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Musi Rawas Utara 

mengalami kenaikan dari 81,88% di tahun 2011 menjadi 99,67%  di 

tahun 2012. Pada tahun 2011 cakupan kunjungan bayi mengalami 

penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2010. Jumlah kunjungan 

bayi yang mendapat pelayanan kesehatan pada tahun 2011 sebanyak 

3.520 bayi, jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan kunjungan bayi 

pada tahun 2010 mencapai 3.648 bayi, namun cakupan di tahun 2011 

mengalami penurunan karena jumlah bayi meningkat dari 3.982 bayi 

menjadi 4.299 bayi lahir hidup. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 

828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota,Kemenkes menargetkan 

SPM untuk cakupan kunjungan bayi adalah sebesar 90% di tahun 

2010.Bila dibandingkan dengan target SPM tersebut, cakupan kunjungan 

bayi di Kabupaten Musi Rawas Utara sudah memenuhi target di tahun 

2012 dengan persentase 99,67%. 

 

14. Cakupan Puskesmas 

Cakupan puskesmas merupakan persentase jumlah puskesmas 

dibandingkan dengan jumlah kecamatan di suatu kabupaten. 

Berdasarkan data ketersediaan puskesmas di Musi Rawas Utara, jumlah 

puskesmas yang ada adalah 8 (data tahun 2008-2013). Jika dilihat dari 

jumlah kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 7 

kecamatan, maka seluruh kecamatan sudah memiliki fasilitas puskesmas. 

Berikut ini tabel perhitungan cakupan puskesmas di Kabupaten Musi 

Rawas Utara. 

Tabel 2.3.1.B.27 
Cakupan Puskesmasdi Kabupaten Musi Rawas Utara  

Tahun 2008-2013 

Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Jumlah Puskesmas 8 8 8 8 8 8 

Jumlah Kecamatan 7 7 7 7 7 7 

Cakupan 
puskesmas 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 

Sumber:  Musi Rawas Dalam Angka Tahun 2010-2013, diolah 
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Indikator cakupan puskesmas digunakan untuk melihat jumlah 

puskesmas dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada di daerah 

tersebut. Pada tahun 2013 cakupan puskesmas di Kabupaten Musi 

Rawas Utara telah mencapai lebih dari 100%. Cakupan sebesar 114.29% 

menunjukkan jumlah puskesmas lebih banyak dibandingkan dengan 

jumlah kecamatan yang ada, itu berarti di Kabupaten Musi Rawas Utara 

telah memiliki sedikitnya 1 puskesmas di setiap kecamatan. 

 

15. Cakupan Pembantu Puskesmas 

Cakupan pembantu puskesmas merupakan persentase jumlah 

pembantu puskesmas dibandingkan dengan jumlah kecamatan di suatu 

kabupaten. Dalam hal ini, pembantu puskesmas yang dimaksud adalah 

pustu (puskesmas pembantu). Berikut ini merupakan tabel perhitungan 

cakupan pembantu puskesmas di Kabupaten Musi Rawas Utara. 

 

Tabel 2.3.1.B.28 
Cakupan Pembantu Puskesmas 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2008-2013  

Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Jumlah Pustu 44 46 48 48 52 48 

Jumlah Desa 70 78 78 82 82 82 

Cakupan Pustu 62,86 58,97 61,54 58,54 63,41 58,54 
Sumber:  Musi Rawas Dalam Angka Tahun 2010-2013, diolah 

 
Tabel 2.3.1.B.29 

Cakupan Pembantu Puskesmas 
di Kabupaten Musi Rawas Utara Per Kecamatan Tahun 2008-2013  

Kecamatan 
Cakupan Pustu 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu 66,67 66,67 66,67 62,50 56,25 62,50 

Ulu Rawas 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 

Rupit 50,00 43,75 43,75 43,75 50,00 43,75 

Karang Jaya 69,23 69,23 84,62 78,57 71,43 78,57 

Rawas Ilir 50,00 60,00 50,00 41,67 83,33 41,67 

Karang Dapo 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 

Nibung 100,00 70,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Kabupaten Musi 
Rawas Utara 62,86 58,97 61,54 58,54 63,41 58,54 
Sumber:  Musi Rawas Dalam Angka Tahun 2010-2013, diolah 
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Pada tahun 2013, Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki 48 pustu 

dan 82 desa sehingga cakupan pustu di Kabupaten Musi Rawas Utara 

adalah 58.54%. Persentase cakupan pustu dari tahun ke tahun 

mengalami kenaikan dan penurunan dikarenakan adanya penambahan 

atau pengurangan pustu dan pemekaran desa. 

 

B. Pekerjaan Umum  

Berbagai indikator-indikator yang terkait dengan aspek pekerjaan 

umum dijelaskan pada bagian berikut : 

1. Rasio Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik 

Rasio panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 

perbandingan antara panjang jalan berkondisi baik dan panjang jalan 

seluruhnya, di Kabupaten Musi Rawas Utara. Rasio ini berfungsi untuk 

mengetahui tingkat pelayanan jalan di KabupatenMusi Rawas 

Utara.Adapun standar untuk ketersediaan jaringan jalan dalam kondisi 

baik menurut SPM adalah  60% (Permen PU No. 14/PRT/M/2010). Data 

mengenai rasio panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2008-

2012 di Kabupaten Musi Rawas Utara belum tesedia. 

 
Gambar 2.3.1.C.1 

Kondisi jalan menuju Danau Raya di Kecamatan Rupit 
Sumber: survei lapangan, 2014 

 

Kabupaten Musi Rawas Utara dilewati Jalur Lintas Sumatera yang 

berfungsi sebagai jalan provinsi yang menghubungkan  Sumatera 

Selatan, Sumatera Barat hingga Sumatera Utara. Di samping jalan arteri 

tersebut ada pula jalan kolektor yang menjangkau  ke kecamatan-

kecamatan. Dengan lebar jalan rata-rata 4 meter, kondisi jalan di 

Kabupaten Musi Rawas ini sebagian besar sudah beraspal, sebagian yang 
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lain masih berupa kerikil dan sebagian kecil masih berupa tanah. 

Sebagian besar juga sudah memiliki kondisi yang baik tapi masih banyak 

yang kondisinya masih buruk. Pada tabel 2.3.1.C.2. dapat dilihat kondisi 

jaringan jalan per ruas jalan di Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Tabel 2.3.1.C.2 
Kondisi Jalan per Ruas Jalan di Kabupaten Musi Rawas Utara 

N
o 

Nama Ruas Jalan 
Kec. Yang 

dilalui 

Panjang Tiap Kondisi 

Baik 
Sedan

g 

Rusak 
Ringa

n 

Rusa
k 

Berat 

1 Surulangun - Pulau 
Kidak 

Rawas Ulu 19,70 10,58 - - 

2 Muara Rupit - Karang 
Dapo 

Ma. Rupit / Kr. 
Dapo 

14,42 - - - 

3 SP.3.B.Teluk - Batas 
MUBA 

Rawas Ilir 31,80 - - - 

4 JL.Dalam Ibu Kota 
Muara Rupit 

Muara Rupit 8,67 - - - 

5 Jl. Dalam IbuKota 
Surulangun Rawas 

Rawas Ulu 4,57 - - - 

6 Karang Dapo - SP. 4 
Kelingi IV/a 

Karang Dapo 4,00 11,54 - - 

7 Karang Anyar - Danau 
Raya 

Ma. Rupit 1,00 - 2,84 - 

8 Suka Menang - 
Tanjung Agung 

Karang Jaya 7,47 - - - 

9 Sp.5 Nibung - Danau 
Raya 

Nibung 16,40 - - - 

10 Bingin Teluk - Jl.Poros 
Trans Nibung 

Rawas Ilir 18,10 - - - 

11 Sungai Jauh - Sungai 
Kijang 

Rawas Ulu 4,59 - - - 

12 Sp.6. Ketapat – Pauh Rawas Ilir - 15,50 - - 

13 Jln. Dalam Ibu Kota 
Kec. Karang Jaya 

Karang Jaya 2,10 - - - 

14 Sp.Belani - Belani Rawas Ilir - 8,80 - - 

15 JP. SP. Lake - Spg. 
Tegal Sari 

Kr. Jaya /Mg. 
Sakti 

- - 10,00 5,00 

16 Sp. Kabu - Danau Raya Ma. Rupit 5,00 - 3,20 - 

 Jumlah  137,8
2 

46,42 16,04 5 

Sumber: Data Prasarana Jalan Jalan 2013 

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas, dapat dilihat 

bahwa lebih dari 60% panjang jalan di Kabupaten Musi Rawas Utara 

sudah dalam kondisi baik. Sisanya sekitar 43% kondisi jalannya dalam 
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kondisi sedang-rusak berat. Apabila dilihat dalam skala kecamatan, jalan 

dengan kondisi rusak sedang sampai berat  dapat ditemui di Kecamatan 

Rawas Ulu, Karang Dapo, Rawas Ilir, Muara Rupit dan Karang Jaya. Pada 

gambar berikut ini dapat dilihat gambar kondisi jalan di Kabupaten Musi 

Rawas Utara 

 

Gambar 2.3.1.C.2 
Jalan lintas tengah Sumatera dengan kondisi baik 

yang melintasi  Kabupaten Musi Rawas Utara 
sumber : survei lapangan, 2014 

 

Selain berdasarkan kondisi jalan, jaringan jalan di Kabupaten Musi 

Rawas Utara dapat dibedakan berdasarkan jenis permukaannya. 

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 2.3.1.C.2. dan gambar 

2.3.1.C.2, sebagian besar jalan di Kabupaten Musi Rawas Utara jenis 

permukaannya masih berupa kerikil. Bahkan masih ada ruas jalan 

dengan jenis permukaannya tanah.  

Tabel 2.3.1.C.3. 
Jenis Permukaan Jalan per Ruas Jalan Kabupaten Musi Rawas Utara 

No Nama Ruas Jalan 
Kec. Yang 

dilalui 

Panjang 
Ruas 
(Km) 

Lebar 
Ruas 
(m) 

Panjang tiap jenis 
permukaan 

Aspal/ 
Penetrasi 
Macadam 

Telford/ 
Kerikil 

Tanah/ 
belum 

tembus 

1 Surulangun - Pulau 
Kidak 

Rawas Ulu 30,28 4,00 19,70 10,58 - 

2 Muara Rupit - Karang 
Dapo 

Ma. Rupit / 
Kr. Dapo 

14,42 4,00 14,42 - - 

3 SP.3.B.Teluk - Batas 
MUBA 

Rawas Ilir 31,80 4,00 - 31,80 - 

4 JL.Dalam Ibu Kota 
Muara Rupit 

Muara Rupit 8,67 4,00 8,67 - - 

5 Jl. Dalam IbuKota Rawas Ulu 4,57 4,00 4,57 - - 
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No Nama Ruas Jalan 
Kec. Yang 

dilalui 

Panjang 
Ruas 
(Km) 

Lebar 
Ruas 
(m) 

Panjang tiap jenis 
permukaan 

Aspal/ 
Penetrasi 
Macadam 

Telford/ 
Kerikil 

Tanah/ 
belum 

tembus 

Surulangun Rawas 

6 Karang Dapo - SP. 4 
Kelingi IV/a 

Karang Dapo 15,54 4,00 4,00 11,54 - 

7 Karang Anyar - Danau 
Raya 

Ma. Rupit 3,84 4,00 1,00 2,84 - 

8 Suka Menang - Tanjung 
Agung 

Karang Jaya 7,47 4,00 7,47 - - 

9 Sp.5 Nibung - Danau 
Raya 

Nibung 16,40 4,00 - 16,40 - 

10 Bingin Teluk – Jl.Poros 
Trans Nibung 

Rawas Ilir 18,10 4,00 - 18,10 - 

11 Sungai Jauh - Sungai 
Kijang 

Rawas Ulu 4,59 4,00 4,59 - - 

12 Sp.6. Ketapat – Pauh Rawas Ilir 15,50 4,00 - 15,50 - 

13 Jln. Dalam Ibu Kota 
Kec. Karang Jaya 

Karang Jaya 2,10 4,00 2,10 - - 

14 Sp.Belani – Belani Rawas Ilir 8,80 4,00 - - 8,80 

15 JP. SP. Lake - Spg. 
Tegal Sari 

Kr. Jaya /Mg. 
Sakti 

15,00 4,00 - 15,00 - 

16 Sp. Kabu - Danau Raya Ma. Rupit 8,20 4,00 5,00 3,20 - 

 Jumlah  205,28  71,52 124,96 8,8 
Sumber: Data Prasarana Jalan Jalan 2013 

Masih banyaknya ruas jalan dengan kondisi buruk ini pasti akan 

mempengaruhi aliran barang dan jasa keluar dan masuk Kabupaten Musi 

Rawas Utara termasuk produk perkebunan dari dalam Kabupaten Musi 

Rawas Utara. Hal tersebut secara tidak langsung akan mengurangi 

perfoma Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menarik investor untuk 

menanamkan modalnya di Kabupaten Musi Rawas Utara. Padahal 

dengan umur Kabupaten Musi Rawas Utara yang masih muda, peranan 

investor sangat diperlukan dalam membantu perkembangan ekonomi 

Kabupaten Musi Rawas Utara. Selain itu kondisi jalan yang buruk juga 

menghambat mobilitas penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara.  

Selain masih banyaknya ruas jalan dengan kondisi buruk, 

sebagian besar ruas jalan di Kabupaten Musi Rawas utamanya yang ada 

di kecamatan-kecamatan lebar ruas jalannya hanya berkisar 4 m (lihat 

tabel 2.3.1.C.3). Hal tersebut menyebabkan kendaraan sulit berpapasan 
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ketika bertemu pada ruas jalan tersebut. Padahal banyak truk-truk 

pengangkut sawit,karet,batubara yang keluar-masuk jalan yang cukup 

sempit tersebut. Lambat laun kondisi tersebut akan menurunkan kualitas 

jalan yang dilewati oleh truk-truk dengan muatan berat tersebut. 

 

2. Rasio jaringan irigasi  

Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan 

bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan 

untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan 

pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke 

dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. 

Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai 

prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan 

irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran 

pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya. 

Untuk menghitung Rasio perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap 

luas lahan budidaya dapat disusun tabel sebagai berikut : 

Tabel 2.3.1.C.4 
Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan  
Kabupaten Musi Rawas UtaraTahun 2014 

No Kecamatan 

Panjang Jaringan Irigasi Total 
Panjang 
Jaringan 
Irigasi 

Luas 
lahan 

budidaya 
Rasio 

Primer Sekunder Tersier 

(1) (2) (3) (4) (5) (6=3+4+5) (7) (8=6/7) 

1 Rawas Ulu 19,27 5,11 - 24,38   

2 Ulu Rawas - - - -   

3 Rupit 1,56 0,63 - 2,19   

4 Karang Jaya 17,11 3,64 0,53 21,28   

5 Rawas Ilir - - - -   

6 Karang Dapo - - - -   

7 Nibung 1,56 0,63 0 2,19   

Jumlah 41,44 10,38 0,53 52,35   
Sumber : Data Dasar D.I Kewenangan Kabupaten Musi Rawas Utara 2014 

 

Sektor irigasi pengairan di Kabupaten Musi Rawas Utara 

mengandalkan irigasi sungai dengan sumber air sungai. Irigasi ini 

biasanya digunakan untuk mengairi lahan perkebunan karet maupun 

perkebunan sawit baik itu perkebunan milik rakyat maupun perusahaan 
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yang ada di kabupten Musi Rawas Utara.Pada tabel berikut dapat dilihat 

daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Musi Rawas Utara. 

 
Tabel 2.3.1.C.5. 

Daerah Irigasi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 

N
o 

Nama 
Daerah 
Irigasi 

Kecam
atan 

Luas Areal (ha) 
Panjang Irigasi 

(km) 
Jumla
h 
Wadu
k / 
Embu
ng 

Kon
disi Ba

ku 
Poten

sial 
Fungsi
onal 

Pri
mer 

Seku
nder 

Ters
ier 

1 D.I Air 
Dulu 

Karang 
Jaya 

82
1 

821 100 
14,9

1 
0,57 - - RB 

2 D.I Air 
Merung 

Rawas 
Ulu 

57
9 

579 50 
10,5

7 
1,71 - - - 

3 D.I 
Srijaya 
Makmur 

Nibung 
36
0 

360 36 2,00 - - - RB 

4 D.I Air 
Putat 

Rawas 
Ulu 

20
0 

200 20 1,00 1,00 - - RB 

5 D.I Tebat 
sech / S. 
Baung 

Rawas 
Ulu 

20
0 

200 100 2,00 0,90 - - RS 

6 D.I Maur Muara 
Rupit 

20
0 

200 20 1,06 0,13 - - RB 

7 D.I Krani 
Jaya 
Nibung 

Nibung 
15
0 

150 15 1,50 1,00 - - RB 

8 D.I Air 
Nitap 

Rawas 
Ulu 

13
0 

130 52 4,00 1,20 - - RS 

9 D.I 
Noman 

Rupit 10
0 

100 10 0,50 0,50 - - RB 

10 D.I Air 
Jangkat 

Rawas 
Ulu 

17
4 

174 50 1,70 0,30 - - RB 

11 D.I Tebat 
Gede 

Karang 
Jaya 

10
0 

100 70 1,00 - - - R 

12 D.I Bukit 
Langkap 

Karang 
Jaya 

40
0 

400 125 1,20 3,07 0,53 - RS 

Jumlah 34
14 

3414 648 
41,
44 

10,3
8 

0,5
3 

-  

Keterangan : Kondisi Irigasi (B = Baik ; RR = Rusak Ringan ; RS = Rusak Ringan ; RB = Rusak Berat) 

Sumber : Data Dasar D.I Kewenangan Kabupaten Musi Rawas Utara 2014 

 
 

Sumber air untuk irigasi sebagian besar didapatkan dari sungai. 

Beberapa danau atau mempunyai potensi untuk irigasi jika 

dikembangkan yaitu Waduk Merung di Kecamatan Rawas Ulu dan Danau 

Raya di Kecamatan Rupit. Waduk Merung dan Danau Raya saat ini belum 
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digunakan secara maksimal untuk sarana irigasi. Kondisi Danau Raya dan 

Bendungan Merung (Waduk Merung) dapat dilihat gambar berikut ini. 

 

 

Untuk memenuhi kebutuhan air irigasi di Kabupaten Musi Rawas 

utara perlu adanya reaktivasi dan rehabilitasi saluran irigasi yang telah 

ada yang mengalami kerusakan dari kerusakan ringan maupun sedang 

sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan irigasi untuk 

perkebunan maupun perta nian yang ada di kabupaten Musi Rawas 

Utara. Adanya rencana pencetakan 10.000 Ha sawah di Kecamatan 

Rawas Ulu juga perlu adanya pertimbangan untuk pembuatan saluran 

irigasi dengan sumber air danau atau waduk. Ada rencana pembangunan 

Waduk Sungai Baung di Kecamatan Rawas Ulu dengan fungsi untuk 

mengairi rencana pencetakan sawah 10.000 Ha tersebut. Pada gambar 

berikut ini dapat dilihat lokasi pembangunan waduk S Baung. 

  

Gambar 2.3.1.C.5 
Rencana Lokasi Waduk S Baung  

di Kecamatan Rawas Ulu 

Sumber : survei lapangan, 2014 

Gambar 2.3.1.C.6 
Patok Rencana Waduk S Baung  

di Kecamatan Rawas Ulu 

Sumber : survei lapangan, 2014 

  

Gambar 2.3.1.C.3. 
Kondisi Danau Raya di Kecamatan 

Rupit 

Sumber : survei lapangan, 2014 

Gambar 2.3.1.C.4. 
Kondisi Danau Merung di Kecamatan 

Rawas Ulu 

Sumber : survei lapangan, 2014 
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3. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk  

 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk menunjukan indikator 

ketersediaan tempat ibadah bagi penduduk di Kabupaten Musi Rawas 

Utara. Rasio tempat ibadah dihitung dari jumlah tempat ibadah dibagi 

dengan jumlah pemeluk agama dikali 1000, sehigga dapat menjelaskan 

rasio ketersediaan tempat ibadah per 1000 penduduk. Jumlah tempat 

ibadah yang dimaksud adalah jumlah total tempat ibadah yang tersedia, 

termasuk masjid, langgar, gereja, pura dan vihara.  Rasio tempat ibadah 

di Kabupaten Musi Rawas Utara menurut agama, dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

  Tabel 2.3.1.C.6 
Rasio Tempat Ibadah 

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2013 

No 
Bangunan 

tempat Ibadah 

Tahun  2013 

Jumlah(
unit) 

Jumlah 
pemeluk 

Rasio 

1. Masjid 294 174.604 1,68 

2. Gereja 0 532 0 

3. Pura 1 940 1,06 

4. Vihara 0 10 0 

5. Kelenteng 0 1 0 

Jumlah 295 176.087 1,68 
Sumber: Musi Rawas dalam angka, 2014 dan hasil analisis 2014 

 

Berdasarkan data dari Kementrian Agama tahun 2010, rasio 

tempat ibadah di Indonesia adalah 1:812 penduduk, sehingga pada 

tahun 2013 rasio tempat ibadah di Musi Rawas Utara telah melebihi rata-

rata nasional. 

4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 

Sanitasi merupakan salah satu hal yang sangat penting di bidang 

kesehatan yang mengupayakan terwujudnya kondisi yang memenuhi 

persyaratan kesehatan dalam pembudayaan hidup bersih yang bertujuan 

mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan 

buangan lainnya yang berbahaya melalui pemutusan mata rantai kuman 

dari sumbernya dan pengendalian lingkungan. 

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah indikator yang 

menunjukan banyaknya rumah tinggal di Kabupaten Musi Rawas Utara 

yang telah menggunakan sanitasi layak. Persentase tersebut dihitung 
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dari jumlah rumah tinggal yang telah bersanitasi layak dibandingkan 

dengan jumlah seluruh rumah yang ada di Kabupaten. Persentase rumah 

tinggal bersanitasi di Kabupaten Musi Rawas Utara ditunjukkan dari 

Tabel berikut ini menunjukkan persentase rumah tinggal bersanitasi di 

Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2012. 

Tabel 2.3.1.C.7 
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 

Tahun 2008-2013 Kabupaten Musi Rawas Utara 

Kecamatan 
Persentase rumah tinggal bersanitasi 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu         63,26  

Ulu Rawas         23,93  

Rupit         60,71  

Karang Jaya         38,56  

Rawas Ilir         73,19  

Karang 
Dapo         42,52  

Nibung         83,00  
      Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2012 

 
 

Berdasarkan target MDGs pada tahun 2015 bahwa persentase 

penduduk Indonesia yang memiliki akses air minum yang layak sebanyak 

77,2% dari minimal 59.1% penduduk Indonesia di Kota dan Desa sudah 

memperoleh pelayanan sanitasi yang memadai (Status Millenium 

Development Goal Indonesia 2009). Jika dilihat dalam skala nasional, 

Indonesia telah mencapai target yang ditetapkan tetapi cakupan ini 

belum merata dan belum menggambarkan kualitas yang sebenarnya 

mengenai fasilitas sanitasi tersebut. Adapun target sanitasi yang terkait 

dengan MDG‟s adalah proporsi dari populasi yang menggunakan sumber 

air minum berkualitas dan yang menggunakan sarana sanitasi 

berkualitas. 

Tabel 2.3.1.C.8 
Desa yang telah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di 

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2013 

No Kecamatan Puskesmas 
Jumlah 
Desa 

Desa yang 
Melaksanakan 

STBM 

Jumlah % 

1 Rawas Ulu Surulangun 17 2 11,76 

2 Ulu Rawas Muara Kulam 7 4 57,14 

3 Rupit Muara Rupit 17 5 29,41 
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4 Karang Jaya Karang jaya 15 5 33,33 

5 
  

Rawas Ilir 
  

Bingin Teluk 7 3 42,86 

Pauh 6 0 0,00 

6 Karang Dapo Karang Dapo 9 1 11,11 

7 Nibung Nibung 11 4 36,36 
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2013 

 

Berdasarkan pedoman penentuan standar pelayanan minimal 

bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman dan pekerjaan 

umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 

534/KPTS/M/2001), Standar Pelayanan Minimal tingkat penyediaan 

sarana sanitasi terhadap jumlah penduduk perkotaan adalah 80%. 

 

5. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk 

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat 

pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk 

umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan 

pemerintah daerah.Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah 

areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang 

pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan 

keagamaan.Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang 

digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor 

kebudayaan mempunyai arti khusus. Data mengenai tempat pemakaman 

umum di Kabupaten Musi Rawas Utara belum tersedia. 

 

6. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk 

Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk adalah 

indikator ketersediaan volume tempat pembuangan sampah per satuan 

penduduk. Indikator tersebut didapatkan dari rumus Volume tempat 

pembuangan sampah dibagi Jumlah penduduk  dikali 1000. Sehingga 

indikator tersebut dapat menunjukkan ketersediaan tempat pembuangan 

sampah per 1000 penduduk. 

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Musi Rawas Utara belum 

sepenuhnya terintegrasi masih banyak yang membakar sampah dan 

membuangnya dengan cara dikubur dalam tanah serta beberapa hanya 

ditimbun begitu saja. Pembakaran sampah menimbulkan polusi karbon 

dan menghasilkan gas-gas beracun serta mencemari lingkungan, 
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sementara pembuangan dengan dikubur di dalam tanah menyebabkan 

pencemaran pada tanah terutama jika yang dikubur adalah sampah 

anorganik. Sesuai dengan SNI 19-3964-1994, daerah yang belum 

memiliki data timbulan sampah maka di proyeksikan timbulan 

sampahnya 1,5 – 2 ltr/orang/hari atau 0,3 – 0,4 kg/orang/hari untuk 

kota kecil/sedang. Kabupaten Musi Rawas Utara termasuk ke dalam kota 

kecil sehingga diperkirakan jumlah timbulan sampahnya 1,75 

liter/orang/hari. 

 Berdasarkan hasil wawancara lapangan, untuk mengakomodir 

produksi sampah tersebut maka akan di bangun TPA di Kecamatan 

Rupit. Untuk menampung sampah yang dihasilkan masyarakat Musi 

Rawas Utara, potensi sampah yang paling besar ada di Kecamatan 

Rawas Ilir yaitu mencapai 105.434 liter/hari. Sementara pada tahun 2015 

yang paling banyak produksi sampahnya adalah Kecamatan Nibung yaitu 

sebesar 60.239 liter/hari. Pada tahun 2035 produksi sampah terbesar 

ada di Kecamatan Rawas Ilir hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk 

di Kecamatan Rawas Ilir relatif besar setiap tahunnya. 

7. Rasio Rumah Layak Huni  

Rasio rumah layak huni adalah indikator yang menunjukan 

ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten. Indikator tersebut dihitung 

dengan rumus jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah penduduk  

dikali 1000, sehingga dapat diketahui ketersediaan rumah layak huni per 

1000 penduduk. 

Berdasarkan target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 

2015, target rumah sehat yang hendak dicapai telah ditentukan sebesar 

80% (Depkes RI, 2003) atau sebesar 160 rumah/1000 penduduk. 

Berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2010, persentase rumah 

sehat secara nasional sekitar 24,9% atau 50 rumah/1000 penduduk. 

Data mengenai rumah layak huni di Kabupaten Musi Rawas Utara pada 

tahun 2013 sebagai berikut : 
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Tabel 2.3.1.C.9 
Rasio Rumah Layak Huni Menurut Kecamatan  

di Kabupaten Musi Rawas Utara sampai Akhir Tahun 2013 

No Kecamatan 

Jumlah 
Rumah 
Layak 
Huni 

Jumlah 
Penduduk 

Rasio 
Rumah 
Layak 
Huni 

1 Rawas Ulu 7.243 32.571 222 

2 Ulu Rawas 2.644 11.305 234 

3 Rupit 7.420 33.163 224 

4 Rawas Ilir 1.887 29.569 64 

5 Karang Dapo 4.313 18.569 232 

6 Karang Jaya 0 29.230 0 

7 Nibung 5.012 23.366 214 

 
Kab. Musi 
Rawas Utara 

28.519 
177.773 

160 

Sumber: Dokumen PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara, 2014 

dan hasil analisis 2014 

Dari data mengenai jumlah rumah di Kecamatan Karang Jaya 

sebanyak 6.798 unit, belum tersedia data mengenai jumlah rumah yang 

layak huni. Berdasarkan hasil analisis data tahun 2013 tersebut, dapat 

dilihat rasio rumah layak huni di Kabupaten Musi Rawas sebesar 160, 

artinya 160 rumah/1000 penduduk. Jika dibandingkan dengan target 

SDGs untuk rumah sehat sudah memenuhi dari harapan.  

 

8. Data Bantuan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Tidak 

Mampu 

Dana bantuan untuk rumah layak huni bagi masyarakat tidak 

mampu di Kabupaten Musi Rawas Utara belum tersedia.Indikator ini 

dapat menginformasikan penambahan jumlah bantuan rumah layak huni 

setiap tahun di Kabupaten Musi Rawas Utara. Data mengenai bantuan 

rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu beum tersedia. 

 

9. Panjang Jalan yang Dapat Dilalui Roda 4  

Indikator panjang jalan yang dapat dilalui roda 4 menunjukkan 

rasio panjang jalan yang dapat dilalui roda 4 yang disediakan oleh 

pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melayani per 1000 

penduduk. Indikator ini didapat dari jumlah panjang jalan (Km) dibagi 

dengan jumlah penduduk dikali 1000 yang menunjukkan tingkat 

pelayanan jalan per 1000 penduduk. 
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Berdasarkan pedoman penentuan standar pelayanan minimal 

bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman dan pekerjaan 

umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 

534/KPTS/M/2001), Standar Pelayanan Minimal Panjang Jalan dilalui 

roda 4 adalah 0,6 Km / 1000 penduduk. 

10. Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan 

pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) 

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah indikator yang 

menunjukan tingkat layanan jalan kabupaten yang tersedia, Indikator ini 

dihitung dengan rumus  panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 

dibagi dengan panjang seluruh jalan kabupaten di Kabupaten Musi 

Rawas Utara. 

Tabel2.3.1.C.10 
Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Permukiman Penduduk 

Tahun 2007sampai dengan 2012 di Kabupaten Musi Rawas Utara 

Kecamatan 

Jalan Penghubung dari ibukota 
kecamatan ke kawasan pemukiman 
penduduk (minimal dilalui roda 4) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rawas Ulu           140,1 

Ulu Rawas           32 

Rupit           101 

Karang Jaya       117,5   206 

Rawas Ilir           68 

Karang Dapo           224 

Nibung           62 

Kab. Musi 
Rawas Utara           833,1 

 

11. Lingkungan Pemukiman Kumuh  

Lingkungan pemukiman kumuh merupakan indikator yang 

menunjukkan persentase luas wilayah pemukiman kumuh di Kabupaten 

Musi Rawas Utara. Indikator ini dihitung dengan rumus luas pemukiman 

kumuh dibagi dengan luas wilayah di Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Berdasarkan Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Standar Penanganan Pemukiman 

Kumuh adalah 10% pada tahun 2019. 
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12. Persentase Listrik Terjual 

Persentase listrik terjual adalah indikator yang menunjukkan 

tingkat penjualan listrik di Kabupaten Musi Rawas Utara. Indikator ini 

dihitung dengan rumus jumlah listrik terjual dibagi dengan jumlah 

produksi listrik. Data mengenai tingkat penjualan listrik di Kabupaten 

Musi Rawas Utara belum tersedia. 

C. Perumahan 

1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 

Rumah tangga pengguna air bersih menunjukkan indikator jumlah 

rumah tangga penguna air bersih di Kabupaten Musi Rawas Utara . 

Indikator ini dihitung dengan rumus Jumlah Rumah Tangga Pengguna 

Air Bersih dibandingkan dengan Jumlah seluruh rumah tangga di 

Kabupaten Musi Rawas Utara. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air 

Bersih dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.3.1.D.1 
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih  

di Kabupaten Musi Rawas UtaraTahun 2007-2012 

Kecamatan 
Rumah tangga pengguna air bersih % 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rawas Ulu           3,41 

Ulu Rawas           0,00 

Rupit           27,15 

Karang Jaya           7,74 

Rawas Ilir           46,56 

Karang Dapo           16,51 

Nibung           58,62 

Kab. Musi 
Rawas Utara            22,86 

Sumber : BLUSPAM Kab. Musi Rawas 2012 
 

Berdasarkan pedoman penentuan standar pelayanan minimal 

bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman dan pekerjaan 

umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 

534/KPTS/M/2001), Standar Pelayanan Minimal penduduk terlayani akses 

air bersih adalah 55-75%. Jika dilihat dari persentase rumah tangga 

pengguna air bersih di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2012 

masih berada di bawah SPM yaitu 22,86%. 

Air bersih adalah aspek penting di dalam kehidupan untuk 

menunjang kehidupan masyarakat. Pada umumnya penduduk di 
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Kabupaten Musi Rawas Utara mendapatkan layanan  air bersih berupa 

layanan non-perpipaan dari sumur gali dan sungai namun kondisinya 

belum sepenuhnya layak untuk dikonsumsi. Sebagian penduduk yang 

tinggal di Kabupaten Musi Rawas Utara harus membeli air bersih dari 

tangki dengan harga Rp 500.000 per tangki ukuran 5.000 liter. Penduduk 

yang membeli air bersih tersebut biasanya tinggal di wilayah yang jauh 

dari sungai dan susah memperoleh air sumur. Pada tabel berikut ini 

dapat dilihat sumber air bersih yang digunakan oleh penduduk di 

Kabupaten Musi Rawas Utara. 
 

Tabel 2.3.1.D.2 
Sumber Air Bersih dan Pemanfaatannya per Kecamatan 

Kabupaten Musi Rawas UtaraTahun 2014 

No Kecamatan Sumber Air Keperluan 

1 Karang Jaya PAM, Sumur, Sungai Mandi, Mencuci, Air Minum 

2 Karang Dapo PAM, Air Sungai, Sungai Mandi, Mencuci, Air Minum 

3 Nibung Air Sumur, Air Sungai Mandi, Mencuci, Air Minum 

4 Rawas Ulu Air Sumur, Air Sungai Mandi, Mencuci, Air Minum 

5 Ulu Rawas Air Sumur, Air Sungai Mandi, Mencuci, Air Minum 

6 Rawas Ilir Air Sungai, 3 Desa PAM Mandi, Mencuci, Air Minum 

7 Rupit PAM, Air Sumur, Sungai Mandi, Mencuci, Air Minum 
sumber : 
1 Survei lapangan 2014 
2 data potensi desa 2011 
3. Musi Rawas dalam Angka 2014 

 Dari tabel diatas di simpulkan bahwa belum semua desa dan 

kecamatan terjangkau oleh layanan PAM. Sementara air dari sumur 

seringkali susah untuk diperoleh dan juga kualitas air sungai dan sumur 

yang ada kualitasnya kurang baik untuk digunakan sebagai air minum. 

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat lokasi SPAM IKK di Kabupaten Musi 

Rawas Utara. Data SPAM-IKK yang tersaji pada tabel di bawah ini 

menunjukkan kapasitas PAM untuk melayani kebutuhan air bersih 

penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara.  

Tabel 2.3.1.D.3 
Daftar SPAM IKK Kabupaten Musi Rawas Utara per 31 Desember 2012 

No 
Kecamat

an 
Lokasi 

Tahun  
Pemb
uatan 

Sumbe
r Air 
Baku 

Jam 
Oper
asi/h

ari 

Kapasi
tas 

(ltr/dt
k) 

Kapasi
tas SR 

Jumla
h 

Pelan
ggan 

1 
Karang 
Dapo 

Kel. 
Karang 
Dapo 

2011 
Sungai 
Rawas 

8 10 750 853 
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2 
Karang 
Jaya 

Kel. 
Karang 
Jaya 

2011 
Sungai 
Rawas 

6 20 1700 405 

3 Nibung 
       

4 Rawas Ilir 
       

5 
Rawas 
Ulu        

6 Rupit 
Kel. 
Lawang 
Agung 

2000 
Sungai 
Rupit 

12 10 750 863 

7 
Ulu 
Rawas        

Sumber : Data SPAM IKK Kabupaten Musi Rawas Utara, 2014 
 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kapasitas sambungan rumah 

(SR) untuk Kecamatan Karang Jaya masih memiliki 1.700 sambungan 

dengan kapasitas terbesar namun pelangganya masih sedikit hanya 

sekitar 23,82 % dari total sambungan atau 407 pelanggan. Di 

Kecamatan Karang Dapo dengan kapasitas yang hanya 750 sambungan 

rumah namun pelanggannya melebihi jumlah kapasitas yang tersedia 

yaitu 853 pelanggan, dengan kapasitas debit aliran 20 liter / detik. 

Sementara itu di Kecamatan rupit dengan kapasitas 750 sambungan 

rumah (SR) dengan jumlah pelanggan 863 pelanggan. Masing – masing 

kapasitas debit aliran di Kecamatan Rupit dan Karang Dapo sebesar 10 

liter / detik. Kecamatan Rupit yang di rencanakan sebagai ibukota 

kabupaten sebaiknya memiliki kapasitas debit aliran yang lebih besar dan 

kapasitas sambungan yang lebih banyak sehingga mampu memenuhi 

kebutuhan air bersih Kecamatan Rupit di masa yang akan datang. 

 

2. Rumah Tangga Pengguna Listrik  

Listrik merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk 

menunjang kegiatan ekonomi dan sosial.Kebutuhan listrik dipenuhi dari 

Muara Beliti, dan disalurkan merata melalui kabel instalasi listrik. Hanya 

ada dua kecamatan yang terjangkau listrik 100% yaitu Kecamatan Rupit 

dan Kecamatan Karang Dapo. Sementara ada dua kecamatan yang 

belum teraliri listrik sama sekali yaitu Kecamatan Nibung dan Kecamatan 

Ulu Rawas, kedua kecamatan ini mendapatkan listrik dari diesel pribadi 

yang berbahan bakar solar. Di kecamatan lain juga belum sepenuhnya 
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teraliri listrik seperti di Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Rawas Ulu 

dan Kecamatan Rawas Ilir. Untuk Kecamatan Nibung tiang listrik sudah 

ada namun belum teraliri listrik. Standar kebutuhan Kabupaten Musi 

Rawas Utara adalah setiap kecamatan di kawaasan permukiman teraliri 

listrik 100%. 

Rumah tangga pengguna listrik menunjukkan indikator jumlah 

rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Indikator ini dihitung dengan rumus Jumlah rumah tangga pengguna 

listrik dibagi dengan jumlah rumah tangga. Berikut ini persentase rumah 

tangga pengguna listrik di Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Tabel 2.3.1.D.4 
Rumah Tangga Pengguna Listrik 

diKabupaten Musi Rawas UtaraTahun 2007-2012 

Kecamatan 
Rumah tangga pengguna listrik 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rawas Ulu           94,12 

Ulu Rawas           57,00 

Rupit           100,00 

Karang Jaya           93,34 

Rawas Ilir           30,77 

Karang Dapo           100,00 

Nibung           100,00 

Kab. Musi 
Rawas Utara           82,18 
Sumber : Laporan hasil survei lokasi kelistrikan Distamben Kab. Mura 2013 

Berdasarkan data dari kementerian ESDM, rasio elektrifikasi di 

Indonesia saat ini mencapai 80,54% dan ditargetkan pemerintah akan 

mencapai 100% pada tahun 2020. Jika dilihat dari data pada tahun 

2012, persentase rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Musi 

Rawas Utara sebesar 82,18%. Adapun untuk keterjangkauan listrik pada 

tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.3.1.D.5 
Jumlah Desa/Kelurahan yang terjangkau listrik 

 di Kabupaten Musi Rawas Utara 2013 

No Kecamatan 
Jumlah 

Desa/Kelurahan 

Jumlah Desa/Kelurahan Terjangkau 

Jumlah % 

1 Karang Jaya 15 14 93,33 

2 
Karang 
Dapo 9 9 100,00 

3 Nibung 11 0 0,00 

4 Rawas Ulu 17 16 94,12 
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5 Ulu Rawas 7 0 0,00 

6 Rawas Ilir 13 4 30,77 

7 Rupit 17 17 100,00 

Jumlah 89 60 59,75 
Sumber : Musi Rawas dalam angka tahun 2014 

Berdasarkan data dari Kabupaten Musi Rawas (kabupaten induk) 

jumlah pelanggan terbesar ada di Kecamatan Karang Jaya dengan 

pelanggan 4.273 dan daya tersambung 4000 KVA atau setara 3.200.000 

watt, yang kedua di Kecamatan Rupit dengan pelanggan 3956 dan daya 

tersambung 3085 KVA atau setara 2.468.000 watt. Pelayanan saat ini 

perlu ditingkatkan karena belum sepenuhnya teraliri listrik serta 

mahalnya harga solar apabila menggunakan diesel secara pribadi. 

Adanya potensi sungai rawas dan sungai musi dapat dimanfaatkan 

sebagai potensi sumber energi alternatif mikro hidro untuk memenuhi 

kebutuhan listrik di Kabupaten Musi Rawas Utara.  

Tabel 2.3.1.D.6 
Jumlah Pelanggan PT PLN (Persero) 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2013 

No Kecamatan 
Jumlah 

Desa/Kelurahan 
Jumlah 

Pelanggan 

Daya 
Tersambung 

(KVA) 

1 Karang Jaya 13 4273 4000 

2 
Karang 
Dapo 

7 1918 1649 

3 Nibung - - - 

4 Rawas Ulu Tidak ada data 
Tidak ada 

data 
Tidak ada data 

5 Ulu Rawas - - - 

6 Rawas Ilir 4 1640 1201 

7 Rupit 13 3956 3085 
Sumber : Musi Rawas dalam angka tahun 2014 

 

3. Rumah Tangga Bersanitasi 

Rumah tangga bersanitasi adalah indikator untuk mengukur 

jumlah rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Indikator ini dihitung dengan rumus Jumlah rumah tangga bersanitasi 

dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Musi 

Rawas Utara.  
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Tabel 2.3.1.D.7 
Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2007-2012 

Kecamatan 
Rumah tangga ber-sanitasi 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rawas Ulu           6.863 

Ulu Rawas           2.707 

Rupit           5.205 

Karang Jaya           6.798 

Rawas Ilir           4.932 

Karang Dapo           4.207 

Nibung           4.152 

Kab. Musi 
Rawas Utara           34.864 

Sumber : Laporan Data Sarana Sanitasi Dasar (Rumah, Jamban) DINKES Kab. Mura 2013 

 

Berdasarkan pedoman penentuan standar pelayanan minimal 

bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman dan pekerjaan 

umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 

534/KPTS/M/2001), Standar Pelayanan Minimal tingkat penyediaan 

sarana sanitasi terhadap jumlah penduduk perkotaan adalah 80%. 

 

4. Lingkungan Pemukiman Kumuh  

Lingkungan pemukiman kumuh merupakan indikator untuk 

mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dalam hal ini luas 

pemukiman kumuh yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara. Indikator 

ini dihitung dengan rumus luas lingkungan pemukiman kumuh 

dibandingkan dengan luas wilayah KabupatenMusi Rawas Utara.   

Berdasarkan Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Pekerjaan Umum dan penataan ruang, Standar Penanganan Pemukiman 

Kumuh adalah 10% pada Tahun 2019. 

 

5. Rumah Layak Huni  

Rumah layak huni adalah indikator yang menunjukkan jumlah 

rumah layak huni yang ada di KabupatenMusi Rawas Utara. Indikator ini 

dihitung dengan rumus jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah 

rumah yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara.  

Berdasarkan target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 

2015. Target rumah sehat yang hendak dicapai telah ditentukan sebesar 
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80% (Depkes RI, 2003). Berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 

2010, persentase rumah sehat secara nasional sekitar 24,9%. Jika diilihat 

dari jumlah rumah di Kabupaten Musi Rawas Utara, jumlah rumah layak 

huni hampir mencapai 82%, sedangkan sisanya termasuk dalam kategori 

tidak layak huni. Berikut ini jumlah rumah layak huni di Kabupaten Musi 

Rawas Utara. 

Tabel 2.3.1.D.8 
Rumah Layak Huni Menurut Kecamatan 

di Kabupaten Musi Rawas Utara sampai Akhir Tahun 2013 

No Kecamatan 

Jumlah 
Rumah 
Layak 
Huni 

Jumlah 
Rumah 

Rumah 
Layak 
Huni 

1 Rawas Ulu 7.243 6.863 1,06 

2 Ulu Rawas 2.644 2.707 0,98 

3 Rupit 7.420 5.205 1,43 

4 Rawas Ilir 1.887 4.932 0,38 

5 Karang Dapo 4.313 4.207 1,03 

6 Karang Jaya 0 6.798 0,00 

7 Nibung 5.012 4.152 1,21 

  
Kab. Musi 
Rawas Utara 

28.519 34.864 0,82 

Sumber : Dokumen PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara, 
2014 dan hasil analisis 2014 

 

D. Penataan Ruang 

1. Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber-

HPL/HGB 

Rasio ruang terbuka hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber 

HPL/HGB adalah hasil perbandingan antara jumlah luasan RTH dan lahan 

yang ber HPL/HGB. Semakin tinggi rasionya maka semakin bagus 

wilayah tersebut dalam mengelola RTH. 

Tabel 2.3.1.E.1 
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah 

Kabupaten Musi RawasTahun 2008-2015 
No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. 

Luas 
Ruang 
Terbuka 
Hijau 

      

2. 
Luas 
wilayah 
ber 

     3,21** 
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HPL/HGB 

3. 
Luas  
wilayah 
(ha) 

 60.186.5.51 60.186.5.51 601.865,51 601.865,51 601.865,51 

4. 

Rasio 
Ruang 
Terbuka 
Hijau 
(1:2) 

519.494 
Ha 

  
578,314 
Ha*** 

731,254 
Ha*** 

784,194 
Ha*** 

Keterangan: 

(**)Data Untuk Wilayah Kabupaten Musi Rawas, (***) Target Musi Rawas 

Sumber : 

(1) Musi Rawas dalam Angka 2010 – 2014 

(2) Dokumen Tata Ruang Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Musi Rawas 2014 

 

Rasio RTH terhadap satuan luas wilayah ber HPL / HGB di 

Kabupaten Musi Rawas adalah 519,494 Ha dan ditargetkan meningkat 

hingga tahun 2015 seluas 890.074 Ha, sehingga dapat disimpulkan 

kabupaten Musi Rawas mempunyai target rencana untuk meningkatkan 

luasan RTH. 

Tabel 2.3.1.E.2 
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas WilayahMenurut Kecamatan  

Kabupaten Musi Rawas UtaraTahun 2013 

No Kecamatan 
Luas  

Wilayah 
Luas wilayah ber 

HPL/HGB 
Luas Ruang 

Terbuka Hijau 
Rasio Ruang 

Terbuka Hijau 

(1) (2) (3) (4) (5) (6=5/4) 

1. 
Karang 
Dapo 

54.875,51    

2. Karang Jaya 140.803,48    

3. Nibung 60.292,57    

4. Rawas Ilir 108.813,45    

5. Rawas Ulu 49.816,88    

6. Rupit 40.975,73    

7. Ulu Rawas 145.287,89    

Musi Rawas 
Utara 

600.865,51    

Sumber : Dokumen Tata Ruang Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Musi Rawas 2014 

2. Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan 

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan merupakan 

perbandingan antara jumlah bangunan yang telah memiliki IMB dengan 

jumlah total bangunan yang ada. Semakin tinggi rasionya menunjukan 

bahwa semakin tertib masyarakat mendaftarkan bangunannya sehingga 

mempunyai kekuatan hukum atas bangunan yang 

dimilikinya/dibangunnya. 
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Data mengenai bangunan ber IMB di Kabupaten Musi Rawas Utara 

belum tersedia. Rasio bangunan ber IMB di Kabupaten Musi Rawas 

adalah sebesar 6,69 Unit dan ditargetkan meningkat hingga tahun 2015 

sebesar 7,18 unit. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah Musi 

Rawas ada rencana program untuk meningkatkan IMB pada setiap 

bangunan. 

Tabel 2.3.1.E.3 
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan 

di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009-2015 
No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. 
Jumlah Bangunan 
ber-IMB 

     
  

2. Jumlah Bangunan        

3. 
Rasio bangunan 
ber-IMB (1:2) 

6,69 
Unit** 

 
6,90 

Unit ** 
6,97 

Unit ** 
7,04 

Unit ** 
7,11 

Unit ** 
7,18 
Unit 

Keterangan:(**) Data Untuk Wilayah Kabupaten Musi Rawas, (**) Target Musi Rawas 

Sumber: (1) Dokumen Tata Ruang Dinas Pu Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Musi Rawas 2014 

 

Setiap tahun Kabupaten Musi Rawas mempunyai target untuk 

meningkatkan rasio bangunan ber- IMB mengingat setiap tahun jumlah 

penduduk meningkat dan berdampak pada peningkatan jumlah 

bangunan. 

3. Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya 

Ruang publik yang berubah peruntukannya merupakan rasio 

jumlah ruang publik yang berubah fungsi dibandingkan jumlah ruang 

publik yang tersedia. Semakin besar rasionya, maka semakin banyak 

ruang publik yang berubah, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu 

adanya upaya legal hukum untuk menyelesaikan perubahan peruntukan 

ruang publik. Data yang tersedia mengenai ruang publik yang berubah 

peruntukannya adalah data Kabupaten Musi Rawas (kabupaten induk). 

Berikut ini data mengenai rasio ruang publik yang berubah 

peruntukannya di Kabupaten Musi Rawas. 

Tabel 2.3.1.E.4 
Rasio Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya 

di Kabupaten Musi RawasTahun 2008-2013 

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. 

Luas Ruang 
Publik 
berubah 
fungsi 

 

 

    

2. Luas Ruang       
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Publik yang 
tersedia 

3. 
Luas  
wilayah 
(ha) 

600.865,5
1 

600.865,5
1 

600.865,5
1 

600.865,5
1 

600.865,5
1 

600.865,5
1 

4. 

Rasio 
Ruang 
Publik yang 
berubah 
peruntukan
nya (1:2) 

0,515 ** na na 0,530 ** 0,535 ** 0,540 ** 

Sumber:  

(1) Dokumen Tata Ruang Dinas Pu Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Musi Rawas 2014 

** Data Untuk Wilayah Kabupaten Musi Rawas 

** Target Musi Rawas 

Tabel 2.3.1.E.5 
Rasio Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya 

di Kabupaten Musi Rawas UtaraTahun 2013 

No Kecamatan 
Luas  

Wilayah 

Luas Ruang 
Publik 

berubah 
fungsi 

Luas Ruang 
Publik yang 

tersedia 

Rasio Ruang Publik 
yang berubah 

peruntukannya 

(1) (2) (3) (4) (5) (6=5/4) 

1. 
Karang 
Dapo 

54.875,51 
   

2. 
Karang 
Jaya 

140.803,48 
   

3. Nibung 60.292,57    

4. Rawas Ilir 108.813,45    

5. Rawas Ulu 49.816,88    

6. Rupit 40.975,73    

7. Ulu Rawas 145.287,89    

Kab. Musi 
Rawas 

600.865,51    

 

E. Perencanaan Pembangunan 

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD  yang Telah 

Ditetapkan dengan PERDA 

RPJPD merupakan dokumen pembangunan yang menggambarkan 

visi misi daerah dalam jangka panjang yaitu 20 tahun. Ketersediaan 

RPJPD merupakan pedoman bagi OPD atau pemimpin daerah untuk 

membangun daerahnya sesuai dengan visi misi yang akan dicapai dalam 

20 tahun mendatang. Dokumen RPJPD Kabupaten Musi Rawas Utara 

sedang dalam proses penyusunan akhir. 
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2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang Telah 

Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA 

RPJMD merupakan dokumen pembangunan yang menjabarkan 

program-program selama 5 tahun dan berpedoman terhadap RPJPD. 

Ketersediaan RPJMD merupakan bentuk langkah-langkah pemerintah 

daerah di tiap 5 tahun untuk mencapai visi dan misi kepala daerah. 

Sebagai catatan, Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan daerah 

otonomi baru yang dibentuk pada tahun 2013, saat ini sudah memiliki 

dokumen RPJMD sebagaimana dalam peraturan daerah Nomor 1 Tahun 

2016 tentang RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021. 

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang Telah 

Ditetapkan dengan PERKADA 

RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan dokumen 

pembangunan yang dibuat oleh pemerintah daerah tiap tahun untuk 

dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. RKPD 

akan menjadi dasar dalam penyusunan Renja OPD dan RAPBD. 

Pembuatan RKPD harus berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD agar 

program pembangunan berkesinambungan untuk mencapai visi dan misi 

daerah.  

4. Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD 

Kesinambungan dokumen pembangunan mutlak diperlukan agar 

terdapat proses pencapaian visi suatu daerah apabila dokumen 

pembangunan tidak saling selaras maka pencapaian visi suatu daerah 

akan sulit tercapai. RKPD merupakan penjabaran detail (dalam bentuk 

program) visi dan misi yang akan dicapai oleh suatu daerah. 

F. Perhubungan 

1. Jumlah Arus Penumpang Transportasi Air 

Jumlah arus penumpang transportasi air merupakan indikator 

untuk mengukur arus penumpang transportasi air per tahun. Indikator ini 

merupakan jumlah total arus penumpang transportasi air datang dan 

berangkat di setiap Kabupaten. 

Berdasarkan Statistik Kementerian Perhubungan Tahun 2012, 

jumlah arus penumpang penyeberangan dan sungai rata-rata di 
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pelabuhan Indonesia adalah 431.425 penumpang pada Tahun 2012. 

Transportasi air di Kabupaten Musi Rawas Utara hanya berfungsi sebagai 

sarana penyeberangan menuju desa atau perkebunan di seberang 

sungai. 

2. Angkutan Darat  

Angkutan darat merupakan indikator untuk mengukur 

ketersediaan angkutan darat terhadap jumlah penumpang yang ada di 

Kabupaten Musi Rawas Utara. Indikator ini dihitung dengan rumus 

Jumlah angkutan darat dibagi dengan jumlah penumpang angkutan 

darat. Angkutan umum di Kabupaten Musi Rawas Utara masih belum 

memiliki trayek tetap, meskipun beberapa sudah ada yang memiliki ijin 

trayek namun waktu operasi masih terbatas. Selain itu angkutan 

penumpang dengan plat hitam masih sering melakukan kegiatan 

layaknya kendaraan umum. Berikut ini jumlah angkutan darat di 

Kabupaten Musi Rawas Utara. 

 

Tabel 2.3.1.G.1 
Angkutan Darat di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2012 

No 
Angkutan 

Umum 

Mobil 
penumpang 

umum 
Mobil bus Mobil barang 

Jmlh 
Angkutan 

Jmlh 
KIR 

% 

Jmlh 
Jmlh 
KIR 

% Jmlh 
Jmlh 
KIR 

% Jmlh 
Jmlh 
KIR 

% 

1. Rawas Ulu 0   2   66   68   

2. Ulu Rawas 0   0   8   8   

3. Rupit 4   5   152   161   

4. 
Karang 
Jaya 

0   7   103   110   

5. Rawas Ilir 0   1   48   49   

6. 
Karang 
Dapo 

0   2   201   203   

7. Nibung 1   2   67   70   

8. 
Kab. Musi 
Rawas 
Utara 

5   19   645   669   

Sumber: LAKIP tahun 2013 Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika Kabupaten Musi Rawas 

 

Belum adanya terminal atau halte menyebabkan sebagian 

masyarakat lebih memilih menggunakan angkutan plat hitam yang 

mampu menjangkau hingga ke dalam desa mereka, baik untuk 

penjemputan maupun pengantaran. Angkutan umum masih berupa 
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kendaraan pribadi berupa mobil avanza dengan tujuan ke Singkut dan 

Lubuklinggau, tergantung permintaan penumpang. 

Di Kecamatan Nibung, transportasi umum yang tersedia adalah 

mobil Avanza, Kijang, Inova berplat hitam, rute transportasi 

menyesuaikan permintaan dari penumpang, biasanya mobil angkutan 

akan berkeliling desa untuk memenuhi kuota kemudian akan menuju ke 

tempat tujuan yaitu meliputi Singkut, Rupit, Lubuklinggau. Kebutuhan 

transportasi umum yang dilakukan masyarakat khususnya untuk 

memnuhi kebutuhan sekunder (TV, kulkas, kipas angin) karena di 

kecamatan ini sudah ada pasar yang dapat mengakomodasi kebutuhan 

primer (beras, sayur, gas) meskipun masih bersifat mingguan. 

Transportasi berupa kendaraan pribadi cukup banyak digunakan oleh 

pemilik warung atau kios dalam rangka menambah jumlah barang 

dagangan di warung atau kiosnya. 

Transportasi umum di Kecamatan Rawas Ulu berupa mobil pribadi 

mampu menyediakan rute menuju ke Kecamatan Ulu Rawas, Singkut, 

Nibung, Rupit, hingga Lubuklinggau. Transportasi umum biasanya 

beroperasi pada pagi hari saat penumpang dari pasar Rawas Ulu menuju 

ke daerah lain. Pada siang hari angkutan umum sudah jarang ditemui. 

Untuk angkutan umum berupa ojek masih tersedia hingga sore namun 

hanya untuk jarak dekat (ke Singkut). Angkutan umum di darerah Rawas 

Ulu sudah memiliki ciri khas sehingga mampu diketahui tujuannya, 

misalnya angkutan umum berupa colt warna putih akan menuju ke 

Lubuklinggau. Angkutan warna hitam berupa mobil pick up yang memiliki 

atap akan mengantar ke Singkut.Untuk kondisi kepadatan transportasi , 

transportasi di Rawas Ulu bagian dekat jalan lintas dipadati oleh 

kendaraan umum, truk pengangkut material dari daerah tambang, dan 

motor. 

3. Transportasi air 

Di Kabupaten Musi Rawas Utara terdapat banyak sungai besar 

yang berasal dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang dijadikan 

pengairan untuk beberapa jaringan irigasi. Seperti Sungai Rawas, Sungai 

Rupit, dan beberapa anak sungainya. Sungai-sungai dapat dimanfaatkan 
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untuk sarana transportasi angkutan berbagai hasil pertanian dan 

perkebunan serta berbagai hasil tambang di sekitar bantaran sungai. 

Transportasi sungai angkutan barang yang ada di Kabupaten ini dapat 

menggunakan 2 jenis kendaraan air, yaitu ponton dan kapal motor. 

Ponton biasanya digunakan oleh perusahaan besar untuk angkutan 

batubara atau bahan galian lainnya. Sementara itu, kapal motor 

umumnya digunakan masyarakat untuk angkutan hasil bumi seperti 

produk pertanian dan perkebunan. Agar hal ini dapat terwujud, maka 

pengelolaan sungai perlu mendapat perhatian secara terencana oleh 

pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Meskipun demikian tidak 

semua sungai di Kabupaten Musi Rawas dapat dilalui oleh ponton, 

dikarenakan kedalaman sungai yang banyak mengalami pendangkalan. 

Seperti misalnya bahan galian dapat diangkut dari Muara Rupit menuju 

Rawas Ilir (Bingin Teluk). Secara teknis ponton hanya bisa digunakan 

sampai ke Bingin Teluk. Kedalaman alur sungai sampai ke daerah ini 

memungkinkan pelayaran dengan angkutan ponton. Selebihnya pada 

alur sungai setelah Bingin Teluk kondisi alur sungainya pada bagian 

tertentu mengalami pendangkalan sehingga tidak memungkinkan 

penggunaan ponton sekalipun kelebaran sungai cukup lebar.  

Prasarana transportasi merupakan urat nadi pertumbuhan 

ekonomi dan perkembangan kawasan. Kabupaten Musi Rawas Utara 

memiliki beberapa sungai besar yang mampu dilewati perahu/kapal 

motor. Potensi ini meskipun tidak sepesat perkembangantransportasi 

darat tetapi masih dipergunakan sebagian masyarakat Kabupaten Musi 

Rawas Utara terutama daerah terpencil/terisolir yang belum terjangkau 

jaringan jalan. Berikut ini nama sungai di Kabupaten Musi Rawas Utara 

yang digunakan sebagai jalur transportasi. 
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Gambar 2.3.1.G.1 
Dermaga sungai di Kecamatan Rawas Ilir 

sumber : survei lapangan, 2014 

 
Hasil pengamatan lapangan menemukan salah satu dermaga yang 

ada di Kecamatan Rawas Ilir dan masih digunakan oleh penduduk (lihat 

gambar 2.3.1.G.1). Kondisi seperti itu menandakan bahwa sebenarnya 

transportasi sungai masih bisa dikembangkan di Kabupaten Musi Rawas 

Utara akan tetapi ada kendala fisik. Kendala tersebut adalah kondisi 

sungai yaitu Sungai Rawas, sudah tidak digunakan sebagai transportasi 

sungai lagi. Karena ada transportasi darat yang dianggap lebih efektif 

dalam hal waktu tempuh maka transportasi darat lebih dipilih warga. 

Daerah sungai di Rupit yang dulunya adalah sebuah dermaga kini sudah 

mengalami pendangkalan akibat adanya sedimentasi. Daerah tersebut 

bahkan biasanya diapakai warga untuk mandi, artinya kedalamannya 

sudah cukup dangkal. Di Kecamatan Karang Dapo, masyarakat masih 

menggunakan getek sebagai angkutan penyeberangan sungai. Saat 

muka air sungai tinggi, maka akan cenderung berbahaya bila 

menyeberang dengan menggunakan getek, sebaliknya saat muka air 

sungai rendah maka penyeberangan akan sulit untuk dilakukan. Hal ini 

menyebabkan kebun warga yang ada di seberang sungai menjadi kurang 

terurus.  
 

G. Lingkungan Hidup 

1. Persentase Penanganan Sampah 

Persentase Penanganan Sampah merupakan persentase jumlah 

sampah yang ditangani suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah 

produksi sampah. Semakin besar persentasenya maka semakin baik 
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wilayah tersebut didalam mengelola sampah yang ada di dalam 

wilayahnya. Data mengenai penanganan sampah di Kabupaten Musi 

Rawas Utara belum tersedia, sehingga menggunakan data/informasi dari 

Kabupaten Musi Rawas (kabupaten induk). 

Dari tahun 2010 hingga 2013 terjadi peningkatan jumlah volume 

sampah yang ditangani oleh Kabupaten Musi Rawas, yaitu dari sebesar 

4.344 ton menjadi 14.400 ton / tahun pada tahun 2013. 

 

Tabel 2.3.1.H.1 
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah  
di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009-2013 

NO Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Jumlah sampah yang 
ditangani (ton) 

 
na 

4.344 
** 

4.344 
** 

12.854 
** 

14.400 
** 

2. Jumlah volume produksi 
sampah 

 
na na na na na 

3. Persentase       
Keterangan : (**) Data Untuk Wilayah Kabupaten Musi Rawas, (**) Target Musi Rawas 

Sumber : 1) Dokumen Tata Ruang Dinas Pu Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Musi Rawas 2014. 
 

2. Persentase Penduduk Berakses Air Minum 

Persentase penduduk berakses air minum adalah persentase 

Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum dibandingkan 

dengan jumlah penduduk dalam satuan keluarga. Semakin Besar 

persentasenya berarti semakin besar penduduk yang berakses minum 

sehingga bisa disimpulkan kebutuhan air minumnya tercukupi. 

Kebutuhan penduduk akan akses minum dipenuhi melalui akses terhadap 

sumur gali / bor maupun akses terhadap sumur terlindung. 
 

Tabel 2.3.1.H.3 
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah 

Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008-2013 

 NO Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. 
Jumlah penduduk yang 
mendapatkan akses air minum 
*** (Keluarga) 

 
na 10.573 11.286 na 

22.193 
** 

2. Jumlah penduduk 
 164.07

3 
169.41

1 
172.50

3 
174.87

4 
180.90

5 

3. Jumlah Rumah Tangga  na na na na 28.519 

4. 
Persentase penduduk berakses 
air bersih 

 
na na na na 

77,82 
% 

Keterangan :  * dalam satuan rumah tangga , ** dalam Satuan Keluarga 

Sumber :  

(1) Kecamatan Dalam Angka 2014 

(2) BKKBN Kabupaten Musi Rawas 2014 
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Tabel 2.3.1.H.4 
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah 
Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2013 

NO Kecamatan 
Jumlah 

Penduduk 

Jumlah 
Rumah 
Tangga 

* 

Jumlah Penduduk 
yang mendapatkan 

akses air minum 
(Keluarga) ** 

Persentase 

1. 
Karang 
Dapo 

18.855 
4.313 

2.088 48,41 

2. Karang Jaya 29.487 na 4.967 na 

3. Nibung 23.762 5.012 5.148 102,71 

4. Rawas Ilir 30.541 1.887 1.098 58,19 

5. Rawas Ulu 32.979 7.243 4.595 63,44 

6. Rupit 33.787 7.420 2.900 39,08 

7. Ulu Rawas 11.494 2.644 1.397 52,84 

Musi Rawas 
Utara 

180.905 
28.519 

22.193 77,82 

Keterangan :* dalam satuan rumah tangga , ** dalam Satuan Keluarga 

Sumber : (1) Kecamatan Dalam Angka 2014  

     (2) BKKBN Kabupaten Musi Rawas 2014 

 

 
Gambar 2.3.1.H.1 

Persentase Keluarga Berakses Air Minum menurut Kecamatan  

Kabupaten Musi Rawas UtaraTahun 2013  

Sumber : Hasil Analisis, 2014 
 

Persentase di Kecamatan Nibung melebihi SPM dikarenakan data 

pembanding yang digunakan berbeda yaitu menggunakan data keluarga 

berakses air minum dibandingkan dengan data jumlah rumah tangga, 

sehingga didapatkan nilai 102,71 % , kondisi yang sebenarnya beberapa 

warga kesusahan mendapatkan air bersih di Kecamatan Nibung dan 

harus membeli tangki air seharga 500.000 ribu per tangki untuk 

mendapatkan air minum. Di Kecamatan Karang Jaya di dapatkan 
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persentase sebesar 0 dikarenakan data Rumah Tangga tidak tersedia 

untuk Kecamatan tersebut. Sementara untuk kecamatan lain rata-rata 

masih di bawah SPM antara 39,08 % hingga 64,44 %. 

3. Persentase Luas Permukiman Tertata 

Persentase luas permukiman tertata merupakan persentase 

perbandingan antara luas permukiman tertata dengan luas total 

permukiman. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar 

kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun 

perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 

lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan 

dan penghidupan. 

Tabel 2.3.1.H.5 
Persentase Luas Permukiman yang Tertata Menurut Kecamatan  

di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun2013 

NO Kecamatan 
Jumlah 
Rumah 

Luas Area 
Permukiman 
Keseluruhan 

Luas Area 
Permukiman 

Tertata 
Persentase 

1. Karang Dapo 4.207    

2. Karang Jaya 6.798    

3. Nibung 4.152    

4. Rawas Ilir 4.932    

5. Rawas Ulu 6.863    

6. Rupit 5.205    

7. Ulu Rawas 2.707    

Kab. Musi Rawas 
Utara 

34.864    

Sumber: Laporan Data Sarana Sanitasi Dasar (Rumah, Jamban) DINKES Kab. MURA 2013 

4. Pencemaran Status Mutu Air 

Pencemaran status mutu air merupakan jumlah kawasan 

permukiman atau industri dan sumber data air yang dipantau mutu 

airnya dibandingkan dengan jumlah kawasan permukiman atau industri 

dan sumber mata air.Semakin besar persentasenya maka semakin baik 

dalam pemantauan mutu air. 

 

5. Cakupan Penghijauaan Wilayah Rawan Longsor  

Cakupan penghikauan wilayah rawas longsor merupakan jumlah 

wilayah rawan longsor dan sumber mata air yang telah ada penghijauan 

dibandingkan dengan jumlah total wilayah rawan longsor dan sumber 

mata air dalam bentuk persentase. Semakin besar persentasenya maka 
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dapat diartikan bahwa penghijauan tersebut baik dan mampu mencakup 

wilayah yang luas guna mencegah terjadi longsor. 

 

6. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL 

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL adalah 

persentasejumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi 

dengan jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL. Semakin besar 

persentase maka semakin baik cakupan pengawasan AMDAL. 

 

Tabel 2.3.1.H.6 
Persentase pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL  

di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2008-2014 

NO Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. 
Jumlah perusahaan wajib 
AMDAL yang telah diawasi 

     57 

2. 
Jumlah seluruh perusahaan 
wajib AMDAL 

      

3. 
Persentase pengawasan 
pelaksanaan AMDAL 

      

 
 

Tabel 2.3.1.H.7 
Persentase pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Menurut 

Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 

NO Kecamatan 

Jumlah 
perusahaan wajib 
AMDAL yg telah 

diawasi 

Jumlah seluruh 
perusahaan 

wajib AMDAL 
Persentase 

1. 
Karang 
Dapo 

3   

2. 
Karang 
Jaya 

8   

3. Nibung 9   

4. Rawas Ilir 17   

5. Rawas Ulu 8   

6. Rupit 6   

7. Ulu Rawas 6   

Kab. Musi 
Rawas Utara 

57   

 

7. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk 

Rasio Tempat pembuangan sampah (TPS) per Satuan Penduduk 

merupakan perbandingan Daya Tampung TPS dengan jumlah penduduk 
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Tabel 2.3.1.H.8 
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk 

di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 s.d 2013 

N

o 
Uraian 2008 2009 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

1. Jumlah TPS (unit)   25 25 40 45 

2. 
Jumlah Daya Tampung 

TPS(ton/perhari) 

 
 134 134 194 210 

3. Jumlah Penduduk 
 164.0

73 

169.

411 

172.

503 

174.

874 

180.

905 

4. 
Rasio Daya Tampung TPS 

thd Jumlah penduduk 

 
 0,79 0,78 1,11 1,16 

Sumber :Dokumen Tata Ruang Dinas PU Cipta Karya Musi Rawas 2014 

 

Tabel 2.3.1.H.9 
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah PendudukMenurut 

Kecamatan Kabupaten Musi Rawas UtaraTahun 2013 

No Kecamatan 
Jumlah 

Penduduk 
(jiwa)  

TPS 

Rasio Jumlah  
(unit) 

Jumlah Daya 
Tampung  

(Ton/Perhari) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6=5/3) 

1. Rawas Ulu 32.571    

2. Ulu Rawas 11.305    

3. Rupit 33.163    

4. Rawas Ilir 29.569    

5. Karang Dapo 18.569    

6. Karang Jaya 29.230    

7. Nibung 23.366    

Kab. Musi Rawas 
Utara 

177.773    

Sumber : Dokumen Tata Ruang Dinas PU Cipta Karya Musi Rawas 2014 
 

H. Pertanahan 

1. Penyelesaian Ijin Lokasi 

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk 

memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal 

yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk 

menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman 

modalnya. 

Izin lokasi diperlukan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh 

tanah dalam rangka melaksanakan rencana penanaman modal yang 

dimilikinya. Izin lokasi ini diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria 
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Kepala Badan Pertanahan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi 

(Permenag No. 2/1999).  

Setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan 

penanaman modal wajib mempunyai izin lokasi untuk memperoleh tanah 

yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang 

bersangkutan. 

Untuk penyelesaian izin lokasi , di Kabupaten Musi Rawas Utara 

ada beberapa perusahaan yang telah memiliki izin lokasi dalam berbagai 

kegiatan usaha. Berdasarkan Buku Laporan Up Dating Data Lingkungan 

Badan Lingkungan Hidup (BLH) 2011  dan 2012 terdapat beberapa 

perusahaan yang memiliki ijin lokasi di Kabupaten Musi Rawas Utara 

yang dapat dilihat dalam tabel berikut : 

 
Tabel2.3.1.I.1 

Izin Lokasi di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2011-2012 

No Jenis Usaha 
Jumlah Izin 
Lokasi 2011 

Jumlah Izin 
Lokasi 2012 

1 
Penambangan Galian C (Pasir 
dan Batu) 

0 0 

2 Migas 0 0 

3 Perkebunan Kelapa Sawit dan 
Kelapa 

9 7 

4 Crum Rubber 0 1 

5 Mineral Lain 0 0 

6 Bidang Irigasi dan Peti Kemas 0 0 

7 Stasiun Pengisian Bahan 
Bakar Umum (SPBU) 

0 0 

8 Industri Primer Hasil Hutan 
(IPHHK) 

0 0 

9 Bidang Batubara 0 0 

10 Hutan Tanaman Industri 
(HTI) 

0 0 

Jumlah 0 8 
Sumber : Buku Laporan Up Dating Data Lingkungan BLH 2011 & 2012 

 

I. Kependudukan dan Catatan Sipil 

1. Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk 

Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu kartu identitas yang 

wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia dan wajib dimiliki oleh warga 

negara Indonesia yang berusia > 17 tahun atau warga negara < 17 

tahun yang telah menikah. Untuk mempermudah pendataan KTP 
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digunakan untuk berbagai keperluan syarat administrasi. Rasio penduduk 

berKTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia > 17 tahun yang 

berKTP dengan jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah. 

Rasio penduduk ber-KTP bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

pendataan penduduk di suatu wilayah telah terintegrasi secara nasional. 

 

2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran 

Akte kelahiran bermanfaat bagi keperluaan administrasi seperti 

syarat masuk sekolah. Rasio bayi berakte kelahiran digunakan untuk 

keperluan pendataan bayi dan memproyeksikan pertumbuhannya. Rasio 

bayi berakte kelahiran adalah perbandingan antara jumlah penduduk 

berKK dengan jumlah penduduk yang telah menikah.  

 
3. Rasio Pasangan Berakte Nikah 

Rasio pasangan berakte nikah merupakan perbandingan jumlah 

pasangan nikah berakte nikah dengan jumlah keseluruhan pasangan 

nikah. Digunakan untuk menggambarkan pendataan pasangan berakte 

nikah guna merancang program-program keluarga seperti KB.  

 
4. Rasio Kepemilikan KTP Per 1000 penduduk 

KTP (Kartu Tanda Penduduk) memiliki fungsi sebagai identitas 

wajib bagi warga negara Indonesia. Seseorang yang telah memiliki KTP 

berarti telah tercatat  dalam basis data kependudukan secara nasional. 

Manfaat dari kepemilikan KTP bagi masyarakat digunakan untuk berbagai 

keperluan syarat administrasi. Pada tabel menunjukan rasio kepemilikan 

KTP yang diperoleh dengan perhitungan jumlah penduduk yang memiliki 

KTP dibagi dengan jumlah penduduk wajib KTP.  

Tabel 2.3.1.J.1 
Rasio Kepemilikan KTP di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2008 - 2013 

Kecamatan 

Jumlah penduduk yang memiliki 

KTP 
Jumlah penduduk wajib KTP Rasio kepemilikan KTP  

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

Rawas Ulu          13.817 14.044         20.069 21.091         0.69 0.67 

Ulu Rawas          18.37 18.966         24.032 24.332         0.76 0.78 

Rupit          7.008 7.024         8.069 7.965         0.87 0.88 

Karang Jaya          20.12 20.461         25.383 25.071         0.79 0.82 

Rawas Ilir          13.707 14.187         21.625 21.799         0.63 0.65 
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Karang 

Dapo          
14.108 14.322 

        
16.779 17.415 

        0.84 0.82 

Nibung          12.651 12.796         15.368 15.49         0.82 0.83 

Kab. Musi 
Rawas 

Utara         99.781 101.800         131.325 133.163         0.76 0.76 

Sumber : LAKIP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2012 dan 2013 

  

Pada tabel menujukkan rasio kepemilikan KTP dalam 2 tahun 

terakhir bernilai sama yaitu 0,76. Nilai tersebut masih belum mencapai 

target Standar Pelayanan Minimal yaitu 100%. Jika dilihat rasio 

kepemilikan KTP per kecamatan setiap kecamatan juga belum ada yang 

memiliki rasio  bernilai 1 perlu peningkatan pelayanan pembuatan KTP 

bagi warga di Kabupaten Musi Rawas secara menyeluruh. Untuk tahun 

sebelum 2012 belum dapat dideskripsikan karena tidak tersedia data. 

 

 

Gambar 2.3.1.J.1 
Grafik Rasio Kepemilikan KTP di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2008 - 2013 

Sumber : LAKIP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2012 dan 2013, Hasil analisis 2014 

 

5. Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1000 Penduduk 

Kepemilikan akte kelahiran tidak hanya penting bagi bayi yang 

baru lahir akan tetapi bagi orang dewasa. Kepemilikan akte lahir 

menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data 

kependudukan. Manfaat memiliki akte kelahiran adalah kemudahan 

dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal ataupun 

menjadi syarat untuk pembuatan surat keterangan diri penduduk.  
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6. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi 

Database kependudukan merupakan suatu dokumen yang penting 

untuk mengetahui kondisi kependudukan suatu wilayah yang datanya 

dapat dianalisis untuk memudahkan stakeholder untuk merumuskan 

kebijakan. Database yang dimiliki oleh Kabupaten Musi Rawas Utara 

sesuai tabel adalah buku Daerah Dalam Angka. Semua kecamatan 

memiliki buku Kecamatan Dalam Angka dari tahun 2008 – 2013.  

Tabel 2.3.1.J.2 
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kecamatan  

di Kabupaten Musi Rawas UtaraTahun 2008 - 2013 

Kecamatan 
Ketersediaan Database kependudukan 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu  Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

Ulu Rawas  Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

Rupit  Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

Karang Jaya  Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

Rawas Ilir  Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

Karang Dapo  Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

Nibung  Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

Kab. Musi 
Rawas Utara 

Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2009 – 2013 
 

7. Penerapan KTP nasional berbasis NIK 

Penerapan KTP nasional berbasis NIK diterapkan oleh Pemerintah 

pusat untuk menyeragamkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai 

dengan pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009. NIK berfungsi untuk 

memudahkan dalam identifikasi dan menghindari 

pemalsuan/penggandaan data. Pada tabel menunjukkan bahwa semua 

kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara telah menerapkan KTP 

nasional berbasis NIK sejak 2011 – 2013, sedangkan untuk sebelum 

tahun 2011 belum dapat dideskripsikan karena tidak tersedia data. 

Pendataan administrasi kependudukan secara nasional diharapkan dapat 

berjalan dengan mudah karena telah menerapkan KTP nasional berbasis 

NIK di Kabupaten Musi Rawas Utara.  
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Tabel2.3.1.J.3 
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2008 - 2013 

Kecamatan 
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu     Sudah Sudah Sudah 

Ulu Rawas     Sudah Sudah Sudah 

Rupit     Sudah Sudah Sudah 

Karang Jaya     Sudah Sudah Sudah 

Rawas Ilir     Sudah Sudah Sudah 

Karang Dapo     Sudah Sudah Sudah 

Nibung     Sudah Sudah Sudah 
    Sumber : LAKIP Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 – 2013 

 
J. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah 

Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah merupakan 

wujud keterlibatan perempuan dalam pembangunan serta sebagai 

sarana untuk memperjuangkan hak perempuan. Keterwakilan 

perempuan dalam lembaga pemerintah dapat menjadi jalan bagi kaum 

perempuan untuk menyuarakan aspirasinya dalam kegiatan 

pemerintahan termasuk dalam perencanaan maupun pengambilan 

kebijakan. Salah satu contohnya adalah keterwakilan perempuan dalam 

instansi-instansi pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa seorang 

perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan kaum laki-laki.  

2. Partisipasi perempuan di lembaga swasta 

Partisipasi perempuan di lembaga swasta mencerminkan 

kesetaraan perempuan dalam hal profesionalitas dan kemampuan kerja. 

Data tentang partisipasi perempuan di lembaga swasta belum tersedia di 

semua Kabupaten Musi Rawas Utara sehingga belum dapat diketahui 

peran perempuan di lembaga swasta. 

3. Rasio KDRT (Jumlah KDRT, Jumlah Rumahtangga) 

Kekerasan dalam tumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap 

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan 

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran 

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum 

dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali 
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diderita oleh pihak perempuan dan anak-anak.Berbagai macam latar 

belakang masalah yang dapat menyebabkan KDRT seperti kemiskinan, 

pihak ketiga dan sebagainya. 

4. Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur 

Persentase tenaga kerja di bawah umur adalah proporsi pekerja 

anak usia 5-14 tahun terhadap jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas. Hal 

ini mengindikasikan masih belum ada perlindungan anak. Tenaga kerja di 

bawah umur merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di 

negara berkembang. Masalah kemiskinan merupakan salah satu alasan 

banyaknya tenaga kerja di bawah umur. Pada umumnya tenaga kerja di 

bawah umur dipekerjakan secara illegal. Data mengenai jumlah tenaga 

kerja di bawah umur di Kabupaten Musi Rawas Utara belum tersedia, 

sehingga tidak dapat memberikan gambaran kondisi jumlah tenaga kerja 

di bawah umur. 

5. Partisipasi angkatan kerja perempuan 

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu perempuan dalam 

era modern, perempuan berhak mempunyai kesempatan yang sama 

dalam berbagai akses terhadap pendidikan, pekerjaan dan aktualisasi diri 

yang setara dengan laki-laki. Kesetaraan eksternal dicapai ketika 

perempuan dan laki-laki memiliki status yang setara dalam akses 

terhadap barang dan sumber daya, dalam berkontribusi, berpartisipasi, 

dan memanfaatkan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan politik. 

Perempuan harus diberi kesempatan yang sama agar dapat 

mengembangkan kemampuan/skill. 

6. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak 

dari tindakan kekerasan 

Kasus KDRT ataupun kriminal yang melibatkan anak-anak dan 

perempuan harus diselesaikan agar memberikan rasa aman terhadap 

mereka. Penyelesaian kasus juga menunjukkan keseriusan pemerintah 

dan penegak hukum dalam melindungi perempuan dan anak. Namun 

demikian data mengenai penyelesaian pengaduan perlindungan 

perempuan dan anak belum tersedia di Musi Rawas Utara, sehingga 

belum dapat memberi gambaran indikator kinerja penyelesaian 
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pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. 

Sementara Standar Pelayanan Minimal dalam penyelesaian kasus 

kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah 80% dari kasus 

(Permen PPPA no 1 tahun 2010) 

K. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

1. Rata-rata jumlah anak per keluarga 

Rata-rata jumlah anak per keluarga digunakan sebagai salah satu 

indikator keberhasilan program keluarga berencana dalam 

menurunkanrata-rata jumlah anak per keluarga. 

2. Rasio Akseptor KB 

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 

(satu) tahun per 1000 Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun yang 

sama. Pada tabel menunjukkan dinamika naik turun rasio akseptor KB 

selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Musi Rawas Utara. Tahun 2011 

memiliki nilai rasio akseptor KB paling tinggi sebesar 28,8% sedangkan 

pada tahun 2013 memiliki rasio akseptor KB paling rendah sebesar 

9,73%. Rasio akseptor KB di Kabupaten Musi Rawas Utara masih 

terbilang kecil.  

 

Tabel 2.3.1.L.1 
Rasio Akseptor KB di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2009 - 2013 

Uraian  
200

9 
201

0 
201

1 
201

2 
201

3 

Jumlah akseptor KB  7421 9779 
1080

6 9212 3804 

Jumlah pasangan usia 
subur  

35.1
30 

36.0
06 

37.5
17 

39.0
07 

39.0
87 

Rasio akseptor KB  
21,1

2 
27,1

6 
28,8

0 
23,6

2 9,73 
 Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2010 – 2014 

  

 Pada tabel menunjukkan kecenderungan meningkatnya jumlah 

PUS selama 5 tahun terakhir di setiap kecamatan, sedangkan terjadi 

dinamika naik turun jumlah akseptor KB. Jumlah pasangan usia subur 

paling tinggi selama 5 tahun adalah Kecamatan Rawas Ulu sebanyak 

7.220 PUS, tetapi rasio akseptor KBnya menempati posisi kedua paling 

rendah pada tahun 2013 sebesar 5,76%. Nilai tersebut berarti jumlah 

akseptor KB di daerah tersebut perlu ditingkatkan. Kecamatan Ulu Rawas 
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memiliki jumlah PUS yang palung sedikit sebanyak 2.842 PUS namun 

memiliki jumlah rasio akseptor KB paling tinggi nilainya pada tahun 2013.  

 
Tabel 2.3.1.L.2 

Jumlah Akseptor KB Menurut Kecamatan 
di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2009 – 2013 

Kecamatan 

Jumlah akseptor KB  

200
9 

201
0 

2011 
201

2 
201

3 

Rawas Ulu  
1.15

0 
1.97

4 
2.367 

2.04
7 

416 

Ulu Rawas  947 984 1.525 749 571 

Rupit  
1.17

7 
2.07

2 
2.206 

2.25
8 

784 

Karang Jaya  
1.19

9 
2.06

5 
1.751 

1.73
4 

719 

Rawas Ilir  977 450 762 564 259 

Karang Dapo  
1.01

8 
676 1.263 

1.03
9 

629 

Nibung  953 
1.55

8 
932 821 426 

Kab. Musi Rawas 
Utara 

7.42
1 

9.77
9 

10.80
6 

9.21
2 

3.80
4 

Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2010 – 2014 
 

 
Tabel 2.3.1.L.3 

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Kecamatan 
di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2009 – 2013 

Kecamatan 
Jumlah pasangan usia subur  

2009 2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu  6.357 6.357 6.766 7.220 7.220 

Ulu Rawas  2.246 2.266 2.433 2.433 2.842 

Rupit  6.920 6.920 7.165 7.235 6.896 

Karang Jaya  6.603 6.607 6.697 7.036 7.036 

Rawas Ilir  4.862 5.524 5.629 5.716 5.716 

Karang Dapo  3.929 4.124 4.268 4.410 4.410 

Nibung  4.213 4.208 4.559 4.957 4.967 

Kab. Musi 
Rawas Utara 

35.13
0 

36.00
6 

37.51
7 

39.00
7 

39.08
7 

 Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2010 – 2014 

 
Tabel 2.3.1.L.4 

Rasio Akseptor KBMenurut Kecamatan 
di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2009 – 2013 

Kecamatan 
Rasio akseptor KB (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu  18.09 31.05 34.98 28.35 5.76 

Ulu Rawas  42.16 43.42 62.68 30.79 20.09 
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Rupit  17.01 29.94 30.79 31.21 11.37 

Karang Jaya  18.16 31.25 26.15 24.64 10.22 

Rawas Ilir  20.09 8.15 13.54 9.87 4.53 

Karang Dapo  25.91 16.39 29.59 23.56 14.26 

Nibung  22.62 37.02 20.44 16.56 8.58 

Kab. Musi 
Rawas Utara 

21.12 27.16 28.80 23.62 9.73 

 Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2010 - 2014 

  

 Pada gambar menunjukkan kecenderungan menurunnya rasio 

akseptor KB di setiap kecamatan. Jika hal tersebut terus terjadi maka 

pengendalian penduduk melalui penggunaan akseptor KB akan sulit 

dilakukan. Untuk menarik kembali minat PUS terhadap penggunaan 

akseptor KB perlu dirancang strategi sosialisasi dan solusi untuk 

penggunaan akseptor KB yang aman.  

 

Gambar 2.3.1.L.1 

Grafik Rasio Akseptor Menurut Kecamatan di Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2009 - 2013 
Sumber : Hasil Analisis 2014 

 

3. Cakupan Peserta KB Aktif 

Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur yang salah satu 

pasangannya masih menggunakan alat kontrasepsi dan terlindungi oleh 

alat kontrasepsi tersebut. Pasangan usia subur (PUS) adalah pasangan 

suami istri yang istrinya berusia 15-49 tahun. Angka cakupan peserta KB 

aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para PUS. 

Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN No 55/HK-010/B5/2010 target SPM 

untuk indikator cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif adalah 

65% pada tahun 2014.  
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Secara umum pada tabel 2.3.1.J.3 menunjukkan adanya 

peningkatan cakupan peserta KB aktif sepanjang tahun 2009 – 2012, 

sehingga mengindikasikan semakin meningkatnya PUS di Kabupaten 

Musi Rawas Utara yang memanfaatkan kontrasepsi. Pada tahun 2010 

standar pelayanan minimal nasional sebesar 70 % dan Kabupaten Musi 

Rawas Utara melewati target tersebut dengan mendapat persentase 

sebesar 85,6%. Penurunan cukup besar dalam 5 tahun terakhir terjadi di 

tahun 2013 dengan nilai cakupan peserta KB aktif sebesar 69,59%. 

 

Tabel 2.3.1.L.5 
Cakupan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2009 – 2013 

No Uraian  2009 2010 2011 2012 2013 Satuan  

1 

Jumlah 
Peserta 
KB Aktif  26.577 30.821 33.026 34.302 27.201 Orang  

2 

Jumlah 
pasangan 
usia 
subur  35.130 36.006 37.517 39.007 39.087 PUS  

Cakupan 
peserta KB 
aktif 75,65 85,6 88,03 87,94 69,59 % 

Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2010 – 2014 

 

Gambar 2.3.1.L.2 
Grafik Cakupan Peserta KB Tahun 2009 - 2013 

Sumber : Hasil Analisis 2014 
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sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, 

pangan, papan, sandang dan kesehatan. Keluarga Sejahtera Tahap I 

(KSI) adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya secara minimal. Tabel di bawahmenunjukkan terjadi 

peningkatan jumlah Presentase KPS pada tahun 2012 ke 2013 dari 

46,12% menjadi 46,59% dapat diartikan bahwa terjadi peningkatan 

jumlah KPS dan KSI yang perlu ditangani oleh Pemerintah. Untuk tahun 

sebelum 2012 tidak tersedia data.  

Tabel 2.3.1.L.6 
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluaga Sejahtera I 

di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 - 2013 

Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Jumlah keluarga 
pra sejahtera 
dan sejahtera 1 

        21924 21924 

Jumlah keluarga          47521 47062 

Keluarga Pra 
Sejahtera dan 
Keluarga 
Sejahtera 1 

        46.14 46.59 

Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2013 – 2014 

 

Pada tabel menunjukkan jumlah keluarga pra sejahtera dan 

sejahtera 1 pada tahun 2012 ke tahun 2013 tidak ada peningkatan. 

Sementara untuk jumlah keluarga terjadi peningkatan di Kecamatan 

Rawas Ulu tetapi terjadi penurunan di Kecamatan Nbung. Secara 

keseluruhan terjadi penurunan jumlah keluarga di tahun 20012 ke 2013 

dari 47.521 keluarga menjadi 47.062 keluarga. 

Tabel 2.3.1.L.7 

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluaga Sejahtera I Menurut Kecamatan 

di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 - 2013 

Kecamat

an  

Jumlah keluarga pra 
sejahtera dan sejahtera 1 
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4.12
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10.00
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41,2
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41,2
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Jaya  1 0 2 2 

Rawas Ilir        
  

3.72

3 3.723         

6.83

1 6.831         

54,5

0 

54,5

0 

Karang 
Dapo          

2.17
7 2.177         

5.37
0 5.370         

40,5
4 

40,5
4 

Nibung  
        

2.93

8 2.938         

5.86

9 5.370         

50,0

6 

54,7

1 

Kab. 

Musi 
Rawas 

Utara         

21.92
4 

21.92
4 

        
47.52

1 
47.06

2 
        

46,1
4 

46,5
9 

Sumber : Musi Rawas Dalam Angka 2013 – 2014 
 

Pada gambar menunjukkan perkembangan dari tahun 2012 ke 

2013 pada setiap kecamatan cenderung stabil dengan nilai yang masih 

rendah. Kecamatan Ulu Rawas memiliki presentasi yang paling besar 

selama 2 tahun terakhir yaitu sebesar 64,18% pada tahun 2012 dan 

64,18% pada tahun 2013. Kecamatan Rawas Ilir dan Nibung juga 

memiliki presentasi lebih dari 50% dalam 2 tahun terakhir. Kecamatan 

Karang dapo, Rupit, Karang Jaya, Rawas Ulu, Karang Dapo memiliki 

presentasi lebih dari 40 % dalam 2 tahun terakhir.  

Secara keseluruhan nilai KPS dan KSI di Kabupaten Musi Rawas 

Utara masih besar dengan rata-rat nilai selama dua tahun terakhir yaitu 

46,14% dan 46,59%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak 

masyarakat yang rentan dengan kemiskinan. Diperlukan pembinaan dan 

dukungan pemerintah yang berkesinambungan sebagai upaya 

menanganan masalah kesejahteraan bagi keluarga agar mampu 

memenuhi kebutuhan dasar. Dampaknya akan terjadi kesejahteraan 

yang menyeluruh di Kabupaten Musi Rawas Utara.  

 

Gambar2.3.1.L.3 
Grafik Keluarga Pra Sejahtera dan Keluaga Sejahtera I Menurut Kecamatan di 

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2012 - 2013 
Sumber : Hasil Analisis 2014 
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L. Sosial 

1. Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti 

Rehabilitasi) 

Indikator sarana sosial merupakan salah satu indikator yang 

digunakan dalam mengindentifikasi adanya pusat perkembangan 

kegiatan sosial. Sarana sosial yang dimaksud adalah panti asuhan, panti 

jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah. Berdasarkan informasi yang 

tersedia terlihat jumlah sarana sosial antar kabupaten/kota bervariasi.  

2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang 

Memperoleh Bantuan Sosial 

Indikator PMKS yang memperoleh bantuan sosial digunakan 

sebagai langkah dalam memetakan sejumlah masyarakat yang termasuk 

dalam PMKS.  

3. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

Indikator ini digunakan dalam menunjukkan capaian penanganan 

PMKS.  

4. Jumlah PMKS  

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah 

seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu 

hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya, yang menyebabkan tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidup 

jasmani, rohani dan sosial sebagai mana mestinya. PMKS terjadi karena 

hambatan, kesulitan dan gangguan berupa kemiskinan, keterlantaran, 

kecacatan, ketuna sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan 

lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung seperti bencana.  

Pada tabel menunjukkan perkembangan jumlah PMKS selama 5 

tahun terakhir. Jenis PMKS seperti  anak terlantar, bekas narapidana, 

lanjut usia terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga fakir miskin 

dan anak jalanan masih terus bermunculan angkanya selama 4  tahun 

berturut-turut dari tahun 2009 – 2012. Keluarga fakir miskin memiliki 

jumlah paling banyak selama 4 tahun terakhir dibandingkan dengan jenis 

PMKS lainnya. Kemudian pada tahun 2010 mulai terdapat data jenis 

PMKS lainnya yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara seperti 
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masyarakat tinggal di daerah rawasn bencana, anak balita terlantas, 

penderita HIV, penderita AIDS dan korban bencana alam walaupun 

jumlahnya tidak banyak. Pada tahun 2013 dimungkinkan terjadi 

peningkatan bantuan sosial di Kabupaten Musi Rawas Utara hal tersebut 

didukung dengan informasi yang ditunjukkan dari tabel. Dapat dikatakan 

bahwa terjadi penanganan yang baik terhadap penyelesaian atau 

pemberian bantuan sosial selama 5 tahun terakhir. Harapannya hal 

tersebut dapat dipertahankan untuk tahun mendatang.  

Tabel 2.3.1.M.1 
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  

Di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2009 – 2013  

Jenis Data Sosial  
Tahun  

Satuan  
2009 2010 2011 2012 2013 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  

a. Anak Terlantar  152 91 31 100 - Orang  

b. Anak Nakal  105 125 82 - - Orang  

c. Wanita Tuna Susila  1 1 - - - Orang  

d. Waria  2 2 - - - Orang  

e. Pengemis  3 3 - - - Orang  

f. Gelandangan  56 58 - - - Orang  

g. Bekas Penderita Penyakit Kronis  32 14 - 1 - Orang  

h. Bekas Narapidana  5 5 32 3 - Orang  

j. Lanjut Usia Terlantar 745 969 121 134 - Orang  

k. Wanita Rawan Sosial Ekonomi  747 715 47 188 - Orang  

l. Keluarga Fakir Miskin  1323 14207 144 618 - KK 

m. Anak Jalanan  3 125 1 8 - Orang  

n. Keluarga Berumah Tak Layak 
Huni  - 149 26 84 - KK 

o. Masyarakat Tinggal di Daerah 
Rawan Bencana  - 18 - - - Orang  

p. Anak Balita Terlantar  - 9 - 9 - Orang  

q. Penderita HIV  - 1 - - - Orang  

r. Penderita AIDS - 1 - - - Orang  

s. Korban Bencana Alam - 9 1718 1 - KK 

Jumlah PMKS 3174 16502 2202 1146 0   
Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2010 – 2014 

 

 Pada gambar menunjukkan tahun 2010 memiliki jumlah jenis 

PMKS yang paling tinggi sebesar 16.502 kasus. Kenaikan tersebut 

disebabkan peningkakan jumlah keluarga fakir miskin yang teridentifikasi 

pada tahun 2010. Namun secara keseluruhan selama 5 tahun terakhir 

dapat dikatakan jumlah PMKS cenderung menurun. 
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Gambar2.3.1.M.1 
Grafik Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  

di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2012 - 2013 
Sumber : Hasil Analisis 2014 

 

M. Ketenagakerjaan 

1. Angka Partisipasi Angkatan Kerja 

Tenaga kerja dibagi menjadi dua yaitu bukan angkatan kerja dan 

angkatan kerja. Angkatan kerja (labour force) menurut Soemitro 

Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk 
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3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan hasil 
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kerja. Semakin tinggi TPAK, maka dapat disimpulkan bahwa semakin 

banyak penduduk usia produktif yang terserap dalam lapangan usaha. 

TPAK Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2009 adalah sebesar 

72,04. Angka ini relatif tinggi apabila dibandingkan dengan TPAK Provinsi 

Sumatera Selatan yang hanya sebesar 68,31. 

Tabel 2.3.1.N.1 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2009 dan 2011 

No Kecamatan 
Tingkat partisipasi angkatan Kerja (TPAK) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Rawas Ulu  na 61,09  na 68,41  na  na 

2 Ulu Rawas   na 79,84   na 81,41   na   na 

3 Rupit   na 65,09   na 67,34   na   na 

4 Karang Jaya   na 78,01   na 78,52   na   na 

5 Rawas Ilir   na 73,35   na 77,71   na   na 

 6 Karang Dapo   na 77,02   na 75,7   na   na 

7 Nibung   na 69,91   na 75,07   na   na 

Kab. Musi 
Rawas Utara na 72,04 na 73,84 na na 

Kab. Musi 
Rawas na 73,24 72,77 75,26 na na 

Prov. Sumatera 
Selatan na 68,31 70,27 71,15 na na 

Sumber: 
1. Profil Jumlah Perusahaan dan Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2010 
2. Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 

 

Pada tahun 2011, TPAK Kabupaten Musi Rawas Utara juga masih 

lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa di Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan 

adanya tren positif dalam sektor ketenagakerjaan. 

4. Pencari Kerja yang Ditempatkan 

Pemerintah mempunyai program-program yang akan mengurangi 

pengangguran salah satunya dengan cara menempatkan para pencari 

kerja yang terdaftar. Penempatan pencari kerja merupakan salah satu 

indikator angka pengangguran berkurang. Semakin tinggi persentase 

penempatan maka pemerintah dapat dikatakan serius dalam mengurangi 

angka pengangguran. Indikator ini juga dapat mencerminkan 

kemampuan pemerintah dalam menyediakan kesempatan lapangan 

kerja. 
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5. Tingkat Pengangguran Terbuka 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan hasil 

perbandingan antara penduduk usia kerja yang menganggur terhadap 

jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja. Oleh 

karena itu, semakin rendah tingkat pengangguran terbuka (TPT) maka 

hal itu merupakan sebuah indikasi positif bagi perkembangan 

ketenagakerjaan suatu daerah. 

Sama halnya dengan tingkat partisipasi angkatan kerja, dari 

rentang tahun 2009 dan 2011, tingkat pengangguran terbuka di 

Kabupaten Musi Rawas Utara relatif lebih rendah bila dibandingkan 

Provinsi Sumatera Selatan dengan selisih angka yang cukup jauh. Pada 

tahun 2009, TPT Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebesar 2,23 

sementara TPT Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 7,61. 

Sedangkan pada tahun 2011, TPT Kabupaten Musi Rawas Utara adalah 

sebesar 2,33 sementara Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 6,65. 

 
Tabel 2.3.1.N.2 

Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2009 dan 2011 

No Kecamatan 
Tingkat Pengangguran Terbuka TPT) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Rawas Ulu  na 2,31  na 2,37  na 
 2 Ulu Rawas   na 1,98   na 2,22   na   na 

3 Rupit   na 1,96   na 2,46   na   na 

4 Karang Jaya   na 1,93   na 1,89   na   na 

5 Rawas Ilir   na 2,46   na 2,79   na   na 

6 Karang Dapo   na 2,37   na 2,79   na   na 

7 Nibung   na 2,61   na 2,35   na   na 

Kab. Musi 
Rawas Utara na 2,23 na 2,33 na na 

Kab. Musi 
Rawas na 2,13 2,4 2,33 na na 

Prov. Sumatera 
Selatan na 7,61 6,65 5,77 na na 
Sumber: 
1. Profil Jumlah Perusahaan dan Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2010 
2. Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 
 

N. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

1. Persentase Koperasi Aktif 

Koperasi merupakan salah satu sarana perekonomian yang 

difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya 
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masyarakat kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, indikator 

koperasi aktif menjadi salah satu indikator dalam fokus pelayanan umum 

yang harus disertakan sebagai bahan analisis kondisi wilayah.  

Indikator persentase koperasi aktif digunakan untuk melihat 

kinerja perkoperasian secara umum untuk menunjang kegiatan 

perekonomian masyarakat khususnya dalam skala mikro dan kecil. Pada 

tahun 2013, diketahui bahwa jumlah koperasi di Kabupaten Musi Rawas 

Utara adalah sebanyak 311 unit. Dari total jumlah tersebut, koperasi aktif 

yang ada adalah sebanyak 237 unit. Melalui angka tersebut, dapat 

dihitung bahwa persentase koperasi aktif di kabupaten ini adalah sebesar 

76%.  

Tabel 2.3.1.O.1 
Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2013 

No Kecamatan 
Jumlah 

Koperasi 

Status Persentase 
Koperasi 

Aktif Aktif 
Tidak 
Aktif 

1 Rupit 71 60 11 85 

2 Rawas Ilir 46 34 12 74 

3 Rawas Ulu 27 17 10 63 

4 Ulu Rawas 10 7 3 70 

5 Karang Dapo 35 26 9 74 

6 Karang Jaya 80 59 21 74 

7 Nibung 42 34 8 81 

8 
Kab.Musi 
Rawas Utara 311 237 74 76 

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas, 2014 

 

Persentase koperasi aktif paling besar terdapat di Kecamatan 

Rupit dengan persentase mencapai 85%.  Hal ini wajar mengingat 

Kecamatan Rupit merupakan kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten 

Musi Rawas Utara sehingga kegiatan perekonomian di kecamatan 

tersebut cenderung lebih berkembang dibandingkan dengan kecamatan 

lainnya. 

O. Kebudayaan 

1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 

Indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya digunakan 

untuk mengukur sejumlah aktifitas yang dapat dijadikan sebagai potensi 

daya tarik perkembangan seni dan budaya daerah. Indikator ini sangat 
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penting terutama untuk menjelaskan adanya perhatian daerah dalam 

menunjang bidang ekonomi pariwisata berbasis seni dan budaya.  

2. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya 

Indikator sarana penyelenggaraan seni dan budaya merupakan 

sejumlah gambaran yang tersedia untuk melihat adanya penunjang 

aktifitas seni dan budaya.  

3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan 

Pada indikator pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar 

budaya merupakan tolok ukur dalam melihat adanya jaminan perhatian 

dalam usaha pelestarian benda peninggalan peradaban masa lalu.  

4. Jumlah Grup Kesenian 

Jumlah grup kesenian digunakan sebagai salah satu indikator 

melihat kondisi kebudayaan suatu daerah. Pada tabel menunjukkan 

terjadi penurunan jumlah grup kesenian dari tahun 2012 ke tahun 2013. 

Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan minat masyarakat 

terhadap kesenian. Diperlukan dukungan pemerintah untuk ikut 

mendukung kegiatan grup kesenian agar ada wadah untuk melestarian 

kesenian di Kabupaten Musi Rawas Utara tetap terjaga.  

Tabel 2.3.1.Q.1. 
Jumlah Grup Kesenian di Kabupaten Musi Rawas Utara  

Menurut KecamatanTahun 2012 - 2013 

Kecamatan  
Jumlah Grup Kesenian  

2012 2013 

Rawas Ulu  
  

Ulu Rawas  
  

Rupit  
  

Karang Jaya  
  

Rawas Ilir  
  

Karang Dapo  
  

Nibung  
  

Kab. Musi Rawas Utara 3 1 
Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2013 – 2014 

5. Jumlah Benda-benda Bersejarah  

Benda – benda bersejarah di Kabupaten Musi Rawas Utara hanya 

terdapat di Kecamatan Rawas Ulu sebanyak 3 benda yaitu Situs Tingkip, 

Candi Lesung Batu dan Meriam Naga. Hal tersebut menunjukkan 

Kecamatan Rawas Ulu pernah menjadi daerah bagi kebudayaan 

masyarakat zaman dulu. Pelestarian benda-benda bersejarah perlu 
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dilakukan agar terus dilestarikan dan sebagai salah satu kekayaan 

budaya Kabuapten Musi Rawas Utara. 
 

Tabel 2.3.1.Q.2. 
Jumlah Benda-benda Bersejarahdi Kabupaten Musi Rawas Utara  

Menurut Kecamatan Tahun 2012 - 2013 

Kecamatan 2012 2013 

Rawas Ulu  3 3 

Ulu Rawas  - - 

Rupit  - - 

Karang Jaya  - - 

Rawas Ilir  - - 

Karang Dapo  - - 

Nibung  - - 

Kabupaten Musi 
Rawas Utara 

3 3 

Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2013 – 2014 
 

6. Jumlah Sanggar Seni  

Jumlah sanggar seni dapat juga menjadi salah satu indikator 

melihat kondisi kebudayaan suatu daerah. Sanggar seni menunjukkan 

adanya aktifitas kesenian yang dikelola langsung oleh masyarakat untuk 

pelestarian seni tersebut. Pada tabel menunjukkan terdapat dua 

kecamatan yang memiliki sanggar seni yaitu Kecamatan Rawas Ulu 

sebanyak 1 sanggar seni dengan nama sanggar Nurul Iman dan 

Kecamatan Karang Dapo sebanyak 2 sanggar seni dengan nama Bamura 

dan Cempaka Putih. Namun data tersebut ditemukan hanya tahun 2012 

sedangkan menurut data pada tahun 2013 tidak terdapat sanggar seni.  

Tabel 2.3.1.Q.3. 
Jumlah Sanggar Seni di Kabupaten Musi Rawas Utara 

Menurut Kecamatan Tahun 2012 - 2013 

Kecamatan 2012 2013 

Rawas Ulu  1 - 

Ulu Rawas  - - 

Rupit  - - 

Karang Jaya  - - 

Rawas Ilir  - - 

Karang Dapo  2 - 

Nibung  - - 

Kabupaten Musi 
Rawas Utara 3 

- 

Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2013 – 2014 
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7. Jumlah Tarian Daerah  

Tarian daerah merupakan salah satu kekayaan budaya yang harus 

dilestarikan. Pada tabel menunjukkan Kabupaten Musi Rawas Utara 

sebanyak 3 tarian yang terdapat di 2 kecamatan. Di Kecamatan Rawas 

Ulu terdapat Tari Piring Gelas dan di Kecamatan Karang Dapo terdapat 

Tari Kain dan Tari Sabung Ayam. Kekayaan tari daerah menjadi potensi 

bagi pengembangan kebudayaan, salah satunya untuk kepentingan 

pariwisata yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara.  

Tabel 2.3.1.Q.4. 
Jumlah Tarian Daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara  

Menurut Kecamatan Tahun 2012 - 2013 

Kecamatan 2012 2013 

Rawas Ulu  1 1 

Ulu Rawas  - - 

Rupit  - - 

Karang Jaya  - - 

Rawas Ilir  - - 

Karang Dapo  2 2 

Nibung  - - 

Kabupaten Musi 
Rawas Utara 

3 3 

Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2013 – 2014 

 

8. Jumlah Cerita Rakyat 

Cerita rakyat merupakan salah satu kekayaan budaya yang harus 

dilestarikan. Pada tabel menunjukkan Kabupaten Musi Rawas Utara 

sebanyak 2 cerita yang terdapat di 2 kecamatan. Di Kecamatan Rawas 

Ulu yaitu cerita Bujang Kurap dan di Kecamatan Rupit dengan cerita Batu 

Jong. Dari cerita rakyat tersebut dapat mengajarkan nilai-nilai sosial 

budaya pada masyarakat generasi penerus di Kabupaten Musi Rawas 

Utara.  

Tabel 2.3.1.Q.5. 
Jumlah Cerita Rakyat di Kabupaten Musi Rawas Utara  

Menurut Kecamatan Tahun 2012 - 2013 

Kecamatan 2012 2013 

Rawas Ulu  1 1 

Ulu Rawas  - - 

Rupit  1 1 

Karang Jaya  - - 

Rawas Ilir  - - 

Karang Dapo    - 
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Nibung  - - 

Kabupaten Musi 
Rawas Utara 2 2 

Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2013 – 2014 

 

P. Kepemudaan dan Olah Raga 

1. Jumlah Organisasi Pemuda 

Indikator jumlah organisasi pemuda digunakan untuk memetakan 

potensi perkembangan kepemudaan kedepan dan penentuan langkah 

pemberdayaan bidang kepemudaan. Pada tabel 2.3.1.R.1 menunjukkan 

jumlah organisasi pemuda yang stabil pada tahun 2012 dan 2013 adalah 

sama yaitu 91 kelompok organisasi. Adanya organisasi pemuda 

menunjukkan indikasi adanya ketertarikan masyarakat pada bidang 

kepemudaan.  

 Tabel 2.3.1.R.1 

Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2012 - 2013 

Uraian  
Tahun  

2012 2013 

Jumlah Organisasi Pemuda 91 91 
Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2013 – 2014 

 

2. Jumlah Organisasi Olahraga 

Indikator jumlah organisasi olahraga digunakan untuk melihat 

potensi perkembangan olahraga di masa depan dan sebagai dasar 

menentukan langkah pemberdayaan bidang olahraga.  

 

3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan 

Indikator jumlah kegiatan kepemudaan merupakan tolok ukur 

untuk melihat tingkat keaktifan organisasi kepemudaan. Pada tabel 

2.3.1.R.3 menunjukkan jumlah kegiatan kepemudaan di Kabupaten Musi 

Rawas Utara pada 2 tahun terakhir yaitu 2012 dan 2013 stabil yaitu 80 

kegiatan.  

Tabel 2.3.1.R.2 
Jumlah  Kegiatan Kepemudaan Tahun 2012 - 2013 

Uraian  
Tahun  

2012 2013 

Jumlah Kegiatan Kepemudaan  80 80 
 Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2013 – 2014 
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4. Jumlah Kegiatan Olahraga 

Indikator jumlah kegiatan olahraga merupakan tolok ukur untuk 

melihat aktifitas kegiatan yang terjadi dalam klub atau organisasi 

olahraga.  

5. Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta) 

Di Kabupaten Musi Rawas Utara tidak terdapat gelanggang/balai 

remaja baik milik pemerintah maupun milik swasta. Hal ini menunjukkan 

masih belum ada dukungan dari pemerintah untuk memberikan 

prasarana gelanggang sebagai pendukung kegiatan pemuda dan 

olahraga di Kabupaten Musi Rawas. 

6. Lapangan Olahraga 

Lapangan olahraga menunjukkan sarana penunjang/pendukung 

kegiatan olahraga. Pada tabel menunjukkan jumlah lapangan olahraga 

yang terdiri atas lapangan sepak bola sebanyak 40 lapangan, bola voli 86 

lapangan, bulu tangkis 63 lapangan, sepak takraw 5 lapangan dan 

lapangan basket sebanyak 3 lapangan. Total lapangan olahraga yang 

ada di Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 197 pada tahun 2012. 

Berdasarkan data yang tersedia terlihat bahwa rasio jumlah lapangan per 

1000 penduduk pada tahun 2012 sebesar 1,13.  

Tabel 2.3.1.R.3 
Jumlah Prasarana/Lapangan Olahraga Tahun 2012  

Uraian  
Tahun  

2012 

a. Sepak Bola  40 

b. Bola Voli  86 

c. Bulu Tangkis  63 

d. Tenis Meja  21 

e. Sepak Takraw  5 

f. Basket 3 

Jumlah Prasarana (tidak termasuk 
tenis meja) 

197 

Sumber : Persebaran Prasarana Olahraga Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2012 
 

7. Jumlah Karang Taruna  

Jumlah karang taruna digunakan untuk melihat kepedulian 

pemuda dalam bersosialisasi untuk bergerak di bidang kepemudaan yang 

bermanfaat luas bagi masyarakat sekitar. Pada tabel menunjukkan 

jumlah karang taruna selama 2 tahun. Terjadi peningkatan jumlah 
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karanga taruna dari 1.032 unit pada tahun 2012 menjadi 1.033 unit pada 

tahun 2013. 

Tabel 2.3.1.R.4 
Jumlah Karang TarunaTahun 2012 - 2013 

Uraian  
Tahun  

2012 2013 

Jumlah Karang Taruna 1.032 1.033 
Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2013 – 2014 

8. Jumlah Pembibitan Cabang Olahrga dan Potensi Pemuda  

Pembibitan cabang olahraga dan potensi pemuda digunakan untuk 

menggambarkan akomodasi pemerintah dalam mendidik dan 

mengembangkan potensi pemuda dalam bidang olahraga. Pada tabel 

2.3.1.R.8 menunjukkan jumlah pembibitan cabang olahraga dan potensi 

pemuda pada tahun 2011 sebanyak 5 orang menurun pada tahun 2012. 

Jumlah pembibitan cabang olahraga masih sangat minim jika 

dibandingkan dengan jumlah pemuda yang ada di Kabupaten Musi 

Rawas Utara pada tahun 2012 sebanyak 57.454 orang.  

 
Tabel 2.3.1.R.5 

Jumlah Pembibitan Cabang Olahrga dan Potensi PemudaTahun 2011 - 2012 

Uraian  
Tahun 

2011 2012 

Jumlah Pembibitan Cabang Olahraga dan Potensi 
Pemuda 

5 4 

Jumlah Pemuda - 57454 
Sumber : Persebaran Pembibitan Cabor dan Poteni Pemuda Kab. Muratara Tahun 2011 & 

2012 

 

9. Jumlah Gedung Olahraga 

Pada tahun 2014 terdapat 1 gedung olahraga di Kabupaten Musi 

Rawas Utara yang berlokasi di Kecamatan Rupit. Hal ini menunjukkan 

bahwa kegiatan olahraga sudah didukung oleh Pemerintah daerah tetapi 

belum merata karena di kecamatan lain belum ada gedung olahraga. 

Tabel 2.3.1.R.6 
Jumlah Gedung Olahraga 

Tahun 2008 - 2014 

Uraian  
Tahun  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jumlah Gedung 
Olahrga   

     1 

Sumber : Hasil Survei Tahun 2014 
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Q. Kesatuan Bangsa dan  Politik dalam Negeri 

1. Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 

Indikator ini menjelaskan adanya sejumlah aktifitas dalam usaha 

pembinaaan organisasi sosial masyarakat.  

2. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah 

Kegiatan pembinaan politik daerah digunakan sebagai indikator 

melihat sejumlah aktifitas dalam mengakomodasi perkembangan politik 

daerah.  

3. Jumlah LSM, Ormas dan OKP  

Jumlah LSM, Ormas dan OKP digunakan untuk mengetahui 

seberapa banyak lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungan 

masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk oleh masyarakat 

biasanya untuk merespon isu-isu yang terjadi di lingkungan sekitarnya. 

Pada tabel menunjukkan Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki total 

LSM, Ormas dan OKP sebanyak 7 lembaga. Kecamatan Rawas Ulu 

memiliki jumlah yang stabil dari tahun ke tahun sebanyak 1 lembaga. 

Kecamatan Rupit memiliki jumlah yang cenderung stabil  sebanyak 2 

lembaga. Kecamatan Karang Jaya pada tahun 2009 memiliki 2 lembaga 

dan menurun pada tahun 2011 – 2012 dengan tidak memiliki lembaga, 

kemudian pada tahun 2013 kembali memiliki sebanyak 2 lembaga. 

Kecamatan Nibung sempat ada penurunan di tahun 2011 kemudian 

stabil pada tahun 2013 sebanyak 2 lembaga. Terdapat 3 kecamatan yang 

tidak memiliki lembaga LSM, Ormas dan OKP yaitu Kecamatan Ulu 

Rawas, Rawas Ilir dan Karang Dapo. Jika dilihat untuk keseluruhan masih 

minim jumlah LSM, Ormas dan OKP di Kabupaten Musi Rawas Utara.  

Tabel 2.3.1.S.1 
Jumlah LSM, Ormas dan OKP Menurut KecamatanTahun 2008 - 2013 

Kecamatan 
Jumlah LSM, Ormas dan OKP 

2009 2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu  1 - 1 1 1 

Ulu Rawas  0 - 0 0 0 

Rupit  2 - 1 2 2 

Karang Jaya  2 - 0 0 2 

Rawas Ilir  0 - 0 0 0 

Karang Dapo  0 - 0 0 0 

Nibung  2 - 0 1 2 
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Kecamatan 
Jumlah LSM, Ormas dan OKP 

2009 2010 2011 2012 2013 

Kabupaten Musi 
Rawas Utara 7 - 2 4 7 

Sumber : Musi Rawas Dalam Angka 2010, 2012, 2013, 2014 

 

R. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 

Pada indikator ini digunakan untuk melihat perkembangan rasio 

jumlah polisi pamong praja dibandingkan 10.000 penduduk. Data yang 

tersedia adalah data Kabupaten Musi Rawas. Untuk melihat secara 

umum gambaran Kabupaten Musi Rawas Utara yang dulu masih ada di 

Kabupaten Induk. Jumlah rasio polisi pamong praja selama 4 tahun 

terakhir masih dilihat masih belum sebanding dengan jumlah penduduk 

yang ada. Kondisi ini akan melemahkan kondisi keamanan jika tidak 

ditangani segera atau jika terjadi gejolak politik atau ekonomi pada 

daerah tersebut. 

Tabel 2.3.1.T.1 
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk 

 di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun2009 - 2013 

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 

Jumlah polisi pamong 
praja 

52 220   186 182 

Jumlah penduduk 164.073 169.411 172.503 174.874 177.773 

Rasio jumlah polisi 
pamong praja per 
10.000 penduduk 

3,17 12,99 0.00 10,64 10,24 

 

2. Rasio Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk 

Jumlah linmas untuk melihat potensi perbandingan penjamin 

keamanan sosial di lingkungan masyarakat. Pada tabel menunjukkan 

data selama 5 tahun sudah adanya linmas pada seluruh kecamatan di 

Kabupaten Musi Rawas Utara. Jumlah Linmas pada semua kecamatan 

meningkat pada tahun 2011 dan cenderung stabil pada tahun 2012 – 

2014.  
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Tabel 2.3.1.T.2 
Jumlah Linmas per Kecamatan Tahun 2009 - 2013 

Kecamatan 

Jumlah Linmas Jumlah Penduduk  Rasio Linmas  
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Rawas Ulu  - 191 329 201 201 31.387 31.027 31.268 31.522 32.571 - 61,56 105,22 63,76 61,71 

Ulu Rawas  - 101 161 101 101 10.538 10.761 10.950 11.095 11.305 - 93,86 147,03 91,03 89,34 

Rupit  - 201 335 201 201 30.430 31.602 32.302 32.806 33.163 - 63,60 103,71 61,27 60,61 

Karang Jaya  - 171 309 181 181 24.276 28.178 28.976 29.507 29.569 - 60,69 106,64 61,34 61,21 

Rawas Ilir  - 141 263 161 161 17.490 17.720 17.987 18.209 18.569 - 79,57 146,22 88,42 86,70 

Karang 
Dapo  - 

121 205 121 121 27.600 27.855 28.135 28.436 29.230 - 43,44 72,86 42,55 41,40 

Nibung  - 141 237 141 141 22.352 22.268 22.885 23.299 23.366 - 63,32 103,.56 60,52 60,34 

Kab. Musi 

Rawas 
Utara 

- 1067 1839 1107 1107 164.073 169.411 172.503 174.874 177.773 0.00 62,98 106,61 63,30 62,27 

Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2010 – 2014 

Rasio jumlah linmas menggambarkan kapasitas pemda untuk 

memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagai upaya 

mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif. Dalam 4 

tahun terakhir rasio jumlah linmas mulai tahun 2010 – 2013 di 

Kabupaten Musi Rawas Utara berurutan bernilai 62,98%; 106,61%; 

63,30%; dan 62,27%. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada 

tahun 2011 kemudian cenderung stabil pada tahun 2012 dan 2013. 

Peningkatan pada tahun 2011 menunjukkan terdapat upaya 

penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya pemeliharaan 

ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

Tabel 2.3.1.T.3 
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 pendudukTahun 2009 - 2013 

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 

Jumlah Linnmas 0 1.067 1.839 1.107 1.107 

Jumlah penduduk 164.073 169.411 172.503 174.874 177.773 

Rasio jumlah Linnmas per 
10.000 penduduk 

0,00 62,98 106,61 63,30 62,27 

    Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2010–2014 

Pada gambar memperlihatkan grafik per kecamatan memiliki 

kecenderungan meningkat pada tahun 2011, kemudian stabil pada tahun 

2012 – 2013. Kecamatan Ulu Rawas memiliki rasio paling tinggi selama 4 

tahun terakhir selalu di atas 85%. Disusul Kecamatan Ulu Rawas di posisi 

kedua. Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Rupit, Kecamatan Rawas Ulu 

cenderung sama berada dikisaran 60%. Kecamatan Karang Dapo berada 

di peringkat rasio paling rendah dengan rasio kisaran 40%. Secara 
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keseluruhan Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki kecenderungan rasio 

dikisaran 60%.  

 

Gambar 2.3.1.T.1 
Grafik Jumlah Linmas per 10.000 pendudukTahun 2010-2013 

Sumber : Hasil Analisis 2014 

3. Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa 

Rasio pos siskamling menggambarkan ketersediaan pos siskamling 

di setiap desa. Rasio jumlah pos siskamling juga menggambarkan 

ketersedian kapasitas pemda dalam memberdayakan masyarakat untuk 

ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban 

masyarakat serta keamanan lingkungan.Pada tabel menunjukkan 

terdapat sebaran pos siskamling pada seluruh kecamatan di Kabupaten 

Musi Rawas Utara. Jumlah Poskamling cenderung meningkat selama 4 

tahun terakhir. Peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2011. 

Jumlah desa juga mengalam peningkatan pada tahun 2011 sebanyak 3 

desa. 

Tabel 2.3.1.T.4 
Jumlah Pos Siskamling per Kecamatan Tahun 2009 - 2013 

Kecamatan 

Jumlah Poskamling 
Jumlah 

Desa/Kelurahan  
Rasio Poskamling 
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Rawas Ulu  - 16 59 28 28   16 17 17 17 - 1,00 3,47 1,65 1,65 

Ulu Rawas  - 7 20 11 11   7 7 7 7 - 1,00 2,86 1,57 1,57 

Rupit  - 17 61 12 12   17 17 17 17 - 1,00 3,59 0,71 0,71 

Karang Jaya  - 14 36 53 53   14 14 14 14 - 1,00 2,57 3,79 3,79 

Rawas Ilir  - 11 50 50 50   11 13 13 13 - 1,00 3,85 3,85 3,85 

Karang Dapo  - 9 37 24 24   9 9 9 9 - 1,00 4,11 2,67 2,67 

Nibung  - 11 98 37 37   11 11 11 11 - 1,00 8,91 3,36 3,36 

Kab. Musi 

Rawas Utara 
- 85 361 215 215 - 85 88 88 88 - 1,00 4,10 2,44 2,44 

Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2010 - 2014 
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Pada tabel menunjukkan rasio jumlah pos siskamling di Kabupaten 

Musi Rawas Utara cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2010 – 

2013 sebesar 1; 4,1; 2,44; dan 2,44 yang artinya terjadi peningkatan 

partisipasi dari masyarakat terhadap keamanan lingkungan. 

Tabel 2.3.1.T.5 
Rasio Pos Siskamling per 10.000 pendudukTahun 2009 - 2013 

No Uraian  2010 2011 2012 2013 

1 Jumlah Pos Siskamling 85 361 215 215 

2 
Jumlah 
Desa/Keluarahan* 85 88 88 88 

Rasio Pos Siskamling  1,00 4,10 2,44 2,44 
Sumber:  
(1) Musi Rawas Dalam Angka 2011 – 2014 
*(2) Kecamatan Dalam Angka 2011 - 2014 

 

Pada gambar memperlihatkan pada tahun 2011 terjadi 

peningkatan yang cukup tinggi di semua kecamatan, kenaikan tersebut 

juga berlaku sama pada rasio linmas. Kecamatan Nibung, Kecamatan 

Rawas Ulu, Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Ulu Rawas dan 

Kecamatan Rupit cenderung menurun pada tahun 2012 dan stabil pada 

tahun 2013. Kecamatan Rawas Ilir stabil mulai tahun 2011 – 2013. 

Kecamatan Karang Jaya cenderung meningkat pada tahun 2012. 

Kecamatan Nibung cenderung memiliki nilai rasio poskamling paling 

tinggi dan kecamatan Rupit cenderung memiliki nilai rasio poskamling 

paling rendah.  

 

Gambar2.3.1.T.2. 
Grafik Rasio Jumlah Pos SiskamlingTahun 2010-2013 

Sumber : Hasil Analisis 2014 
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4. Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi 

Pemerintah 

Indikator sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi 

pemerintah digunakan untuk melihat keadaan ada atau tidak sistem yang 

berjalan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Sebelum pemekaran sistem 

informasi pelayanan perijinan dan administarasi pemerintah masih masuk 

dalam Kabupaten Induk yaitu di Badan Penanaman Modal dan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Musi Rawas. Jenis-jenis izin yang dilayani di BPMPT 

Kabupaten Musi Rawas antara lain izin mendirikan bangunanan, izin 

usaha industry, izin tempat usaha, tenda daftar perusahaan, izin 

ganggunan, izin usaha perdagangan, izin usaha jasa kontruksi, izin 

reklame, izin angkutan jalan dan izin tempat penyimpanan barang. 

Sedangkan untuk Kabupaten Musi Rawas Utara belum dapat 

didiskripsikan karena tidak adanya informasi yang tersedia. 

5. Penegakan Perda 

Penegakan PERDA merupakan perbandingan antara jumlah 

penyelesasian penegakan PERDA dengan jumlah pelanggaran PERDA. 

Digunakan untuk mengetahui tingkat penertiban penegakan hukum yang 

terselesaikan.  

6. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP 

Indikator ini untuk melihat sejumlah aktivitas petugas Satpol PP 

dalam menjalankan kinerjanya. 

7. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, 

Ketentraman, Keindahan) 

Indikator ini digunakan untuk melihat perkembangan kinerja 

penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan.  

8. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten 

Indikator ini untuk melihat perkembangan jumlah linmas di 

kabupaten/kota.  

9. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten 

Berdasarkan indikator yang tersedia cakupan pelayanan bencana 

kebakaran kabupaten belum mampu dapat menggambarkan 

kecenderungan yang terjadi karena tidak ada informasi pendukung yang 
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sesuai. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten belum mampu 

didiskripsikan karena tidak adanya informasi yang tersedia dengan 

cakupan kecamatan pada tahun sebelum pemekaran. Pada tahun 2014 

ini kemampuan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Musi Rawas 

Utara masih sangat minim karena hanya memiliki  2 mobil unit 

kebakaran. 

10. Tingkat Waktu Tanggap (response in time) Daerah Layanan 

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 

Tingkat waktu tanggap daerah wilayah manajemen kebakaran 

digunakan untuk mengetahui seberapa cepat respon penanganan 

bencana kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Pada tabel menunjukkan jumlah bencana kebakaran yang tercatat 

selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2011 sebanyak 3 kejadian, tahun 

2012 sebanyak 2 kejadian dan tahun 2013 sebanyak 8 kejadian. 

Berdasarkan informasi yang diterima dari BPBD Unit Kebakaran di 

Kabupaten Musi Rawas menjelaskan setelah menerima laporan 

pengaduan petugas pemadam kebakaran selalu siap siaga terjun 

kelapangan. Namun terdapat kendala fasilitas yang tersedia belum 

memadai. Pada tahun 2014 jumlah mobil pemadam kebakaran ada 

sebanyak 2 buah. Hal tersebut mengalami penurunan dari tahun-tahun 

sebelumnya yang berjumlah 5 buah karena mengalami kerusakan. 

Permasalahan lain yang terkadang dihadapi adalah jauhnya jarak antara 

kantor pemadam kebakaran dengan lokasi kejadian. 

Tabel 2.3.1.T.6 
Jumlah Kejadian Kebakaran Menurut Kecamatan Tahun 2008 – 2013 

Kecamatan 
Jumlah kejadian Kebakaran 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu      - 1 - - 

Ulu Rawas      - - - - 

Rupit      - - - 6 

Karang Jaya      - - 1 1 

Rawas Ilir      - - - - 

Karang Dapo      - 2 1 - 

Nibung      - - - 1 

Kab. Musi Rawas Utara  - - - 3 2 8 
Sumber: Musi Rawas Dalam Angka Tahun 2009 - 2013 
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11. Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran PEMDA yang 

Baik 

Cakupan sarana dan prasarana perkantoran PEMDA untuk tahun 

sebelum 2014 belum dapat dideskripsikan karena data tidak tersedia. 

Namun melalui pengamatan tahun 2014 kondisi perkantoran PEMDA saat 

ini masih sangat minim. Kantor SKPD/dinas yang hampir semuanya 

berlokasi di Kecamatan Rupit. Lokasinya saat ini banyak yang masih 

menempati gedung bekas sekolah, rumah sakit dan ruko-ruko yang 

kemudia disewa untuk keperluan kantor. 

12. Sistem Informasi Manajemen Pemda 

Indikator ini digunakan untuk melihat sejumlah perkembangan 

pengelolaan sistem informasi manajemen pemda. Data yang tersedia 

menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi jumlah sistem informasi 

manajemen pemda pada setiap kabupaten/kota.  

13. Indeks Kepuasaan Layanan Masyarakat (IKLM) 

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat adalah data dan informasi 

tetang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari asil pengukuran 

secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan public 

dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.  

 

S. Ketahanan Pangan 

Ketahanan pangan tetap menjadi isu nasional, regional maupun lokal, 

untuk menganalisa perihal kecukupan, ketersediaan, keterjangkauan dan 

keberlanjutan terpenuhinya kebutuhan pangan baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif bagi masyarakat untuk menuju masyarakat yang sehat sejahtera 

dan produktif. Berdasarkan definisi tentang ketahanan pangan dari FAO 

(1996) yang diadopsi kedalam UU RI No.7 Tahun 1996, ada empat komponen 

yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaitu, 

(LIPI,2004): 

1. Kecukupan ketersediaan pangan 

2. Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim 

atau dari tahun ke tahun 

3. Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan, serta 
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4. Kualitas/keamanan pangan 

Keempat komponen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

ketahanan pangan tingkat rumah tangga dengan menghitung indeks 

ketahanan pangan. Ukuran ketahanan pangan tingkat rumah tangga dihitung 

bertahap dengan cara menggabungkan keempat komponen ketahanan 

tersebut, untuk mendapatkan indeks ketahanan pangan. 

Untuk menuju ketahanan dan kedaulatan pangan suatu wilayah 

pemerintahan (daerah), baik kabupaten, provinsi bahkan sampai pada tingkat 

negara,regulasi ketahanan pangan seharusnya dimiliki oleh setiap daerah 

sampai tingkat kabupaten, guna mengukur indeks ketahanan pangan daerah 

tersebut secara tepat sehingga dapat digunakan sebagai acuan dasar 

kebijakan untuk membangun tingkat ketahanan pangan yang lebih baik 

melalui program pengembangan sumber daya pangan setempat khususnya 

untuk kebutuhan pangan utama, yang didukung sumber daya manusia yang 

professional dan tersedianya sarana dan prasaranaproduksi pertanian dalam 

arti luas. Dengan mengetahui potensi sumber daya alam dan sumber daya 

manusia yang memadai, perlu diperhatikan bahwa kecenderungan dan 

ketergantungan pangan pada komoditas tunggal seperti padi harus diubah 

paradigmanya. Dengan demikian untuk memenuhi pangan yang 

berkualitas,jenis tanaman sebagai sumber pangan khususnya karbohidrat 

jangan hanya menggantungkan pada beras. Dalam rangka menuju kecukupan 

gizi (karbohidrat) maupun nutrisi lainnya, pengembangan tanaman pangan 

diluar padi sebagai pangan utama harus mendapat perhatian dalam 

pengembangan atau budidayanya sebagai sumber karbohidrat alternatif, 

sehingga seandainya terjadi gangguan pada kecukupan ketersediaan beras 

dan agar tidak terjadi ketergantungan pada pihak luar untuk impor. Konsep ini 

dikenal sebagai diversifikasi sumber pangan yang dalam praktek produksi 

sebagai diversifikasi pertanian. Untuk wilayah atau daerah yang 

masyarakatnya dengan pola konsumsi beras sebagai bahan pangan utama, 

maka indikator ketersediaan yang memenuhi kaidah ketahanan dan 

kedaulatan pangan dapat dari produksi padi sendiri dalam suatu kurun waktu 

misalnya tahunan dan harus dianalisis dengan cermat dalam hal produksi padi, 

tingkat rendemen menjadi beras dan  tingkat kerusakannya untuk masing-
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masing wilayah/daerah, sedang bagi wilayah atau bagian wilayah yang bahan 

pangan utama penduduk bukan beras, maka perlu pendekatan analisis 

karbohidrat setara beras dari bahan pangan non beras tersebut sebagai 

pendukung dalam penyediaan pangan yang harus disesuaikan.  

Sektor pertanian tidak hanya mempunyai fungsi penyediaan dan 

pencukupan pangan, tetapi sektor pertanian pada umumnya juga memberikan 

konstribusi terhadap PDRB tahunan, sehingga sejauh mana konstribusi 

tersebut  harus dianalisa  dari tahun ketahun, serta disusun suatu konsep 

pengembangaan kedepan sebagai bagian dari isu strategis. 

1. Kecukupan Ketersediaan Pangan 

Ketersediaan pangan dalam rumah tangga mengacu pada pangan 

yang cukup dan tersedia dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan 

konsumsi rumah tangga untuk kurun waktu (hari) tertentu. Kecukupan 

sendiri akan beras suatu daerah tergantung pada berapa kali daerah 

tersebut panen padi, yang sangat dipengaruhi oleh luas panen dan 

produktivitasnya. Dengan asumsi suatu keluarga makan 3 kali sehari 

dengan rata-rata kebutuhan beras 10 kg/kapita/bulan atau setara 120 

kg/kapita/tahun (Sajogyo, 1988). Dari data produksi padi tahunan yang 

dicapai dianalisa kemampuan memenuhi kebutuhan pangan (beras) 

penduduknya atau tidak, sehingga ketersediaan pangan cukup atau tidak 

cukup. Faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah apakah pertanian 

tanaman pangan menjadi mata pencaharian pokok masyarakat atau 

tidak, sehingga apabila sumber penghasilan masyarakat berasal dari 

non-pertanian harus dilakukan pendekatan yang berbeda. Untuk wilayah 

atau daerah yang pangan pokok penduduknya bukan beras pendekatan 

kecukupan pangan dikonversi dengan kebutuhan karbohidrat atau kalori 

yang dibutuhkan. 

2. Stabilitas Ketersediaan 

Stabilitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga diukur 

berdasarkan kecukupan ketersediaan pangan dan frekuensi makan 

anggota keluarga dalam sehari. Satu rumah tangga dikatakan memiliki 

stabilitas ketersediaan pangan jika mempunyai persediaan pangan di 

atas cutting point yang ditetapkan di daerah tersebut. Cutting point 
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adalah jumlah hari yang menunjukkan rumah tangga memiliki 

ketersediaan pangan yang cukup dengan asumsi-asumsi tertentu, 

misalnya 240 hari untuk daerah yang bisa panen padi tiga kali per dua 

tahun, atau 360 hari untuk daerah yang hanya bisa panen padi sekali 

setahun. 

Indikator stabilitas dikelompokkan menjadi tiga yaitu stabil, 

kurang stabil dan tidak stabil. Daerah yang masih memiliki stabilitas 

ketersediaan pangan rendah, harus berupaya untuk meningkatkan 

produksi padi melalui berbagai program, namun harus 

mempertimbangkan kondisi agroklimat dan ketersediaan pelaku produksi 

atau petani profesional yang tersedia. 
 

3. Aksesibilitas/Keterjangkauan terhadap Pangan 

Indikator aksesibilitas/keterjangkauan dalam pengukuran 

ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dilihat dari kemudahan 

rumah tangga memperoleh bahan pangan, dari hasil panen sendiri atau 

dari diperoleh luar/membeli, yang diukur dengan luas pemilikan lahan 

pertanian, tingkat produktivitas dan kualitas, atau pendapatan keluarga 

serta cara rumah tangga untuk memperoleh pangan dengan cara 

membeli. Akses yang diukur berdasarkan pemilikan lahan/ladang 

dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: 

1. Akses langsung, jika rumah tangga memiliki lahan sawah/lading 

2. Akses tidak langsung, jika rumah tangga tidak memiliki lahan 

sawah/ladang 

Cara rumah tangga memperoleh pangan juga dikelompokkan 

dalam dua kategori, yaitu: 

1. Produksi sendiri, masyarakat memiliki lahan sawah sehingga cara 

memperoleh pangan dengan cara akses langsung, atau tidak 

langsung (sawah tidak untuk tanaman pangan) 

2. Membeli, masyarakat tidak memiliki sawah, mengakses pangan 

secara tidak langsung 

Dari pengukuran indikator aksesibilitas ini kemudian dapat diukur 

indikator stabilitas ketersediaan pangan yang merupakan penggabungan 

dari stabilitas ketersediaan pangan dan aksesibilitas terhadap pangan. 
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Indikator stabilitas ketersediaan pangan digunakan untuk menunjukkan 

status suatu rumah tangga mempunyai persediaan pangan cukup, 

konsumsi rumah tangga normal dan mempunyai akses langsung 

terhadap pangan.            

Apabila dipadukan antara stabilitas langsung dan kontinyuitas bagi 

masyarakat yang memiliki lahan sawah untuk pangan (padi), maka 

indikator yang ada adalah stabil kontinyu, kurang stabil dan kurang 

kontinyu, atau tidak stabil dan tidak kontinyu. Sedang untuk masyarakat 

yang tidak memiliki lahan sawah indikator yang mungkin ada adalah 

stabil kurang kontinyu, kurang stabil tidak kontinyu, dan tidak stabil tidak 

kontinyu, yang hal ini sangat ditentukan oleh pasokan bahan pangan dari 

luar atau produksi petani setempat. Dalam hal ini ketersediaan dan 

berfungsinya sarana dan prasarana penyimpanan serta transportasi 

menjadi sangat penting, juga program pengendalian harga. Integrasi 

antar sektor mulai menunjukkan peran dan fungsinya, artinya 

aksesibilitas pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi 

pertanian. 

4. Kualitas/Keamanan Pangan 

Kualitas/keamanan jenis pangan yang dikonsumsi untuk 

memenuhi kebutuhan gizi, ada tiga kriteria yang lebih didasarkan pada 

kecukupan gizi masyarakat, sehingga dimasukkan unsur kebutuhan 

protein dan nutrisi lainnya, yaitu: 

1. Rumah tangga dengan kualitas pangan baik adalah rumah tangga 

yang memiliki pengeluaran untuk lauk-pauk berupa protein 

hewani dan nabati atau protein hewani saja  

2. Rumah tangga dengan kualitas pangan kurang baik adalah rumah 

tangga yang memiliki pengeluaran untuk lauk pauk berupa protein 

nabati saja 

3. Rumah tangga dengan kualitas pangan tidak baik adalah rumah 

tangga yang tidak memiliki pengeluaran untuk lauk-pauk berupa 

protein baik hewani maupun nabati. 

Dari aspek kualitas pangan secara tidak langsung bahwa konsep 

penganekaragaman menjadi sangat penting. Artinya kebutuhan pangan 
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bagi manusia tidak hanya terdiri dari karbohidrat, namun diperlukan 

bahan pangan lain sebagai sumber unsur pelengkap gizi. Bertitik tolak 

dari poin ini menggambarkan bahwa pembangunan pertanian tidak 

hanya terbatas pada produksi padi saja., tetapi termasuk jenis tanaman 

lainnya yang turut dibudidayakan, yang disebut dengan diversifikasi 

pertanian. 

5. Indeks Ketahanan Pangan 

Indeks ketahanan pangan dihitung dengan cara 

mengkombinasikan keempat indikator ketahanan pangan (ketersediaan, 

stabilitas ketersediaan, keberlanjutan dan kualitas/keamanan pangan). 

Kombinasi antara kecukupan ketersediaan pangan dan frekuensi makan 

memberikan indikator stabilitas ketersediaan pangan. Kombinasi antara 

stabilitas ketersediaan pangan dengan akses terhadap pangan 

memberikan indikator kontinyuitas ketersediaan pangan. Indeks 

ketahanan pangan diukur berdasarkan gabungan antara indikator 

kontinyuitas ketersediaan pangan dengan kualitas/keamanan pangan. 

Indeks ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dikategorikan seperti 

pada tabel berikut : 

Tabel 2.3.1.U.1 
Indeks Ketahanan Pangan Rumah Tangga 

Kontinyuitas 
Ketersediaan 

Pangan 

Kualitas/Keamanan Pangan: Konsumsi Protein 
Hewani dan/atau Nabati 

Protein Hewani 
dan 

Nabati/Protein 
Hewani Saja 

Protein 
Nabati Saja 

Tidak Ada 
Konsumsi 

Protein Hewani 
dan Nabati 

Kontinyu Tahan Kurang tahan Tidak tahan 

Kurang kontinyu Kurang tahan Tidak tahan Tidak tahan 

Tidak kontinyu Tidak tahan Tidak tahan Tidak tahan 
Sumber : Hasil Analisis, 2014 

Atas  dasar matriks tersebut, maka rumah tangga dapat 

dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu: 

1. Rumah tangga tahan pangan, adalah rumah tangga yang memiliki 

persediaan pangan/makanan pokok secara kontinyu (diukur dari 

persediaan makan selama jangka masa satu panen dengan panen 

berikutnya dengan frekuensi makan tiga kali atau lebih per hari 
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serta akses langsung) dan memiliki pengeluaran untuk protein 

hewani dan nabati atau protein hewani saja. 

2. Rumah tangga kurang tahan pangan, adalah rumah tangga yang 

memiliki: 

a. Kontinyuitas pangan/makanan pokok kontinyu, tetapi hanya 

mempunyai pengeluaran untuk protein nabati saja 

b. Kontinyuitas ketersediaan pangan/makanan kurang kontinyu 

dan mempunyai pengeluaranuntuk protein hewani dan nabati. 

3. Rumah tangga tidak tahan pangan, adalah rumah tangga yang 

dicirikan oleh: 

a. Kontinyuitas ketersediaan pangan kontinyu, tetapi tidak 

memiliki pengeluaran untuk protein hewani maupun nabati 

b. Kontinyuitas ketersediaan pangan kurang kontinyu dan hanya 

memiliki pengeluaran untuk protein hewani dan nabati 

c. Kontinyuitas ketersediaan pangan tidak kontinyu walaupun 

memiliki pengeluaran untuk protein hewani dan nabati 

d. Kontinyuitas ketersediaan pangan tidak kontinyu dan hanya 

memiliki pengeluaran untuk protein nabati saja, atau tidak 

untuk keduanya. 

6. Regulasi Ketahanan Pangan 

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah 

tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman merata dan terjangkau. Ketahanan pangan 

terwujud bila dua kondisi terpenuhi yaitu: (1) setiap saat tersedia 

pangan yang cukup (baik jumlah maupun mutu), aman, merata dan 

terjangkau serta (2) setiap rumah tangga, setiap saat mampu 

mengkonsumsi pangan yang cukup, aman, bergizi dan sesuai pilihannya, 

untuk menjalani hidup sehat dan produktif. Jika dua kondisi tersebut 

terpenuhi, maka kesejahteraan rakyat dapat direalisasikan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan upaya membangun ketahanan pangan. Dalam rangka 

mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten Musi Rawas Utara perlu 

diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan, yang didukung 

oleh peraturan perundang-undangan atau regulasi yang kuat yang 
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mampu mengendalikan, mengarahkan dan melindungi semua aspek dan 

komponen yang vital dalam upaya membangun pertanian melalui 

berbagai macam pola seperti pengembangan Pola Agropolitan, “Food‟s 

Estate” maupun pengembangan diversifikasi pertanian baik horizontal 

maupun vertikal, disertai program penanganan dari hulu sampai hilir 

dengan orientasi peningkatan pendapatan petani dapat diwujudkan. 

7. Ketersediaan Pangan Utama 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan tiga komponen 

utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan 

pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan daerah 

untuk memiliki dan menyediakan sejumlah pangan yang cukup untuk 

kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan mendapatkan 

sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk memperoleh bahan 

pangan bernutrisi dan cukup, secara financial terjangkau. Pemanfaatan 

pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan 

benar dan tepat secara proporsional. Organisasi Pangan Dunia (FAO) 

menambahkan komponen keempat, yaitu kestabilan dari ketiga 

komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang. 

Ketersediaan pangan utama merupakan hal penting dikarenakan 

masyarakat memerlukan makanan pokok untuk menjalani setiap aktivitas 

dan kegiatannya. Ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan 

ketersediaan pangan utama per tahun (kg) dibagi dengan banyaknya 

jumlah penduduk. Ketersediaan pangan utama dapat didefinisikan 

sebagai kemampuan daerah untuk memiliki dan menyediakan sejumlah 

pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar masyarakatnya. Ketersediaan 

pangan untuk kabupaten Musi Rawas Utara menggunakan komoditas 

tanaman padi (padi sawah dan padi ladang). 

 
Tabel 2.3.1.U.2 

Ketersediaan pangan utama Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2009-2013  

No Kecamatan 
Ketersedian pangan utama (kg/kapita/tahun) 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Rawas Ulu 290,24 255,77 255,46 255,98 253,26 

2 Ulu Rawas 211,33 253,22 315,98 237,76 272,71 

3 Rupit 46,36 77,90 67,98 69.2 74,60 

4 Karang Jaya 291,01 339,04 373,91 354,56 375,36 
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5 Rawas Ilir 655,66 254,63 296,96 281,89 463,96 

6 Karang Dapo 296,91 302,20 245,89 266,79 204,80 

7 Nibung 1,92 21,69 0 0 0 

Kab. Musi Rawas Utara 1.793,46 1.504,47 1.556,21 1.466,24 1.644,71 
Sumber :  
1. Musi Rawas dalam Angka 2009 - 2014, BPS Kabupaten Musi Rawas 
2. Rawas Ulu dalam Angka 2009-2013 
3. Ulu Rawas dalam Angka 2009-2013 
4. Rupit dalam Angka 2009-2013 
5. Karang Jaya dalam Angka 2009-2013 
6. Rawas ilir dalam Angka 2009-2013 
7. Karang Dapo dalam Angka 2009-2013 

8. Nibung dalam Angka 2009-2013 
 

Ketersediaan pangan utama yaitu padi yang menghasilkan beras, 

tertinggi berada pada kecamatan Rawas Ilir dalam jangka waktu 5 tahun 

dari 2009-2013 dengan besar 1953,13 kg/kapita/tahun. Ketersediaan 

pangan terendah berada pada kecamatan Nibung dikarenakan tahun 

2011 sampai tahun 2013 tidak didapatkan panenan untuk padi dengan 

besar 23,61 kg/kapita/tahun. Ketersediaan pangan tertinggi dicapai pada 

tahun 2009 dengan besar 1793,46 kg/kapita/tahun. Selanjutnya 

ketersediaan pangan utama mengalami naik turun. Ketersediaan pangan 

utama terendah pada tahun 2012 dengan besar 1466,24 

kg/kapita/tahun.  

 

Gambar 2.3.1.U.1 
Ketersediaan pangan utama tahun 2009-2013 Kabupaten Musi Rawas Utara 

Sumber : hasil analisis tahun 2014 
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Tabel 2.3.1.U.3 
Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Padi Kabupaten Musi Rawas 

Utara tahun 2009-2010 

Komoditi  

2009 2010 

Luas 
Tana

m 
(Ha) 

Luas 
Pane

n 
(Ha) 

Produk
si (Ton) 

Rata-
rata 

Produks
i 

(Ton/H
a) 

Luas 
Tana

m 
(Ha) 

Luas 
Pane

n 
(Ha) 

Produk
si (Ton) 

Rata-
rata 

Produks
i 

(Ton/H
a) 

padi 
sawah  8.733 9.012 33.120 25,20 903 1.010 3.221 22,75 

padi 
ladang  4.428 3.790 8.813 13,91 606 697 1.862 18,20 
Sumber : Musi Rawas dalam Angka 2009 - 2014, BPS Kabupaten Musi Rawas 

 
 

Tabel 2.3.1.U.4 
Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Padi Kabupaten Musi Rawas Utara 

tahun 20011-2012 

komod
iti  

2011 2012 

Luas 
Tana

m 
(Ha) 

Luas 
Pan
en 

(Ha) 

Produ
ksi 

(Ton) 

Produktiv
itas 

(Ton/Ha) 

Luas 
Tana

m 
(Ha) 

Luas 
Pan
en 

(Ha) 

Produ
ksi 

(Ton) 

Produktiv
itas 

(Ton/Ha) 

padi 
sawah  986 988 3.531 21,37 962 941 3.198 20,47 

padi 
ladang  638 657 1.782 15,96 4.967 709 1.978 16,49 
Sumber :  
1. Musi Rawas dalam Angka 2009 - 2014, BPS Kabupaten Musi Rawas 

 
Tabel 2.3.1.U.5 

Luas Tanam, Luas Panen & Produksi Padi Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2013 

komoditi  

2013 

Luas 
Tanam 
(Ha) 

Luas 
Panen 
(Ha) 

Produksi 
(Ton) 

Produktivitas 
(Ton/Ha) 

padi 
sawah  6.783 6.578 27.429 23,82 

padi 
ladang  6.155 5.653 14.871 16,06 

Sumber : Musi Rawas dalam Angka 2009 - 2014, BPS Kabupaten Musi Rawas 

 
Tabel 2.3.1.U.6 

Persentase Produktivitas Padi Sawah dan Ladang Tahun 2009-2013 

Indikator  
Tahun  

2009 2010 2011 2012 2013 

Presentase produktivitas 
padi sawah dan padi ladang 3,28 2,98 3,23 3,14 3,46 

Sumber : Hasil Analisis, 2014 
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Gambar 2.3.1.U.2 

Persentase Produktivitas Padi Sawah dan Ladang Tahun 2009-2013 
Sumber : Hasil Analisis, 2014 

 

Tabel 2.3.1.U.7 
Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Palawija Kabupaten Musi Rawas Utara 

tahun 2009-2010 

Komoditi  

2009 2010 

Luas 
Tana

m 

(Ha) 

Luas 
Pane

n 

(Ha) 

Produks

i (Ton) 

Rata-
rata 

Produksi 
(Ton/Ha

) 

Luas 
Tana

m 

(Ha) 

Luas 
Pane

n 

(Ha) 

Produks

i (Ton) 

Rata-
rata 

Produksi 
(Ton/Ha

) 

ketela 
pohon  203 157 1.674 74,81 169 161 1794 65,31 

ketela 

rambat 45 41 337 44,09 38 47 428 44,87 

jagung  471 407 889 15,82 490 114 312 10,88 

kacang 

tanah  94 96 121 5,61 52 51 53 4,86 

kacang 

hijau  54 61 53 4,13 66 53 46,67 4,87 

kedelai  180 168 192 6,92 96 58 76,69 6,1 

Sumber : 1. Musi Rawas dalam Angka 2009 - 2014, BPS Kabupaten Musi Rawas 
 

 

Tabel 2.3.1.U.8 
Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Palawija Kabupaten Musi Rawas Utara 

tahun 2011-2012 

Komoditi  

2011 2012 

Luas 
Tana

m 
(Ha) 

Luas 
Pane

n 
(Ha) 

Produk

si (Ton) 

Produktivit
as 

(Ton/Ha) 

Luas 
Tana

m 
(Ha) 

Luas 
Pane

n 
(Ha) 

Produk

si (Ton) 

Produktivit
as 

(Ton/Ha) 

ketela 

pohon  143 164 1860 66,060173 163 164 2753 116,13887 

ketela 

rambat 54 53 485 53,80213 55 52 355 41,381868 

jagung  581 518 1480 17,037811 459 424 1416 20,067405 

kacang 

tanah  64 63 74 5,4404762 50 49 57 5,6224359 

kacang 
hijau  42 43 39 3,7111111 50 50 52 3,958004 

kedelai  60 43 54 4,7807692 109 103 129 4,779484 

Sumber : 1. Musi Rawas dalam Angka 2009 - 2014, BPS Kabupaten Musi Rawas 
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Tabel 2.3.1.U.9 

Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Palawija Kabupaten Musi Rawas Utara 
tahun 2013 

Sumber : Musi Rawas dalam Angka 2009 - 2014, BPS Kabupaten Musi Rawas 

 
Tabel 2.3.1.U.10 

Persentase Produktivitas komoditi bahan pangan non padi Tahun 2009-2013 

Indikator  
Tahun  

2009 2010 2011 2012 2013 

Presentase produktivitas 
bahan pangan lokal selain 
padi 3,51 5,60 4,52 5,66 7,92 

Sumber : Hasil Analisis, 2014 

 

Gambar 2.3.1.U.3 
Persentase Produktivitas Tanaman Pangan non Padi Tahun 2009-2013 

Sumber : Hasil Analisis, 2014 
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Komoditi  

2013 

Luas 
Tanam 
(Ha) 

Luas 
Panen 
(Ha) 

Produksi 
(Ton) 

Produktivitas 
(Ton/Ha) 

ketela 
pohon  134 135 2915 126,31789 

ketela 
rambat 55 52 438 41,489899 

jagung  253 235 822 17,432475 

kacang 
tanah  46 44 55 5,1944444 

kacang 
hijau  40 38 48 3,7525253 

kedelai  36 42 48 5,3285714 
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8. Produksi Ikan 

Tabel 2.3.1.U.11 
Produksi Ikan Kabupaten MUsi Rawas Utara Tahun 2006-2013 

No 
Kecamat

an  

Produksi Ikan (ton) 

2006 
200

7 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Rawas Ulu 
127,2

2 
154,

44 
168,8

1 494,94 
201,2

9 305,97 
230,5

8 339,19 

2 Ulu Rawas 75,4 
90,0

4 91,53 166,31 91,88 148,7 92,42 252,31 

3 Rupit 
162,2

9 
199,

14 
215,0

5 480,02 
225,8

3 582,63 
405,5

4 872,78 

4 
Karang 
Jaya 80,88 

101,
29 

110,3
3 458,02 

115,6
9 388,13 

275,0
1 584,33 

5 Rawas Ilir 
218,6

2 
263,

5 
272,5

2 383,07 
171,0

5 251,39 
198,3

3 198,85 

6 
Karang 
Dapo 42,93 

48,9
9 53,32 275,95 37,26 67,42 52,31 66,15 

7 Nibung 15,25 19,2 21,85 343,75 29,18 61,6 47,61 68,15 

tot
al  

Musi 
Rawas 
Utara 

722,
59 

876,
6 

933,
41 

2602,
06 

872,
18 

1805,
84 

1301
,8 

2381,
76 

Sumber : 1. Musi Rawas dalam Angka 2009 - 2014, BPS Kabupaten Musi Rawas 

 

T. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Indikator ini digunakan untuk melihat perkembangan jumlah 

kelompok binaan PKK pada setiap  

1. Jumlah LSM 

Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menunjukkan 

seberapa besar jumlah partisipasi masyarakat dalam merespon isu-isu 

yang terjadi di masyarakat. Pada tabel menunjukkan tidak semua 

kecamatan memiliki LSM, kondisi tersebut dialami Kecamatan Ulu Rawas, 

Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Karang Dapo. Kecamatan Rawas 

Ulu memiliki jumlah cenderung stabil sebanyak 1 lembaga. Kecamatan 

Rupit, Kecamatan Karang Jaya dan Kecamatan Nibung cenderung stabil 

masing-masing sebanyak 2 lembaga. Secara Keseluruhan jumlah LSM di 

Kabupaten Musi Rawas Utara cenderung naik-turun. Perlunya dukungan 

pemerintah untuk mengaktifkan kegiatan LSM agar jumlahnya bisa stabil 

atau meningkat.  
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Tabel 2.3.1.V.1 
Jumlah LSM Menurut Kecamatan Tahun 2008 – 2013 

Kecamatan 
Jumlah LSM 

2009 2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu 1  1 1 1 

Ulu Rawas -  - - - 

Rupit 2  1 2 2 

Karang Jaya 2  - - 2 

Rawas Ilir -  - - - 

Karang Dapo -  - - - 

Nibung 2  - 1 2 

Kabupaten Musi 
Rawas Utara 

7 
 

2 4 7 

Sumber : Musi Rawas Dalam Angka Tahun 2009 – 2013 
 

2. LPM Berprestasi 

Perkembangan indikator kinerja yang terkait cakupan LPM 

Berprestasi belum dapat ditunjukkan, oleh karena keterbatasan 

informasi yang tersedia 

3. PKK Aktif 

Indikator ini digunakan untuk melihat perkembangan jumlah PKK 

aktif pada setiap kabupaten/kota.  

4. Rasio Posyandu Aktif 

Posyandu aktif menunjukkan seberapa aktif pelayanan posyandu 

yang diberikan kepada bayi dan balita. Pelayanan yang diberikan akan 

berperan penting pada kondisi kualitas kesehatan bayi dan balita di 

masing-masing kecamatan tersebut. Pada tabel terlihat selama empat 

tahun Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki rasio posyandu aktif yang 

cenderung meningkat yang awalnya secara berurutan mulai tahun 2010 

– 2012 yaitu 23,93% meningkat menjadi 39,44% turun menjadi 27.46% 

terakhir meningkat pada tahun 2013 menjadi 100,7%. Pencapaian 100% 

hampir diseluruh kecamatan pada tahun2013 menggambarkan bahwa 

terjadi peningkatan pelayanan kualitas pada bayi dan balita di Kabupaten 

Musi Rawas Utara.  
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Tabel 2.3.1.V.2 
Rasio Posyandu Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2010 - 2013 

Kecamatan 
% Posyandu Aktif 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rawas Ulu   5.56 100.00 15.00 100.00 

Ulu Rawas   0.00 20.00 20.00 100.00 

Rupit   26.67 35.29 35.29 100.00 

Karang Jaya   20.00 20.83 20.83 95.83 

Rawas Ilir   20.83 8.70 8.70 108.70 

Karang Dapo   77.78 77.78 77.78 100.00 

Nibung   60.00 41.38 41.38 100.00 

Kab. Musi Rawas 
Utara   23.93 39.44 27.46 100.70 
Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2010 – 2013 

Pada gambar menunjukkan kualitas pelayanan yang cukup stabil 

selama 4 tahun terakhir terjadi di Kecamatan Karang Dapo. Kecamatan 

yang memiliki rasio cenderung naik adalah Kecamatan Ulu Rawas dan 

Kecamatan Rupit. Sedangkan Kecamatan yang memiliki rasio cenderung 

menurun kemudian naik hingga 100% adalah Kecamatan Rawas Ilir dan 

Kecamatan Karang Jaya. Perlu stategi pengembangan yang tepat agar 

pelayanan rasio posyandu aktif tetap stabil 100% di tahun – tahun 

mendatang.  

 

Gambar 2.3.1.V.1 
Grafik Rasio Posyandu Aktif Tahun 2010-2013 

Sumber : Hasil Analisis 2014 
 

5. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan 

Masyarakat 

Indikator ini digunakan untuk melihat perkembangan perbandingan 

jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan 

masyarakat.  
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6. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat 

Indikator ini digunakan untuk melihat sejumlah aktivitas 

pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat. 

Perkembangan kinerja indikator pemeliharaan pasca program 

pemberdayaan masyarakat belum dapat dijelaskan secara 

keseluruhan dikarenakan minimnya informasi yang tersedia.  

U. Statistik 

1. Ketersediaan Dokumen Daerah dalam Angka 

Ketersediaan dokumen daerah dalam angka mengindikasikan 

bahwa pengelolaan database wilayah berjalan dengan baik. Database 

dokumen dalam angka masuk ke dalam indikator karena dokumen ini 

menyimpan banyak data penting yang diperlukan dalam proses 

pembuatan rencana pengembangan wilayah dari berbagai sektor seperti 

misalnya kependudukan, geografi dan lain sebagainya. Dokumen daerah 

dalam angka di Kabupaten Musi Rawas Utara belum tersedia dikarenakan 

daerah ini merupakan Daerah Otonomi Baru, sehingga data-data masih 

berbasis dokumen daerah dalam angka Kabupaten Musi Rawas sebagai 

kabupaten induk. 

2. Ketersediaan Dokumen PDRB Wilayah 

Terdapat dua jenis dokumen PDRB skala daerah, yaitu PDRB 

menurut lapangan usaha dan PDRB menurut penggunaan. Dokumen 

PDRB menurut lapangan usaha berisi data PDRB yang dihitung melalui 

pendekatan produksi (jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari unit-unit 

produksi) sedangkan PDRB menurut penggunaan dihitung melalui sisi 

pedapatan dan pengeluaran. Dokumen PDRB di Kabupaten Musi Rawas 

Utara telah tersedia. 

V. Kearsipan 

1. Pengelolaan Arsip Secara Baku 

Indikator ini digunakan untuk melihat sejumlah perkembangan 

aktivitas kegiatan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Musi 

Rawas Utara. Pengelolaan arsip secara baku menjadi penting artinya 

mengingat pasal 3 Undang-Undang No. 7 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Kearsipan menyebutkan bahwa tujuan kearsipan adalah untuk 
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menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang 

perencanaan, pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan 

serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi 

kegiatan pemerintah.  

2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan 

Indikator ini digunakan untuk melihat sejumlah perkembangan 

aktivitas peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Musi Rawas 

Utara. 

W. Komunikasi dan Informatika 

1. Jumlah Jaringan Komunikasi 

Jumlah jaringan komunikasi adalah indikator yang menunjukkan 

jumlah jaringan yang dapat digunakan untuk komunikasi dan pertukaran 

informasi di Kabupaten Musi Rawas Utara. Jumlah jaringan komunikasi 

didapatkan dari perbandingan jumlah jaringan telepon genggam dengan 

jumlah stasioner. Berikut ini merupakan data dan perhitungan jumlah 

jaringan komunikasi di Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Tabel 2.3.1.Y.1 
Jumlah Jaringan Komunikasi di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 

Kecamatan 
Jumlah 

Stasioner 

Jumlah 
Jaringan 
Telepon 

Genggam 

Jumlah 
Jaringan 

Komunikasi 

Rawas Ulu 6 GPRS (1)   

Ulu Rawas 3 CDMA (1)   

Rupit 6 3G (1)   

Karang Jaya 11 2G (1)   

Rawas Ilir 6     

Karang Dapo 2     

Nibung 7     

Kabupaten Musi 
Rawas Utara 41 4 0.0976 

Sumber:  

(1) Dishubkominfo Musi Rawas, 2014, diolah 

(2) Musi Rawas Dalam Angka 2013, diolah 
 

Di Kabupaten Musi Rawas Utara terdapat 41 stasioner yang 

tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah stasioner paling banyak 

ditemukan di Kecamatan Karang Jaya dengan jumlah 11 stasioner. 

Sedangkan di Kecamatan Karang Dapo hanya terdapat 2 stasioner saja. 



 

RKPD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2018  II - 207 

      

Berdasarkan perhitungan di atas, jumlah jaringan komunikasi yang ada 

di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah 0,0976. Sarana telekomunikasi 

merupakan sarana pendukung untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat. Di Kabupaten Musi Utara sudah terdapat pos desa sebanyak 

3 buah di Kecamatan Karang Jaya, Karang Dapo dan Nibung, sementara 

wilayah lain belum terlayani pos desa, juga belum ada Kantor Pos 

Pembantu untuk Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk lebih jelasnya bisa 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.3.1.Y.2 
Jumlah Kantor Pos Dan Kantor Pos Pembantu  

di Kabupaten Musi Rawas Utara 2013 

No Kecamatan Kantor Pos Pembantu  Pos Desa Jumlah 

1 Karang Jaya 0 1 1 

2 Karang Dapo 0 1 1 

3 Nibung 0 1 1 

4 Rawas Ulu 0 0 0 

5 Ulu Rawas 0 0 0 

6 Rawas Ilir 0 0 0 

7 Rupit 0 0 0 

Kab. MUsi Rawas Utara 0 3 3 
Sumber : Musi Rawas dalam angka 2014 

Sementara untuk sarana telekomunikasi telepon kabel, baru 

terlayani di beberapa wilayah saja seperti di Kecamatan Rupit di Desa 

Lawang Agung, dan perlu adanya penambahan jaringan kabel mengingat 

bahwa akan ada rencana pembangunan Rencana Pita Lebar nasional 

untuk tahun 2014-2019 sehingga setiap wilayah terjangkau jaringan 

komunikasi seluler serta internet. Pada saat ini terdapat beberapa BTS 

(Base Transciever Station) yang tersebar di setiap kecamatan. Untuk 

lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.3.1.Y.3 
BTS yang tersebar di Kabupaten Musi Rawas Utara 

No Kecamatan 
Layanan 

Telekomunikasi 
Seluler 

Jumlah BTS Keterangan 

1 Karang Dapo Terlayani Terbatas Belum ada Data 
 

2 Karang Jaya Terlayani Sebagian 10 BTS 
 

3 Nibung Terlayani Sebagian 
4 BTS (2 Telkomsel, 1 

Indosat, 1 XL)  
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4 Rawas Ilir Terlayani Sebagian 8 BTS 
 

5 Rawas Ulu Terlayani Sebagian Belum ada data 
 

6 Rupit 
Terlayani Seluruh 
Wilayah 

Belum ada data 
 

7 Ulu Rawas Terlayani Terbatas 1 BTS 
Mengcover 3 
Area Desa 

Kab. Musi Rawas 
Utara  

23 BTS 
 

Sumber : Statistik Kecamatan 2013 

 Di beberapa kecamatan juga sudah ada Mobil Internet 

Kecamatan yang melayani internet mobile seperti di Desa Bumi Makmur, 

Kecamatan Nibung. 

 

Gambar 2.3.1.Y.1 
Mobil Internet Kecamatan di Desa Bumi Makmur Kecamatan Nibung 

 sumber : survei lapangan, 2014 
 

Untuk meningkatkan kelancaran komunikasi masyarakat 

Kabupaten Musi Rawas Utara maka diperlukan adanya perencanaan 

kebutuhan sambungan telepon baik itu sambungan telepon kabel. 

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia kebutuhan telepon adalah 0,13 

sambungan per orang untuk sejumlah penduduk di suatu wilayah. 

2. Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk 

Rasio wartel/warnet di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah 0, 

dikarenakan berdasarkan data dari Dishubkominfo Musi Rawas (2014), di 

kecamatan-kecamatan di Musi Rawas Utara tidak terdapat wartel. 

3. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal  

Terdapat 13 jenis surat kabar baik nasional maupun lokal yang 

beredar di Kabupaten Musi Rawas surat kabar nasional yang beredar 
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antara lain adalah Kompas, Suara Indonesia, Media Indonesia, 

Republika, Koran Tempo, dan Suara Indonesia. Sedangkan terdapat 

beberapa surat kabar lokal yang beredar, yaitu Sumatra Ekspress, 

Sriwijaya Pos, Mura Ekspress, Linggau Pos, Palpos, Silampari Pos, dan 

Sumatera Pos. diperkirakan surat kabar yang beredar di Kabupaten Musi 

Rawas Utara sama dengan yang beredar di Kabupaten Musi Rawas. 

Berikut ini adalah data surat kabar nasional maupun lokal yang beredar 

di Kabupaten Musi Rawas. 

Tabel 2.3.1.Y.4 
Jumlah Surat Kabar yang Beredar di Kabupaten Musi Rawas 

Kabupaten 
Surat Kabar Nasional/Lokal yang 

Masuk ke Daerah Jumlah 

Musi Rawas  

1. Kompas 1 

2. Suara Indonesia 1 

3. Media Indonesia 1 

4. Republika 1 

5. Koran Tempo 1 

6. Suara Indonesia 1 

7. Sumatra Ekspress 1 

8. Sriwijaya Pos 1 

9. Mura Ekspress 1 

10. Linggau Pos 1 

11. Palpos 1 

12. Silampari Pos 1 

13. Sumatera Pos 1 

    13 
Sumber: Dishubkominfo Musi Rawas, 2014 

4. Jumlah Penyiaran Radio dan TV  

Data penyiaran radio dan TV yang didapat merupakan data 

Kabupaten Musi Rawas. Namun, data tersebut dapat dijadikan gambaran 

penyiaran radio dan TV yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara karena 

kondisinya tidak akan jauh berbeda. Terdapat 5 radio yang melakukan 

penyiaran. Sedangkan untuk penyiaran TV, semua stasiun TV dapat 

beroperasi di Kabupaten Musi Rawas apabila menggunakan Antena 

Parabola. Berikut adalah tabel jumlah data penyiaran TV di Kabupaten 

Musi Rawas 

Tabel 2.3.1.Y.5 
Penyiaran Radio dan TV di Kabupaten Musi Rawas 

Kabupaten Radio/TV Lokal Jumlah 

Musi Rawas  
Radio Dangdut 
Indonesia 1 
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Radio Papeja 1 

Radio Citra Atlas 1 

Radio Kusuma Jaya 1 

Radio Darussalam 1 

    

Penyiaran TV masuk 
semua dengan 
menggunakan Ant. 
Parabola   

    5 
Sumber : Dishubkominfo Musi Rawas, 2014 

5. Website milik pemerintah 

Website pemerintah kabupaten telah tersedia di 

www.muratarakab.go.id. Website tersebut terbilang baru dan konten di 

dalamnya belum terlalu lengkap. Namun, hal tersebut dapat 

memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang 

Kabupaten Musi Rawas Utara melalui media elektronik. 

6. Pameran/expo 

Kabupaten Musi Rawas Utara melalui Dinas Perindustrian, 

Perdagangan dan Koperasi telah melaksanakan pameran/expo sebanyak 

4 kali. 

X. Perpustakaan 

1. Jumlah Perpustakaan 

Indikator jumlah perpustakaan digunakan untuk melihat 

perkembangan jumlah perpustakaan di Kabupaten Musi Rawas Utara.  

2. Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk  

Indikator ini digunakan untuk melihat sejumlah perbandingan 

jumlah perpustakaan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Musi Rawas 

Utara. 

Tabel 2.3.1.Z.2 
Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk   

Di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2009-2013 

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 

Jumlah Perpustakaan           

Jumlah Penduduk 
164.07

3 
169.41

1 
172.50

3 
174.87

4 
177.77

3 

Rasio Perpustakaan Terhadap 
Jumlah Penduduk           
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara (2014) 

http://www.muratarakab.go.id/
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3. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun 

Indikator jumlah pengunjung menunjukkan adanya sejumlah 

aktifitas kunjungan perpustakaan. Jumlah pengunjung perpustakaan di 

Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2012 ke 2013 mengalami kenaikan. 

Pada tahun 2012, jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 1261, dan 

mengalami kenaikan sebanyak 25 pengunjung sehingga pada tahun 

2013 jumlah pengunjung perpustakaan berjumlah 1286 dari berbagai 

jenjang pendidikan. 

Tabel2.3.1.Z.3 
Jumlah Pengunjung Perpustakaan  

di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012-2013 

Bulan 

Jumlah Pengunjung 
Perpustakaan 

2012 2013 

Januari 104 148 

Februari  87 94 

Maret 101 82 

April 66 68 

Mei 87 84 

Juni 74 74 

Juli 117 117 

Agustus 115 108 

September 125 127 

Oktober 122 121 

November 130 128 

Desember 133 135 

Total  1261 1286 
Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 2012-2013 

4. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah 

Indikator ini digunakan untuk melihat sejumlah perkembangan 

informasi jumlah buku di Kabupaten Musi Rawas Utara. 

 

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 

A. Pertanian  

Pertanian adalah tulang pungung suatu daerah. Pertanian memegang 

peranan penting dalam kelangsungan kehidupan masyarakat. Pertanian 

menyediakan pangan untuk kelangsungan kehidupan masyarakat. Pertanian 

erat kaitannya dengan ketahanan pangan suatu daerah. Ketahanan pangan 

adalah kemampuan suatu daerah untuk menyediakan makanan bagi 
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masyarakat yang berdiam didaerah tersebut. Wilayah dengan kesuburan tinggi 

umumnya memiliki ketahanan pangan yang tinggi sedangkan daerah dengan 

keterbatasan faktor abiotik seperti iklim dan kesuburan tanah akan memiliki 

ketahanan pangan yang rendah. Pertanian dalam cakupan nyata berkaitan 

dengan ketahanan pangan adalah kemampuan wilayah sebagai penyedia 

bahan pokok seperti padi, ketela, dan jagung. 
 

1.  Padi Sawah dan Padi Ladang 

Meski sama-sama padi penghasil beras, padi sawah dan padi 

ladang memiliki perbedaan yang cukup nyata terutama pada keadaan 

lingkungan hidupnya. Padi sawah membutuhkan banyak air untuk dapat 

hidup dan berkembang sedangkan padi ladang membutuhkan sedikit air. 

Padi ladang cenderung tepat ditanam pada daerah dengan keadaan iklim 

kering untuk dapat menghasilkan bulir padi. Padi sawah dan padi ladang 

menghasilkan beras. Beras digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan pokonya akan pangan. Diwaktu sekarang, beras dapat 

dikatakan bahan makanan pokok satu-satunya yang ada di Indonesia 

dikarenakan jagung dan ketela tidak bergitu disukai oleh masyarakat dan 

kedua bahan tersebut lebih banyak digunakan sebagai pakan ternak.  

Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki potensi dataran yang luas 

untuk mengembangkan padi sawah dan padi ladang. Padi sawah dan 

padi ladang memiliki keunggulan masing-masing. Padi sawah unggul 

dalam pengendalian gulma sedangkan padi ladang unggul dalam 

produktivitas jika penggelolaannya benar. Musi Rawas Utara sebagai 

Kabupaten baru yang sedang berkembang harus ditinjau dan dianalisis 

lebih lanjut ketersediaan bahan makanan pokoknya untuk mencapai 

kecukupan pangan. 

Tabel 2.3.2.A.1 
Presentasi Produktivitas Padi Sawah Dan Padi Lading 

Di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2009-2013 

Indikator 
Produktivitas (ton/ha) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Presentase produktivitas padi sawah 

dan padi ladang 
3.28 2.98 3.23 3.14 3.46 

    Sumber : Musi Rawas dalam Angka 2009 - 2014, BPS Kabupaten Musi Rawas 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa produktivitas kabupaten 

Musi Rawas Utara teringgi adalah pada tahun 2013 dengan produktivitas 

mencapai 3,46 ton/ha. Sedangkan produktivitas terendah pada tahun 

2010 dengan produktivitas 2,98 ton/ha. Produktivitas padi sawah dan 

padi ladang mengalami naik turun. Gambar berikut menunjukkan 

produktivitas padi sawah dan padi ladang tahun 2009-2013. 

 

 

Gambar 2.3.2.A.1 
Grafik Presentase Produktivitas Padi Sawah Dan Padi Ladang Tahun 2009-2013 

Sumber : Hasil Analisis 2014 

Dari gambar tersebut terlihat tren yang naik, artinya setiap tahun 

kuantitas padi bertambah. Produktivitas yang tinggi mempunyai arti 

bahwa pada luasan tertentu mampu menghasilkan padi dengan 

kuantitias yang tinggi. Produktivitas yang naik dan meninggi setiap tahun 

dapat menjadi indikator bahwa usaha untuk meningkatkan produksi padi 

membuahkan hasil. Musi Rawas Utara perlu mengusahakan produktivitas 

lebih baik lagi dikarenakan pada  tahun 2013 produktivitas padi nasional 

mencapai angka 5,15 ton/ha. 

2.  Produktivitas bahan pangan utama lokal selain padi sawah 

dan padi ladang 

Bahan pangan utama lokal selain padi sawah dan padi ladang 

adalah ketela pohon, ketela rambat, jagung, kacang tanah, kacang hijau 

dan kedelai. Bahan makanan tersebut merupkan pengganti beras ketika 

beras tidak berada dipasar maupun beras tidak dipanen karena gagal 

panen.  
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Tabel 2.3.2.A.2 
Presentase Produktivitas Bahan Pangan Utama Lokal Selain Padi Tahun 

2009-2013 

Indikator 
Tahun 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

Presentase produktivitas bahan pangan lokal 

selain padi 3.51 5.60 4.52 5.66 7.92 

Sumber : Musi Rawas dalam Angka 2009 - 2014, BPS Kabupaten Musi Rawas 

Dari tabel 2.3.2.A.2 terlihat produktivitas bahan pangan utama 

lokal meningkat dari tahun ketahun. Peningkatan ini merupakan nilai 

positif dari kabupaten Musi Rawas Utara, dengan peningkatan 

produktivitas maka kebutuhan akan pangan utama selain padi akan 

tercukupi, melihat besarnya produktivitas tahun 2013 sebesar 7,92 

ton/ha dapat mencukupi kebutuhan masyarakat Musi Rawas Utara.  

 

Gambar 2.3.2.A.2 
Grafik Produktivitas bahan pangan selain padi Kabupaten Musi Rawas 

Utara 
Sumber : Hasil Analisis 2014 

 

Terlihat pada tahun 2013 produktivitas bahan pangan selain padi 

mengalami kenaikan yang tinggi. Dengan naiknya produktivitas maka 

produksi akan naik pula. Produksi yang melimpah dapat memenuhi 

kebutuhan pangan sendiri tanpa harus mengambil dari kabupaten lain.  

Pada tahun 2013 produktivitas bahan pangan selain padi mencapai 

7,02% yang dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2009. 
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Tabel 2.1. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara 
           dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 – 2013 

INDIKATOR 
TAHUN 

2012*) 2013**) 

PDRB Sumsel 
 Dengan Migas 
 Tanpa Migas 

PDRB Musi Rawas Utara 

 Dengan Migas 
 Tanpa Migas 

 
6,01 
7,93 
 
4,93 
7,82 

 
5,98 
7,34 
 
5,26 
7,80 

Keterangan:  
*) angka sementara  
**) angka sangat sementara 

Sebagian besar sektor ekonomi pembentuk PDRB Sumatera 

Selatan pada tahun 2013 mengalami percepatan pertumbuhan, kecuali 

sektor pertambangan dan penggalian, industri serta bangunan. Sektor 

yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah sektor bangunan 

yang mampu tumbuh sebesar 9,49 persen. 

Tabel 2.2. Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2012 – 2013 

SEKTOR 
TAHUN 

2012*) 2013**) 

 
1. Pertanian 
2. Pertambangan dan Penggalian 
3. Industri Pengolahan 
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 
5. Bangunan 
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 
7. Angkutan dan Komunikasi 
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa 

Perusahaan 
9. Jasa-jasa 

 
5,34 
0,42 
5,95 
8,48 
8,93 
9,47 

11,19 
9,01 
7,60 

 

 
4,81 
1,45 
6,66 
7,49 
9,49 
8,28 
8,45 
8,58 
7,17 

PDRB Dengan Migas 6,01 5,98 

PDRB Tanpa Migas 7,94 7,34 

Keterangan:  

*) angka sementara  

**) angka sangat sementara 

 

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara dapat 

dilihat pada Tabel 2.3. Perlambatan pertumbuhan terjadi hampir di 

semua sektor ekonomi kecuali sektor pertanian, pertambangan dan 

penggalian, industri pengolahan serta bangunan yang pada tahun ini 

mengalami percepatan pertumbuhan. Sektor pertambangan dan 

penggalian mengalami percepatan pertumbuhan khususnya disebabkan 
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meningkatnya produksi dari sub sektor minyak dan gas bumi berupa 

peningkatan lifting minyak pada tahun 2013 dibandingkan tahun 

sebelumnya. 

Tabel 2.3. Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Musi Rawas 

Utara Tahun 2012 – 2013 

SEKTOR 
TAHUN 

2012*) 2013**) 

 
1. Pertanian 
2. Pertambangan dan Penggalian 
3. Industri Pengolahan 
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 
5. Bangunan 
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 
7. Angkutan dan Komunikasi 
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa 

Perusahaan 
9. Jasa-jasa 

 
6,98 
1,03 
4,67 
8,50 

11,92 
8,76 

15,44 
9,04 
8,05 

 
7,12 
1,56 
5,21 
7,93 

12,12 
8,11 

14,24 
8,81 
7,50 

PDRB Dengan Migas 4,93 5,26 

PDRB Tanpa Migas 7,82 7,80 

Keterangan:  

*) angka sementara  

**) angka sangat sementara 

B. Struktur Ekonomi 

Pergeseran struktur ekonomi dengan pola primer-sekunder-tersier 

merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi. Untuk mencapai 

pergeseran tersebut dibutuhkan investasi yang besar atau penerapan 

teknologi baru. Hal seperti itu sulit dilakukan, sehingga yang mungkin 

dilakukan saat ini adalah mengidentifikasi keunggulan sektor dan 

meningkatkan daya tahan sektor tersebut.  

Dalam suatu proses pembangunan ekonomi biasanya diikuti dengan 

perubahan struktur ekonomi baik itu struktur permintaan domestik, struktur 

produksi serta struktur distribusinya. Perubahan struktur ini terjadi akibat 

adanya interaksi antara dua proses yaitu proses akumulasi (pembentukan 

modal) dan perubahan konsumsi masyarakat yang terjadi karena 

meningkatnya pendapatan per kapita. Perubahan pola permintaan ini yang 
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kemudian mengubah komposisi barang dan jasa yang diproduksi dan 

diperdagangkan. 

Struktur ekonomi menunjukkan besarnya peranan atau kontribusi 

masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah dan 

mencerminkan peringkat nilai tambah sektor tersebut yang dinyatakan dalam 

persentase. Sehingga untuk melihat kekuatan setiap sektor dalam 

pembentukan PDRB suatu daerah dapat dilihat dari peranan masing-masing 

sektor tersebut. Dengan memperhatikan peranan sektoral maka dapat 

ditentukan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan.  

Indikator penentu apakah suatu daerah didominasi oleh sektor primer, 

sekunder ataupun tersier adalah struktur ekonomi. Sektor primer adalah 

sektor yang masih banyak mengandalkan peran sumberdaya alam dalam 

proses produksi, yaitu: sektor pertanian dan sektor pertambangan dan 

penggalian. Sektor sekunder adalah sektor yang sudah tidak terlalu 

mengandalkan peran sumber daya alam lagi, tapi lebih banyak mengandalkan 

kemajuan teknologi dan peran sumber daya manusia, yaitu sektor industri 

pengolahan, listrik dan air, serta konstruksi. Sedangkan sektor tersier adalah 

sektor yang bisa dikatakan sudah tidak mengandalkan sumber daya alam lagi, 

yaitu sektor perdagangan, pengangkutan dan telekomunikasi, bank dan 

lembaga keuangan lain, dan sektor jasa-jasa.  

Berdasarkan penghitungan turunan PDRB dalam beberapa tahun 

terakhir, terlihat distribusi PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga 

berlaku Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan peranan tiga besar sektor 

ekonomi. Tiga sektor yang memberikan sumbangan terbesar di tahun 2013 

adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 20,06 persen, sektor 

industri pengolahan sebesar 19,96 persen, dan sektor pertanian sebesar 16, 

28 persen. 

Berdasarkan Tabel 2.4. dapat dilihat peranan setiap sektor ekonomi di 

Sumatera Selatan. Dimana pada tahun 2013 hampir seluruh sektor ekonomi 

mengalami kenaikan peranan kecuali sektor pertanian, sektor pertambangan, 

dan sektor industri pengolahan. Sebaliknya di Kabupaten Musi Rawas Utara 

yang mengalami penurunan kontribusi adalah sektor pertambangan dan 

penggalian dan sektor industri pengolahan. Sektor pertambangan dan 
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penggalian memberikan kontribusi sebesar 3,61 persen terhadap total PDRB 

Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2012 menjadi 35,05 persen pada 

tahun 2013. Demikian pula untuk sektor industri pengolahan mengalami 

sedikit penurunan kontribusi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 4,24 

persen pada tahun 2012 menjadi 4,20 persen pada tahun 2013. 

Tabel 2.4. Struktur PDRB Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Rawas 

Utara Menurut Lapangan Usaha ADHB dengan Migas Tahun 2012 – 2013 (Persen) 

SEKTOR 

TAHUN TAHUN 

2012*
) 

2013**) 2012*) 2013**) 

1. Pertanian 
2. Pertambangan dan Penggalian 

Sektor Primer 
3. Industri Pengolahan 
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 
5. Bangunan 

Sektor Sekunder 
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 
7. Angkutan dan Komunikasi 
8. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan 
9. Jasa-jasa 

Sektor Tersier 

16,56 
21,32 
37,8
8 
20,13 
0,48 
8,06 

28,6
7 
13,64 
4,98 
3,71 

11,13 
33,4
5 

16,28 
20,06 

36,34 
19,96 
0,50 
8,36 

28,82 
14,27 
5,17 
3,87 

11,54 
34,84 

34,47 
36,61 

71,08 
4,24 
0,08 
6,37 

10,69 
6,91 
0,56 
2,04 
8,71 

18,22 

34,73 
35,05 

69,78 
4,20 
0,09 
6,76 

11,05 
7,22 
0,61 
2,13 
9,21 

19,17 

PDRB Dengan Migas 
100,0

0 
100,00 100,00 100,00 

Keterangan:  

*) angka sementara  

**) angka sangat sementara 

 

Selama periode 2012-2013 struktur ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 

tidak mengalami perubahan yang berarti. Dari sisi PDRB Atas Dasar Harga 

Berlaku (ADHB) dengan Migas sektor primer masih menduduki urutan 

pertama, diikuti oleh sektor tersier dan terakhir diduduki oleh sektor sekunder.  

Pada tahun 2013, sekitar 36 persen perekonomian Sumatera Selatan 

disumbang oleh sektor primer yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan 

dan penggalian. Dan selama beberapa tahun terakhir sektor tersier cenderung 

mengalami perkembangan yang relatif signifikan. Sektor tersier yang dibentuk 

dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, 

sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa cenderung 
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mengalami perkembangan yang relatif cepat yaitu memberikan kontribusi 

sebesar 34,84 persen pada tahun 2013 meningkat dibandingkan tahun 

sebelumnya yang memberikan kontribusi sebesar 33,45 persen. Sektor 

sekunder pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 28,82 persen. 

 
Berdasarkan backcasting PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara dari tahun 

2010 dapat dilihat struktur ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara pada 

periode 2010-2013 masih berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam atau 

masih berstruktur primer. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor pertanian dan 

sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terbesar 

terhadap pembentukan nilai tambah PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara dapat 

dilihat pada Grafik 2.1.  

Sektor primer yang terdiri atas sektor pertanian dan sektor 

pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi sebesar 69,78 persen 

dari total PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara. Sektor pertanian memberikan 

sumbangan 34,73 persen, sedangkan sisanya 35,05 persen diberikan oleh 

sektor pertambangan dan penggalian.  

Sektor sekunder yang terdiri atas sektor industri pengolahan, sektor 

listrik, gas, dan air bersih serta sektor bangunan pada tahun 2013 

memberikan kontribusi 11,05 persen terhadap total nilai tambah Kabupaten 

Musi Rawas Utara. Dari 11,05 persen tersebut, 4,20 persen berasal dari sektor 
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industri pengolahan, 6,76 persen dari sektor bangunan, dan hanya 0,09 

persen yang berasal dari sektor listrik, gas, dan air bersih.  

Pada tahun 2013 sektor tersier yang terdiri atas empat sektor ekonomi, 

yakni sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor angkutan dan 

komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta sektor 

jasa-jasa memberikan kontribusi sebesar 19,17 persen dari total PDRB 

Kabupaten Musi Rawas Utara. Dari keempat sektor tersebut, sektor jasa-jasa 

memberikan sumbangan sebesar 9,21 persen, sisanya berasal dari tiga sektor 

lainnya. 

Berdasarkan Grafik 2.1. dapat dilihat bahwa peranan sektor primer dalam 

empat tahun terakhir cenderung menurun, dari 72,97 persen pada tahun 2010 

turun menjadi 69,78 persen pada tahun 2013. Peranan sektor sekunder 

perlahan-lahan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sektor tersebut 

pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 11,05 persen, bertambah 

dibandingkan tahun 2010 yaitu sebesar 10,15 pesen.  

Sementara itu tren kontribusi sektor tersier berbanding terbalik dengan 

tren sektor primer yang cenderung turun, sektor tersier cenderung meningkat. 

Selama empat tahun terakhir kontribusi sektor tersier meningkat lebih dari 2 

persen. Tahun 2010 sektor ini hanya memberikan kontribusi sebesar 16,88 

persen, dan pada tahun 2013 kontribusinya sebesar 19,17 persen. Hal ini 

menunjukkan bahwa selama kurun waktu empat tahun terakhir terjadi 

pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Musi Rawas Utara, dari sektor 

primer menuju sektor sekunder dan tersier, walaupun pergeseran tersebut 

masih cukup lamban. 

C. Inflasi Sektoral 

Indikator yang digunakan untuk melihat besaran kenaikan harga barang 

dan jasa yang terjadi adalah inflasi. Inflasi sektoral yang dibahas dalam 

publikasi ini digunakan untuk melihat besaran kenaikan harga barang dan jasa 

yang terjadi di tingkat produsen, bukan di tingkat konsumen seperti yang 

lazim dibicarakan. 
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Tabel 2.5. Inflasi Sektoral PDRB Provinsi Sumatera Selatan 
Tahun 2012 – 2013 (Persen) 

SEKTOR 
TAHUN 

2012*) 2013**) 

1. Pertanian  

2. Pertambangan dan Penggalian 

3. Industri Pengolahan 

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 

5. Bangunan 

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 

7. Angkutan dan Komunikasi 

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa 
Perusahaan 

9. Jasa-jasa 

3,33 
6,78 
4,56 
5,88 
8,91 
8,23 
7,21 
6,90 

14,10 

5,36 
4,14 
4,40 
6,71 
6,44 
8,52 
7,56 
7,94 
8,64 

PDRB Dengan Migas 6,70 5,96  

PDRB Tanpa Migas 7,99  6,86  

Keterangan:  

*) angka sementara  

**) angka sangat sementara 

 

Inflasi dengan migas Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 

sebesar 5,96 persen, menurun dari tahun 2012 yang mengalami infllasi 

sebesar 6,70 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada sektor jasa-jasa yaitu 

sebesar 8,64 persen, dimana tahun sebelumnya sektor ini mengalami inflasi 

sebesar 14,10 persen. Inflasi terendah terjadi pada sektor pertambangan dan 

penggalian yaitu sebesar 4,14 persen pada tahun 2013. (Tabel 2.5).  

Berdasarkan Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa kondisi yang sama juga 

terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara. Inflasi Kabupaten Musi Rawas Utara 

dengan migas pada tahun 2013 sebesar 6,94 persen, lebih rendah jika 

dibandingkan dengan tahun 2012 yang mengalami inflasi 7,17 persen. 

Begitupun dengan inflasi tanpa migas yang pada tahun ini sebesar 7,29 

persen, sedangkan tahun sebelumnya sebesar 7,36 persen.  

Sektor jasa-jasa merupakan sektor yang memiliki inflasi tertinggi pada 

tahun 2013 yaitu sebesar 10,82 persen, dimana tahun sebelumnya mengalami 

inflasi sebesar 13,64 persen. Untuk sektor pertanian mengalami inflasi 

terendah yaitu sebesar 5,86 persen, dimana tahun 2012 mengalami inflasi 

sebesar 4,40 persen. 
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Tabel 2.6. Inflasi Sektoral PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara 

Tahun 2012 – 2013 (Persen) 

SEKTOR 
TAHUN 

2012*) 2013**) 

1. Pertanian  

2. Pertambangan dan Penggalian 

3. Industri Pengolahan 

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 

5. Bangunan 

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 

7. Angkutan dan Komunikasi 

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa 
Perusahaan 

9. Jasa-jasa 

4,40 
7,19 
7,49 
5,67 
8,98 
8,26 
4,98 
6,53 

13,64 

5,86 
6,11 
5,98 
6,48 
6,53 
8,88 
6,42 
7,96 

10,82 

PDRB Dengan Migas 7,17 694 

PDRB Tanpa Migas 6,59 6,77 

Keterangan:  

*) angka sementara  

**) angka sangat sementara 

 

D. Pendapatan Per Kapita 

Angka pendapatan per kapita dapat digunakan sebagai salah satu 

indikator untuk melihat kesejahteraan penduduk. Namun, hal ini perlu 

diinterpretasikan secara hati-hati karena angka ini belum memperhitungkan 

net factor income yaitu selisih dari income out flow dengan income in flow. 

Indikator tersebut hanya dapat dipakai untuk menggambarkan apakah ada 

peningkatan produktivitas pembangunan setiap orangnya.  

Besaran ini diperoleh dari hasil bagi PDRB dengan jumlah penduduk pada 

pertengahan tahun. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan laju 

pertumbuhan penduduk dapat dilihat peningkatan dalam pendistribusian PDRB 

perkapita maupun pendapatan regional per kapita.  

Secara umum apabila pendapatan per kapita suatu daerah naik maka 

dapat diartikan bahwa kondisi kesejahteraan penduduk meningkat. Demikian 

sebaliknya turunnya perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari 

menurunnya pula pendapatan per kapita daerah tersebut. Tumbuhnya 

ekonomi suatu daerah selain memberikan gambaran terjadinya peningkatan 

produksi barang dan jasa, juga memberikan gambaran tentang peningkatan 

pendapatan per kapita.  

Pendapatan per kapita juga dibedakan atas harga berlaku dan harga 

konstan. Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku diukur berdasarkan 

harga pada saat sekarang sehingga terkandung pengaruh kenaikan harga. 

Sedangkan pendapatan per kapita atas dasar harga konstan dapat melihat 

kenaikan secara riil atas harga pada tahun dasar. Atau dapat dikatakan 
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pendapatan per kapita atas dasar harga konstan dapat mengukur tingkat 

produktivitas sesungguhnya.  

Pendapatan per kapita dengan migas atas dasar harga berlaku 

Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rentang waktu empat tahun dari tahun 

2010-2013 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 pendapatan per 

kapita penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar Rp.10.288.456 menjadi 

Rp. 14.270.529 pada tahun 2013. Pendapatan per kapita dengan migas 

penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2013 mengalami pertumbuhan 

sebesar 10,96 persen, meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu 

sebesar 10,75 persen. Apabila pengaruh migas dikeluarkan pendapatan per 

kapita atas dasar harga berlaku penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara pada 

tahun 2013 sebesar Rp. 10.463.773 tumbuh sebesar 14,01 persen dibanding 

tahun 2012. Sedangkan pendapatan per kapita tanpa migas atas dasar harga 

berlaku pada tahun 2010 sebesar Rp. 7.044.304. 

{{ 

Tabel 2.7. Pendapatan Per Kapita Kabupaten Musi Rawas Utara 

Tahun 2010 – 2013 Atas Dasar Harga Berlaku 

TAHUN 

PENDAPATAN 
PER KAPITA 

DENGAN 
MIGAS 

PERTUMBUHAN 
(%) 

PENDAPATAN 
PER KAPITA 

TANPA MIGAS 

PERTUMBUHAN 
(%) 

2010 
2011 
2012*) 
2013**) 

10.288.456  
11.612.153  
12.860.445  
14.270.529 

 
12,87  
10,75  
10,96 

7.044.304  
8.050.972  
9.178.062  
10.463.773 

 
14,29  
14,00  
14,01 

Keterangan:  

*) angka sementara  

**) angka sangat sementara 

 

Pendapatan per kapita atas dasar harga konstan dengan migas 

penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2013 sebesar Rp. 5.427.813 

mengalami peningkatan sebesar 3,76 persen dari tahun 2012 dengan nilai 

pendapatan per kapita sebesar Rp. 5.231.154. Sedangkan pendapatan per 

kapita tanpa migas tahun 2013 sebesar Rp. 3.669.611 yang mengalami 

peningkatan sebesar 6,26 persen dari tahun sebelumnya dengan nilai 

pendapatannya sebesar Rp. 3.453.401. 
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Tabel 2.8. Pendapatan Per Kapita Kabupaten Musi Rawas Utara 

Tahun 2010 – 2013 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 

 

TAHUN 

PENDAPATAN 
PER KAPITA 

DENGAN 
MIGAS 

PERTUMBUHAN 
(%) 

PENDAPATAN 
PER KAPITA 

TANPA 
MIGAS 

PERTUMBUHAN 
(%) 

2010 
2011 
2012*) 
2013**) 

4.882.605  
5.062.029  
5.231.154  
5.427.813 

 
3,67  
3,34  
3,76 

3.065.089  
3.252.254  
3.453.401  
3.669.611 

 
6,11  
6,18  
6,26 

Keterangan:  
*) angka sementara  
**) angka sangat sementara 
 

E. Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Pendapatan Per 

Kapita 

Pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan pendapatan per kapita 

mempunyai hubungan yang positif, peningkatan pertumbuhan ekonomi 

senantiasa diikuti dengan peningkatan pertumbuhan pendapatan per kapita. 

Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi dengan migas Kabupaten Musi Rawas 

Utara sebesar 5,26 persen diikuti dengan kenaikan pendapatan per kapita 

sebesar 3,78 persen. Pada tahun 2012 pendapatan per kapita mengalami 

pertumbuhan sebesar 3,32 persen dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 

4,93. Hal tersebut dapat dilihat pada Grafik 2.2 

 

Kondisi yang sama terjadi jika komponen migas tidak diikutsertakan 

dalam penghitungan. Pada tahun 2012 perekonomian tanpa migas Kabupaten 

Musi Rawas Utara tumbuh sebesar 7,82 persen diikuti oleh pertumbuhan 

pendapatan per kapita sebesar 6,16 persen. Kemudian pada tahun 2013 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 7,80 persen 

dengan pertumbuhan pendapatan per kapita sebesar 6,28 persen. 
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F. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral 

Sektor yang dikelompokkan pada sektor primer adalah sektor pertanian 

dan sektor pertambangan dan penggalian. Dari kedua sektor ini pada tahun 

2013 di Kabupaten Musi Rawas Utara yang mengalami pertumbuhan di atas 

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan adalah sektor pertanian. Pada 

tahun 2013 pertumbuhan sektor pertanian sebesar 7,12 persen, sedangkan 

pada tahun 2012 pertumbuhan ekonominya mencapai 6,98 persen. Selama 

dua tahun terakhir pertumbuhan sektor pertanian selalu lebih besar dibanding 

pertumbuhan ekonomi sektor-sektor lainnya.  

Sektor pertambangan dan penggalian mengalami percepatan 

pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2013, 

sektor pertambangan dan penggalian mampu tumbuh sebesar 1,56 persen 

sedangkan pada tahun 2012 hanya mampu tumbuh sebesar 1,03 persen. 
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Sektor sekunder di 

Kabupaten Musi Rawas Utara 

pada tahun 2013 mengalami 

peningkatan pertumbuhan 

dibandingkan tahun 

sebelumnya. Sektor industri 

pengolahan mampu tumbuh 

sebesar 5,21 persen pada 

tahun 2013 dari 4,67 persen 

pada tahun 2012. Sektor 

listrik, gas dan air bersih 

tumbuh menjadi 7,93 persen pada tahun 2013, mengalami perlambatan 

pertumbuhan dibandingkan tahun 2012 yang tumbuh sebesar 8,50 

persen.Begitu pula sektor bangunan yang mampu tumbuh sebesar 12,12 

persen meningkat dibanding tahun 2012 yang tumbuh sebesar 11,92 persen. 

Sektor tersier yang terdiri sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor 

angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, 

serta sektor jasa-jasa mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 

2013 dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor angkutan dan komunikasi 

mengalami pertumbuhan paling tinggi pada sektor tersier yaitu sebesar 14,24 
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persen dibandingkan komponen sektor tersier lainnya. Sektor keuangan, 

persewaan dan jasa perusahaan tumbuh sebesar 8,81 persen, mengalami 

perlambatan dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,04 persen. Sektor 

jasa-jasa tumbuh sebesar 7,50 persen, mengalami perlambatan dari tahun 

sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,05 persen. Sektor perdagangan, hotel 

dan restoran mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 8,11 persen, dimana 

tahun sebelumnya tumbuh sebesar 8,76 persen. 

 

G. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan 

Untuk mengetahui proporsi dan jumlah penduduk miskin, tersedia dua 

sumber, persen penduduk miskin dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(SUSENAS) yang dilaksanakan setiap tiga tahun, dan jumlah rumah tangga 

miskin yang pendataannya dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintah Desa bekerjasama dengan BPS pada setiap tahun 

dalam rangka penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh pemerintah 

pusat. Kedua jenis data tersebut berbeda dalam beberapa hal. Pertama, data 

SUSENAS adalah hasil survei, tanpa nama dan tanpa alamat. Tujuannya untuk 

memantau persen penduduk miskin setiap 3 tahun. Alat ukurnya juga 

berbeda, yaitu pola konsumsi masyarakat, yang kemudian disimpulkan 

menjadi kilokalori. Bila konsumsi per orang dibawah 2100 kilokalori per hari 

maka dikategorikan sebagai penduduk miskin. 

 Dari delapan tujuan Suistainbe Development Goals (SDGs), komponen 

pertama adalah; Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Target secara 

nasioanal pencapaian SDGs poin pertama adalah : Menurunkan proporsi 

penduduk yang tingkat pendapatannya dibawah US$1 per hari menjadi 
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setengahnya dalam kurun waktu 1990-2015. Untuk mendukung target 

tersebut, maka ditetapkan dua indikator target yaitu : 

1. Penurunan Persentase penduduk dengan pendapatan dibawah US$1 
(PPP) per hari. 

2. Penurunan Persentase penduduk dengan tingkat konsumsi dibawah 
garis kemiskinan nasional. Nasional menargetkan pencapaian MDGs 
pada tahun 2015, maka Kabupaten Musi Rawas Utara wajib 
menargetkan pada tahun 2015 juga. 

 Berdasarkan data kondisi rumah tangga miskin di Kabupaten Musi 

Rawas Utara yang bersumber dari hasil badan statistik menunjukkan 

penduduk miskin terkonsentrasi pada Kecamatan Karang Jaya dengan jumlah 

2445 KK atau   21,83 % dan Kecamatan Rupit dengan jumlah 2584 KK atau 

23,07 % dari jumlah KK miskin yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara. 

 Penduduk di atas garis kemiskinan dihitung dengan formula; Penduduk 

di atas garis kemiskinan = 100% - persentase penduduk miskin. Dengan 

demikian, maka penduduk di atas garis kemiskinan ditunjukkan dengan tabel : 

H. Estimasi Kebutuhan Investasi Kabupaten Musi Rawas  Utara 

Tahun 2014-2019 

Salah satu sumber dari pertumbuhan ekonomi daerah adalah 

penambahan dan pemupukan modal melalui investasi. Dengan menganggap 

bahwa nilai ICOR (incremental capital to output ratio atau rasio penambahan 

modal terhadap produksi) sebesar 4,26, pertumbuhan ekonomi rata-rata 

2014-2019, dan nilai PDRB, maka kebutuhan investasi selama lima tahun di 

perkirakan sebesar Rp.  2,98 triliun per tahun. Kebutuhan investasi tersebut 

hanya akan dapat dipenuhi oleh Kabupaten Musi Rawas Utara dengan 

mempertimbangkan potensi kemajuan yang telah di capai selama ini, kondisi 

sosial yang kondusif, dan kondisi ketertiban dan keamanan yang terjaga 

dengan baik sehingga menarik investor untuk menanamkan modal di 

Kabupaten Musi Rawas Utara. 

2.3.3. Aspek Pelayanan Umum 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Aspek 

Pelayanan Publik terdiri atas 2 buah fokus yaitu 

a. Fokus Layanan Urusan Wajib 

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-

indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu 

bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, 

penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, 

pertahanan, kependudukan, dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, 

ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, 
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kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam 

negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, 

perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, 

pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan 

informatika, dan perpustakaan, Indikator Kinerja terhadap Fokus Layanan 

Wajib, di tetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. 

 

b. Fokus Layanan Urusan Pilihan 

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-

indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah 

provinsi/kabupaten/kota, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi 

dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, 

industri dan ketransmigrasian. Indikator Kinerja yang berkaitan dengan urusan 

pilihan terurai kedalam matrik-matrik berikut : 

2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Musi Rawas Utara sudah menyusun RPJMD 2016-2021 dan 

RPJPD 2005-2025, Beberapa permasalahan yang di hadapi oleh kabupaten 

Musi Rawas Utara menjadi tantangan dalam mewujudkan visi pembangunan 

Kabupaten Musi Rawas Utara 2016–2021,dapat di identifikasi sebagai berikut ; 

1. Ketimpangan tingkat perekonomian antar kabupaten. 

2. Ketimpangan nilai Investasi di wilayah utara bagian dari sumatera selatan. 

3. Nilai tambah untuk hasil komoditas pertambangan Non Migas masih rendah. 

4. Hasil komoditas pertanian dan perkebunan (kelapa sawit dan karet) masih 

rendah. 

5. Pemanfaatan potensi perikanan belum optimal. 

6. Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata. 

7. Tingkat pengangguran masih cukup tinggi, 

8. Ketidakmerataan kualitas SDM antar Kabupaten/kota. 

9. Ketidakmerataan infrastruktur,khususnya transportasi yang kurang merata 

dan memadai. 

10. Minimnya pasokan tenaga listrik, air bersih dan sanitasi. 

11. Keterbatasan sumber daya air dan pengelolaannya. 

Berkurangnya lahan perkebunan,pertanian dan hutan. 
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D.  Perkebunan 

Dalam sektor perkebunan terdapat dua jenis komoditas utama yang 

menjadi andalan Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu komoditas kelapa sawit 

dan karet.Apabila dilihat dari segi pengelolaannya, terdapat dua macam 

perkebunan yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar swasta (PBS). 

Perkebunan besar swasta diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan 

sistem produksinya, meliputi: 

1. PBS Murni, merupakan perusahaan swasta yang mulai dari proses 

penamanan, pengelolaan hingga pengolahan kebunnya dilakukan sendiri 

tanpa melibatkan masyarakat (perusahaan memiliki tenaga kerja sendiri) 

2. PBS Plasma dan Inti, yaitu perkebunan yang melibatkan masyarakat 

sebagai pengelola (disebut sebagai kebun plasma) lalu hasil dari 

perkebunan masyarakat ini hanya boleh dijual kepada perusahaan yang 

berperan sebagai kebun inti. 

1. Karet 

Karet merupakan komoditas paling besar dari sektor perkebunan 

di Kabupaten Musi Rawas Utara.Selain diusahakan oleh perkebunan 

besar swasta, komoditi karet juga banyak diusahakan oleh penduduk 

sebagai mata pencaharian.Perkebunan karet rakyat hampir tersebar di 

seluruh kecamatan, sementara untuk perkebunan besar swasta yang ada 

terdapat di Kecamatan Rawas Ulu dan Rawas Ilir. 

Pada tahun 2013, terdapat dua perkebunan besar karet di 

Kabupaten Musi Rawas Utara. Di Kecamatan Rawas Ilir, terdapat 

perusahaan PT. Surya Agro Persada yang merupakan perusahaan PMDN 

dengan luas perkebunan mencapai 18% dari total luas kecamatan. 

Sedangkan di Kecamatan Rawas Ulu terdapat PT. Agro Rawas Ulu yang 

juga merupakan perusahaan PMDN dengan luas perkebunan sebesar 

18,1% dari total luas kecamatan. 

Tabel 2.3.2.B.1 
Perkebunan Besar Swasta Komoditas Karet Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 

2013 

No  
Nama Perusahaan/ 

Alamat 
Lokasi 

Kegiatan 

Diskripsi Kegiatan 

Status 
Komoditi 

Luas 
(Ha) 

Kapasitas 
Pabrik 

1 PT. Surya Agro Persada Kecamatan  Perkebunan 19.552,84 90 Ton PMDN 
  Gedung Wisma BCA Kav. 1 Rawas Ilir Kelapa Sawit 

 
TBS/jam   
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lt. 9  

  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-
23  

  
    dan Karet  

   

  
Karet Kec. Setiabudi Jaksel 
12020 

  
   

    

2 PT. Agro Rawas Ulu 
Kec Rawas 
Ulu 

Karet dan 9.000 
60 ton 

TBS/jam 
PMDN 

  
Gedung Bank Sumut, Lantai 
7 

  Kelapa sawit 
 Jam 

  

  
Jl. Imam Bonjol No. 18 
Medan – 20152 

    

 
 

  

  Sumut. Tel. 061-4152043     
 

    
   Fax. 061- 4520908     

 
    

Sumber: 

1. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara, 20142. 

2. Profil dan Peluang Investasi Daerah di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 

Apabila dibandingkan dengan perkebunan besar swasta, 

perkebunan karet rakyat di Kabupaten Musi Rawas Utara relatif jauh 

lebih besar dilihat dari segi luas tanaman. Luas perkebunan karet rakyat 

tersebut mencapai 30,25% dari total penggunaan lahan Kabupaten Musi 

Rawas Utara. Kecamatan dengan luas tanaman paling besar adalah 

Kecamatan Rawas Ulu dengan luas sebesar 22,56% dari total 

perkebunan karet rakyat yang ada di seluruh kabupaten. 

Pada tahun 2009-2013, selalu terjadi penambahan luas tanaman 

dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 16,32% per tahun. Apabila 

diperhatikan dengan cermat, dapat dilihat bahwa pertambahan luas 

tanaman yang sangat drastis terjadi pada tahun 2009-2010. Pada 

periode ini, pertumbuhan luas tanaman di Kabupaten Musi Rawas Utara 

mencapai 61,4% sementara apabila dilihat pada lingkup kecamatan 

diketahui bahwa beberapa kecamatan bahkan menunjukkan 

pertambahan luas tanaman hingga mencapai 2-3 kali lipat dari tahun 

sebelumnya, misalnya saja Kecamatan Ulu Rawas (368,7%) dan 

Kecamatan Rupit (225,6%). 

 
Tabel 2.3.2.B.2 

Luas Tanaman Perkebunan Karet Rakyat Kab. Musi Rawas Utara Tahun 
2009-2013 

No Kecamatan 
Luas Tanaman (Ha) 

 

Pertumbuhan/tahun (%) Rata-rata 

Pertumbuhan 2009 2010 2011 2012 2013 

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1 Rawas Ulu  21.692  36.604  32.198  32.203  41.000  

 

68,7  -(12,0) 0,0  27,3       21,01  

2 Ulu Rawas 4.622  21.662  21.552  21.557  20.399  

 

368,7  -(0,5) 0,0  -(5,4)       90,70  

3 Rupit  7.522  24.494  25.023  24.623  27.615  

 

225,6  2,2  -(1,6) 12,2        59,59  
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4 Karang Jaya  23.488  44.173  45.520  45.529  36.458  

 

88,1  3,0  0,0  -(19,9)       17,80  

5 Rawas Ilir  27.549  28.322  30.263  30.268  30.655  

 

2,8  6,9  0,0   1,3          2,74  

6 Karang Dapo  10.873  11.563  11.568  11.568  12.377  

 

6,3  0,0  0,0   7,0           3,35  

7 Nibung  12.638  8.162  9.311  9.566  13.234  

 

-(35,4) 14,1  2,7  38,3           4,94  

Kab. Musi Rawas 

Utara 108.384  174.980  175.435  175.314  181.738  

 

61,4  0,3  -(0,1) 3,7       16,32  

Kab. Musi Rawas 149.800  154.542  155.814  155.748  149.324  

 

3,2  0,8  -(0,0) -(4,1) - (0,04) 

Sumber : Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2014, diolah 

 

Sebanding dengan luas tanaman yang terus mengalami perluasan, 

hasil produksi perkebunan karet rakyat juga menunjukkan peningkatan 

positif. Pada rentang tahun 2009-2013, terjadi penambahan hasil 

produksi hingga sebesar 72.893 ton dengan rata-rata pertumbuhan hasil 

produksi mencapai 30,87% per tahunnya. Setelah tahun 2010, hasil 

produksi cenderung cukup stabil dengan pertumbuhan sekitar 1,8-7,7% 

per tahunnya 

Tabel 2.3.2.B.3 
Hasil Produksi Perkebunan Karet Rakyat Kabupaten Musi Rawas Utara 

Tahun 2009-2013 

No Kecamatan 
Produksi (Ton) 

 
Pertumbuhan/tahun (%) Rata-rata 

Pertumbuhan 2009 2010 2011 2012 2013 
 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1 Rawas Ulu  11.826  28.963  22.852  23.306  31.511  
 

 144,9  -(21,1) 2,0  35,2   40,25  

2 Ulu Rawas 2.270  12.561  12.382  12.392  12.838  
 

  453,3  -(1,4) 0,1  3,6     113,89  

3 Rupit  3.380  19.124  19.822  19.822  19.421  
 

   465,8  3,7  0,0 -(2,0)    116,87  

4 Karang Jaya  12.905  24.556  26.138  26.616  23.805  
 

     90,3  6,4  1,8  -(10,6)       22,00  

5 Rawas Ilir  11.389  18.421  21.393  21.960  21.952  
 

   61,7  16,1  2,7  -(0,0)   20,12  

6 Karang Dapo  5.461  6.789  7.263  7.704  7.655  
 

   24,3  7,0  6,1  -(0,6)     9,18  

7 Nibung  6.918  5.434  6.039  6.164  9.862  
 

-(21,5) 11,1  2,1  60,0    12,93  

Kab. Musi 
Rawas Utara 54.150  115.848  115.889  117.965  127.043  

 
  113,9  0,0  1,8  7,7    30,87  

Kab. Musi Rawas 78.504  129.155  128.409  150.895  136.204  
 

    64,5  -(0,6) 17,5  -(9,7)    17,93  

Sumber: 
1. Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2014, diolah 

 

Kecamatan yang masing-masing memiliki hasil produksi paling 

besar dan paling kecil adalah Kecamatan Rawas Ulu (31.511 ton) dan 

Karang Dapo (7.655 ton).Hasil produksi ini sebanding dengan luasan 

tamanannya dimana kedua kecamatan itu memiliki tanaman yang paling 

luas dan paling sempit. 
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Gambar 2.3.2.B.1 
Grafik Perkembangan Luas Tanaman dan Produksi Perkebunan Karet Rakyat 

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2009-2013 
Sumber: Hasil Analisis, 2014 

2. Kelapa Sawit 

Sama halnya dengan karet, komoditi kelapa sawit juga diusahakan 

oleh perusahaan besar swasta dan  oleh rakyat. Terdapat banyak 

perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tersebar di Kabupaten Musi 

Rawas Utara.Pada tahun 2013, tercatat ada dua perusahaan PMA dan 

sebelas perusahaan PMDN di Kabupaten Musi Rawas Utara.Selain 

memiliki kebun, kebanyakan perusahaan yang ada juga memiliki pabrik 

CPO untuk mengolah kelapa sawit mentah yang dihasilkan dari sistem 

PBS inti-plasma maupun PBS murni.Selain menerapkan sistem PBS inti 

plasma, ada juga perusahaan yang menerapkan sistem perkebunan 

murni dengan tenaga kerja yang dipekerjakan secara bulanan maupun 

harian, misalnya saja PT. PP Lonsum Tbk. 

 PT. PP Lonsum Tbk dan PT Dendymarker Indah merupakan dua 

perusahaan terbesar di Kabupaten Musi Rawas Utara. Kebun PT. PP 

Lonsum Tbk tersebar di enam titik Kecamatan Rawas Ilir yaitu meliputi 

Kebun Bukit Hijau, Belani Elok, Batu Cemerlang, Riam Indah, Sei 

Gemang dan Ketapat Bening, satu titik di Kecamatan Nibung (Kebun Sei 

Kepayang) dan satu titik di Kecamatan Karang Jaya (Kebun Terawas 

indah). Sedangkan untuk PT. Dendymarker Indah, keseluruhan area 

perkebunan maupun pabriknya terdapat di Desa Beringin Rupit, 

Kecamatan Rupit. 
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Tabel 2.3.2.B.4 
Perkebunan Besar Swasta Komoditas Kelapa Sawit di Kabupaten Musi 

Rawas Utara Tahun 2013 

No 
Nama 

Perusahaan/Alamat 
Lokasi Kegiatan 

Deskripsi Kegiatan 

Status 
Komoditi 

Luas 
(Ha) 

Kapasitas 
Pabrik 

1 PT. PP.Lonsum Tbk 
1. Kec. Ma Lakitan 
dan Ma Kelingi 

Perkebunan 24.000 
60 ton 

TBS/jam 
PMA 

    

2. Kec. Karang 

Jaya, Kec. 
Terawas 

Perkebunan   
20 ton 

TBS/jam  

  
  

3. Kec Rawas Ilir 

dan Kec. Ma. 
Lakitan 

Perkebunan   
60 ton 

TBS/jam  

    4. Kec. Rawas Ilir 

Laboratorium 

Research 
2,8 

  

    5. Kec. Rawas Ilir Perkebunan   
  

2 

PT. Dendymarker 

Indah 1. Kec. Rupit 
Perkebunan 17.793,50 

60 ton 

TBS/jam 
PMA 

3 

PT. Dwi Reksa Usaha 

Perkasa 

1. Kec. Ma. 

Lakitan, Kec. 

Rawas Ilir, Kec. 
BKL Ulu Terawas 

Perkebunan 2.570 
60 ton 

TBS/jam 
PMDN 

4 
PT. Buana Sriwijaya 

Sejahtera  

1. Kec. Karang 

Dapo, Kec. Nibung 
dan Kec. Rawas 

Ilir 

Perkebunan 

dan Pabrik 
Kelapa Sawit, 

Briket Biogas, 
Kompos dan 

Dermaga 

2.832,67 
90 ton 

TBS/jam 
PMDN 

5 
PT. Rawas Palma 
Pratama 

1. Kec. Rawas Ulu 
dan Kec. Rupit 

Perkebunan  10.000 
 

PMDN 

6 
PT. Inti Kemitraan 

Perdana 

1. Kec.Nibung, 

Kec. Rawas Ulu, 
Kec. Rupit 

Perkebunan 19.000 
 

PMDN 

7 
PT. Surya Agro 

Persada 
1. Kec. Rawas Ilir 

Perkebunan 

(Sawit dan 
Karet) 

19.552,84 
90 ton 

TBS/jam 
PMDN 

8 
PT. Karyaindo 
Sejatitama 

1. Kec. STL Ulu 
Terawas 

Pabrik   
60 ton 

TBS/jam 
PMDN 

  
  

2. Kec. STL Ulu 

Terawas dan Kec. 
Karang Jaya 

Perkebunan 5.000 
  

9 
PT. Pratama Palm 
Abadi 

1. Kec. Ma Kelingi, 

Kec. Ma Lakitan, 
dan Kec. Karang 

Dapo 

Perkebunan 14.200 
60 ton 

TBS/jam 
PMDN 

10 PT. Agro Rawas Ulu 1. Kec. Rawas Ulu 
Perkebunan 
(Sawit dan 

Karet) 

9.000 
90 ton 

TBS/jam 
PMDN 

11 
PT. Citra Loka Bumi 

Bengawan 

1. Kec. Ma 
Lakitan, Kec. Ma 

Kelingi dan Kec. 
Karang Jaya 

Perkebunan 14.291 
60 ton 

TBS/jam 
PMDN 

12 
PT. Ina Zevannya 

Ataya 

1. Kec. Nibung 

dan Kec. Rawas 
Ilir 

Perkebunan 10.000 
60 ton 

TBS/jam 
PMDN 

13 
PT. Pratama Palm 

Abadi (2) 

1. Kec. Karang 

Dapo 
Perkebunan 5.700 

30 ton 

TBS/jam 
PMDN 
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Sumber : 
1. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara, 2014 
2. Profil dan Peluang Investasi Daerah di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 
2013 

 

Berbeda dengan luas perkebunan karet rakyat yang mendominasi 

penggunaan lahan di Kabupaten Musi Rawas Utara, perkebunan kelapa 

sawit rakyat memiliki persentase penggunaan lahan yang jauh lebih 

sedikit, yaitu hanya sekitar 2,2% dari total lahan yang ada di Kabupaten 

Musi Rawas Utara. Akan tetapi, apabila dilihat dari jumlah produksinya, 

pada tahun 2012 kelapa sawit rakyat di kabupaten ini sudah mampu 

menempati peringkat 5 dalam lingkup kabupaten/kota di Provinsi 

Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa komoditi kelapa sawit 

khususnya kelapa sawit rakyat cukup memiliki pengaruh terhadap 

perekonomian di Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Rata-rata pertumbuhan luas tanaman kelapa sawit rakyat di 

Kabupaten Musi Raws Utara adalah sebesar 180% dimana peningkatan 

paling besar terjadi pada rentang tahun 2009-2010 (pertumbuhan 

736%). Pada rentang tahun tersebut, Kecamatan Nibung mengalami 

penambahan luas tanaman hingga mencapai 1.330% atau setara dengan 

11.927 hektar.Penambahan luas tanaman yang sangat besar juga terjadi 

pada Kecamatan Rawas Ilir pada rentang waktu selanjutnya (1.503% 

atau setara dengan 5.065 hektar).Sementara untuk kecamatan-

kecamatan lainnya tidak menunjukkan pertumbuhan luas tanaman yang 

cukup signifikan namun secara keseluruhan semuanya tetap 

menunjukkan tren pertumbuhan positif. 
 

Tabel 2.3.2.B.5 
Luas TanamanPerkebunan Kelapa Sawit Rakyat Kabupaten Musi Rawas 

Utara Tahun 2009-2013 

No Kecamatan 

Luas Tanaman (Ha) 
 

Rata-Rata Pertumbuhan/tahun (%) 

Rata-rata 
Pertumbuhan 2009 2010 2011 2012 2013 

 
2009-2010 

2010-
2011 2011-2012 2012-2013 

1 Rawas Ulu  131 85 85 105 129 
 

-(35) 0 24 23 3 

2 Ulu Rawas - 24 24 44 50 
 

100 0 83 14 49 

3 Rupit  168 246 297 317 185 
 

46 21 7 -(42) 8 

4 Karang Jaya  263 664 822 842 1.307 
 

152 24 2 55 58 

5 Rawas Ilir  297 337 5.402 5.421 4.150 
 

13 1.503 0 (23) 373 

6 Karang Dapo  327 3.470 1.127 1.147 4.445 
 

961 -(68) 2 288 296 

7 Nibung  857 12.254 12.813 12.833 2.943 
 

1.330 5 0 -(77) 314 

Kab. Musi 
Rawas Utara 2.043 17.080 20.570 20.709 13.209 

 
736 20 1 -(36) 180 

Kab. Musi Rawas 5.581 15.769 17.428 17.667 20.593 
 

183 11 1 17 53 

Sumber:. Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2014, diolah 
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Apabila dilihat dari segi peningkatan hasil produksi, pada tahun 

2009-2013 rata-rata pertumbuhan Kabupaten Musi Rawas Utara 

mencapai 247%/tahun atau setara dengan penambahan produksi rata-

rata sebanyak 6276,5 ton/tahun. Namun apabila dilihat pada tren per 

tahunnya, diketahui bahwa pertumbuhan ini tidak stabil dan 

pertumbuhan paling signifikan terjadi pada rentang tahun 2009-2010.Hal 

tersebut sejalan dengan penambahan luas tanaman yang sangat besar 

pada tahun tersebut (pertumbuhan luas tanaman sebesar 

736%).Sementara untuk pertumbuhan pada tahun-tahun setelahnya 

terhitung relatif rendah, bahkan terjadi penurunan produksi sebesar -

78% pada rentang 2010-2011. 

 

Tabel 2.3.2.B.6 
Hasil Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Kabupaten Musi Rawas Utara 

Tahun 2009-2013 

No Kecamatan 
Produksi (Ton) 

 

Rata-Rata Pertumbuhan/tahun (%) Rata-rata 

Pertumbuhan 2009 2010 2011 2012 2013 

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1  Rawas Ulu   639  100  25  75  215  

 

-(84) -(75) 200  187  57  

2  Ulu Rawas  -  144  36  76  76  

 

100 0 111  0 53  

3  Rupit   963  2.947  892  937  159  

 

206  -(70) 5  -(83) 15  

4  Karang Jaya   1.752  9.828  2.694  2.766  4.935  

 

461  -(73) 3  78  117  

5  Rawas Ilir   2.795  2.384  8.483  8.508  7.748  

 

-(15) 256  0  -(9) 58  

6  Karang Dapo   2.372  63.047  3.896  3.962  19.449  

 

2.559  -(94) 2  391  714  

7  Nibung   4.114  66.390  15.926  15.944  5.159  

 

1.514  -(76) 0  -(68) 343  

Kab. Musi Rawas 

Utara 12.634  144.840  31.952  32.268  37.740  

 

1.046  -(78) 1  17  247  

Kab. Musi Rawas 25.916  237.967  48.960  48.630  53.772  

 

818  -(79) -(1) 11  187  

Sumber: Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2014, diolah  

Pada tahun 2009-2012, kecamatan dengan hasil produksi kelapa 

sawit rakyat paling besar adalah Kecamatan Nibung dengan rata-rata 

produksi sebesar 25.593 ton per tahunnya. Namun pada tahun 2013 

hasil produksi Kecamatan Nibung turun sebesar 67,64% hingga menjadi 

sebesar 5.159 ton. Penurunan ini menjadikan Kecamatan Nibung 

bergeser dan berada pada peringkat tiga dari tujuh kecamatan yang ada. 

Posisi Kecamatan Nibung digantikan oleh kecamatan Karang Dapo yang 

memiliki produksi sebesar 19.449 ton atau naik sebesar 391% dari 

produksi pada tahun sebelumnya. 
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Gambar 2.3.2.B.2 
Grafik Perkembangan Luas Tanaman dan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit 

Rakyat Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2009-2013 
Sumber : Hasil Analisis, 2014 

3. Kelapa Rakyat 

Perkembangan komoditi kelapa rakyat selama tahun 2009-2013 

menunjukkan penurunan yang cukup besar baik dari sisi luas tanaman 

maupun hasil produksinya. Luas tanaman kelapa rakyat pada tahun 2009 

adalah seluas 588 hektar dan pada tahun 2013 luasan ini mengalami 

pengurangan sebesar 20,6% hingga menjadi seluas 467 hektar.  Rata-

rata penurunan luas tamanan di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah 

sebesar 4% per tahun dan penurunan paling drastic terjadi pada tahun 

2009-2010 (-30%). 

Pengurangan luas tanaman dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor, salah satunya adalah alih fungsi penggunaan lahan.Apabila 

dibandingkan dengan perkembangan luas tanaman komoditi karet rakyat 

yang terus meningkat, bisa saja hal inilah yang menjadi penyebab 

turunnya luas tanaman komoditi kelapa rakyat.Menurut hasil wawanxara 

terhadap masyarakat tahun 2014, diketahui pula bahwa terjadi 

kecenderungan pada masyarakat untuk beralih menjadi petani karet 

rakyat karena dianggap memberikan penghasilan yang lebih besar jika 

dibandingkan dengan komoditi lainnya. 
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Tabel 2.3.2.B.7 
Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Rakyat Kabupaten Musi Rawas Utara 

Tahun 2009-2013 

N

o 

Kecamata

n 

Luas Tanaman (Ha) 
 

Rata-Rata 
Pertumbuhan/tahun 

(%) 
Rata-rata 

Pertumbuha

n 

2009 

201

0 

201

1 

201

2 2013 
 

2009
-

2010 

2010
-

2011 

2011
-

2012 

2012
-

2013 

1 Rawas Ulu  121  
  

107  109  
  

109   117  

 

- 
(12)  2    -    7  -(1) 

2 Ulu Rawas    35  71   71  

   

71   71  
 

103   -     -    -  25  

3 Rupit  130     51  

   

56  

  

56    64  
 

-(61)  9    -    15  (9) 

4 
Karang 
Jaya   75    7   12   12    18  

 

-(91)   64      -    57  8  

5 Rawas Ilir  

    

51  85   84   84  

   

85  
 

-68  -(1)    -    1  17  

6 

Karang 

Dapo  

   

110    35    65  

  

65  

   

35  
 

-(68) 

   

86    -  -(46) -(7) 

7 Nibung  67   59    68   68   79  
 

-(12)  16    -   15  5  

Kab. Musi 

Rawas Utara 

  

588  414  

46

4  

46

4  

  

467  

 

-

(30) 12   -   1  -(4) 

Kab. Musi Rawas 2.241  
2.05

9  
5.98

6  2.040  
 

2.031  

 

-(8) 191  -(66)   (0) 29  

Sumber:Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2014, diolah 
 

Sama halnya dengan luas tanaman, hasil produksi kelapa rakyat 

juga turut mengalami penurunan bahkan dengan rata-rata penurunan 

yang lebih tajam yaitu 21% per tahun.Pada tahun 2019, hasil produksi 

kelapa rakyat Kabupaten Musi Rawas Utara mencapai 1.286 ton. Jumlah 

produksi ini pada tahun 2013 menurun sebesar 70,22% hingga menjadi 

383 ton. 

Tabel 2.3.2.B.8 

Hasil Produksi Perkebunan Kelapa Rakyat Kabupaten Musi Rawas Utara 

Tahun 2009-2013 

No Kecamatan 
Produksi (Ton) 

 

Rata-Rata Pertumbuhan/tahun (%) Rata-rata 

Pertumbuhan 2009 2010 2011 2012 2013 

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1  Rawas Ulu   145  89  88    88  94  

 

  (39) - (1)     -     6  -(8) 

2  Ulu Rawas  34  30  30   30  30  

 

 -(10)     -     -   -  25  

3  Rupit   73  489  52   52  40  

 

 573  -(89)   -  -(23) 115  

4  Karang Jaya   78  6  8   8  17  

 

 (92)   36      -    106  13  

5  Rawas Ilir   61  46  45   45  117  

 

  (24) -(2)    -   160  34  

6  Karang Dapo   826  77  77   77  47  

 

  (91) -(0)   -  -(39) -(33) 

7  Nibung   70  42  49  49  38  

 

   (40)   14     -  -(22) -(12) 

Kab. Musi Rawas Utara  1.286  780  350  350  383  

 

(39) -(55)    -  10  -(21) 

Kab. Musi Rawas  1.668  1.444  3.635  3.593  1.483  

 

 (13)  152  -(1) -(59) 20  

Sumber : Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2014, diolah 
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Gambar 2.3.2.B.3 
Grafik Perkembangan Luas Tanaman dan Produksi Perkebunan Kelapa Rakyat 

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2009-2013 
Sumber : Hasil Analisis, 2014 

E.  Peternakan 

Ternak (livestock) memiliki peranan penting dalam pertanian baik 

sebagai tenaga dalam pengolahan lahan, “tabungan” dan peningkatan status 

petani. Ternak selain berfungsi sebagai sumber protein hewani bagi 

kebutuhan manusia, ternak juga menghasilkan kotoran yang dapat digunakan 

sebagai sumber pupuk organik bagi tanaman setelah melalui teknologi 

fermentasi, juga bermanfaat sebagai alternatif sumber energi (biogas) bagi 

rumah tangga. 

1. Peternakan Hewan Besar  

Ternak besar dalam analisis ini terdiri dari sapi perah, sapi potong 

dan kerbau. Populasi ternak besar di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 

2013 relatif kecil apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di 

Provinsi Sumatera Selatan. Bahkan, untuk komoditas sapi perah tidak ada 

sama sekali di kabupaten ini sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kebutuhan komsumsi susu sapi secara keseluruhan diimpor dari daerah 

lain. 

Dilihat dari rangking populasi ternak besar, Kabupaten Musi Rawas 

Utara terdapat di posisi dua belas dengan total populasi ternak sebanyak 

5.964 ekor atau sebesar 2,46% dari total populasi ternak besar di Provinsi 

Sumatera Selatan. Angka ini masih jauh di bawah Kabupaten Musi Rawas 

yang berada pada urutan keempat dalam rangking populasi ternak besar. 
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Kabupaten Musi Rawas memiliki populasi ternak besar sebanyak 22.779 

ekor atau setara dengan 9,38% dari total populasi ternak besar. 

Tabel 2.3.2.C.1 
Populasi Ternak Besar di Kabupaten Musi Rawas Utara 2009-2012 

No Kecamatan 
2009 2010 2011 2012 

Sapi Kerbau Jumlah  Sapi Kerbau Jumlah  Sapi Kerbau Jumlah  Sapi Kerbau Jumlah  

1 Rawas Ulu 357 2859 3216 150 949 1099 265 1253 1518 285 1181 1466 

2 Ulu Rawas 47 672 719 48 969 1017 49 969 1018 50 969 1019 

3 Rupit 488 1535 2023 268 3123 3391 151 1451 1602 101 1280 1381 

4 Karang Jaya  3960 142 4102 62 440 502 62 440 502 45 406 451 

5 Rawas Ilir  219 523 742 260 569 829 284 470 754 294 492 786 

6 
Karang 
Dapo 425 231 656 444 220 664 454 220 674 567 215 782 

7 Nibung  184 16 200 184 16 200 416 39 455 189 33 222 

Sumber :  
1. Rawas Ulu dalam angka 2009-2012, diolah  
2. Ulu Rawas dalam angka 2009-2012, diolah  
3. Rupit dalam angka 2009-2012, diolah  
4. Karang Jaya dalam angka 2009-2012, diolah  
5. Rawas ilir dalam angka 2009-2012, diolah  
6. Karang Dapo dalam angka 2009-2012, diolah  
7. Nibung dalam angka 2009-2012, diolah 
8. Warna kuning data diambil sejak per 1 Juni 2011 

 

Ternak besar yang dimaksud adalah sapi dan kerbau. Sapi dan 

kerbau merupakan hewan yang dapat dipotong dan beberapa dapat 

diambil susunya. Namun dari data belum ditemukan adanya usaha 

intensif untuk pengembangan sapi perah. Daging sapi dan kerbau 

merupakan asupan protein hewani bagi masyarakat. Daging sapi dan 

kerbau saling mensubstitusi artinya jika daging sapi tidak ada maka 

daging kerbau yang digunakan, begitu pula sebaliknya. Hampir di setiap 

kecamatan jumlah ternak kerbau lebih mendominasi dibandingkan ternak 

sapi. Tetapi pada kecamatan Karang Dapo dan Kecamatan Nibung, 

ternak sapi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kerbau. 

Kabupaten Musi Rawas Utara letaknya strategis karena diapit dua 

Provinsi dan diapit kabupaten. Posisi yang strategis dengan komposisi 

ternak yang cukup dapat menjadikan kabupaten Musi Rawas Utara 

sebagai kabuapaten sentral ternak besar. 
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Gambar2.3.2.C.1 

Grafik Perkembangan Jumlah Ternak Sapi di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 
2009-2012 

Sumber : Hasil Analisis 2014 

 

 
 

Gambar2.3.2.C.2 
Grafik Perkembangan Jumlah Ternak Kerbau di Kabupaten Musi Rawas Utara 

Tahun 2009-2012 
Sumber : Hasil Analisis 2014 
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Gambar 2.3.2.C.3 
Grafik Jumlah Ternak Besar di Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2009-2012 

Sumber : Hasil Analisis 2014 
 
 

Jika dilihat jumlah pemotongan ternak besar yaitu sapi dan 

kerbau. Maka didapatkan bahwa jumlah pemotongan ternak besar 

meningkat dari tahun ketahun. Peningkatan yang paling besar dari tahun 

2009 sebanyak 1071 ekor menjadi 1276 ekor pada tahun 2010. Pada 

tahun 2011 dan 2012 tidak terjadi perubahan jumlah ternak yang 

dipotong berkisar 1270 ternak. Dibandingkan dengan jumlah ternak yang 

ada, maka jumlah pemotongan tercukupi setiap tahunnya. Dari hal ini 

dapat diketahui bahwa kabupaten Musi Rawas Utara tidak mengalami 

kekurangan jumlah ternak untuk dipotong perlu di pertahankan lebih 

lanjut agar kabupaten Musi Rawas Utara tetap dapat memenuhi 

kecukupan daging yang berasal dari ternak besar.  

Jika dilihat jumlah pemotongan ternak yang mencapai angka 1270 

dan jumlah ternak yang menurun dari tahun ketahun perlu menjadi 

perhatian dinas peternakan untuk memperkuat sektor peternakan meski 

jumlah pemotongan dan jumlah ternak masih dapat mencukupi.   

 

Gambar 2.3.2.C.4 
Grafik Jumlah Ternak Besar yang Dipotong di Kabupaten Musi Rawas Utara 

Tahun 2009-2012 
Sumber : Hasil Analisis 2014 
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2. Peternakan Hewan Kecil  

Ternak kecil meliputi ternak mamalia (hewan menyusui) yang 

berukuran kecil seperti kambing, domba, dan mungkin lebih kecil lagi 

seperti kelinci. Namun di Musi Rawas tida didata lebih lanjut tentang 

kelinci. Kambing dan domba sudah cukup mewakili hewan kecil karena 

kedua hewan tersebut mempunyai harga atau nilai ekonomi yang cukup 

tinggi dibandingkan dengan kelinci. Kambing dan domba jika dipelihara 

dengan baik dapat menghasilkan penghasilan untuk mencukupi 

kebutuhan rumah tangga.  

 Dilihat dari jumlah ternak kecil disetiap kecamatan, sebagian 

besar masyarakat di Musi Rawas Utara memelihara kambing. Secara 

fisiologis, baik kambing dan domba satu tahun kira-kira melahirkan 2 

kali, setiap melahirkan rata-rata 2 ekor anak. Ketersediaan pangan untuk 

hewan mempengaruhi jumlah populasi ternak dikarenakan pangan yang 

tercukupi mendorong hewan berkembang biak dikarenakan gizi yang 

tercukupi.  

Tabel 2.3.2.C.2 
Jumlah Hewan Ternak Kecil di Kabupaten Musi Rawas Utara 2009-2012 

N
o 

Kecamatan  

2008 2009 2010* 

Ternak Kecil (ekor) Ternak Kecil (Ekor) Ternak Kecil (Ekor) 

Kambin

g 

Domb

a 

Jumla

h 

Kambin

g 

Domb

a 

Jumla

h 

Kambin

g 

Domb

a 

Jumla

h 

1 Rawas Ulu 2479 678 3157 1983 34 2017 2086 26 2112 

2 Ulu Rawas 1836 916 2752 1468 687 2155 1747 876 2623 

3 Rupit 3085 935 4020 2468 701 3169 2660 862 3522 

4 Karang Jaya  2399 318 2717 1919 238 2157 2000 336 2336 

5 Rawas Ilir  4729 286 5015 3783 215 3998 3959 260 4219 

6 
Karang 
Dapo 1262 145 1407 1010 108 1118 938 211 1149 

7 Nibung  3163 137 3300 2531 0 2531 2879 0 2879 

  Jumlah  18953 3415 22368 15162 1983 17145 16269 2571 18840 

Sumber :Musi Rawas dalam angka 2008-2012, diolah 
Keterangan - tidak ada data  

 

No Kecamatan  

2011** 2012 

Ternak Kecil (Ekor) Ternak Kecil (Ekor) 

Kambing Domba Jumlah Kambing Domba Jumlah 

1 Rawas Ulu 681 160 841 708 152 860 

2 Ulu Rawas 1572 789 2361 1635 749 2384 

3 Rupit 914 128 1042 951 122 1073 

4 Karang Jaya  1441 243 1684 1499 231 1730 

5 Rawas Ilir  3564 234 3798 3706 222 3928 

6 Karang Dapo 524 88 612 545 84 629 
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7 Nibung  2592 - 2592 2695 - 2695 

  Jumlah  11288 1642 12930 11739 1560 13299 
Sumber :Musi Rawas dalam angka 2008-2012, diolah 
Keterangan - tidak ada data  

 

Topografi Kabupaten Musi Rawas Utara yang landai dan mendatar 

memungkinkan banyak tumbuhan liar. Tumbuhan liar dapat 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Dari ketersediaan pakan untuk 

ternak di Kabuapaten Musi Rawas Utara dapat dikatakan mencukupi 

sehingga mendukung peternakan, baik peternakan hewan besar atau 

hewan kecil. Jumlah hewan ternak kecil di Musi Rawas Utara yaitu 

kambing dan domba mengalami penurunan dari 22.368 ekor pada tahun 

2009, menjadi 13.299 ekor pada tahun 2012.  

 

Gambar 2.3.2.C.5 
Grafik Jumlah Ternak Kecil di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2008-2012 

Sumber : Hasil Analisis 2014 

 
Dari gambar 2.3.2.C.5 dapat diketahui jumlah ternak kecil 

menurun dari tahun sebelumnya. Tahun 2011 dan 2012 terlihat jumlah 

ternak yang konstan. Ternak memiliki peranan penting dalam menyuplai 

asupan nutrisi bagi masyarakat. Masyarakat mendapatkan protein 

hewani berasal dari pemotongan ternak. Jumlah ternak yang menurun 

dikhawatirkan akan mempengaruhi jumlah pemotongan hewan yang 

berdampak pada harga daging di masyarakat. 
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Gambar 2.3.2.C.6 
Grafik Histogram jumlah pemotongan ternak kecil Kabupaten Musi Rawas Utara 

Sumber : Hasil Analisis 2014 

 
Dari gambar 2.3.2.C.6 terlihat tren yang cukup konstan 

pemotongan hewan ternak kecil dari tahun 2009 sampai tahun 2011. 

Pada tahun 2009 dan 2011 jumlah pemotongan lebih sedikit 

dibandingkan dengan tahun 2010. Jumlah ternak dengan jumlah ternak 

yang dipotong masih mencukupi, namun perlu adanya pembelajaran 

lebih lanjut untuk meningkatkan gizi masyarakat dengan protein hewani 

sehingga diperlukan pemotongan ternak yang lebih banyak. 

a) Ternak Kambing 

Dari data ternak kambing dapat diketahui bahwa jumlah kambing 

pada tahun 2010 sampai 2012 terjadi penurunan yang sangat tinggi 

dibandingkan dengan jumlah ternak kambing tahun 2009. Pada tahun 

2009 jumlah ternak kambing mencapai 10.700 ekor sedangkan tahun 

2010 sampai 2012 berkisar 3200 sampai 4.600 ekor. Jika dilihat data 

perkecamatan maka kecamatan Karang Jaya memiliki jumlah ternak 

kambing terbanyak dibandingkan dengan kecamatan yang lain. 

Pada tahun 2010, pertumbuhan jumlah kambing mengalami nilai 

negatif yang artinya jumlah kambing tahun 2010 tidak sebanyak tahun 

sebelumnya. Tahun 2012 terdapat kecamatan dengan pertumbuhan 

jumlah kambing yang stagnan yang berarti sama dengan tahun 

sebelumnya. Namun ada pula yang pertumbuhanya melambat. 

Kecamatan yang pertumbuhan jumlah kambingnya lambat adalah 

kecamatan Nibung. Dari grafik pertumbuhan jumlah kambing diatas 

dapat dikatakan kecamatan yang cocok untuk dijadikan sentra 
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peternakan kambing adalah kecamatan Karang Jaya dengan populasi 

dan pertumbuhan jumlah kambing yang stabil. Namun untuk menjadi 

sentra perlu adanya tinjauan lebih lanjut tentang ketersediaan pakan 

dan air serta sarana transportasi yang mumpuni. 

Tabel 2.3.2.C.3 
Jumlah Ternak Kambing di Kabupaten Musi Rawas UtaraTahun 2009-2012 

No Kecamatan  
Tahun  

2008 2009 2010 2011 2012 

1 Rawas Ulu 2479 1983 2086 681 708 

2 Ulu Rawas 1836 1468 1747 1572 1635 

3 Rupit 3085 2468 2660 914 951 

4 Karang Jaya  2399 1919 2000 1441 1499 

5 Rawas Ilir  4729 3783 3959 3564 3706 

6 Karang Dapo 1262 1010 938 524 545 

7 Nibung  3163 2531 2879 2592 2695 

jumlah  18953 15162 16269 11288 11739 
Sumber : 
1. Rawas Ulu dalam angka 2009-2012, diolah  
2. Ulu Rawas dalam angka 2009-2012, diolah  
3. Rupit dalam angka 2009-2012, diolah  
4. Karang Jaya dalam angka 2009-2012, diolah  
5. Rawas ilir dalam angka 2009-2012, diolah  
6. Karang Dapo dalam angka 2009-2012, diolah  
7. Nibung dalam angka 2009-2012, diolah 

 

b) Ternak Domba 

Jumlah ternak domba di Kabupaten Musi Rawas Utara tidak terlalu 

banyak dibandingkan dengan kambing. Beberapa kecamatan tidak 

memiliki data tentang jumlah domba. Dari data yang ada jumlah ternak 

domba paling banyak terdapat pada Kecamatan Rupit pada tahun 2009 

dengan jumlah 935. Jika dilihat dari data yang ada maka jumlah domba 

yang menurun dari tahun ketahun. 

 
Tabel 2.3.2.C.4 

Jumlah ternak domba Kabupaten Musi Rawas Utara 

No Kecamatan  
Tahun  

2008 2009 2010 2011 2012 

1 Rawas Ulu 678 34 26 160 152 

2 Ulu Rawas 916 687 876 789 749 

3 Rupit 935 701 862 128 122 

4 Karang Jaya  318 238 336 243 231 

5 Rawas Ilir  286 215 260 234 222 
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6 Karang Dapo 145 108 211 88 84 

7 Nibung  137 0 0 - - 

Jumlah  3415 1983 2571 1642 1560 
Sumber : 
1. Rawas Ulu dalam angka 2009-2012, diolah  
2. Ulu Rawas dalam angka 2009-2012, diolah  
3. Rupit dalam angka 2009-2012, diolah  
4. Karang Jaya dalam angka 2009-2012, diolah  
5. Rawas ilir dalam angka 2009-2012, diolah  
6. Karang Dapo dalam angka 2009-2012, diolah  
7. Nibung dalam angka 2009-2012, diolah 

  

3. Produksi daging dan konsumsi daging hewan ternak besar 

dan ternak kecil Kabupaten Musi Rawas Utara 

Bidang peternakan menjadi bidang penting guna meningkatkan 

kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Bidang peternakan menjadi 

satu-satunya pemasok protein hewani bagi masyarakat. Ketahanan 

pangan dalam bidang peternakan menjadi penting pula untuk 

diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  

 

Gambar 2.3.2.C.7 
Perbandingan Konsumsi dan Produksi Daging Kabupaten Musi Rawas Utara 

Sumber : Hasil Analisis 2014 

Dari gambar 2.3.2.C.7 dapat terlihat adanya impas antara 

produksi dengan konsumsi. Dapat pula dikatakan bahwa produksi daging 

tidak berlebihan atau konsumsi daging tidak berlebihan untuk setiap 

tahunnya. Hal ini juga dapat berarti bahwa konsumsi daging tercukupi 

dengan baik. Namun hal ini perlu ditinjau lebih jauh keluarga yang 

mengkonsumi daging atau tidak mengkonsumsi daging karena dapat 

dikawatirkan akan terjadi kesenjangan sosial dimana hanya lapisan 

masyarakat tertentu saja yang mengkonsumsi daging dan lapisan yang 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2010 2011 2012 2013

ju
m

la
h

 d
ag

in
g

 (
kg

)

Tahun 

produksi daging ternak 
(kg)

konsumsi daging ternak 
(kg)

Jumlah penduduk (jiwa)



 

RKPD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2018  II - 248 

      

lain belum mengkonsumsi daging. Dari grafik jumlah penduduk 

mengalami kenaikan jika di cermati lebih lanjut. Dengan demikian dapat 

dikatakan setiap satu tahun setidaknya satu jiwa mengkonsumsi satu kg 

daging dan hanya beberapa penduduk saja yang mengkonsumsi daging 

lebih dari satu kg setiap tahunnya.  

 
4. Ternak unggas 

Komoditas unggas terdiri dari ayam buras, ayam petelur, ayam 

pedaging dan itik. Unggas tidak saja menjadi sumber protein hewani 

lewat daging, tetapi juga melalui telur yang dihasilkan. Telur merupakan 

asupan protein hewani yang mudah dan murah didapatkan. Telur dan 

daging unggas yang lebih murah dibandingkan dengan daging ternak 

mamalia menjadikan ternak unggas menjanjikan keuntungan. Pada 

tahun 2013, tercatat tidak ada populasi ayam petelur di Kabupaten Musi 

Rawas Utara. Sedangkan apabila dilihat dari populasi total unggas yang 

dimiliki, sama halnya dengan ternak besar dan kecil, populasi unggas di 

Kabupaten Musi Rawas Utara menempati rangking bawah dalam lingkup 

Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah populasi unggas kabupaten ini pada 

tahun 2012 hanya sebesar 6,7% dari total populasi yang ada.  

Tabel 2.3.2.C.5 
Jumlah Ternak Unggas di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2008-2010 

Kabupaten  

2008 2009 2010 

Unggas (Ekor) Unggas (Ekor) Unggas (Ekor) 

Ayam 

Buras  

Ayam 

Ras 

Itik/ 

bebek 
Jumlah  

Ayam 

Buras  

Ayam 

Ras 

Itik 

/bebek 
Jumlah  

Ayam 

Buras  

Ayam 

Ras 

Itik/ 

bebek 
Jumlah  

Musi Rawas  

Utara 205062 53638 19653 278353 194809 73000 22617 290426 195104 66150 25039 286293 

Sumber : Musi Rawas dalam Angka 2009-2014, diolah 

Lanjutan… 

Kabupaten  

2011 2012 2013 

Unggas (Ekor) Unggas (Ekor) Unggas (Ekor) 

Ayam 
Buras  

Ayam 
Ras 

Itik/ 
bebek 

Jumlah  
Ayam 
Buras  

Ayam 
Ras 

Itik/ 
bebek 

Jumlah  
Ayam 
Buras  

Ayam 
Ras 

Itik/bebek Jumlah  

Musi Rawas  
Utara 185349 85840 32545 303734 176082 1059900 27663 309735 179603 127200 37070 343873 

Sumber : Musi Rawas dalam Angka 2009-2014, diolah 

Dari data diatas jumlah ternak unggas terbanyak ada pada tahun 

2013 sebanyak 343.873 ekor ternak unggas baik ternak unggas ayam 
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buras, ras dan itik/bebek. Jika dilihat dari data per tahun, ternak unggas 

mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Hal ini merupakan tanda 

kegembiraan karena selain daging unggas akan mudah didapatkan di 

pasar. Namun pengembangan itik/bebek masih kurang jika dibandingkan 

dengan ayam buras dan ayam ras. Ayam buras memiliki keunggulan 

tersendiri karena umumnya masyarakt lebih menyukai daging ayam 

buras karena lebih enak dibandingkan dengan ayam ras. Untuk itik dan 

bebek selain diambil daging, juga diambil telurnya. Telur bebek dan itik 

memiliki potensi lebih pada telur ayam karena telur itik dapat diolah 

menjadi telur asin. Telur asin mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi 

dibandingkan dengan telur ayam biasa.  

 
Gambar2.3.2.C.8 

Jumlah Ternak Unggas di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2008-2013 
 Sumber : Hasil Analisis 2014  

 

Ternak/itik sedikit dibandingkan dengan ayam buras dan ayam ras. 

Kondisi lahan Musi Rawas Utara yang kebanyakan adalah rawa-rawa 

layak untuk budidaya itik/bebek. Namun rawa-rawa yang ada lebih 

dicondongkan untuk budidaya sawit sehingga budidaya bebek menjadi 

berkurang dibudidayakan sehingga populasinya lebih rendah 

dibandingkan dengan ayam buras dan ayam ras.   
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Tabel 2.3.2.C.6 
Jumlah Ternak Unggas per Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 

2009-2012 

No 
Kecamata

n 

2009 2010 

Unggas (Ekor) Unggas (Ekor) 

Ayam 

Buras  

Ayam 

Ras 

Itik/be

bek 
Jumlah  

Ayam 

Buras  

Ayam 

Ras 

Itik/b

ebek 
Jumlah  

1 Rawas Ulu 27206 7000 2723 36929 27247 3200 3014 33461 

2 Ulu Rawas 25155 0 1526 26681 25193 0 1690 26883 

3 Rupit 34192 60000 3917 98109 34244 60950 4337 99531 

4 
Karang 
Jaya  

35644 6000 2653 44297 35698 2000 2937 40635 

5 Rawas Ilir  18085 0 5239 23324 18113 0 5800 23913 

6 
Karang 
Dapo 

27331 0 3849 31180 27372 0 4261 31633 

7 Nibung  27196 0 2710 29906 27237 0 3000 30237 

  
Musi Rawas 
Utara 

194809 73000 22617 290426 
19510

4 
66150 25039 286293 

Sumber : Musi Rawas dalam Angka 2009-2014, diolah 

N
o 

Kecamatan 

2011 2012 

Unggas (Ekor) Unggas (Ekor) 

Ayam 

Buras  

Aya

m 
Ras 

Itik/bebe

k 

Jumla

h  

Ayam 

Buras  

Ayam 

Ras 

Itik/bebe

k 

Jumla

h  

1 Rawas Ulu 25885 4150 3912 33947 24590 24300 3325 52215 

2 Ulu Rawas 23933 - 2199 26132 22736 - 1869 24605 

3 Rupit 
32532 

7910
0 

5638 117270 30905 79100 4792 114797 

4 Karang Jaya  33913 2590 3818 40321 32218 2590 3245 38053 

5 Rawas Ilir  17207 - 7539 24746 16347 - 6409 22756 

6 Karang Dapo 26004 - 5539 31543 24704 - 4708 29412 

7 Nibung  25875 - 3900 29775 24582 - 3315 27897 

  
Musi Rawas 
Utara 

18534
9 

8584
0 

32545 303734 
17608

2 
10599

0 
27663 309735 

 

no Kecamtan 

2013 

Unggas (Ekor) 

Ayam Buras Ayam Ras Itik/bebek Jumlah 

1 Rawas Ulu 25082 25300 4456 54838 

2 Ulu Rawas 23191 - 2505 25696 

3 Rupit 31523 85400 6422 123345 

4 Karang Jaya 32862 16500 4349 53711 

5 Rawas Ilir 16674 - 8587 25261 

6 Karang Dapo 25198 - 6309 31507 

7 Nibung 25073 - 4442 29515 

 Musi Rawas Utara 179603 127200 37070 343873 
  Sumber : Musi Rawas dalam Angka 2009-2014, diolah 

Jika dilihat dari produksi dan konsumsi telur dan daging, serta 

jumlah penduduk dapat dilihat bahwa keberadaan unggas sangat 

penting adanya sebagai suplai gizi untuk masyarakat. Jumlah konsumsi 



 

RKPD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2018  II - 251 

      

selalu impas dengan jumlah produksi yang artinya tidak ada kekurangan 

maupun kelebihan daging dan telur. 

 
Gambar 2.3.2.C.9 

Grafik Produksi dan Konsumsi Daging Unggas serta Jumlah Penduduk  

di Kabupaten Musi Rawas Utara 

Sumber : Hasil Analisis 2014 

 

Dari gambar 2.3.2.C.9 dapat dilihat kenaikan produksi dan 

konsumsi daging. Hal ini mengembirakan karena kebutuhan akan gizi 

yaitu protein hewani tercukupi. Lebih mengembirakan lagi bahwa jumlah 

penduduk tidak meningkat, yang artinya kenaikan konsumsi daging 

unggas terjadi pada jumlah masyarakat yang tetap. Hal ini mempunyai 

arti lain yaitu semakin sedikitnya masyarakat yang tidak atau belum 

mendapatkan asupan protein hewani dari unggas. 

 

Gambar 2.3.2.C.10 
Grafik Produksi dan Konsumsi Telur Unggas serta Jumlah Penduduk 

di Kabupaen Musi Rawas Utara 
Sumber : Hasil Analisis 2014 
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Jumlah konsumsi telur di Kabupaten Musi Rawas Utara lebih tinggi 

dibandingkan dengan produksi telur yang ada di Musi Rawas Utara. Hal 

ini menjadi tanda kesejahteraan bagi masyarakat. Setiap individu 

penduduk setidaknya dalam satu tahun memakan telur empat sampai 

lima kilogram. Hal ini merupakan suatu tanda kegembiraan. Namun 

permasalahan muncul kembali ketika produksi Kabupaten Musi rawas 

tidak mencukupi konsumsi telur yang tinggi, dalam hal ini Kabupaten 

Musi rawas membeli telur dari tempat lain untuk memenuhi 

kebutuhannya. Melihat data yang ada, diharapkan masyarakat mampu 

mengembangkan ternak unggas lebih luas sehingga mampu mencukupi 

konsumsi telur yang tinggi, hal ini juga dapat menjadi peluang usaha 

bagi masyarakat. Tidak hanya masyarakat yang harus mengambil peran 

serta, pemerintah juga dapat bekerjasama dengan masyarakat 

mewujudkan kedaulatan pangan khususnya kedaulatan pangan akan 

daging dan telur. 

F. Kehutanan 

Melalui hasil analisis pada citra spot Kabupaten Musi Rawas Utara 

Tahun 2013, diketahui bahwa selain didominasi oleh kegiatan pertanian, 

penggunaan lahan di Kabupaten Musi Rawas Utara juga didominasi oleh hutan 

lahan kering sekunder dan hutan lindung dengan persentase penggunaan 

mencapai 29,31% dari total penggunaan lahan yang ada. Sementara untuk 

klasifikasi jenis hutan yang ada, hutan di Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri 

dari Hutan Suaka Alam (HAS), Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi 

Terbatas (HPt) dan Hutan Produksi Konversi (HPKv). 

Hutan Suaka Alam terdapat di Kecamatan Karang Jaya dan Ulu Rawas 

yang luasan areanya masih bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang 

tersebar di Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu. 

Sementara untuk Hutan Lindung semua kawasannya masuk ke Kabupaten 

Musi Rawas sehingga di Kabupaten Musi Rawas Utara tidak ada hutan yang 

difungsikan sebagai hutan lindung. 

Hutan produksi yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten 

Musi Rawas Utara terdiri dari dua kategori, yaitu Hutan Produksi Tetap dan 

Hutan Produksi Terbatas. Hutan Produksi Tetap terdapat di Kec. Nibung, 
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Karang Jaya, Rawas Ulu, Karang Dapo dan Rawas Ilir, sedangkan untuk Hutan 

Produksi Terbatas terdapat di Kecamatan Karang Jaya dan Karang Dapo. 

Tabel 2.3.2.D.1 
Luas dan Letak Kawasan Hutan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 

No Kawasan Hutan Fungsi Hutan Luas (Ha) Lokasi 

1 
Taman Nasional 
Kerinci Seblat 

Hutan Suaka Alam 
(HAS) 

      
236.315,7  

Kec. STL Ulu, Kec. Karang 
Jaya, Kec. Selangit dan 
Kec. Ulu Rawas 

2 a. HL Bukit Cogong I Hutan Lindung (HL) 
             
353,3  

STL Ulu 

  b. HL Bukit Cogong II   
               
50,8  

  

  c. HL Bukit Cogong III   
             
563,6  

  

  d. HL Bukit Cermin   
             
119,0  

  

  
e. HL Meranti S. 
Jernih 

  
             
867,7  

  

3 
HP Meranti Ulu S. 
Kapas 

Hutan Produksi 
Tetap (HP) 

        
41.017,9  

Nibung 

  HP Rawas Lakitan   
        
45.079,9  

Karang Jaya 

  HP Rawas Utara II   
          
2.319,7  

Rawas Ulu 

  HP Lakitan Utara I   
        
33.635,1  

Mg. Sakti dan Karang 
Dapo 

  HP Lakitan Utara II   
          
3.850,9  

Mg. Sakti dan Karang 
Dapo 

  HP Lakitan Selatan   
        
22.276,2  

Mg. Sakti dan Karang 
Dapo 

  
HP Benakat-
Semangus 

  
      
138.805,6  

BTS Ulu dan Muara 
Lakitan 

  HP Kungku   
          
6.500,6  

Jayaloka dan Suka Karya 

  HP Meranti S. Jernih   
                 
7,5  

Rawas Ilir 

  HP Meranti S.Jernih   
               
23,6  

Rawas Ilir 

  HPt Rawas Lakitan 
Hutan Produksi 
Terbatas 

        
28.017,2  

Karang Jaya 

  HPt Lakitan Utara I   
          
3.706,8  

Karang Jaya dan Karang 
Dapo 

  HPt Bukit Ulu Tumpa   
          
3.841,6  

STL Ulu 

  HPt Meranti S. Kapas   
          
1.639,7  

  

  HPKv Lakitan 
Hutan Produksi 
Konversi (HPKv) 

          
6.509,6  

Rawas Ilir dan Karang 
Dapo 

  HPKv Kelingi   
          
9.804,0  

Muara Kelingi dan Muara 
Lakitan 

  HPKv Semangus   13.859,5  
Muara Kelingi dan Muara 
Lakitan 

  HPKv Bukit Lilin             Karang Jaya 
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No Kawasan Hutan Fungsi Hutan Luas (Ha) Lokasi 

2.971,6  

  HPKv Air Balui   
          
1.883,8  

Muara Lakitan 

Total Luas Hutan   
      
604.020,9  

  

Sumber: Kabupaten Musi Rawas dalam Angka 2014 

 

Menurut UU No. 41 Pasal 26 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 

pemanfaatan Hutan Suaka Alam dan Hutan Lindung adalahberupa 

pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil 

hutan bukan kayu.Sementara untuk Pemanfaatan Hutan Produksi meliputi 

pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil 

hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan 

kayu. 

Terdapat dua perusahaan yang bergerak pada bidang pemanfaatan 

hasil kayu pada tanaman industri. Kedua perusahaan ini terdapat di 

Kecamatan Nibung, Rawas Ulu, Karang Jaya, Rupit dan Ulu Rawas. Jenis kayu 

yang dihasilkan meliputi kayu Meranti, Campuran, Sengon, Akasia, Pulai, 

Labu, Jabon dan Karet.  

Tabel 2.3.2.D.2 
Perusahaan Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri (HTI) Kabupaten Musi 

Rawas Utara Tahun 2013 

No 
Nama 

Perusahaan / 
Alamat 

Lokasi 
Kegiatan 

Diskripsi Kegiatan 

Jenis Kegiatan 
sesuai Perizinan 

Luas 
(Ha) 

Perizinan 

1. 
PT. Buana 
Sriwijaya 
Sejahtera 

 Kec. 
Nibung 

Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu 
pada Tanaman 
Industri 

30.150 

SK. 
686/Menhut-
II/2009 
Tanggal SK 
16/10/2009 

2. 
PT. Persada 
Karya 
Kahuripan 

Kec. Rawas 
Ulu 

Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu 
pada Tanaman 
Industri 

51.433 

SK. 
606/Menhut-
II/2009 
Tanggal SK 
05/10/2009 
 

Kec. Karang 
Jaya 

Kec. Rupit 

Kec. Ulu 
Rawas 

Sumber: 1. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara, 2014 
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G. Energi dan Sumber Daya Mineral 

1. Pertambangan Tanpa Izin 

Indikator bidang energi dan sumberdaya mineral menurut 

Permendagri No. 54 tahun 2010 meliputi : 1) penambangan tanpa ijin 

dan 2) kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Indikator 

penambangan tanpa ijin yang tersedia adalah batubara. 
  

Tabel 2.3.2.E.1 
Potensi Batubara di Kabupaten Musi Rawas Utara 

No 
Komod

iti 
Lokasi 

Kecama
tan 

Tahapan 

Sumberdaya (juta Ton) 
Cadangan 

(Ton) 

Hipote
tik/Te
reka 

Teru
njuk 

Terukur 
Terki

ra 
Terb
ukti 

1 
Batubar

a  

Nibung 
dan 

sekitar 
Nibung Prospeksi - - 271.138 - - 

2 
Batubar

a  
Pauh dan 
sekitar 

Rawas 
Ilir 

Prospeksi 
dan 

Eksploitasi 
7.737 

81.17
5 

555.696 - - 

Total 7.737 
81.17

5 
826.834 - - 

Sumber : Badan Geologi, ESDM 

Tabel 2.3.2.E.2 
Nama Perusahaan Pertambangan Batubara Berdasar Jenis IUP di 

Kabupaten Musi Rawas Utara 

Nama Perusahaan berdasar 
Jenis IUP 

Karang Dapo 
(Km2) 

Nibung 
(Km2) 

Rawas Ilir 
(Km2) 

Total 
(Km2) 

IUP EKSPLORASI BATU BARA 5,04 220,39 42,83 268,26 

PT. DWIPRIMA USAHA 
PERKASA  - 85,23  - 85,23 

PT. GORBY ENERGI  -  - 13,06 13,06 

PT. MUARA BUMI ENERGI  - 26,43 1,76 28,19 

PT. MUSI RAWAS RESOURCES  - 51,97  - 51,97 

PT. NUSANTARA BARA 
RESOURCES 5,04  -  - 5,04 

PT. NUSANTARA 
BARARESOURCES  --  - 28,01 28,01 

PT. STASIUN KOTA SARANA 
PERMAI  - 56,76  - 56,76 

IUP OPERASI PRODUKSI BATU 
BARA  - 128,24 325,6 453,84 

PT. BANYAN KOALINDO 
LESTARI  -   109,61 109,61 

PT. BRAYAN BTE 008  - 89,72 57,87 147,59 

PT. GORBY GLOBAL ENERGI  -  - 50,03 50,03 

PT. GORBY PUTRA UTAMA  -  - 43,13 43,13 

PT. MURA REKA BATUBARA  -- 38,52  - 38,52 

PT. SUGICO PENDRAGON  -  - 41,8 41,8 
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ENERGI 

PT. TRIARYANI 008  -  - 9,88 9,88 

PT. TRIARYANI 009  -  - 2,64 2,64 

PT. TRIARYANI DU 1427  -  - 10,64 10,64 
Sumber : Peta IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi Batubara dalam RTRW Kab.Musi Rawas 
Tahun  2011-2031, diolah, 2014 

 
Tabel 2.3.2.E.3 

Perusahaan Minyak dan Gas Bumi yang Beroperasi diKabupaten Musi 
Rawas Utara  

Kecamatan 
PT. 

PERTAMINA 
EP 

PT. 
PETROCHINA 

INT'L 
BANGKO 

PT. 
SERELAYA 
MERANGIN 

DUA 

PT. 
TROPIK 
ENERGI 
PANDAN 

PT.MEDCO 
E&P 

INDONESIA 

Total per 
Kec 

Karang Dapo   50,41 2,77 193,62 140,74 387,54 

Karang Jaya       402,21   402,21 

Nibung   24,67 377,79     402,46 

Rawas Ilir 48,09 11,68 801,21   15,89 876,87 

Rawas Ulu   105,47       105,47 

Rupit   3,85   1,08   4,93 

Total per 
perusahaan 48,09 196,08 1181,77 596,91 156,63 2179,48 

Sumber : RTRW Kabupaten Musi Rawas 2011-2031 

 

Tabel 2.3.2.E.4 
Sebaran Cadangan Mineral Strategis di Kabupaten Musi Rawas Utara 

N
o 

Komod
iti 

Kecamat
an 

Tahap 
Pertamban

gan 
Sumberdaya (ton) Cadangan (ton) 

    
Hipotetik/Te

reka 
Tertunj

uk 
Terkira 

Terbuk
ti 

1 Besi 
primer 

Rawas 
Ulu 

Prospeksi 1.600.000,00    

2 Besi 
primer 

Ulu 
Rawas 

Eksplorasi 
rinci 

  7,12  

3 Emas 
primer 

Karangjay
a dan 
Rawas 

Ulu 

Eksplorasi 981.000,00  2.182.000
,00 

700.000,
00 

4 Perak Karangjay
a dan 
Rawas 

Ulu 

 981.000,00  2.182.000
,00 

700.000,
00 

5 Perak Rawas 
Ulu 

Eksplorasi 
rinci 

1.760.000,00    

6 Seng Rawas 
Ulu 

Eksplorasi 
rinci 

1.760.000,00    

7 Tembag
a 

  1.760.000,00    

8 Timbal Rawas 
Ulu 

Eksploras 
rinci 

1.762.620,00    

Sumber : Badan Geologi ESDM, diolah, 2014 
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Beraneka ragamnya sumberdaya mineral di Kabupaten Musi 

Rawas Utara mendorong banyak perusahaan mengajukan IUP 

eksplorasi mineral di kabupaten tersebut. Pada tabel berikut ini dapat 

dilihat perusahaan tambang mineral berdasarkan IUP eksplorasi di 

Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Tabel 2.3.2.E.5 

Nama Perusahaan Berdasarkan Jenis IUP Eksplorasi di Kabupaten Musi 

Rawas Utara 

Nama Perusahaan 

Karang 

Jaya 

 (Km2) 

Rawas 

Ulu (Km2) 

Rupit 

(Km2) 

Ulu Rawas 

(Km2) 

Luas 

Total 

(Km2) 

PT. DITN GALENA 37,25     7,97 45,22 

PT. KAGUM PRIMA       25,94 25,94 

PT. MUSI RAWAS GOLD 346,69 206,76 106,53 83,76 743,74 

PT. PUTRA DJAHASA       22,58 22,58 

PT. WAHANA ALAM 

SEMESTA       25,94 25,94 

IUP EKSPLORASI 

MINERAL 383,94 206,76 106,53 166,19 863,42 

Sumber : Peta IUP Eksplorasi Mineral Kabupaten Musi Rawas Utara dalam RTRW Kab. Musi Rawas 
2011-2031, diolah, 2014 
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Gambar 2.3.2.E.1 
Peta Kawasan Pertambangan Mineral kabupaten Musi Rawas Utara 

Sumber : Hasil Analisis,2014 
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H. Pariwisata 

Pada umumnya belum ada potensi wisata yang dimanfaatkan dan 

dikelola sebagai kawasan wisata di Kabupaten Musi Raws Utara sehingga 

belum ada kunjungan maupun kontribusi pariwisata terhadap PDRB. 

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup penting dalam 

perekonomian wilayah karena sektor ini berpotensi untuk meningkatkan 

sektor-sektor lainnya seperti misalnya sektor perdagangan dan jasa-jasa.Salah 

satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai produktivitas sektor 

pariwisata di suatu wilayah adalah melalui kunjungan wisata. Oleh karena itu, 

kunjungan wisata menjadi salah satu indikator dalam fokus urusan pilihan 

dalam berbagai analisis pengembangan wilayah.Identifikasi terhadap potensi-

potensi wisata yang berpotensi merupakan salah satu cara yang dapat 

ditempuh untuk mendapatkan sebuah stategi pengembangan wilayah 

khususnya bidang perekonomian. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata 

memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk mendorong perkembangan pada 

sektor-sektor lainnya seperti jasa dan perdagangan. Sehingga selian berimbas 

langsung terhadap pendapatan asli daerah (PAD), perkembangan sektor 

pariwisata juga akan turut mendongkrak kesejahteraan masyarakat. 

Di Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki potensi pariwisata yang dapat 

dikembangkan sebagai kawasan pariwisata dan sesuai dengan rencana tata 

ruang wilayah adalah sebagai berikut: 

1. Wisata Alam  

Kawasan wisata alam diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata 

dengan memanfaatkan potensi alam berupa keindahan atau keunikan suatu 

kawasan yang sesuai dengan karakteristik alam dan karakteristik sosial 

budaya masyarakat setempat. Adapun kawasan wisata alam di Kabupaten 

Musi Rawas Utara dapat dilihat pada tabel  
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Tabel 2.3.2.F.1 

Wisata Alam di Kabupaten Musi Rawas Utara 

No  Nama ODTW 

Lokasi   

Desa  Kecamatan  
Pemanfaatan/Keunikan 

Alam   

1 Danau Raya  Sungai Jernih  Rupit Wisata alam danau 

2 
Gua Napalicin (Kubu 
Lodge) Napalicin  Ulu Rawas  Wisata alam gua  

3 Air Terjun Batu Ampar Kuto Tanjung  Ulu Rawas  Wisata alam air terjun  

4 Sungai Kerali Sosokan  Ulu Rawas  Wisata alam air terjun 

5 Sungai Numan  Muara Kuis Ulu Rawas  Wisata alam air terjun 

6 Sungai Arum Jeram* Pulau Kidak  Ulu Rawas  Wisata alam arum jeram  

7 Air Terjun Palawan* Kuto Tanjung  Ulu Rawas  Wisata alam air terjun 

8 Air Terjun Kilei* Kuto Tanjung  Ulu Rawas  Wisata alam air terjun 

9 
Air Terjun Curup 
Sembilan Muara Tiku  Karang Jaya  Wisata alam air terjun 

10 Gunung Pandan  Sukaraja Karang Jaya  Wisata alam gunung  
Sumber : 
1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas, 
2. Survei primer, 2014 

 

2. Wisata Budaya 

Kawasan wisata budaya diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata 

dengan memanfaatkan potensi budaya suatu kawasan. Potensi wisata 

budaya banyak yang berupa benda-benda cagar budaya atau benda 

kepurbakalaan. Adapun potensi wisata budaya di Kabupaten Musi Rawas 

Utara dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.3.2.F.2 
Wisata Budaya di Kabupaten Musi Rawas Utara 

No 
Nama Cagar 

Budaya  

Lokasi  

Desa Kecamatan  

1 Makam Depati Kurus  Lubuk Mas  Rawas Ulu 

2 Meriam Naga Kuno  Lubuk Mas  Rawas Ulu 

3 Dayung Biduk Lubuk Mas  Rawas Ulu 

4 
Selendang Sutra 7 
meter  Lubuk Mas  Rawas Ulu 

5 
Meriam Naga 
(senjata) Lubuk Mas  Rawas Ulu 

6 Makan Depati Said  Lubuk Mas  Rawas Ulu 

7 
Pedang kuno 
(senjata) Lubuk Mas  Rawas Ulu 

8 Sabuk Kain Sutra  Lubuk Mas  Rawas Ulu 

9 Candi Lesung Batu  Lubuk Mas  Rawas Ulu 

10 Piagam Kulit Kayu  Sosokan  Rawas Ulu 
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No 
Nama Cagar 

Budaya  

Lokasi  

Desa Kecamatan  

11 Situs Lesung Batu  Lesung Batu Rawas Ulu 

12 Situs Batu Merah  Nibung  Nibung  

13 
Kajatan Bujang 
Kurap Muara Kulam Rawas Ulu 

14 Cottage Sukomoro Sukomoro Rawas Ulu 

15 Keramat Meja Batu Sungai Jernih  Rupit 

16 Camp Turis  
Pasar 
Surulangun Rawas Ulu 

Sumber : Basis Data Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011,  
Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas 

 

Salah satu ODTW paling besar di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah 

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang sebagian kawasannya masuk ke 

dalam wilayah administrasi Kecamatan Karang Jaya dan Kecamaran Ulu 

Rawas. Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 

2010-2025, TNKS masuk ke dalam kelompok Destinasi pariwisata Nasional 

(DPN) dan juga kelompok Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). 

Pengelompokan ODTW ke dalam DPN maupun KSPN didasarkan pada daya 

tarik dari obyek wisata itu sendiri. Salah satu daya tarik tersebut adalah 

kemampuan obyek wisata dalam memberikan citra terhadap wilayahnya 

sehingga dikenal secara luas baik secara nasional maupun internasional. 

ODTW Taman Nasional Kerinci Seblat dan sekitarnya memberikan citra 

pariwisata nasional dengan brand city of heritage.  

Pengembangan ODTW Taman Nasional Kerinci Seblat yang telah masuk 

ke dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 

2010-2025 diharapkan akan mampu merangsang perkembangan  pada 

sektor-sektor lain seperti sektor pedagangan dan jasa. Selain itu, 

pengembangan ODTW Taman Nasional Kerinci Seblat juga mampu 

mengoptimalkan fungsi taman nasional tersebut sebagai kawasan lindung 

bagi wilayah di sekitarnya. 
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Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB 

Data tentang kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tidak tersedia 

sehingga tidak dapat melihat perkembangan kontribusi sektor pariwisata terhadap 

PDRB. 

I. Perikanan 

1. Peningkatan produksi perikanan darat 

Perikanan  

Kedudukan Kabupaten Musi Rawas Utara pada sektor perikanan 

dalam lingkup Provinsi Sumatera Selatan masih sangat rendah. Pada 

tahun 2013, total produksi perikanan di kabupaten ini hanya sebesar 793 

ton atau 0,23% dari total produksi provinsi. 

Tabel 2.3.2.G.1 
Produksi Perikanan Darat (ton) di Kabupaten Musiwaras Utara Tahun 

2006-2013 
N
o 

Kecamatan 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Rawas Ulu 

127.2

2 

154.4

4 

168.8

1 494.94 

201.2

9 305.97 

230.5

8 339.19 

2 Ulu Rawas 75.4 90.04 91.53 166.31 91.88 148.7 92.42 252.31 

3 Rupit 

162.2

9 

199.1

4 

215.0

5 480.02 

225.8

3 582.63 

405.5

4 872.78 

4 Karang Jaya 80.88 
101.2

9 
110.3

3 458.02 
115.6

9 388.13 
275.0

1 584.33 

5 Rawas Ilir 

218.6

2 263.5 

272.5

2 383.07 

171.0

5 251.39 

198.3

3 198.85 

6 Karang Dapo 42.93 48.99 53.32 275.95 37.26 67.42 52.31 66.15 

7 Nibung 15.25 19.2 21.85 343.75 29.18 61.6 47.61 68.15 

 

Musi Rawas 
Utara 

722.5
9 876.6 

933.4
1 

2602.0
6 

872.1
8 

1805.8
4 

1301.
8 

2381.7
6 

Sumber : Musi Rawas Dalam Angka 2007 - 2014 

 

Dari tabel produksi perikanan darat Kabupaten Musi Rawas Utara 

tahun 2006-2007 diketahui produksi ikan tertinggi pada tahun 2009 

dengan total produksi ikan mencapai 2602 ton ikan. Produksi ikan 

terendah terjadi pada tahun tahu 2006 dengan total produksi ikan 723 

ton. Jika dilihat dari tujuh tahun terakhir produksi ikan cukup fluktuatif 

naik dan turun.  
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Gambar 2.3.2.G.1 
Grafik pertumbuhan produksi ikan Kabupaten Musi Rawas Utara (%) 

Sumber : hasil analisis 2014 
 

Pertumbuhan produksi ikan mengalami kenaikan pada tahun 2009 

namun kembali turun bahkan mengalami penurunan sangat drastis pada 

tahun 2010. Kemudian mengalami kenaikan dan menurun kembali. 

Terdapat permasalahan pada tahun genap dimana produksi ikan 

mengalami penurunan. Hal ini perlu dikaji lebih jauh apakah terdapat 

siklus tahunan yang menyebabkan turunnya produksi ikan di Provinsi 

Sumatra Selatan. 

 
2. Budidaya perikanan  

Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki potensi air tawar yang 

besar dikarenakan sungai musi yang mengalir melewati kabupaten ini. 

Dalam budidaya perikanan, ada dua cara yaitu dengan karamba dan 

jaring apung. Masing-masing cara memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. Jika dengan karamba, air yang mungkin meluap ketika 

hujan tiba-tiba datang tidak akan membuat ikan hilang. Kerugian 

menggunakan karamba adalah biaya pembuatannya yang mahal. 

Berbeda dengan jaring apung yang lebih murah namun memiliki resiko 

kehilangan ikan lebih besar. Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki 

metode budidaya perikanan jaring apung yang sedikit bahakan dapat 

dikatakan tidak memiliki cara budidaya ikan secara jaring apung.  
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Tabel 2.3.2.G.2 
Jumlah Keramba Ikan (buah) di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 

2006-2014 

No Kecamatan 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Rawas Ulu       50 50 50 45 45 

2 Ulu Rawas                 

3 Rupit   10 10 10         

4 Karang Jaya                 

5 Rawas Ilir 13 13 33 43 10 10 15 15 

6 Karang Dapo 8 18 18 18         

7 Nibung                 

 
Musi Rawas Utara 21 41 61 121 60 60 60 60 

Sumber : Musi Rawas Dalam Angka 2007 – 2014 

 

Jumlah karamba yang digunakan untuk budidaya perikanan pada 

tahun 2009 sebanyak 121 buah karamba. Jumlah karamba untuk 

budidaya perikanan paling rendah terjadi tahun 2006. Hal ini sangat 

disayangkan mengingat kabupaten Musi Rawas Utara memiliki potensi 

sungai Musi yang dapat dimanfaatkan.  

 

Gambar 2.3.2.G.2 
Grafik pertumbuhan pengguaan karamba 

Sumber : Hasil analisis 2014 
 

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa penggunaan karamba 

cenderung turun dari tahun ketahun. Karamba adalah peluang untuk 

meningkatkan produksi ikan di kabupaten Musi Rawas Utara. Hal ini 

perlu ditinjau lebih jauh tentang proses pembudidayaan ikan darat yang 

tepat di Kabupaten Musi Rawas Utara. Cara budidaya yang tepat, baik 

dengan karamba, jaring apung maupun dengan kolam perlu dikaji lebih 
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jauh untuk dapat meningkatkan produksi ikan darat dengan cara 

budidaya yang tepat di Kabupaten Musi Rawas Utara. 

3. Rumah Tangga Perikanan (RTP) 

Rumah Tangga Perikanan Kabupaten Musi Rawas utara dapat 

dilihat pada tabel. Rumah tangga perikanan Musi Rawas Utara 

mengalami fluktuatif. Rumah Tangga Perikanan mendukung produksi 

ikan untuk pemenuhan permintaan ikan pada tingkatan lokal maupun 

nasional. Rumah tangga perikanan akan meningkat sebanding dengan 

banyaknya wiraswasta yang menggeluti budidaya perikanan.  

 
Tabel 2.3.2.G.3 

Jumlah Rumah Tangga Perikanan 

No Kecamatan  
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Rawas Ulu 62 61 129 17 17 104 95 

2 Ulu Rawas 38 38 68 9 9 56 51 

3 Rupit 93 92 192 21 21 156 143 

4 Karang Jaya 72 72 136 26 38 111 101 

5 Rawas Ilir 144 145 211 10 10 172 157 

6 Karang Dapo 53 54 77 7 7 63 57 

7 Nibung 41 41 83 9 11 68 61 

 
Musi Rawas Utara 503 503 896 99 113 730 665 

Sumber : Musi Rawas Dalam Angka 2007 – 2013 

 

Rumah tangga perikanan tertinggi pada tahun 2008. Rumah 

tangga perikanan terendah terjadi pada tahun 2009 setelah tahun 

sebelumnya mengalami tingginya rumah tangga perikanan. Rumah 

tangga perikanan menghasilkan produk yang berupa ikan atau olahan 

ikan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga tersebut 

dan kebutuhan pasar akan ikan tercukupi. Produktivitas ikan dapat 

ditingkatkan dengan pemberian input yang lebih banyak dan lebih 

intensif.  
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Gambar 2.3.2.G.3 

Grafik jumlah rumah tangga perikanan  
Sumber : Hasil Analisis 2014 

 

Dapat dilihat jumlah rumah tangga perikanan mengalami naik 

turun. Tahun 2006-2008 merupakan tahun rumah tangga perikanan 

berkembang. Namun ada permasalahan sehingga tahun 2009 dan 2010 

menjadi menurun jumlah rumah tangga perikanan. Naik kembali pada 

tahun 2011 dan 2012. Diperlukan analisis lebih dalam mengapa pada 

tahun 2009 dan 2010 terjadi penurunan jumlah rumah tangga perikanan. 

Perlu dikembangkan secara ebih intensiif perikanan di kabupaten Musi 

Rawas Utara ini agar rumah tangga perikanan meningkat dan produksi 

ikan meningkat guna memenuhi kebutuhan pasar dan untuk 

kesejahteraan bersama. 

J. Perdagangan 

a. Perdagangan Intra Regional dan Inter Regional 

Perdagangan intra regional dan inter regional tidak dapat 

dipisahkan karena sesuai dengan kondisi administrasi suatu wilayah, 

selalu ada kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan 

kecamatan yang sudah masuk ke dalam wilayah kabupaten lain sehingga 

interaksi perdagangan pun akan terjalin dengan intensitas yang setara 

dengan perdagangan di dalam wilayah kabupaten itu sendiri. 

Pada lingkup perdagangan intra regional, komoditi yang diperjual-

belikan adalah berupa bahan-bahan kebutuhan konsumsi dan kegiatan 

produksi yang dilakukan oleh penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Kebutuhan konsumsi meliputi penenuhan kebutuhan rumah tangga 

503 503

896

99 113

730
665

0
0

200

400

600

800

1000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ju

m
la

h
 r

u
m

ah
 t

an
g

g
a 

p
er

ik
an

an
  

Jumlah rumah tangga perikanan 



 

RKPD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2018  II - 267 

      

harian seperti sembako, sayuran, daging dan ikan, pakaian hingga alat 

elektronik. Sedangkan kegiatan penjualan hasil produksi meliputi 

penjualan produk yang mereka hasilkan sesuai dengan mata 

pencaharian. 

Pada lingkup perdagangan inter regional, komoditi yang diperjual-

belikan sama dengan perdagangan intra regional, yaitu kebutuhan pokok 

seperti sembako, sayuran,daging dan lainnya. Perbedaannya adalah, 

selain menjual barang kebutuhan sehari-hari, dalam interaksi 

perdagangan inter regional juga terdapat pemenuhan kebutuhan barang 

tersier seperti alat elektronik dan kendaraan bermotor. Dalam interaksi 

ini, terdapat beberapa wilayah diluar Kabupaten Musi Rawas Utara yang 

ikut terlibat (kembali terkait dengan alasan letak administratif). Wilayah 

luar itu meliputi Kecamatan Singkut, Provinsi Jambi (berbatasan 

langsung dengan Kec. Nibung dan Rawas Ulu) dan Kota Lubuk Linggau, 

Kota Curup dan Kota Palembang. 

1. Konsumsi 

Untuk pemenuhan konsumsi sehari-hari, terdapat dua jenis pasar 

untuk melakukan kegiatan jual-beli ini, yaitu pasar permanen dan pasar 

kalangan. Pasar permanen terletak di Kecamatan Rawas Ulu, sementara 

untuk pasar kalangan terdapat di semua kecamatan. Dari total jumlah 

pasar yang ada, terdapat tiga pasar yang menjadi pusat kegiatan 

perdagangan intra regional ini, yaitu pasar kalangan di Kecamatan 

Rupit, Karang Jaya dan Rawas Ulu. 

2. Produksi 

Kegiatan penjualan hasil produksi perkebunan oleh rakyat 

khususnya karet dan kelapa sawit memiliki pola yang sama pada 

masing-masing kecamatan. Karet biasanya dijual dengan tiga cara, 

yaitu pertama dijual langsung kepada pengepul yang datang berkeliling 

ke desa-desa, kedua dengan cara menjualnya ke pabrik-pabrik 

pengolahan yang ada di kabupaten tersebut (pabrik paling besar adalah 

PT Kirana Windu di Rawas Ulu) dan yang terakhir adalah dengan dijual 
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langsung ke luar daerah seperti Kota Lubuk Linggau, Provinsi Jambi, 

Provinsi Lampung dan Kota Palembang. 

Hampir sama dengan karet, terdapat beberapa cara dalam 

penjualan komoditi kelapa sawit rakyat. Ada kelapa saeit rakyat yang 

langsung dijual ke luar daerah seperti Kota Lubuk Linggau dan Jambi. 

Namun untuk sebagian besar produksi yang ada, kebanyakan kelapa 

sawit yang dihasilkan dijual kepada pengepul yang nantinya akan 

dikumpulkan menjadi satu lalu disetorkan kepada perusahaan CPO yang 

ada di kabupaten tersebut seperti salah satunya adalah PT. London 

Sumatera Tbk. 

b. Perdagangan Internasional 

Perdagangan inter nasional merupakan interaksi perdagangan 

yang dilakukan oleh Kabupaten Musi Rawas Utara dengan kabupaten 

maupun provinsi lain dengan skala perdagangan yang lebih besar. 

Sebagian besar pelaku interaksi ini adalah perusahaan-perusahaan yang 

ada di Kabupaten Musi Rawas Utara seperti perusahaan perkebunan dan 

perusahaan pertambangan penggalian. 

Pada sektor perkebunan, terdapat dua komoditi utama yang dijual 

dari kabupaten ini, yaitu karet dan kelapa sawit. Penjualan karet 

dilakukan rakyat langsung dan oleh perusahaan-perusahaan pengolahan 

karet seperti salah satunya adalah PT Kirana Windu. Setelah melakukan 

pengolahan terhadap karet mentah yang ada di Kabupaten Musi Rawas 

Utara, karet hasil olahan tersebut kemudian dibawa ke Pelabuhan Talang 

Duku di Provinsi Jambi untuk kemudian diekspor. Sedangkan untuk karet 

rakyat yang tidak dijual ke pabrik pengolahan karet biasanya dijual ke 

luar provinsi seperti Kota Lubuk Linggau, Provinsi Jambi, Provinsi 

Lampung dan Kota Palembang.  

Penjualan komoditi kelapa sawit juga memiliki pola yang hampir 

sama. Untuk kelapa sawit yang telah disetorkan ke perusahaan-

perusahaan CPO yang ada di kabupaten tersebut untuk diolah, 

selanjutnya produk olahan kelapa sawit tersebut akan dibawa oleh 
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perusahaan ke luar daerah dan diekspor. Sedangkan untuk kelapa sawit 

rakyat yang tidak dijual ke perusahaan kelapa sawit yang ada di 

kabupaten tersebut akan dijual ke Provinsi Jambi dan Kota Lubuk 

Linggau. 

Destinasi penjualan komoditi hasil tambang cukup sulit 

diidentifikasi melalui survei primer dan wawancara. Hanya terdapat 

beberapa informasi yang belum dapat menjadi representasi penjualan 

barang tambang di Kabupaten Musi Rawas Utara secara Keseluruhan. 

Melalui informasi yang didapat, diketahui bahwa komoditi batu bara yang 

banyak dihasilkan oleh PT Gorby Putra Utama dan PT Tri Aryani di 

Kecamatan Rawas Ilir dijual ke Kabupaten Musi Banyuasin. 

Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal 

Tidak tersedia data mengenai kelompok pedagang/usaha informal 

yang memperoleh pembinaan dari pemda setempat sehingga indikator 

cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal tidak dapat dianalisis. 

K. Perindustrian 

1. Pertumbuhan Industri 

Industri di Kabupaten Musi Rawas Utara cukup beragam apabila 

dilihat dari jenis industri maupun skala usahanya. Pada tahun 2013, di 

kabupaten ini terdapat dua unit industri besar, sembilan industri 

menengah serta 69 industri kecil dan rumah tangga dengan nilai 

investasi total sebesar 67,84 milyar rupiah dan tenaga kerja sebanyak 

1.184 orang. 

Industri besar di kabupaten ini terdiri dari industri pengolahan 

karet (crumb rubber) di Desa Surulangun, Kecamatan Rawas Ulu (PT 

Kirana WIndu) dan industri Pensil State di Desa Terusan, Kecamatan 

Karang Jaya (PT Xylo Indah Pratama). Industri pengolahan karet yang 

dikelola oleh PT Kirana Windu tersebut merupakan industri pengolahan 

karet terbesar (kapasitas produksi 50.000 ton/tahun) di Kabupaten Musi 

Rawas Utara dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 240 orang dan nilai 

investasi mencapai 20 milyar rupiah. Keberadaan industri ini menjadi 
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penting mengingat produksi sektor primer terbesar di Kabupaten Musi 

Rawas Utara adalah karet sehingga memang diperlukan adanya sebuah 

industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditi 

tersebut. Sedangkan untuk industri besar lainnya adalah industri pensil 

state yang merupakan sebuah kegiatan industri di bidang kehutanan 

yang memproduksi slat pensil dari jenis kayu pulai dan labu. Industri 

pensil state muncul dikarenakan dominasi kawasan hutan dalam 

penggunaan lahan di Kabupaten Musi Rawas Utara sehingga potensi 

hasil hutan kayu yang ada terhitung cukup melimpah. Industri yang 

dikelola oleh PT Xylo Indah Pratama ini memiliki tenaga kerja ebanyak 

310 orang dan nilai investasi sebesar 1,025 milyar rupiah. 

Industri menengah di Kabupaten ini juga masih banyak didominasi 

oleh industri pengolahan hasil hutan (seperti industri pengolahan kayu, 

moulding) dan industri pengolahan hasil perkebunan seperti industri 

crumb rubber dan pengolahan minyak kasar (CPO). Industri pengolahan 

kayu banyak tersebar di Kecamatan Rupit (2 unit di Desa Sungai Jauh) 

dan Rawas Ilir (1 unit di Desa Tebing Tinggi) dengan total tenaga kerja 

sebanyak 125 orang dan investasi senilai 3,1 milyar rupiah. Apabil 

dibandingkan dengan keberadaan hutan pada kedua kecamatan 

tersebut, maka hal ini akan sejalan dengan ditemukannya penggunaan 

lahan hutan produksi tetap pada masing-masing kecamatan. Selain 

industri pengolahan kayu, industri lain yang tidak kalah besar apabila 

dilihat dari segi nilai investasi adalah industri minyak kasar yang terdapat 

di Desa Rantau Jaya, Kecamatan Karang Jaya dan Desa Belani, 

Kecamatan Rawas Ilir (5,97 milyar rupiah dan tenaga kerja 105 orang). 

Sama halnya dengan industri pengolahan karet, industri CPO muncul di 

Kabupaten Musi Rawas Utara karena komoditi kelapa sawit merupakan 

salah satu komoditi perkebunan terbesar. Industri menengah lain yang 

ada di kabupaten ini adalah industri pengolahan karet yang terdapat di 

Desa Nibung, Kecamatan Nibung. Meskipun tidak sebesar PT Kirana 

Windu, namun nilai investasi yang dimiliki oleh kedua industri yang 

masing-masing PT Julang Oca Permana (nilai investasi 3 milyar rupiah) 
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dan PT Nibung Arta Mulia (nilai investasi 1,75 milyar) cukup tinggi dan 

dapat menghasilkan olahan karet dengan kapasitas mencapai 6.000 

ton/bulan. 

Industri kecil dan rumah tangga di Kabupaten Musi Rawas Utara 

jauh lebih beragam dibandingkan dengan industri menengah dan 

besarnya yang terfokus pada industri pengolahan hasil hutan dan 

perkebunan. Pada tahun 2013, tercatat ada 34 jenis industri kecil dan 

menegah dengan jumlah unit industri sebanyak 69 unit. Industri ini 

meliputi industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan (kayu dan 

rotan, batok kelapa), pembuatan batu bata dan genteng, pengolahan 

makanan khas(kerupuk ikan, kemplang, nata de coco dll), pembuatan 

teralis serta pembuatan pisau, sabil, golok. 
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Tabel 2.3.2.I.1 

Jumlah Industri Besar, Menengah, dan Kecil Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2013 

N

o 

Kecamata

n 

Industri Besar 
 

Industri Menengah 
 

Industri Kecil 

Jenis 

Industr
i 

Nilai 

Investasi 
(Rp. 000) 

Tenag

a 
Kerja 

 

Jenis 

Industri 

Nilai 

Investasi 
(Rp. 000) 

Tenag

a 
Kerja 

 
Jenis Industri 

Jumlah 

Unit 
Usaha 

Nilai 

Investasi 
(Rp. 000) 

Tenag

a 
Kerja 

1 

 
 

 

Rawas Ulu 
Crumb 

Rubber 
 

 
 

20.000.000 240 
     

1. Kusen, Daun Pintu 

dan Jendela 1 20.000  12 
      

 

      

 

2. Kursi Rotan 1 3.000  3 

      
 

      
 

3. Sutil, centong 2 2.000  4 
      

 

      

 

4. Nata De Coco 1 4.000  2 

2 Ulu Rawas       

 

      

 

1. Madu Asli 1 3.150  1 

         
 

      
 

2. Ikan Pedo 1 1.500  1 
 

        
 

      
 

3. Bakul, Kerangjang, 

Keruntung 3 750  8 

3 
Rupit       

 

1. Pengolahan 
Kayu 1.000.000  25 

 

1. Batu Bata dari tanah 
liat 1 24.960  6 

 
        

 

2. Pengolahan 
Kayu 1.000.000  25 

 

2. Batu Bata dari Tanah 
Liat 1 19.200  3 

 
        

 

      

 

3. Batu Bata dari Tanah 
Liat 2 38.400  8 

         

 

      

 

4. Meubel Kayu 4 15.000  6 

 
        

 

      

 

5. Genteng dari Tanah 
Liat 1 30.000  5 

 
        

 

      

 

6. Genteng dari Tanah 
Liat 7 210.000  41 

         

 

      

 

7. Ikan Pedo 2 4.000  2 

         
 

      
 

8. Kerupuk 1 20.000  4 
         

 

      

 

9. Kerupuk Ikan 5 10.000  8 

         
 

      
 

10. Kerupuk Kemplang 4 15.000  8 
         

 

      

 

11. Sabit, Golok, Pisau 8 28.000  24 

4 Karang 

Jaya 

Pensil 

State 1.025.000  310 
 

1. Moulding 1.000.000  73 
 

1. Es Lilin 1 10.000  4 
   

    
 

2. Minyak 

Kasar 3.150.000 65 
 

2. Pellet 1 120.000  20 
         

 

3. Moulding 2.979.000  48 

 

3. Kusen, Daun, Pintu 4 1.500  5 
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Jendela dan meubel 

Kayu 

         
 

      
 

4. Gagang Sapu 1 12.500  12 
         

 

      

 

5. Bakul Keranjang 2 1.000  2 

5 Rawas Ilir       

 

1.Minyak Kasar 2.815.000  32 

 

1. Batu Bata 1 25.000  6 

 
        

 

2. Pengolahan 
Kayu 1.100.000  75 

 

2. Pertukangan Kayu 1 10.000  4 

         
 

      
 

3. Meubel Kayu 1 5.000  4 

6 Karang 
Dapo       

 

      

 

1. Keripik Ubi 1 1.000  2 

         
 

      
 

2. Ikan Asin 1 3.000  2 

7 

Nibung       

 

1. Karet 

Remah 3.000.000  - 

 

1. Anyaman Bambu 6 4.500  16 

 

        
 

2. Crumb 
Rubber, Lateks 

Pekat 1.750.000  54 
 

2. Tempat Perhiasan 1 1.500  2 
 

         

3. Aksesoris dari batok 

kelapa 1 750 2 

          4. Tempat Buah 1 1.000 2 
          5. Bakul 1 1.000 2 

          6. Terali 1 25.000 6 

Musi Rawas 

Utara 2 

21.025.00

0  550  

 

5 

46.144.00

0   397  

 

34 69 671.710 237 
 

Sumber : Daftar Industri perdagangan dan Pasar Musi Rawas Tahun 2013 
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Keberadaan industri besar di Kabupaten Musi Rawas Utara 

memperkuat perekonomian di kabupaten ini dengan meningkatkan nilai 

tambah sektor primer (pertanian sub sektor perkebunan karet). Selain 

meningkatkan nilai tambah, keberadaan industri besar juga mampu 

menyerap tenaga kerja yang secara langsung mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

L. Transmigrasi 

1. Transmigran Swakarsa 

Transmigrasi swakarsa adalah perpindahan penduduk dari daerah 

padat ke daerah yang kurang penduduk, yang didorong oleh keinginan 

sendiri namun tetap mendapatkan bimbingan oleh pemerintah. Daerah 

yang memiliki potensi sumber daya alam dan perkembangan yang tinggi 

dapat menarik transmigran swakarsa. 

2. Kontribusi Transmigrasi terhadap PDRB 

Transmigrasi merupakan salah satu program pemerintah yang 

bertujuan untuk meratakan persebaran penduduk terutama di wilayah 

Indonesia. Pemerintah membekali transmigran dengan pelatihan/kursus 

agar transmigran dapat mengolah dan berkembang di wilayah 

transmigrasi. Data mengenai kontribusi terhadap PDRB belum tersedia di 

Kabupaten Musi Rawas Utara. 

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH 

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 

A. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan 

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita 

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga berkaitan erat 

dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat. Indikator ini 

tersusun atas dua kategori pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk 

konsumsi pangan dan pengeluaran konsumsi non pangan. Analisis 

terhadap total pengeluaran konsumsi rumah tangga total digunakan 

untuk menilai kemampuan daya beli masyarakat secara umum dalam 

tingkat pemenuhan kebutuhan hidupnya. 
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2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita  

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita tersusun atas 6 

kebutuhan utama baik berupa kebutuhan primer (perumahan, bahan 

bakar, pakaian dan sebagainya) sampai kebutuhan tersier (keperluan 

pesta). Melalui analisis pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, 

dapat dilihat bagaimana perkembangan tingkat 

3. Produktivitas Total Daerah 

Besarnya jumlah PDRB suatu wilayah tidak semata-mata 

menunjukkan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah dengan 

masyarakat yang „kaya‟. Melalui produktivitas total yang dihitung dengan 

menggunakan data PDRB dan juga tenaga kerja, maka akan dapat dilihat 

secara lebih spesifik seperti apa kinerja sektor-sektor perekonomian di 

suatu wilayah bila dikaitkan dengan ketenaga kerjaan. 

B. Pertanian 

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 

A. Perhubungan 

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan 

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah indikator yang 

menunjukkan tingkat pelayanan jalan terhadap jumlah kendaraan yang 

ada. Indikator ini dihitung dengan menggunakan rumus panjang total 

kendaraan dibagi dengan jumlah kendaraan yang ada di kabupaten. 

2. Jumlah Penumpang Terangkut Transportasi air 

Jumlah arus penumpang sungai adalah jumlah penumpang 

transportasi air yang dalam satu tahun di kabupaten. Data mengenai 

jumlah penumpang untuk angkutan sungai tidak ada 

B. Penataan Ruang 

Analisis ini menggunakan data luasan lahan pertanian, perkebunan, dan 

hutan produksi untuk menghitung luas kawasan produktif.  

1. Kawasan Industri 

2. Kawasan Perkotaan 

3. Kawasan Terdampak Banjir 
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C. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan 

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

1. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang 

Terdapat empat jenis bank yang dimaksudkan dalam indikator ini, 

yaitu bank umum pemerintah, bank umum swasta, bank pembangunan 

dan bank pengkreditan rakyat. Akan tetapi karena tidak semua 

kecamatan memiliki data bank menurut jenisnya ini, maka dalam 

indikator ini hanya dapat disajikan mengenai akumulasinya saja. 

Terdapat dua jenis bank di Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu 

Bank Pemerintah Daerah Sumatera Selatan (BPD Sumsel) dan Bank 

Swasta Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI). Pada tahun 2012, terdapat 

dua unit bank BPD dan tiga unit Bank BRI. Hingga tahun 2014, jumlah 

bank BPD masih tetap dua unit sementara untuk Bank BRI Mengalami 

penambahan menjadi empat unit. 

Tabel 2.4.2.C.1 

Jumlah Bank di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2012-2014 

N

o 
Kecamatan 

Jumlah Bank Pemerintah (BPD) 

 

Jumlah Bank Swasta 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

2014 

 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

1 Rawas Ulu - - - - - 

 

- 1 2 2 2 

2 Ulu Rawas -  - - - 
 

-  - - - 

3 Rupit - 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 

4 Karang Jaya - - - - - 

 

- - - - - 

5 Rawas Ilir - 1 1 1 1 

 

- - - - - 

6 Karang Dapo - - - - - 
 

- - - - - 

7 Nibung - - - - -   - - - 1 1 

Kab. Musi 

Rawas Utara 

- 2 

2 2 2 

 

1 1 

1 2 2 

Keterangan: Bank Swasta yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Bank BRI 

Sumber: 

1. Kecamatan dalam Angka Tahun 2011, 2012, 2013 

2. Survei Primer, Tahun 2014 

 

Kedua jenis bank yang ada di kabupaten ini tersebar di empat 

kecamatan, yaitu Kecamatan Rawas Ulu, Rupit, Rawas Ilir dan Nibung. 

Sementara untuk tahun 2013, penambahan unit bank BRI terdapat di 

Kecamatan Nibung yang tadinya belum memiliki unit bank BRI sama 

sekali. 

Terdapat dua jenis bank di Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu 

Bank Pemerintah Daerah Sumatera Selatan (BPD Sumsel) dan Bank 
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Swasta Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI). Pada tahun 2012, terdapat 

dua unit bank BPD dan tiga unit Bank BRI. Hingga tahun 2014, jumlah 

bank BPD masih tetap dua unit sementara untuk Bank BRI Mengalami 

penambahan menjadi empat unit. 

2. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi 

Berdasarkan hasil survei primer tahun 2014, diketahui bahwa 

belum ada perusahaan asuransi di Kabupaten Musi Rawas Utara, 

sehingga indikator kinerja jenis dan jumlah perusahaan asuransi tidak 

dapat diamati perkembangannya. 

3. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran 

Restoran dalam laporan ini memiliki pengertian sebagai usaha 

pangan siap saji di suatu bangunan tetap dengan pembeli yang 

membayar pajak, sedangkan warung makan adalah usaha pangan siap 

saji di suatu bangunan tetap namun mpembelinya tidak membayar 

pajak. 

Jumlah tempat makan/restoran di Kabupaten Musi Rawas Utara 

selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan. Pada tahun 

2009, jumlah restoran yang ada adalah sebanyak 11 unit sementara 

pada tahun 2013, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 100% 

hingga menjadi sebanyak 22 unit. 

Tabel 2.4.2.C.2. 

Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 

2009-2013 

N
o 

Kecamatan 
Jumlah Rumah Makan/Restoran 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Rawas Ulu - 8 4 4 4 

2 Ulu Rawas - - - - - 

3 Rupit 3 7 9 9 9 

4 Karang Jaya 3 4 3 3 3 

5 Rawas Ilir 5 - 2 2 2 

6 Karang Dapo - - 4 4 4 

7 Nibung - - - - - 

Kab. Musi 
Rawas Utara 11 19 22 22 22 

Sumber: Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Angka 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 
 

Apabila dilihat perkembangannya pada lingkup kecamatan, 

diketahui bahwa kecamatan dengan jumlah restoran paling banyak 
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adalah Kecamatan Rupit. Hal ini menjadi wajar mengingat bahwa Rupit 

merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara. Selain itu 

jumlah restoran yang relatif banyak dibandingkan dengan kecamatan lain 

diakibatkan oleh letaknya yang tepat berada di jalur Lintas Sumatera 

sehingga terdapat banyak kegiatan perekonomian yang dipicu oleh 

aktivitas yang terjadi pada jalur tersebut, salah satunya adalah jasa 

restoran. 

 
Gambar 2.4.2.C.1. 

Grafik Perkembangan Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Musi 

Rawas Utara Tahun 2009-2013 

Sumber: Hasil Analisis, 2014 

4. Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel 

Berdasarkan hasil survei primer tahun 2014, diketahui bahwa 

belum ada penginapan/hotel di Kabupaten Musi Rawas Utara. 

 

D. Lingkungan Hidup 

1. Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih 

Rumah tangga pengguna air bersih adalah indikator yang 

mengukur presetase rumah tangga pengguna air bersih di suatu 

kabupaten. Indikator ini dihitung dengan menggunakan rumus jumlah 

rumah tangga penguna air bersih dibandingkan dengan jumlah seluruh 

rumah tangga. 

Rumah tangga pengguna air bersih menunjukkan indikator jumlah 

rumah tangga penguna air bersih di Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Indikator ini dihitung dengan rumus Jumlah Rumah Tangga Pengguna 

Air Bersih dibandingkan dengan Jumlah seluruh rumah tangga di 
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Kabupaten Musi Rawas Utara. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air 

Bersih dapat dilihat pada tabel berikut : 
 

Tabel 2.4.2.D.1 

Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih 

Kecamatan 

Rumah tangga 
pengguna air bersih 

% 

2012 

Rawas Ulu 3,41 

Ulu Rawas 0,00 

Rupit 27,15 

Karang Jaya 7,74 

Rawas Ilir 46,56 

Karang Dapo 16,51 

Nibung 58,62 

Kab. Musi Rawas Utara 22,86 
        Sumber: BLUSPAM Kab. Musi Rawas 2012 

 

Berdasarkan pedoman penentuan standar pelayanan minimal 

bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman dan pekerjaan 

umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 

534/KPTS/M/2001), Standar Pelayanan Minimal penduduk terlayani akses 

air bersih adalah 55-75%. Jika dilihat dari capaian persentase rumah 

tangga yang menggunakan air bersih untuk Kabupaten Musi Rawas 

Utara masih di bawah SPM. Sistem penyediaan dan pengelolaan air 

bersih di Kabupaten Musi Rawas Utara menggunakan sistem 

perpompaan. Adapun tarif/retribusi pelanggan BLUSPAM sebesar 

1.245/m3.  Jumlah pelanggan air bersih BLUSPAM di Kabupaten Musi 

Rawas Utara sebagai berikut: 

Tabel 2.4.2.D.2 
Jumlah Pelanggan Air Bersih BLUSPAM 

di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2012 

No 
Kecamatan 

Jumlah 
Pelanggan 

1 Rawas Ulu 150 

2 Ulu Rawas - 

3 Rupit 824 

4 Karang Jaya 407 

5 Rawas Ilir 861 

6 Karang Dapo 641 
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7 Nibung - 

 Kab. Musi Rawas Utara  
Sumber: 1) Dokumen PU Cipta Karya da Tata Ruang Kabupaten Musi Rawas 

 2) BLUSPAM Kab. Musi Rawas 2012 

E. Komunikasi dan Informatika 

1. Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik 

Rumah tangga pengguna listrik menunjukkan indikator persentase 

rumah tangga yang menggunakan listrik di kabupaten. Indikator ini 

dihitung dengan menggunakan rumus dibandingk\an dengan  jumlah 

rumah tangga. 

Presentase rumah tangga yang menggunakan listrik 

mengindikasikam jumlah rumah tangga yang sudah memiliki jaringan 

listrik untuk memenuhi berbagai kebutuhan.  

Tabel 2.4.2.E.1. 

Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kab. Musi Rawas Utara 

Kecamatan 

Persentase rumah tangga 
yang menggunakan listrik 

% 

Tahun 2012 

Rawas Ulu 14,98 

Ulu Rawas 74,57 

Rupit - 

Karang Jaya - 

Rawas Ilir 11,06 

Karang Dapo 10,87 

Nibung 23,41 

Kab. Musi Rawas Utara 26,98 

 

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, rasio elektrifikasi di 

Indonesia saat ini mencapai 80,54% dan ditargetkan pemerintah akan 

mencapai 100% pada tahun 2020. Jika dilihat dari persentase rumah 

tangga yang menggunakan listrik  
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi 

A. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan 

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

1. Angka Kriminalitas 

Indikator ini digunakan sebagai langkah untuk melihat 

perkembangan angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas 

Utara. Namun karena data Kabupaten Musi Rawas Utara tidak ada maka 
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penggambaran angka kriminalitas dilihat kondisi Kabupaten Musi Rawas. 

Berdasarkan tabel angka kriminalitas di Kabupaten Musi Rawas selama  4 

tahun terakhir cenderung meningkat. Tahun 2013 memiliki angka 

kriminalitas tertinggi yaitu  74,08%. Secara umum jumlah kasus 

pencurian yang paling banyak terjadi di Kabupaten Musi Rawas. 

Berkaitan dengan fokus iklim investasi bisa didorong dengan peningkatan 

situasi pengamanan serta kesadaran untuk hidup secara mandiri dan 

bertanggung jawab.   

Tabel 2.4.3.A.1. 
Jumlah Angka Kriminalitas di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 - 2013 

N
o 

Jenis Kriminal 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Jumlah kasus Pembunuhan   23 12 12 10 

2 Jumlah kasus Penganiayaan   48 66 72 76 

3 Jumlah kasus Pencurian   291 535 606 620 

4 Jumlah kasus Perampokan    229       

5 Jumlah kasus Pemerkosaan    14 6 13 7 

6 Jumlah kasus Kecelakaan    0 167 128 133 

7 Jumlah Kasus Pembakaran    0 5 2 2 

8 Jumlah Kasus Penggelapan    36 29 72   

9 Jumlah Kasus Penipuan    20 27 41 24 

10 Jumlah Kasus Pengerusakan    7   14 23 

11 Jumlah Kasus Perjudian    0 24 23   

12 
Jumlah Kasus Pemcurian 
Motor  

        60 

13 Jumlah Kasus Lain-lain    23 20 334   

14 
Total Jumlah Tindak Kriminal 
Selama 1 Tahun 

  691 691 891 1.317 

15 Jumlah Penduduk 
164.07

3 
169.41

1 
172.50

3 
174.87

4 
177.77

3 

16 Angka Kriminalitas 0 40,79 40,06 50,95 74,08 

 Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2010 – 2013 

2. Jumlah Demo 

Indikator jumlah demo bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kondusifitas suatu daerah untuk mendukung kegiatan investasi yang 

aman dan tentram.  Namun karena data Kabupaten Musi Rawas Utara 

tidak ada maka penggambaran jumlah demonstrasi dilihat kondisi 

Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan tabel jumlah demo di Kabupaten 

Musi Rawas selama 4 tahun terakhir terus meningkat. Untuk jenis 

demonya tidak tersedia datanya. Namun hal ini menunjukkan kondisi 
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keamanan wilayah Kabupaten Musi Rawas perlu ditingkatkan 

keamanannya. 

Tabel 2.4.3.A.2. 

Jumlah Demo di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 – 2013  

Uraian 2010 2011 2012 2013 

Bidang Politik         

Ekonomi         

Kasus pemogokan kerja         

Jumlah 
Demonstrasi/Unjuk Rasa 

7 16 20 24 

Sumbe r: Musi Rawas Dalam Angka 2010 - 2013 

3. Lama Proses Perijinan  

Pembentukan Kabupaten Mui Rawas Utara yang baru secara resmi 

disahkan pada tahun 2013 menjadikan indikator lama proses perizinan 

belum sepenuhnya dimiliki oleh kabupaten yang bersangkutan. Kantor 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi 

Rawas Utara yang merupakan SKPD yang memiliki kewenangan untuk 

mengelola perizinan di kabupaten ini baru memiliki daftar perizinan yang 

akan dikeluarkan, sementara untuk lama proses perizinan masih 

mengadaptasi dari kabupaten induknya, Kabupaten Musi Rawas. 

Berikut adalah daftar lama proses perijinan yang dikeluarkan oleh 

Kabupaten Musi Rawas Utaratahun 2014: 

Tabel 2.4.3.A.3 

Lama Proses Perizinan di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 

No Jenis Izin 
Lama Proses 

Perizinan (hari) 

1 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 12 

2 Izin Usaha Industri (IUI) 3 

3 Izin Tempat Usaha (SITU) 3 

4 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3 

5 Izin Gangguan (HO) 3 

6 Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 3 

7 Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi 
(SIUJK) 

3 

8 Izin Reklame 3 

9 Izin Usaha Angkutan Jalan (IUAJ) 3 

10 Izin Tempat penyimpanan Barang 
(ITDB) 

3 

11 Izin Lokasi 3 
Sumber : Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi 

Rawas, Tahun 2014 
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Terdapat sebelas jenis perizinan yang dikeluarkan oleh kantor 

pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Musi Rawas Utara. Dari semua 

jenis izin yang dikeluarkan, rata-rata lama waktu yang dibutuhkan untuk 

memproses izin tersebut adalah tiga hari kerja. Satu-satunya jenis izin 

yang membutuhkan proses cukup lama adalah Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB). Hal ini dikarenakan ada serangkaian tahap yang harus dilakukan 

untuk mengeluarkan izin tersebut, salah satunya adalah survei langsung 

ke lokasi yang bersangkutan. 

4. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah 

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pajak terdiri dari 

bermacam-macam jenis tergantung dengan masing-masing 

kabupaten/kota. Sedangkan retribusi biasanya terbagi ke dalam tiga 

kategori utama, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan 

retribusi untuk izin tertentu. 

Sama halnya dengan indikator sebelumnya, indikator jumlah dan 

macam pajak dan retribusi daerah Kabupaten Musi Rawas Utara masih 

merupakan hasil adopsi dari kabupaten induknya, Kabupaten Musi 

Rawas. Analisis indikator jumlah dan jenis pajak dan retribusi Kabupaten 

Musi Rawas Utara didasarkan pada informasi yang tertuang dalam 

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Juli 

2014. 

Jumlah pajak yang dikeluarkan oleh Kabupaten Musi Rawas Utara 

tahun 2014 terdiri dari sembilan jenis pajak daerah. Jumlah ini berbeda 

dengan jumlah pajak yang dikeluarkan oleh Kabupaten Musi Rawas yang 

berjumlah sebanyak sepuluh jenis pajak. Jenis pajak yang belum 

dikeluarkan oleh Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Pajak untuk 

Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Menurut hasil wawancara 

terhadap SKPD yang memiliki kaitan dengan jenis pajak ini, yaitu Dinas 

Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas 

Utara pada Agustus 2014, diketahui bahwa seluruh pengambilan bahan 

galian gol. C masih merupakan pertambangan tanpa izin yang dilakukan 
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dalam skala perseorangan sehingga tidak ada penarikan pajak untuk 

kegiatan tersebut.  

Tabel 2.4.3.A.4 
Perbandingan Jumlah dan Jenis Pajak yang Dikeluarkan oleh 

Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 

Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara 

1. Pajak Restoran 1. Pajak Restoran 

2. Pajak Hiburan 2. Pajak Hiburan 

3. Pajak Reklame 3. Pajak Reklame 

4. Pajak Penerangan Jalan 4. Pajak Penerangan Jalan 

5. Pajak Mineral Bukan Logam 
5. Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan 

6. Pajak Pengambilan Bahan 
Galian Gol.C 6. Pajak Parkir 

7. Pajak Parkir 7. Pajak Air Tanah 

8. Pajak Air Tanah 8. Pajak Sarang Burung Walet 

9. Pajak Sarang Burung Walet 
9. Biaya Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan 

10. Biaya Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan   
Catatab: 

Jenis pajak yang dikeluarkan diluar Pajak Bumi Bangunan dan Pajak Pendapatan yang dikelola 

oleh pemerintah pusat 

Sumber: 

1. Kabupaten Musi Rawas dalam Angka 2014; 

2. Dokumen Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Juli 

2014, Dinas Pengelolaan, Pendapatan Aset Daerah Kab. Musi Rawas Utara, 2014 

 
  

Pada tahun 2014, tercatat ada 18 jenis retribusi yang ditetapkan 

di Kabupaten Musi Rawas Utara. Apabila dibandingkan dengan 

Kabupaten Musi Rawas, terdapat empat jenis retribusi yang belum 

ditetapkan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Retribusi yang belum 

ditetapkan tersebut meliputi : Retr. Surat Izin Usaha Industri, Retr. 

Tempat penyimpanan barang, Retr. Izin tempat usaha dan Retr. 

Pengendalian menara telekomunikasi. Untuk dua jenis tertibusi yang 

terkait dengan perizinan, hal ini bisa dikaitkan dengan keterangan yang 

didapatkan di Kantor Penanaman dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kabupaten Musi Rawas Utara yang memang baru akan mulai 

beroperasi/melakukan pelayanan pada awal bulan September 2014. Oleh 

karena itu memang belum ada perizinan yang dikeluarkan. 
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Tabel 2.4.3.A.5 
Perbandingan Jumlah dan Jenis Retribusi yang Dikeluarkan oleh 

Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 

Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara 

1.   Retr. Pelayanan Kesehatan 1.   Retr. Pelayanan Kesehatan 

2.   Retr. Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan 

2.   Retr. Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan 

3.   Retr. Penggantian Biaya Cetak KTP 
dan Akte Catatan Sipil 

3.   Retr. Penggantian Biaya Cetak KTP 
dan Akte Catatan Sipil 

4.   Retr. Parkir di Tepi Jalan Umum 4.   Retr. Parkir di Tepi Jalan Umum 

5.   Retr. Pelayanan Pasar 5.   Retr. Pelayanan Pasar 

6.   Retr. Pengujian Kendaraan 
Bermotor 

6.   Retr. Pengujian Kendaraan 
Bermotor 

7.   Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah 
(Sewa Alat Berat) 

7.   Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah 
(Sewa Alat Berat) 

8.   Retr. Pasar Grosir/Pertokoan 8.   Retr. Pasar Grosir/Pertokoan 

9.   Retr. Terminal 9.   Retr. Terminal 

10. Retr. Tempat Khusus parker 10. Retr. Tempat Khusus parker 

11. Retr. Rumah Potong Hewan 11. Retr. Rumah Potong Hewan 

12. Retr. Pelayanan Kepelabuhan 12. Retr. Pelayanan Kepelabuhan 

13. Retr. Peningkatan Hasil Pekebunan 13. Retr. Peningkatan Hasil Pekebunan 

14. Retr. Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP) 

14. Retr. Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP) 

15. Retr. Surat Izin Usaha Industri 15. Retr. Izin Mendirikan Bangunan 

16. Retr. Tempat Penyimpanan Barang 16. Retr. Izin Gangguan/Keramaian 

17. Retr. Izin Mendirikan Bangunan 17. Retr. Izin Trayek 

18. Retr. Izin Gangguan/Keramaian 18. Retr. Izin Usaha Angkutan Jalan 

19. Retr. Izin Trayek   

20. Retr. Izin Usaha Angkutan Jalan   

21. Retr. Izin Tempat Usaha   

22. Retr. Pengendalian Menara 
Telekomunikasi   
Sumber: 

1. Kabupaten Musi Rawas dalam Angka 2014; 

2. Dokumen Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Juli 2014, Dinas 

Pengelolaan, Pendapatan Aset Daerah Kab. Musi Rawas Utara, 2014 

  

5. Presentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total 

Desa 

Indikator persentase desa berstatus swasembada terhadap total 

desa tidak dapat diamati karena hasil perhitungan dari data yang 

tersedia kurang relevan digunakan sebagai sumber informasi. Informasi 

yang digunakan yakni jumlah desa/kelurahan yang memiliki status 

berswasembada.  
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2.4.4. Sumber Daya Manusia 

A. Ketenagakerjaan 

1. Rasio Lulusan S1/S2/S3  

Salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah 

SDM, baik dari segi kuantitas dan kualitas. Indikator rasio lulusan 

S1/S2/S3 dapat dijadikan cerminan kualitas SDM di Kabupaten Musi 

Rawas Utara. Masyarakat sebagai subyek dapat menjadi beban ataupun 

potensi pembangunan tergantung kualitas SDM yang ada. Semakin tinggi 

rasio lulusan perguruan tinggi menunjukkan daerah tersebut mempunyai 

potensi pembangunan. Era globalisasi menuntut kualitas SDM yang tinggi 

agar dapat bersaing dengan daerah/negara lain.  

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh 

tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang 

ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga 

kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari 

tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaiakan S1, S2 dan S3. 

Tabel 2.4.4.A.1 menunjukkan rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Musi 

Rawas Utara. 

Tabel 2.4.4.A.1 
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2010 

Kecamatan 

Jumlah (Jiwa) 
Rasio per 10.000 

penduduk 
Lulusan 

S1/S2/S3 
penduduk > 

10 tahun 

Rawas Ulu 181 27.850 65 

Ulu Rawas 43 9.431 46 

Rupit 257 28.057 92 

Karang Jaya 137 24.809 55 

Rawas Ilir 155 24.799 63 

Karang Dapo 115 15.816 73 

Nibung 144 19.672 73 

Musi Rawas 
Utara 1.032 

150.43
4 69 

Sumber : Sensus Penduduk 2010 

 

Tabel 2.4.4.A.1 menunjukkan bahwa kualitas sumber daya 

manusia di Kabupaten Musi Rawas Utara masih rendah. Hal tersebut 

diindikasikan dari sedikitnya rasio lulusan S1/S2/S3 di Musi Rawas Utara, 

hanya terdapat 69 orang lulusan S1/S2/S3 dari 10.000 penduduk. Data 
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tiap kecamatan  menunjukkan rasio lulusan S1/S2/S3 tertinggi di 

Kecamatan Rupit (92/10.000 penduduk) dan terendah di Kecamatan 

Karang Jaya (55/10.000 penduduk). Fasilitas pendidikan tinggi di 

Kabupaten Musi Rawas Utara belum tersedia sehingga harus ke Lubuk 

Linggau atau Palembang. Jarak yang jauh dan biaya transport yang 

tinggi dapat mengurangi antusias masyarakat untuk melanjutkan ke 

pendidikan tinggi. 

Kualitas SDM harus menjadi prioritas pemerintah kabupaten Musi 

Rawas Utara agar dapat membangun daerah. Rendahnya kualitas SDM 

akan melemahkan daya saing SDM masyarakat Musi Rawas Utara 

sehingga hanya menjadi “penonton” di daerah sendiri. Rasio Lulusan 

S1/S2/S3 Kabupaten Musi Rawas masih kalah dibandingkan dengan 

kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini harus 

menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam 

memamulai pembangunan daerahnya, agar tidak tertinggal dengan 

daerah lain. Gambar 2.4.4.A.1 menunjukkan perbandingan rasio 

S1/S2/S3 Kabupaten Musi Rawas Utara dengan kabupaten/kota lainnya 

di Provinsi Sumatera Selatan. 

 

Gambar 2.4.4.A.1 
Grafik persentase lulusan S1/S2/S3 Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2010 
*Data belum termasuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 

Sumber : Hasil Analisis,2014 
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2. Rasio Ketergantungan/Dependency Ratio 

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan 

antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah 

penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 

15-64 tahun. Rasio Ketergantungan menunjukkan beban yang harus 

ditanggung usia produktif terhadap usia tidak produktif. Semakin tinggi 

rasio ketergantungan maka beban yang ditanggung oleh usia produktif 

semakin tinggi juga, demikian juga sebaliknya. Beban yang ditanggung 

semakin tinggi akan berakibat terhadap pembangunan daerah karena 

penduduk usia kurang produktif lebih banyak dibandingkan penduduk 

usia produktif. Tabel 2.4.4.A.2 menunjukkan rasio ketergantungan tiap 

Kecamatan dan Kabupaten Musi Rawas Utara di tahun 2010 dan 2013. 

Tabel 2.4.4.A.2 

Dependency Ratio Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2010 dan 2013 

Kecamatan 

2010 

DR 

2013 

DR 

0-14 15-64 
>= 
65 0-14 15-64 

>= 
65 

Rawas Ulu 9.697 20.124 1216 54 9.194 24.225 1.195 43 

Ulu Rawas 3.971 6.409 392 68 3.864 8.029 384 53 

Rupit 10.527 20.028 1043 58 10.425 25.107 1.165 46 

Karang Jaya 9.092 17.841 922 56 8.789 21.768 985 45 

Rawas Ilir 9.550 17.611 1.017 60 9.175 21.141 1.021 48 

Karang 
Dapo 5.973 11.035 712 61 6.308 15.466 836 46 

Nibung 7.213 14.463 592 54 7.805 17.610 665 48 

Musi 
Rawas 
Utara 56.023 107.511 5.894 58 55.560 133.346 6.251 46 

Sumber :  

1) Profil Kesehatan Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 

2) Profil Kependudukan Kabupaten Musi Rawas tahun 2013 

 

Rasio Ketergantungan di Kabupaten Musi Rawas Utara di tahun 

2013 relatif rendah yaitu 46 menurun dibandingkan tahun 2010, yang 

rasionya mencapai 58., hal ini menandakan bahwa beban usia produktif 

terhadap usia belum/tidak produktif, rendah. Rendahnya angka 

ketergantungan akan mengurangi hambatan dalam pembangunan di 

Musi Rawas Utara. Angka Ketergantungan tiap kecamatan menunjukkan 

bahwa Kecamatan Nibung dan Rawas Ulu memiliki dependency ratio 
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paling rendah yaitu 43 dan Kecamatan Ulu Rawas paling tinggi yaitu 53. 

Dependency ratio penduduk di tiap kecamatan semakin menurun antara 

tahun 2010-2013,Penduduk di Ulu Rawas didominasi oleh penduduk usia 

< 15 tahun, hampir 30 % dari total, hal ini akan menghambat kegiatan 

ekonomi di Kecamatan Ulu Rawas. Usia produktif harus menanggung 

beban dari usia tidak/belum produktif.  

Kecamatan Nibung yang terdapat banyak desa transmigrasi 

memiliki usia produktif yang relative banyak sehingga rasio 

ketergantungannya relative rendah. Hal ini dapat menjadi potensi bagi 

Kecamatan Nibung. Pemerintah Musi Rawas Utara harus mempunyai 

kebijakan kependudukan agar angka ketergantungan antar kecamatan 

relatif sama sehingga laju pembangunan akan relative merata. Laju 

pembangunan yang lebih merata akan menahan penduduk usia produktif 

untuk tetap tinggal, dan apabila laju pertumbuhan tidak merata maka 

akan menyebakan ketimpangan rasio ketergantungan. Gambar 2.4.4.A.2 

menunjukkan dependency ratio Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2010 

dan 2013. 

 

Gambar 2.4.4.A.2 

Grafik Dependency Ratio Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2010 

Sumber : Hasil Analisis 

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting yang 

digunakan sebagai dasar merencanakan kebijakan dan evaluasi 

pembangunan. Indikator ini menjadi penting karena melalui IPM dapat 
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diketahui sejauhmana keberhasilan pembangunan manusia yang telah 

dilaksanakan. Melalui IPM dapat dilakukan kajian pembandingan 

pencapaian pembangunan manusia antar wilayah. Komponen IPM 

mencakup 3 bidang pembangunan dasar manusia, yaitu harapan hidup 

(angka harapan hidup), pengetahuan (angka rata-rata lama sekolah dan 

angka melek huruf), dan standar hidup layak.  

Data mengenai IPM di Kabupaten Musi Rawas Utara belum 

tersedia, sehingga untuk data IPM digunakan data IPM Kabupaten Musi 

Rawas (kabupaten induk), dengan asumsi kondisi IPM tersebut 

mencerminkan kondisi IPM Kabupaten Musi Rawas Utara. Jika dilihat dari 

perkembangan selama tahun 2006 sampai dengan 2012, IPM Kabupaten 

Musi Rawas lebih rendah dibandingkan dengan IPM Kabupaten/Kota se 

Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai daerah pemekaran baru, data IPM 

Kabupaten Musi Rawas Utara yang tersedia adalah tahun 2013 sebesar 

67,94 dan paling rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Sumatera 

Selatan. Berikut ini tabel dan grafik mengenai data IPM Kabupaten Musi 

Rawas: 

Tabel 2.4.4.A.3 
Perkembangan IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2006– 2013 

Kabupaten/Kota 
IPM 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

OKU 70,90 71,40 71,92 
72,36 73,14 73,59 74,01 

74.42 
  

OKI 69,00 69,15 69,64 
70,06 70,61 71,07 71,45 

71.82 
  

Muara Enim 69,10 69,42 69,91 
70,38 70,81 71,26 71,65 

72.06 
  

Lahat 68,40 69,36 69,99 
70,53 71,30 71,83 72,29 

72.68 
  

Musi Rawas 65,50 66,31 66,87 
67,33 67,89 68,38 69,01 

69.57 
  

Musi Banyuasin 69,00 69,64 70,54 
71,13 71,81 72,44 73,15 

73.67 
  

Banyu Asin 68,10 68,60 69,09 
69,45 69,78 70,28 70,70 

71.08 
  

OKU Selatan 70,00 70,28 70,66 
71,02 71,42 71,82 72,29 

72.67 
  

OKU Timur 67,50 68,14 68,88 
69,39 69,68 70,34 70,72 

71.19 
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Ogan Ilir 67,20 68,17 68,87 
69,17 69,51 70,09 70,52 

70.89 
  

Empat Lawang 66,60 67,17 67,68 
68,15 68,61 69,08 69,69 

70.02 
  

Penukal Abab 
Lematang Ilir 

- - - 
- - - - 

68.31 
  

Musi Rawas Utara - - - 
- - - - 

 
67.94 
  

Kota Palembang 74,30 74,94 75,49 
75,83 76,23 76,69 77,38 

77.74 
  

Kota Prabumulih 71,70 72,51 73,20 
73,69 74,27 74,94 75,45 

75.83 
  

Kota Pagar Alam 71,10 71,70 72,16 
72,48 73,19 73,70 74,15 

74.47 
  

Kota 
Lubuklinggau 

68,00 69,24 69,69 
70,18 70,56 71,10 71,46 

71.83 
  

Provinsi 
Sumatera 
Selatan 

71,1
0 

71,4
0 

72,0
5 

72,6
1 

72,9
5 

73,4
2 

73,9
9 

74.36 
  

Sumber: www.bps.go.id 

 

 
 

Gambar 2.4.4.A.3 
Grafik Perkembangan IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2006-2013 
Sumber: www.bps.go.id dan hasil analisis 
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Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Tahun 2018 

 

Permasalahan pembangunan daerah selalu memiliki perbedaan 

ekspektasi antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang 

direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi 

riil saat perencanaan sedang dibuat. Permasalahan pembangunan diperoleh 

dari hasil analisis gambaran umum daerah dan analisis capaian kinerja daerah. 

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari 

kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak 

diatasi untuk menggapai peluang dan meminimalisasi hambatan. Untuk 

mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi 

dan misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang 

mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peuang dan tantangan yang dihadapi. 

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah 

untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau 

kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang 

berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam 

memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi 

permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap 

beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai 

permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan 

tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Tidak semua permasalahan tiap urusan dijadikan sasaran pokok selama 

20 (dua puluh) tahun ke depan, mengingat keterbatasan pendanaan, isu 

strategis yang muncul, fokus kepada agenda paling strategis dan hubungannya 

dengan agenda-agenda pembangunan yang telah berhasil dicapai di periode 

sebelumnya. Dengan pendekatan manajemen strategis, permasalahan pada 

urusan atau gabungan urusan yang akan dijadikan sebagai dasar penentuan 

sasaran pokok adalah permasalahan-permasalahan yang memiliki dampak 

paling tinggi terhadap pembangunan dan kriteria-kriteria lain yang sesuai 

peraturan perundang-undangan. 
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Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah 

dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu 

keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah 

faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit 

yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam 

mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 
 

Kriteria Capaian Kinerja : 
 

Tabel 2. Kriteria Capaian Kinerja 
 

  

Sangat Baik Target tercapai (100 %  -  > 100 %) 
  

Baik Mendekati Target (> 75 %  -  < 100 %) 

Cukup Dibawah Target (50 %  -  75 %) 
  

Rendah Jauh dibawah target (0  -  < 50 %) 
  

 

Permasalahan pelaksanaan program/kegiatan di Kabupaten Musi 

Rawas Utara Tahun Anggaran 2012-2013 adalah : 

 

1. Pendidikan 

 
Permasalahan Pendidikan : 

 

1. Dalam rangka menekan angka putus sekolah dan meningkatkan angka 

partisipasi kasar dan angka partisipasi murni dan masih rendahnya 

kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memahami bahwa 

peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari 

peningkatan kualitas pendidikan, pada tahun 2013 tercatat angka 

partisipasi murni Jenjang SMA/MA secara keseluruhan adalah sebesar 

63,54%, sedikit diatas SPM yaitu sebesar 60%. 

2. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terutama pada rehab 

sedang/berat dan penambahan dan pembangunan ruang kelas baru 

yang bersumber dari APBD maupun APBN mengalami kendala 

pengelolaan yang mana belum bisa dikelola secara swakelola sehingga 

memerlukan sumber daya dalam pengawasan lebih banyak untuk bisa 

mengawasi pelaksanaannya secara optimal, dan terkadang didalam 

pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) juknis sering datang terlambat 
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sehingga proses kegiatan yang telah direncanakan sering terlambat 

terutama untuk dana pembangunan dan rehab bangunan sekolah. 

 

2.  Kesehatan 

 

   Permasalahan Kesehatan : 

 

Permasalahan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Malaria antara lain: 

- masih rendahnya pemahaman dan peran serta masyarakat dalam upaya 

pemberantas penyakit malaria sehingga menyulitkan untuk penanganan 

malaria secara menyeluruh.  

- Melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan bekerja sama 

dengan petugas outdoor yang tersebar di masing-masing dusun agar dapat 

menyebarkan informasi yang benar tentang penyakit malaria 

 

3.  Pekerjaan Umum 

 

Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan 

peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara 

adalah : 

- Keterlambatan datangnya distribusi material dikarenakan masih banyaknya 

ruas jalan dengan kondisi buruk.  

- Keberadaan dari jasa pelaksanaan bangunan yang kadang tidak sesuai 

dengan pengajuan pendaftaran penawaran.  

- Kurangnya waktu pelaksanaan terutama pada akhir tahun.  

- Terbatasnya anggaran yang menyebabkan tertundanya pekerjaan.  

 

4. Perumahan 

 

Pemasalahan Perumaan : Kurangnya kesadaran masyarakat untuk 

menciptakan lingkungan perumahan yang sehat dan bersih, solusi yang diambil 

bekerja dengan unsur terkait untuk memberikan pemahaman kepada 

masyarakat tentang budaya hidup sehat dan bersih. 
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5. Tata Ruang 

 

Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan urusan penataan ruang 

adalah bahwa saat ini pembangunan di wilayah perkotaan lebih 

memprioritaskan kepada pembangunan fisik dan lebih menekankan pada fungsi 

ekonomi daripada fungsi ekologis dan kelestarian lingkungan. Selain itu, ruang 

publik yang seharusnya malah berubah peruntukannya.  

 

6. Perencanaan Pembangunan 

 

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat 

Desa/Kelurahan sampai Musrenbang pembangunan Nasional serta penyusunan 

Rancangan KUA dan PPAS dapat dilaksanakan sesuai petunjuk pemerintah 

pusat sehingga Perda APBD dan Perbub tentang penjabaran APBD dapat 

diselesaikan pada akhir tahun. Namun pada kenyataan dalam penyusunannya 

sering kali mengalami keterlambatan dikarenakan dalam Monitoring Evaluasi, 

Pengendalian dan Pelaporan perencanaan pembangunan, data yang 

disampaikan selalu terlambat. Selain itu, data yang ada dilapangan sering 

berbeda dengan laporan yang disampaikan oleh OPD. 

 

7. Perhubungan 

 

Beberapa  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  bidang  Perhubungan  

adalah  sebagai berikut : 

 

1. Terbatasnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil  di bidang 

perhubungan, khususnya penyidikan terhadap pelanggaran Undnag-

Undang lalu lintas, sehingga pelaksanaan sidang di tempat operasi belum 

dapat berjalan secara optimal.  

2. Kurang tertib dan disiplinnya masyarakat dalam berlalu lintas.  

3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terutama pemilik kendaraan 

bermotor wajib uji untuk menguji/kir secara berkala kendaraannya.  

4. Angkutan umum khususnya angkutan darat masih belum memiliki trayek 

tetap meskipun beberapa sudah ada yang memiliki ijin trayek. 

5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan 
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khususnya darat sehingga angkutan penumpang dengan plat hitam masih 

sering beroperasi layaknya kendaraan umum. 

 

8. Lingkungan Hidup  

 

Permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pogram dan 

Kegiatan yang dijumpai adalah sebagai berikut : 

1. Kurangnya SDM dan prasarana kerja dalam penanganan sampah 

dikarenakan jumlah volume sampah yang ditanganai semakin tinggi. 

2. Akses air minum masih belum tercukupi 

3. Masih kurangya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan 

adanya masayarkat yang membuang sampah sembarangan apalagi di sungai 

sehingga mencemari status mutu air.  

 

9. Pertanahan 

 

Permasalahan di sektor pertanahan adalah masih rendahnya kepemilikan 

lahan yaitu berkisar 0,026 penduduk/lahan dengan asumsi kepemilikan 

sertifikat tanah. Sayangnya data tentang kepemilikan tanah di Kabupaten Musi 

Rawas Utara belum tersedia sehingga belum bisa diketahui permasalahan dan 

persentase kepemilikan tanaha secara akurat. 

  

10. Kependudukan dan Capil 

 

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan 

kependudukan dan catatan sipil antara lain jumlah SDM yang terbatas, data 

base kependudukan yang masih perlu disempurnakan, masih dijumpai KTP 

yang telah habis masa berlakunya tetapi tidak diperpanjang, kelengkapan 

persyaratan administrasi dari pemohon akte capil sering tidak lengkap, masih 

terjadi kesalahan dalam penulisan data permohonan akte catatan sipil akibatnya 

menyulitkan pemrosesan lebih lanjut, kesadaran masyarakat untuk membuat 

dan menyesuaikan data keluarga ke dalam kartu keluarga (KK) terhadap 

kejadian vital (lahir, mati, datang dan pindah) masih perlu ditingkatkan, 

kesadaran masyarakat untuk melengkapi diri dengan KTP masih perlu 

ditingkatkan, kesadaran tentang tertib administrasi kependudukan perlu 
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ditingkatkan lagi dan kesadaran masyarakat tentang kepemilikan akte catatan 

sipil masih perlu ditingkatkan, baru mencari akte catatan sipil saat diperlukan. 
 

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

 

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi belum dapat dideskripsikan 

karena tidak adanya data dan informasi yang tersedia. 

 

12. KB dan Keluarga Sejahtera  

 

Permasalahan pada KB dan Keluarga sejahtera adalah masih terbatasnya 

tenaga penyuluh KB. Permasalahan yang dihadapi antara lain masih rendahnya 

jumlah akseptor KB dan masih adanya PUS. 

 

13. Sosial 

 

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pembangunan 

kesejahteraan sosial di Kabupaten Musi Rawas Utara sampai tahun 2013 antara 

lain adanya pendatang dari luar daerah dengan berbagai kasus PMKS sulit 

untuk dapat diatasi secara tuntas. Berbagai upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi permasalahan tersebut, bersama-sama dengan trantib Kabupaten 

Musi Rawas Utara memberikan penyuluhan-penyuluhan dan bimbingan sosial 

dalam upaya menyadarkan dan menumbuhkan potensi mereka (PMKS) 

sehingga kasus-kasus PMKS kedepan dapat ditekan seminimal mungkin. 

 

14. Ketenagakerjaan 

 

Pada bidang penempatan tenaga kerja permasalahan yang dihadapi 

adalah masih banyaknya pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja, masih 

banyak perusahaan yang belum membuat laporan keadaan tenaga kerjanya, 

masih banyak tenaga kerja belum mengerti dan memahami hak dan kewajiban 

Normatif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan. Solusi 

dari permasalahan ini adalah untuk tahun ini akan ada beberapa perusahaan 

yang akan segera dibangun di Kabupaten Musi Rawas Utara sehingga 

diharapkan pengangguran akan berkurang dan terciptanya lapangan pekerjaan. 
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15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

 

Dalam upaya mencapai sasaran masih ditemukan adanya permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Kualifikasi Koperasi yang telah terbentuk perkembangannya relatif Belum 

optimal dan persentase koperasi aktif belum menyebar ke seluruh 

kecamatan.  

2. Kemitraan Koperasi dengan Perusahaan swasta, BUMN ataupun dengan Bank 

masih sangat rendah (sedikit), hal ini disebabkan karena Koperasi kesulitan 

dalam memenuhi persyaratan teknis Bank. 

 

16. Penanaman Modal 

 

Peningkatan investasi di Kabupaten Musi Rawas Utara masih rendah, 

belum optimalnya minat investasi dan belum mantapnya sistem administrasi 

penanaman modal. Jenis-jenis izin yang dilayani di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Kabupaten Musi Rawas Utara belum dapat 

dideskripsikan karena tidak adanya informasi yang tersedia. 

 

17. Kebudayaan 

 

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kebudayaan adalah kurangnya 

dukungan SDM yang mengerti dan mampu dalam bidang ini sehingga tumbuh 

kembangnya masih tertinggal dengan daerah lainnya. 

 

18. Pemuda dan Olah Raga 

 

Terbatasnya pelatihan olah raga dan minimnya dana pembinaan 

merupakan salah satu perasalahan dalam olahraga. Saat ini hanya terdapat 1 

gedung olahraga yang berlokasi di Kecamatan Rupit, hal ini menunjukan bahwa 

kegiatan olahraga masih belum merata karena di kecamatan lain belum adanya 

gedung oahraga. 

 

 

19. Kesataun Bangsa dan Politik Dalam Negeri 

 

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi belum dapat dideskripsikan 
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karena tidak adanya data dan informasi yang tersedia. 

20. Otonomi Daerah 

 

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan 

otonomi daerah, seperti lemahnya kepengawasan, belum optimalnya 

pengelolaan keuangan, masih terbatasnya tenaga trantib serta terbatasnya 

tenaga penanggulangan bencana. Masih terbatasnya tenaga kepegawaian dan 

masih lambatnya proses administrasi kepegawaian karena disamping 

melibatkan instansi lain. 

 

21. Ketahanan Pangan 

 

Permasalahan pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

adalah Belum mantapnya koordinasi antara pelaku dalam mata rantai sistem 

ketahanan pangan di tingkat lapangan. Solusinya adalah dilaksanakannya 

penyuluhan–penyuluhan. Permasalahan Program diversifikasi pangan dan gizi 

keluarga adalah kesadaran masyarakat untuk pemanfaatan lahan 

pekarangan/lahan Kosong belum optimal. 

 

22. Pemberdayaan Masyarakat Desa 

 

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis 

Permasalahannya antara lain : 

1. Pengetahuan dan Keterampilan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) 

yang telah diberikan kepada masyarakat belum sepenuhnya diterapkan 

dalam pngelolaan usaha, sehingga nilai tambah yang didapatkan belum 

optimal  

2. Teknologi Tepat Guna (TTG) yang diterapkan oleh Pokmas belum 

sepenuhnya merupakan rekayasa murni Pokmas (merekayasa yang sudah 

ada) sehingga produk yang dihasilkan memiliki spesifikasi yang hampir sama 

sehingga daya saingnya kurang optimal.  

23. Statisitik 

 

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan statistik yatu data 

yang didapatkan dari sumber yang tersedia sering kurang lengkap dan kurang 
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akurat, sebagai akibat lemahnya administrasi di masing-masing OPD yang 

menangani. 

 

24. Komunikasi dan Informasi 

 

Secara umum pencapaian sasaran tersebut telah berhasil dengan baik 

karena adanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya IPTEK dalan era 

globalisasi sangat tinggi namun demikian masih terdapat kendala masalah 

anatara lain : 

1. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang 

memadai sebagai tenaga teknis di bidang informasi dan komunikasi 

2. Terbatasnya jumlah SDM dibandingkan dengan lingkup tupoksi serta masih 

ada tenaga IT yang diperbantukan di Kecamatan  

3. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional informasi dan komunikasi 

yang memadai, seperti mobil unit siaran keliling untuk penyebarluasan 

informasi melalui multimedia, serta sarana yang lain untuk medukung 

kelancaran tugas informasi dan komunikasi 

4. Masih terbatasnya signal yang ada dimana ketika listrik mati juga 

mengakibatkan terganggunya signal maupun internet. 

 

25. Kearsipan 

 

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kearsipan adalah 

: 

1. Terbatasnya jumlah petugas kearsipan  

2. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas Kearsipan  

 

26. Pertanian 

 

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pertanian adalah 

sebagai berikut : 

1. Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah.  

2. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian (sawah) menjadi non pertanian; 

3. Masih tingginya konsumsi beras dan masih rendahnya diversifikasi pangan, 

sehingga gizi kurang berimbang.  
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27. Energi  dan sumber Daya Mineral 

 

Permasalahan dan kendala yang dihadapi pada Bidang Urusan Energi dan 

Sumber Daya Mineral antara lain : 

1. Masih terdapatnya pertambangan tanpa izin 

2. Bahan tambang galian golongan C terdapat pada alur sungai, namun pada 

alur sungai banyak terdapat bangunan fasilitas umum seperti jembatan, 

bendungan dan tanggul tebing sungai, sehingga sangat membahayakan 

apabila galian golongan C terlalu di eksploitasi terutama dari segi 

keselamatan bangunan dan bahaya longsor pada sempadan sungai.  

3. Masih kurangnya tenaga di bidang Sumber Daya Mineral yang mempunyai 

keahlian dibidang Pertambangan dan Energi.  

 

28. Pariwisata 

 

Kurangnya dikenalnya Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai salah satu 

destinasi wisata di Provinsi Sumatera Selatan dibandingkan dengan Kabupaten 

lainnya yang telah maju kepariwisataannya turut mempengaruhi kecilnya minat 

wisatawan untuk berkunjung, disamping juga faktor jarak tempuh dari airport 

serta fasilitas penunjang kepariwisataan. Selain itu masih terbatasnya 

kemampuan SDM kepariwisataan juga merupakan permasalahan yang dihadapi 

dalam pengembangan di sektor pariwisata. 

 

29. Kelautan dan Perikanan 

 

Secara teknis permasalahan yang sering muncul adalah sebagai berikut : 

1. Masih terjadinya penangkapan ikan secara liar dengan pukat harimau.  

2. Terjadinya penurunan produksi tambak disebabkan oleh beberapa faktor 

antara lain terjadinya serangan hama penyakit yang diduga disebabkan 

oleh kualitas air yang dipakai media pemeliharaan rendah, hal ini 

disebabkan karena saluran irigasi yang ada kurang refresentatif.  

 

30. Perdagangan 
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Dalam usaha pencapaian sasaran juga ditemui beberapa permasalahan 

antara lain : 

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahan makanan 

2. Kurangnya pengawasan dalam hal pengawasan makanan di pasaran.  

3. Rendahnya wawasan pelaku usaha UKM terhadap promosi.  

4. Terbatasnya prasarana dan sarana operasional aparat pembina termasuk 

sarana transportasi roda 4.  

 

31. Perindustrian 

 

Pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan 

perindustrian antara lain : 

1. Kurang memadainya Sumber Daya Manusia dari segi kualitas maupun 

kuantitas.  

2. Kurang memadainya sarana dan prasarana pembinaan.  

 

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan 

Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi 

RPJMD 

 

Permasalahan Pembangunan Daerah dapat dibedakan menjadi dua 

kelompok yaitu : 1) Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas 

Dan Sasaran Pembangunan Daerah, dan 2) Identifikasi permasalahan 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah. 

 

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan 

Sasaran Pembangunan Daerah Permasalahan 

 

Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2015-

2016, prediksi capaian kinerja Tahun 2017 dapat disimpulkan 

permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran 

pembangunan adalah sebagai berikut : 

1. Kemampuan pendanaan pembangunan untuk mencapai prioritas 

program sangat terbatas.  

2. Masih ditemukan adanya salah penganggaran (misalnya salah kode 

rekening belanja sehingga tidak bisa direalisasikan). 
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3. Terlambatnya Juklak dan Juknis kegiatan yang didanai dari Dana 

Tugas Perbantuan, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus 

(DAK) sehingga realisasi kegiatan yang didanai dari sumber-sumber 

dana tersebut sangat rendah. 

 

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 

Daerah 

 

Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2016-2017, 

prediksi capaian kinerja Tahun 2018 diidentifikasi permasalahan 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2017 adalah sebagai 

berikut : 

1. Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi OPD karean kekurangan SDM 

dan sarana prasarana.  

2. Masih adanya tumpang tindih kewenangan antar tingkatan 

pemerintahan yang menyulitkan pelaksanaan urusan pemerintahan 

daerah.  

3. Belum adanya pelimpahan kewenangan pada Camat sehingga peran 

Camat belum optimal dalam pembangunan.  
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BAB III 
 

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH 

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

  
3.1    Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

  

          Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) yaitu 

hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi 

Sumatera Selatan. Kabupaten Musi Rawas Utara sekarang sudah memiliki Bupati dan 

Wakil Bupati definitif yang saat ini telah memasuki tahun kedua. Sedangkan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah ditunjuk dan telah aktif melaksanakan tugas 

yang anggotanya berasal dari daerah pemilihan diwilayah Kabupaten Musi Rawas 

Utara. Lembaga teknis daerah telah berjalan sebagaimana mestinya walaupun masih 

kekurangan sumber daya manusia serta sarana infrastrukturnya dan secara umum 

pelaksananaan tugas-tugas pemerintahan telah berjalan sebagaimana mestinya.  

          Kebijakan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 masih 

diarahkan untuk mendukung pembangunan di bidang infrastruktur dasar, 

optimalisasi pemanfatan lahan terlantar, pengentasan kemiskinan serta pelayanan 

dasar seperti pelayanan kesehatan dan pedidikan. 

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Musi Rawas Utara sebagian 

besar didukung oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta 

lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Selama tiga tahun terakhir terjadi 

pergeseran ke lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha 

perdagangan besar dan eceran, meskipun pergeseran struktur perekonomian masih 

sangat lamban. Sumbangan terbesar pada tahun 2015 dihasilkan oleh lapangan 

usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu sebesar 46,86 persen, 

selanjutnya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 25,35 persen, 

Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 6 persen. 
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 Tabel 3.1  Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2011─2015 

 

  
 

 

 
 

 
      

  
 

    
 

      
 

   
 

     
 

   
Lapangan 

Usaha/Industry 2011 2012 2013 2014* 
2015

** 
 

         
 

   (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 

 A 
Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan/Agriculture, 

49,01 50,37 52,72 48,21 46,86    

Forestry and Fishing  

       
 

 B Pertambangan dan Penggalian/Mining and 
28,86 26,70 22,81 27,35 25,35    

Quarrying  

       
 

 C Industri Pengolahan/Manufacturing 5,04 5,15 5,40 5,22 5,72 
 

 D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 
 

 E 
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 
dan      

 

  Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
 

  Management and Remediation Activities      
 

 F Konstruksi/Construction 3,89 4,35 4,78 5,01 5,65 
 

 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil      
 

  dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; 4,58 4,68 4,87 4,63 5,82 
 

  Repair of Motor Vehicles and Motorcycles      
 

 H Transportasi dan Pergudangan/Transportation 
0,77 0,79 0,90 0,93 1,06    

and Storage  

       
 

 I Penyediaan Akomodasi dan Makan      
 

  Minum/Accommodation and Food Service 0,16 0,17 0,19 0,19 0,22 
 

  Activities      
 

 J Informasi dan Komunikasi/Information and 
0,23 0,23 0,23 0,22 0,24    

Communication  

       
 

 K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and 
0,60 0,71 0,80 0,75 0,80    

Insurance Activities  

       
 

 L Real Estat/Real Estate Activities 1,09 1,11 1,17 1,20 1,37 
 

 M,N Jasa Perusahaan/Business Activities 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 
 

 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan      
 

  Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and 1,99 2,05 2,15 2,20 2,47 
 

  Defence; Compulsory Social Security      
 

 
 Lapangan Usaha/Industry 2011 2012 2013 2014* 2015**  

 

        
 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6)   

P Jasa Pendidikan/Education 2,47 2,43 2,67 2,82 3,05   

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health 

0,43 0,45 0,46 0,46 0,51 
  

 
and Social Work Activities 

  

        

R,S,T,U Jasa lainnya/Other Services Activities 0,82 0,75 0,79 0,75 0,81   

        

Produk Domestik Regional Bruto/ 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  

Gross Regional Domestic Product 
  

       
 

* Angka sementara/Preliminary Figures   
** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures  
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3.1.1  Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 

Perekonomian Musi Rawas Utara pada tahun 2015 mengalami perlambatan 

dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Musi 

Rawas Utara tahun 2015 sebesar 3,34 persen, sedangkan tahun 2014 sebesar 9,92 

persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yaitu sebesar 9,32 persen. 

Pada tahun 2015 lapangan usaha yang mengalami laju pertumbuhan negatif adalah 

lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, yaitu sebesar negatif 0,84 persen. 

 

Adapun lapangan usaha lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang 

positif, di antaranya lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 

sebesar 9,16 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,36 persen, lapangan 

usaha Jasa Pendidikan sebesar 7,62 persen, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial sebesar 7,41 persen, lapangan usaha Kontruksi sebesar 7,17 persen, 

lapangan usaha Real Estat sebesar 7,01 persen, lapangan usaha Informasi dan 

Komunikasi sebesar 6,29 persen, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,23 persen, lapangan usaha Industri 

Pengolahan sebesar 5,69 persen, lapangan usaha Jasa lainnya sebesar 4,71 persen, 

lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 4,49 persen, lapangan 

usaha Jasa Perusahaan sebesar 4,12 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan dan 

Asuransi 3,91 persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 

3,85 persen, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan dan Gas sebesar 1,63 persen. 

 
 Tabel 3.2  Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut  Lapangan  Usaha (persen) Tahun 2011-2015  

 

  

 
       

    

  
 

         
 

   Lapangan Usaha/Industry 2011 2012 2013 2014* 2015** 
 

         
 

   (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 

         

 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture,      
 

  Forestry and Fishing 6,73 6,80 6,27 4,28 3,85 
 

 B Pertambangan dan Penggalian/Mining and 
0,92 (9,03) (11,63) 28,77 (0,84)  

  Quarrying  

       
 

 C Industri Pengolahan/Manufacturing      
 

    5,99 7,34 6,17 5,24 5,69 
 

 D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas      
 

    8,57 7,57 6,79 7,77 1,63 
 

 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan      
 

  Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste 
1,06 7,54 4,19 6,73 6,23  

  

Management and Remediation Activities  

       
 

 F Konstruksi/Construction 7,63 10,38 9,75 8,68 7,17  
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 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan      
 

  Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair 7,90 8,44 6,26 4,60 4,49 
 

  of Motor Vehicles and Motorcycles      
 

 H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and 
7,25 8,92 8,20 7,96 8,36  

  

Storage  

       
 

 I Penyediaan Akomodasi dan Makan 
8,04 8,21 6,41 4,54 9,16  

  

Minum/Accommodation and Food Service Activities  

       
 

 J Informasi dan Komunikasi/Information and 
7,23 8,23 6,20 8,16 6,29  

  

Communication  

       
 

 K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and 
7,57 8,93 5,57 4,95 3,91  

  

Insurance Activities  

       
 

 L Real Estat/Real Estate Activities 8,70 9,93 9,09 7,26 7,01  

     

 M,N Jasa Perusahaan/Business Activities 8,95 7,11 7,18 5,78 4,12  

     

 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan      
 

  Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and 3,53 1,31 1,02 7,17 9,32 
 

  Defence; Compulsory Social Security      
 

 P Jasa Pendidikan/Education 6,05 0,84 6,94 11,42 7,62  

     

 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health 
6,26 8,28 5,67 9,48 7,41  

  

and Social Work Activities  

       
 

 R,S,T,U Jasa lainnya/Other Services Activities 3,58 1,12 2,47 3,10 4,71  

     

       
 

 Produk Domestik Regional Bruto/ 
5,09 2,58 2,10 9,92 3,34  

 Gross Regional Domestic Product  

      
 

         
 

 
* Angka sementara/Preliminary Figures   
** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures  

 
 

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan 

Tahun 2016 

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara 

tergolong relatif rendah. Selama kurun waktu 2011-2015, Pada tahun 2015, 

PDRB per kapita Musi Rawas Utara mencapai 32,46 juta Rupiah dengan 

pertumbuhan sebesar 1,30 persen, sedangkan pertumbuhan pada tahun 

2011-2014 berturut-turut sebesar 15,18 persen; 6,45 persen; 2,96 persen 

dan 13,26 persen.  

 

Gambar 3.1 PDRB Per Kapita (Juta Rp) Tahun 2011-2015 
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Pendapatan yang dihasilkan oleh Kabupaten Musi Rawas Utara 

ternyata lebih dirasakan oleh kelompok penduduk berpendapatan sedang 

dan tinggi. Pada umumnya, kelompok ini merupakan kalangan pekerja 

profesional dan pengusaha. Kelompok ini diuntungkan dengan adanya 

perkembangan di sektor modern, seperti jasa, keuangan, komunikasi, dan 

pengangkutan yang mulai berkembang di Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Kesempatan kerja di sektor-sektor seperti industri, bangunan, perdagangan 

dan keuangan memang memberikan pendapatan dan nilai tambah yang 

tinggi namun ketersediaannya terbatas dan juga membutuhkan keahlian dan 

keterampilan yang tinggi sehingga tidak semua orang mampu 

mengaksesnya. Penyebab timbulnya ketimpangan distribusi pendapatan 

adalah tidak meratanya distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi. 

Sementara itu, terbatasnya kepemilikan dan kesempatan memperoleh 

modal, keterbatasan kesempatan berusaha dan bekerja, sektor informal, 

petani, buruh dan pekerja/pegawai kecil cenderung meningkat. Oleh karena 

itu, diperlukan kebijakan yang diarahkan kepada pengentasan kemiskinan 

dan pengurangan kesenjangan pendapatan melalui program pemberdayaan. 

Dengan pemberdayaan, masyarakat berpendapatan rendah mendapatkan 

bantuan yang disertai dengan pendampingan sehingga mereka dapat 

mandiri. 

 
3.2     Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah 

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan 

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Semua kewajiban Daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah 

secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan 

kepada masyarakat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Arah 
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kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah 

daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja 

daerah. 

 

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 

 

Sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara 

terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain 

pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan data tahun 2016, Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Musi Rawas Utara dalam realisasinya mampu 

menyumbangkan sebesar Rp 29.295.199.091,00 dari total realisasi 

pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Dana Perimbangan 

sebesar Rp 711.585.885.389,46 dari total pendapatan daerah, sedangkan 

sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 

109.517.606.672,15. 

Proporsi Dana Perimbangan di prediksi cenderung menurun, pada 

tahun 2017 proporsi Dana Perimbangan mencapai Rp 649.081.436.479,25-. 

Penurunan proporsi dana perimbangan ini belum menunjukkan kemandirian 

daerah. Penurunan proporsi dana perimbangan tidak diikuti peningkatan 

proporsi PAD yang sebanding. Proporsi PAD pada tahun 2018 adalah sebesar 

Rp 34.120.458.091,00-. Pergeseran proporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 

pada tahun 2018 sebesar Rp 95.541.715.266,34-. 

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara diprediksi 

mengalami penurunan di tahun 2018. Pertumbuhan yang tertinggi adalah 

PAD diprediksi akan tetap seperti tahun 2017, sementara itu Dana 

Perimbangan meningkat, Lain-lain Pendapatan Yang Sah juga akan 

meningkat. Mendasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian 

terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta pencapaian 

target pada sumber-sumber pendapatan daerah, maka secara umum dapat 

diperkirakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan 

untuk membiayai pembangunan daerah. Secara umum Pendapatan Daerah 

Kabupaten Musi Rawas Utara untuk tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp 

624.357.429.151,10- (enam ratus dua puluh empat milyar tiga ratus lima 

puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan lima puluh 
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satu rupiah). Rincian Proyeksi pendapatan daerah untuk Tahun 2018 adalah 

sebagai berikut : 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 30.754.959.045,55- 

b. Dana Perimbangan Rp 576.493.533.736,00- 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 17.108.936.371,56- 

 

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

 

Arah kebijakan Keuangan Daerah berpedoman pada ketentuan 

perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan 

kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, Arah Kebijakan 

Keuangan Daerah meliputi Arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah 

dan pembiayaan daerah. 

 

3.2.2.1 Arah  Kebijakan Pendapatan Daerah 

Rencana pendapatan daerah dituangkan dalam APBD merupakan 

perkiraan pendapatan yang dihitung berdasarkan potensi yang ada dan 

memiliki dasar hukum pembagiannya. Kebijakan pendapatan daerah 

dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan 

daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasikan dan 

sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan Undang-

undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas 

Utara berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pada tahun anggaran 2017 target pendapatan daerah yang 

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 

34.120.458.091,00 berdasarkan pertimbangan bahwa masih terbatasnya 

sarana dan prasarana serta kurangnya sumber daya manusia yang ada 

pada OPD yang mengelola pendapatan daerah. Pada tahun 2018 

direncanakan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dengan 

melihat kondisi dan potensi yang ada antara lain : 
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a. Realisasi penerimaan pada tahun 2018 yang nyata masuk ke kas daerah 

dan dibukukan sebagai penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan  

b. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas dan melalui 

Peraturan Bupati Musi Rawas Utara. Jenis penerimaan tersebut seperti 

pajak restoran, PBB sektor pedesaan dan perkotaan, pajak reklame, 

pajak penerangan jalan PLN dan non PLN, retribusi pasar dan lainnya. 

c. Penerimaan yang bersumber dari penerbitan izin antara lain IMB, IUP, 

SIUP, dan penerbitan izin lainnya. 

d. PAD yang syah yang menjadi sumber penerimaan daerah yang 

potensial. 

 

2 Dana Perimbangan 

a. Penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) 

didasarkan pada alokasi tahun 2017.  

b. Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2018 dari sektor minyak dan gas, 

pertambangan umum, kehutanan, perikanan dan cukai hasil tembakau 

termasuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor migas, perkebunan, 

kehutanan dan pertambangan non migas, dengan membandingkan 

penerimaan  pada tahun 2017 dan mengantisipasi tidak tercapainya 

target realisasi lifting nasional dan harga migas dunia serta fluktuasi nilai 

dolar Amerika.   

c. Penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 

diupayakan pada tahun anggaran 2018 dapat diperoleh berdasarkan 

kebutuhan daerah antara lain bidang infrastruktur, kesehatan, pertanian 

dan perikanan, air bersih, sanitasi, perumahan pemukiman, irigasi, 

pendidikan, pariwisata dan transportasi. 

 

3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Penerimaan Daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah 

yang sah bersumber dari dana bagi hasil pajak provinsi, dana penyesuaian 

dari Pemerintah Pusat, hibah dan bantuan. Pada tahun 2018 dana bagi 

hasil pajak provinsi diharapkan dapat diperoleh mengingat telah 
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beroperasinya UPTD Dispenda Provinsi (SAMSAT) di Kabupaten Musi 

Rawas Utara. Sumber penerimaan dana penyesuian dari pusat adalah dana 

untuk pembayaran tunjangan sertifikasi dan tambahan penghasilan guru. 

Sedangkan dana hibah  dari Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemerintah 

Kabupaten Musi Rawas sebagai kewajiban yang diamanatkan dalam 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembetukan Kabupaten 

Musi Rawas Utara.  

 

Tabel 3.3 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 -2017 

 

NO. URAIAN 

JUMLAH 
BERTAMBAH/ 

BERKURANG 
% 

APBD 2016 
PROYEKSI APBD 

2017 

1 2 3 4 5 6 

I. 

 

PENDAPATAN  

Pendapatan Asli Daerah 

- Pajak Daerah 

 

29.295.199.091 

10.865.823.091 

 

  34.120.458.091     

11.457.658.091 

 

 4.825.259.000 

591.835.000 

 

16,47 

5,45 

- Hasil Retribusi Daerah 573.800.000 937.000.000 363.200.000 63,29 

- Lain-lain PAD yang sah 17.855.576.000 21.725.500.000 3.869.924.000 21,67 

II. - Dana Perimbangan 711.585.885.389,46 649.081.436.479,25 (62.504.448.910,20) (8,78) 

- Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi 

Hasil Bukan Pajak 
172.607.404.000 157.788.412.945,25 (14.818.991.054,75) (8,58) 

- Dana Alokasi Umum (DAU) 371.878.362.389,46 395.255.759.534 23.377.397.144,54 6,28 

- Dana Alokasi Khusus (DAK) 167.100.119.000 96.037.264.000  (71.062.885.000) (42,53) 

III. Lain-lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah 
109.517.606.672,15 95.541.715.266,34 (13.975.891.405,81) (12,76) 

-  Dana    Bagi     Hasil Pajak 

dan Prov. dan Pemerintah 

Daerah Lainnya 

16.295.177.496,73 23.245.085.527,73 6.949.908.031 42,65 

- Dana Penyesuaian dan 

Otonomi Khusus 
54.924.213.000 68.434.210.000 13.509.997.000 24,59 

- Pendapatan Lainnya 39.198.216.175,42 3.862.419.938,61 (35.335.796.236,81) (90,15) 

 JUMLAH PENDAPATAN 850.398.691.152,61 778.743.609.836,59 (71.655.081.316,05) (8,43) 

 

Proyeksi penerimaan daerah pada tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam 

tabel diatas antara lain dari Dana Perimbangan, kenaikannya mencapai 8,78% yaitu 

dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu 

tambahan penerimaan daerah yang berasal dari Lain-lain pendapatan yang sah. 
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3.2.2.2   Arah Kebijakan Belanja Daerah 

        Belanja daerah merupakan wujud dari pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja 

Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah. 

Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas-prioritas kebutuhan daerah 

melalui Musrenbang tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi 

sampai dengan tingkat Nasional. 

Struktur belanja dalam APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 

Tahun 2007 terdiri dari :  

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri 

dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja 

Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi 

Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga. 

2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis 

belanja (a) Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja 

modal. 

 
Adapun rincian belanja terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung 

 Belanja tidak langsung dianggarkan untuk keperluan belanja pegawai 

yaitu gaji dan tunjangan PNS yang diseuaikan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana 

kenaikan gaji pokok PNSD srta pemberian gaji ketiga belas dan keempat 

belas 

 Alokasi untuk mengakomodir serta mengantisipasi penambahan Calon 

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) penerimaan tahun 2017 dan PNS yang 

mengajukan pindah tugas ke Kabupaten Musi Rawas Utara. 

 Belanja Hibah dianggarkan juga pada tahun 2018 yaitu diperuntukan 

bagi keperluan  masyarakat secara pribadi maupun kelompok yang 
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berkecimpung dibidang keagamaan, sosial kemasyarakatan serta untuk 

kepentingan sosial lainnya. Belanja Hibah juga diberikan kepada pihak 

lain dalam rangka menunjang keamanan lingkungan dan wilayah.   

 Belanja Bantuan Sosial  diberikan kepada masyarakat dalam rangka 

meningkatkan peran dan keikutsertaan masyarakat dalam memajukan 

desa masing-masing serta meningkatkan kemampuan dalam 

perekonomian masyarakat. 

 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa tetap 

dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa yang digunakan untuk membantu desa-desa 

meningkatkan kemampuan ekonomi pedesaan melalui bantuan pada 

organisasi pemuda didesa, kelompok PKK, honorarium anggota DPD dan 

pembangunan desa yang dikerjakan secara swadaya. 

 Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk mengantisipasi terjadinya 

bencana alam diwilayah Kabupaten Musi Rawas Utara yang sering 

terjadi misalnya banjir, tanah longsor, kebakaran dan lain sebagainya.  

 

b. Belanja Langsung 

Komposisi belanja langsung pada tahun 2018 direncanakan tetap lebih 

besar dari belanja tidak langsung. Belanja langsung digunakan untuk 

belanja pegawai dalam pelaksanaan kegiatan seperti honorarium pelaksana 

kegiatan, honorarium tim akan tetapi prinsip efisiensi dalam pembayaran 

honorarium tersebut tetap diutamakan. 

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan untuk menunjang pelaksanaan 

kegiatan OPD, pengendalian belanja barang dan jasa tetap dilakukan 

berdasarkan prinsip tepat guna dan tepat sasaran. 

Belanja Modal pada tahun 2018 tetap dialokasikan melebihi jenis 

belanja yang lain, mengingat belanja modal mempunyai dampak besar 

menambah kemampuan daerah untuk membangun dan memperbaiki 

infrastruktur dasar dan fasilitas umum dalam memacu kemajuan 

perekonomian masyarakat serta menambah nilai aset daerah. 
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Tabel 3.4 

Belanja Daerah 

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaraan 2016-2017 

 

NO. URAIAN 

JUMLAH 
BERTAMBAH/ 

BERKURANG 
% 

APBD 2016 
PROYEKSI APBD 

2017 

1 2 3 4 5 6 

I. 

 

BELANJA  DAERAH 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 

- Belanja Pegawai 

232.706.792.774 

148.392.900.720 

258.226.657.251 

161.683.465.251 

25.519.864.477 

13.290.564.531 

10,97 

8,96 

- Belanja Hibah 14.517.657.262 10.248.196.208 (4.269.461.054) (29,41) 

- Belanja Bantuan Sosial 109.000.000 300.000.000 (191.000.000) (1,75) 

- Belanja Bantuan Keuangan 

kepada Prov/Kab/Kota dan  

Pemerintahan Desa 

68.087.216.792 85.295.013.792 (17.207.797.000) (25,27) 

- Belanja Tidak Terduga 1.600.000.000 700.000.000 (900.000.000) (56,25) 

 

II. 

 

BELANJA LANGSUNG 

 

625.122.336.934 

 

538.985.296.116 

 

(86.137.040.818) 

 

(13,78) 

- Belanja Pegawai 15.134.074.066 15.863.232.939 729.158.873 4,82 

- Belanja Barang dan Jasa 231.484.495.949 234.143.646.058 2.659.150.109 1,15 

- Belanja Modal 378.503.766.919 288.978.417.199 (89.525.349.720) (23,65) 

 J U M L A H 857.829.129.708 797.211.971.367 (60.617.158.341) 7,07 

III PEMBIAYAAN DAERAH     

Penerimaan Pembiayaan Daerah 11.487.978.106,39 20.992.764.593,60 9.504.786.487,21 82,74 

- S I L P A 11.487.978.106,39 20.992.764.593,60 9.504.786.487,21 82,74 

Pengeluaran Pembiayaan 

Daerah 
4.057.539.551,00 4.612.632.300,00 555.092.749,00 13,68 

- Pembayaran Pokok Utang 4.057.539.551,00 4.612.632.300,00 555.092.749,00 13,68 

 
PEMBIAYAAN NETTO 7.430.438.555,39 16.380.132.294,60 8.949.693.739,21 120,45 

 

3.2.2.3   Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 

   Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan 

pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan 

penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan 

pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), 

pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, 

penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.  
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   Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan 

dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, 

pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan 

akad pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang 

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan 

memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan 

kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan 

penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah. 

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus 

diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan 

pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya 

surplus anggaran harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan 

berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian 

pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. 
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BAB IV 

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 
 

4.1.1  Tujuan dan sasaran Pembangunan 

RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2018 merupakan penjabaran dari 

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun Kedua 2016 -2021. Dengan 

memperhatikan   situasi,  kondisi,  kekuatan,  kelemahan,   peluang, tantangan  dan 

memperhitungkan kontinuitas dan sinergisitas pelaksanaan pembangunan serta 

memperhatikan pengembangan Visi dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak 

terlepas dari dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan 

pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 tahun 2007 Tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta 

Peraturan Meneri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah 

menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman 

pengelolaan keuangan daerah. 

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013, pemilihan kepala daerah sudah 

dilaksanakan pada tahun 2015, setelah pelantikan akan menyusun RPJMD yang 

merupakan wadah Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. RPJMD Tahun 

2016-2021 yang telah disusun masih mengikuti nomenklatur lama dan belum 

mengikuti perubahan nomenklatur yang baru sehingga nantinya Kabupaten Musi 

Rawas Utara akan melakukan revisi RPJMD menyesuaikan perubahan nomenklatur 

OPD yang baru. 

4.2  Prioritas Pembangunan 

Penguatan visi dan misi akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. penetapan 

urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari 

urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara 

(strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran. 
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Penguatan Visi dan Misi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan dapat di 

uraikan sebagai berikut ; 

VISI DAN MISI BUPATI TERPILIH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA 

VISI  : 

Terwujudnya Kabupaten Musi Rawas Utara yang Makmur, Aman, Cerdas dan 

Bermartabat. 

MISI 1 : MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DAN MURAH 

Program Stategis :  

Peningkatan kualitas pendidikan dengan cara:  

a. Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan yang Terjangkau  

b. Pengembangan layanan pendidikan dengan Inovasi Sistem pembelajaran dan 

Kapasitas Lembaga pendidikan. 

c. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan. 

d. Peningkatan tingkat Partisipasi Sekolah. 

e. Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga kependidikan. 

f. Penyusunan regulasi/kebijakan terkait tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

OPD Terkait : 

1. DINAS PENDIDIKAN 

Program  : 

- Program Pendidikan Anak Usia Dini 

Kegiatan : 

 Sosialisasi Pendidikan 

 Pengadaan Meubeler Sekolah 

 Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini 

 Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran 

Pendidikan Anak Usia Dini 

 Pengadaan Alat Permainan Edukatif 

 Pemberian Makanan Tambahan Anak Usia Dini 

 Sosialisasi Pola Hidup Sehat Anak Usia Dini 
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 Peningkatan Kreativitas Anak Usia Dini 

 Pengadaan Perlengkapan Pojok Baca 

 Pembinaan PAUD 

 Penyelenggaraan Paket A dan Paket B, Paket C 

 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 

 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Ke -lembagaan 

 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah 

 
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 

Kegiatan  : 

 
 Pengadaan Alat Praktik Siswa 

 Pengadaan Mebeleur Sekolah SD 

 Pengadaan Mebeleur Sekolah SMP 

 Pengadaan Mebeleur Laboratorium Komputer 

 Penyediaan Bahan Bacaan Pengetahuan Umum untuk SD dan SMP 

 Pemasalan Olah Raga 

 Pelaksanaan Try Out 

 Pemilihan Sekolah Sanitasi 

 Workshop Operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 

 Penyelenggaraan Paket A dan Paket B 

 Sosialisasi Petunjuk Teknis Dana BOS 

 Penyelenggaraan Olimpiade 

 Pendataan dan Monitoring evaluasi Pelaksanaan wajib belajar Sembilan 

 Festival Lomba Seni Siswa Nasional 

 Pembangunan 4 Ruang Kelas SDN 1 Muara Kulam 

 Pembangunan USB SMP 

 Pembangunan Rumah Dinas Guru SMP 

 Pembangunan Lab. Komputer SMP 

 Pembangunan Lab. IPA SMP 

 Pembangunan Lab. Bahasa SMP 

 Pembangunan Ruang UKS SMP 

 Rehabilitasi Sedang Perpustakaan SMP 

 Penambahan Ruang Kelas SMP 

 Pembangunan Jamban SMP 

 Pembangunan Ruang Guru SMP 

 Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SMP 

 Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SMP 

 Rehab Berat Ruang Guru SMP 

 Rehab Sedang Lab. IPA SMP 

 Rehab Berat Lab. IPA SMP 

 Rehab Rumah Dinas Guru SD 

 Rehab Jamban SDN 1 Muara Kulam 
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 Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Sosokan 

 Pembangunan Ruang Kelas SDN Teladas 

 Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru SDN 4 Surulangun 

 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Kecamatan Nibung 

 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Kecamatan Nibung 

 Pembangunan Kantor SDN 2 Karya Makmur 

 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Rantau Telang 

 

- Program Pendidikan Non Formal 

Kegiatan : 

 Bantuan Operasional Pendidikan Kursus dan Kelembagaan 

 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan 

 
- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Kegiatan : 

 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap 

profesi pendidik 

 Pemilhan Guru dan Kepala Sekolah berprestasi PAUD,SD dan SMP 

 Pemilihan Sekolah Adiwiyatha tingkat SD dan SMP 

 Olympiade Guru Kelas 

 Olympiade guru bidang study SMP 

 Replika Guru SD dan SMP 

 Bantuan Dana Blockgrand PKG,KKG,KKS, MGMP, dan MKKS 

 Bimtek Pembuatan Karya Ilmiah 

 Diklat Kursus Mahir Lanjutan Pembina Pramuka SD dan SMP 

 Diklat KKG SD 

 Diklat KKS SD 

 Diklat MGMP SMP 

 Diklat MKKS SMP DAN PKG PAUD 

 Diklat Pengawas dan Penilik PNF, SD dan SMP 

 Diklat Pendidikan Karakter Guru Paud,SD dan SMP 

 Diklat Media Pembelajaran Paud, SD,SMP 

 Kursus Orientasi Majelis Pembimbing Gugus Depan Pramuka SD dan 

SMP 

 Diklat Pengelola KB/TPA/SPS 

 Diklat  Tutor Keaksaraan dan Tutor Kesetaraan 

 Diklat Kurikulum Pembelajaran SD dan SMP 

 Diklat Guru inovatif tingkat SD,SMP 

 Diklat Guru BK SD dan SMP 

 Diklat Guru Agama SD dan SMP 

 Diklat Tenaga Perpustakaan SD,SMP 

 Diklat Pembina Laboratorium SMP 

 Diklat Calon Kepala Sekolah SD dan SMP 
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- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 

Kegiatan : 

 Peningkatan Tata Kelola Ujian 

 Manajemen Sekolah Gratis 

 Managemen BOS 

 Penyelenggaraan Program sekolah Gratis 

 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan 

 Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan 

 Pengendalian dan pengawasan Penerapan AZAS Efisiensi dan 

efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana Bantuan 

 Pembinaan Dewan Pendidikan 

 Pembinaan Komite Sekolah 

 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 

 
 

2. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) 
 

-  Program  perencanaan sosial budaya 

Kegiatan : 

 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya  

 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan 

 

MISI 2 : MEWUJUDKAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN 

TERLANTAR/ LAHAN TIDUR 

Program Stategis :  

Peningkatan pembangunan pertanian,perkebunan,kehutanan, peternakan,dan 

perikanan dengan cara:  

a. Peningkatan Penataan ruang wilayah dengan memperhatikan aspek-aspek 

lingkungan dan kebutuhan Masyarakat.  

b. Peningkatan upaya ketertiban pemanfaatan lahan produktif dengan 

mempertimbangkan daya dukung lahan dan aspek lingkungan  

c.  Peningkatan pengelolaan lahan terlantar/lahan tidur untuk budidaya 

pertanian. 

d. Optimalisasi pengelolaan lahan terlantar/ lahan tidur. 

e. Peningkatan ketertiban masyarakat dalam pemanfaatan kawasan sesuai 

fungsinya 

f. Peningkatan ketertiban tata batas wilayah administratif pemerintahan 
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OPD yang terkait : 

1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN. 

Program : 

- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 

Kegiatan : 

 Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 

 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 

 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 

 Lomba kebersihan dan kreasi 3 R sampah 

 Pengawasan dan pemantauan kegiatan kebersihan 

 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 

 Pembangunan dan Pengadaan TPS di Kec. Rupit 

 
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam : 

 Inventarisasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-

sumber air 

 Pengendalian dampak perubahan iklim 

 Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 

 Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penataan dan penaatan 

PPLH 

 
- Program peningkatan kualitas dan akses informasi sda dan 

lingkungan hidup. 

Kegiatan  : 

 Pengembangan data dan informasi lingkungan 

 
Program Pengendalian Kebakaran Hutan : 

 Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan 

 
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) : 

 Pembuatan Hutan Kota 

 
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah : 

 Penyusunan sistem pendaftaran tanah 

 Sosialisasi sistem pendaftaran tanah 

 Pembuatan sertifikat tanah milik pemerintah 

 Pengadaan peralatan dan perlengkapan survey, alat ukur, dan 

pemetaan tanah 

 
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan tanah : 

 Penyuluhan hukum pertanahan 
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 Inventarisasi penguasaan, pemanfaatan, peruntukan, dan penggunaan 

tanah (IP4T) 

 Pengawasan dan monitoring izin lokasi 

 
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 

 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan 

 Inventarisasi tapal batas desa, kecamatan, dan Kabupaten 

 
2. DINAS PU DAN PENATAAN RUANG 

Program : 

- Program Perencanaan Tata Ruang 

Kegiatan : 

 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata 

Ruang 

 Penyusunan Rencangan Peraturan Daerah Tentang RTRW 

 
- Program Perencanaan Tata Ruang 

Kegiatan : 

 Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang 

 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

 
 

- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

Kegiatan : 

 Pengawasan pemanfaatan ruang Kab. Musi Rawas Utara 

 

3. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) 

Program : 

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kegiatan : 

 Pembuatan Peta Orthorefikasi 7 Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas 

Utara 

 Pengadaan Data Peta CSRT 

 

4. KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA 

Program : 

- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun 

Desa 

Kegiatan : 

 Fasilitasi pendataan / inventarisasi lahan tidur/lahan terlantar 
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 Fasilitasi pemanfaatan lahan terlantar/lahan tidur 

- Program Peningkatan Keberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam 

Membangun Desa/Kelurahan 

Kegiatan : 

 Kegiatan Pembinaan Kelompok Mambangun Desa 

 Lomba Desa dan Program Pokok PKK 

 
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 

Kegiatan : 

 Kegiatan Pembinaan Desa dan Kelurahan 

 Kegiatan Pembinaan kelompok tani. 

 Fasilitasi Alokasi Dana Desa 

 
- Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil 

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

Lainnya 

Kegiatan : 

 Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 

 Fasilitas Penanggulangan Masalah Kemisikinan 

 

MISI 3 : MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR DASAR DI 

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA YANG MERATA DAN 

BERKUALITAS 

Program Stategis :  

Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dengan cara:  

a. Meningkatnya Pembangunan Perhubungan Darat. 

b. Meningkatkan pembangunan perhubungan sungai. 

c. Meningkatkan pelayanan perumahan-permukiman dan sanitasi. 

d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar untuk pemenuhan energi. 

e. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar untuk kebutuhan air. 

f. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana komunikasi dan informasi. 

g. Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi wilayah. 

h. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur penanggulangan bencana. 

OPD terkait  

1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

Program : 

- PRORAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 

Kegiatan : 
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 Pembangunan Gedung Kantor 

 Pembangunan Gedung Pertemuan 

 Pembangunan Gedung Sekolah 

 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 

 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Pertemuan 

 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Sekolah 

 Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas 

 Rehabilitasi Sedang/Berat Pustu/Polindes/Puskeslur 

 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 

 Pembangunan Laboratorium Sekolah 

 Pembangunan Rumah Dinas 

 Pembangunan Pustu/Polindes/Poskesdes/Posyandu 

 Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Rawas Ilir 

 
- PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 

Kegiatan : 

 Pendidikan dan Pelatihan Formal 

 Monitoring dan Evaluasi 

 
- PROGRAM PENINGKATAN JALAN & JEMBATAN 

Kegiatan : 

 Peningkatan Jalan Ruas A sampai Z 

 
- PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 

Kegiatan : 

 Pembangunan Jembatan 

 Pembangunan Jembatan dan Box Coulvert 

 Pembangunan Jembatan Gantung 

 
- PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUT / BRONJONG 

Kegiatan : 

 Pembangunan Turap / Talut / Bronjong 

 
- PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 

Kegiatan : 

 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 

 Rehabilitasi Jembatan Gantung 

 
- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

KEBINAMARGAAN 

Kegiatan : 

 Pengadaan Alat-alat Berat 

 Pengadaan Alat-alat Survey dan Pemetaan 
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 Pengadaan Kendaraan Survey 

 
- PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN 

IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 

Kegiatan : 

 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 

 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Baru 

 
- PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM 

DAN AIR LIMBAH 

Kegiatan : 

 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum 

 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

 DED SPAM IKK 

 Pemeliharaan & Operasional UPTD SPAM IKK Kab. Musi Rawas Utara 

 
- PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 

Kegiatan : 

 Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai 

 Operasional dan Pemeliharaan Bantaran Sungai, Danau dan Waduk / 

Irigasi 

 
- PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT 

TUMBUH 

Kegiatan : 

 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur 

 Pembangunan Gedung MA / MI / MTS 

 Rehabilitasi Tempat Ibadah 

 Pembangunan Tempat Ibadah 

 
- PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN 

ENERGI 

Kegiatan : 

 Program Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Energi 

 Pembangunan Gardu PLN 

 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 

 Pengadaan Amper/KWH PLN bagi Masyarakat Miskin 

 Penambahan Travo Listrik 100 Kva 

 Pemasangan Jaringan Listrik 

 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan 

 Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Listrik dalam Kabupaten Musi 

Rawas Utara 
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 Operasional dan Pemeliharaan LPJU dalam Kabupaten Musi Rawas 

Utara 

 

2. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

PROGRAM  : 

- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 

Kegiatan : 

 Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Internet SKPD 

Kabupaten Musi Rawas Utara 

 Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Telekomunikasi 

 Pembentukan dan Pembinaan PPID dan  Kelompok Informasi 

Masyarakat 

 Operasional Pusat Informasi Publik (Media center) 

 
- Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan 

Komunikasi 

Kegiatan : 

 Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi 

 
- Program Pasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan 

Informasi 

Kegiatan : 

 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi 

 Pendidikan dan pelatihan formal 

 Sosialisasi dan Bimtek LPSE 

 
- Program Pembangunan  Sarana dan Prasarana Perhubungan 

Kegiatan : 

 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 

 Operasional dan Pemeliharaan Website SKPD Kabupaten Musi Rawas 

Utara 

 
3. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) 

PROGRAM : 

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kegiatan : 

 Fasilitasi Koordinasi BKPRD Kabupaten Musi Rawas Utara 

 Fasilitasi Kegiatan PAMSIMAS Kabupaten Musi Rawas Utara 

 Fasilitasi Kegiatan PPSP Kabupaten Musi Rawas Utara 

 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan 
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4. DINAS PERHUBUNGAN 

PROGRAM : 

- Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 

Kegiatan : 

 Pembangunan Dermaga 

 
- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 

Kegiatan : 

 Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perlengkapan Jalan 

 
- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 

Kegiatan : 

 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan 

raya 

 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 

 
- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 

Kegiatan : 

 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 

 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 

 Pengadaan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ) 

 Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran 

 Pengadaan Delineator 

 Pengadaan Paku Jalan 

 Pengadaan Halte Bus 

 Pengadaan Warning Light 

 
- Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 

Kegiatan : 

 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor 

 

5. DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN 

PROGRAM : 

- PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 

Kegiatan : 

 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang 

Mampu 

 
- Program Lingkungan Sehat Perumahan 

Kegiatan : 

 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi 

Masyarakat Miskin 
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 Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan 
 

- Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 

Kegiatan : 

 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman 

Berbasis Masyarakat 

 

- Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 

Kegiatan : 

 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur 

 
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Kegiatan : 

 Pembangunan/Peningkatan infrastruktur Pemerintahan 

 
- Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi 

Kegiatan : 

 Pemasangan Jaringan Listrik 

 Pengembangan Distribusi Air Minum 

 

MISI 4 : MEWUJUDKAN HILIRISASI KOMODITI UNGGULAN KABUPATEN 

MUSI RAWAS UTARA      

Program Stategis :  

Peningkatan pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan,dan 

perikanan dengan cara :  

a. Penganekaragaman Jenis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian serta 

Peningkatan Sarana Produksi Komoditas Unggulan Sektor Pertanian (Benih, 

Pupuk, Obat-obatan dan alat produksi pertanian) 

b. Penambahan luas tanam pertanian 

c. Penyediaan Sarana Prasarana Pengendalian OPT (Organisme pengganggu 

tanaman, penyakit tanaman) 

d. Peningkatan sistem dan pengawasan proses produksi 

e. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna untuk hilirisasi. 

f. Peningkatan Kualitas Sarana Industri Pengolahan dengan tersedianya bahan 

mentah, bahan baku dan bahan penolong. 

g. Peningkatan alih pengetahuan dan keterampilan dalam inovasi pengolahan 

produk hilir komoditas unggulan 

h. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan motivasi kewirausahaan 

masyarakat dan pelaku hilirisasi 

i. Penganekaragaman produk olahan komoditi secara modern 

j. Peningkatan kualitas produk komoditi unggulan 

k. Peningkatan kapasitas pengelola koperasi dan UMKM 
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l. Peningkatan sistem manajemen industri kecil dan menengah 

m. Pengembangan regulasi terkait ekonomi kerakyatan 

n. Peningkatan strategi pemasaran (promosi dan branding) 

o. Peningkatan penyediaan infrastuktur ekonomi 

p. Peningkatan pengelola dan pengembangkan potensi investasi 

q. Penyiapan rencana dan pelaksanaan pembangunan pariwisata 

 
OPD TERKAIT : 
 

1. DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 

Program : 

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani : 

 Pelatihan Petani dan pelaku Agribisnis 

 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 

 Peningkatan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan 

Tidur 

 Peningkatan Sistem Insentif dan disnisentif bagi Petani/Kelompok Tani 

 Peningkatan Diversifikasi Usaha Pertanian/Perkebunan 

 
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

Kegiatan : 

 Pegembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija 

 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi 

Pertanian 

 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 

 Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian 

 Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrasturtur Pertanian 

 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian/ Perkebunan 

 Pengembangan Diversifikasi Tanaman 

 Pemutakhiran Data Perkebunan 

 Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan 

 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun 

 Pengembangan Perbenihan /Perbibitan 

 
- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 

Pertanian/Perkebunan 

Kegiatan : 

 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 

 Penilaian Usaha Perkebunan 

 
- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 

Kegiatan : 

 Penyelengara UPT  Pertanian, kehutanan dan Perkebunan 
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 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 

 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan 

tepat guna 

 Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi 

pertanian/perkebunan tepat huna 

 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi 

pertanian/perkebunan Tepat Guna 

 
- Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 

Kegiatan : 

 Kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura 

 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Terpadu 

 Penyediaan Survey Investigasi dan Design (SID) Calon Lokasi 

Pengembangan Infrastruktur Pertanian 

 Penyediaan Infrastruktur Pertanian 

 Pegembangan Tanaman Umbi-umbian 

 Kegiatan Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan 

pertanian 

 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan 

 Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan 

 Peremajaan dan Perluasan Areal Perkebunan Karet Rakyat 

 Intensifikasi dan Perluasan Areal Perkebunan Kakao Rakyat 

 Intensifikasi dan Perluasan Areal Perkebunan Kopi Rakyat 

 Intensifikasi dan Perluasan Areal Perkebunan Aren 

 Intensifikasi dan Perluasan Areal Perkebunan Kelapa Dalam 

 Intensifikasi dan Perluasan Areal Tanaman Pinang 

 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

 
- Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan 

Kegiatan : 

 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan 

 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 

 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 

 
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 

 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular ternak 

 
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 

 Pembangunan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung 

Peternakan 

 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 
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Program Peningkatan Penerapan Teknologi  Peternakan 

 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat 

Guna 

 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi inseminasi buatan 

 Sentra Peternakan Rakyat (SPR) 

 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan 

 Pembangunan/rehabilitasi/renovasi Balai penyuluhan dan Sarana 

Pendukung penyuluhan 

 Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air 

 Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian 

 Pembangunan/Perbaikan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan 

Ternak, Rumah Potong Hewan R/U/B, Puskeswan dan Penyediaan 

Sarana Pendukungnya 

 
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 

 Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan 

 Studi  Pengembangan Perikanan 

 
Program Pengembangan Perikanan Tangkap 

 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 

 
Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 

 Kajian sistem penyuluhan perikanan 

 
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi 

perikanan 

 Penyediaan Peralatan Pengolahan Sederhana 

 
Program Pelayanan, Promosi dan Kemitraan Usaha Perikanan 

 Gerakan Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN) 

 
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan 

Pengendalian Sumber Daya Perikanan 

 Pengawasan Sumber Daya Perikanan 

 
Program pengembangan data informasi / statistik daerah 

 penyusunan dan pengumpulan data dan statistik Pertanian 

 Penyusunan Programa dan Monograpi Penyuluhan 
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2. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI. 

PROGRAM : 

- Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 

Kegiatan  : 

 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan 

konsumen 

 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan 

konsumen 

 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 

 
- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 

Kegiatan  : 

 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha 

 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 

 
- Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 

Kegiatan  : 

 Kegiatan pembinaan & Bantuan Peralatan organisasi pedagang kaki 

lima dan asongan 

 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan 

asongan 

 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan 

asongan 

 Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang 

kakilima dan asongan 

 
- Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 

Kegiatan  : 

 Pengembangan sistem inovasi teknologi industry 

 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 

 
- Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 

Kegiatan  : 

 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan 

sumber daya 

 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan 

klaster industry 

 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah 

 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah 

dengan swasta 

 Bimtek industri pengolahan pangan dari ikan Kab. Muratara 
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 Bimtek pembuatan makanan (Tempe dari kacang kedelai, tempe dari 

biji karet, bolu, dadar gulung bagi IKM kab. Muratara) 

 Bimtek pengolahan pembuatan minuman dari jeruk bagi IKM Kab. 

Muratara 

 Bimtek peralatan pertukangan kayu Kab. Muratara 

 Bimtek Pengemasan bagi IKM pangan 

 Bimtek Peningkatan Produk jahit-menjahit Kab. Muratara 

 Pasilitasi dan koordinasi dekranasda 

 Kegiatan pelatihan pembuatan batik dan studi banding bagi IKM Kab. 

Muratara 

 Bimtek pembuatan makanan dan minuman dari bahan baku tebu 

 Bimtek pembuatan aneka kue tradisional 

 
- Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 

Kegiatan  : 

 Pembinaan kemampuan teknologi industri 

 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 

 
- Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 

Kegiatan  : 

 Pembangunan gedung sentra industri 

 
- Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 

Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah 

Kegiatan  : 

 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah 

 Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah 

 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 

 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 Promosi Produk Unggulan daerah (pameran tingkat nasional, provinsi 

dan kabupaten) 

 
- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 

Usaha Kecil Menengah 

Kegiatan  : 

 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil 

Menengah 

 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi 

 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 

 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah 

 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Pemuda/Pemudi 

(Enterprenership) 
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- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro 

Kecil Menengah 

Kegiatan  : 

 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil 

Menengah 

 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan 

industri menengah 

 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 

 

- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 

Kegiatan  : 

 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 

 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produkPermbinaan, 

pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 

 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 

 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 

 Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada 

jenis-jenis usaha koperasi 

 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 
- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 

Kegiatan  : 

 Revitalisasi/Pembangunan Pasar Rakyat Berselang Serundingan 

 Revitalisasi/Pembangunan Pasar Rakyat Simpang Nibung 

 Revitalisasi/Pembangunan Pasar Rakyat Karya Makmur 

 

3. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 

PROGRAM : 

- Program Pengembangan Nilai Budaya 

Kegiatan  : 

 Pembinaan dan Pelatihan Seni Musik, Seni Tari, Seni Rupa/lukis dan 

Seni Teater 

 Pembuatan lagu daerah 

 

- Program Pengelolaan Keragaman Budaya 

Kegiatan  : 

 Fasilitasi Peyelenggaraan Budaya Daerah dan sedekah Ramo 

 Fasilitasi Penyelenggaraan Keragam Hiburan Rakyat 

 
- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

Kegiatan  : 

 Kegiatan Partisipasi Promosi Pariwisata Tk. Nasional 
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 Promosi pada Muratara Expo 

 Promosi Pariwisata pada Sriwijaya Expo 

 
- Program Pengembangan Dinasti Pariwisata 

Kegiatan  : 

 Pembinaan Suku Anak Dalam (SAD) Menjadi objek wisata budaya 

 
- Program Pengembangan Kemitraan 

Kegiatan  : 

 Pembentukan & Pelatihan Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata 

 Pembuatan PERDA TDUP 

 Sosialisasi TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) 

 Pembinaan dan Pengembangan SDM Pelaku Usaha sarana Akomodasi 

di Objek Wisata 

 
- Program Pengembangan Sejarah dan Kepurbakalaan 

Kegiatan  : 

 Iventarisasi & Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala 

 

4. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 

PINTU 

PROGRAM : 

- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 

Kegiatan  : 

 Sistem Informasi Penanaman Modal 

 Promosi Investasi 

 Rencana Umum Penanaman Modal 

 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan 

Pelaksanaan Penanaman Modal 

 
- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 

Kegiatan  : 

 Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi 

 Pelaksanaan Evaluasi dan Verifikasi Perizinan dan Non Perizinan di 

Kabupaten Musi Rawas Utara 

 Kegiatan Sosialiasi Perda Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non 

Perizinan 

 

5. DINAS KETAHANAN PANGAN 

PROGRAM : 

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 

Kegiatan  : 
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 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 

- Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

Kegiatan  : 

 Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan  pangan,   Neraca Bahan 

Pangan 

 Pengembangan Desa mandiri Pangan 

 Pembuatan gudang distribusi pangan 

 Pengembangan Sistem Infrormasi Pasar 

 Pengembangan Diversifikasi Pangan 

 Sosialisasi Pangan Sehat 

 Kebijakan Perberasan 

 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 

 Field Trip KRPL 

 
- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ 

Perkebunan 

Kegiatan  : 

 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggul Daerah 
 

MISI 5 : MEWUJUDKAN  DERAJAT  KESEHATAN  MASYARAKAT  YANG 

BERKUALITAS 

Program Stategis :  

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan cara:  

a. Pemerataan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang 

terstandar  

b. Peningkatan pelayanan kesehatan dengan kerjasama dan kemitraan  

c. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi seluruh lapisan 

masyarakat 

d. Peningkatan upaya pemberantasan penyakit 

e. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat berasaskan pemberdayaan 

masyarakat 

f. Peningkatan kualitas peserta KB 

g. Peningkatan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan 

penyiapan kehidupan keluarga 

h. Peningkatan ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga 

 

OPD TERKAIT 

1. DINAS KESEHATAN 

Program  : 

- Program  Obat dan Perbekalan Kesehatan 

Kegiatan  : 

 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 
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 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit 

 Gerakan Masyarakat cerdas menggunakan obat 

 Sistem dan Layanan Informasi Terpadu 

 
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

Kegiatan  : 

 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan 

 Peningkatan  Kesehatan Masyarakat 

 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah 

 Peningkatan kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi BPJS) 

 Public Safety Center 

 Penanganan Kasus Pasung dan Gangguan Jiwa 

 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 

 Pelayanan Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Terpadu 

 Sosialisasi KTR dan Konseling Posbindu 

 Penyelenggaran penyehatan lingkungan 

 
- Program Pengawasan Obat dan Makanan 

Kegiatan  : 

 Pelatihan Kader dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Siaga 

 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan 

 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 

  
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

Kegiatan  : 

 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi 

 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 

 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 

 
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat 

Kegiatan  : 

 Pengembangan pengkajian lingkungan sehat 

 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 

 Sosialiasasi Kebijakan Lingkungan Sehat 

 
- Program Pencegahan dan Penanggulang Penyakit Menular 

Kegiatan  : 

 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah 

 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 

 Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji 

 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik 

 Penyemprotan/Fooging Sarang Nyamuk 

 Pengadaan Vaksin Penyakit Menular 
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 Pelayanan Penyakit dan Penanggulangan Penyakit Menular 

 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan dan 

pemberantasan penyakit 

 Pemusnahan/karantina sumber penyakit menular 

 
- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

Kegiatan  : 

 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan (Profil Kesehatan) 

 Pembangunan dan pemuktahiran data dasar standar pelayanan 

 Penyusunan Standar Analisis belanja pelayanan kesehatan 

 Pendampingan penyusunan Perencanaan Puskesmas 

 Pendampingan Puskesmas BLUD 

 Penilaian Nakes dan Puskesmas Berprestasi 

 Akreditasi Puskesmas 

 

- Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan 

prasrana puskesmas /pustu dan jaringannya 

Kegiatan  : 

 Pengadaaan Alat Kesehatan 

 Gedung PSC 

 Rehabilitasi Pustu 

 Pembangunan Pustu 

 Pembangunan Poskesdes 

 Rehabilitasi Poskesdes 

 
- Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RS/Rumah 

Sakit Jiwa/RSParuparu. RS Mata 

Kegiatan  : 

 Pengadaan Alat Kesehatan RS 

 Pengadaan GedungPelayanan RS 

 
- Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 

Kegiatan  : 

 Pelayanan operasi katarak 

 Pelayanan Sunatan Massal 

 
- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 

Kegiatan  : 

 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 

 
- Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia 

Kegiatan  : 

 Pelayanan kesehatan pada Lansia 
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- Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 

Kegiatan  : 

 Penyuluhan kesehatan anak dan balita 

 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 

 Pembangunan Sarana dan Prasarana Khusus Pelayanan Perawatan 

Anak Balita 

 
- Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan 

Kegiatan  : 

 Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri 

 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Hasil 

produksi Rumah Tangga 

 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan 

Restoran 

 
- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak 

Kegiatan  : 

 Penyuluhan kesehatanbagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 

 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 

 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 

 Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu Hamil Keluarga Kurang Mampu 

 Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu 

 
2. DINAS PENGENDAIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

PROGRAM  : 

- Program Keluarga Berencana 

Kegiatan  : 

 Pelayanan KIE 

 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Klinik KB 

 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 

 Pembinaan Kampung Keluarga Berencana 

 Penyusunan Analisis dan Evaluasi data dan profil penduduk 

 
- Program Pelayanan Kontrasepsi 

Kegiatan  : 

 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 

 Pelayanan KB Medis Operasi 
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- Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan 

KB/KR yang Mandiri 

Kegiatan  : 

 Peningkatan Kinerja Petugas Lapangan dan IMP (Institusi Masyarakat 

Pedesaan) Program KB 

 Hari Keluarga Nasional 

 Bantuan Operasional Keluarga Berencana 

 
- Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk 

HIV/AIDS 

Kegiatan  : 

 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS Di Sekolah 

 
- PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA 

Kegiatan  : 

 Pembentukan dan Pembinaan Orang tua Hebat 

 Pembentukan dan Pembinaan Generasi Berencana 

 Pembentukan dan Pembinaan Lansia 

 Pelatihan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan 

 

3. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) 

PROGRAM  : 

- Program perencanaan Sosial Budaya 

Kegiatan  : 

 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskian 

 Koordinasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan 

 Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan(LP2KD) Daerah 

 

MISI 6 : MEWUJUDKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA BEBAS 

NARKOBA 

Program Stategis :  

Peningkatan keamanan diwilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan cara:  

a. Peningkatan pengawasan dan pengendalian produksi dan distribusi narkoba  

b. Pengembangan sistem pengawasan dan perlindungan kejahatan narkoba 

berbasis masyarakat  

c. Pengembangan metode pencegahan penyalahgunaan narkoba 

d. Peningkatan faktor protektif dan pengurangan faktor risiko penyalahgunaan 

narkoba 

e. Pengembangan layanan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba secara efektif 
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OPD TERKAIT 

1. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

Program : 

- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 

Kegiatan  : 

 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 

 Sosialisasi Pencegahan Dini Bahaya Kebakaran di 7 Kecamatan 

Kabuapten Musi Rawas Utara 

 Sosialisasi Deteksi Dini Ketertiban Umum (linmas) 

 Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah/Operasi Yustisi 

 Pengendalian keamanan lingkungan 

 Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban PKL 

 
- Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 

Kegiatan  : 

 Penyuluhan Pencegahan Peredaran /Penggunaan Minuman Keras dan 

Narkoba 

 Pencegahan tindakan asusila/prostitusi 

 
- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 

Kegiatan  : 

 Seleksi Penerimaan Anggota baru Pol.PP, PBK dan Linmas 

 

2. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

PROGRAM : 

- Program Upaya pecegahan penyalahgunaan narkoba 

Kegiatan  : 

 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda 

 

MISI 7 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN KABUPATEN MUSI 

RAWAS UTARA YANG BAIK. 

Program Stategis :  

a. Pengembangan layanan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba secara efektif 

b. Pengoptimalan penerimaan dari sumber-sumber PAD 

c. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah secara optimal 
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d. Peningkatan kualitas pelayanan publik 

e. Peningkatan tranparansi pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah 

f. Peningkatan kemudahan mengakses informasi/data kepemerintahan 

g. Peningkatan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah 

h. Penguatan pelaksanaan aturan secara konsisten 

i. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan 

dan Evaluasi Pembangunan 

j. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan 

k. Pengembangan kelembagaan pemberdayaan perempuan 

l. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang politik dan perilaku demokratis 

m. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat dan aparat terhadap hukum 

 

OPD TERKAIT 

1. INSPEKTORAT 

Program : 

- Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten/Kota 

Kegiatan  : 

 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

 
- Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 

Kegiatan : 

 Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset 

Desa 

 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

 
- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 

Kegiatan : 

 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/ komprehensif 

 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 

 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 

 

- Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan 

Aparatur Pengawasan 

Kegiatan : 

 Pelatihan, Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 

Pengawasan 
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- Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan 

Prosedur Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan KDH 

Kegiatan : 

 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 

 Penguatan Kelembagaan APIP 

 Penguatan Pelaksanaan SPIP 

 
- Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan 

Prosedur Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan KDH 

Kegiatan : 

 Pelaksanaan Pengawasan Unit Sapu Bersih Pungutan Liar 

 Monitoring Urusan Pemerintah Desa 

 Unit Pengendali Gratifikasi 

 

2. BKP SDM 

Program : 

- PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 

Kegiatan : 

 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bendahara 

 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Keahlian Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah 

 Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Angka Kredit PNS Fungsional 

 Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi dan Keuangan Daerah 

 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Kepala Sekolah 

 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pelayanan Kesehatan 

 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Perancang Perundang-Undangan 

 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Analis Kepegawaian 

 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penyuluh Sosial 

 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Perencana 

 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pranata Komputer 

 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana 

 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 

 Rapat Koordinasi Kepegawaian 

 
- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 

Kegiatan : 

 Seleksi Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah 

 Penempatan PNS 

 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 

 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi 

 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 
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 Pengusulan dan Penetapan Pensiun, Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen 

 Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS Daerah 

 Pendidikan dan Pelatihan Perjenjangan Pegawai Negeri Sipil 

 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah 

 
3. BADAN KEUANGAN DAERAH  

PROGRAM : 

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

Kegiatan  : 

 Monitoring Data Aset 

 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 

 Penyusunan Laporan Aset Daerah 

 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 

 
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolan Keu. Daerah 

Kegiatan  : 

 Penyusunan standar satuan harga 

 Penyusunan rancangan peraturan Daerah entang APBD 

 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 

 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan 

APBD 

 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 

 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 

 Pengelolaan Administrasi SP2D 

 Penyusunan Laporan Keuangan Daerah 

 Pembekalan penyusunan APBD 

 Pendataan, Penilaian Kembali Objek dan Subjek PBB 

 Pendataan, Verifikasi, Validasi Data Pajak dan Retribusi Daerah 

 Pra penyusunan perubahan  APBD 

 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan dan Belanja Daerah 

 Bulan Bakti dan Pemberian Penghargaan Pelunasan PBB 

 Penagihan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 penyuluhan pajak dan retribusi daerah 

 Pendistribusian SPPT, PBB dan Penagihan PBB 

 Monitoring Sistem  Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

 Fasilitasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 

 Pengembangan Kebijakan Akuntansi dan Updating Simda Akrual 

 Pendampingan Bantuan Hibah, Sosial dan Bantuan Keuangan 
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 Manajemen Kas Daerah 

 Pelaporan dan Sinkronisasi Dana Transper Daerah 

 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 

 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 

 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

 Rekonsiliasi Data Akuntansi 

 Implementasi SAP berbasis Akrual 

 Penyusunan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas 

 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah 

 Pengelolaan Administrasi Belanja Tidak Langsung 

 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

 Fasilitasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah 

 
- Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolan Keuangan Desa 

pemuda 

Kegiatan  : 

 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 

 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Perubahan 

 Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan daerah 

 
- Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Kegiatan  : 

 Penyusunan Sistem Informasi Tranparansi Anggaran Pemerintah 

Daerah 

 

4. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 

PROGRAM : 

- Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 

Kegiatan : 

 Pembangunan data base informasi kearsipan 

 Pengumpulan data 

 Pengklasifikasian data 

 Penyusunan sistem katalog data 

 Pengadaan sarana penyimpanan 

 Kajian sistem administrasi kearsipan 

 Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan 

 
- Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 

Kegiatan : 

 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 

 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 

 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 
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- Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana 

kearsipan 

Kegiatan : 

 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 

 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 

 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 

 
- Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 

Kegiatan : 

 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 

 Penyediaan sarana layanan informasi arsip 

 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi 

pemerintah/swasta 

 
5. SEKRETARIAT DPRD 

PROGRAM : 

- Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 

Kegiatan : 

 Pembahasan rancangan peraturan daerah 

 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 

 Rapat-rapat paripurna 

 Kegiatan Reses 

 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 

 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 

 

MISI 8 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI, SANTUN DAN 

BERAKHLAK MULIA DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA. 

Program Stategis :  

Meningkatkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dan adat diseluruh wilayah 

Kabupaten Musi Rawas Utara dengan cara:  

a. Peningkatan pemahaman nilai keagamaan 

b. Peningkatan pemahaman nilai etika dan moral 

c. Peningkatan pemahaman masyarakat pada aturan dan norma 

d. Peningkatan pemahaman nilai akhlak mulia 

e. Peningkatan kemampuan dan keterampilan 

f. Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja 
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g. Perluasan lapangan kerja 

h. Peningkatan pemberdayaan masyarakat PMKS 

i. Peningkatan fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan 

j. Peningkatan pembinaan bagi Anak Terlantar, Para Penyandang Cacat dan 

Trauma Serta Panti Asuhan/Jompo 

k. Pengembangan layanan rehabilitasi dan pembinaan masalah sosial 

l. Peningkatan penanganan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan 

 

OPD TERKAIT 

1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) 

PROGRAM : 

- Program  perencanaan sosial budaya 

Kegiatan  : 

 Kajian Rencana Pembangunan Industri Daerah 

 Kajian Analisis Potensi Daerah Berbasis Pada Potensi Ekonomi 

 Fasilitasi Forum CSR 

 Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

 Rencana Aksi Daerah 

 Penyusunan Buku Indeks Kesejahteraan Rakyat 

 Penyusunan buku indikator sosial ekonomi 

 Study Kelayakan Sungai Rupit sebagai Destinasi Wisata 

 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskian 

 
- Program Penelitian dan Pengembangan 

Kegiatan : 

 Monitoring  Perkembangan Desa  Wilayah Kab. Muratara Tahun 2018 

 Analisis Kemiskinan 

 Program Pengembangan Inkubator teknologi, Penelitian dan Inovasi 

Daerah 

 Survey tingkat kepuasan Masyarakat dan arah pembangunan Muratara 

 Lanjutan Sistem Inovasi Daerah 

 Suseda 2018 

 

2. DINAS SOSIAL 

PROGRAM : 

- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil 

(KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

Lainnya 

Kegiatan : 
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 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga 

miskin 

 
- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

Kegiatan : 

 Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap 

Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa 

 Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) 

 Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar, Kepahlawanan, Keperintisan, dan 

Kesetiakawanan Sosial 

 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana 

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS 

 Kegiatan Peringatan HUT Tagana 

 
- Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 

Kegiatan : 

 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks. Trauma 

 
- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 

Kegiatan : 

 Peningkatan Kualitas Karang Taruna 

 Pengembangan model kelembagaan perlindungan social 

 

3. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

PROGRAM : 

- Program pengembangan dan Keserasian Kebijikan Pemuda 

Kegiatan  : 

 Pendataan potensi kepemudaan 

 
- Program peningkatan peran serta kepemudaan 

Kegiatan  : 

 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 

 Lomba Kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda 

 Jambore Pemuda Daerah 

 Pasillitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan 

 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan 

 
- Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan 

Kecakapan Hidup Pemuda 

Kegiatan  : 

 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda 
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- Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 

Kegiatan  : 

 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat 

 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 

 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 

 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 

 Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat 

 Pembinaan Putra-Putri Berprestasi 

 Pengembangan Olahraga Rekreasi 

 

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 

Kegiatan  : 

 Pengadaan peralatan olahraga 

 Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana Olahraga 

  
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

Kegiatan  : 

 Fasilitasi Penyelenggaraan Keragaman Hiburan Rakyat 

 
 

- Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 

Kegiatan  : 

 Peningkatan Mutu dan Organisasi dan Tenaga Keolahragaan 

 
4. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

PROGRAM : 

- Program Pengembangan Data/ Informasi / Statistik Daerah 

Kegiatan : 

 Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

 
- Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas tenaga kerja 

Kegiatan : 

 Penyusunan data base 

 pendidikan dan pelatiahan keterampilan bagi pencari kerja 

 Penyusunan DED Balai Latihan Kerja (BLK) 

 
- Program Peningkatan Kesempatan Kerja 

Kegiatan : 

 Penyususan dan Penyebar luasan informasi pasar kerja 
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- Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 

Kegiatan : 

 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial 

 Pembinaan syarat kerja dan kesejateraan pekerja 

 Pengendalian dan pembinaan organisasi pekrja/buru 

 
- Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis/ Cepat 

Tumbuh 

Kegiatan : 

 Indentifikasi Lahan/Lokasi Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru 

(KPB) 

 

5. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

PROGRAM : 

- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 

Kegiatan : 

 Pemantauan dan Pelaporan Aksi Demo di Kab. Musi Rawas Utara 

 Rapat Koordinasi " Antisipasi Konflik Sosial dalam Wilayah Kabupaten 

Musi Rawas Utara" 

 Pembinaan dan Pembekalan Kemampuan Intelijen bagi Aparat 

Pemerintah Daerah 

 Pembinaan dan Pembekalan Deteksi Dini Terhadap Ancaman Stabilitas 

Daerah 

 Penyusuan Peta konflik Kabupaten Musi Rawas Utara 

 Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Penelitian di Kab. Musi Rawas Utara 

 Inventarisasi Data dan Kajian Pemicu Konflik di Kab. Musi Rawas Utara 

 Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 

 Pembinaan Bahaya Radikalisme dan Terorisme di Wilayah Kab. Musi 

Rawas Utara 

 Pembentukan Tim Pengawasan Terhadap Orang Asing 

 Fasilitasi Tim Pengawasan Terhadap Orang Asing 

 Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan 

 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan Terhadap Orang Asing 

 Penyuluhan gangguan Keamanan 

 
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

Kegiatan : 

 Pengingkatan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air/ Jelajah 

Nusantara 

 Sosialisasi Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan 

masyarakat 
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 Sosialisasi Pengingkatan Peran ORMAS/ LSM dalam Bidang Ketahanan 

Budaya, Agama dan Kemasyarakat 

 Sosialisasi Pengingkatan Peran ORMAS/ LSM dalam Bidang Ketahanan 

Ekonomi 

 Sosialisasi Bela Negara 

 Pembekalan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Aparat Pemda, Guru dan 

Pelajar Se-Kabupaten Musi Rawas Utara 

 Revolusi Mental 

 Sosialisasi wawasan kebangsaan bagi pelajar 

 Pembinaan Pengimplementasian terhadap Nilai-nilai Pancasila 

 Pemantapan nilai-nilai kebangsaan,konsepsi nasional dan 

kepemimpinan bagi kades/lurah 

 Pembentukan Tim Fasilitasi Ketahanan Ekonomi Daerah 

 Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pendidikan Wawasan 

Kebangsaan (PPWK) di Kab. Musi Rawas Utara 

 Perkemahan Pemuda Antar Umat Beragama Se-Kabupten Musi Rawas 

Utara 

 Pembinaan dan Pengimplementasian terhadap 4 Konsensus Dasar 

 Pembentukan dan Pembekalan Fasilitator Pendidikan Wawasan 

Kebangsaan di Kab. Musi Rawas Utara 

 Fasilitator Pertemuan Tokoh Adat dan Ormas Budaya dalam rangka 

Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

 Pembentukan Tim Penilai Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran 

Kebangsaan di Kab. Musi Rawas Utara 

 Pelestarian Seni dan Budaya Daerah Berwawasan Kebangsaan melalui 

Pergelaran dan Pelaku Seni 

 
- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

Kegiatan : 

 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab. Musi Rawas Utara 

 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab. Musi Rawas Utara 

 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kab. Musi 

Rawas Utara 

 Pembentukan Tenaga Penggerak Pembauran 

 Penyusunan data base Ormas/LSM 

 Pembinaan Terhadap Ormas, LSM dan LNL tentang Peraturan dan 

Perundang-undangan Bidang Keormasan 

 Pembentukan Forum Pemuda Antar Umat Beragama 

 
- Program Pendidikan Politik Masyarakat 

Kegiatan : 

 Koordinasi forum-forum diskusi politik 

 Penyusunan data base Partai Politik 
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 Sosialisasi paket undang-undang bidang politik 

 Pembekalan Peningkatan Pemahaman Pendidikan Politik dan Etika 

Budaya Politik 

 Koordinasi forum – forum diskusi Ormas/LSM 

 Publikasi Pendidikan Politik Melalui Media 

 Pokja Verifikasi bantuan dana partai politik 

 Seminar Tentang Peran LSM dan Ormas dalam rangka mendukung 

Program Pemerintah di Kabupaten Musi Rawas Utara 

 Lomba Pidato dan Kreatifitas Pendidikan Politik bagi Pelajar dan 

Generasi Muda 

 Pendidikan Politik bagi Pelajar dan Generasi Muda di Kabupaten Musi 

Rawas Utara 

 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemilu 

 Pembinaan tentang Pendidikan Politik Bagi Ormas, LSM dan Lembaga 

Nirlaba Lainnya di Kabupaten Musi Rawas Utara 

 Pembinaan Pemahaman Pendidikan Politik Bagi Ormas Perempuan 

 Pembekalan Pengelola Bantuan Keuangan Parpol 

 Pembinaan Politik dalam rangka Pencegahan Konflik Politik 

 

6. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN 

DESA/KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN DAN ANAK (BPMD P3A) 

PROGRAM : 

- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 

Kegiatan : 

 fasilitasi alokasi dana desa 

 Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa 

 
- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun 

Desa 

Kegiatan : 

 Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Kabupaten,Provinsi dan 

Tingkat Nasional 

 Penyelegaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan 

Hari Kesatuan Gerak PKK 

 Lomba Desa 

  
- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 

Kegiatan : 

 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen 

Pemerintahan Desa 
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 Pemilihan Kepala Desa 

 Pelatihan Manajemen Usaha Ekonomi bidang produktif di perdesaan 

 Pembinaan PKK Pedesaan 

 penilaian 10 program pokok PKK 

 peningkatan kemitraan organisasi pkk dalam pembangunan 

 pelatihan pengurus pkk kabupaten musi rawas utara 

 Rapat koordinasi tim penggerak PKK kabupaten Musi Rawas Utara 

 Rapat koordinasi Tenaga pendamping lokal desa (PLD) Kabupaten Musi 

Rawas Utara 

 
- Program Bidang Otonomi Desa 

Kegiatan : 

 persiapan pemekaran desa 

 Pembinaan Lembaga Desa ( Musi rawas Utara) 

 Peningkatan penggunaan dana desa dan ADD 

 Pelatihan bidang kesekretariatan pemerintah desa dan kecamatan 

 Pembentukan Satgas Siskeudes Kabupaten Musi Rawa Utara 

 
- Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Delam 

Pembangunan 

Kegiatan : 

 Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan 

Anak (P2TP2A) 

 Pembinaan Organisasi Perempuan dan Kesetaraan Gender 

 
- Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan 

Kegiatan : 

 Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) 

 Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) 

 Pelatihan Peran Wanita Dalam Mewujudkan Keluarga Sehat Sejahtera 

 
- Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan 

Anak 

Kegiatan : 

 Sosialisasi Undang-Undang KDRT dan Undang-Undang Tentang 

Perlindungan Anak 

 
7. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 

PROGRAM : 

- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 

Kegiatan : 
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 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong 

terwujudnya masyarakat pembelajar 

 Pengembangan minat dan budaya baca 

 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, 

perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan 

masyarakat 

 Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan 

 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca 

 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 

 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 

 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 

8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

PROGRAM : 

- Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana 

Alam 

Kegiatan : 

 Pemantawan dan Penyebarluaskan Informasi Potensi Bencana Alam 

 Pelatihan Manajemen Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan 

Bencana 

 Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman / 

Korban Bencana Alam 

 Pengadaan Logistik dan Obat- Obatan Bagi Penduduk di Tempat 

Penampungan 

 Sosialisasi Penanggulangan Bencana Alam 

 
- Program Pembinaan Penanggulangan Darurat dan Logistik 

Kegiatan : 

 Latihan Gabungan Penyelamatan Pengevakuasian Korban Bencana 

 Peralatan dan Pakaian Kerja TRC 

 Biaya Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana 

 Apel Gabungan dan Simulasi Siaga Bencana 

 Rapat Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

 

9. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 

Program : 

- Program Penataan Administrasi Kependudukan 

Kegiatan : 

 Bimtek 

 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 

 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan 
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 Impelementasi Sistem Administrasi Kependudukan(Membangun, 

updating dan Pemeliharaan) 

 Penyusunan Kebijakan Kependudukan 

 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 

 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 
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BAB V 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 

 

Untuk mencapai tujuan Pembangunan yang diinginkan pada tahun 2018 

dengan mempertimbangkan pada kondisi internal maupun eksternal yang akan 

dihadapi, serta permasalahan dan tantangan yang ada di berbagai bidang, maka 

rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang di jabarkan menurut urusan 

pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Musi Rawas 

Utara, antara lain meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yang selanjutnya 

dijabarkan kedalam bidang-bidang urusan yang dikelola oleh masing-masing 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya 

dari masing–masing urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan dari masing-

masing OPD tersebut harus dapat menjelaskan/menggambarkan lebih lanjut, 

mengenai perencanaan program, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, 

lokasi, OPD yang bertanggung jawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan 

sasaran pembangunan tahun 2018 adapun rincian OPD pelaksanaan program dan 

kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2018.  

Dari OPD pelaksana prioritas pembangunan tersebut maka dapat dilihat 

secara terperinci kegiatan yang direncanakan sesuai dengaan Renja OPD tahun 2018 

sebagaimana dalam tabel berikut ; 
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Tabel  5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS OPD  

NO 
PRIORITAS 

 

FOKUS 

 
OPD 

 

1 

Mewujudkan 

Pendidikan Yang 

Berkualitas dan 

Murah 

a. Peningkatan Akses Pelayanan 

Pendidikan yang Terjangkau  

b. Pengembangan layanan pendidikan 

dengan Inovasi Sistem pembelajaran 

dan Kapasitas Lembaga pendidikan. 

c. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas 

Sarana Prasarana Pendidikan. 

d. Peningkatan tingkat Partisipasi Sekolah. 

e. Peningkatan Kapasitas Pendidik dan 

Tenaga kependidikan. 

f. Penyusunan regulasi/kebijakan terkait 

tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

 

1. Dinas Pendidikan  

2. Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

(Bappeda) 

 

2 

Mewujudkan 

Optimalisasi 

Pemanfaatan Lahan 

Terlantar/Lahan 

Tidur 

a. Peningkatan Penataan ruang wilayah 

dengan memperhatikan aspek-aspek 

lingkungan dan kebutuhan Masyarakat.  

b. Peningkatan upaya ketertiban 

pemanfaatan lahan produktif dengan 

mempertimbangkan daya dukung lahan 

dan aspek lingkungan  

c.  Peningkatan pengelolaan lahan 

terlantar/lahan tidur untuk budidaya 

pertanian. 

d. Optimalisasi pengelolaan lahan 

terlantar/ lahan tidur. 

e. Peningkatan ketertiban masyarakat 

dalam pemanfaatan kawasan sesuai 

fungsinya 

f. Peningkatan ketertiban tata batas 

wilayah administratif pemerintahan 

 

 

1. Dinas Lingkungan 

Hidup dan 

Pertanahan. 

2. Dinas PU da Penataan 

Ruang 

3. Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

(Bappeda) 

4. Kecamatan dalam 

wilayah Kabupaten 

Musi Rawas Utara. 

 

 

 

3 

Mewujudkan 

Infrastruktur Dasar 

di Kabupaten Musi 

Rawas Utara yang 

Merata dan 

a. Meningkatnya Pembangunan 

Perhubungan Darat. 

b. Meningkatkan pembangunan 

perhubungan sungai. 

 

1. Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan 

Ruang. 

2. Dinas Perumahan dan 
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Berkualitas. c. Meningkatkan pelayanan perumahan-

permukiman dan sanitasi. 

d. Meningkatkan pembangunan 

infrastruktur dasar untuk pemenuhan 

energi. 

e. Meningkatkan pembangunan 

infrastruktur dasar untuk kebutuhan air. 

f. Meningkatkan pembangunan sarana 

prasarana komunikasi dan informasi. 

g. Meningkatkan pelayanan komunikasi 

dan informasi wilayah. 

h. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur 

penanggulangan bencana. 

 

Pemukiman 

3. Dinas Perhubungan 

4. Dinas Komunikasi dan 

Informatika. 

5. Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

(Bappeda ) 

6. Dinas Lingkungan 

Hidup dan 

Pertanahaan. 

7. Kecamatan dalam 

wilayah Kabupaten 

Musi Rawas Utara. 

 

4 

Mewujudkan 

Hilirisasi Komoditi 

Unggulan Kabupaten 

Musi Rawas Utara      

a. Penganekaragaman Jenis Komoditas 

Unggulan Sektor Pertanian serta 

Peningkatan Sarana Produksi Komoditas 

Unggulan Sektor Pertanian (Benih, 

Pupuk, Obat-obatan dan alat produksi 

pertanian) 

b. Penambahan luas tanam pertanian 

c. Penyediaan Sarana Prasarana 

Pengendalian OPT (Organisme 

pengganggu tanaman, penyakit 

tanaman) 

d. Peningkatan sistem dan pengawasan 

proses produksi 

e. Peningkatan penerapan teknologi tepat 

guna untuk hilirisasi. 

f. Peningkatan Kualitas Sarana Industri 

Pengolahan dengan tersedianya bahan 

mentah, bahan baku dan bahan 

penolong. 

g. Peningkatan alih pengetahuan dan 

keterampilan dalam inovasi pengolahan 

produk hilir komoditas unggulan 

h. Peningkatan pengetahuan, keterampilan 

dan motivasi kewirausahaan masyarakat 

dan pelaku hilirisasi 

i. Penganekaragaman produk olahan 

komoditi secara modern 

 

1. Dinas Pertanian dan 

Perikanan 

2. Dinas Ketahanan 

Pangan. 

3. Dinas Perindustrian, 

Perdagangan dan 

Kopersai. 

4. Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 

5. Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu atu Pintu. 

6. Bagian Adm. 

Perekonomian dan 

Sumberdaya alam 

SETDA, 
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j. Peningkatan kualitas produk komoditi 

unggulan 

k. Peningkatan kapasitas pengelola 

koperasi dan UMKM 

l. Peningkatan sistem manajemen industri 

kecil dan menengah 

m. Pengembangan regulasi terkait ekonomi 

kerakyatan 

n. Peningkatan strategi pemasaran 

(promosi dan branding) 

o. Peningkatan penyediaan infrastuktur 

ekonomi 

p. Peningkatan pengelola dan 

pengembangkan potensi investasi 

q. Penyiapan rencana dan pelaksanaan 

pembangunan pariwisata 

 

5 Mewujudkan  Derajat  

Kesehatan  

Masyarakat  yang 

Berkualitas. 

 

a. Pemerataan dan peningkatan sarana 

dan prasarana kesehatan yang 

terstandar  

b. Peningkatan pelayanan kesehatan 

dengan kerjasama dan kemitraan  

c. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar 

dan rujukan bagi seluruh lapisan 

masyarakat 

d. Peningkatan upaya pemberantasan 

penyakit 

e. Peningkatan upaya kesehatan 

masyarakat berasaskan pemberdayaan 

masyarakat 

f. Peningkatan kualitas peserta KB 

g. Peningkatan pemahaman remaja 

mengenai kesehatan reproduksi dan 

penyiapan kehidupan keluarga 

h. Peningkatan ketahanan keluarga dan 

pemberdayaan keluarga 

 

1. Dinas Kesehatan 

2. Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga 

Berencana dan 

Perlindungan Anak. 

3. Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

(Bappeda) 

 

 

6 Mewujudkan 

Kabupaten Musi 

a. Peningkatan pengawasan dan 

pengendalian produksi dan distribusi 

1. Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 
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Rawas Utara Bebas 

Narkoba. 

narkoba  

b. Pengembangan sistem pengawasan 

dan perlindungan kejahatan narkoba 

berbasis masyarakat  

c. Pengembangan metode pencegahan 

penyalahgunaan narkoba 

d. Peningkatan faktor protektif dan 

pengurangan faktor risiko 

penyalahgunaan narkoba 

e. Pengembangan layanan rehabilitasi 

penyalahgunaan narkoba secara 

efektif  

 

2. Dinas  Pemuda dan 

Olahraga. 

3. Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik  

Kesbangpol) 

4. Kantor Sat.Pol.PP  

5. Bagian Kesra Setda 

6. Dinas Sosial 

7. Dinas Perhubungan 

8. DInas Komunikasi dan 

Informatika. 

9. Kecamatan dalam 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara 

 

  

7 Mewujudkan Tata 

Kelola Pemerintahan 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara Yang 

Baik. 

1. Pengembangan layanan rehabilitasi 

penyalahgunaan narkoba secara 

efektif 

2. Pengoptimalan penerimaan dari 

sumber-sumber PAD 

3. Peningkatan kinerja pengelolaan 

keuangan dan aset daerah secara 

optimal 

4. Peningkatan kualitas pelayanan 

publik 

5. Peningkatan tranparansi 

pengelolaan dan pelaporan 

keuangan daerah 

6. Peningkatan kemudahan 

mengakses informasi/data 

kepemerintahan 

7. Peningkatan kinerja pengawasan 

penyelenggaraan pemerintah 

daerah 

8. Penguatan pelaksanaan aturan 

secara konsisten 

9. Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Proses Perencanaan, 

Pelaksanaan dan Evaluasi 

Pembangunan 

10. Peningkatan partisipasi perempuan 

dalam pembangunan 

11. Pengembangan kelembagaan 

 

 

1. Inspektorat 

2. BKP SDM 

3. Badan Keuangan 

Daerah 

4. Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan 

5. Sekretariat DPRD 
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pemberdayaan perempuan 

12. Peningkatan pemahaman 

masyarakat tentang politik dan 

perilaku demokratis 

13. Peningkatan kesadaran dan 

ketaatan masyarakat dan aparat 

terhadap hukum  

 

8 Mewujudkan 

Masyarakat Yang 

Mandiri, Santun Dan 

Berakhlak Mulia di 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara. 

a. Peningkatan pemahaman nilai 

keagamaan 

b. Peningkatan pemahaman nilai etika 

dan moral 

c. Peningkatan pemahaman 

masyarakat pada aturan dan norma 

d. Peningkatan pemahaman nilai 

akhlak mulia 

e. Peningkatan kemampuan dan 

keterampilan 

f. Peningkatan kualitas SDM tenaga 

kerja 

g. Perluasan lapangan kerja 

h. Peningkatan pemberdayaan 

masyarakat PMKS 

i. Peningkatan fungsi dan peran 

lembaga kemasyarakatan 

j. Peningkatan pembinaan bagi Anak 

Terlantar, Para Penyandang Cacat 

dan Trauma Serta Panti 

Asuhan/Jompo 

k. Pengembangan layanan rehabilitasi 

dan pembinaan masalah sosial 

l. Peningkatan penanganan bagi 

perempuan dan anak korban tindak 

kekerasan  

 

1. Bappeda 

2. Dinas Sosial 

3. Dinas Pemuda dan 

Olahraga 

4. Dinas Tenaga Kerja 

5. Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik 

6. BPMD P3A 

7. Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan 

8. Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

9. Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil 

 



Nama OPD : Dinas Pendidikan

OPD

Penanggung 

Jawab

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
Tolak 

Ukur
Target 1/2/3 1/2/3

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran

Disdik Indeks Kepuasan 

Aparatur
90%           2.047.444.500            2.703.595.875 

1 01 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Disdik Jumlah Materai 860 Jumlah 

Materai

860                  5.160.000                   5.190.000 Rutin

1 01 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Disdik Jumlah Tagihan 

Jasa

4 Tagihan Jumlah 

Tagihan 

4 Tagihan                52.200.000                 63.162.000 Rutin

1 01 01 01 03 Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Disdik Jumlah Tenaga 36 Orang Jumlah 

Tenaga

36 Orang              340.760.000               425.436.000 Rutin

1 01 01 01 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Disdik Jumlah Tenaga 2 Orang Jumlah 

Tenaga

2 Orang                24.000.000                 30.250.000 Rutin

1 01 01 01 05 Penyediaan Jasa Perbaikan 

Peralatan Kerja 

Disdik Jumlah Jenis 

Perbaikan

5 Item Jumlah 

Jenis 

Perbaikan

5 Item                25.000.000                 24.200.000 Rutin

1 01 01 01 06 Penyediaan Alat tulis Kantor Disdik Jumlah Jenis 

ATK

2 Jenis Jumlah 

Jenis ATK

2 Jenis              132.287.500               121.000.000 Rutin

1 01 01 01 07 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Disdik Jumlah Jenis 120000 

Eksemplar

Jumlah 

Jenis

120000 

Eksemplar

               29.000.000               346.060.000 Rutin

1 01 01 01 08 Penyediaan komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor

Disdik Jumlah Item 2 Item Jumlah 

Item

2 Item                  5.750.000                   6.050.000 Rutin

1 01 01 01 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Disdik Jumlah 

Eksemplar

12 

Eksemplar

Jumlah 

Eksemplar

12 

Eksemplar

               30.000.000                 39.930.000 Rutin

1 01 01 01 10 Penyediaan makan dan minum 

kantor

Disdik Jumlah Porsi 3750 

Porsi

Jumlah 

Porsi

3750 

Porsi

               79.687.000                 96.421.875 Rutin

1 01 01 01 11 Rapat-rapat Koordinasi dan 

Konsultasi ke Luar Daerah

Disdik Jumlah SPPD 45 SPPD Jumlah 

SPPD

45 SPPD              450.000.000               544.500.000 Rutin

1 01 01 01 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi dalam Daerah

Disdik Jumlah Jenis 

SPPD

4 Jenis Jumlah 

Jenis 

4 Jenis              306.000.000               375.100.000 Rutin

1 01 01 01 13 Penyediaan Jasa Pendukung 

Administrasi/Teknis Perkantoran

Disdik Jumlah Orang 68 Orang Jumlah 

Orang

68 Orang              467.600.000               505.296.000 Rutin

1 01 01 01 14 Penyediaan Jasa Dokumentasi dan 

Publikasi

Disdik Jumlah 

Dokumen

10 

Documen

Jumlah 

Dokumen

10 

Documen

             100.000.000               121.000.000 Rutin

1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana 

dan Prasarana Aparatur

Disdik % Keterpanuhan 

Rencana Kebutuhan 

Barang Milik OPD

89%              929.263.556            1.002.055.000 Rutin

1 01 01 02 01 Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Disdik Jumlah 

Perlengkapan

3 Set Jumlah 

Perlengka

pan

3 Set                27.500.000               113.740.000 Rutin

1 01 01 02 02 Penyediaan Sarana Prasarana 

Kantor

Disdik Jumlah Unit 4 Unit Jumlah 

Unit

4 Unit              150.000.000               210.000.000 Rutin

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Jenis 

KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

(1)

KODE

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah
Sasaran 

Daerah
Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif 

Tahun 2018 (Rp)

Prakiraan Maju 

Tahun 2019 (Rp)



1 01 01 02 03 Pengadaan Peralatan Gedung 

Kantor

Disdik Jumlah Unit 10 Unit Jumlah 

Unit

10 Unit                15.500.000                 71.500.000 Rutin

1 01 01 02 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Disdik Jumlah Unit 

Sewa Kantor

3 Unit Jumlah 

Unit Sewa 

Kantor

3 Unit              736.263.556               606.815.000 Rutin

1 01 01 03 Program Peningkatan Kapasitas  

Sumber Daya Aparatur

Disdik % Keterpenuhan 

Standar Kopetensi

             120.000.000               145.200.000 Rutin

1 01 01 03 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Disdik Jumlah Peserta 10 Jumlah 

Peserta

10              120.000.000               145.200.000 Rutin

1 01 01 04 Program Pendidikan Anak usia 

Dini

Kab. Musi Rawas 

Utara

% APM PAUD 85%           5.586.969.250            7.267.636.683 Rutin

1 01 01 15 01 Pembangunan Gedung Sekolah Kab. Musi Rawas Jumlah Unit 3 Jumlah 3              482.335.000            1.820.000.000 

1 01 01 15 02 Penambahan ruang kelas sekolah Kab. Musi Rawas Jumlah Ruang Jumlah              750.000.000 

1 01 01 15 03 Pengadaan alat praktik dan 

peraga siswa

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Alat Jumlah 

Alat

             482.259.500               555.173.425 Urusan 

Wajib

1 01 01 15 04 Pengadaan Mebeleur Sekolah Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Meja 

Kursi

Jumlah 

Meja 

Kursi

             151.210.000               173.892.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 15 05 Pengadaan perlengkapan sekolah Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah 

Perlengkapan

Jumlah 

Perlengka

pan

               59.880.250                 63.287.258 Urusan 

Wajib

1 01 01 15 06 Pelatihan Kompetensi tenaga 

pendidik

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta Jumlah 

Peserta

             337.200.000               438.360.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 15 07 Pengembangan Pendidikan Anak 

Usia Dini

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta Jumlah 

Peserta

             109.485.000               125.907.750 Urusan 

Wajib

1 01 01 15 08 Penyelenggaraan Pendidikan Anak 

Usia Dini

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Guru Jumlah 

Guru

          1.962.580.000            3.217.292.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 15 09 Pengembangan data dan informasi 

Pendidikan Anak Usia Dini

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta Jumlah 

Peserta

             314.635.000               361.830.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 15 10 Pengembangan kurikulum, bahan 

ajar dan model pembelajaran 

Pendidikan Anak Usia Dini

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta Jumlah 

Peserta

             130.360.000               303.563.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 15 11 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan 

Anak Usia Dini
Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta Jumlah 

Peserta

               57.490.000                 63.327.250 Urusan 

Wajib
1 01 01 15 12 Pengadaan Makanan Tambahan 

Anak Usia Dini

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Siswa Jumlah 

Siswa

             126.960.000               145.004.000 Urusan 

Wajib
1 01 01 15 13 Peningkatan Kreatifitas Anak Usia 

Dini 

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta Jumlah 

Peserta

             112.565.000                                   - Urusan 

Wajib
1 01 01 15 14 Sosialisasi Pelaksanaan Program 

Pendidikan Anak Usia Dini

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta Jumlah 

Peserta

               27.090.000 

1 01 01 15 15 Pengadaan Alat Permainan Edukatif Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Alat Jumlah 

Alat

             482.919.500 

1 01 01 16 Program wajib Belajar 

Pendidikan Dasar 9 Tahun

Kab. Musi Rawas 

Utara

% APM SD dan SMP 82%         38.968.398.944          14.549.535.750 Urusan 

Wajib
1 01 01 16 01 Pembangunan gedung sekolah Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Unit 3 Jumlah 

Unit

3           2.400.000.000            1.200.000.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 16 02 Pembangunan rumah dinas 

kepala sekolah, guru, penjaga 

sekolah (DAK 2018)

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Unit 18 Jumlah 

Unit

18           2.438.885.902            1.160.000.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 16 03 Penambahan ruang kelas 

sekolah 

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Ruang 16 Jumlah 

Ruang

16           3.161.460.000                                   - Urusan 

Wajib

1 01 01 16 04 Pembangunan laboratorium 

dan ruang praktikum sekolah 

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Unit 2 Jumlah 

Unit

2              696.930.000            1.500.000.000 Urusan 

Wajib



1 01 01 16 05 Pembangunan taman, lapangan 

upacara dan fasilitas parkir

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Meter 2772m + 

2 Paket

Jumlah 

Meter

2772m + 

2 Paket

             622.000.000                                   - Urusan 

Wajib

1 01 01 16 06 Pembangunan ruang unit 

kesehatan sekolah

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Unit 5 Jumlah 

Unit

5              541.380.000                                   - Urusan 

Wajib

1 01 01 16 07 Pembangunan ruang ibadah Kab. Musi Rawas 

Utara

Tjumlah Unit 1 Tjumlah 

Unit

1              133.135.000                                   - Urusan 

Wajib
1 01 01 16 08 Pembangunan sarana air bersih 

dan sanitary

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Unit 15 Jumlah 

Unit

15           3.950.000.000                                   - Urusan 

Wajib
1 01 01 16 09 Pengadaan alat praktik dan 

peraga siswa

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Paket 206 PC Jumlah 

Paket

206 PC           2.108.695.000            2.400.000.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 16 10 Pengadaan mebeluer sekolah  Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Meja 

Kursi

2983 Jumlah 

Meja 

2983           3.700.720.000            5.700.000.000 Urusan 

Wajib
1 01 01 16 11 Rehabilitasi sedang/berat  

rumah dinas kepala sekolah, 

guru, penjaga sekolah

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Unit 3 Jumlah 

Unit

3              700.000.000                                   - Urusan 

Wajib

1 01 01 16 12 Rehabilitasi sedang/berat  

ruang kelas sekolah 

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Ruang 36 Jumlah 

Ruang

36           4.064.695.000                                   - Urusan 

Wajib

1 01 01 16 13 Rehabilitasi sedang/berat  

ruang guru sekolah 

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Unit 1 Jumlah 

Unit

1              400.000.000                                   - Urusan 

Wajib
1 01 01 16 14 Monitoring, evaluasi dan 

pelaporan

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Sekolah 156 Jumlah 

Sekolah

156                29.100.000                 37.990.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 16 15 Penambahan ruang kelas 

sekolah (DAK 2018)

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Ruang 9 Jumlah 

Ruang

9           1.941.002.704                                   - Urusan 

Wajib

1 01 01 16 16 Pembangunan laboratorium 

dan ruang praktikum sekolah 

(DAK 2018) 

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Unit 2 Jumlah 

Unit

2              654.930.000                                   - Urusan 

Wajib

1 01 01 16 17 Pembangunan sarana air bersih 

dan sanitary (DAK 2018)

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Unit 8 Jumlah 

Unit

8              856.610.426                                   - Urusan 

Wajib

1 01 01 16 18 Pengadaan alat praktik dan 

peraga siswa (DAK 2018)

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Paket 12 Jumlah 

Paket

12              724.930.000                                   - Urusan 

Wajib

1 01 01 16 19 Rehabilitasi sedang/berat  

ruang kelas sekolah (DAK 

2018)

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Ruang 37 Jumlah 

Ruang

37           3.180.852.412                                   - Urusan 

Wajib

1 01 01 16 20 Pengadaan Buku Koleksi 

Perpustakaan (DAK 2018)

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Paket 13 Jumlah 

Paket

13              654.330.000 

1 01 01 16 21 Pembangunan Pagar Sekolah Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Meter 19 Jumlah 

Meter

19           3.939.285.000 

1 01 01 16 22 Pemasalan Olah Raga Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta 90 Jumlah 

Peserta

90                82.000.000 

1 01 01 16 23 Pelaksanaan Try Out Tingkat SMP Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta 400 Jumlah 

Peserta

400                62.470.000               158.600.000 Urusan 

Wajib
1 01 01 16 24 Pemilihan Sekolah Sanitasi Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Sekolah 156 Jumlah 

Sekolah

156                36.575.000                 65.000.000 Urusan 

Wajib
1 01 01 16 25 Workshop Operator Data Pokok 

Pendidikan (Dapodik)

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta 312 Jumlah 

Peserta

312              120.000.000               156.000.000 Urusan 

Wajib
1 01 01 16 26 Sosialisasi Petunjuk Teknis Dana 

BOS

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta 310 Jumlah 

Peserta

310                64.000.000                 83.200.000 Urusan 

Wajib
1 01 01 16 27 Penyelenggaraan Olimpiade Sains 

Nasional

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta 60 Jumlah 

Peserta

60              141.310.000               243.100.000 Urusan 

Wajib
1 01 01 16 28 Festival Lomba Seni Siswa Nasional Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta 70 Jumlah 

Peserta

70                49.875.000               214.500.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 16 29 Sosialisasi Percepatan Pencairan PIP Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta 156 Jumlah 

Peserta

156                51.250.000                 66.625.000 Urusan 

Wajib
1 01 01 16 30 Sosialisasi Pelaksanaan Pengembangan 

Penguatan Karakter

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta 156 Jumlah 

Peserta

156                52.000.000                 67.600.000 Urusan 

Wajib



1 01 01 16 31 Sosialisasi Budi Pekerti Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta 156 Jumlah 

Peserta

156                55.377.500                 71.990.750 Urusan 

Wajib
1 01 01 16 32 Pengadaan Blanko Ijazah dan Raport Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah 

Eksemplar

12500 Jumlah 

Eksemplar

12500              358.500.000               130.000.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 16 33 Penyelenggaraan verivikasi akreditasi 

SD dan SMP

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Sekolah 156 Jumlah 

Sekolah

156                31.000.000                 40.300.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 16 34 bimtek operator inventarisasi SD dan 

SMP

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah 

Dokumen

1 Jumlah 

Dokumen

1              210.000.000               273.000.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 16 35 implementasi K13 Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Sekolah 156 Jumlah 

Sekolah

156              734.100.000               954.330.000 Urusan 

Wajib
1 01 01 16 36 verivikasi izin operasional sekolah Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Sekolah 156 Jumlah 

Sekolah

156                21.000.000                 27.300.000 Urusan 

Wajib
1 01 01 17 Program Pendidikan Non Formal Kab. Musi Rawas 

Utara

% APS SD dan SMP 89%           1.657.550.000            2.066.207.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 17 01 Pemberian bantuan operasional 

pendidikan non formal

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Sekolah 9 Jumlah 

Sekolah

9              530.000.000               689.000.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 17 02 Pembinaan pendidikan kursus dan 

kelembagaan

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah 

Lembaga

9 Jumlah 

Lembaga

9              154.000.000               200.200.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 17 03 Publikasi dan sosialisasi pendidikan 

non formal

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah 

Lembaga

9 Jumlah 

Lembaga

9              227.660.000               295.958.000 Urusan 

Wajib
1 01 01 17 04 Penyelenggaraan Paket A dan Paket B Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah 

Lembaga

6 Jumlah 

Lembaga

6                68.160.000                                   - Urusan 

Wajib
1 01 01 17 05 Penyediaan Sarana Prasarana 

Pendidikan Non Formal

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah 

Lembaga

Jumlah 

Lembaga

             677.730.000               881.049.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 18 Program Pendidikan Mutu 

Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan

Kab. Musi Rawas 

Utara

% Tenaga 

Kependidikan 

Bersertifikasi

90%         18.389.640.500          27.227.898.750 Urusan 

Wajib

1 01 01 18 01 Pelaksanaan Diklat Kelompok Kerja 

guru (KKG)

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta 200 Jumlah 

Peserta

200              297.240.000               386.412.000 Urusan 

Wajib
1 01 01 18 02 Pengembangan Sistem 

Penghargaan dan Perlindungan 

Terhadap Profesi Pendidik

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Guru 1500 Jumlah 

Guru

1500         15.165.973.000          22.100.000.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 18 03 Sosialisasi Perhitungan Angka 

Kredit (PAK) dan Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP)

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta 200 Jumlah 

Peserta

200                83.350.000               117.000.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 18 04 Pelaksanaan Diklat Kelompok Kerja 

Kepala Sekolah (kkks) SD

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta 150 Jumlah 

Peserta

150              311.910.000               405.483.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 18 05 Pelaksanaan Diklat Musyawarah 

Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta 50 Jumlah 

Peserta

50              128.910.000               167.583.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 18 06 Pelaksanaan Diklat Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran (MGMP)

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta 50 Jumlah 

Peserta

50              319.960.000               415.948.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 18 07 Pemilihan Guru dan Kepala sekolah 

Berprestasi Serta Pemilihan Guru 

Berdedikasi Tingkat SD dan SMP

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta 39 Jumlah 

Peserta

39              454.147.500               590.391.750 Urusan 

Wajib

1 01 01 18 08 Olimpiade Guru Nasional Tingkat 

SMP

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta 35 Jumlah 

Peserta

35                35.000.000                 45.500.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 18 09 Pemilihan Guru dan Tenaga 

Kependidikan Berprestasi dan 

Berdedikasi

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta 39 Jumlah 

Peserta

39                58.835.000               202.800.000 Urusan 

Wajib



1 01 01 18 10 Diklat Calon Kepala Sekolah SD, 

SMP

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta 200 Jumlah 

Peserta

200              440.000.000               520.000.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 18 11 Diklat Karya Tulis Ilmiah SD dan 

SMP

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta 80 Jumlah 

Peserta

80                31.635.000               470.418.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 18 12 Workshop Penguatan Pendidikan 

Karakter SD dan SMP

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta 50 Jumlah 

Peserta

50              370.860.000               482.118.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 18 13 Reflika Guru SD dan SMP Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta Jumlah 

Peserta

             299.650.000               389.545.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 18 14 Tes Calon Kepala Sekolah Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta 80 Jumlah 

Peserta

80                53.170.000               520.000.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 18 15 Tes Calon Pengawas Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta 40 Jumlah 

Peserta

40              100.000.000               130.000.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 18 16 Woorkshop Gerakan Literasi 

Sekolah bagi Guru SD dan SMP

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta 156 Jumlah 

Peserta

156              219.000.000               284.700.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 18 17 Sosialisasi Guru BK Pengenalan 

Siswa Pemakai Narkoba

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta 40 Jumlah 

Peserta

40                20.000.000 

1 01 01 19 Program Manajemen Pelayanan 

Pendidikan

Kab. Musi Rawas 

Utara

Maturitas Level SPIP 

Pelayanan Pendidikan
75%         25.714.682.500          45.244.611.425 Urusan 

Wajib

1 01 01 19 01 Peningkatan Tata Kelola Ujian Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah  Lembar 7000 Jumlah  

Lembar

7000                95.685.000               176.780.175 Urusan 

Wajib

1 01 01 19 02 Manjemen BOS Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Orang 35 Jumlah 

Orang

35                49.637.500                 98.328.750 Urusan 

Wajib

1 01 01 19 03 Penyelenggaraan Program sekolah 

Gratis

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Sekolah 156 Jumlah 

Sekolah

156           4.398.080.000            7.323.842.500 Urusan 

Wajib

1 01 01 19 04 Belanja Operasional SD Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Siswa 23300 Jumlah 

Siswa

23300         14.977.280.000          27.549.860.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 19 05 Belanja Operasional SMP Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Siswa 7486 Jumlah 

Siswa

7486           6.040.000.000            9.895.600.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 19 06 Bimtek Bagi Komite Sekolah Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta 156 Jumlah 

Peserta

156              154.000.000               200.200.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 22 Program Peningkatan 

Pencegahan Penyalahgunaan 

Narkoba

Kab. Musi Rawas 

Utara

Penurunan Laju 

Freevalensi 

Penyalahgunaan 

Narkoba

80%                29.000.000               325.000.000 Urusan 

Wajib

1 01 01 22 01 Penyuluhan Pencegahan Peredaran 

Penggunaan Minuman Keras dan 

Narkoba bagi Siswa

Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Peserta 1470 Jumlah 

Peserta

1470                29.000.000               325.000.000 Urusan 

Wajib

        87.855.980.000          93.264.103.800 Jumlah



Rp 193.274.154.250,00

Rp 52.553.598.000,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 23.000.000.000,00

5.1.1 Belanja Pegawai Rp 23.000.000.000,00

Meningkatnya 

Persentase 

Ketersediaan 

Operasional 

Perkantoran

80 % Jumlah surat yang 

terkirim

1500 

materai/5

0 kali

Meningkatnya 

persentase 

ketersediaan 

operasional 

perkantoran

80%

Meningkatnya 

Persentase 

Ketersediaan 

Operasional 

Perkantoran

80 % Jumlah rekening 

telepon, air dan 

listrik dinas 

kesehatan dan 

puskesmas yang 

terbayarkan setiap 

bulannya

20 

rekening

Meningkatnya 

perentase 

ketersediaan 

operasional 

perkantoran

80%

Indeks Kepuasan 

Aparatur

- Jumlah orang yang 

mendapatkan 

biaya

528 orang Meningkatnya 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran

%

Meningkatnya 

Persentase 

Ketersediaan 

Operasional 

Perkantoran

80 % Jumlah polis 

kendaraan dinas 

yang tersedia

24 

kendaraa

n

Meningkatnya 

persentase 

ketersediaan 

operasional 

perkantoran

80%

Meningkatnya 

Persentase 

Ketersediaan 

Operasional 

Perkantoran

80 % Jumlah kendaraan 

dinas yang telah 

selesai dipelihara

20 

kendaraa

n

Meningkatnya 

persentase 

ketersediaan 

operasional 

perkantoran

80%

Meningkatnya 

Persentase 

Ketersediaan 

Operasional 

Perkantoran

80 % Jumlah pegawai 

yang mendapatkan 

jasa

62 orang Meningkatnya 

persentase 

ketersediaan 

operasional 

perkantoran

80%

Meningkatnya 

Persentase 

Ketersediaan 

Operasional 

Perkantoran

80 % Jumlah pegawai 

yang mendapatkan 

jasa

11 orang Meningkatnya 

persentase 

ketersediaan 

operasional 

perkantoran

80%

Meningkatnya 

Persentase 

Ketersediaan 

Operasional 

Perkantoran

80 % Jumlah jenis 

peralatan kerja 

yang diperbaiki

5 jenis Meningkatnya 

persentase 

ketersediaan 

operasional 

perkantoran

80%

Meningkatnya 

Persentase 

Ketersediaan 

Operasional 

Perkantoran

80 % Jumlah jenis alat 

tulis kantor yang 

tersedia

40 jenis Meningkatnya 

persentase 

ketersediaan 

operasional 

perkantoran

80%

Meningkatnya 

Persentase 

Ketersediaan 

Operasional 

Perkantoran

80 % Jumlah jenis 

barang cetakan 

dan penggandaan 

yang tersedia

85 jenis Meningkatnya 

persentase 

ketersediaan 

operasional 

perkantoran

80%

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

1.02.01 Dinas Kesehatan

Rp 18.500.000,00 Rp 19.425.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02  Kesehatan

1.02.1.02.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Dinas Kesehatan

Rp 10.745.600.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 27.920.186.000,00 Rp 5.954.940.000,00

1.02.1.02.01.01.004 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Perkantoran Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Kesehatan

Rp 85.000.000,00 Rp 93.500.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Kesehatan Rp 943.000.000,00 Rp 1.037.300.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Kesehatan

Rp 522.801.000,00 Rp 575.082.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.01.005 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Kesehatan Rp 95.000.000,00 Rp 104.500.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Kesehatan

Rp 222.914.000,00 Rp 245.205.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Kesehatan Rp 315.480.000,00 Rp 347.028.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Kesehatan Rp 50.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Kesehatan Rp 164.852.000,00 Rp 181.337.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan



Meningkatnya 

Persentase 

Ketersediaan 

Operasional 

Perkantoran

80 % Jumlah jenis 

komponen alat 

listrik dan 

elektronik yang 

dibeli

30 jenis Meningkatnya 

persentase 

ketersediaan 

operasionnal 

perkantoran

80%

Meningkatnya 

Persentase 

Ketersediaan 

Operasional 

Perkantoran

80 % Jumlah peralatan 

dan perlengkapan 

kantor yang 

disediakan

46 Meningkatnya 

persentase 

ketersediaan 

operasinal 

perkantoran

80%

Meningkatnya 

Persentase 

Ketersediaan 

Operasional 

Perkantoran

80 % Jumlah jenis alat 

rumah tangga yang 

dibeli

22 jenis Mneingkatnya 

persentase 

ketersediaan 

operasional 

perkantoran

80%

Meningkatnya 

Persentase 

Ketersediaan 

Operasional 

Perkantoran

80 % Jumlah eksemplar 13000 

eksempla

r

Meningkatnya 

persentase 

ketersediaan 

operasional 

perkantoran

80%

Meningkatnya 

Persentase 

Ketersediaan 

Operasional 

Perkantoran

80 % Jumlah SPPD yang 

dikeluarkan

150 SPPD Meningkatnya 

persentase 

ketersediaan 

operasional 

perkantoran

80%

Meningkatnya 

Persentase 

Ketersediaan 

Operasional 

Perkantoran

80 % Jumlah jenis 

peralatan 

kebersihan

20 jenis Meningkatnya 

persentase 

ketersediaan 

operasional 

perkantoran

80%

Meningkatnya 

Persentase 

Ketersediaan 

Operasional 

Perkantoran

80 % Jumlah orang yang 

mendapatkan 

biaya

894 orang Meningkatnya 

persentase 

ketersediaan 

operasional 

perkantoran

80%

Indeks Kepuasan 

Aparatur

- Jumlah puskesmas 

keliling tersedia

1 unit Indeks kepuasaan 

aparatur

%

Meningkatnya 

Persentase 

Ketersediaan 

Operasional 

Perkantoran

80 % Jumlah SPD yang 

dikeluarkan

250 SPD Meningkatnya 

persentase 

ketersediaan 

operasional 

perkantoran

80%

Meningkatnya 

Persentase 

Ketersediaan 

Operasional 

Perkantoran

80 % Jumlah porsi 

makanan dan 

minuman

25000 

porsi

Meningkatnya 

persentase 

ketersediaan 

operasional 

perkantoran

80%

Persentase 

Keterpenuhan 

Rencana 

Kebutuhan Barang 

Milik daerah 

(RKBMD)

70 % Jumlah gedung 

kantor yang 

dibangun

1 Unit Persentase 

keterpenuhan 

rencana 

kebutuhan barang 

milik daerah 

(RKBMD)

70 %

Persentase 

Keterpenuhan 

Rencana 

Kebutuhan Barang 

Milik daerah 

(RKBMD)

70 % Jumlah kendaraan 

dinas/operasional 

yang selesai 

dilaksanakan

1 unit Persentase 

keterpenuhan 

rencana 

kebutuhan barang 

milik daerah 

(RKBMD)

70%

Persentase 

Keterpenuhan 

Rencana 

Kebutuhan Barang 

Milik daerah 

(RKBMD)

70 % Jumlah jenis 

peralatan yang 

dibeli

4 unit Persentase 

keterpenuhan 

rencana 

kebutuhan barang 

milik daerah 

(RKBMD)

70 %

Rp 500.000.000,00 Rp 400.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan1.02.1.02.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Kesehatan

Rp 88.000.000,00 Rp 96.800.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan1.02.1.02.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Kesehatan

Rp 947.624.000,00 Rp 1.042.386.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Kesehatan Rp 527.450.000,00 Rp 580.195.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Kesehatan

Rp 10.923.800.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Kesehatan Rp 66.550.000,00 Rp 73.205.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.01.022 Penyediaan Jasa Jaminan Tenaga Kerja Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Kesehatan

Rp 38.500.000,00 Rp 42.350.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.01.021 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Kesehatan Rp 72.600.000,00 Rp 79.860.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.01.119 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Kesehatan

Rp 5.109.594.000,00 Rp 2.256.170.000,00

1.02.1.02.01.01.050 Pengadaan puskesmas keliling air Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Dinas Kesehatan Rp 650.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp 300.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.01.217 Penyediaan Makanan dan Minuman Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Kesehatan Rp 942.515.000,00 Rp 1.036.767.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.02.003 Pembangunan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Rupit Rp 2.000.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.02.1.02.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Kesehatan Rp 24.850.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan



Persentase 

Keterpenuhan 

Rencana 

Kebutuhan Barang 

Milik daerah 

(RKBMD)

70 % Jumlah jenis 

meubeler yang 

dibeli

6 jenis Persentase 

keterpenuhan 

rencana 

kebutuhan barang 

milik daerah 

(RKBMD)

70%

Persentase 

Keterpenuhan 

Rencana 

Kebutuhan Barang 

Milik daerah 

(RKBMD)

70 % Jumlah kendaraan 

dinas/operasional 

yang telah selesai 

dilakukan 

pemeliharaan

31 Persentase 

keterpenuhan 

rencana 

kebutuhan barang 

milik daerah 

(RKBMD)

70%

Persentase 

Keterpenuhan 

Rencana 

Kebutuhan Barang 

Milik daerah 

(RKBMD)

70 % Jumlah jenis 

perlengkapan 

kantor yang telah 

selesai dilakukan 

pemeliharaan

10 unit Persentase 

keterpenuhan 

rencana 

kebutuhan barang 

milik daerah 

(RKBMD)

70 %

Persentase 

Keterpenuhan 

Rencana 

Kebutuhan Barang 

Milik daerah 

(RKBMD)

70 % Jumlah jenis 

peralatan kantor 

yang telah selesai 

dilakukan 

pemeliharaan

45 unit Persentase 

keterpenuhan 

rencana 

kebutuhan barang 

milik daerah 

(RKBMD)

70 %

Persentase 

Keterpenuhan 

Rencana 

Kebutuhan Barang 

Milik daerah 

(RKBMD)

70 % Jumlah gedung 

kantor yang disewa

1 unit Persentase 

keterpenuhan 

rencana 

kebutuhan barang 

milik daerah 

(RKBMD)

70%

Jumlah Temuan 

Pelanggaran 

Disiplin

25 % Jumlah pegawai 

yang dibina

80 Jumlah temuan 

pelanggaran 

disiplin

25%

Jumlah Temuan 

Pelanggaran 

Disiplin

25 % Jumlah pakaian 

dinas pegawai

100 orang Jumlah temuan 

pelanggaran 

disiplin

25 %

Persentase 

Keterpenuhan 

Standar 

Kompetensi ASN

100% Jumlah orang yang 

dilatih

68 orang Persentase 

keterpenuhan 

standar 

kompetensi ASN

65%

Persentase 

Keterpenuhan 

Standar 

Kompetensi ASN

100% Jumlah orang yang 

mengikuti bimtek

225 orang Persentase 

keterpenuhan 

standar 

kompetensi ASN

65%

Persentase 

keterpenuhan 

standar 

kompetensi ASN

65 % Jumlah orang yang 

dilatih

47 orang Persentase 

keterpenuhan 

standar 

kompetensi ASN

65%

Persentase 

Ketersediaan obat 

dan perbekalan 

kesehatan di 

puskesmas,Pustu, 

Polindes dan 

rumah sakit

90 % Jumlah jenis obat 

dan perbekalan 

kesehatan yang 

tersedia

100 jenis 

obat

Persentase 

ketersediaan obat-

obatan dan 

perbekalan 

kesehatan di 

seluruh Puskesma, 

pustu, polindes dn 

rumah sakit

90%

Persentase 

Ketersediaan obat 

dan perbekalan 

kesehatan di 

puskesmas,Pustu, 

Polindes dan 

rumah sakit

90 % Jumlah Puskesmas 

terdistribusi

8 

Puskesma

s

Persentase 

ketersediaan obat-

obatan dan 

perbekalan 

kesehatan di 

seluruh 

puskesmas, pustu, 

polindes dan 

rumah sakit

90%

Rp 199.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan1.02.1.02.01.02.010 Pengadaan Mebeleur Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Kesehatan

Rp 504.680.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan1.02.1.02.01.02.026 Pemeliharaan  Rutin/Berkala PerLengkapan Gedung 

Kantor

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Kesehatan

Rp 95.000.000,00 Rp 104.500.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan 

Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Kesehatan Rp 1.956.064.000,00 Rp 2.151.670.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.02.117 Sewa Gedung Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Kesehatan

Rp 60.000.000,00 Rp 66.000.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.02.1.02.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Kesehatan Rp 30.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.02.1.02.01.03.007 Peningkatan Capacity Buelding bagi tenaga kesehatan Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Kesehatan

Rp 1.347.924.000,00 Rp 1.176.366.000,00

1.02.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur Rp 135.000.000,00 Rp 66.000.000,00

1.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp 200.000.000,00 Rp 220.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.03.305 Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Kesehatan Rp 75.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.02.1.02.01.05.005 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Dinas Kesehatan

Rp 3.285.000.000,00 Rp 3.170.000.000,00

1.02.1.02.01.05.001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Dinas Kesehatan Rp 869.424.000,00 Rp 956.366.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Rp 200.000.000,00 Rp 80.000.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.02.1.02.01.05.111 Pendidikan Teknis Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Dinas Kesehatan Rp 278.500.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.15.003 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.15.001 Pengadaan Obat  dan perbekalan kesehatan Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 3.000.000.000,00 Rp 3.000.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan



Persentase 

Ketersediaan obat 

dan perbekalan 

kesehatan di 

puskesmas,Pustu, 

Polindes dan 

rumah sakit

90 % Persentase 

pemakaian obat 

rasional

70% Persentase 

ketersediaan obat-

obatan dan 

perbekalan 

kesehatan di 

seluruh 

puskesmas, pustu, 

polindes dan ruah 

sakit

90%

Persentase 

Ketersediaan obat 

dan perbekalan 

kesehatan di 

puskesmas,Pustu, 

Polindes dan 

rumah sakit

90 % Jumlah apotik, 

Toko Obat dan 

Rumah Sakit yang 

dibina

10 Persentase 

ketersediaan obat-

obatan dan 

perbekalan 

kesehatan di 

seluruh 

puskesmas, pustu, 

polindes dan 

rumah sakit

90%

Meningkatnya 

persentase 

masyarakat yang 

terlayani 

pelayanan khusus

100% Menurunnya 

jumlah korban 

kematian dan luka 

berat akibat 

kecelakaan lalu 

lintas yang 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar

40 % Meningkatnya 

persentase 

masyarakat yang 

terlayani 

pelayanan khusus

100%

Meningkatnya 

persentase 

masyarakat yang 

terlayani 

pelayanan khusus

100% Jumlah Jemaah 

haji yang 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan 

180 Meningkatnya 

persentase 

masyarakat yang 

terlayani 

pelayanan khusus

100 %

Meningkatnya 

persentase 

masyarakat yang 

terlayani 

pelayanan khusus

100% Jumlah pegawai 

yang dilakukan 

pemeriksaan 

kesehatan

350 Meningkatnya 

persentase 

masyarakat yang 

terlayani 

pelayanan khusus

100 %

Meningkatnya 

persentase 

masyarakat yang 

terlayani 

pelayanan khusus

100% Jumlah warga yang 

dideteksi dini 

/skrening 

kesehatan 

penyakit tidak 

menular

2500 Meningkatnya 

persentase 

masyarakat yang 

terlayani 

pelayanan khusus

100%

Meningkatnya 

persentase 

masyarakat yang 

terlayani 

pelayanan khusus

100% Jumlah jenis alat 

kesehatan yang 

disediakan

33 item Meningkatnya 

persentase 

masyarakat yang 

terlayani 

pelayanan khusus

100%

Meningkatnya 

persentase 

masyarakat yang 

terlayani 

pelayanan khusus

100% Jumlah Pendonor 

darah 

400 

kantong

Meningkatnya 

persentase 

masyarakat yang 

terlayani 

pelayanan khusus

100 %

Meningkatnya 

persentase 

masyarakat yang 

terlayani 

pelayanan khusus

100% Jumlah tenaga 

kesehatan di 

daerah tertinggal 

dan pelosok 

mendapatkan 

insentif

50 Meningkatnya 

persentase 

masyarakat yang 

terlayani 

pelayanan khusus

100 %

Rp 40.000.000,00 Rp 45.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan1.02.1.02.01.15.005 Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian komunitas dan 

rumah sakit

Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 145.000.000,00 Rp 160.000.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.02.1.02.01.15.004 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan 

kesehatan

Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 45.000.000,00 Rp 45.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.16.002 Public Safety Center Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 35.000.000,00 Rp 45.000.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp 16.323.785.000,00 Rp 1.358.662.000,00

1.02.1.02.01.16.004 Pelayanan Kesehatan Pegawai RS Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 1.131.819.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.16.003 Pelayanan Kesehatan Haji Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 60.000.000,00 Rp 80.000.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.02.1.02.01.16.008 Pelayanan Kefarmasian dan alat kesehatan Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 75.000.000,00 Rp 85.000.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.02.1.02.01.16.007 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah 

kesehatan

Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 300.000.000,00 Rp 350.000.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.02.1.02.01.16.010 Penyediaan insentif tenaga kesehatan daerah tertinggal 

dan pelosok

Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.16.009 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 150.000.000,00 Rp 170.000.000,00 Dinas Kesehatan Alternatif



Meningkatnya 

persentase 

masyarakat yang 

terlayani 

pelayanan khusus

100% Persentase anak 

usia pendidikan 

dasar 

mendapatkan 

pelayanan skrining 

kesehatan sesuai 

standar

100% Meningkatnya 

persentase 

masyarakat yang 

terlayani 

pelayanan khusus

100%

Meningkatnya 

persentase 

masyarakat yang 

terlayani 

pelayanan khusus

100% Jumlah dana 

operasional 

Puskesmas

1 Tahun Meningkatnya 

persentase 

masyarakat yang 

terlayani 

pelayanan khusus

100%

Meningkatnya 

persentase 

masyarakat yang 

terlayani 

pelayanan khusus

100% Jumlah kategori 

tenaga kesehatan 

yang dinilai

5 kategori 

tenaga 

pelayanan 

kesehatan

Meningkatnya 

persentase 

masyarakat yang 

terlayani 

pelayanan khusus

100%

Meningkatnya 

persentase 

masyarakat yang 

terlayani 

pelayanan khusus

100% Jumlah sekolah 

dan desa

10 

sekolah 

dan 20 

desa

Meningkatnya 

persentase 

masyarakat yang 

terlayani 

pelayanan khusus

100%

Meningkatnya 

persentase 

masyarakat yang 

terlayani 

pelayanan khusus

100% Jumlah dana BLUD 9.000.000

.000

Meningkatnya 

persentase 

masyarakat yang 

terlayani 

pelayanan khusus

%

Menurunnya 

Persentase 

Peredaran Obat 

dan bahan 

berbahaya

30 % Jumlah masyarakat 

pemilik toko obat 

dan apotik yang 

dibina dan diawasi

40 toko 

obat/apot

ik

Menurunnya 

persentase 

peredaran obat 

dan bahan 

berbahaya

30%

Menurunnya 

Persentase 

Peredaran Obat 

dan bahan 

berbahaya

30 % Jumlah tempat 

jajanan anak 

sekolah dasar yang 

bebas dari 

makanan 

berbahaya

60 Menurunnya 

persentase 

peredaran obat 

dan bahan 

berbahaya

30%

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat

Persentase 

Kecamatan/desa 

yang memiliki 

kebijakan PHBS

70 % Desa/Kelurahan/Fa

silitas Umum yang 

mendapatkan 

advokasi dan 

sosialisasi 

Kebijakan 

Kesehatan

12 Desa Persentase 

Kecamatan/Desa 

yang memiliki 

kebijakan PHBS

70%

Persentase 

Kecamatan/desa 

yang memiliki 

kebijakan PHBS

70 % Persentase rumah 

tangga yang 

melaksanakan 

PHBS

70% Persentase 

Kecamatan/Desa 

yang memiliki 

kebijakan PHBS

70%

Persentase 

Kecamatan/desa 

yang memiliki 

kebijakan PHBS

70 % Persentase 

posyandu aktif

90% Persentase 

Kecamatan/Desa 

yang memiliki 

kebijakan PHBS

70%

Rp 5.000.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan1.02.1.02.01.16.017 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

8 Puskesmas yang ada 

di wilayah kerja 

pemerintah Kabupaten 

Musi Rawas Utara

Rp 170.000.000,00 Rp 187.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.16.015 Pelayanan Kesehatan anak sekolah Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Sekolah Rp 110.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.02.1.02.01.16.019 Sosialisasi KTR dan Konseling Posbindu Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 110.000.000,00 Rp 118.000.000,00

1.02.1.02.01.16.018 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 146.966.000,00 Rp 161.662.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Rp 80.000.000,00 Rp 85.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.16.050 Pelayanan kesehatan RS (BLUD) Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 9.000.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.02.1.02.01.17.002 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan 

Berbahaya

Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 40.000.000,00 Rp 44.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.17.001 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat 

bidang obat dan makanan

Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 30.000.000,00 Rp 33.000.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.02.1.02.01.19.001 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup 

sehat

Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 397.576.000,00 Rp 417.455.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.02.01.19 Rp 1.161.371.000,00 Rp 1.250.905.000,00

1.02.1.02.01.19.003 Peningkatan Pemanfaatan sarana kesehatan Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.19.002 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 133.245.000,00 Rp 139.845.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan



Persentase 

Kecamatan/desa 

yang memiliki 

kebijakan PHBS

70 % Jumlah tema 

gerakan 

masyarakat hidup 

sehat (Germas) 

yang dilaksanakan 

di Kabupaten

5 Tema Persentase 

Kecamatan/Desa 

yang memiliki 

kebijakan PHBS

70%

Persentase 

Kecamatan/desa 

yang memiliki 

kebijakan PHBS

70 % Cakupan 

pelayanan 

UKS/Sekolah Sehat

100% Persentase 

Kecamatan/Desa 

yang memiliki 

kebijakan PHBS

70%

Persentase 

Kecamatan/desa 

yang memiliki 

kebijakan PHBS

70 % Cakupan 

pelayanan UKK

80% Persentase 

Kecamatan/Desa 

yang memiliki 

kebijakan PHBS

70%

Persentase 

Kecamatan/desa 

yang memiliki 

kebijakan PHBS

70 % Jumlah peserta 

pertemuan

50 

peserta

Persentase 

Kecamatan/Desa 

yang memiliki 

kebijakan PHBS

70%

Persentase 

Kecamatan/desa 

yang memiliki 

kebijakan PHBS

70 % Terlaksananya 

pengembangan 

unit layanan 

pengaduan 

masyarakat

6 

Puskesma

s

Persentase 

Kecamatan/Desa 

yang memiliki 

kebijakan PHBS

70%

Menurunnya 

prevalensi 

kekurangan gizi 

(underweight) dan 

pendek dan sangat 

pendek pada 

balita( Stunting) 

15 % / 24 

%

Tersedianya 

informasi status 

gizi

89 desa Menurunnya 

prevalensi 

kekurangan gizi 

(underweight) dan 

pendek dan sangat 

pendek (stunting) 

pada balita

16%/25%

Menurunnya 

prevalensi 

kekurangan gizi 

(underweight) dan 

pendek dan sangat 

pendek pada 

balita( Stunting) 

15 % / 24 

%

Cakupan 

pemberian 

makanan 

pendamping ASI 

(MP-ASI) pada 

anak usia 6-24 

bulan keluarga 

miskin

100% Menurunnya 

prevalensi 

kekurangan gizi 

(underweight) dan 

pendek dan sangat 

pendek (stunting) 

pada balita

16%/25%

Menurunnya 

prevalensi 

kekurangan gizi 

(underweight) dan 

pendek dan sangat 

pendek pada 

balita( Stunting) 

15 % / 24 

%

Menurunnya 

prevalensi pada 

ibu hamil

25% Menurunnya 

prevalensi 

kekurangan gizi 

(underweight) dan 

pendek dan sangat 

pendek (stunting) 

pada balita

16%/25%

Persentase tempat 

tempat umum 

yang memenuhi 

syarat kesehatan

60 % Jumlah keluarga 

mendapatkan 

akses sanitasi 

dasar

300 

keluarga

Persentase tempat-

tempat umum 

yang memenuhi 

syarat kesehatan

60%

Persentase tempat 

tempat umum 

yang memenuhi 

syarat kesehatan

60 % Jumlah 

desa/kelurahan 

yang 

melaksanakan 

sanitasi total 

berbasis 

masyarakat (STBM)

30 orang 

10 desa

Persentase tempat 

tempat umum 

yang memenuhi 

syarat kesehatan

60%

Persentase tempat 

tempat umum 

yang memenuhi 

syarat kesehatan

60 % Jumlah peserta 

pertemuan

123 orang Persentase tempat-

tempat umum 

yang memenuhi 

syarat kesehatan

60%

Rp 196.550.000,00 Rp 216.205.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.02.1.02.01.19.005 Pelayanan UKS Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Sekolah-sekolah yang 

ada di wilayah kerja 

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Rp 60.000.000,00 Rp 66.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.19.004 Pelaksanaan gerakan masyarakat sehat Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 65.000.000,00 Rp 71.500.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.02.1.02.01.19.007 Pemberdayaan Masyarakat UKBM dan UKS Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 1.189.419.000,00 Rp 1.308.361.000,00

1.02.1.02.01.19.006 Pelayanan UKK Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Pemilik usaha Rp 244.000.000,00 Rp 268.400.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Rp 795.619.000,00 Rp 875.181.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.19.008 Pengembangan unit layanan pengaduan masyarakat Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 25.000.000,00 Rp 27.500.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.02.1.02.01.20.002 Pemberian Tambahan makanan dan Vitamin Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 627.670.000,00 Rp 506.154.000,00

1.02.1.02.01.20.001 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 88.000.000,00 Rp 96.800.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Rp 85.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein(KEP), Anemi gizi 

Besi, gangguan akibat kurang yodium(GAKY), kurang 

Vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 305.800.000,00 Rp 336.380.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.21.003 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.21.001 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 329.670.000,00 Rp 346.154.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.02.1.02.01.21.005 Peningkatan Pengetahuan tentang lingkungan sehat Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 213.000.000,00 Rp 160.000.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target



Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 

Menular

Menurunnya 

angka kesakitan 

akibat penyakit 

menular 

15 % Jumlah fokus 60 fokus menurunnya 

angka kesakitan 

akibat penyakit 

menular

15%

Menurunnya 

angka kesakitan 

akibat penyakit 

menular 

15 % Jumlah alat fogging 

dan bahan yang 

disediakan

5 jenis Menurunnya 

angka kesakita 

akibat penyakit 

menular

15%

Menurunnya 

angka kesakitan 

akibat penyakit 

menular 

15 % Persentase orang 

dengan resiko 

terinfeksi HIV 

mendapatkan 

pemeriksaan HIV 

sesuai standar

100% Menurunnya 

angka kesakitan 

akibat penyakit 

menular

15%

Menurunnya 

angka kesakitan 

akibat penyakit 

menular 

15 % Persentase orang 

dengan TB 

mendapatkan 

pelayanan TB 

sesuai standar

100% Menurunnya 

angka kesakita 

akibat penyakit 

menular

15%

Menurunnya 

angka kesakitan 

akibat penyakit 

menular 

15 % Jumlah pasien 

kusta yang dilayani 

sesuai standar

100% Menurunnya 

persentase angka 

kesakitan akibat 

penyakit menular

15%

Menurunnya 

angka kesakitan 

akibat penyakit 

menular 

15 % Persentase deteksi 

dini hepatitis B 

pada kelompok 

berisiko

50% Menurunnya 

angka kesakitan 

akibat penyakit 

menular

15%

Menurunnya 

angka kesakitan 

akibat penyakit 

menular 

15 % Cakupan 

desa/kelurahan 

Universal Child 

Immunization 

(UCI)

100% Menurunnya 

angka kesakitan 

akibat penyakit 

menular

15

Menurunnya 

angka kesakitan 

akibat penyakit 

menular 

15 % Cakupan 

desa/kelurahan 

mengalami KLB 

yang dilakukan 

penyelidikan 

epidemiologi >24 

jam

100% Menurunnya 

persentase angka 

kesakitan akibat 

penyakit menular

15%

Menurunnya 

angka kesakitan 

akibat penyakit 

menular 

15 % Jumlah petugas 

yang diberikan KIE 

tentang penyakit 

menular

35 orang Menurunnya 

persentase angka 

kesakitan akibat 

penyakit menular

15%

Menurunnya 

angka kesakitan 

akibat penyakit 

menular 

15 % Jumlah kasus 

penyakit menular 

endemik dan 

epidemik yang 

dicegah dan 

diobati

10% Menurunnya 

persentase angka 

kesakitan akibat 

penyakit menular

15%

Menurunnya 

angka kesakitan 

akibat penyakit 

menular 

15 % Jumlah penderita 

ghpr yang 

ditatalaksana

100% mennurunnya 

angka kesakitan 

akibat penyakit 

menular

15%

Menurunnya 

angka kesakitan 

akibat penyakit 

menular 

15 % Non folio AFP rate 

per 100.000 

penduduk <15 

tahun

1/100.000 

penduduk 

<15 tahun

menurunnya 

angka kesakitan 

akibat penyakit 

menular

15%

Menurunnya 

angka kesakitan 

akibat penyakit 

menular 

15 % Persentase rumah 

penderita malaria 

yang disemprot

100% Menurunnya 

persentase angka 

kesakitan akibat 

penyakit menular

15%

Rp 3.975.091.000,00 Rp 4.152.600.000,001.02.01.22

Rp 200.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan1.02.1.02.01.22.002 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan Fogging Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 535.953.000,00 Rp 589.548.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.22.001 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Daerah endemik DBD Rp 153.567.000,00 Rp 168.923.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.22.005 Pelayanan, pencegahan dan penanggulangan penyakit 

menular

Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 97.225.000,00 Rp 106.948.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.02.1.02.01.22.003 Pencegahan dan pelayanan kesehatan penderita HIV Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 73.586.000,00 Rp 80.945.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.02.1.02.01.22.007 Pencegahan dan penanggulangan penderita Hepatitis Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 427.558.000,00 Rp 470.314.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.02.1.02.01.22.006 Penatalaksanaan dan pencegahan penyakit kusta Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 36.490.000,00 Rp 40.139.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.02.1.02.01.22.009 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan 

Penanggulangan Wabah

Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 674.783.000,00 Rp 742.261.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.02.1.02.01.22.008 Peningkatan Imunisasi Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 216.815.000,00 Rp 238.497.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.22.011 Pencegahan penularan penyakit endemik dan epidemik Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 264.602.000,00 Rp 291.062.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.02.1.02.01.22.010 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

pencegahan dan pemberantasan penyakit

Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 750.000.000,00 Rp 825.000.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.02.1.02.01.22.013 Penatalaksanaan Kasus AFP Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.22.012 Pelayanan penderita gigitan hewan penular rabies Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 123.000.000,00 Rp 135.300.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.02.1.02.01.22.014 Pemusnahan/karantina penyebab penyakit menular Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Rumah penderita 

malaria

Rp 264.602.000,00 Rp 291.062.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target



Menurunnya 

angka kesakitan 

akibat penyakit 

menular 

15 % Persentase anak 

usia <12 tahun 

yang diberi obat 

cacing

80% menurunnya 

angka kesakitan 

akibat penyakit 

menular

15%

Persentase 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan yang 

beroperasi sesuai 

dengan standar 

mutu dan SOP

80 % Jumlah Puskesmas 

yang diakreditasi

4 

Puskesma

s

Persentase 

fasilitas pelayanan 

kesehatan yang 

beroperasi sesuai 

standar mutu dan 

SOP

80%

Persentase 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan yang 

beroperasi sesuai 

dengan standar 

mutu dan SOP

80 % Jumlah Puskesmas 

menjadi BLUD

4 

Puskesma

s

Persentase 

fasilitas pelayanan 

kesehatan yang 

beroperasi sesuai 

standar mutu dan 

SOP

80%

Persentase 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan yang 

beroperasi sesuai 

dengan standar 

mutu dan SOP

80 % Jumlah Puskesmas 

yang yang 

menyelenggarakan 

Sistem Informasi 

Kesehatan 

Terintegerasi

2 

Puskesma

s

Persentase 

fasilitas pelayanan 

kesehatan yang 

beroperasi sesuai 

standar mutu dan 

SOP

80%

Persentase 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan yang 

beroperasi sesuai 

dengan standar 

mutu dan SOP

80 % Jumlah klinik yang 

berizin sesuai 

standar

5 klinik Persentase 

fasilitas pelayanan 

kesehatan yang 

beroperasi sesuai 

standar mutu dan 

SOP

80%

Persentase 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan yang 

beroperasi sesuai 

dengan standar 

mutu dan SOP

80 % Persentase tenaga 

kesehatan yang 

memiliki STR dan 

Izin Praktek

80% Persentase 

fasilitas pelayanan 

kesehatan yang 

beroperasi sesuai 

standar mutu dan 

SOP

80%

Persentase 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan yang 

beroperasi sesuai 

dengan standar 

mutu dan SOP

80 % Jumlah tenaga 

kesehatan di 

fasilitas kesehatan 

sesuai standar

30 Persentase 

fasilitas pelayanan 

kesehatan yang 

beroperasi sesuai 

standar mutu dan 

SOP

80%

Persentase 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan yang 

beroperasi sesuai 

dengan standar 

mutu dan SOP

80 % Dokumen SPM 

Rumah Sakit

4 

Dokumen

Persentase 

fasilitas pelayanan 

kesehatan yang 

beroperasi sesuai 

standar mutu dan 

SOP

80%

Cakupan 

pelayanan 

kesehatan dasar 

masyarakat miskin

90 % Jumlah pasien 

yang dioperasi

200 orang Cakupan 

pelayanan 

kesehatan dasar 

masyarakat miskin

90%

Cakupan 

pelayanan 

kesehatan dasar 

masyarakat miskin

90 % Jumlah masyarakat 

yang di operasi 

bibir sumbing

20 orang Cakupan 

pelayanan 

kesehatan dasar 

masyarakat miskin

90%

Rp 156.910.000,00 Rp 172.601.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.02.1.02.01.22.015 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit 

kecacingan

Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 1.200.000.000,00 Rp 700.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan1.02.1.02.01.23.001 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 160.000.000,00 Rp 180.000.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp 2.335.000.000,00 Rp 1.076.000.000,00

1.02.1.02.01.23.003 Pembangunan dan  pemuktahiran data dan informasi 

standar pelayanan kesehatan

Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 50.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.02.1.02.01.23.002 Penyusunan standar analisis belanja pelayanan 

kesehatan

Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 300.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.23.007 Sosialisasi perizinan dan sertifikasi tenaga kesehatan Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 120.000.000,00 Rp 70.000.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.02.1.02.01.23.005 Penyusunan dan pengawasan standar pelayanan 

kesehatan klinik dan fasilitas kesehatan

Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 5.000.000,00 Rp 6.000.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.02.1.02.01.23.009 Penyusunan standar pelayanan kesehatan rumah sakit Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 625.000.000,00 Rp 650.000.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.02.1.02.01.23.008 Peningkatan tenaga kesehatan di Puskesmas, Rumah 

Sakit, Pustu dan Poskesdes

Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 500.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.02.1.02.01.24.002 Pelayanan Operasi Katarak Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan

1.02.01.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Rp 6.046.600.000,00 Rp 1.101.260.000,00

1.02.1.02.01.24.003 Pelayanan operasi bibir sumbing Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target



Cakupan 

pelayanan 

kesehatan dasar 

masyarakat miskin

90 % Jumlah anak yang 

selesai disunat

400 anak Cakupan 

pelayanan 

kesehatan dasar 

masyarakat miskin

90%

Cakupan 

pelayanan 

kesehatan dasar 

masyarakat miskin

90 % Jumlah masyarakat 

non PNS dan non 

Jamkesmas yang 

mendapatkan 

asuransi kesehatan

1 tahun Cakupan 

pelayanankesehat

an dasar 

masyarakat miskin

90%

Cakupan 

pelayanan 

kesehatan dasar 

masyarakat miskin

90 % Jumlah masyarakat 

miskin yang 

dirujuk

1440 

orang

Cakupan 

pelayanan 

kesehatan 

penduduk miskin

90%

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana 

dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan 

jaringannya
Persentase 

Ketersediaan 

Sarana dan 

prasaranan 

puskesmas dan 

jaringannya

70 % Jumlah Puskesmas 

yang akan 

dibangun

2 

Puskesma

s

Persentase 

ketersediaan 

sarana dan 

prasarana 

Puskesmas dan 

Jaringannya sesuai 

dengan standar

70%

Persentase 

Ketersediaan 

Sarana dan 

prasaranan 

puskesmas dan 

jaringannya

70 % Jumlah Puskesmas 

Pembantu yang 

dibangun

2 Unit Persentase 

ketersediaan 

sarana dan 

prasarana 

Puskesmas dan 

Jaringannya sesuai 

dengan standar

70%

Persentase 

Ketersediaan 

Sarana dan 

prasaranan 

puskesmas dan 

jaringannya

70 % Jumlah Puskesmas 

Keliling yang dibeli

4 unit Persentase 

ketersediaan 

sarana dan 

prasarana 

Puskesmas dan 

jaringannya sesuai 

dengan standar

70%

Pengadaan Puskesmas keliling Air Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan Persentase 

Ketersediaan 

Sarana dan 

prasaranan 

puskesmas dan 

jaringannya

70% Jumlah Puskesmas 

Keliling yang dibeli

1 unit Persentase 

ketersediaan 

sarana dan 

prasarana 

Puskesmas dan 

jaringannya sesuai 

dengan standar

70% Rp 700.000.000,00 Rp 850.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

Persentase 

Ketersediaan 

Sarana dan 

prasaranan 

puskesmas dan 

jaringannya

70 % Cakupan Alat 

Kesehatan 

Essensial 

Puskesmas yang 

terkaliberasi

100% Persentase 

ketersediaan 

sarana dan 

prasarana 

Puskesmas dan 

Jaringannya sesuai 

dengan standar

70%

Persentase 

Ketersediaan 

Sarana dan 

prasaranan 

puskesmas dan 

jaringannya

70 % Jumlah Puskesmas  

yang selesai 

direhabilitasi

2 Unit Persentase 

Ketersediaan 

sarana dan 

prasarana 

puskesmas dan 

jaringannya sesuai 

standar

70 %

Rp 75.000.000,00 Rp 80.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan1.02.1.02.01.24.004 Pelayanan Sunatan Massal Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 246.600.000,00 Rp 271.260.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan1.02.1.02.01.24.012 Pendampingan rujukan keluarga miskin Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 6.700.000.000,00 Rp 1.400.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.24.011 Program jaminan sosial Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 5.000.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.25.001 Pembangunan Puskesmas Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Kecamatan Rawas ilir

Rp 2.000.000.000,00 Rp 1.000.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.01.25 Rp 26.790.000.000,00 Rp 14.600.000.000,00

1.02.1.02.01.25.003 Pengadaan Puskesmas keliling Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 3.000.000.000,00 Rp 3.200.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.25.002 Pembangunan puskesmas pembantu Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Kecamatan Rawas ilir

Kecamatan Rupit

Rp 700.000.000,00 Rp 750.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.25.010 Rehabilitasi Puskesmas Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Kecamatan  Ulu Rawas

Kecamatan Nibung

1.02.1.02.01.25.004 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana 

Puskesmas 

Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 100.000.000,00 Rp 110.000.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Kebijakan 

Pemerintah



Persentase 

Ketersediaan 

Sarana dan 

prasaranan 

puskesmas dan 

jaringannya

70 % Jumlah rumah 

dinas yang 

direhabilitasi

2 Unit Persentase 

ketersediaan 

sarana dan 

prasarana 

Puskesmas dan 

Jaringannya sesuai 

dengan standar

70%

Persentase 

Ketersediaan 

Sarana dan 

prasaranan 

puskesmas dan 

jaringannya

70 % Jumlah 

poskesdes/polinde

s yang direhab

8 

Poskesde

s

Persentase 

Ketersediaan 

Sarana dan 

prasaranan 

puskesmas dan 

jaringannya

70%

Persentase 

Ketersediaan 

Sarana dan 

prasaranan 

puskesmas dan 

jaringannya

70 % Jumlah Puskesmas 

yang ditingkatkan 

menjadi 

Puskesmas rawat 

inap

2 

Puskesma

s

Persentase 

ketersediaan 

sarana dan 

prasarana 

Puskesmas dan 

Jaringannya sesuai 

dengan standar

70%

Persentase 

Ketersediaan 

Sarana dan 

prasaranan 

puskesmas dan 

jaringannya

70 % Jumlah Puskesmas 

Pembantu yang 

direhab

10 Pustu Persentase 

ketersediaan 

sarana dan 

prasarana 

Puskesmas dan 

Jaringannya sesuai 

dengan standar

70%

Persentase 

Ketersediaan 

Sarana dan 

prasaranan 

puskesmas dan 

jaringannya

70 % Jumlah poskesdes 

yang dibangun

7 

Poskesde

s

Persentase 

Ketersediaan 

Sarana dan 

prasaranan 

puskesmas dan 

jaringannya

70%

Persentase 

Ketersediaan 

Sarana dan 

prasaranan 

puskesmas dan 

jaringannya

70 % Jumlah sarana dan 

prasarana 

puskesmas yang 

tersedia

1 paket Persentase 

Ketersediaan 

Sarana dan 

prasarana 

puskesmas dan 

jaringannya sesuai 

standar

70 %

Persentase 

Ketersediaan 

Sarana dan 

prasaranan 

puskesmas dan 

jaringannya

70 % Jumlah rumah 

dinas yang 

dibangun

2 Unit Persentase 

ketersediaan 

sarana dan 

prasarana 

Puskesmas dan 

Jaringannya sesuai 

dengan standar

70%

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana 

rumah sakit/ rumah sakit jiwa/  rumah sakit paru-paru/  

rumah sakit mata

Tersedianya 

Gedung Instalasi 

Rawat Inap Kelas 

III

1	paket tersedianya 

gedung IRNA

1 unit 

gedung 

IRNA

bertambahnya 

kualitas dan 

kuantitas sarana 

dan prasarana rs

1 unit 

gedung 

IRNA

Persentase Sarana 

dan Prasarana 

Rumah Sakit 

Sesuai dengan 

Standar

75 % tersedianya 

perlengkapan 

rumah tangga 

rumah sakit

1 paket meningkatnya 

kualitas dan 

kuantitas sarana 

dan prasaranan rs

1 paket 

alat 

rumah 

tangga rs

- - tersedianya 

gedung IRJA

1 Unit meningkatnya 

kualitas dan 

kuantitas sarana 

dan prasarana rs

1 unit 

gedung 

IRJA

Rp 1.282.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan1.02.1.02.01.25.014 Rehabilitasi Sedang/Berat Polindes/ Poskesdes/Poskeslur Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

- Poskesdes Karang 

Waru

- Poskesdes Karang 

Anyar

- Poskesdes Sumber 

Sari

Rp 1.500.000.000,00 Rp 1.500.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.25.012 Rehab Rumah dinas Paramedis Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Kecamatan Nibung Rp 400.000.000,00 Rp 440.000.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.02.1.02.01.25.021 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Kecamatan  Ulu Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Kecamatan Nibung

Kecamatan Rawas Ulu

Rp 4.000.000.000,00 Rp 4.500.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.25.019 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Kecamatan  Ulu Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Rp 3.600.000.000,00 Rp 1.700.000.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.02.1.02.01.25.025 Pengadaan Sarana dan prasarana puskesmas Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 57.796.127.000,00 Rp 0,00

1.02.1.02.01.25.024 Pembangunan  Poliklinik Desa/ Poskesdes Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

- Desa Muara Tiku

- Desa Noman

- Kel. Muara Rupit

- Desa Terusan

- Desa Tebing Tinggi 

Transos

Rp 2.758.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.02.01.26

Rp 1.304.430.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.25.026 Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Kecamatan  Ulu Rawas

Kecamatan Rawas Ulu

Rp 750.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.02.1.02.01.26.022 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit 

(Dapur, ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan lain-

lain)

Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.26.002 Pembangunan gedung IRNA Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 19.598.272.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.02.1.02.01.26.111 Pembangunan gedung IRJA Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 26.393.425.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target



meningkatnya 

pelayanan yang 

diberikan oleh 

pihak rumah sakit

2	Unit tersedianya alat-

alat kesehatan 

rumah sakit

1 paket meningkatnya 

kualitas dan 

kuantitas sarana 

dan prasarana rs

1 paket

meningkatnya 

pelayanan yang 

diberikan oleh 

pihak rumah sakit

2	Unit tersedianya obat-

obatan rumah sakit

1 paket meningkatnya 

pelayanan 

kesehatan

1 tahun

meningkatnya 

pelayanan yang 

diberikan oleh 

pihak rumah sakit

2	Unit bertambahnya 

ambulance rumah 

sakit

1 Unit meningkatnya 

kualitas dan 

kuantitas sarana 

dan prasarana rs

1 unit 

ambulanc

e

Program Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah 

Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ 

Rumah Sakit Mata
- - tersedianya 

pemeliharaan alat 

kesehatan rs

1 tahun alat kesehatan 

rumah sakit yg 

layak pakai

1 tahun

- - tersedianya dana 

pemeliharaan 

gedung rs dan 

penghancuran 

gedung yang tidak 

layak pakai

pemelihar

aan 7 

gedung 

dan 

penghanc

uran 3 

gedung

terwujudnya 

sarana dan 

prasarana gedung 

yang layak pakai, 

pemelihar

aan 7 

gedung 

dan 

penghanc

uran 3 

gedung

Persentase 

Masyarakat yang 

mendapatkan 

jaminan Kesehatan

80 % Jumlah non 

kapitasi JKN BPJS 

Kesehatan

1 tahun Persentase 

masyarakat yang 

mendapatkan 

jaminan kesehatan

80%

Persentase 

Masyarakat yang 

mendapatkan 

jaminan Kesehatan

80 % Jumlah kapitasi 

program JKN BPJS 

Kesehatan

1 tahun Persentase 

masyarakat yang 

mendapatakan 

jaminan kesehatan

80%

Persentase 

Masyarakat yang 

mendapatkan 

jaminan Kesehatan

80 % Terpenuhinya 

jaminan kesehatan 

masyarakat

% Persentase 

masyarakat yang 

mendapatkan 

jaminan kesehatan

%

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Persentase Balita 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan balita 

sesuai standar

100 % Jumlah peserta 

lomba bayi balita 

sehat

14 balita Persentase balita 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan balita 

sesuai standar

100%

Persentase Balita 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan balita 

sesuai standar

100 % Kelas ibu balita 90 kelas 

ibu

Persentase balita 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan balita 

sesuai standar

100%

Persentase Balita 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan balita 

sesuai standar

100 % Jumlah pemenang 

lomba

14 

peserta

Persentase Balita 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan balita 

sesuai standar

100%

Rp 6.500.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan1.02.1.02.01.26.112 Pengadaan  alat-alat kesehatan rumah sakit Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 500.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.02.1.02.01.26.115 Pengadaan Mobil ambulance rumah sakit Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 140.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.26.113 Pengadaan obat-obatan rumah sakit Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 3.500.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.27.017 Pemeliharaan Rutin/ Berkala alat-alat Kesehatan Rumah 

Sakit

Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

Dinas Kesehatan

Rp 11.121.500.500,00 Rp 10.400.000.000,00

1.02.01.27 Rp 240.000.000,00 Rp 0,00

1.02.01.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Rp 9.000.000.000,00 Rp 10.000.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.27.116 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 100.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.02.1.02.01.28.009 Pembinaan Pengembangan Pembiayaan dan jaminan 

pemeliharaan kesehatan Puskesmas

Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 344.586.000,00 Rp 115.500.000,00

1.02.1.02.01.28.001 Pelayanan kesehatan non kapitasi JKN Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 300.000.000,00 Rp 400.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.01.29

Rp 162.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.02.1.02.01.28.050 Integrasi Jamkesda Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 1.821.500.500,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.29.002 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 195.000.000,00 Rp 214.500.000,00

1.02.1.02.01.29.001 Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 105.000.000,00 Rp 115.500.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia

1.02.1.02.01.29.008 Penilaian Balita Sehat Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 77.586.000,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan



Persentase Warga 

Negara Usia 60 

Tahun Keatas 

mendapatkan 

skrining kesehatan 

sesuai standar

100 % Jumlah lansia yang 

mendapatkan 

skrining kesehatan

100% Persentase warga 

negara usia 60 

tahun keatas 

mendapatkan 

skrining kesehatan 

sesuai standar

100%

Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan 

makanan

Menurunnya 

persentase 

penggunaan bahan 

berbahaya pada 

makanan dan 

minuman

40 % Jumlah hasil 

industri yang 

diawasi dan dibina

30 buah Menurunnya 

penggunaan 

bahan berbahaya 

pada makanan dan 

minuman

40%

Menurunnya 

persentase 

penggunaan bahan 

berbahaya pada 

makanan dan 

minuman

40 % Jumlah industri 

hasil rumah tangga 

yang diawasi dan 

dibina

30 buah Menurunnya 

penggunaan 

bahan berbahaya 

pada makanan dan 

minuman

40%

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan 

anak

Menurunnya 

angka kematian 

ibu (AKB) dan 

Angka Kematian 

Bayi (AKB)

AKB 

22/1000, 

AKI 

305/100.0

00

Jumlah kematian 

ibu dan bayi dan 

balita

8 Ibu/23 

Bayi/1 

balita

Menurunnya 

angka kematian 

ibu (AKI) dan 

angka kematian 

balita (AKB)

AKI 

102/1000

00, AKB 

20/1000

Menurunnya 

angka kematian 

ibu (AKB) dan 

Angka Kematian 

Bayi (AKB)

AKB 

22/1000, 

AKI 

305/100.0

00

Persentase ibu 

hamil mendapat 

pelayanan 

kesehatan ibu 

hamil sesuai 

standar

100% Menurunnya 

angka kematian 

ibu (AKI) dan 

angka kematian 

balita (AKB)

AKI 

302/1000

00, AKB 

20/1000

Menurunnya 

angka kematian 

ibu (AKB) dan 

Angka Kematian 

Bayi (AKB)

AKB 

22/1000, 

AKI 

305/100.0

00

Persentase bayi 

baru lahir 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan bayi 

baru lahir sesuai 

standar

100% Menurunnya 

angka kematian 

ibu (AKI) dan 

angka kematian 

bayi (AKB)

AKI 

302/1000

00, AKB 

20/1000

Menurunnya 

angka kematian 

ibu (AKB) dan 

Angka Kematian 

Bayi (AKB)

AKB 

22/1000, 

AKI 

305/100.0

00

Jumlah peserta 

peningkatan 

kapasitas dan 

kemampuan

54 orang 

dan 25 

kasus

Menurunnya 

angka kematian 

ibu (AKB) dan 

Angka Kematian 

Bayi (AKB)

AKI 

302/100.0

00,AKB 

20/1000

Menurunnya 

angka kematian 

ibu (AKB) dan 

Angka Kematian 

Bayi (AKB)

AKB 

22/1000, 

AKI 

305/100.0

00

Persentase ibu 

bersalin 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan ibu 

bersalin sesuai 

standar

1 tahun Menurunnyaa 

angka kematian 

ibu (AKI) dan 

angka kematian 

balita (AKB)

AKI 

302/1000

00, AKB 

20/1000

Menurunnya 

angka kematian 

ibu (AKB) dan 

Angka Kematian 

Bayi (AKB)

AKB 

22/1000, 

AKI 

305/100.0

00

Jumlah tenaga 

kesehatan yang 

mengikuti 

pelatihan

121 orang Menurunnya 

angka kematian 

ibu (AKI) dan 

angka kematian 

bayi (AKB)

AKI 

302/1000

00, AKB 

20/1000

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 

Tidak Menular

Persentase Warga 

Negara Usia 15-59 

Tahun 

mendapatkan 

Skrening 

Kesehatan sesuai 

standar

100 % Persentase 

penderita 

Hipertensi 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar

100% Persentase warga 

negara usia 15-59 

tahun 

mendapatkan 

skrining kesehatan 

sesuai standar

100%

Rp 75.000.000,00 Rp 90.000.000,001.02.01.31

Rp 35.000.000,00 Rp 45.000.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.02.1.02.01.30.001 Pelayanan pemeliharaan  Kesehatan Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 195.000.000,00 Rp 214.500.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.02.1.02.01.31.002 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan 

makanan hasil produksi rumah tangga

Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 175.000.000,00 Rp 180.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.31.001 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil 

industri

Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 40.000.000,00 Rp 45.000.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.02.1.02.01.32.001 Audit Maternal Perinatal (AMP) Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 208.125.000,00 Rp 220.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.01.32 Rp 3.078.967.250,00 Rp 2.960.000.000,00

1.02.1.02.01.32.003 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 2.000.000.000,00 Rp 2.000.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.32.002 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 201.700.000,00 Rp 180.000.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.02.1.02.01.32.005 Jaminan persalinan Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 629.834.000,00 Rp 678.180.000,00

1.02.1.02.01.32.004 Upaya Penurunan AKI dan AKB Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Tempat terjadinya 

kasus komplikasi 

maternal, neonatal dan 

kekerasan anak

Rp 136.492.250,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.01.35

1.02.1.02.01.32.006 Peningkatan kapasitas penatalaksanaan masalah 

kesehatan ibu dan anak

Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan 

Kesehatan yang berkualitas 

terjangkau dan merata untuk 

seluruh lapisan masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 357.650.000,00 Rp 380.000.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.02.1.02.01.35.001 Pelayanan Posbindu PTM Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 63.885.000,00 Rp 70.274.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan



Persentase Warga 

Negara Usia 15-59 

Tahun 

mendapatkan 

Skrening 

Kesehatan sesuai 

standar

100 % Persentase 

penderita diabetes 

melitus (DM) 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar

100% Persentase warga 

negara usia 15-59 

tahun 

mendapatkan 

skrining kesehatan 

sesuai standar

100%

Persentase Warga 

Negara Usia 15-59 

Tahun 

mendapatkan 

Skrening 

Kesehatan sesuai 

standar

100 % Persentase orang 

dengan gangguan 

jiwa berat 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar

100% Persentase warga 

negara usia 15-59 

tahun 

mendapatkan 

skring kesehatan 

sesuai standar

100%

Persentase Warga 

Negara Usia 15-59 

Tahun 

mendapatkan 

Skrening 

Kesehatan sesuai 

standar

100 % Jumlah fasilitas 

pelayanan 

kesehatan institusi 

penerima wajib 

lapor (IPWL) 

pecandu narkotika 

yang aktif

2 unit Persentase warga 

negara usia 15-59 

tahun 

mendapatkan 

skring kesehatan 

sesuai standar

100%

Persentase Warga 

Negara Usia 15-59 

Tahun 

mendapatkan 

Skrening 

Kesehatan sesuai 

standar

100 % Persentase 

penderita kanker 

serviks yang 

dilayani

40% Persentase warga 

negara usia 15-59 

tahun 

mendapatkan 

skring kesehatan 

sesuai standar

100%

Program Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan 

Narkoba

Penurunan laju 

prevalensi 

penyalahgunaan 

narkoba

0,02 Jumlah orang yang 

diperiksa dan 

dilayani

2000 

orang

Penurunan laju 

prevalensi 

penyalahgunaan 

narkoba

%

Rp 146.288.000,00 Rp 160.917.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan1.02.1.02.01.35.002 Pemeliharaan dan pencegahan penyakit tidak menular Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 146.388.000,00 Rp 146.388.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.02.1.02.01.35.004 Pembangunan program prioritas puskesmas unggulan Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 436.499.500,00 Rp 0,00

1.02.1.02.01.35.003 Pelayanan kesehatan masyarakat dengan gangguan 

kesehatan jiwa

Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 126.885.000,00 Rp 139.574.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.1.02.01.36.001 Pencegahan dan pelayanan kesehatan pengguna narkoba 

dan psikotropika (Narkotika)

Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 436.499.500,00 Rp 0,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan

1.02.01.36

1.02.1.02.01.35.005 Deteksi dini kanker serviks Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

Menurunnya Angka Kesakitan 

masyarakat

Dinas Kesehatan Rp 146.388.000,00 Rp 161.027.000,00 Dinas Kesehatan Baru - Tidak Bisa 

Ditunda



Nama OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

OPD Jenis Kegiatan

Tolak Ukur Tolak Ukur Tolak Ukur 1/2/3 1/2/3

1 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15

186.416.090.000      205.057.699.000      

00.00.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai Jumlah Pegawai 39 Orang Jumlah Pegawai 39 Orang Jumlah Pegawai 39 Orang 2.000.000.000          2.200.000.000          

1.03 . 1.03.1 . 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5.315.040.000          5.846.544.000          

1.03 . 1.03.1 . 01 . 

01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kantor di Kec. 

Rupit

Jumlah Materai 

Rp. 6.000,- dan 

Rp. 3.000,- (surat 

menyurat )

980 Buah

Jumlah Materai 

Rp. 6.000,- dan 

Rp. 3.000,- (surat 

menyurat )

980 Buah

Jumlah Materai 

Rp. 6.000,- dan 

Rp. 3.000,- (surat 

menyurat )

980 Buah 5.500.000                 6.050.000                 

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 01 . 

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik 

Kantor di Kec. 

Rupit

Jumlah Jasa 

komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

68 Rekening

Jumlah Jasa 

komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

68 Bulan

Jumlah Jasa 

komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

68 Bulan 3.631.200.000          3.994.320.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 01 . 

03
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kantor di Kec. 

Rupit

Jumlah Perlatan 

dan Perlengkapan 

Kantor

21 Unit

Jumlah Perlatan 

dan Perlengkapan 

Kantor

21 Unit

Jumlah Perlatan 

dan Perlengkapan 

Kantor

21 Unit 35.000.000               38.500.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 01 . 

05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Kantor di Kec. 

Rupit

Jumlah Premi 

Asuransi 

Kendaraan Dinas 

Roda 4

2 Unit

Jumlah Premi 

Asuransi 

Kendaraan Dinas 

Roda 4

2 Unit

Jumlah Premi 

Asuransi 

Kendaraan Dinas 

Roda 4

2 Unit 17.500.000               19.250.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 01 . 

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Kantor di Kec. 

Rupit

Pajak Kendaraan 

Bermotor
4 Unit

Pajak Kendaraan 

Bermotor
4 Unit

Pajak Kendaraan 

Bermotor
4 Unit 12.000.000               13.200.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 01 . 

07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kantor di Kec. 

Rupit

Jumlah Jasa 

Administrasi 

Keuangan

22

Orang 

Per 

Bulan 

Jumlah Jasa 

Administrasi 

Keuangan

22

Orang 

Per 

Bulan 

Jumlah Jasa 

Administrasi 

Keuangan

22

Orang 

Per 

Bulan 

399.840.000             439.824.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 01 . 

08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kantor di Kec. 

Rupit

Jumlah Jasa 

Kebersihan Kantor
2

Orang 

Per 

Bulan 

Jumlah Jasa 

Kebersihan Kantor
2

Orang 

Per 

Bulan 

Jumlah Jasa 

Kebersihan Kantor
2

Orang 

Per 

Bulan 

36.000.000               39.600.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 01 . 

10
Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kantor di Kec. 

Rupit

Jumlah Alat Tulis 

Kantor
49  Item 

Jumlah Alat Tulis 

Kantor
49  Item 

Jumlah Alat Tulis 

Kantor
49  Item 50.000.000               55.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 01 . 

11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kantor di Kec. 

Rupit

Jumlah Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

10 Item

Jumlah Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

10 Item

Jumlah Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

10 Item 30.000.000               33.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 01 . 

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Kantor di Kec. 

Rupit

Jumlah Komponen 

Penerangan 

Bangunan Kantor

19 Item

Jumlah Komponen 

Penerangan 

Bangunan Kantor

19 Item

Jumlah Komponen 

Penerangan 

Bangunan Kantor

19 Item 25.000.000               27.500.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 01 . 

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Kantor di Kec. 

Rupit

Jumlah Surat 

Kabar yang 

berlangganan

12
Ekslempl

ar 

Jumlah Surat 

Kabar yang 

berlangganan

12
Ekslempl

ar 

Jumlah Surat 

Kabar yang 

berlangganan

12
Ekslempl

ar 
40.000.000               44.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

2 7 9 11

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Prakiraan Maju 2019

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Target Target Target

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Kode Rekening Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

Daerah

Sasaran 

Daerah
Lokasi

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Pagu Indikatif



OPD Jenis Kegiatan

Tolak Ukur Tolak Ukur Tolak Ukur 1/2/3 1/2/3

1 3 4 5 6 8 10 12 13 14 152 7 9 11

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Prakiraan Maju 2019

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Target Target Target

Kode Rekening Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

Daerah

Sasaran 

Daerah
Lokasi

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Pagu Indikatif

1.03 . 1.03.1 . 01 . 

17
Penyediaan Makanan dan Minuman

Kantor di Kec. 

Rupit
Jumlah Rapat 12 Bulan Jumlah Rapat 12 Bulan Jumlah Rapat 12 Bulan 12.000.000               13.200.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 01 . 

18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kantor di Kec. 

Rupit

Jumlah Rapat-

Rapat Koordinasi 
12 Bulan

Jumlah Rapat-

Rapat Koordinasi 
12 Bulan

Jumlah Rapat-

Rapat Koordinasi 
12 Bulan 400.000.000             440.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 01 . 

19
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Kantor di Kec. 

Rupit

Jumlah Rapat-

Rapat Koordinasi 
12 Bulan

Jumlah Rapat-

Rapat Koordinasi 
12 Bulan

Jumlah Rapat-

Rapat Koordinasi 
12 Bulan 50.000.000               55.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 01 . 

20

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis 

Perkantoran

Kantor di Kec. 

Rupit

Jumlah Tenaga 

Kerja
88 Orang

Jumlah Tenaga 

Kerja
88 Orang

Jumlah Tenaga 

Kerja
88 Orang 540.000.000             594.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 01 . 

21
Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor

Kantor di Kec. 

Rupit

Jumlah Peralatan 

Kebersihan
29 Item

Jumlah Peralatan 

Kebersihan
29 Item

Jumlah Peralatan 

Kebersihan
29 Item 21.000.000               23.100.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 01 . 

29
Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi

Kantor di Kec. 

Rupit

Jumlah Jasa 

Dokumentasi, 

Publikasi dan 

Dekorasi

12 Kegiatan 

Jumlah Jasa 

Dokumentasi, 

Publikasi dan 

Dekorasi

12 Kegiatan 

Jumlah Jasa 

Dokumentasi, 

Publikasi dan 

Dekorasi

12 Kegiatan 10.000.000               11.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 11.646.210.000        12.810.831.000        

1.03 . 1.03.1 . 02 . 

03
Pembangunan Gedung Kantor

Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan 1.060.000.000          1.166.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1
Pembangunan Kantor Kepala Desa Lawang Agung Kec. 

Rupit
Kec. Rupit

Jumlah Gedung 

Kantor
1 Unit

Jumlah Gedung 

Kantor
1 Unit

Jumlah Gedung 

Kantor
1 Unit              750.000.000 825.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

2
Pembangunan Kantor Kepala Desa Rantau Jaya Kec. 

Karang Jaya

Kec. Karang 

Jaya

Jumlah Gedung 

Kantor
1 Unit

Jumlah Gedung 

Kantor
1 Unit

Jumlah Gedung 

Kantor
1 Unit              300.000.000 330.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

Dana Administrasi Kegiatan Pembangunan Gedung 

Kantor

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dana 

Administrasi
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi
12 Bulan 10.000.000               11.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 02 . 

09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Peralatan Jumlah Peralatan Jumlah Peralatan 142.000.000 156.200.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 02 . 

10
Pengadaan Mebeleur

Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Mebeleur Jumlah Mebeleur Jumlah Mebeleur 49.210.000 54.131.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 02 . 

11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kab. Musi 

Rawas Utara
Sewa Gedung 12 Bulan Sewa Gedung 12 Bulan Sewa Gedung 12 Bulan 150.000.000 165.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 02 . 

22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Gedung 

Kantor
1 Unit

Jumlah Gedung 

Kantor
1 Unit

Jumlah Gedung 

Kantor
1 Unit 25.000.000 27.500.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 02 . 

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah 

Kendaraan
3 Unit 

Jumlah 

Kendaraan
3 Unit 

Jumlah 

Kendaraan
3 Unit 170.000.000 187.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

3 Unit (Infocus 

1 Unit, Laptop 1 

Unit, Genset 1 

Unit)

3 Unit (Infocus 

1 Unit, Laptop 

1 Unit, Genset 

1 Unit)

3 Unit (Infocus 

1 Unit, Laptop 

1 Unit, Genset 

1 Unit)

16 Unit (Kursi 

Hadap 4, Kursi 

Tamu 2 Set, 

Meja 9, Rak 

Buku 1)

16 Unit (Kursi 

Hadap 4, Kursi 

Tamu 2 Set, 

Meja 9, Rak 

Buku 1)

16 Unit (Kursi 

Hadap 4, Kursi 

Tamu 2 Set, 

Meja 9, Rak 

Buku 1)

2 Paket Fisik 2 Paket Fisik 2 Paket Fisik 
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1.03 . 1.03.1 . 02 . 

40
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan 

Kab. Musi 

Rawas Utara
1.750.000.000          1.925.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1
Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati Kab. Musi 

Rawas Utara
Kec. Rupit

Jumlah Rumah 

Jabatan
1 Unit

Jumlah Rumah 

Jabatan
1 Unit

Jumlah Rumah 

Jabatan
1 Unit 1.744.000.000          1.918.400.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

Dana Adminitrasi Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat 

Rumah Jabatan

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan
1

Dokume

n
6.000.000                 6.600.000                 

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 02 . 

42
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Kegiatan 

Fisik

Jumlah Kegiatan 

Fisik

Jumlah Kegiatan 

Fisik
2.535.000.000          2.788.500.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1 Rehabilitasi Berat Kantor Camat Karang Jaya
Kec. Karang 

Jaya

Jumlah 

Rehabilitasi Kantor
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi Kantor
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi Kantor
1 Unit 1.900.000.000          2.090.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

2
Rehabilitasi Gedung dan Ruangan Kepala Bagian Kantor 

SETDA Kabupaten Musi Rawas Utara

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah 

Rehabilitasi Kantor
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi Kantor
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi Kantor
1 Unit 300.000.000             330.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

3 Rehabilitasi Kantor Lurah Karang Jaya Kec. Karang Jaya
Kec. Karang 

Jaya

Jumlah 

Rehabilitasi Kantor
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi Kantor
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi Kantor
1 Unit 300.000.000             330.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

Konsultan Pengawasan Rehabilitasi sedang/berat Rumah 

Dinas

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen Dokumen 1

Dokume

n
25.000.000               27.500.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

 
Dana Administrasi Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat 

Rumah Dinas

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dana 

Administrasi
12 Bulan 

Jumlah Dana 

Administrasi
12 Bulan 

Jumlah Dana 

Administrasi
12

Jumlah 

Dana 

Administ

rasi

10.000.000               11.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 02 . 

45
Rehabilitasi sedang/berat Gedung Pertemuan

Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan 355.000.000             390.500.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1 Rehabilitasi Gedung Pertemuan Kantor Camat Rupit Kec. Rupit
Jumlah Gedung 

Pertemuan
1 Unit

Jumlah Gedung 

Pertemuan
1 Unit

Jumlah Gedung 

Pertemuan
1 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

2
Rehabilitasi Gedung Serbaguna Trans Subur Sp.4 Kec. 

Karang Dapo

Kec. Karang 

Dapo

Jumlah Gedung 

Pertemuan
1 Unit

Jumlah Gedung 

Pertemuan
1 Unit

Jumlah Gedung 

Pertemuan
1 Unit 150.000.000             165.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

Dana Administrasi Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat 

gedung pertemuan

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dana 

Administrasi
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi
12 Bulan 5.000.000                 5.500.000                 

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 02 . 

47

Pembangunan Gedung Tambahan SETDA Kab. Musi 

Rawas Utara

Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Gedung 1 Unit Jumlah Gedung 1 Unit Jumlah Gedung 1 Unit 3.500.000.000          3.850.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 02 . 

48
Pembangunan Gedung Pertemuan

Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Gedung Jumlah Gedung Jumlah Gedung 1.910.000.000          2.101.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1
Pembangunan Balai Kelurahan Karya Makmur SP 9 Kec. 

Nibung
Kec. Nibung Jumlah gedung 1 Unit Jumlah gedung 1 Unit Jumlah gedung 1 Unit 500.000.000             550.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

2 Pembangunan Balai Desa Kerta Dewa Kec. Ulu Rawas
Kec. Ulu 

Rawas
Jumlah gedung 1 Unit Jumlah gedung 1 Unit Jumlah gedung 1 Unit 400.000.000             440.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

2 Paket Fisik 2 Paket Fisik 2 Paket Fisik

5 Paket Fisik 5 Paket Fisik 5 Paket Fisik

4 Paket Fisik, 1 

Paket 

Konsultan 

Pengawasan 

4 Paket Fisik, 1 

Paket 

Konsultan 

Pengawasan 

4 Paket Fisik, 1 

Paket 

Konsultan 

Pengawasan 

1 Paket Fisik 1 Paket Fisik 1 Paket Fisik 
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3
Pembangunan Gedung Serbaguna Dusun VI Desa 

Terusan Kec. Karang Jaya

 Kec. Karang 

Jaya
Jumlah gedung 1 Unit Jumlah gedung 1 Unit Jumlah gedung 1 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

4
Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Maur Lama Kec. 

Rupit
Kec. Rupit Jumlah gedung 1 Unit Jumlah gedung 1 Unit Jumlah gedung 1 Unit 600.000.000             660.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

5
Pembangunan Balai Dusun Sidomulyo Desa Bumi 

Makmur  Kec. Nibung
Kec. Nibung Jumlah gedung 1 Unit Jumlah gedung 1 Unit Jumlah gedung 1 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

Dana Administrasi Legiatan Pembangunan Gedung 

Pertemuan

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dana 

Administrasi
12 Bulan 

Jumlah Dana 

Administrasi
12 Bulan 

Jumlah Dana 

Administrasi
12 Bulan 10.000.000               11.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 25.000.000               27.500.000               

1.03 . 1.03.1 . 05 . 

01
Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Pegawai 5 Orang Jumlah Pegawai 5 Orang Jumlah Pegawai 5

Jumlah 

Pegawai
25.000.000               27.500.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 20.900.590.000        22.990.649.000        

1.03 . 1.03.1 . 15 . 

03
Pembangunan Jalan

Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan 1.565.590.000          1.722.149.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1
Pembukaan Jalan Baru RT.14 Kel. Muara Rupit Kec. 

Rupit
Kec. Rupit

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Jalan

670 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Jalan

670 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Jalan

670 M 355.590.000             391.149.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

2
Pembangunan Jalan Sungai Tiris ke Perkebunan Rakyat 

Desa Karang Waru Kec. Rupit
Kec. Rupit

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Jalan

0,5 KM

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Jalan

0,5 KM

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Jalan

0,5 KM 600.000.000             660.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

3
Pembukaan dan Peningkatan Jalan Kel. Muara Rupit Kec. 

Rupit (Lanjutan)
Kec. Rupit

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Jalan

0,5 KM

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Jalan

0,5 KM

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Jalan

0,5 KM 500.000.000             550.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

4
Pembukaan Jalan Baru Dusun I Desa Lubuk Rumbai Kec. 

Rupit
Kec. Rupit 0,2 KM 0,2 KM 0,2 KM 100.000.000             110.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

Dana Administrasi Kegiatan Pembangunan Jalan
Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dana 

Administrasi 
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi 
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi 
12 Bulan 10.000.000               11.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 15 . 

04
Perencanaan Pembangunan Jembatan

Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan              455.000.000 500.500.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1
Konsultan Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai 

Keruh Desa Tebing Tinggi Kec. Nibung

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1

Dokume

n
50.000.000               55.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

2
Konsultan Perencanaan Pembangunan Jembatan Ridan 

Desa Sumber Makmur Kec. Nibung

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1

Dokume

n
50.000.000               55.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

3
Konsultan Perencanaan Pembangunan Jembatan Sei 

Gempo Desa Srijaya Makmur Kec. Nibung

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1

Dokume

n
50.000.000               55.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

4
Konsultan Perencanaan Pembangunan Jembatan 

Ampalau Kec. Rawas Ilir

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1

Dokume

n
50.000.000               55.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

5
Konsultan Perencanaan Pembangunan Jembatan Putih 

Kec. Rawas Ilir

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1

Dokume

n
50.000.000               55.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

9 Kegiatan 9 Kegiatan 9 Kegiatan 

4 Paket Fisik 4 Paket Fisik 4 Paket Fisik
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6
Konsultan Perencanaan Pembangunan Jembatan Limpai 

Kecil Kec. Rawas Ilir

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1

Dokume

n
50.000.000               55.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

7
Konsultan Perencanaan Pembangunan Jembatan Limpai 

Besar Kec. Rawas Ilir

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1

Dokume

n
50.000.000               55.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

8
Konsultan Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai 

Kepayang Kec. Rawas Ulu

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1

Dokume

n
50.000.000               55.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

9
Konsultan Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai  

Telikang Kec. Rawas Ulu

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1

Dokume

n
50.000.000               55.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

Dana Administrasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan 

Jembatan

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dana 

Administrasi 
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi 
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi 
12 Bulan 5.000.000                 5.500.000                 

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 15 . 

05
Pembangunan Jembatan

Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan 5.360.000.000          5.896.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1 Pembangunan Jembatan Sungai Seri Kec. Ulu Rawas
Kec. Ulu 

Rawas

Jumlah Panjang 

Jembatan
21 M

Jumlah Panjang 

Jembatan
21 M

Jumlah Panjang 

Jembatan
21 M 3.000.000.000          3.300.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

2 Pembangunan Jembatan Sungai Numan Kec. Ulu Rawas
Kec. Ulu 

Rawas

Jumlah Panjang 

Jembatan
15 M

Jumlah Panjang 

Jembatan
15 M

Jumlah Panjang 

Jembatan
15 M 2.150.000.000          2.365.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

3
Pembangunan Jembatan Besi Desa Kerta Dewa Kec. 

Rawas Ulu

Kec. Rawas 

Ulu

Jumlah Panjang 

Jembatan
5 M

Jumlah Panjang 

Jembatan
5 M

Jumlah Panjang 

Jembatan
5 M 150.000.000             165.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

Konsultan Pengawas Pembangunan Jembatan
Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan 
1

Dokume

n
50.000.000               55.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

Dana Administrasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan 

Jembatan

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dana 

Administrasi 
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi 
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi 
12 Bulan 10.000.000               11.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 15 . 

07
Pembangunan Jembatan Gantung

Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan 3.210.000.000          3.531.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1
Pembangunan Jembatan Gantung Desa Terusan Kec. 

Karang Jaya

Kec. Karang 

Jaya

Jumlah Panjang 

Pembagunan 

Jembatan Gantung

100 M

Jumlah Panjang 

Pembagunan 

Jembatan Gantung

100 M

Jumlah Panjang 

Pembagunan 

Jembatan Gantung

100 M 1.400.000.000          1.540.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

2
Pembangunan Jembatan Gantung Desa Karang Dapo 

Kec. Karang Dapo

Kec. Karang 

Dapo

Jumlah Panjang 

Pembagunan 

Jembatan Gantung

150 M

Jumlah Panjang 

Pembagunan 

Jembatan Gantung

150 M

Jumlah Panjang 

Pembagunan 

Jembatan Gantung

150 M 1.800.000.000          1.980.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

Dana Administrasi Kegiatan Pembangunan Jembatan 

Gantung

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dana 

Administrasi 
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi 
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi 
12 Bulan 10.000.000               11.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 15 . 

08

Pembangunan Jembatan Biaro Lamo - Biaro Baru 

Kec. Karang Dapo (Lanjutan)

Kec. Karang 

Dapo

Jumlah Panjang 

Jembatan
1 Unit

Jumlah Panjang 

Jembatan
1 Unit

Jumlah Panjang 

Jembatan
1 Unit 7.500.000.000          8.250.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 15 . 

09
Pembangunan Box Coulvert

Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan 2.810.000.000          3.091.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1
Pembangunan Box Coulvert Jalan Produksi Ladang 25 

Desa Terusan Kec. Karang Jaya

Kec. Karang 

Jaya

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit 150.000.000             165.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang
2

Pembangunan Box Coulvert Dusun V Desa Terusan Kec. 

Karang Jaya

Kec. Karang 

Jaya

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang
3

Pembangunan Box Coluvert RT.14/03 Kel. Muara Rupit 

Kec. Rupit
Kec. Rupit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

2 Paket Fisik 2 Paket Fisik 2 Paket Fisik

11 Paket Fisik 11 Paket Fisik 11 Paket Fisik

3 Paket Fisik, 1 

Konsultan 

Pengawasan

3 Paket Fisik, 1 

Konsultan 

Pengawasan

3 Paket Fisik, 1 

Konsultan 

Pengawasan
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1 3 4 5 6 8 10 12 13 14 152 7 9 11

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Prakiraan Maju 2019

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Target Target Target

Kode Rekening Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

Daerah

Sasaran 

Daerah
Lokasi

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Pagu Indikatif

4
Pembangunan Box Coulvert Desa Lubuk Kumbung Kec. 

Karang Jaya

Kec. Karang 

Jaya

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang
5

Pembangunan Box Coulvert Jalan Simpang 4 Menuju 

Suka Menang Kec. Karang Jaya

Kec. Karang 

Jaya

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit 250.000.000             275.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang
6

Pembangunan Box Coulvert Desa Biaro Baru Kec. Karang 

Dapo

 Kec. Karang 

Dapo

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang
7

Pembangunan Box Coulvert Lokasi Perkemahan Pramuka 

Sungai Aur Desa Mekar Sari Kec. Rawas Ilir

Kec. Rawas 

Ilir

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit 100.000.000             110.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang
8

Pembangunan Box Coulvert Desa Beringin Makmur II Kec. 

Rawas Ilir

Kec. Rawas 

Ilir

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang
9

Pembangunan Box Coulvert Desa Ari Bening Kec. Rawas 

Ilir

Kec. Rawas 

Ilir

Jumlah 

Pembangunan
2 Unit

Jumlah 

Pembangunan
2 Unit

Jumlah 

Pembangunan
2 Unit 1.000.000.000          1.100.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang
10

Pembangunan Box Coulvert Desa Jadi Mulya I kec. 

Nibung
kec. Nibung

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit 150.000.000             165.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang
11

Pembangunan Box Coulvert Dusun 3 Desa Lubuk Rumbai 

Kec. Rupit
Kec. Rupit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit 150.000.000             165.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang
Dana Administrasi

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dana 

Administrasi 
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi 
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi 
12 Bulan 10.000.000               11.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 17 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUD / BRONJONG           7.260.000.000 7.986.000.000          

1.03 . 1.03.1 . 17 . 

03
Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan 7.260.000.000 7.986.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1
Pembangunan Talud SMP Negeri Sungai Jauh Kec. 

Rawas Ulu

Kec. Rawas 

Ulu

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

120 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

120 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

120 M 500.000.000 550.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

2
Pembangunan Talud Di Bumi Perkemahan Pramuka 

Sungai Aur Desa Mekar Sari Kec. Rawas Ilir

Kec. Rawas 

Ilir

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

200 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

200 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

200 M 1.000.000.000 1.100.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

3
Pembangunan Dinding Penahan Tebing Jalan Desa Bukit 

Ulu Kec. Karang Jaya

 Kec. Karang 

Jaya

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

50 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

50 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

50 M 200.000.000 220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

4
Pembangunan Tembok Penahan Tebing Desa Noman 

Baru Kec. Rupit
Kec. Rupit

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

100 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

100 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

100 M 400.000.000 440.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

5
Pembangunan Tembok Penahan Tebing Desa Noman 

Lama Kec. Rupit
Kec. Rupit

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

100 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

100 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

100 M 400.000.000 440.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

6
Pembangunan Dinding Penahan Tebing Desa Bukit Ulu 

Kec.Karang Jaya

 Kec. Karang 

Jaya

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

50 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

50 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

50 M 200.000.000 220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

7
Pembangunan Dinding Penahan Tebing Sungai Guntung 

Dusun I Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir

Kec. Rawas 

Ilir

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

50 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

50 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

50 M 200.000.000 220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

8
Pembangunan Tembok Penahan Tebing Desa Maur Lama 

Kec. Rupit
Kec. Rupit

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

50 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

50 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

50 M 450.000.000 495.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

9
Pembangunan Tembok Penahan Tebing Jalan Desa 

Tanjung Agung Kec. Karang Jaya

 Kec. Karang 

Jaya

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

50 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

50 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

50 M 200.000.000 220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

10
Pembangunan Diniding Penahan Tebing Desa Remban 

Kec. Rawas Ulu

Kec. Rawas 

Ulu

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

200 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

200 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

200 M 1.000.000.000 1.100.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

11
Pembangunan Talud Sungai Kawasan Goa Napalicin Kec. 

Ulu Rawas

 Kec. Ulu 

Rawas

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

200 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

200 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

200 M 1.500.000.000 1.650.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

13 Kegiatan 

Fisik

13 Kegiatan 

Fisik

13 Kegiatan 

Fisik



OPD Jenis Kegiatan

Tolak Ukur Tolak Ukur Tolak Ukur 1/2/3 1/2/3

1 3 4 5 6 8 10 12 13 14 152 7 9 11

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Prakiraan Maju 2019

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Target Target Target

Kode Rekening Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

Daerah

Sasaran 

Daerah
Lokasi

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Pagu Indikatif

12
Pembangunan Tembok Penahan Tebing Desa Karang 

Waru Kec. Rupit
Kec. Rupit

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

200 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

200 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

200 M 1.000.000.000 1.100.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

13
Pembangunan Dinding Penahan Tebing Sungai Guntung 

Dusun II Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir

Kec. Rawas 

Ilir

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

50 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

50 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Talud

50 M 200.000.000 220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

Dana Administrasi Kegiatan Pembangunan Turap / 

Talud / Bronjong

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dana 

Administrasi 
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi 
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi 
12 Bulan 10.000.000 11.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 18 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 85.557.250.000        94.112.975.000        

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

04
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan 505.000.000             555.500.000             

1
Rehabilitasi Jembatan Sungai Keruh Desa Tebing Tinggi 

Kec. Nibung
 Kec. Nibung

Jumlah Panjang 

Rehabilitasi 

Jembatan

18 M

Jumlah Panjang 

Rehabilitasi 

Jembatan

18 M

Jumlah Panjang 

Rehabilitasi 

Jembatan

18 M 500.000.000 550.000.000             

Dana Administrasi Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan 

Jembatan

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dana 

Administrasi 
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi 
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi 
12 Bulan 5.000.000 5.500.000                 

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

06
Rehabilitasi Jembatan Gantung

Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan           1.460.000.000 1.606.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1
Rehabilitasi Jembatan Gantung Kelurahan Muara Rupit 

Kec. Rupit
Kec. Rupit

Jumlah Panjang 

Rehabilitasi 

Jembatan Gantung

110 M

Jumlah Panjang 

Rehabilitasi 

Jembatan Gantung

110 M

Jumlah Panjang 

Rehabilitasi 

Jembatan Gantung

110 M 750.000.000             825.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

2
Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Embacang Lama 

Kec. Karang Jaya

Kec. Karang 

Jaya

Jumlah Panjang 

Rehabilitasi 

Jembatan Gantung

100 M

Jumlah Panjang 

Rehabilitasi 

Jembatan Gantung

100 M

Jumlah Panjang 

Rehabilitasi 

Jembatan Gantung

100 M 400.000.000             440.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

3
Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Muara Batang Empu 

Kec. Karang Jaya

Kec. Karang 

Jaya

Jumlah Panjang 

Rehabilitasi 

Jembatan Gantung

120 M

Jumlah Panjang 

Rehabilitasi 

Jembatan Gantung

120 M

Jumlah Panjang 

Rehabilitasi 

Jembatan Gantung

120 M 150.000.000             165.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

4
Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Kerta Dewa Kec. 

Rawas Ulu

Kec. Rawas 

Ulu

Jumlah Panjang 

Rehabilitasi 

Jembatan Gantung

135 M

Jumlah Panjang 

Rehabilitasi 

Jembatan Gantung

135 M

Jumlah Panjang 

Rehabilitasi 

Jembatan Gantung

135 M 150.000.000             165.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

Dana Administrasi Kegiatan Rehabilitasi Jembatan 

Gantung

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dana 

Administrasi 
12 Bulan

Jumlah Panjang 

Rehabilitasi 

Jembatan Gantung

12 Bulan

Jumlah Panjang 

Rehabilitasi 

Jembatan Gantung

12 Bulan 10.000.000               11.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

07

Operasional dan Pemeliharaan Jalan Dalam Kabupaten 

Musi Rawas Utara

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah 

Operasional dan 

Pemeliharaan

1 Paket

Jumlah 

Operasional dan 

Pemeliharaan

1 Paket

Jumlah 

Operasional dan 

Pemeliharaan

1 Paket 500.000.000             550.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

08

Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Biaro - Bingin Teluk 

Kec. Karang Dapo dan Kec. Rawas Ilir

Kec. Karang 

Dapo dan 

Kec. Rawas 

Ilir

Jumlah Panjang 

Pemeliharaan 

Jalan 

2 KM

Jumlah Panjang 

Pemeliharaan 

Jalan 

2 KM

Jumlah Panjang 

Pemeliharaan 

Jalan 

2 KM 1.000.000.000          1.100.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

15

Peningkatan Jalan Suka Menang - Tanjung Agung Kec. 

Karang Jaya 

Kec. Karang 

Jaya

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
4 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
4 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
4 KM 7.000.000.000          7.700.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

16

Peningkatan Jalan Suka Menang - Tanjung Agung Kec. 

Karang Jaya (PENDAMPING DAK)

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen 150.000.000             165.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

17

Pemeliharaan Berkala Jalan Sukaraja - Lubuk Kumbung 

Kec. Karang Jaya 

Kec. Karang 

Jaya

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
2 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
2 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
2 KM 1.500.000.000          1.650.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

19
Peningkatan Jalan Lintas - Terusan Kec. Karang Jaya

Kec. Karang 

Jaya

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
2,46 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
2,46 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
2,46 KM           2.200.000.000 2.420.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

4 Paket Fisik 4 Paket Fisik 4 Paket Fisik

1 Kegiatan 

Fisik

1 Kegiatan 

Fisik

1 Kegiatan 

Fisik



OPD Jenis Kegiatan

Tolak Ukur Tolak Ukur Tolak Ukur 1/2/3 1/2/3

1 3 4 5 6 8 10 12 13 14 152 7 9 11

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Prakiraan Maju 2019

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Target Target Target

Kode Rekening Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

Daerah

Sasaran 

Daerah
Lokasi

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Pagu Indikatif

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

20
Peningkatan Jalan Dalam Desa Lawang Agung Kec. Rupit Kec. Rupit

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
1,5 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
1,5 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
1,5 KM           1.500.000.000 1.650.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

21
Peningkatan Jalan Dalam Kel. Muara Rupit Kec. Rupit Kec. Rupit

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
2 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
2 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
2 KM           2.000.000.000 2.200.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

22

Peningkatan Jalan Karang Dapo - SP.IV Kelingi IV/a - 

Kec. Karang Dapo 

Kec. Karang 

Dapo

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
2,5 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
2,5 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
2,5 KM         12.915.000.000 14.206.500.000        

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

23

Peningkatan Jalan Karang Dapo - SP.IV Kelingi IV/a - 

Kec. Karang Dapo (PENDAMPING DAK)

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen 153.250.000             168.575.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

24

Peningkatan Jalan SP.4 - SP.5 Kelingin IV/a Kec. Karang 

Dapo

Kec. Karang 

Dapo

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
1 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
1 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
1 KM 1.500.000.000          1.650.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

25

Peningkatan Jalan Simp. 3 Bingin Teluk - Batas MUBA 

Kec. Rawas Ilir (Lanjutan) 

Kec. Rawas 

Ilir

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
2 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
2 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
2 KM 10.000.000.000        11.000.000.000        

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

26

Peningkatan Jalan Simp. 3 Bingin Teluk - Batas MUBA 

Kec. Rawas Ilir (Lanjutan) (PENDAMPING DAK)

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen 150.000.000             165.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

29

Peningkatan Jalan Simpang Belani - Belani Kec. Rawas 

Ilir 

Kec. Rawas 

Ilir

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
3,14 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
3,14 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
3,14 KM 12.000.000.000        13.200.000.000        

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

30

Peningkatan Jalan Simpang Belani - Belani Kec. Rawas 

Ilir (PENDAMPING DAK)

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen 150.000.000             165.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

31

Peningkatan Jalan Kerani Jaya - Sumber Makmur Kec. 

Nibung
Kec. Nibung

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
4 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
4 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
4 KM 8.100.000.000          8.910.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

32

Peningkatan Jalan Kerani Jaya - Sumber Makmur Kec. 

Nibung (PENDAMPING DAK)

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen 150.000.000             165.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

33

Peningkatan Jalan Surulangun - Kuto Tanjung Kec. 

Rawas Ulu dan Kec. Ulu Rawas

Kec. Ulu 

Rawas

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
3 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
3 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
3 KM           2.000.000.000 2.200.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

34

Pembangunan Dinding Penahan Tebing Ruas Jalan 

Surulangun - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu dan Kec. Ulu 

Rawas

Kec. Rawas 

Ulu dan Kec. 

Ulu Rawas

Jumlah Panjang 

Dinding Penahan 

Tebing

1 PAKET

Jumlah Panjang 

Dinding Penahan 

Tebing

1 PAKET

Jumlah Panjang 

Dinding Penahan 

Tebing

1 PAKET 1.500.000.000          1.650.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

35
Peningkatan Jalan Desa Maur Baru Kec. Rupit (Lanjutan) Kec. Rupit

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,4 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,4 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,4 KM           1.000.000.000 1.100.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

41

Peningkatan Jalan Non Status SP. 2 Sumber Sari - 

Transos (Tebing Tinggi) Kec. Nibung 
Kec. Nibung

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
1 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
1 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
1 KM 3.164.000.000          3.480.400.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

42

Peningkatan Jalan Poros Desa Batu Kucing Kec. Rawas 

Ilir

Kec. Rawas 

Ilir

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,5 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,5 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,5 KM 1.000.000.000          1.100.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

36

Peningkatan Jalan Desa Mekar Sari Kec. Rawas Ilir 

(Lanjutan)

Kec. Rawas 

Ilir

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
1,6 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
1,6 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
1,6 KM 3.000.000.000          3.300.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

47

Pembukaan dan Peningkatan Rigid Beton Jalan Desa 

Batu Gajah Baru Kec. Rupit
Kec. Rupit

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,5 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,5 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,5 KM 2.000.000.000          2.200.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

48
Peningkatan Jalan Poros Pauh - Ketapat Kec. Rawas Ilir 

Kec. Rawas 

Ilir

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,5 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,5 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,5 KM 1.000.000.000          1.100.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

49

Peningkatan Jalan Kelurahan Karang Jaya Kec. Karang 

Jaya

Kec. Karang 

Jaya

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,5 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,5 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,5 KM 1.000.000.000          1.100.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang



OPD Jenis Kegiatan

Tolak Ukur Tolak Ukur Tolak Ukur 1/2/3 1/2/3

1 3 4 5 6 8 10 12 13 14 152 7 9 11

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Prakiraan Maju 2019

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Target Target Target

Kode Rekening Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

Daerah

Sasaran 

Daerah
Lokasi

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Pagu Indikatif

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

50

Peningkatan Jalan Mandi Angin - Sp 5 Kelingi IV/a 

(Maskupai) Kec. Rawas Ilir dan Kec. Karang Dapo 

(Lanjutan)

Kec. Karang 

Dapo 

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,5 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,5 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,5 KM 2.000.000.000          2.200.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 18 . 

51
Peningkatan Jalan Ruas A Sampai Z

Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan 4.960.000.000          5.456.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1
Peningkatan Jalan Menuju TPA Desa Sungai Jernih Kec. 

Rupit
Kec. Rupit

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,5 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,5 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,5 KM 150.000.000             165.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

2
Peningkatan Jalan dari Kantor Camat - Empress/Dusun IV 

Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir

Kec. Rawas 

Ilir

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,5 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,5 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,5 KM 500.000.000             550.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

3 Peningkatan Jalan RT.14 Kel. Muara Rupit Kec. Rupit Kec. Rupit
Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,4 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,4 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,4 KM 400.000.000             440.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

4
Peningkatan Jalan Menuju Irigasi D.I Noman Baru Kec. 

Rupit
Kec. Rupit

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,2 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,2 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,2 KM 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

5 Peningkatan Jalan Menuju SD Beringin Jaya Kec. Rupit Kec. Rupit
Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,2 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,2 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,2 KM 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

6 Peningkatan Jalan Desa Bina Karya Kec. Karang Dapo
 Kec. Karang 

Dapo

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,2 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,2 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,2 KM 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

7
Pelebaran Jalan Dalam Kel. Bingin Teluk Kec. Rawas Ilir 

(Lanjutan)

Kec. Rawas 

Ilir

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,2 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,2 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,2 KM 400.000.000             440.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

8
Pembukaan dan Peningkatan Jalan Tembus Desa Muara 

Tiku - Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya

Kec. Karang 

Jaya

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,2 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,2 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,2 KM 300.000.000             330.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

9 Peningkatan Jalan Desa Kerani Jaya (SP.5) Kec. Nibung  Kec. Nibung
Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,4 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,4 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,4 KM 600.000.000             660.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

10 Peningkatan Jalan Desa Bumi Makmur (IB) Kec. Nibung  Kec. Nibung
Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,4 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,4 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,4 KM 600.000.000             660.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

11 Peningkatan Jalan Desa Mulya Jaya (SP. 8) Kec. Nibung  Kec. Nibung
Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,45 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,45 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,45 KM 500.000.000             550.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

12 Peningkatan Jalan Desa Pantai Kec. Rupit Kec. Rupit
Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,2 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,2 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,2 KM 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

13
Pelebaran Jalan di Jembatan Desa Karang Dapo - 

Kelurahan Karang Dapo Kec. Karang Dapo

 Kec. Karang 

Dapo

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,2 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,2 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,2 KM 300.000.000             330.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

14 Peningkatan Jalan Desa Biaro Lamo Kec. Karang Dapo
 Kec. Karang 

Dapo

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,2 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,2 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,2 KM 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

15
Peningkatan Jalan Menuju TK PAUD Desa Beringin Jaya 

Kec. Rupit
Kec. Rupit

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,2 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,2 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan
0,2 KM 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

Dana Administrasi Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas A 

Sampai Z

Jumlah Dana 

Administrasi 
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi 
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi 
12 Bulan 10.000.000               11.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 21 PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN 200.000.000             220.000.000             

15 Paket Fisik 15 Paket Fisik 15 Paket Fisik



OPD Jenis Kegiatan

Tolak Ukur Tolak Ukur Tolak Ukur 1/2/3 1/2/3
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Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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Kode Rekening Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

Daerah

Sasaran 

Daerah
Lokasi

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Pagu Indikatif

1.03 . 1.03.1 . 21 . 

04
Pengadaan Bantalan Darurat Jalan 

Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Bantalan 1 Paket Jumlah Bantalan 1 Paket Jumlah Bantalan 1 Paket 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 22 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI / DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN 600.000.000             660.000.000             

1.03 . 1.03.1 . 22 . 

04

Inventarisasi dan Pemetaan Data Teknis Jalan dan 

Jembatan dalam Kab. Musi Rawas Utara

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan
1

Dokume

n
600.000.000             660.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1
Penyempurnaan Inventarisasi dan Pemetaan Jalan dan 

Jembatan 

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan
1

Dokume

n
585.000.000             643.500.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

Dana Administrasi Kegiatan Inventarisasi dan Pemetaan 

Data Teknis Jalan dan Jembatan dalam Kab. Musi Rawas 

Utara

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dana 

Administrasi 

Kegiatan

12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi 

Kegiatan

12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi 

Kegiatan

12 Bulan 15.000.000               16.500.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 23 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN 6.420.000.000          7.062.000.000          

1.03 . 1.03.1 . 23 . 

04
Pengadaan Alat-alat Berat

Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Alat Berat Jumlah Alat Berat Jumlah Alat Berat 6.325.000.000          6.957.500.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1 Pengadaan Backhoe Loader
Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Alat 1 Unit Jumlah Alat 1 Unit Jumlah Alat 1 Unit 1.980.000.000          2.178.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

2 Pengadaan Motor Grader
Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Alat 1 Unit Jumlah Alat 1 Unit Jumlah Alat 1 Unit 2.640.000.000          2.904.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

3 Pengadaan Asphalt and Concrete Cutter
Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Alat 1 Unit Jumlah Alat 1 Unit Jumlah Alat 1 Unit 55.000.000               60.500.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

4 Pengadaan Baby Roller
Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Alat 1 Unit Jumlah Alat 1 Unit Jumlah Alat 1 Unit 145.000.000             159.500.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

5 Pengadaan Mobile Skylift
Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Alat 1 Unit Jumlah Alat 1 Unit Jumlah Alat 1 Unit 1.500.000.000          1.650.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

Dana Administrasi Kegiatan Pengadaan Alat-alat Berat
Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dana 

Administrasi 

Kegiatan 

12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi 

Kegiatan 

12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi 

Kegiatan 

12 Bulan 5.000.000                 5.500.000                 

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 23 . 

05

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-

Alat Berat

Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Alat Jumlah Alat Jumlah Alat 50.000.000               55.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1 Pengadaan Mesin Las Listrik
Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Alat 1 Unit Jumlah Alat 1 Unit Jumlah Alat 1 Unit 50.000.000               55.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 23 . 

06

Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium 

Kebinamargaan

Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Alat Jumlah Alat Jumlah Alat 45.000.000               49.500.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1 Pengadaan Theodolite
Kab. Musi 

Rawas Utara

Pengadaan 

Theodolite
1 Unit

Pengadaan 

Theodolite
1 Unit

Pengadaan 

Theodolite
1 Unit 30.000.000               33.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

2 Pengadaan GPS
Kab. Musi 

Rawas Utara
Pengadaan GPS 3 Unit Pengadaan GPS 3 Unit Pengadaan GPS 3 Unit 15.000.000               16.500.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 20.455.000.000        22.500.500.000        

1 Unit 1 Unit 1 Unit

4 Unit 4 Unit 4 Unit

5 Unit 5 Unit 5 Unit



OPD Jenis Kegiatan

Tolak Ukur Tolak Ukur Tolak Ukur 1/2/3 1/2/3

1 3 4 5 6 8 10 12 13 14 152 7 9 11

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Prakiraan Maju 2019

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Target Target Target

Kode Rekening Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

Daerah

Sasaran 

Daerah
Lokasi

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Pagu Indikatif

1.03 . 1.03.1 . 24 . 

18
Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi 

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Kegiatan 

Fisik

Jumlah Kegiatan 

Fisik

Jumlah Kegiatan 

Fisik
20.000.000.000        22.000.000.000        

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Air Nitap (DAK 

PENUGASAN)

Kec. Rawas 

Ulu

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

2033 M

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

2033 M

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

2033 M 1.697.689.000          1.867.457.900          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

2
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Bukit Langkap (DAK 

PENUGASAN)

Kec. Karang 

Jaya

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

1965 M

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

1965 M

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

1965 M 1.500.000.000          1.650.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

3
Peningkatan Jaringan Irigasi DI Tebat Gede (DAK 

PENUGASAN)

Kec. Karang 

Jaya

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

1917 M

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

1917 M

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

1917 M 1.900.000.000          2.090.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

4
Peningkatan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Air Dulu 

(DAK PENUGASAN)

Kec. Karang 

Jaya

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

3321 M

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

3321 M

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

3321 M 3.024.019.000          3.326.420.900          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

5
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Merung (DAK 

PENUGASAN)

Kec. Rawas 

Ulu

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

3855 M

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

3855 M

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

3855 M 3.331.092.000          3.664.201.200          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

6
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Noman (DAK 

PENUGASAN)
Kec. Rupit

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

828 M

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

828 M

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

828 M 1.200.000.000          1.320.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

7
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Tebat Sech/ Sungai 

Baung (DAK PENUGASAN)

Kec. Rawas 

Ulu

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

1315 M

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

1315 M

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

1315 M 997.000.000             1.096.700.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

8
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Napalicin (DAK 

PENUGASAN)

Kec. Ulu 

Rawas

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

548,6 M

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

549 M

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

549 M 1.200.000.000          1.320.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

9
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kuto Tanjung (DAK 

PENUGASAN)

Kec. Ulu 

Rawas

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

420,6 M

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

421 M

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

421 M 920.000.000             1.012.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

10
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Sosokan (DAK 

PENUGASAN)

Kec. Ulu 

Rawas

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

647,5 M

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

648 M

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

648 M 1.415.200.000          1.556.720.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

11
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Muara Kulam (DAK 

PENUGASAN)

Kec. Ulu 

Rawas

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

503,3 M

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

503 M

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

503 M 1.100.000.000          1.210.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

12
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Putat (DAK 

PENUGASAN)

Kec. Rawas 

Ulu

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

648,2 M

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

648 M

Jumlah Panjang 

Peningkatan 

jaringan Irigasi 

648 M 1.415.000.000          1.556.500.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

Konsultan Pengawasan Pembangunan/Peningkatan  

Jaringan Irigasi

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan
1

Dokume

n
200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

Biaya Penunjang Kegiatan Pembangunan/Peningkatan  

Jaringan Irigasi

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Biaya 

Penunjang
1 LS

Jumlah Biaya 

Penunjang
1 LS

Jumlah Biaya 

Penunjang
1 LS 100.000.000             110.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 24 . 

19
Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Baru

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Kegiatan 

Fisik

Jumlah Kegiatan 

Fisik

Jumlah Kegiatan 

Fisik
205.000.000             225.500.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1
Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Bingin Rupit Kec. 

Rupit
Kec. Rupit

Jumlah Panjang 

Pembangunan
700 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan
700 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan
700 M 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

Dana Administrasi Kegiatan 

Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Baru

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dana 

Administrasi 

Kegiatan 

12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi 

Kegiatan 

12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi 

Kegiatan 

12 Bulan 5.000.000                 5.500.000                 

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 24 . 

20

Penyempurnaan Inventarisasi Jaringan D.I Kab. Musi 

Rawas Utara

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dokumen 

Laporan
1

Dokume

n

Jumlah Dokumen 

Laporan
1

Dokume

n

Jumlah Dokumen 

Laporan
1

Dokume

n
250.000.000             275.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

12 Paket Fisik, 

1 Konsultan 

Pengawasan

12 Paket Fisik, 

1 Konsultan 

Pengawasan

12 Paket Fisik, 

1 Konsultan 

Pengawasan

1 Paket Fisik 1 Paket Fisik 1 Paket Fisik



OPD Jenis Kegiatan

Tolak Ukur Tolak Ukur Tolak Ukur 1/2/3 1/2/3

1 3 4 5 6 8 10 12 13 14 152 7 9 11

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Prakiraan Maju 2019

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Target Target Target

Kode Rekening Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

Daerah

Sasaran 

Daerah
Lokasi

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Pagu Indikatif

1.03 . 1.03.1 . 29 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 14.990.000.000        16.489.000.000        

1.03 . 1.03.1 . 29 . 

01
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

Kab. Musi 

Rawas Utara
50.000.000               55.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1
Konsultan Perencanaan Pembangunan Masjid Jami 

Sabilul Huda Desa Klumpang Jaya Kec. Nibung

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan
1

Dokume

n
50.000.000               55.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 29 . 

02
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan 4.485.000.000          4.933.500.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1 Pembangunan Pagar Kantor Camat Kec. Rawas Ilir 
Kec. Rawas 

Ilir

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Pagar

50 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Pagar

50 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Pagar

50 M 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

2 Pembangunan Pagar Polsek Rawas Ilir Kec. Rawas Ilir
Kec. Rawas 

Ilir

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Pagar

50 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Pagar

50 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Pagar

50 M 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

3 Pembangunan Pagar Polsek Nibung Kec. Nibung Kec. Nibung

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Pagar

50 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Pagar

50 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Pagar

50 M 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

4 Pembangunan Pagar Koramil Kec. Rawas Ilir
Kec. Rawas 

Ilir

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Pagar

50 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Pagar

50 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Pagar

50 M 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

5 Pembangunan Rumah Dinas Mapolsek Rawas Ulu
Kec. Rawas 

Ulu

Jumlah Rumah 

Dinas
1 Unit

Jumlah Rumah 

Dinas
1 Unit

Jumlah Rumah 

Dinas
1 Unit 500.000.000             550.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

6 Rehabilitasi Mess Kodim 0406/ Mura Linggau Muratara Lubuklinggau Jumlah Mess 1 Unit Jumlah Mess 1 Unit Jumlah Mess 1 Unit 300.000.000             330.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

7
Pembangunan Pagar (lanjutan) dan Rehab Aula 

Makoramil 406-03/Muara Rupit Kec. Rupit
Kec. Rupit Jumlah Gedung 1 Unit Jumlah Gedung 1 Unit Jumlah Gedung 1 Unit 300.000.000             330.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

8
Land Clearing Kawasan Perkantoran Pemerintah 

Kabupaten Musi Rawas Utara

Kab. Musi 

Rawas Utara

Luas Kawasan 

Perkantoran
116 Ha

Luas Kawasan 

Perkantoran
116 Ha

Luas Kawasan 

Perkantoran
116 Ha 500.000.000             550.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

9
Pembangunan Pagar Kantor Kel. Karya Makmur Kec. 

Nibung
Kec. Nibung

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Pagar

50 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Pagar

50 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Pagar

50 M 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

10
Pembangunan Pagar Kantor Desa Pulau Lebar Kec. 

Rawas Ulu 

 Kec. Rawas 

Ulu 

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Pagar

25 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Pagar

25 M

Jumlah Panjang 

Pembangunan 

Pagar

25 M 100.000.000             110.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

11
Pembangunan Gapura Desa Suka Menang Kec. Karang 

Jaya

Kec. Karang 

Jaya

Jumlah 

Pembangunan 

Gapura

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Gapura

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Gapura

1 Unit 150.000.000             165.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

12
Pembangunan Gapura Desa Lubuk Kumbung Kec. 

Karang Jaya

Kec. Karang 

Jaya

Jumlah 

Pembangunan 

Gapura

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Gapura

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Gapura

1 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

13
Pembangunan Bak Penampung Sampah (TPS) Desa 

Suka Menang Kec. Karang Jaya

Kec. Karang 

Jaya

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit 50.000.000               55.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

14
Land Clearing Lapangan Bola Kaki Desa Sukomoro Kec. 

Rawas Ulu

Kec. Rawas 

Ulu

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit 50.000.000               55.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

15

Penataan Kawasan Lapangan Upacara di Bumi 

Perkemahan Pramuka Sungai Aur Desa Mekarsari Kec. 

Rawas Ilir

Kec. Rawas 

Ilir

Jumlah 

Pembangunan
1 Paket

Jumlah 

Pembangunan
1 Paket

Jumlah 

Pembangunan
1 Paket 750.000.000             825.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

18 Paket Fisik,1 

Paket 

Konsultan 

Perencanaan

18 Paket 

Fisik,1 Paket 

Konsultan 

Perencanaan

18 Paket 

Fisik,1 Paket 

Konsultan 

Perencanaan

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan



OPD Jenis Kegiatan

Tolak Ukur Tolak Ukur Tolak Ukur 1/2/3 1/2/3
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Prakiraan Maju 2019

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Target Target Target

Kode Rekening Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

Daerah

Sasaran 

Daerah
Lokasi

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Pagu Indikatif

16 Pembangunan Gapura Desa Mandi Angin Kec. Rawas Ilir
Kec. Rawas 

Ilir

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

17 Pembangunan Gapura Desa Karang Waru Kec. Rupit  Kec. Rupit
Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit 150.000.000             165.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

18
Pembangunan Gapura Simpang MTs Desa Lesung Batu 

Muda Kec. Rawas Ulu

 Kec. Rawas 

Ulu

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan
1 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

Konsultan Perencanaan Pembangunan/Peningkatan 

Infrastruktur

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan
1

Dokume

n
25.000.000               27.500.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

Dana Administrasi Kegiatan 

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dana 

Administrasi
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi
12 Bulan 10.000.000               11.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 29 . 

07
Pembangunan Tempat Ibadah

Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan 5.835.000.000          6.418.500.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1
Penataan Kawasan Masjid Raya Asy-Syuhada Desa 

Lawang Agung Kec. Rupit
Kec. Rupit

Jumlah Penataan 

Kawasan Masjid
1 Unit

Jumlah Penataan 

Kawasan Masjid
1 Unit

Jumlah Penataan 

Kawasan Masjid
1 Unit 2.500.000.000          2.750.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

2
Penataan Kawasan Masjid Taqwa Kel.Muara Rupit Kec. 

Rupit
Kec. Rupit

Jumlah 

Pembangunan 
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 
1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 
1 Unit 550.000.000             605.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

3 Pembangunan Musholla Desa Sukaraja Kec. Karang Jaya
 Kec. Karang 

Jaya

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

4
Pembangunan Menara Masjid Al Muflihin Desa Suka 

Menang Kec. Karang Jaya

 Kec. Karang 

Jaya

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

5
Pembangunan Mushollah Kampung Enjoy Desa Suka 

Menang Kec. Karang Jaya

 Kec. Karang 

Jaya

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

6
Pembangunan Menara Masjid Baiturrahman Kel. Bingin 

Teluk Kec. Rawas Ilir

Kec. Rawas 

Ilir

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

7
Pembangunan Pura Merajepati Blok D Kel. Karya Makmur 

Kec. Nibung
Kec. Nibung

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit 150.000.000             165.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

8
Pembangunan Menara Masjid Nurul Iman Desa Remban 

Kec. Rawas Ulu (Lanjutan)

Kec. Rawas 

Ulu

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit 100.000.000             110.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

9
Pembangunan Masjid Desa Sukomoro Kec. Rawas Ulu 

(Lanjutan)

Kec. Rawas 

Ulu

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit 150.000.000             165.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

10
Pembangunan Tempat Wudhu dan Kamar Mandi Masjid 

Darul Muflihin Kel. Karya Makmur Kec. Nibung
Kec. Nibung

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit 150.000.000             165.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

11
Pembangunan Tempat Wudhu Musholla Darussalam Kel. 

Karya Makmur Kec. Nibung
Kec. Nibung

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit 100.000.000             110.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

12
Pembangunan Kubah Masjid Aljihad Desa Kertasari Kec. 

Karang Dapo

Kec. Karang 

Dapo

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

13
Pembangunan Pagar Masjid Nurul Iman Desa Rantau 

Kadam - Tebing Tinggi Kec. Karang Dapo

Kec. Karang 

Dapo

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit 150.000.000             165.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

14
Pembangunan Mushollah Asy Syahid Dusun VI Desa 

Terusan Kec. Karang Jaya

 Kec. Karang 

Jaya

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

19 Paket Fisik, 

1 Konsultan 

Perencanaan

19 Paket Fisik, 

1 Konsultan 

Perencanaan

19 Paket Fisik, 

1 Konsultan 

Perencanaan
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Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
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Daerah
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Daerah
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Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Pagu Indikatif

15
Pembangunan Masjid Annur Dusun III Desa Rantau Jaya 

Kec. Karang Jaya

 Kec. Karang 

Jaya

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

16
Pembangunan Musholah Desa Batu Kucing Kec. Rawas 

Ilir (Lanjutan)

Kec. Rawas 

Ilir 

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit 100.000.000             110.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

17
Pembangunan Menara Masjid Al Yahya Desa Pauh I Kec. 

Rawas Ilir

Kec. Rawas 

Ilir 

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

18
Pembangunan Pagar Mushola Miftahul Huda Desa Sungai 

Jernih Kec. Rupit
Kec. Rupit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit 100.000.000             110.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

19
Pembangunan Menara Masjid Al Muhajirin Kec. Karang 

Dapo

Kec. Karang 

Dapo

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Unit 150.000.000             165.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Tempat 

Ibadah

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Dokumen

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1 Dokumen

Jumlah 

Pembangunan 

Tempat Ibadah

1
Dokume

n
25.000.000               27.500.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

Dana Administrasi Kegiatan Pembangunan Tempat 

Ibadah

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dana 

Administrasi
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi
12 Bulan 10.000.000               11.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 29 . 

08
Rehabilitasi Tempat Ibadah

Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan 4.360.000.000          4.796.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1
Rehabilitasi Masjid Miftahul Huda Desa Sumber Makmur 

Kec. Nibung
Kec. Nibung

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit 400.000.000             440.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

2 Rehabilitasi Masjid Taqwa Desa Belani Kec. Rawas Ilir
Kec. Rawas 

Ilir

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit 150.000.000             165.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

3 Rehabilitasi Masjid Alfalah Kel. Muara Rupit Kec. Rupit Kec. Rupit
Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit 75.000.000               82.500.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

4
Rehabilitasi Masjid Albarokah Desa Karang Anyar Kec. 

Rupit
Kec. Rupit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit 150.000.000             165.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

5 Rehabilitasi Masjid Desa Lubuk Rumbai Baru Kec. Rupit Kec. Rupit
Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit 150.000.000             165.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

6
Rehabilitasi Masjid Al Kautsar Desa Bukit Ulu Kec. Karang 

Jaya

Kec. Karang 

Jaya

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit 100.000.000             110.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

7
Rehabilitasi Masjid Kampung Pusan Desa Suka Menang 

Kec. Karang Jaya

Kec. Karang 

Jaya

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit 100.000.000             110.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

8
Rehabilitasi Musholah Lintas Kel. Karang Jaya Kec. 

Karang Jaya

Kec. Karang 

Jaya

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit 100.000.000             110.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

9
Rehabilitasi Musholah RT.02 Kel. Karang Jaya Kec. 

Karang Jaya

Kec. Karang 

Jaya

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit 100.000.000             110.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

10
Rehabilitasi Masjid Jamik Desa Lesung Batu Kec. Rawas 

Ulu

Kec. Rawas 

Ulu

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

11 Rehabilitasi Masjid Desa Pulau Lebar Kec. Rawas Ulu
Kec. Rawas 

Ulu

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit 150.000.000             165.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

27 Paket Fisik, 

1 Konsultan 

Perencanaan

27 Paket Fisik, 

1 Konsultan 

Perencanaan

27 Paket Fisik, 

1 Konsultan 

Perencanaan



OPD Jenis Kegiatan

Tolak Ukur Tolak Ukur Tolak Ukur 1/2/3 1/2/3
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Prakiraan Maju 2019

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Target Target Target

Kode Rekening Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

Daerah

Sasaran 

Daerah
Lokasi

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Pagu Indikatif

12
Rehabilitasi Musholah Nurul Huda Dusun III Desa Krani 

Jaya Kec. Nibung
Kec. Nibung

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

13
Rehabilitasi Masjid Jamik Sabilul Huda Desa Kelumpang 

Jaya Kec. Nibung
Kec. Nibung

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

14
Rehabilitasi Masjid Dusun IV/ Rompok X Desa Beringin 

Makmur II Kec. Rawas Ilir

Kec. Rawas 

Ilir

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

15
Rehabilitasi Mushollah Dusun I Desa Beringin Makmur II 

Kec. Rawas Ilir

Kec. Rawas 

Ilir

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

16
Rehabilitasi Mushollah Dusun VI Taburanjing Kel. Bingin 

Teluk Kec. Rawas Ilir

Kec. Rawas 

Ilir

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

17
Rehabilitasi Masjid Albarokah Desa Sungai Jernih Kec. 

Rupit
Kec. Rupit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit 150.000.000             165.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

18
Rehabilitasi Mushollah Istiqomah Dusun V Desa Terusan 

Kec. Karang Jaya

Kec. Karang 

Jaya

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit 100.000.000             110.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

19 Rehabilitasi Masjid Jamik Desa Maur Lama Kec. Rupit Kec. Rupit
Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit 100.000.000             110.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

20
Rehabilitasi Tempat Wudhu dan WC Langgar Al Husein 

Desa Sungai Lanang Kec. Rawas Ulu

Kec. Rawas 

Ulu

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit 100.000.000             110.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

21
Rehabilitasi Langgar Nurul Iman Desa Teladas Kec. 

Rawas Ulu

Kec. Rawas 

Ulu

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit 100.000.000             110.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

22
Rehabilitasi Langgar Baitul Kirom Desa Sosokan Kec. Ulu 

Rawas

Kec. Ulu 

Rawas

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit 100.000.000             110.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

23
Rehabilitasi Masjid Nurul Huda Dusun Telkom Desa 

Simpang Nibung Kec. Rawas Ulu

Kec. Rawas 

Ulu

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit 150.000.000             165.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

24
Rehabilitasi Masjid Nur Hidayah RT 14 Kelurahan Muara 

Rupit Kec. Rupit
Kec. Rupit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit 500.000.000             550.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

25
Rehabilitasi Masjid Al Akbar Desa Sungai Kijang Kec. 

Rawas Ulu (Lanjutan)

Kec. Rawas 

Ulu

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit 100.000.000             110.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

26
Rehabilitasi Lantai dan Plafon Masjid Desa Sungai Bilang 

Kec. Karang Dapo

Kec. Karang 

Dapo

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit 150.000.000             165.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

27 Rehabilitasi Masjid Ajan Ria Kec. Karang Dapo
Kec. Karang 

Dapo

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit

Jumlah 

Rehabilitasi 
1 Unit 100.000.000             110.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

Konsultan Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Tempat 

Ibadah

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan
1 Dokumen

Jumlah Dokumen 

Laporan
1

Dokume

n
25.000.000               27.500.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

Dana Administrasi Kegiatan Rehabilitasi Tempat 

Ibadah

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dana 

Administrasi
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi
12 Bulan 10.000.000               11.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 29 . 

09

Pembangunan Konstruksi Baliho di Ibukota Kab. Musi 

Rawas Utara

Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Kegiatan 1 Paket Jumlah Kegiatan 1 Paket Jumlah Kegiatan 1 Paket 260.000.000             286.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 30 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN           1.500.000.000 1.650.000.000          
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1.03 . 1.03.1 . 30 . 

09
TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) T.A 2018

Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan           1.500.000.000 1.650.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

Peningkatan Jalan di Kecamatan Rawas Ilir
Kec. Rawas 

Ilir

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan 
1 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan 
1 KM

Jumlah Panjang 

Peningkatan Jalan 
1 KM           1.500.000.000 1.650.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.05 . 1.03.1 . 15              177.000.000 194.700.000             

1.05 . 1.03.1 . 15 . 

03

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang 

Rencana Tata Ruang

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Sosialisasi 

Peraturan 

Perundang-

undangan tentang 

Rencana Tata 

Ruang

4

Kali 

Dalam 1 

Tahun

Jumlah Sosialisasi 

Peraturan 

Perundang-

undangan tentang 

Rencana Tata 

Ruang

4

Kali 

Dalam 1 

Tahun

Jumlah Sosialisasi 

Peraturan 

Perundang-

undangan tentang 

Rencana Tata 

Ruang

4

Kali 

Dalam 1 

Tahun

               52.000.000 57.200.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.05 . 1.03.1 . 15 . 

10
Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Rapat 

Koordinasi
12 Bulan

Jumlah Rapat 

Koordinasi
12 Bulan

Jumlah Rapat 

Koordinasi
12 Bulan                75.000.000 82.500.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.05 . 1.03.1 . 15 . 

13
Survey dan Pemetaan

Kab. Musi 

Rawas Utara
               50.000.000 55.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1 Pengadaan Citra Resolusi Tinggi
Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Citra 1 Unit Jumlah Citra 1 Unit Jumlah Citra 1 Unit                50.000.000 55.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.05 . 1.03.1 . 16              150.000.000 165.000.000             

1.03 . 1.03.1 . 16 . 

01
Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang

Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Dokumen 1 Dokumen Jumlah Dokumen 1 Dokumen Jumlah Dokumen 1

Dokume

n
               75.000.000 82.500.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1.03 . 1.03.1 . 16 . 

03
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah Dokumen 1 Dokumen Jumlah Dokumen 1 Dokumen Jumlah Dokumen 1

Dokume

n
               75.000.000 82.500.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

2.03 . 2.03.2 . 18 PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ENERGI 9.220.000.000          10.142.000.000        

2.03 . 2.03.2 . 18. 

01
Pemasangan Jaringan Listrik

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Kegiatan 

Fisik

Jumlah Kegiatan 

Fisik

Jumlah Kegiatan 

Fisik
4.610.000.000          5.071.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Kel. Muara 

Rupit Kec. Rupit
Kec. Rupit

Jumlah Panjang 

Jaringan Listrik
1 Paket

Jumlah Panjang 

Jaringan Listrik
1 Paket

Jumlah Panjang 

Jaringan Listrik
1 Paket 1.500.000.000          1.650.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

2
Pengadaan dan Pemasangan JTM dan JTR Desa 

Sukaraja - Lubuk Kumbung Kec. Karang Jaya (Lanjutan)

Kec. Karang 

Jaya

Jumlah Panjang 

JTM dan JTR
1 Paket

Jumlah Panjang 

JTM dan JTR
1 Paket

Jumlah Panjang 

JTM dan JTR
1 Paket 1.400.000.000          1.540.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

3
Pengadaan dan Pemasangan JTM dan JTR Dusun Trans 

Pangkalan Desa Pangkalan Kec. Rawas Ulu

Kec. Rawas 

Ulu

Jumlah Panjang 

JTM dan JTR
1 Paket

Jumlah Panjang 

JTM dan JTR
1 Paket

Jumlah Panjang 

JTM dan JTR
1 Paket 1.500.000.000          1.650.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

4
Pengadaan dan Pemasangan Tiang Listrik Dalam Desa 

Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir

Kec. Rawas 

Ilir

Jumlah Panjang 

Tiang Listrik
1 Paket

Jumlah Panjang 

Tiang Listrik
1 Paket

Jumlah Panjang 

Tiang Listrik
1 Paket 100.000.000             110.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

5
Pengadaan dan Pemasangan Trafo Listrik Dusun 4 Desa 

Sungai Lanang Kec. Rawas Ulu

Kec. Rawas 

Ulu
Jumlah Travo 1 Paket Jumlah Travo 1 Paket Jumlah Travo 1 Paket 100.000.000             110.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

5 Paket Fisik 5 Paket Fisik 5 Paket Fisik

1 Paket Fisik 1 Paket Fisik 1 Paket Fisik
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Dana Administrasi Kegiatan Pemasangan Jaringan 

Listrik

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dana 

Administrasi
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi
12 Bulan 10.000.000               11.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

2.03 . 2.03.2 . 18. 

03
Pemasangan Lampu Jalan

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Kegiatan 

Fisik

Jumlah Kegiatan 

Fisik

Jumlah Kegiatan 

Fisik
4.110.000.000          4.521.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

1
Pengadaan dan Pemasangan LPJU Di Jalan Poros 

Ibukota Kab. Musi Rawas Utara

Kab. Musi 

Rawas Utara
Jumlah PJU 112 Unit Jumlah PJU 112 Unit Jumlah PJU 112 Unit 2.250.000.000          2.475.000.000          

DPU dan 

Penataan 

Ruang

2
Pengadaan dan Pemasangan LPJU Dalam Kecamatan 

Rupit 
Kec. Rupit

Jumlah Lampu 

Jalan
25 Unit

Jumlah Lampu 

Jalan
25 Unit

Jumlah Lampu 

Jalan
25 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

3
Pengadaan dan Pemasangan LPJU Dalam Kecamatan 

Karang Dapo

Kec. Karang 

Dapo

Jumlah Lampu 

Jalan
25 Unit

Jumlah Lampu 

Jalan
25 Unit

Jumlah Lampu 

Jalan
25 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

4
Pengadaan dan Pemasangan LPJU Dalam Kecamatan 

Rawas Ilir

Kec. Rawas 

Ilir

Jumlah Lampu 

Jalan
25 Unit

Jumlah Lampu 

Jalan
25 Unit

Jumlah Lampu 

Jalan
25 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

5
Pengadaan dan Pemasangan LPJU Dalam Kecamatan 

Nibung
Kec. Nibung

Jumlah Lampu 

Jalan
25 Unit

Jumlah Lampu 

Jalan
25 Unit

Jumlah Lampu 

Jalan
25 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

6
Pengadaan dan Pemasangan LPJU Dalam Kecamatan 

Rawas Ulu

Kec. Rawas 

Ulu

Jumlah Lampu 

Jalan
25 Unit

Jumlah Lampu 

Jalan
25 Unit

Jumlah Lampu 

Jalan
25 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

7
Pengadaan dan Pemasangan LPJU Dalam Kecamatan 

Ulu Rawas

Kec. Ulu 

Rawas

Jumlah Lampu 

Jalan
25 Unit

Jumlah Lampu 

Jalan
25 Unit

Jumlah Lampu 

Jalan
25 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

8
Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Bukit Ulu Kec. 

Karang Jaya

Kec. Karang 

Jaya

Jumlah Lampu 

Jalan
25 Unit

Jumlah Lampu 

Jalan
25 Unit

Jumlah Lampu 

Jalan
25 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

9
Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kel. Karang Jaya Kec. 

Karang Jaya

Kec. Karang 

Jaya

Jumlah Lampu 

Jalan
15 Unit

Jumlah Lampu 

Jalan
15 Unit

Jumlah Lampu 

Jalan
15 Unit 150.000.000             165.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

10
Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Muara Tiku Kec. 

Karang Jaya

Kec. Karang 

Jaya

Jumlah Lampu 

Jalan
12 Unit

Jumlah Lampu 

Jalan
12 Unit

Jumlah Lampu 

Jalan
12 Unit 100.000.000             110.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

11
Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Liam - Sungai 

Bilang Kec. Karang Dapo

Kec. Karang 

Dapo

Jumlah Lampu 

Jalan
25 Unit

Jumlah Lampu 

Jalan
25 Unit

Jumlah Lampu 

Jalan
25 Unit 200.000.000             220.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

Dana Administrasi Kegiatan Pemasangan Lampu 

Jalan

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah Dana 

Administrasi
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi
12 Bulan

Jumlah Dana 

Administrasi
12 Bulan 10.000.000               11.000.000               

DPU dan 

Penataan 

Ruang

2.03 . 2.03.2 . 18. 

05

Operasional dan Pemeliharaan LPJU dalam 

Kabupaten Musi Rawas Utara

Kab. Musi 

Rawas Utara

Jumlah 

Kecamatan
7

Kecamat

an

Jumlah 

Kecamatan
7

Kecamat

an

Jumlah 

Kecamatan
7

Kecamat

an
500.000.000             550.000.000             

DPU dan 

Penataan 

Ruang

11 Paket Fisik 11 Paket Fisik 11 Paket Fisik



Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

68.031.896.549         

1

Meningkatnya Kinerja 

Aparatur Pemerintah 

dalam melayani 

masyarakat

Dinas Perkim
indeks kepuasan 

masyarakat
2.953.400.000                3.248.740.000             Rutin Dinas PERKIM

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah naskah dinas 1300
Tesedinya Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 
100% 6.900.000                                                  7.590.000 Rutin Dinas PERKIM

1.2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & 

Listrik Jumlah rekening 

tagihan jasa

9

Tesedinya Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 

Air & Listrik 

100% 490.730.000                                          539.803.000 Rutin Dinas PERKIM

1.3
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan 

kantor

Jumlah barang 

pendukung
64

Tesedinya Penyediaan jasa 

peralatan dan perlengkapan 

kantor

100% 20.000.000                                              22.000.000 Rutin Dinas PERKIM

1.7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 
Jumlah Tenaga/ Jasa.

23
Tesedinya Penyediaan Jasa 

Administrasi Keuangan 
100% 360.350.000                                          396.385.000 Rutin Dinas PERKIM

1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 
Jumlah Tenaga/ Jasa.

31 alat dan jasa 

honor

Tesedinya Penyediaan jasa 

kebersihan kantor 
100% 72.300.000                                              79.530.000 Rutin Dinas PERKIM

1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK. 59
Tesedinya Penyediaan Alat 

Tulis Kantor 
100% 85.000.000                                              93.500.000 Rutin Dinas PERKIM

1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Eksemplar 8
Tesedinya Penyediaan 

barang cetakan dan 

penggandaan 

100% 40.000.000                                              44.000.000 Rutin Dinas PERKIM

1.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah Jenis 

Komponen
18

Tesedinya Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

100% 45.000.000                                              49.500.000 Rutin Dinas PERKIM

1.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 
Jumlah Eksemplar 480

Tesedinya Penyediaan 

Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-

undangan 

100% 60.000.000                                              66.000.000 Rutin Dinas PERKIM

1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Porsi 15000
Tesedinya Penyediaan 

Makanan dan Minuman 
100% 312.320.000                                          343.552.000 Rutin Dinas PERKIM

1.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 

Daerah 
Jumlah SPPD 126

Tesedinya Rapat-rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

Ke Luar Daerah 

100% 500.000.000                                          550.000.000 Rutin Dinas PERKIM

1.19
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam 

Daerah
Jumlah SPPD 400

Tesedinya Rapat Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

Dalam Daerah

100% 100.000.000                                          110.000.000 Rutin Dinas PERKIM

1.20
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis 

Perkantoran

Jumlah Jasa Tenaga 

Kerja Sukarela, dan 

Petugas Keamanan 

kantor PERKIM Kab. 

Musi Rawas Utara

55

Tesedinya Penyediaan Jasa 

Pendukung 

Administrasi/Teknis 

Perkantoran

100% 835.130.000                                          918.643.000 Rutin Dinas PERKIM

1.22
Penyediaan Jasa Dokumentasi,Publikasi dan 

Dekorasi

Jumlah Jasa 

Dokumentasi,Publikasi 

dan Dekorasi

6

Tesedinya Penyediaan Jasa 

Dokumentasi,Publikasi dan 

Dekorasi

100% 25.670.000                                              28.237.000 Rutin Dinas PERKIM

2 Dinas Perkim

Persentase 

Keterpenuhan  

Rencana Kebutuhan 

Barang Milik OPD.

880.668.549                   968.735.404                 Rutin Dinas PERKIM

OPD Penanggung 

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Tahun 

2018 (Rp)

Perkiraan Maju Tahun 

2019(Rp)

Jenis 

Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2018

Kabupaten Musi Rawas Utara

Hasil Kegiatan

2

Total Pagu Anggaran SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 

PRASARANA APARATUR 

Nama OPD : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

Daerah
Sasaran Daerah



2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan 23

Tesedinya Pengadaan 

Perlengkapan Gedung 

Kantor

100%                        125.000.000                     137.500.000 Rutin Dinas PERKIM

2.9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan 29
Tesedinya Pengadaan 

Peralatan Gedung Kantor 
100%                        197.668.549                     217.435.404 Rutin Dinas PERKIM

2.10 Pengadaan Meubeler Jumlah unit meubiler 12
Tesedinya Pengadaan 

Meubeler
100%                          33.000.000                       36.300.000 Rutin Dinas PERKIM

2.14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 
Belanja Sewa gedung 

kantor
1

Tesedinya Pengadaan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran 

100%                          90.000.000                       99.000.000 Rutin Dinas PERKIM

2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
Jumlah Unit Gedung 

Kantor
1

Tesedinya Pemeliharaan 

rutin/berkala gedung kantor 
100%                          77.270.000                       84.997.000 Rutin Dinas PERKIM

2.24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ 

Operasional 
Jumlah kendaraan 2

Tesedinya Pemeliharaan 

rutin/ berkala kendaraan 

dinas/ Operasional 

100%                        300.000.000                     330.000.000 Rutin Dinas PERKIM

2.28
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung 

kantor 
Jumlah peralatan 50

Tesedinya Pemeliharaan 

rutin/ berkala peralatan 

gedung kantor 

100%                          57.730.000                       63.503.000 Rutin Dinas PERKIM

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Dinas Perkim
Jumlah Pelanggaran 

Disiplin
                      54.000.000 59.400.000                   Rutin Dinas PERKIM

3.2
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Perlengkapannya 

Jumlah stel pakaian 

dinas
72 Stel

Tesedinya Pengadaan 

Pakaian Dinas Beserta 

Perlengkapannya 

100%                          54.000.000                       59.400.000 Rutin Dinas PERKIM

5 Dinas Perkim

Persentase 

Keterpenuhan Standar 

Kompetensi

427.800.000                   470.580.000                 Rutin Dinas PERKIM

5.1 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah peserta diklat 27 Orang
Tesedinya Kegiatan 

Pendidikan dan pelatihan 

formal 

100% 427.800.000                                          470.580.000 Rutin Dinas PERKIM

15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Jumlah Rumah Layak 

Huni
2.731.918.000                1.998.700.000             

 DAK dan 

DAU 
Dinas PERKIM

15.06
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan 

Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
Kab. MURATARA

Jumlah rumah 

direhabilitasi
116 Unit 1.817.000.000                              1.998.700.000 DAK Dinas PERKIM

1

Peningkatan Kualitas Rumah Tinggl Layak Huni ( 

RTLH ) Kabupaten Musi Rawas Utara ( Dak 

Afirmasi )

Kab. Musi Rawas 

Utara

Tesedinya Peningkatan 

Kualitas Rumah Tinggl 

Layak Huni ( RTLH ) 

Kabupaten Musi Rawas 

Utara ( Dak Afirmasi )

116 Unit 1.730.650.000                  1.903.715.000 DAK Dinas PERKIM

Administrasi Kegiatan
Kab. Musi Rawas 

Utara
86.350.000                       94.985.000 DAK

15.10
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan 

Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
Kab. MURATARA Jumlah dokumen 1 Dokumen 335.000.000                   330.000.000                 DAU Dinas PERKIM

1

pendataan rumah tidak layak huni ( RTLH ) dan 

kekurangan rumah ( BACKLOG) Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Kab. Musi Rawas 

Utara

Tesedinya pendataan 

rumah tidak layak huni 

( RTLH ) dan 

kekurangan rumah ( 

BACKLOG) Kabupaten 

Musi Rawas Utara

1 Dokumen 300.000.000                                          330.000.000 DAU Dinas PERKIM

Administrasi Kegiatan 35.000.000                                              38.500.000 

15.11

Biaya Penunjang kegiatan Peningkatan 

kualitas rumah Tidak Layak Huni (bantuan 

luar negeri)

Kab. MURATARA

Tesedinya Biaya 

Penunjang kegiatan 

Peningkatan 

kualitas rumah 

Tidak Layak Huni 

(bantuan luar 

negeri)

Dokumen Dokumen 309.918.000                   340.909.800                 DAU Dinas PERKIM

1
Biaya Penunjang kegiatan Peningkatan kualitas 

rumah Tidak Layak Huni (bantuan luar negeri)

Kab. Musi Rawas 

Utara

Tesedinya Biaya 

Penunjang kegiatan 

Peningkatan kualitas 

rumah Tidak Layak 

Huni (bantuan luar 

negeri)

1 Dokumen 309.918.000                                          340.909.800 DAU Dinas PERKIM

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 

DAYA APARATUR 



15.12

Biaya Penunjang bantuan rumah swadaya 

untuk masyarakat Berpenghasilan Rendah ( 

backlog )

Tesedinya Biaya 

Penunjang kegiatan 

Peningkatan 

kualitas rumah 

Tidak Layak Huni 

(bantuan luar 

negeri)

150.000.000                                     165.000.000 DAU Dinas PERKIM

Biaya Penunjang bantuan rumah swadaya untuk 

masyarakat Berpenghasilan Rendah ( backlog )

Tesedinya Biaya 

Penunjang bantuan 

rumah swadaya untuk 

masyarakat 

Berpenghasilan Rendah 

( backlog )

150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

15.13
Biaya Penunjang kegiatan Peningkatan 

Kualitas Rumah tidak layak huni ( DAK )

Tesedinya Biaya 

Penunjang bantuan 

rumah swadaya 

untuk masyarakat 

Berpenghasilan 

Rendah ( backlog )

120.000.000                                     132.000.000 DAU Dinas PERKIM

Biaya Penunjang kegiatan Peningkatan Kualitas 

Rumah tidak layak huni ( DAK )

Tesedinya Biaya 

Penunjang kegiatan 

Peningkatan Kualitas 

Rumah tidak layak huni 

( DAK )

120.000.000                                          132.000.000 DAU Dinas PERKIM

16
% Desa Dengan 

Lingkungan Sehat 

Perumahan

57.674.110.000              27.686.450.000           

16.02
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi 

Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin 
Kab. MURATARA

Jumlah unit Sapras 

Sanitasi

42 Paket MCK 

dan SAB, 2 

Paket 

konsultan
9.942.000.000                10.936.200.000           DAU Dinas PERKIM

1
Pembangunan MCK Desa Batu Gajah Lama Kec. 

Rupit
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan MCK 

Desa Batu Gajah Lama 

Kec. Rupit

1 Unit MCK 320.000.000                                          352.000.000 DAU Dinas PERKIM

2
Pembangunan MCK Desa Batu Gajah Baru Kec. 

Rupit
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan MCK 

Desa Batu Gajah Baru 

Kec. Rupit

1 Unit MCK 320.000.000                                          352.000.000 DAU Dinas PERKIM

3
Pembangunan MCK Desa Tanjung Beringin Kec. 

Rupit
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan MCK 

Desa Tanjung Beringin 

Kec. Rupit

1 Unit MCK 320.000.000                                          352.000.000 DAU Dinas PERKIM

4
Pembangunan MCK Desa Desa Karang Anyar Kec. 

Rupit
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan MCK 

Desa Desa Karang 

Anyar Kec. Rupit

1 Unit MCK 320.000.000                                          352.000.000 DAU Dinas PERKIM

5 Pembangunan MCK Desa Karang Waru Kec. Rupit Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan MCK 

Desa Karang Waru Kec. 

Rupit

1 Unit MCK 320.000.000                                          352.000.000 DAU Dinas PERKIM

6 Pembangunan MCK Desa Lawang agung Kec. Rupit Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan MCK 

Desa Lawang agung 

Kec. Rupit

1 Unit MCK 320.000.000                                          352.000.000 DAU Dinas PERKIM

7
Pembangunan MCK Desa Lubuk Rumbai Baru Kec. 

Rupit
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan MCK 

Desa Lubuk Rumbai 

Baru Kec. Rupit

1 Unit MCK 320.000.000                                          352.000.000 DAU Dinas PERKIM

8
Pembangunan MCK Desa Embacang Baru Kec. 

Karang Jaya
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan MCK 

Desa Embacang Baru 

Kec. Karang Jaya

1 Unit MCK 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

9
Pembangunan MCK Desa Lubuk Kemang Kec. 

Rawas Ulu
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan MCK 

Desa Lubuk Kemang 

Kec. Rawas Ulu

1 Unit MCK 320.000.000                                          352.000.000 DAU Dinas PERKIM

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN



10 Pembangunan MCK Desa Remban Kec. Rawas Ulu Kec. Karang Jaya

Tesedinya 

Pembangunan MCK 

Desa Remban Kec. 

Rawas Ulu

1 Unit MCK 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

11
Pembangunan MCK Pasar Surulangun Kec. Rawas 

Ulu
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan MCK 

Pasar Surulangun Kec. 

Rawas Ulu

1 Unit MCK 320.000.000                                          352.000.000 DAU Dinas PERKIM

12
Pembangunan MCK Desa Lesung Batu Kec. Rawas 

Ulu
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan MCK 

Desa Lesung Batu Kec. 

Rawas Ulu

1 Unit MCK 320.000.000                                          352.000.000 DAU Dinas PERKIM

13 Pembangunan MCK  Desa Pauh I Kec. Rawas Ilir Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan MCK  

Desa Pauh I Kec. 

Rawas Ilir

1 Unit MCK 320.000.000                                          352.000.000 DAU Dinas PERKIM

14 Pembangunan MCK Desa Pauh Kec. Rawas Ilir Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan MCK 

Desa Pauh Kec. Rawas 

Ilir

1 Unit MCK 320.000.000                                          352.000.000 DAU Dinas PERKIM

15
Pembangunan MCK Rompok Kebau Desa Beringin 

Makmur I Kec. Rawas Ilir
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan MCK 

Rompok Kebau Desa 

Beringin Makmur I Kec. 

Rawas Ilir

1 Unit MCK 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

16
Pembangunan MCK Desa Rantau Kadam Kec. 

Karang Dapo
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan MCK 

Desa Rantau Kadam 

Kec. Karang Dapo

1 Unit MCK 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

17
Pembangunan MCK Desa Karang Dapo I Sungai 

Bilang Kec. Karang Dapo
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan MCK 

Desa Karang Dapo I 

Sungai Bilang Kec. 

Karang Dapo

1 Unit MCK 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

18 Pembangunan MCK Desa Aringin Kec. Karang Dapo Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan MCK 

Desa Aringin Kec. 

Karang Dapo

1 Unit MCK 320.000.000                                          352.000.000 DAU Dinas PERKIM

19
Pembangunan MCK Pasar Desa Biaro Baru Kec. 

Karang Dapo
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan MCK 

Pasar Desa Biaro Baru 

Kec. Karang Dapo

1 Unit MCK 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

20
Pembangunan MCK Pasar Rantau Jaya Kec. Karang 

Jaya
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan MCK 

Pasar Rantau Jaya Kec. 

Karang Jaya

1 Unit MCK 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

21 Pembangunan MCK Desa Noman baru Kec. Rupit Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan MCK 

Desa Noman baru Kec. 

Rupit

1 Unit MCK 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

22
Pembangunan MCK Kalangan Kel. Karang Jaya 

Kec. Karang jaya
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan MCK 

Kalangan Kel. Karang 

Jaya Kec. Karang jaya

1 Unit MCK 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

23
Pembangunan MCK Dusun I Desa Tebing Tinggi 

Kec. Nibung
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan MCK 

Dusun I Desa Tebing 

Tinggi Kec. Nibung

1 Unit MCK 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

24
Pembangunan MCK Desa Muara Batang Empu Kec. 

Karang Jaya
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan MCK 

Desa Muara Batang 

Empu Kec. Karang Jaya

1 Unit MCK 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

25
Pembangunan MCK Desa Rantau Telang Kec. 

Karang Jaya
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan MCK 

Desa Rantau Telang 

Kec. Karang Jaya

1 Unit MCK 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

26 Pembangunan MCK Desa Beringin Jaya Kec. Rupit Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan MCK 

Desa Beringin Jaya Kec. 

Rupit

1 Unit MCK 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM



27
Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Sukaraja 

Kec. Karang jaya
Kec. Rawas Ilir

Tesedinya 

Pembangunan Sarana 

Air Bersih Desa 

Sukaraja Kec. Karang 

jaya

1 Unit MCK 300.000.000                                          330.000.000 DAU Dinas PERKIM

28
Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Bukit Ulu 

Kec. Karang Jaya
Kec. Rawas Ilir

Tesedinya 

Pembangunan Sarana 

Air Bersih Desa Bukit 

Ulu Kec. Karang Jaya

1 Unit MCK 300.000.000                                          330.000.000 DAU Dinas PERKIM

29
Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Bukit 

Langkap Kec. Karang Jaya
Kec. Rawas Ilir

Tesedinya 

Pembangunan Sarana 

Air Bersih Desa Bukit 

Langkap Kec. Karang 

Jaya

1 Unit MCK 300.000.000                                          330.000.000 DAU Dinas PERKIM

30
Pembangunan Sumur Bor Desa Pauh I Kec. Rawas 

Ilir
Kec. Rawas Ilir

Tesedinya 

Pembangunan Sumur 

Bor Desa Pauh I Kec. 

Rawas Ilir

1 Unit MCK 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

31
Pembangunan Sumur Bor Desa Ketapat Bening 

Kec. Rawas Ilir
Kec. Rawas Ilir

Tesedinya 

Pembangunan Sumur 

Bor Desa Ketapat 

Bening Kec. Rawas Ilir

1 Unit MCK 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

32
Pembangunan Sarana Air Bersih dan MCK Desa 

Lubuk Rumbai Kec. Rupit
Kec. Rawas Ilir

Tesedinya 

Pembangunan Sarana 

Air Bersih dan MCK 

Desa Lubuk Rumbai 

Kec. Rupit

1 Unit MCK 175.000.000                                          192.500.000 DAU Dinas PERKIM

33
Pembangunan Srana Air Bersih Desa Lesung Batu 

Kec. Rawas Ulu
Kec. Karang Dapo

Tesedinya 

Pembangunan Srana 

Air Bersih Desa Lesung 

Batu Kec. Rawas Ulu

1 Unit MCK 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

34
Pembangunan Sarana Air bersih Desa Kerta Dewa 

Kec.Rawas Ulu
Kec. Karang Dapo

Tesedinya 

Pembangunan Sarana 

Air bersih Desa Kerta 

Dewa Kec.Rawas Ulu

1 Unit MCK 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

35
Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Tanjung 

Beringin Kec. Rupit
Kec. Karang Dapo

Tesedinya 

Pembangunan Sarana 

Air Bersih Desa 

Tanjung Beringin Kec. 

Rupit

1 Unit MCK 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

36
Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Jadi Mulya 

Kec. Nibung
Kec. Karang Dapo

Tesedinya 

Pembangunan Sarana 

Air Bersih Desa Jadi 

Mulya Kec. Nibung

1 Unit MCK 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

37
Pembangunan Sarana air Bersih Desa Mushollah al 

ikhlas Desa Bumi Makmur Kec. Nibung

Kec. Karang 

jaya

Tesedinya 

Pembangunan Sarana 

air Bersih Desa 

Mushollah al ikhlas 

Desa Bumi Makmur 

Kec. Nibung

1 Unit MCK 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

38
Pembangunan MCK Dan Sarana Air Bersih Desa 

Tanjung Agung Kec. Karang Jaya

Kec. Karang 

jaya

Tesedinya 

Pembangunan MCK 

Dan Sarana Air Bersih 

Desa Tanjung Agung 

Kec. Karang Jaya

1 Unit MCK 320.000.000                                          352.000.000 DAU Dinas PERKIM

39 Pembangunan MCK Desa Napalicin Kec. Ulu Rawas
Kec. Karang 

jaya

Tesedinya 

Pembangunan MCK 

Desa Napalicin Kec. Ulu 

Rawas

1 Unit MCK 152.000.000                                          167.200.000 DAU Dinas PERKIM

40
Pembangunan Saran Air Besih Desa Air Bening 

Kec. Rawas Ilir

Kec. Karang 

jaya

Tesedinya 

Pembangunan Saran 

Air Besih Desa Air 

Bening Kec. Rawas Ilir

1 Unit MCK 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

41
Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Mulya Jaya 

Kec. Nibung

Kec. Karang 

jaya

Tesedinya 

Pembangunan Sarana 

Air Bersih Desa Mulya 

Jaya Kec. Nibung

1 Unit MCK 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM



42
Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Bingin Rupit 

Kec. Rupit
Kec. Nibung

Tesedinya 

Pembangunan Sarana 

Air Bersih Desa Bingin 

Rupit Kec. Rupit

1 Unit MCK 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

Administrasi Kegiatan Penyediaan Sarana Air 

Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi 

Masyarakat Miskin 

Kec. Nibung

Tesedinya Administrasi 

Kegiatan Penyediaan 

Sarana Air Bersih dan 

Sanitasi Dasar 

Terutama Bagi 

Masyarakat Miskin 

35.000.000                                              38.500.000 DAU Dinas PERKIM

Jasa Konsultan Perencanaan Kegiatan Penyediaan 

Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama 

Bagi Masyarakat Miskin 

Kec. Ulu Rawas

Tesedinya Jasa 

Konsultan Perencanaan 

Kegiatan Penyediaan 

Sarana Air Bersih dan 

Sanitasi Dasar 

Terutama Bagi 

Masyarakat Miskin 

150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Penyediaan 

Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama 

Bagi Masyarakat Miskin 

Kec. Ulu Rawas

Tesedinya Jasa 

Konsultan Pengawasan 

Kegiatan Penyediaan 

Sarana Air Bersih dan 

Sanitasi Dasar 

Terutama Bagi 

Masyarakat Miskin 

150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

Pembangunan MCK Desa Batu Gajah

Pembuatan Sumur Pompa & MCK (Ds 1 s/d VI) 

Desa Batu Gajah Baru

Pembangunan MCK Desa Tanjung Beringin

Pembangunan MCK Desa Maur Lama

Pembangunan dan Rehab MCK  Desa Lubuk 

Rumbai



Pembangunan MCK Desa 1 s/d 7 Desa Karang 

Anyar

Pembangunan MCK Desa Karang Waru

Pembangunan MCK Desa Maur Baru

Pembuatan MCK Desa Lawang agung

Pembangunan Sumur Pompa dan MCK Desa Lubuk 

Rumbai Baru

Pembuatan MCK Desa Rantau Telang

Pembangunan MCK Desa Embacang Baru

Pembuatan MCK Desa Bukit ULU

Pembuatan MCK Desa Suka Menang



Penyedia MCK Desa Sungai Baung

Pembangunan MCK Desa Krani Jaya

Pembangunan MCK Desa Kelumpang Jaya

Pembangunan MCK Desa Mulya Jaya

Pembangunan Pamsimas Desa Kerta Dewa   Dusun 

I,II,II,IV

Penbangunan MCK Desa Lesung Batu Dusun 1, 2 

dan 3

Pembangunan MCK ( Jamban Sehat ) Desa 

Pangkalan

Pembuatan Sumur Gali dan MCK 1 Unit di UPT. BP 

Pertanian Kecamatan di Desa Beringin Makmur

Pembangunan MCK Desa Sumber Makmur  Kec. 

Nibung



Pembangunan MCK Desa Kuto Tanjung Kec. Ulu 

Rawas

Pembangunan MCK Desa Jangkat Kec. Ulu Rawas

Pembangunan MCK Desa Pulau Kidak Kec. Ulu 

Rawas

Pembangunan MCK Desa Napalicin Kec. Ulu Rawas

Pembangunan MC KDesa Lubuk Mas Kec. Rawas 

Ulu

Pembangunan MCK Desa Sungai Kijang Kec. 

Rawas Ulu

Pembangunan  MCK Desa Sungai Jauh Kec. Rawas 

Ulu

Pembangunan MCK Desa Sungai Baung Kec. 

Rawas Ulu

Pembangunan MCK Desa Lubuk Kemang Kec. 

Rawas Ulu



Pembangunan MCK Desa Lesung Batu Kec. Rawas 

Ulu

Pembangunan MCK Desa Ketapat Bening Kec. 

Rawas Ilir

Pembangunan MCK  Desa Pauh I Kec. Rawas Ilir

Pembangunan MCK Desa Pauh Kec. Rawas Ilir

Pembangunan MCK  Desa Mandiangin Kec. Rawas 

Ilir

Pembangunan MCK Desa Beringin Sakti Kec. 

Rawas Ilir

Pembangunan MCK Desa Beringin Makmur I Kec. 

Rawas Ilir

Pembangunan MCK Desa Rantau Kadam Kec. 

Karang Dapo

Pembangunan MCK Desa Karang Dapo I Kec. 

Karang Dapo



Pembangunan MCKDesa Biaro Lama Kec. Karang 

Dapo

Pembangunan MCK Desa Kertasari Kec. Karang 

Dapo

Pembangunan MCK Desa Aringin Kec. Karang Dapo

16.04
Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran 

Lingkungan
Kab. MURATARA

Jumlah panjang 

drainase
19.748            17.427.500.000              16.750.250.000           DAU Dinas PERKIM

1
Pembangunan Drainase Desa Maur Lama Kec. 

Rupit
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Desa Maur Lama Kec. 

Rupit

475 300.000.000                                          330.000.000 DAU Dinas PERKIM

2
Pembangunan Drainase Lingkungan Kel. Muara 

Rupit Kec. Rupit
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Lingkungan Kel. Muara 

Rupit Kec. Rupit

1188 950.000.000                                       1.045.000.000 DAU Dinas PERKIM

3
Pembangunan Drainase Lingkungan Pasar Desa 

Lawang Agung Kec. Rupit
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Lingkungan Pasar Desa 

Lawang Agung Kec. 

Rupit

500 400.000.000                                          440.000.000 DAU Dinas PERKIM

4
Pembangunan Drainase Desa Suka Menang Kec. 

Karang Jaya
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Desa Suka Menang 

Kec. Karang Jaya

250 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

5
Pembangunan Drainase Desa Biaro Lama Kec. 

Karang Dapo
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Desa Biaro Lama Kec. 

Karang Dapo

191 153.000.000                                          168.300.000 DAU Dinas PERKIM

6
Pembangunan Drainase Pembuangan Air dari 

Sumur Umum Desa Sungai Lanang Kec. Rawas Ulu
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Pembuangan Air dari 

Sumur Umum Desa 

Sungai Lanang Kec. 

Rawas Ulu

191 153.000.000                                          168.300.000 DAU Dinas PERKIM

7
Pembangunan Drainase Jalan Poros Desa Pulau 

Lebar Dusun I dan II Kec. Rawas Ulu
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Jalan Poros Desa Pulau 

Lebar Dusun I dan II 

Kec. Rawas Ulu

375 300.000.000                                          330.000.000 DAU Dinas PERKIM

8 Pembangunan Drainase kantor Camat Kec. Nibung Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

kantor Camat Kec. 

Nibung

395 316.000.000                                          347.600.000 DAU Dinas PERKIM

9
Pembangunan Drainase SDN 2 Kel. Karya Makmur 

Kec. Nibung
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

SDN 2 Kel. Karya 

Makmur Kec. Nibung

159 127.000.000                                          139.700.000 DAU Dinas PERKIM



10
Pembangunan Drainase Jalan Poros Desa Kel. 

Muara Kulam Kec. Ulu Rawas
Kec. Karang Jaya

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Jalan Poros Desa Kel. 

Muara Kulam Kec. Ulu 

Rawas

400 320.000.000                                          352.000.000 DAU Dinas PERKIM

11
Pembangunan Drainase Desa Sosokan Kec. Ulu 

Rawas
Kec. Karang Jaya

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Desa Sosokan Kec. Ulu 

Rawas

250 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

12
Pembangunan Drainase Cor Beton Jalan Poros  

Menuju Pembungan Akhir KBM Kel. Muara Rupit
Kec. Karang Jaya

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Cor Beton Jalan Poros  

Menuju Pembungan 

Akhir KBM Kel. Muara 

Rupit

650 520.000.000                                          572.000.000 DAU Dinas PERKIM

13

Pembangunan Drainase Cor Beton Jalan Poros 

Menuju Pembungan Akhir Desa Lubuk Rumbai Kec. 

Rupit

Kec. Karang Jaya

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Cor Beton Jalan Poros 

Menuju Pembungan 

Akhir Desa Lubuk 

Rumbai Kec. Rupit

366 292.500.000                                          321.750.000 DAU Dinas PERKIM

14
Pembangunan Drainase Cor Beton Jalan Poros 

Menuju Pembungan Akhir Desa Pantai Kec. Rupit
Kec. Karang Dapo

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Cor Beton Jalan Poros 

Menuju Pembungan 

Akhir Desa Pantai Kec. 

Rupit

366 292.500.000                                          321.750.000 DAU Dinas PERKIM

15

Pembangunan Drainase Cor Beton Jalan Poros 

Menuju Pembungan Akhir Desa Kertasari Kec. 

Karang Dapo

Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Cor Beton Jalan Poros 

Menuju Pembungan 

Akhir Desa Kertasari 

Kec. Karang Dapo

366 292.500.000                                          321.750.000 DAU Dinas PERKIM

16

Pembangunan Drainase Cor Beton Jalan Poros 

Menuju Pembungan Akhir Desa Rantau Kadam 

Kec. Karang Dapo

Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Cor Beton Jalan Poros 

Menuju Pembungan 

Akhir Desa Rantau 

Kadam Kec. Karang 

Dapo

366 292.500.000                                          321.750.000 DAU Dinas PERKIM

17

Pembangunan Drainase Cor Beton Jalan Poros 

Munuju Pembungan Akhir Desa Karang Dapo Kec. 

Karang Dapo

Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Cor Beton Jalan Poros 

Munuju Pembungan 

Akhir Desa Karang 

Dapo Kec. Karang Dapo

488 390.000.000                                          429.000.000 DAU Dinas PERKIM

18

Pembangunan Drainase Cor Beton Jalan Poros 

Menuju Pembungan Akhir Kel. Karang Dapo Kec. 

Karang Dapo

Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Cor Beton Jalan Poros 

Menuju Pembungan 

Akhir Kel. Karang Dapo 

Kec. Karang Dapo

488 390.000.000                                          429.000.000 DAU Dinas PERKIM

19

Pembangunan Drainase Cor Beton Jalan Poros 

Menuju Pembungan Akhir Desa Biaro Baru Kec. 

Karang Dapo

Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Cor Beton Jalan Poros 

Menuju Pembungan 

Akhir Desa Biaro Baru 

Kec. Karang Dapo

366 292.500.000                                          321.750.000 DAU Dinas PERKIM

20

Pembangunan Drainase Cor Beton Jalan Poros 

Menuju Pembungan Akhir Desa Mandi Angin Kec. 

Rawas Ilir

Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Cor Beton Jalan Poros 

Menuju Pembungan 

Akhir Desa Mandi Angin 

Kec. Rawas Ilir

366 292.500.000                                          321.750.000 DAU Dinas PERKIM



21

Pembangunan Drainase Cor Beton jalan Poros 

Menuju Pembungan Akhir Desa Beringin Makmur I 

Kec. Rawas Ilir

Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Cor Beton jalan Poros 

Menuju Pembungan 

Akhir Desa Beringin 

Makmur I Kec. Rawas 

Ilir

617 390.000.000                                          429.000.000 DAU Dinas PERKIM

22

Pembangunan Drainase Cor Beton Jalan Poros 

Menuju Pembungan Akhir Desa Beringin Makmur II 

Kec. Rawas Ilir

Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Cor Beton Jalan Poros 

Menuju Pembungan 

Akhir Desa Beringin 

Makmur II Kec. Rawas 

Ilir

617 390.000.000                                          429.000.000 DAU Dinas PERKIM

23

Pembangunan Drainase Cor Beton Jalan Poros 

Menuju Pembungan Akhir Kel. Bingin Teluk Kec. 

Rawas Ilir

Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Cor Beton Jalan Poros 

Menuju Pembungan 

Akhir Kel. Bingin Teluk 

Kec. Rawas Ilir

617 390.000.000                                          429.000.000 DAU Dinas PERKIM

24
Pembangunan  Drainase Jalan Kesehatan Kel. 

Karang Dapo Kec. Karang Dapo
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan  

Drainase Jalan 

Kesehatan Kel. Karang 

Dapo Kec. Karang Dapo

449 283.500.000                                          311.850.000 DAU Dinas PERKIM

25
Pembangunan Drainase RT. 14/03 Kel. Muara 

Rupit Kec. Rupit
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

RT. 14/03 Kel. Muara 

Rupit Kec. Rupit

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

26
Pembangunan Drainase RT. 08 Kel. Muara Rupit 

Kec. Rupit
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

RT. 08 Kel. Muara 

Rupit Kec. Rupit

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

27
Pembangunan Siring RT. 02 Kel. Muara Rupit Kec. 

Rupit
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Siring 

RT. 02 Kel. Muara 

Rupit Kec. Rupit

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

28
Pembangunan Drainase Dusun II, III, IV Desa 

Embacang Baru Ilir Kec. Karang jaya
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Dusun II, III, IV Desa 

Embacang Baru Ilir 

Kec. Karang jaya

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

29
Pembangunan Drainase Dusun I, II, II Desa Bukit 

Langkap Kec. Karang Jaya
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Dusun I, II, II Desa 

Bukit Langkap Kec. 

Karang Jaya

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

30
Pembangunan Drainase Dusun VII Desa Terusan 

Kec. Karang Jaya
Kec. Nibung

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Dusun VII Desa 

Terusan Kec. Karang 

Jaya

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

31
Pembnagunan Drainase Dusun IV ( KMPI ) Desa 

Muara Tiku Kec. Karang Jaya
Kec. Nibung

Tesedinya 

Pembnagunan Drainase 

Dusun IV ( KMPI ) Desa 

Muara Tiku Kec. Karang 

Jaya

949 600.000.000                                          660.000.000 DAU Dinas PERKIM

32
Pembangunan Drainase Desa Embacang Lama Kec. 

Karang Jaya
Kec. Nibung

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Desa Embacang Lama 

Kec. Karang Jaya

158 100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM

33
Pembangunan Drainase Desa Muara Tiku Kec. 

Karang Jaya
Kec. Nibung

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Desa Muara Tiku Kec. 

Karang Jaya

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM



34
Pembangunan Drainase Desa Embacang baru Kec. 

Karang Jaya
Kec. Nibung

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Desa Embacang baru 

Kec. Karang Jaya

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

35
Pembangunan Drainase Desa Terusan Kec. Karang 

Jaya
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Desa Terusan Kec. 

Karang Jaya

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

36
Pembangunan siring Dusun I Desa Srijaya Makmur 

Kec. Nibung
Kec. Nibung

Tesedinya 

Pembangunan siring 

Dusun I Desa Srijaya 

Makmur Kec. Nibung

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

37
Pembangunan siring Dusun II Desa Srijaya 

Makmur Kec. Nibung
Kec. Nibung

Tesedinya 

Pembangunan siring 

Dusun II Desa Srijaya 

Makmur Kec. Nibung

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

38
Pembangunan siring Dusun IV Desa Srijaya 

Makmur Kec. Nibung
Kec. Nibung

Tesedinya 

Pembangunan siring 

Dusun IV Desa Srijaya 

Makmur Kec. Nibung

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

39
Pembangunan Drainase Jalan Provinsi Desa Suka 

Menang Kec. Karang Jaya
Kec. Ulu Rawas

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Jalan Provinsi Desa 

Suka Menang Kec. 

Karang Jaya

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

40
Pembangunan Drainase Dusun IV Desa Suka 

Menang Kec. Karang jaya
Kec. Ulu Rawas

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Dusun IV Desa Suka 

Menang Kec. Karang 

jaya

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

41
Pembangunan Drainase Desa Remban Kec. Rawas 

Ulu
Kec. Ulu Rawas

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Desa Remban Kec. 

Rawas Ulu

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

42
Pembangunan Drainase Trans Desa Pangkalan 

Kec. Rawas Ulu
Kec. Ulu Rawas

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Trans Desa Pangkalan 

Kec. Rawas Ulu

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

43
Pembangunan Drainase Desa Lubuk Kemang Kec. 

Rawas Uu
Kec. Rawas Ilir

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Desa Lubuk Kemang 

Kec. Rawas Uu

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

44
Pembangunan Siring Induk Desa Jangkat Kec. Ulu 

Rawas
Kec. Rawas Ilir

Tesedinya 

Pembangunan Siring 

Induk Desa Jangkat 

Kec. Ulu Rawas

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

45
Pembangunan Siring Lingkungan Desa Sungai 

baung Kec. Rawas Ulu
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Siring 

Lingkungan Desa 

Sungai baung Kec. 

Rawas Ulu

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

46
Pembangunan Siring Lingkungan Desa Surulangun 

Kec. Rawas Ulu
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Siring 

Lingkungan Desa 

Surulangun Kec. Rawas 

Ulu

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

47
Pembangunan Siring Lingkungan Kel. Pasar 

Surulangun Kec. Rawas Ulu
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Siring 

Lingkungan Kel. Pasar 

Surulangun Kec. Rawas 

Ulu

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

48
Pembangunan Siring Lingkungan Desa Pulau Kidak 

Kec. Ulu Rawas
Kec. Karang Dapo

Tesedinya 

Pembangunan Siring 

Lingkungan Desa Pulau 

Kidak Kec. Ulu Rawas

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM



49

Pembangunan Siring ( Drainase ) di Bumi 

Perkemahan Pramuka Sungai Aur Desa Mekar sari 

Kec. Rawas Ilir

Kec. Karang Dapo

Tesedinya 

Pembangunan Siring ( 

Drainase ) di Bumi 

Perkemahan Pramuka 

Sungai Aur Desa Mekar 

sari Kec. Rawas Ilir

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

50
Pembangunan Drainase RT. 11 Kel. Muara Rupit 

Kec. Rupit
Kec. Karang Dapo

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

RT. 11 Kel. Muara 

Rupit Kec. Rupit

158 100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM

51
Pembangunan Drainase Kampung 3 Desa Lubuk 

Rumbai Kec. Rupit
Kec. Karang Dapo

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Kampung 3 Desa Lubuk 

Rumbai Kec. Rupit

158 100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM

52
Pembangunan Drainase RT. 5 Kelurahan Bingin 

Teluk Kec. Rawas Ilir
Kec. Karang Dapo

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

RT. 5 Kelurahan Bingin 

Teluk Kec. Rawas Ilir

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

53
Pembangunan Siring Beton Desa tanjung Agung 

Kec. Karang jaya
Kec. Rawas Ilir

Tesedinya 

Pembangunan Siring 

Beton Desa tanjung 

Agung Kec. Karang 

jaya

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

54
Pembangunan Siring Beton Kampung 6 Desa 

Sukaraja Kec karang jaya
Kec. Rawas Ilir

Tesedinya 

Pembangunan Siring 

Beton Kampung 6 Desa 

Sukaraja Kec karang 

jaya

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

55
Pembangunan Siring Beton Desa Bukit Langkap 

Kec. Karang Jaya
Kec. Rawas Ilir

Tesedinya 

Pembangunan Siring 

Beton Desa Bukit 

Langkap Kec. Karang 

Jaya

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

56
Pembangunan Siring Desa Lesung Batu Muda Kec, 

Rawas Ulu
Kec. Rawas Ilir

Tesedinya 

Pembangunan Siring 

Desa Lesung Batu 

Muda Kec, Rawas Ulu

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

57
Pembangunan Drainase Desa Napalicin Kec. Ulu 

Rawas
Kec. Karang Dapo

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Desa Napalicin Kec. Ulu 

Rawas

158 100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM

58
Pembangunan Drainase Desa Sukomoro Kec. 

Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Desa Sukomoro Kec. 

Rawas Ulu

158 100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM

59
Pembangunan Drainase Desa Sungai Jauh Kec. 

Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Desa Sungai Jauh Kec. 

Rawas Ulu

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

60
Pembangunan Drainase Desa Sungai Lanang Kec. 

Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Desa Sungai Lanang 

Kec. Rawas Ulu

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

61
Pembangunan Siring Kel. Karya Makmur SP. 9 Kec. 

Nibung

Tesedinya 

Pembangunan Siring 

Kel. Karya Makmur SP. 

9 Kec. Nibung

633 400.000.000                                          440.000.000 DAU Dinas PERKIM

62
Pembangunan Drainase Desa Kertasari Kec. 

Karang Dapo

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Desa Kertasari Kec. 

Karang Dapo

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

63
Pembangunan Drainase Desa Sungai Jernih Kec. 

Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Desa Sungai Jernih 

Kec. Rupit

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM



64
Pembangunan Drainase Desa Karang waru Kec. 

Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Desa Karang waru Kec. 

Rupit

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

65
Pembangunan Drainase Dusun V dan VI Desa 

Terusan Kec. Karang Jaya

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Dusun V dan VI Desa 

Terusan Kec. Karang 

Jaya

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

66
Pembangunan Drainase Desa Bingin Rupit Kec. 

Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Desa Bingin Rupit Kec. 

Rupit

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

67
Pembangunan Drainase Desa Beringin Jaya Kec. 

Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Desa Beringin Jaya Kec. 

Rupit

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

68
Pembangunan Drainase Dusun 01 Desa Terusan 

Kec. Karang Jaya

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Dusun 01 Desa 

Terusan Kec. Karang 

Jaya

633 400.000.000                                          440.000.000 DAU Dinas PERKIM

69
Pembangunan Drainase Desa Jadi Mulya/ Ridan 

Kec. Nibung

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Desa Jadi Mulya/ Ridan 

Kec. Nibung

158 100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM

70
Pembangunan Drainase Desa Muara Batang Empu 

Kec. Karang jaya

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Desa Muara Batang 

Empu Kec. Karang jaya

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

71
Pembangunan Drainase Desa Rantau Telang Kec. 

Karang Jaya

Tesedinya 

Pembangunan Drainase 

Desa Rantau Telang 

Kec. Karang Jaya

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

72
Pembangunan Darianse Desa Bumi Makmur Kec. 

Nibung

Tesedinya 

Pembangunan Darianse 

Desa Bumi Makmur 

Kec. Nibung

498 315.000.000                                          346.500.000 DAU Dinas PERKIM

73
Pembangunan Darianse Kelurahan dan Desa 

Karang Dapo Kec. Karang Dapo

Tesedinya 

Pembangunan Darianse 

Kelurahan dan Desa 

Karang Dapo Kec. 

Karang Dapo

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

74
Pembangunan Drainse Desa Tanjung Beringin Kec. 

Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Drainse 

Desa Tanjung Beringin 

Kec. Rupit

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

Administrasi Kegiatan Pengendalian Dampak 

Resiko Pencemaran Lingkungan

Tesedinya Administrasi 

Kegiatan Pengendalian 

Dampak Resiko 

Pencemaran 

Lingkungan

35.000.000                                              38.500.000 DAU Dinas PERKIM

Jasa Konsultan Perencanaan Pegiatan 

Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran 

Lingkungan

Tesedinya Jasa 

Konsultan Perencanaan 

Pegiatan Pengendalian 

Dampak Resiko 

Pencemaran 

Lingkungan

100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM



Jasa Konsultan Pengawasan Pekerjaan 

Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran 

Lingkungan

Tesedinya Jasa 

Konsultan Pengawasan 

Pekerjaan 

Pengendalian Dampak 

Resiko Pencemaran 

Lingkungan

100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Drainase Desa Batu Gajah DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Drainase Wilayah RT.06 - RT.07 

Kel. Muara Rupit
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Drainase Pinggir Jalan (Kiri/Kanan) 

Desa Batu Gajah Baru
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Drainase Desa Maur Lama DAU Dinas PERKIM

Pembuatan Drainase Desa Lawang Agung DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Drainase Desa Maur Baru DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong Desa 

Lubuk Rumbai Baru
DAU Dinas PERKIM

Pembuatan Drainase Desa Embacang Lama DAU Dinas PERKIM

Pembuatan Drainase Desa Bukit Ulu DAU Dinas PERKIM

Pembuatan Drainase Desa Rantau Jaya DAU Dinas PERKIM

Pembuatan Drainase Desa Suka Menang DAU Dinas PERKIM

Pembuatan Drainase Beton Desa Biaro Lama DAU Dinas PERKIM

Rehab Drainase Desa Biaro Baru DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Drainase Desa Kertasari DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Drainase Dalam Desa Teladas DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Drainase Desa Sungai Jauh DAU Dinas PERKIM

Rehab Drainase Induk Desa Surulangun DAU Dinas PERKIM

Drainase Pembuangan Air dari Sumur Umum Desa 

Sungai Lanang
DAU Dinas PERKIM



Pembangunan Drainase Dalam Desa Teladas DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Drainase Beton Kiri kanan Jalan 

Poros Desa Pulau Lebar Dusun I dan II
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Drainase Desa Lesung Batu Muda 

I,II,III,IV
DAU Dinas PERKIM

Pembuatan Drainase Beton Rt. 1 s/d 12 Ps. 

Surulangun
DAU Dinas PERKIM

Rehab Drainase Induk Rt.09 s/d Rt 10 Pasar 

Surulangun 
DAU Dinas PERKIM

Pembuatan Drainase Akhir Rt. III, VI. VI .VII, X 

Pasar Surulangun 
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Drainase Desa Lesung Batu Dusun 1 

dan 3
DAU Dinas PERKIM

Rehab Lantai dan Penutupan Siring Desa Lesung 

Batu Dusun 2
DAU Dinas PERKIM

Drainase pembuangan air dari sumur umum Desa 

Sungai Lanang Dusun 1
DAU Dinas PERKIM

Pembuatan Drainase Desa Sungai Lanang Dusun 1 DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Drainase Cor Beton Desa Krani Jaya DAU Dinas PERKIM

Drainase Jalan Desa Srijaya Makmur DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Drainase Desa Pangkalan DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Drainase SD I dan IV Desa Lawang 

Agung
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Drainase Rt 01 Kel. Muara Rupit DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jaringan Drainase Pasar Muara 

Rupit
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Drainase Jalan Desa/Kelurahan DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Drainase Jalan Poros Kel. Muara 

Kulam
DAU Dinas PERKIM

Drainase Beton Belakang Desa Dusun I Desa Pulau 

Kidak
DAU Dinas PERKIM

16.08 Pembangunan Jalan Pemukiman
Kab. Musi Rawas 

Utara

Jumlah Panjang 

Jalan Setapak
28344 14.438.500.000                          15.882.350.000 DAU Dinas PERKIM



1
Pembangunan Jalan Setapak (Ds I,II,III) Desa 

Batu Gajah Baru Kec. Rupit
Kec. Karang ajaya

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak (Ds I,II,III) 

Desa Batu Gajah Baru 

Kec. Rupit

600 180.000.000                                          198.000.000 DAU Dinas PERKIM

2
Pembangunan Jalan Setapak Desa Bingin Rupit 

Kec. Rupit
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Desa Bingin 

Rupit Kec. Rupit

670 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

3
Pembanguan Jalan Setapak di wilayah Dusun 

I,II,III dan IV Desa Beringin Jaya Kec. Rupit
Kec. Rupit

Tesedinya Pembanguan 

Jalan Setapak di 

wilayah Dusun I,II,III 

dan IV Desa Beringin 

Jaya Kec. Rupit

670 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

4
Pembangunan Jalan Setapak Desa Muara Batang 

Empu Kec. Karang Jaya
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Desa Muara 

Batang Empu Kec. 

Karang Jaya

670 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

5
Pembangunan Jalan Setapak Desa Embacang 

Lama Kec. Karang Jaya
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Desa 

Embacang Lama Kec. 

Karang Jaya

670 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

6
Pembangunan Jalan Setapak Desa Embacang Baru 

Kec. Karang Jaya
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Desa 

Embacang Baru Kec. 

Karang Jaya

600 180.000.000                                          198.000.000 DAU Dinas PERKIM

7
Pembangunan Jalan Setapak Desa Rantau Kadam 

Kec. Karang Dapo
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Desa Rantau 

Kadam Kec. Karang 

Dapo

1000 300.000.000                                          330.000.000 DAU Dinas PERKIM

8
Pembangunan Jalan Setapak Desa Pantai Kec. 

Karang Dapo
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Desa Pantai 

Kec. Karang Dapo

670 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

9
Pembangunan Jalan Setapak Dari SDN Pulau Lebar 

ke SMP Pulau Lebar Kec. Rawas Ulu
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Dari SDN Pulau 

Lebar ke SMP Pulau 

Lebar Kec. Rawas Ulu

670 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

10

Pembangunan Jalan Setapak Menuju Objek Wisata 

Curup Tempat Wisata Desa Remban Kec. Rawas 

Ulu 

Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Menuju Objek 

Wisata Curup Tempat 

Wisata Desa Remban 

Kec. Rawas Ulu 

500 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

11
Pembangunan Jalan Setapak Desa Sukomoro Kec. 

Rawas Ulu
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Desa 

Sukomoro Kec. Rawas 

Ulu

670 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

12
Pembangunan Jalan Setapak Desa Sungai Jauh 

Kec. Rawas Ulu
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Desa Sungai 

Jauh Kec. Rawas Ulu

670 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

13
Pembangunan Jalan Setapak Kelurahan Karya 

Makmur Kec. Nibung
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Kelurahan 

Karya Makmur Kec. 

Nibung

1000 300.000.000                                          330.000.000 DAU Dinas PERKIM

14
Pembangunan Jalan Setapak Desa Tebing Tinggi 

Kec. Nibung
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Desa Tebing 

Tinggi Kec. Nibung

545 163.500.000                                          179.850.000 DAU Dinas PERKIM

15
Pembangunan Jalan setapak Desa Jadi Mulya I 

Kec. Nibung
Kec. Karang ajaya

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

setapak Desa Jadi 

Mulya I Kec. Nibung

670 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM



16

Pembangunan Jalan Setapak menuju Karang 

Pinggan Kel. Muara Kulam Kec. Ulu Rawas 

(Lanjutan)

Kec. Karang ajaya

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak menuju 

Karang Pinggan Kel. 

Muara Kulam Kec. Ulu 

Rawas (Lanjutan)

1666 950.000.000                                       1.045.000.000 DAU Dinas PERKIM

17
Pembangunan Jalan Setapak Dusun I dan III Desa 

Pulau Kidak Kec. Ulu Rawas
Kec. Karang ajaya

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Dusun I dan 

III Desa Pulau Kidak 

Kec. Ulu Rawas

500 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

18
Pembangunan Jalan Setapak Sebelah Alun-alun 

Desa beringin Makmur II Kec. Rawas ilir
Kec. Karang ajaya

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Sebelah Alun-

alun Desa beringin 

Makmur II Kec. Rawas 

ilir

600 180.000.000                                          198.000.000 DAU Dinas PERKIM

19
Pembangunan Jalan Setapak dan Pelataran Objek 

Wisata Danau Raya Kab. Musi Rawas Utara
Kec. Karang ajaya

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak dan Pelataran 

Objek Wisata Danau 

Raya Kab. Musi Rawas 

Utara

667 700.000.000                                          770.000.000 DAU Dinas PERKIM

20
Pembangunan Jalan Setapak Menuju Minak Desa 

Embacang Kec. Karang Jaya
Kec. Karang ajaya

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Menuju Minak 

Desa Embacang Kec. 

Karang Jaya

791 500.000.000                                          550.000.000 DAU Dinas PERKIM

21
Pembangunan Jalan Setapak Usaha Tani Desa 

Noman Menuju Minak Kec. Rupit
Kec. Karang ajaya

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Usaha Tani 

Desa Noman Menuju 

Minak Kec. Rupit

791 500.000.000                                          550.000.000 DAU Dinas PERKIM

22
Pembangunan jalan setapak Desa Lawang Agung 

Kec. Rupit
Kec. Karang ajaya

Tesedinya 

Pembangunan jalan 

setapak Desa Lawang 

Agung Kec. Rupit

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

23
Pembangunan Jalan Setapak Kel. Muara Rupit Kec. 

Rupit
Kec. Karang ajaya

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Kel. Muara 

Rupit Kec. Rupit

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

24
Pembangunan Jalan Setapak Desa Rantau Telang 

Kec. Karang jaya
Kec. Karang ajaya

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Desa Rantau 

Telang Kec. Karang 

jaya

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

25
Pembangunan Jalan Setapak Dusun IV Desa Bukit 

Langkap Kec. Karang Jaya
Kec. Karang ajaya

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Dusun IV Desa 

Bukit Langkap Kec. 

Karang Jaya

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

26
Pembangunan Jalan Setapak Dusun IV (KMPI) 

Desa Muara Tiku Kec. Karang Jaya
Kec. Karang ajaya

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Dusun IV 

(KMPI) Desa Muara 

Tiku Kec. Karang Jaya

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

27
Pembangunan Jalan Setapak Kel. Karang Jaya Kec. 

Karang Jaya
Kec. Karang ajaya

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Kel. Karang 

Jaya Kec. Karang Jaya

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

28
Rehabilitasi Jalan Setapak Kel. Karang Jaya Kec. 

Karang Jaya
Kec. Karang ajaya

Tesedinya Rehabilitasi 

Jalan Setapak Kel. 

Karang Jaya Kec. 

Karang Jaya

158 100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM

29
Pembangunan Jalan Setapak Desa Embacang Baru 

Ilir Kec. Karang Jaya
Kec. Karang ajaya

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Desa 

Embacang Baru Ilir 

Kec. Karang Jaya

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM



30
Pembangunan Jalan Setapak Dusun III Desa Bukit 

Langkap Kec. Karang Jaya
Kec. Karang Dapo

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Dusun III Desa 

Bukit Langkap Kec. 

Karang Jaya

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

31
Pembangunan Jalan Setapak Desa Srijaya Makmur 

Kec. Nibung
Kec. Karang Dapo

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Desa Srijaya 

Makmur Kec. Nibung

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

32
Pembangunan Jalan Setapak Desa Kelumpang Jaya 

Kec. Nibung
Kec. Karang Dapo

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Desa 

Kelumpang Jaya Kec. 

Nibung

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

33
Pembangunan Jalan Setapak Akses Pertanian 

Dusun Baru Desa Terusan Kec. Karang Jaya
Kec. Karang Dapo

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Akses 

Pertanian Dusun Baru 

Desa Terusan Kec. 

Karang Jaya

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

34
Pembangunan Jalan Setapak Dusun Pusan Desa 

Suka Menang Kec. Karang Jaya
Kec. Karang Dapo

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Dusun Pusan 

Desa Suka Menang 

Kec. Karang Jaya

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

35
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Suka 

Menang Kec. Karang jaya
Kec. Karang Dapo

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Lingkungan Desa Suka 

Menang Kec. Karang 

jaya

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

36
Pembangunan Jalan Setapak Desa Jangkat Kec. 

Ulu Rawas
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Desa Jangkat 

Kec. Ulu Rawas

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

37
Pembangunan Jalan Setapak Desa Remban Kec. 

Rawas Ulu
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Desa Remban 

Kec. Rawas Ulu

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

38
Pembangunan Jalan Setapak Desa Sungai Baung 

Kec. Rawas Ulu
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Desa Sungai 

Baung Kec. Rawas Ulu

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

39
Pembangunan Jalan Setapak Desa Sosokan Kec. 

Ulu Rawas
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Desa Sosokan 

Kec. Ulu Rawas

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

40
Pembangunan Jalan Setapak Desa Kuto tanjung 

Kec. Ulu Rawas
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Desa Kuto 

tanjung Kec. Ulu Rawas

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

41
Pembangunan Jalan Setapak Dusun III, IV dan V 

Desa Napalicin  Kec. Ulu Rawas
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Dusun III, IV 

dan V Desa Napalicin  

Kec. Ulu Rawas

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

42
Pembangunan Jalan Setapak Desa Simpang 

Nibung Kec. Rawas Ulu
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Desa Simpang 

Nibung Kec. Rawas Ulu

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

43
Pembangunan Jalan Setapak Dusun baru Desa 

Pauh Kec. Rawas Ilir
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Dusun baru 

Desa Pauh Kec. Rawas 

Ilir

396 250.000.000                                          275.000.000 DAU Dinas PERKIM



44
Rehabilitasi jalan Setapak Desa Pauh Kec. Rawas 

Ilir
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya Rehabilitasi 

jalan Setapak Desa 

Pauh Kec. Rawas Ilir

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

45
Pembangunan jalan lingkungan RT. 11 Kel. Muara 

Rupit Kec. Rupit
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan jalan 

lingkungan RT. 11 Kel. 

Muara Rupit Kec. Rupit

316 100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM

46
Pembangunan Jalan Setapak Kampung 1, 7 dan 8 

Desa Lubuk Rumbai Kec. Rupit
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Kampung 1, 7 

dan 8 Desa Lubuk 

Rumbai Kec. Rupit

158 300.000.000                                          330.000.000 DAU Dinas PERKIM

47
Pembangunan Jalan Setapak Dusun 7 Desa Karang 

Anyar Kec. Rupit
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Dusun 7 Desa 

Karang Anyar Kec. 

Rupit

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

48
pembangunan Jalan Lingkunga Desa Rantau Jaya 

Kec. Karang Jaya
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

pembangunan Jalan 

Lingkunga Desa Rantau 

Jaya Kec. Karang Jaya

475 300.000.000                                          330.000.000 DAU Dinas PERKIM

49
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Bukit 

Langkap Kec. Karang Jaya
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Lingkungan Desa Bukit 

Langkap Kec. Karang 

Jaya

475 300.000.000                                          330.000.000 DAU Dinas PERKIM

50
pembangunan jalan setapak usaha tani desa 

lesung batu kec. Rawas ulu
Kec. Nibung

Tesedinya 

pembangunan jalan 

setapak usaha tani 

desa lesung batu kec. 

Rawas ulu

475 100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM

51
pembangunan jalan setapak desa lesung batu 

muda kec. Rawas ulu
Kec. Nibung

Tesedinya 

pembangunan jalan 

setapak desa lesung 

batu muda kec. Rawas 

ulu

158 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

52
pembangunan jalan setapak desa teladas kec. 

Rawas ulu
Kec. Nibung

Tesedinya 

pembangunan jalan 

setapak desa teladas 

kec. Rawas ulu

316 100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM

53
Pembangunan jalan setapak trans pangkalan desa 

pangkalan Kec. Rawas Ulu
Kec. Nibung

Tesedinya 

Pembangunan jalan 

setapak trans 

pangkalan desa 

pangkalan Kec. Rawas 

Ulu

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

54
pembangunan jalan setapak dari Tk menuju SDN 

Lesung batu kec, rawas ulu
Kec. Nibung

Tesedinya 

pembangunan jalan 

setapak dari Tk menuju 

SDN Lesung batu kec, 

rawas ulu

237 100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM

55
pembangunan jalan setapak kel. Pasar surulangun 

kec. Rawas ulu
Kec. Nibung

Tesedinya 

pembangunan jalan 

setapak kel. Pasar 

surulangun kec. Rawas 

ulu

158 100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM

56
pembangunan jalan setapak Dusun I dan II desa 

napalicin kec. Ulu rawas
Kec. Nibung

Tesedinya 

pembangunan jalan 

setapak Dusun I dan II 

desa napalicin kec. Ulu 

rawas

158 100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM

57
pembangunan jalan setapak desa karang waru kec. 

Rupit
Kec. Ulu Rawas

Tesedinya 

pembangunan jalan 

setapak desa karang 

waru kec. Rupit

158 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

58
Rehabilitasi jalan setapak desa kertasari kec. 

Karang dapo
Kec. Ulu Rawas

Tesedinya Rehabilitasi 

jalan setapak desa 

kertasari kec. Karang 

dapo

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM



59
Pembangunan Jalan Setapak Dusun V Desa 

Terusan kec. Karang Jaya
Kec. Ulu Rawas

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Dusun V Desa 

Terusan kec. Karang 

Jaya

158 100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM

60
Pembangunan Jalan Setapak Dusun III dan V Desa 

Tanjung Agung Kec. Karang Jaya
Kec. Ulu Rawas

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Dusun III dan 

V Desa Tanjung Agung 

Kec. Karang Jaya

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

61
Pembangunan Jalan Setapak Usaha Tani Desa 

Lubuk Kumbung Kec. Karang Jaya
Kec. Ulu Rawas

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Usaha Tani 

Desa Lubuk Kumbung 

Kec. Karang Jaya

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

62
Pembangunan Jalan Setapak Dusun I dan II Desa 

Belani Kec. Rawas Ilir
Kec. Ulu Rawas

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Dusun I dan II 

Desa Belani Kec. Rawas 

Ilir

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

63
Pembangunan Jalan Setapak Lebar 3 Meter Desa 

Batu Kucing Kec. Rawas Ilir
Kec. Ulu Rawas

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Lebar 3 Meter 

Desa Batu Kucing Kec. 

Rawas Ilir

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

64
Pembangunan Jalan Setapak Desa Tanjung 

Beringin Kec. Rupit
Kec. Ulu Rawas

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Setapak Desa Tanjung 

Beringin Kec. Rupit

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

65
Pembangunan Jalan Cor Beton Menuju SMAN Desa 

Suka Menang Kec. Karang Jaya
Kec. Ulu Rawas

Tesedinya 

Pembangunan Jalan 

Cor Beton Menuju 

SMAN Desa Suka 

Menang Kec. Karang 

Jaya

1582 1.000.000.000                                    1.100.000.000 DAU Dinas PERKIM

Administrasi Kegiatan Pembangunan Jalan 

Pemukiman
Kec. Rawas Ilir

Tesedinya Administrasi 

Kegiatan Pembangunan 

Jalan Pemukiman

100% dalam 1 

Tahun
35.000.000                                              38.500.000 DAU Dinas PERKIM

Jasa Konsultan Perencanaan Kegiatan 

Pembangunan Jalan Pemukiman
Kec. Rawas Ilir

Tesedinya Jasa 

Konsultan Perencanaan 

Kegiatan Pembangunan 

Jalan Pemukiman

1 Paket 

Konsultan 

Pererncanaan

100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM

Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan 

Pembangunan Jalan Pemukiman
Kec. Rawas Ilir

Tesedinya Jasa 

Konsultan Pengawasan 

Kegiatan Pembangunan 

Jalan Pemukiman

1 Paket 

Konsultan 

Pengawasan

100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Usaha Tani menuju areal 

persawahan dan perkebunan masyarakat Desa 

Sosokan
DAU Dinas PERKIM

Rehab jalan Setapak Desa Dusun 4 Desa Napalicin DAU Dinas PERKIM

Rehab jalan Setapak Desa Dusun 2 Desa Napalicin DAU Dinas PERKIM

Pembangunan jalan Setapak serta Rehab Desa 

Napalicin
DAU Dinas PERKIM



Pembangunan Jalan Setapak Serta Rehab Desa 

Napalicin
DAU Dinas PERKIM

Rehab Jalan Setapak menuju areal pertanian dan 

Objek Wisata Batu Ampar
DAU Dinas PERKIM

Jalan Setapak ke Kebun Rakyat Desa Surulangun   

Dusun V
DAU Dinas PERKIM

Jalan Setapak Ke Kebun Desa Kerta Dewa DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Setapak Desa Sungai Baung 

Dusun V
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Setapak Desa Sungai Baung 

Dusun 
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Setapak Desa Pulau Lebar 

Dusun I dan II
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Setapak Desa DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Setapak dari SDN Pulau Lebar 

ke SMPN Pulau Lebar
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Setapak Desa Sukomoro DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Setapak Desa Sungai Jauh DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Setapak Desa Lesung Batu 

Muda I,II,III,IV
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Setapak Beton Rt. 1 s/d 12 Ps. 

Surulangun
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Rabat Beton dalam Desa 

Pangkalan
DAU Dinas PERKIM

Pembuatan Jalan setapak ke Curup tempat Wisata 

Desa Remban
DAU Dinas PERKIM

Pembuatan Jalan Rabat Beton Desa Lesung Batu 

Dusun 1 dan 3
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Setapak menuju Dusun 

Sungai Cinau Rt. 5 Kel. Muara Kulam
DAU Dinas PERKIM



Pembangunan Jalan Setapak Dusun I Desa Pulau 

Kidak
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Setapak serta Rehab Dusun I 

Desa Pulau Kidak
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Setapak menuju karang 

pinggan Dusun II Desa Pulau Kidak
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Setapak menuju ke Kebun 

Dusun III Desa Pulau Kidak
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Setapak dalam Desa Dusun III 

Desa Pulau Kidak 
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Setapak Cor Beton Dusun IV 

dan V Desa Pulau Kidak
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun I s/d III 

Desa Jangkat
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Setapak Desa Kuto Tanjung DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Setapak Desa Jangkat DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Setapak Desa Muara Kuis DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Setapak Desa Sosokan DAU Dinas PERKIM

Rehab Jalan Setapak Dusun 1 s/d 6 Desa Napallicin DAU Dinas PERKIM

Rehab jalan Setapak Desa Dusun 2 Desa Napalicin DAU Dinas PERKIM

Pembangunan jalan Setapak serta rehab Dusun 4 

Desa Napalicin
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan jalan Setapak serta Rehab Desa 

Napalicin
DAU Dinas PERKIM

Rehab Jalan Setapak Menuju Areal Pertanian dan 

Objek Wisata Batu Ampar Desa Kuto Tanjung
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Batu Gajah DAU Dinas PERKIM



Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Batu Gajah DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Rabat Beton Wilayah RT.02 

Kel. Muara Rupit
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Rigit Beton Wilayah RT.05 Kel. 

Muara Rupit
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Rigit Beton Wilayah RT.08 Kel. 

Muara Rupit
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Setapak Beton Wilayah RT.09 - 

RT.11 Kel. Muara Rupit
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Rigit Beton Wilayah RT.11 Kel. 

Muara Rupit
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Setapak Beton Wilayah RT.12 

Kel. Muara Rupit
DAU Dinas PERKIM

Pembuatan Jalan Setapak (Ds I,II,III) Desa Batu 

Gajah Baru
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Setapak Tani ke persawahan 

Masyarakat Desa Tanjung Beringin
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Setapak Lubuk Rumbai DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Setapak Desa 1 s/d 7 Desa 

Karang Anyar
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Setapak Rabat Beton Desa 

Bingin Rupit
DAU Dinas PERKIM

Pembuatan Jalan Setapak Desa Lawang Agung DAU Dinas PERKIM

Pembanguan Jalan Rabat Beton di wilayah Dusun 

I,II,III dan IV Desa Beringin Jaya
DAU Dinas PERKIM

Pembuatan Jalan Setapak Rabat Beton Desa 

Karang Waru
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Setapak Desa Maur Baru DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Jalan Setapak Desa Noman Baru DAU Dinas PERKIM



Pembangunan Jalan Setapak Desa Pantai DAU Dinas PERKIM

Pembuatan Jalan Setapak Desa Muara Batang 

Empu
DAU Dinas PERKIM

Pembuatan Jalan Setapak Desa Embacang Baru Ilir DAU Dinas PERKIM

Pembuatan Jalan Setapak Desa Embacang Lama DAU Dinas PERKIM

Pembuatan Jalan Setapak Desa Rantau Telang DAU Dinas PERKIM

Pembuatan Jalan Setapak Desa Embacang Baru DAU Dinas PERKIM

Pembuatan Jalan Setapak Desa Bukit Ulu DAU Dinas PERKIM

16.09
Pembangunan Sarana Air Bersih Kab. Musi 

Rawas Utara ( DAK Reguler )
Jumah Unit SPAM JP

1 Paket Fisik, 1 

Konsultan 

Paket 

Perencanaan 

dan 1 Paket 

Konsultan 

Pengawasan

930.000.000                                 1.023.000.000 
 DAK dan 

DAU 
Dinas PERKIM

1
Pengadaan dan Pemasangan jaringan Pipa 

Distribusi SPAM IKK Kec. Karang Jaya

Tesedinya Pengadaan 

dan Pemasangan 

jaringan Pipa Distribusi 

SPAM IKK Kec. Karang 

Jaya

1 Unit 826.500.000                                          909.150.000 DAK Dinas PERKIM

Administrasi Kegiatan Pembangunan Sarana Air 

Bersih Kab. Musi Rawas Utara( DAK Reguler )

Tesedinya Administrasi 

Kegiatan Pembangunan 

Sarana Air Bersih Kab. 

Musi Rawas Utara( DAK 

Reguler )

35.000.000                                              38.500.000 DAU Dinas PERKIM

Jasa Konsultasi Perencanaan Kegiatan 

Pembangunan Sarana Air Bersih Kab. Musi Rawas 

Utara ( DAK Reguler )

Tesedinya Jasa 

Konsultasi Perencanaan 

Kegiatan Pembangunan 

Sarana Air Bersih Kab. 

Musi Rawas Utara ( 

DAK Reguler )

25.000.000                                              27.500.000 DAU Dinas PERKIM

Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan 

Pembangunan Sarana Air Bersih Kab. Musi Rawas 

Utara ( DAK Reguler )

Tesedinya Jasa 

Konsultan Pengawasan 

Kegiatan Pembangunan 

Sarana Air Bersih Kab. 

Musi Rawas Utara ( 

DAK Reguler )

43.500.000                                              47.850.000 DAK Dinas PERKIM

16.10
Pembangunan Sarana Air Bersih Kab. Musi 

Rawas Utara ( DAK Afirmasi )

 Jumah Unit SPAM 

JP 

2 Paket Fisik, 1 

Konsultan 

Paket 

Perencanaan 

dan 1 Paket 

Konsultan 

Pengawasan

2.401.000.000                              2.641.100.000 
 DAK dan 

DAU 
Dinas PERKIM



1
Pengadaan dan Pemasangan jaringan Pipa 

Distribusi SPAM IKK Nibung Kec. Nibung

Tesedinya Pengadaan 

dan Pemasangan 

jaringan Pipa Distribusi 

SPAM IKK Nibung Kec. 

Nibung

1.250.200.000                                    1.375.220.000 DAK Dinas PERKIM

2
Pengadaan dan Pemasangan jaringan Pipa 

Distribusi SPAM IKK Rawas Ilir Kec. Rawas Ilir

Tesedinya Pengadaan 

dan Pemasangan 

jaringan Pipa Distribusi 

SPAM IKK Rawas Ilir 

Kec. Rawas Ilir

950.000.000                                       1.045.000.000 DAK Dinas PERKIM

Administrasi Kegiatan Pembangunan Sarana Air 

Bersih Kab. Musi Rawas Utara ( DAK Afirmasi )

Tesedinya Administrasi 

Kegiatan Pembangunan 

Sarana Air Bersih Kab. 

Musi Rawas Utara ( 

DAK Afirmasi )

35.000.000                                              38.500.000 DAU Dinas PERKIM

Jasa Konsultasi Perencanaan Kegiatan 

Pembangunan Sarana Air Bersih Kab. Musi Rawas 

Utara ( DAK Afirmasi)

Tesedinya Jasa 

Konsultasi Perencanaan 

Kegiatan Pembangunan 

Sarana Air Bersih Kab. 

Musi Rawas Utara ( 

DAK Afirmasi)

50.000.000                                              55.000.000 DAU Dinas PERKIM

Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan 

Pembangunan Sarana Air Bersih Kab. Musi Rawas 

Utara ( DAK Afirmasi)

Tesedinya Jasa 

Konsultan Pengawasan 

Kegiatan Pembangunan 

Sarana Air Bersih Kab. 

Musi Rawas Utara ( 

DAK Afirmasi)

115.800.000                                          127.380.000 DAK Dinas PERKIM

16.11
Pembangunan Sarana Air Bersih Kab. Musi 

Rawas Utara ( DAK Penugasan)

 Jumah Unit SPAM 

JP 

2 Paket Fisik, 1 

Konsultan 

Paket 

Perencanaan 

dan 1 Paket 

Konsultan 

Pengawasan

4.098.000.000                              4.507.800.000 
 DAK dan 

DAU 
Dinas PERKIM

1
Pengadaan dan Pengembangan jaringan Pipa 

Distribusi IKK Rupit Kec. Rupit

Tesedinya Pengadaan 

dan Pengembangan 

jaringan Pipa Distribusi 

IKK Rupit Kec. Rupit

1.912.350.000                                    2.103.585.000 DAK Dinas PERKIM

2
Pengadaan dan Pengembangan jaringan Pipa 

Distribusi IKK Karang Dapo Kec. Karang Dapo

Tesedinya Pengadaan 

dan Pengembangan 

jaringan Pipa Distribusi 

IKK Karang Dapo Kec. 

Karang Dapo

1.900.000.000                                    2.090.000.000 DAK Dinas PERKIM



Administrasi Kegiatan Pembangunan Sarana Air 

Bersih Kab. Musi Rawas Utara ( DAK Penugasan)

Tesedinya Administrasi 

Kegiatan Pembangunan 

Sarana Air Bersih Kab. 

Musi Rawas Utara ( 

DAK Penugasan)

35.000.000                                              38.500.000 DAU Dinas PERKIM

Jasa Konsultasi Perencanaan Kegiatan 

Pembangunan Sarana Air Bersih Kab. Musi Rawas 

Utara ( DAK Penugasan)

Tesedinya Jasa 

Konsultasi Perencanaan 

Kegiatan Pembangunan 

Sarana Air Bersih Kab. 

Musi Rawas Utara ( 

DAK Penugasan)

50.000.000                                              55.000.000 DAU Dinas PERKIM

Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan 

Pembangunan Sarana Air Bersih Kab. Musi Rawas 

Utara ( DAK Penugasan)

Tesedinya Jasa 

Konsultan Pengawasan 

Kegiatan Pembangunan 

Sarana Air Bersih Kab. 

Musi Rawas Utara ( 

DAK Penugasan)

200.650.000                                          220.715.000 DAK Dinas PERKIM

16.12
BOP Kegiatan Penyediaan Air Minum dan 

Sanitasi Berbasis Masyarakt ( PAMSIMAS )

Tesedinya BOP 

Kegiatan 

Penyediaan Air 

Minum dan 

Sanitasi 

Berbasis 

Masyarakt ( 

PAMSIMAS )

1.082.000.000                              1.190.200.000 DAU Dinas PERKIM

1
BOP Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 

Berbasis Masyarakt ( PAMSIMAS )

Tesedinya BOP 

Kegiatan Penyediaan 

Air Minum dan Sanitasi 

Berbasis Masyarakt ( 

PAMSIMAS )

1.082.000.000                                    1.190.200.000 DAU Dinas PERKIM

16.14 Pengadaan dan Pemasangan SR PAMSIMAS 1.050.000.000                              1.155.000.000 DAU Dinas PERKIM

1 Pengadaan dan Pemasangan SR PAMSIMAS

Tesedinya Pengadaan 

dan Pemasangan SR 

PAMSIMAS

1.000.000.000                                    1.100.000.000 DAU Dinas PERKIM

Administrasi Kegiatan Pengadaan dan Pemasngan 

SR PAMSIMAS

Tesedinya Administrasi 

Kegiatan Pengadaan 

dan Pemasngan SR 

PAMSIMAS

50.000.000                                              55.000.000 DAU Dinas PERKIM

16.15
Pembangunan Booster Air Minum Desa Setia 

Marga Kec. Karang Dapo
4.685.000.000                              5.153.500.000 DAU Dinas PERKIM



1
Pembangunan Booster Air Minum Desa Setia 

Marga Kec. Karang Dapo

Tesedinya 

Pembangunan Booster 

Air Minum Desa Setia 

Marga Kec. Karang 

Dapo

4.500.000.000                                    4.950.000.000 DAU Dinas PERKIM

Administrasi Kegiatan Pembangunan Booster Air 

Minum Desa Setia Marga Kec. Karang Dapo

Tesedinya Administrasi 

Kegiatan Pembangunan 

Booster Air Minum 

Desa Setia Marga Kec. 

Karang Dapo

35.000.000                                              38.500.000 DAU Dinas PERKIM

Jasa Konsultan Perencanaan Kegiatan 

Pembangunan Booster Air Minum Desa Setia 

Marga Kec. Karang Dapo

Tesedinya Jasa 

Konsultan Perencanaan 

Kegiatan Pembangunan 

Booster Air Minum 

Desa Setia Marga Kec. 

Karang Dapo

50.000.000                                              55.000.000 DAU Dinas PERKIM

Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan 

Pembangunan Booster Air Minum Desa Setia 

Marga Kec. Karang Dapo

Tesedinya Jasa 

Konsultan Pengawasan 

Kegiatan Pembangunan 

Booster Air Minum 

Desa Setia Marga Kec. 

Karang Dapo

100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM

16.16
Pemeliharaan dan Operasional UPTD SPAM 

IKK KAB. MUSI RAWAS UTARA
1.620.110.000                              1.782.121.000 DAU Dinas PERKIM

1
Pemeliharaan dan Operasional UPTD SPAM IKK 

KAB. MUSI RAWAS UTARA

Tesedinya 

Pemeliharaan dan 

Operasional UPTD 

SPAM IKK KAB. MUSI 

RAWAS UTARA

1.620.110.000                                    1.782.121.000 DAU Dinas PERKIM

20 Kab. MURATARA

Prosentase 

pemakaman yang 

terkelola baik

3.310.000.000                3.641.000.000             DAU Dinas PERKIM

20.6
Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Pemakaman
Kab. MURATARA

Jumlah unit Sapras 

TPU
4351 M 3.310.000.000                3.641.000.000             DAU Dinas PERKIM

1
Pembangunan Pagar TPU Desa Batu Gajah Baru 

Kec. Rupit
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Pagar 

TPU Desa Batu Gajah 

Baru Kec. Rupit

158 100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM

2
Pembangunan Pagar TPU Desa Lawang Agung 

Kec. Rupit
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Pagar 

TPU Desa Lawang 

Agung Kec. Rupit

158 100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM

3
Pembangunan Pagar TPU Desa Bingin Rupit Kec. 

Rupit
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Pagar 

TPU Desa Bingin Rupit 

Kec. Rupit

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

Program Pengelolaan Areal Pemakaman 



4
Pembangunan Pagar TPU Desa Setia Marga Kec. 

Karang Dapo
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Pagar 

TPU Desa Setia Marga 

Kec. Karang Dapo

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

5
Pembangunan Pagar TPU Desa Jangkat Kec. Ulu 

Rawas
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Pagar 

TPU Desa Jangkat Kec. 

Ulu Rawas

158 100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM

6
Pembuatan Pagar TPU Desa Sosokan Kec. Ulu 

Rawas
Kec. Rupit

Tesedinya Pembuatan 

Pagar TPU Desa 

Sosokan Kec. Ulu 

Rawas

158 100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM

7
Pembangunan Pagar dan Gapura TPU Dusun 1 dan 

3  Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu
Kec. Rupit

Tesedinya 

Pembangunan Pagar 

dan Gapura TPU Dusun 

1 dan 3  Desa Lesung 

Batu Kec. Rawas Ulu

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

8
Pembangunan Pagar TPU Desa Muara Tiku Kec. 

Karang Jaya

Kec. Karang 

Dapo

Tesedinya 

Pembangunan Pagar 

TPU Desa Muara Tiku 

Kec. Karang Jaya

158 100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM

9
Pembangunan Pagar TPU Desa Noman Kec. Rupit 

(Lanjutan)

Kec. Karang 

Dapo

Tesedinya 

Pembangunan Pagar 

TPU Desa Noman Kec. 

Rupit (Lanjutan)

158 100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM

10
Pembangunan Pagar TPU Kel. Karang Jaya Kec. 

Karang Jaya

Kec. Karang 

Jaya

Tesedinya 

Pembangunan Pagar 

TPU Kel. Karang Jaya 

Kec. Karang Jaya

158 100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM

11
Pembangunan Pagar Tpu Desa Simpang Nibung 

Kec. Rawas Ulu

Kec. Karang 

Jaya

Tesedinya 

Pembangunan Pagar 

Tpu Desa Simpang 

Nibung Kec. Rawas Ulu

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

12
Pembangunan Pagar TPU Desa Remban Kec. 

Rawas Ulu

Kec. Karang 

Jaya

Tesedinya 

Pembangunan Pagar 

TPU Desa Remban Kec. 

Rawas Ulu

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

13
Pembangunan Pagar TPU Desa Pulau Lebar Kec. 

Rawas Ulu

Kec. Karang 

Jaya

Tesedinya 

Pembangunan Pagar 

TPU Desa Pulau Lebar 

Kec. Rawas Ulu

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

14
Pembangunan Pagar TPU Desa Pangkalan Kec. 

Rawas Ulu
Kec. Ulu Rawas

Tesedinya 

Pembangunan Pagar 

TPU Desa Pangkalan 

Kec. Rawas Ulu

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

15
Pembangunan Pagar TPU Desa Beringin Jaya Kec. 

Rawas Ulu
Kec. Ulu Rawas

Tesedinya 

Pembangunan Pagar 

TPU Desa Beringin Jaya 

Kec. Rawas Ulu

158 100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM

16
Pembangunan Pagar TPU Desa Surulangun Kec. 

Rawas Ulu
Kec. Ulu Rawas

Tesedinya 

Pembangunan Pagar 

TPU Desa Surulangun 

Kec. Rawas Ulu

158 100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM

17
Pembangunan Pagar TPU Desa Jadi Mulya / Ridan 

Kec. Nibung
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Pagar 

TPU Desa Jadi Mulya / 

Ridan Kec. Nibung

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

18
Pembangunan Pagar TPU Desa Rantau Kadam 

Kec. Karang Dapo
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Pagar 

TPU Desa Rantau 

Kadam Kec. Karang 

Dapo

237 150.000.000                                          165.000.000 DAU Dinas PERKIM

19
Pembangunan Pagar TPU Dusun I Desa Rantau 

Telang Kec. Karang jaya
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Pagar 

TPU Dusun I Desa 

Rantau Telang Kec. 

Karang jaya

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM



20
Pembangunan Pagar TPU Desa Maur Lama Kec. 

Rupit
Kec. Rawas Ulu

Tesedinya 

Pembangunan Pagar 

TPU Desa Maur Lama 

Kec. Rupit

158 100.000.000                                          110.000.000 DAU Dinas PERKIM

21
Pembangunan Gapura TPU Desa Karang Anyar 

Kec. Rupit
Kec. Rawas Ilir

Tesedinya 

Pembangunan Gapura 

TPU Desa Karang 

Anyar Kec. Rupit

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

22
Pembangunan Pagar TPU Desa Suka Menang Kec. 

Karang Jaya ( Lanjutan )

Tesedinya 

Pembangunan Pagar 

TPU Desa Suka Menang 

Kec. Karang Jaya ( 

Lanjutan )

316 200.000.000                                          220.000.000 DAU Dinas PERKIM

Administrasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Pemakaman

Kab. Musi Rawas 

Utara

Tesedinya Administrasi 

Kegiatan Pembangunan 

Sarana dan Prasarana 

Pemakaman

35.000.000                                              38.500.000 DAU Dinas PERKIM

Jasa Konsultan Perencanaan Kegiatan 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Kab. Musi Rawas 

Utara

Tesedinya Jasa 

Konsultan Perencanaan 

Kegiatan Pembangunan 

Sarana dan Prasarana 

Pemakaman

50.000.000                                              55.000.000 DAU Dinas PERKIM

Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Kab. Musi Rawas 

Utara

Tesedinya Jasa 

Konsultan Pengawasan 

Kegiatan Pembangunan 

Sarana dan Prasarana 

Pemakaman

75.000.000                                              82.500.000 DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Pagar TPU Desa Batu Gajah Baru 

Kec. Rupit
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Pagar TPU Desa Bingin Rupit Kec. 

Rupit
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Pagar TPU Desa Tanjung Beringin DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Pagar dan Gapura TPU Desa Maur 

Baru
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Pagar Kuburan Desa Setia Marga DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Pagar Pemakaman Umum Desa 

Teladas
DAU Dinas PERKIM

Pembangunan Pagar dan Gapura TPU Desa Lesung 

Batu Dusun 1 dan 3
DAU Dinas PERKIM

Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa 

Jangkat
DAU Dinas PERKIM

Pembuatan Pagar Kuburan Desa Sosokan DAU Dinas PERKIM



Pembangunan Pagar TPU Desa Lubuk Kumbung DAU Dinas PERKIM

Pembuatan Gapura TPU Desa Tanjung Agung DAU Dinas PERKIM



Rp 17.161.364.300,00

Rp 9.827.028.700,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 4.000.000.000,00

5.1.1 Belanja Pegawai Rp 4.000.000.000,00

Jumlah surat 

menyurat

400	lemb

ar

Jumlah naskah dinas 1500 

lembar

Indeks Kepuasan 

Aparatur

100%

Jasa komunikasi, 

sumber daya air dan 

listrik

2 Unit Jumlah rekening 

tagihan

2 rekening Indeks Kepuasan 

Aparatur

100%

Adanya  SDM dlm 

memberikan 

pelayanan 

kesehatan dan adm 

Perkantoran

1 tahun jumlah pegawai 35 orang kelancaran 

operasional

12 bulan

Tercapainya 

Keamanan Barang 

Milik Daerah

12 Bulan Polis asuransi 

kerugian

4 

kendaraan

Indeks Kepuasan 

Aparatur

100%

Meningkatnya 

pemeliharaan 

kondisi dan perijinan 

operasional 

kendaraan dinas

12 bulan jumlah kendaraan 

dinas

4 

kendaraan

Indeks Kepuasan 

Aparatur

100%

Tersedianya jasa 

administrasi 

keuangan

12 Bulan jumlah tenaga/jasa 15 

Pegawai

Indeks Kepuasan 

Aparatur

100%

Tersedianya  jasa 

kebersihan kantor

12 Bulan Jumlah BHP 

kebersihan

12 jenis Indeks kepuasan 

aparatur

100%

Tersedianya alat 

tulis kantor

12 Bulan Jumlah jenis ATK 60 jenis Indeks Kepuasan 

Aparatur

100%

Tersedianya barang 

cetakan dan 

penggandaan

12 Bulan Jumlah Eksemplar 17  jenis Indeks Kepuasan 

Aparatur

100%

jumlah bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

12 bulan Jumlah Eksemplar 20 media 

& 10 jenis 

peraturan

Indeks Kepuasan 

Aparatur

100%

Terpenuhinya 

Kebutuhan Bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang - 

undangan

12 Bulan

Terselenggaranya 

Operasional Kantor 

Selama 1 Tahun

100% Jumlah BHP Kantor 60 jenis Indeks Kepuasan 

Aparatur

100%

Tersedianya 

makanan dan 

minuman

11 bulan Jumlah Porsi 66 Porsi Indeks Kepuasan 

Aparatur

100%

 Terselenggaranya 

rapat-rapat 

koordinasi dan 

Konsultasi keluar 

daerah

12 bulan Jumlah SPPD 150 kali Indeks Kepuasan 

Aparatur

100%

Penyelenggaraan  

perjalanan dinas 

pegawai  dalam 

daerah

100% Jumlah SPPD 30 kali LHP 100%

Meningkatnya 

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran

1 Tahun Jumlah Jasa/Tenaga 35 

pegawai

Indeks Kepuasan 

Aparatur

100%

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

1.06 Perencanaan Pembangunan

1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.956.980.000,00 Rp 2.123.672.800,00

1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rp 7.500.000,00 Rp 8.250.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 24.000.000,00 Rp 29.040.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 400.000.000,00 Rp 425.000.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.01.005 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 16.000.000,00 Rp 17.600.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.01.004 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Perkantoran Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 11.000.000,00 Rp 12.100.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 214.920.000,00 Rp 236.412.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 29.400.000,00 Rp 32.340.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 88.500.000,00 Rp 97.094.800,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.01.008 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 85.000.000,00 Rp 93.500.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 80.000.000,00 Rp 82.500.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 17.500.000,00 Rp 19.250.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 116.160.000,00 Rp 127.776.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.01.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 400.000.000,00 Rp 440.000.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 40.000.000,00 Rp 44.000.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 327.000.000,00 Rp 348.810.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan1.06.1.06.01.01.022 Penyediaan Jasa Jaminan Tenaga Kerja Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah



Tersedianya jasa 

pejalanan dinas 

daerah

1 Tahun

Tersedianya 

pendokumentasian 

acara dan kegiatan 

pejabat

100% Jumlah Tenaga/Jasa 80 

publikasi

Indeks Kepuasan 

Aparatur

100%

Jumlah Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

2 Paket Jumlah Peralatan 5 jenis Persentase 

Keterpenuhan 

Rencana Kebutuhan 

Barang Milik OPD

100%

Jumlah Kendaraan 

dinas yang 

terpelihara dengan 

baik

37 unit Jumlah Kendaraan 4 

kendaraan

Indeks Kepuasan 

Aparatur

100%

Jumlah 

Pemeliharaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

12 Bulan Jumlah 

Perlangkapan

6 jenis Persentase 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana

100%

Jumlah 

Pemeliharaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

12 bulan Jumlah peralatan 8 jenis Persentase 

Keterpenuhan 

Rencaca Kebutuhan 

Barang Milik OPD

100%

Jumlah Pengadaan 

Baju dinas beserta 

Perlengkapannya

56 Stel Jumlah stel pakaian 

dinas

124 stel Jumlah pelanggaran 

disiplin

100%

Jumlah Aparatur 

yang mengikuti 

diklat Formal

198	orang Jumlah Peserta 10 

pegawai

Persentase 

keterpenuhan 

standar kompetensi

100%

Jumlah Pegawai 

yang memiliki 

peningkatan 

pengetahuan dan 

keterampilan

6 Orang Jumlah peserta 22 

pegawai

Persentase 

keterpenuhan 

standar kompetensi

100%

Tersedianya SDM 

Aparatur Handal

100	%

Jumlah Aparatur 

yang Mengikuti 

Bimtek

103 orang Jumlah peserta 

bimtek

10 

pegawai

Persentase 

Keterpenuhan 

Standar Kompetensi

100%

Jumlah Aparatur 

yang mengikuti 

diklat Formal

198	orang Jumlah Peserta 70 

pegawai

Persentase 

Keterpenuhan 

Standar Kompetensi

100%

Meningkatnya 

kapasitas dan 

kualitas SDM 

aparatur

8 Orang Jumlah Peserta 50 

pegawai

Persentase 

keterpenuhan 

standar kompetensi

100%

Meningkatnya 

kapasitas dan 

kualitas SDM 

aparatur

8 Orang Jumlah pegawai 15 

Pegawai

Meningkatnya 

kualitas SDM

100%

Tersediannya 

dokumen sistem 

informasi daerah 

dan aplikasi bank 

data

50 buku Jumlah dokumen 

dan aplikasi

50 buku 

dan 1 

aplikasi

persentase target 

kinerja 

100%

Tersediannya 

dokumen muratara 

dalam angka, PDRB 

dan Kec. dlm angka/ 

selayang pandang

250 buku Jumlah dokumen 3 jenis Persentase Data 

Capaian Kinerja 

Pemda

100

Terlaksananya 

pengkoordinasian 

bidang data dan 

litbang

60 kali Jumlah SPPD 60 kali Persentase 

Koordinasi 

100%

tersediannya aplikasi 

dan dokumen IPD/ 

Potensi Desa

40 buku / 

1 aplikasi

Jumlah dokumen 

dan aplikasi

40 buku/ 1 

aplikasi

persentase 

perkembangan desa 

100%

Rp 327.000.000,00 Rp 348.810.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.01.029 Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 100.000.000,00 Rp 110.000.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.01.022 Penyediaan Jasa Jaminan Tenaga Kerja Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 265.000.000,00 Rp 176.650.000,00

1.06.1.06.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 100.000.000,00 Rp 110.000.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp 115.000.000,00 Rp 12.650.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.02.026 Pemeliharaan  Rutin/Berkala PerLengkapan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 25.000.000,00 Rp 27.500.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas/Operasional Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 25.000.000,00 Rp 26.500.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur Rp 108.500.000,00 Rp 119.900.000,00

1.06.1.06.01.02.226 Pemeliharan rutin/berkala peralatan kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 108.500.000,00 Rp 119.900.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 1.757.000.000,00 Rp 1.932.700.000,00

1.06.1.06.01.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Tidak memiliki sasaran di RPJM Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 250.000.000,00 Rp 275.000.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.05.003 peingkatan kapasitas Aparatur perencana Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatnya kualitas sumber 

daya aparatur

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 500.000.000,00 Rp 550.000.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.05.002 Pelatihan/diklat perencanaan penataan ruang Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatnya kualitas sumber 

daya aparatur

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 125.000.000,00 Rp 137.500.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.05.006 Diklat/pelatihan perencanaan pembangunan daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatnya kualitas sumber 

daya aparatur

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 300.000.000,00 Rp 330.000.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.05.005 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatnya kualitas sumber 

daya aparatur

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 132.000.000,00 Rp 145.200.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.05.050 Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatnya kualitas sumber 

daya aparatur

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 450.000.000,00 Rp 495.000.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.05.007 sosialisasi  peraturan perundang-undangan Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatnya kualitas sumber 

daya aparatur

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 1.975.800.000,00 Rp 1.796.100.000,00

1.06.1.06.01.15.001 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian 

target kinerja program dan kegiatan

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Tidak memiliki sasaran di RPJM Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 356.000.000,00 Rp 176.000.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.01.15 Program pengembangan data/informasi

Rp 250.000.000,00 Rp 275.000.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.15.006 Koordinasi perencanaan bidang data dan litbang Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Tidak memiliki sasaran di RPJM Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 133.000.000,00 Rp 146.300.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.15.005 Penyusunan Profil Daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Tidak memiliki sasaran di RPJM Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 317.100.000,00 Rp 180.000.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan1.06.1.06.01.15.007 Monitoring perkembangan desa wilayah kab muratara Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Tidak memiliki sasaran di RPJM Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah



Terlaksananya 

pelatihan teknologi 

penelitian dan 

inovasi daerah

2 kali Jumlah pelatihan 2 kali persentase 

pelatihan

100%

Tersediannya  

dokumen indeks 

kepuasan 

masyarakat dan arah 

pembangunan 

daerah

10 buku Jumlah dokumen 10 buku Persentase kinerja 100%

Keikutsertaan dalam 

launching kebun 

raya sriwijaya

2 stand Jumlah stand 2 stand persentase 

pelaksanaan 

kegiatan

100%

Program perencanaaan pengembangan wilayah strategis dan 

cepat tumbuh

terlaksananya 

fasilitasi dan 

koordinasi

3 kali Jumlah Koordinasi 3 kali persentase kegiatan 

BKPRD

100%

tersediannya 

fasilitasi PAMSIMAS

5 kali Jumlah fasilitasi 5 kali Persentase kegiatan 

fasilitasi

100%

terlaksanannya 

pembinaan dan 

pengembangan 

sarana dan 

prasarana

3 kali Jumlah pembinaan 

dan pengembangan

3 kali Persentase 

pembinaan dan 

pengembangan

100%

trelaksananya 

fasilitasi PPSP

3 kali Jumlah fasilitasi 3 kali Persentase 

pelaksanaan 

fasilitasi

100%

Dokumen 

Rancangan RKPD 

60	Dokum

en

Jumlah Dokumen 60 buku Terlaksananya 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

100%

Dokumen Draft awal 

rancangan RKPD

50	Dokum

en

jumlah kegiatan 1 kali terlaksananya 

kegiatan 

musrenbang

100%

Tersedianya Buku 

Laporan 

Akuntabilitas kinerja

25	Dokum

en LAKIP

Jumlah dokumen 25 buku Terlaksananya 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

100%

Tersediannya 

dokumen Laporan 

Keterangan 

Pertanggungjawaba

n 

120	Doku

men LKPJ

Jumlah Dokumen 120 buku Terlaksananya 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

100%

terlaksananya 

pengkoordinasian 

bidang program 

sarana dan 

prasarana

60 kali Jumlah SPPD 60 kali Terlaksananya 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

100%

tersediannya 

dokumen KUA dan 

KUA_P

120 buku jumlah dokumen 

KUA dan KUA 

Perubahan

120 buku tersedianya 

dokumen 

perencanaan

100%

- - jumlah dokumen 120 buku tersedianya 

dokumen 

perencanaan

100%

dokumen RKPD 

Perubahan

60 buku Jumlah dokumen 60 buku Terlaksananya 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

100%

Tersediannya 

laporan monitoring 

dan evaluasi 

triwulan 

pelaksanaan 

program kegiatan 

APBD SKPD

75	Buku Jumlah Dokumen 75 buku Terlaksananya 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

100%

tersediannya aplikasi 1 aplikasi Jumlah Aplikasi 4 aplikasi Terlaksananya 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

100%

1.06.1.06.01.15.008 Program pengembangan inkubator teknologi, penelitian dan 

inovasi daerah

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Tidak memiliki sasaran di RPJM Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 449.900.000,00 Rp 490.000.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

Rp 344.800.000,00 Rp 388.800.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.15.011 Launching kebun raya sriwijaya Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Tidak memiliki sasaran di RPJM Propinsi Rp 125.000.000,00 Rp 140.000.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.15.009 Survey tingkat kepuasan masyarakat dan arah pembangunan 

Muratara

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Tidak memiliki sasaran di RPJM Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 630.000.000,00 Rp 693.000.000,00

1.06.1.06.01.18.006 Fasilitasi dan koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) Kab. 

Muratara

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

perencanaan dan

pengendalian

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 150.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.01.18

Rp 180.000.000,00 Rp 198.000.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.18.008 Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana di 

Kabupaten Muratara

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan daerah yang 

parsipatif dan

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 200.000.000,00 Rp 220.000.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.18.007 Fasilitasi kegiatan PAMSIMAS Kabupaten Musi Rawas Utara Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

perencanaan dan

pengendalian

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 100.000.000,00 Rp 110.000.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah Rp 3.051.019.000,00 Rp 1.735.005.900,00

1.06.1.06.01.18.009 Fasilitasi kegiatan PPSP Kabupaten Musi Rawas Utara Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

perencanaan dan

pengendalian

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 105.683.100,00 Rp 116.000.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.21.009 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

perencanaan dan

pengendalian

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 320.450.000,00 Rp 367.000.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.21.008 Penyusunan Rancangan RKPD Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan daerah yang 

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 102.500.000,00 Rp 112.700.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.21.012 Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban 

(LKPJ)

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan daerah yang 

parsipatif dan

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 153.070.000,00 Rp 175.000.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.21.011 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan daerah yang 

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 202.500.000,00 Rp 224.700.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.21.014 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Kebijakan 

Umum Anggaran Perubahan

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

perencanaan dan

pengendalian

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 149.070.000,00 Rp 165.000.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.21.013 Koordinasi Bidang Program, Sarana dan Prasarana Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan daerah yang 

parsipatif dan

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 185.900.000,00 Rp 204.490.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.21.016 Penyusunan RKPD Perubahan Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan daerah yang 

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 89.115.900,00 Rp 89.115.900,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.21.015 Penyusunan Plafon Prioritas Anggaran Sementara  (PPAS) dan 

Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS- P)

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

perencanaan dan

pengendalian

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 256.000.000,00 Rp 281.000.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.21.021 Perencanaan berbasis Online Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan daerah yang 

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 1.100.000.000,00 Rp 0,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.21.019 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan daerah yang 

parsipatif dan

berkualitas

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah



Terlaksananya 

sosialisasi 

pemanfaatan sistem 

perencanaan 

berbasis online

4 kali Jumlah sosialisasi 4 kali Terlaksananya 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

100%

dokumen RPJMD 

2016-2021

50 buku Jumlah Dokumen 50 buku Terlaksananya 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

100%

dokumen indikator 

ekonomi 

100 buku Jumlah dokumen 100 buku persentase indikator 

ekonomi

100%

dokumen pendataan 

dan pemukhtahiran 

data mandiri fakir 

miskin

50 buku Jumlah dokumen 50 buku Persentase 

pemuktahiran data 

mandiri fakir miskin

50 buku

dokumen laporan 

LP2KD

30 buku Jumlah dokumen 30 buku persentase 

kemiskinan daerah

100%

terlaksananya 

fasilitasi forum CSR

3 kali Jumlah fasilitasi 3 kali persentase fasilitasi 100%

Dokumen RAD 

MDG'S

120	Doku

men RAD 

MDG's

jumlah dokumen dan 

laoran

4 jumlah dokumen 

dan laoran

100%

tersediannya 

dokumen dan 

laporan 

100 buku 

dan 2 

laporan

terlaksananya 

koordinasi bidang 

sosial budaya dan 

ekonomi

60 kali Jumlah SPPD 60 kali persentase 

koordinasi

100%bb

tersediannya 

dokumen dan 

laporan 

100 buku 

dan 2 

laporan

Jumlah dokumen 

dan laporan

100 buku 

dan 2 

laporan

persentase kinerja 

bidang sosial 

budaya dan 

ekonomi

100%

Rp 161.730.000,00 Rp 0,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.21.023 Penetapan RPJMD Tahun 2016-2021 Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan daerah yang 

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 225.000.000,00 Rp 0,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.21.022 Sosialisasi pemanfaatan sistem perencanaan pembangunan 

berbasis Online

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan daerah yang 

parsipatif dan

berkualitas

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 2.568.165.500,00 Rp 330.000.000,00

1.06.1.06.01.22.001 Penyusunan indikator ekonomi daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

perencanaan dan

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 500.000.000,00 Rp 0,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.01.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi

Rp 1.768.165.500,00 Rp 0,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.22.013 Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

perencanaan dan

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 150.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.22.011 Pendataan dan Pemukhtahiran Data Mandiri Fakir Miskin Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan daerah yang 

parsipatif dan

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 150.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.01.23 Program perencanaan sosial dan budaya Rp 848.899.800,00 Rp 920.000.000,00

1.06.1.06.01.22.015 Fasilitasi forum CSR Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

perencanaan dan

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 325.000.000,00 Rp 350.000.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.23.009 Koordinasi perencanaan bidang sosial budaya dan ekonomi Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan daerah yang 

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 202.578.800,00 Rp 220.000.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan

1.06.1.06.01.23.005 Rencana Aksi daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan daerah yang 

parsipatif dan

berkualitas

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Rp 321.321.000,00 Rp 350.000.000,00 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sedang Berjalan1.06.1.06.01.23.010 Monitorang, evaluasi dan pelaporan Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan daerah yang 

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah



Rp 4.975.380.000,00

Rp 5.720.015.000,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 5.000.000,00

5.1.1 Belanja Pegawai Rp 5.000.000,00

Jumlah surat 

menyurat

400	lemb

ar

Jumlah Materai 1500 

Lembar

Kelancaran 

Administrasi Surat 

Menyurat Kantor

1 Tahun

Terciptanya 

kelancaran 

pelaksanaan surat 

menyurat kantor

80 Persen

Jasa komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

2 Unit Jumlah Tagihan 

Rekening

36 

Tagihan

Kelancaran 

Operasional Kantor

1 Tahun

jumlah polis 

asuransi

100% Jumlah Polis 

Asuransi

5 Polis 

Asuransi

Jaminan Asuransi 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

1 Tahun

Tercapainya 

Keamanan Barang 

Milik Daerah

12 Bulan

Jasa administrasi 

keuangan yang 

tersedia

32 Orang Jumlah Aparatur 

dan Tenaga Kerja 

yang dibayar

13 Orang Kelancaran 

Administrasi 

Keuangan Kantor

1 Tahun

Terpenuhinya 

Honorarium Jasa 

Adm Keuangan

12 Bulan

Jumlah Jenis Alat 

Tulis Kantor

12 Bulan Jumlah Jenis Alat 

Tulis kantor 

25 Jenis Kelancaran 

Operasional 

Kegiatan 

Administrasi 

Kantor

1 Tahun

jumlah barang 

cetakan dan 

penggandaan

12 bulan Jumlah Jenis Cetak 

dan Penggandaan

13 Jenis Kelancaran 

Operasional 

Kegiatan 

Administrasi 

Kantor

1 Tahun

Jumlah Jenis 

Komponen Instalasi 

Listrik / 

Penerangan Kantor

12 Bulan Jumlah Jenis 

Komponen Instalasi 

Listrik

12 Jenis Kelancaran 

Operasional Listrik 

Kantor

1 Tahun

Jumlah Pengadaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

0 Unit Jumlah Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor

7 Unit Masa Manfaat 

Peralatan

5 Tahun

jumlah bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

12 bulan Jumlah Eksemplar 5500 

Eksemplar

Upgrade Informasi, 

Wawasan dan 

Pengetahuan 

Aparatur

1 tahun

jumlah makanan 

dan minuman

11 bulan Jumlah Porsi 7.940 

Kotak

Pemenuhan 

Kebutuhan Logistik 

Makanan dan 

Minuman

1 Tahun

Rp 45.000.000,00 Rp 47.500.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan

1.07.1.07.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Perhubungan Rp 198.500.000,00 Rp 198.500.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan

1.07.1.07.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Perhubungan

Rp 40.000.000,00 Rp 42.500.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan

1.07.1.07.01.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Perhubungan Rp 50.000.000,00 Rp 55.000.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan

1.07.1.07.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Perhubungan

Rp 71.500.000,00 Rp 75.000.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan

1.07.1.07.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Perhubungan Rp 50.000.000,00 Rp 55.000.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan

1.07.1.07.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Perhubungan

Rp 38.500.000,00 Rp 40.000.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan

1.07.1.07.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Perhubungan Rp 143.880.000,00 Rp 165.000.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan

1.07.1.07.01.01.005 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Perhubungan

Rp 7.500.000,00 Rp 9.000.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan

1.07.1.07.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Dinas Perhubungan Rp 24.000.000,00 Rp 30.000.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan

1.07.1.07.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Perhubungan

1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 2.195.880.000,00 Rp 2.507.000.000,00

1.07.01 Dinas Perhubungan

1.07 Perhubungan

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Perhubungan

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi



 Terselenggaranya 

rapat-rapat 

koordinasi dan 

Konsultasi keluar 

daerah

12 bulan Jumlah Laporan 

Perjalanan Dinas

25 

Laporan

Dukungan 

Operasional 

Kegiatan

1 Tahun

Jumlah SPPD Dalam 

Daerah

12 Bulan Jumlah Laporan 

Perjalanan Dinas

30 

Laporan

Dukungan 

Operasional 

Kegiatan

1 Tahun

Jumlah Tenaga 

Kerja / Jasa

12 Bulan Jumlah Tenaga 

Kerja yang di Bayar

84 Orang Kelancaran 

Operasional 

Administrasi/Tekni

s Perkantoran

1 Tahun

jumlah peralatan 

kebersihan kantor

100% Jumlah Jenis 

Peralatan

25 Jenis Kebersihan dan 

Kerapian Gedung 

Kantor

1 Tahun

jumlah polis 

asuransi

100% Jumlah Polis 

Asuransi

80 Polis 

Asuransi

Asuransi Tenaga 

Kerja

1 Tahun

Jumlah Pengadaan 

Kendaraan Dinas

1 Paket Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional

2 Unit Kelancaran 

Mobilitas Aparatur

1 Tahun

Persentase 

Keterpenuhan 

Rencana 

Kebutuhan Barang 

Milik daerah 

(RKBMD)

70 %

Tersedianya 

gedung kantor

1 unit Jumlah Gedung 

Kantor

1 Unit 

Gedung

Tersedianya Sewa 

Sarana dan 

Prasarana Kantor

1 Tahun

Tersedianya 

Peralatan 

kendaraan dinas 

1 Tahun Jumlah Set 

Peralatan dan 

Perlengkapan

3 Set Kelaikan 

Operasional 

Kendaraan

1 Tahun

Kendaraan 

dinas/operasional 

yang terpelihara

6 Unit Jumlah Kendaraan 

Dinas yang 

Dipelihara

12 Unit Terpeliharanya 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

1 Tahun

Terpeliharanya 

Peralatan kantor

90 Persen Jumlah Peralatan 

dan Perlengkapan

20 Unit Terpeliharanya 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

1 Tahun

Ketertiban dan 

Kerapian Pegawai

100	% Jumlah Jenis 

Atribut dan 

Perlengkapan

3 Jenis Dukungan 

Kelancaran Tugas

1 Tahun

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya 

kapasitas dan 

kualitas SDM 

aparatur

8 Orang Jumlah Pegawai 

dan Tenaga Kerja 

yang Mengikuti 

Pendidikan dan 

Pelatihan

10 Orang Dukungan 

Kemampuan dan 

Keterampilan 

Pegawai

1 Tahun

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 

Perhubungan

Persentase 

keterukuran 

perencanaan/pem

bangunan 

prasarana dan 

fasilitas 

perhubungan

75 % Jumlah Anggota 

Tim

8 Orang Data Potensi 

Pembangunan di 

Bidang 

Perhubungan

1 

Dokumen

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 

Fasilitas LLAJ

Rp 7.600.000,00 Rp 9.700.000,00 Dinas Perhubungan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.07.01.16 Rp 150.000.000,00 Rp 175.000.000,00

1.07.1.07.01.15.010 Pendataan dan Pemetaan Potensi Pembangunan di Bidang 

Perhubungan

Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan  Ulu Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Kecamatan Karang Jaya

Kecamatan Nibung

Kecamatan Rawas ilir

Kecamatan Rawas Ulu

Rp 135.000.000,00 Rp 150.000.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan

1.07.01.15 Rp 7.600.000,00 Rp 9.700.000,00

1.07.1.07.01.05.001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatnya kualitas sumber 

daya aparatur

Dalam dan Luar Daerah

Rp 49.800.000,00 Rp 52.500.000,00 Dinas Perhubungan Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.07.01.05 Rp 135.000.000,00 Rp 150.000.000,00

1.07.1.07.01.03.006 Pengadaan Atribut dan Perlengkapan Operasional Petugas Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perhubungan

Rp 30.000.000,00 Rp 35.000.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan

1.07.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur Rp 49.800.000,00 Rp 52.500.000,00

1.07.1.07.01.02.030 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Perhubungan

Rp 67.500.000,00 Rp 70.000.000,00 Dinas Perhubungan Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.07.1.07.01.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas/Operasional Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Perhubungan Rp 285.000.000,00 Rp 297.500.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan

1.07.1.07.01.02.012 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Perhubungan

Rp 80.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Perhubungan Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.07.1.07.01.02.011 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Dinas Perhubungan Rp 75.000.000,00 Rp 77.500.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan

1.07.1.07.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Perhubungan

Rp 40.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan

1.07.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 537.500.000,00 Rp 480.000.000,00

1.07.1.07.01.01.022 Penyediaan Jasa Jaminan Tenaga Kerja Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

Dinas Perhubungan

Rp 1.032.000.000,00 Rp 1.272.000.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan

1.07.1.07.01.01.021 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Dinas Perhubungan Rp 50.000.000,00 Rp 52.500.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan

1.07.1.07.01.01.020 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis 

Perkantoran

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Perhubungan

Rp 375.000.000,00 Rp 380.000.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan

1.07.1.07.01.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Kecamatan  Ulu Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Rp 30.000.000,00 Rp 35.000.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan

1.07.1.07.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kabupaten, Kota dan 

Provinsi Luar Daerah



Persentase 

Kelayakan Alat 

Kontrol Lalu Lintas

95	% Masa Pemeliharaan 

Sarana Alat 

Pengujian 

Kendaraan 

Bermotor

1 Tahun Masa Manfaat 1 Tahun

Persentase 

Peningkatan 

Pelayanan dan 

Kedisiplinan 

Pengoperasian 

Kendaraan/Angkut

an Umum

95 % Jumlah Aparatur 

dan Tenaga Kerja 

yang di Bayar

24 Orang Peningkatan 

Disiplin 

Pengoperasian 

Angkutan Umum

1 Tahun

Persentase 

Peningkatan 

Pelayanan dan 

Kedisiplinan 

Pengoperasian 

Kendaraan/Angkut

an Umum

95 % Jumlah Jenis 

Kegiatan 

Pengaturan/Penerti

ban Lalu Lintas

7 Jenis 

Kegiatan

Kelancaran Arus 

Lalu Lintas

1 Tahun

Persentase 

penurunan 

kejadian 

kecelakaan  dan 

peningkatan 

keamanan lalu 

lintas

95	% Rambu-rambu Lalu 

Lintas

23 Unit Penurunan 

Kejadian 

Kecelakaan Lalu 

Lintas

1 Tahun

Persentase 

penurunan 

kejadian 

kecelakaan  dan 

peningkatan 

keamanan lalu 

lintas

95	% Pagar Pengaman 

Jalan

140 Meter Penurunan 

Kejadian 

Kecelakaan Lalu 

Lintas

1 Tahun

Persentase 

penurunan 

kejadian 

kecelakaan  dan 

peningkatan 

keamanan lalu 

lintas

95	% Jumlah Aparatur 

dan Tenaga Kerja 

yang Dibayar

7 Orang Terorganisirnya 

Penyelenggaraan 

dan Pengelolaan 

Perparkiran

1 Tahun

Persentase 

penurunan 

kejadian 

kecelakaan  dan 

peningkatan 

keamanan lalu 

lintas

95	% Jumlah Lampu 

APILL

4 Unit Peningkatan 

Keselamatan 

Pengguna Jalan

1 Tahun

Persentase 

penurunan 

kejadian 

kecelakaan  dan 

peningkatan 

keamanan lalu 

lintas

95	% Zona Selamat 

Sekolah

4 Titik 

Lokasi

Peningkatan 

Keselamatan 

Pelajar

1 Tahun

Program Peningkatan Kelaikan  Pengoperasian Kendaraan 

Bermotor

Persentase 

Peningkatan 

Jumlah Kendaraan 

yang Laik Operasi

85 % Jumlah Aparatur 

dan Tenaga Kerja 

yang dibayar

9 Orang Kelancaran 

Pelaksanaan 

Pengujian 

Kendaraan 

Bermotor

1 Tahun

Rp 109.700.000,00 Rp 109.700.000,00

1.07.1.07.01.20.004 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Dinas Perhubungan Rp 109.700.000,00 Rp 109.700.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan

1.07.01.20

Rp 301.500.000,00 Rp 452.250.000,00 Dinas Perhubungan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.07.1.07.01.19.009 Pembangunan dan Pengadaan Paket Rute Aman Selamat 

Sekolah (RASS)

Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Karang Jaya

Kecamatan Rupit

Rp 750.865.000,00 Rp 930.865.000,00 Dinas Perhubungan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.07.1.07.01.19.008 Pengadaan Lampu APILL Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Karang Jaya

Kecamatan Rawas Ulu

Rp 197.650.000,00 Rp 199.500.000,00 Dinas Perhubungan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.07.1.07.01.19.004 Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan  Ulu Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Kecamatan Karang Jaya

Kecamatan Nibung

Kecamatan Rawas ilir

Kecamatan Rawas Ulu

Rp 71.400.000,00 Rp 91.200.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan

1.07.1.07.01.19.003 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan  Ulu Rawas

Rp 1.372.900.000,00 Rp 1.799.115.000,00

1.07.1.07.01.19.001 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan  Ulu Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Kecamatan Karang Jaya

Kecamatan Nibung

Kecamatan Rawas ilir

Kecamatan Rawas Ulu

Rp 51.485.000,00 Rp 125.300.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan

1.07.01.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Rp 62.000.000,00 Rp 62.000.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan

1.07.1.07.01.17.016 Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan  Ulu Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Kecamatan Karang Jaya

Kecamatan Nibung

Kecamatan Rawas ilir

Kecamatan Rawas Ulu

Rp 350.000.000,00 Rp 375.000.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan

1.07.1.07.01.17.005 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan 

Umum di Jalan Raya

Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Karang Jaya

Kecamatan Nibung

Kecamatan Rawas Ulu

Kecamatan Rupit

Rp 150.000.000,00 Rp 175.000.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan

1.07.01.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan Rp 412.000.000,00 Rp 437.000.000,00

1.07.1.07.01.16.005 Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas 

Perlengkapan Jalan 

Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan  Ulu Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Kecamatan Karang Jaya

Kecamatan Nibung

Kecamatan Rawas ilir



Rp 19.946.407.300,00

Rp 21.678.378.030,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jumlah surat 

menyurat

400	lem

bar

Jumlah Surat 150 Surat 

dan 

dokumen 

lainnya

Tersedianya 

Administrasi 

surat menyurat

12 Bulan

Jasa komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

2 Unit Jumlah Rekening 

Listrik & Air

12 

rekening

Tersedianya Air 

dan Penerangan 

Listrik

12 Bulan

Pembayaran 

Pajak Kendaraan 

Operasional

46 Unit Jumlah Asuransi 

Kendaraan Dinas/ 

Operasional

6 

kendaraa

n 

dinas/op

erasional

Tersedianya 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

12 Bulan

Terpenuhinya 

Honorarium Jasa 

Adm Keuangan

12 Bulan Jumlah Orang 

Pengelola 

Administrasi 

Keuangan

6 orang Terlaksananya 

administrasi dan 

pengelolaan 

keuangan

12 Bulan

jumlah alat tulis 

kantor

12 bulan Jumlah Jenis Alat 

Tulis Kantor

21 jenis Terlaksananya 

Peralatan dan 

Sarana 

Perkantoran

12 Bulan

Ada Perlengkapan 

sarana elektronik 

1 tahun Jumlah barang 

cetakan

19.000 

fotocopy, 

30 

spanduk, 

9 jenis 

cetakan

Terlaksananya 

penyediaan 

barang cetakan 

dan pengandaan 

surat menyurat

12 Bulan

jumlah barang 

cetakan dan 

penggandaan

12 bulan

jumlah bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

12 bulan Jumlah buku 

bacaan & Media 

Massa

284 exp 

koran, 40 

iklan, 5 

majalah

Tersedianya 

bacaan dan 

informasi media 

massa koran dan 

iklan

12 Bulan

jumlah makanan 

dan minuman

11 bulan Jumlah makanan 

& minuman 

pegawai

900 

snack,90

0 makan 

dan 

minum

Tersedianya 

makanan dan 

minuman 

pegawai kantor

12 Bulan

Perjalanan dinas 

dalam rangka 

konsultasi dan 

koordinasi

12 Bulan Jumlah perjalanan 

dinas luar daerah

40 

Perjalana

n dinas 

luar 

daera

Terlaksananya 

koordinasi dan 

konsultasi di 

bidang kantor

12 Bulan

Pengadaan peralatan gedung kantor Rp 30.000.000,00 Rp 35.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan

Rp 250.000.000,00 Rp 250.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan1.08.1.08.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Wilayah Luar Daerah 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 25.000.000,00 Rp 27.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan

1.08.1.08.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan

Rp 50.000.000,00 Rp 53.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan

1.08.1.08.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan

Rp 25.000.000,00 Rp 27.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan

1.08.1.08.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan

Rp 23.000.000,00 Rp 26.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan

1.08.1.08.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan

Rp 42.000.000,00 Rp 45.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan

1.08.1.08.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan

Rp 109.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan

1.08.1.08.01.01.005 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan

Rp 3.000.000,00 Rp 4.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan

1.08.1.08.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan

Rp 19.000.000,00 Rp 21.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan

1.08.1.08.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan

1.08.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 3.008.200.000,00 Rp 3.122.200.000,00
1.08.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
1.08 Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi



Perjalanan dinas 

dalam rangka 

konsultasi dan 

koordinasi

12 Bulan Jumlah 

Kecamatan

7 

Kecamat

an

Terlaksananya 

koordinasi dan 

konsultasi di 

bidang kantor

12 Bulan

Tersedianya jasa 

pendukung 

administrasi / 

perkantoran

100% Jumlah Tenaga 

Kerja Sukarela & 

Pekerja Harian 

Lepas

229 

tenaga 

kerja 

tidak 

tetap/pe

gawai 

tidak 

tetap

Terlaksananya 

administrasi 

teknis 

perkantoran

12 Bulan

Jumlah 

Keterseidaan 

untuk kebersihan 

kantor

12 bulan Jumlah Peralatan 

Kebersihan & 

Keindahan  Kantor

14 jenis Terjaganya 

kebersihan dan 

keindahan kantor

12 Bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah 

Pengadaan 

Perlengkapan 

gedung kantor

1 Paket Jumlah peralatan 

sarana gedung  

kantor

2 mic, 3 

laptop, 2 

hardisk, 3 

printer, 1 

penghanc

ur kertas, 

2 GPS

Terlaksananya 

peralatan dan 

sarana gedung 

perkantoran

12 Bulan

Mebeuler Kantor 18 unit Jumlah mebeleur 20 kursi 

lipat, 1 

meja, 4 

kursi 

kerja, 4 

lemari 

buku, 2 

lemari 

kayu

Tersedianya 

pengadaan 

mebeleur

12 Bulan

Terpeliharanya 

gedung kantor 

yang layak pakai

80	% Jumlah gedung 2 Unit 

ruko, 1 

Ruko 

(Untuk 

gudang)

Tersedianya 

sarana dan 

prasaran 

perkantoran

2 Unit 

Ruko,1 

Ruko 

(Untuk 

Gudang)
Jumlah 

Kendaraan dinas 

yang terpelihara 

dengan baik

37 unit Jumlah kendaraan 

dinas/operasonal

6 unit 

mobil, 4 

unit 

sepeda 

motor 

dan 1 

unit 

genset, 

sinso dan 

mesin 

rumput

Terlaksananya 

pemeliharaan 

rutin/ berkala 

kendaraan 

dinas/operasional

12 Bulan

Gedung kantor 

yang refresentatif

100 % Jumlah Perawatan 

Peralatan

6 Jenis 

Peralatan 

Elektroni

k, 1 Set 

alat 

laborator

ium

Terlaksananya 

pemeliharaan 

rutin/berkala 

gedung kantor

6 Jenis 

Peralatan 

Elektroni

k, 1 Set 

alat 

laborator

ium

Rp 711.000.000,00 Rp 716.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan

1.08.1.08.01.02.025 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan

Rp 33.000.000,00 Rp 36.300.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan

1.08.1.08.01.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan 

Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan

Rp 45.000.000,00 Rp 47.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan

1.08.1.08.01.02.014 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan

Rp 150.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan

1.08.1.08.01.02.010 Pengadaan Mebeleur Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan

Rp 1.009.000.000,00 Rp 1.036.300.000,00

1.08.1.08.01.02.007 Pengadaan peralatan gedung kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan

Rp 70.000.000,00 Rp 72.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan

1.08.01.02

Rp 2.387.200.000,00 Rp 2.387.200.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan

1.08.1.08.01.01.025 Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan

Rp 20.000.000,00 Rp 22.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan

1.08.1.08.01.01.020 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis 

Perkantoran

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan

1.08.1.08.01.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan  Ulu 

Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Kecamatan Karang 

Rp 55.000.000,00 Rp 60.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan



1.08.1.08.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan

Peralatan Gedung 

kantor yang 

refresentatif

100 % Jumlah Perawatan 

Peralatan

6 Jenis 

Peralatan 

Elektroni

k, 1 Set 

alat 

laborator

ium

Terlaksananya 

pemeliharaan 

rutin/berkala 

Peralatan gedung 

kantor

6 Jenis 

Peralatan 

Elektroni

k, 1 Set 

alat 

laborator

ium

Rp 50.000.000,00 Rp 75.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 90.000.000,00 Rp 95.000.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp 90.000.000,00 Rp 95.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur
Meningkatnya 

kapasitas dan 

kualitas SDM 

aparatur

8 Orang Jumlah Peserta 20 kali 

bimtek/p

elatihan

Meningkatnya 

kualitas SDM 

Aparatur

20 kali 

bimtek/p

elatihan

Terpenuhinya 

prasarana 

persampahan

23	Unit Jumlah Prasarana 

dan sarana 

persampahan

100 buah 

tong 

sampah 

fiber 

gandeng 

dua, 1 

unit GPS 

perbaika

n 5 unit 

TPS dan 

peralatan 

kerja 

persamp

ahan

Tersedianya 

prasaran dan 

sarana 

persampahan

100 buah 

tong 

sampah 

fiber 

gandeng 

dua, 1 

unit GPS 

perbaika

n 5 unit 

TPS dan 

peralatan 

kerja 

persamp

ahan

Terpenuhinya 

prasarana 

persampahan

23	Unit Jumlah pelatihan 

dan studi banding

2 kali 

pelatihan

, 3 kali 

pelatihan 

pengelola

an 

persamp

ahan

Meningkatnya 

SDM aparat 

pengelolaan 

persampahan

2 kali 

pelatihan

, 3 kali 

pelatihan 

pengelola

an 

persamp

ahan

Terpenuhinya 

prasarana 

persampahan

23	Unit Jumlah OPD 36 OPD 

dan 

Sekolah

Terlaksananya 

Lombah 

Kebersihan dan 

kreasi 3R Sampah

36 OPD 

dan 

Sekolah

Terpenuhinya 

prasarana 

persampahan

23	Unit Jumlaoh 

Koordinasi

7 Kali 

Koordina

si 

Meningkatnya 

SDM aparat 

pengelolaan 

sampah dan 

sampah B3

7 Kali 

Koordina

si

Terpenuhinya 

prasarana 

persampahan

23	Unit Jumlah 

Kecamatan

7 

Kecamat

an

Terlaksananya 

pengawasan dan 

pemantauan 

kegiatan 

kebersihan

7 

Kecamat

an

Terpenuhinya 

prasarana 

persampahan

23	Unit Jumlah TPS 28 Unit 

TPS

Pembangunan 

TPS di Kabupaten 

Musi Rawas 

Utara

28 Unit 

TPS

Rp 1.547.000.000,00 Rp 1.701.700.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.08.1.08.01.15.007 Pembangunan dan Pengadaan TPS Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kecamatan Rupit

Rp 110.000.000,00 Rp 121.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.08.1.08.01.15.006 Pengawasan dan Pamantauan kegiatan kebersihan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 235.000.000,00 Rp 258.500.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.08.1.08.01.15.005 Koordinasi Pengelolaan Sampah dan Sampah B3 Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 330.000.000,00 Rp 363.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.08.1.08.01.15.004 Lomba Kebersihan dan Kreasi 3R Sampah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 70.000.000,00 Rp 77.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.08.1.08.01.15.003 Peningkatan Kemampuan aparat pengelolaan sampah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan

Rp 4.597.000.000,00 Rp 5.056.700.000,00
1.08.1.08.01.15.001 Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana 

dan sarana persampahan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan

Rp 305.000.000,00 Rp 335.500.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.08.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 

Rp 450.000.000,00 Rp 495.000.000,00

1.08.1.08.01.05.001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan

Rp 450.000.000,00 Rp 495.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan

1.08.01.05



Terpenuhinya 

prasarana 

persampahan

23	Unit Jumlah Prasarana 

dan sarana 

persampahan

100 buah 

tong 

sampah 

fiber 

gandeng 

dua, 1 

unit GPS, 

perbaika

n 10 unit 

gerobak 

sampah/

TPS, 

pakaian 

kerja dan 

peralatan 

kerja 

persamp

ahan

Tersedianya 

prasarana dan 

sarana 

persampahan

12 Bulan

Terpenuhinya 

prasarana 

persampahan

23	Unit Jumlah Kendaraan 

Operasional

1 Unit 

Mobil 

4WD dan 

2 Unti 

Dump 

Truck, 1 

Unit 

Mobil 

Tangki 

air, dan 

Kendaraa

n Roda 2

Tersedianya 

Kendaraan 

Operasional 

Persampahan 

1 Unit 

Mobil 

4WD dan 

2 Unti 

Dump 

Truck, 1 

Unit 

Mobil 

Tangki 

air, dan 

Kendaraa

n Roda 2

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan Hidup
Terciptaannya 

Kota Bersih Indah 

dan Sehat

1	Piala Jumlah 

Pelaksanaan 

Koordinasi

3 

Koordina

si Luar 

Daerah 

dan 7 

Koordina

si dalam 

daerah

Terlaksananya 

Kota 

Sehat/Adipura

3 

Koordina

si Luar 

Daerah 

dan 7 

Koordina

si dalam 

daerah

Terpenuhinya 

Peraturan Wajib 

AMDAL rencana 

pembangunan 

TPA

1	Paket Jumlah Koordinasi 5 

Koordina

si

Terlaksananya 

Penyusunan 

AMDAL

5 

Koordina

si

Tingkat 

Kepatuhan 

Terhadap 

Peraturan Bidang 

LH

1	keg Jumlah Laporan 

Pengawasan

40 

Laporan

Terlaksananya 

Pengawasan 

Kebijakan Bidang 

Lingkungan Hidup

40 

Laporan

Tersediahnya 

Data Pencemaran 

Air Udara Tanah 

dan Alternatif

2	Paket Jumlah Lokasi 

Usaha/Kegiatan

10 

Kegiatan/

Usaha

Terlaksananya 

Penggelolaan B3 

dan Limbah B3

10 

Kegiatan/

usaha

Tingkat 

Kepatuhan 

Terhadap 

Peraturan Bidang 

LH

1	keg Jumlah Dokumen 

Lingkungan

55 

Dokumen

Terlaksananya 

pengkajian 

dampak 

Lingkungan

55 

Dokumen

Rp 275.000.000,00 Rp 302.500.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan1.08.1.08.01.16.007 Pengajian dampak lingkungan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 195.371.000,00 Rp 214.908.100,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan

1.08.1.08.01.16.006 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Lokasi 

Usaha/Kegiatan di 

Musi Rawas Utara

Rp 60.500.000,00 Rp 66.550.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan

1.08.1.08.01.16.004 Pengawasan Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan 

hidup

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Lokasi 

Usaha/Kegiatan Di 

Musi Rawas Utara

Rp 38.500.000,00 Rp 42.350.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan

1.08.1.08.01.16.003 Koordinasi penyusunan AMDAL Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 100.000.000,00 Rp 110.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.08.1.08.01.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat/adipura Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kecamatan Di Musi 

Rawas Utara

Rp 1.700.000.000,00 Rp 1.870.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.08.01.16 Rp 3.964.707.300,00 Rp 4.361.178.030,00

1.08.1.08.01.15.014 Pengadaan Kendaraan Operasional Persampahan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan

1.08.1.08.01.15.009 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan 

persampahan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan

Rp 300.000.000,00 Rp 330.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan



Terciptaannya 

Kota Bersih Indah 

dan Sehat

1	Piala Jumlah 

Masyarakat yang 

Teredukasi

2 Sekolah 

Adiwiyat

a, 1 

Kelompo

k MHA, 

satu 

Orang 

Kalpataru

, 1 

Kelompo

k Saka 

Kalpataru

, 1 Kali 

HPSM

Terbentuknya 

Sekolah Peduli 

daln Berbudaya 

Lingkungan 

Adiwiyata

2 Sekolah 

Adiwiyat

a, 1 

Kelompo

k MHA, 

satu 

Orang 

Kalpataru

, 1 

Kelompo

k Saka 

Kalpataru

, 1 Kali 

HPSM

Tersediahnya 

Data Pencemaran 

Air Udara Tanah 

dan Alternatif

2	Paket Jumlah Dokumen 1 

Dokumen

Terkendalinya 

Kualitas Udara

1 

Dokumen

Tersediahnya 

Data Pencemaran 

Air Udara Tanah 

dan Alternatif

2	Paket Jumlah Dokumen 1 

Dokumen

Terkendalinya 

Kualitas Emisi 

1 

Dokumen

Tingkat 

Kepatuhan 

Terhadap 

Peraturan Bidang 

LH

1	keg Jumlah Laporan 

Penelitian

4 

Laporan

Terlaksananya 

Penelitian 

Tentang 

Kerusakan 

Tanaman Duku

4 

Laporan

Tingkat 

Kepatuhan 

Terhadap 

Peraturan Bidang 

LH

1	keg Jumlah Rapat 3 Kali 

Rapat

Terkendalinya 

Konflik-Konflik 

Lingkungan Hidup

3 Kali 

Rapat

Tingkat 

Kepatuhan 

Terhadap 

Peraturan Bidang 

LH

1	keg Jumlah Sosialisasi 2 Kali 

Sosialisas

i

Terlaksananya 

Sosialisasi 

Pengaduan 

Konflik-Konflik 

Lingkungan Hidup

2 Kali 

Sosialisas

i

Terpenuhinya 

Peraturan Wajib 

AMDAL rencana 

pembangunan 

TPA

1	Paket Jumlah Anggota 

KPA yang 

Bersertifikat 

AMDAL

10 

Anggota 

KPA

Terlaksananya 

Komisi Penilai 

AMDAL

10 

Anggota 

KPA

Tersediahnya 

Data Pencemaran 

Air Udara Tanah 

dan Alternatif

2	Paket Jumlah Dokumen 1 

Dokumen

Terlaksananya 

Pemantauan 

Kualitar Air 

Permukaan

1 

Dokumen

Tingkat 

Kepatuhan 

Terhadap 

Peraturan Bidang 

LH

1	keg Jumlah Lomba 

Lingkungan yang 

Terselenggara dan 

Jumlah 

Peringatan Hari 

Lingkungan Hidup

1 Kali 

Lomba 

dan 1 Kali 

Peringata

n Hari 

Lingkung

an Hidup

Terlaksananya 

Kegiatan 

Pengendalian 

Lingkungan Hidup 

Oleh Masyarakat

1 Kali 

Lomba 

dan 1 Kali 

Peringata

n Hari 

Lingkung

an Hidup

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Rp 50.000.000,00 Rp 55.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

Tersediahnya 

Data Pencemaran 

Air Udara Tanah 

dan Alternatif

2	Paket Jumlah Dokumen 1 

Dokumen

Tersedianya Data 

Aliran air di 

danau raya

1 

Dokumen

Rp 500.000.000,00 Rp 550.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.08.1.08.01.16.025 Indentifikasi aliran air danau raya kabupaten Musi 

Rawas Utara

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kecamatan Rupit

Rp 465.336.300,00 Rp 511.869.930,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.08.1.08.01.16.024 Peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pengendalian lingkungan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kecamatan  Ulu 

Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Kecamatan Karang 

Jaya

Kecamatan Nibung

Kecamatan Rawas ilir

Kecamatan Rawas Ulu

Rp 150.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.08.1.08.01.16.023 Pemantauan kualitas air permukaan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

10 Sungai

Rp 150.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.08.1.08.01.16.022 Penguatan kapasitas anggota komisi penilaian AMDAL Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 100.000.000,00 Rp 110.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.08.1.08.01.16.021 Sosialisasi pengaduan konflik-konflik lingkungan hidup Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kecamatan Karang 

Jaya

Kecamatan Rupit

Rp 700.000.000,00 Rp 770.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.08.1.08.01.16.020 Fasilitasu penyelelsaian konflik-konflik lingkungan 

hidup

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 75.000.000,00 Rp 82.500.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.08.1.08.01.16.019 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

4 Kecamatan

Rp 605.000.000,00 Rp 665.500.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.08.1.08.01.16.018 Pemantauan kualitas emisi Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 300.000.000,00 Rp 330.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.08.1.08.01.16.017 Pemantauan kualitas udara Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

5 Titik Lokasi

1.08.1.08.01.16.012 Peningkatan edukasi dan komunikasi di bidang 

lingkungan hidup

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 250.000.000,00 Rp 275.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah



- - Jumlah Lokasi 2 Kali 

Sosialisas

i

Terkendalinya 

Kebekaran hutan 

diwilayah 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

2 Kali 

Sosialisas

i

Terpeliharanya 

Taman Kota

12	bulan Jumlah Lokasi 1 Hutan 

Kota

Tersedianya 1 

Hutan Kota di 

Wilayah 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

1 Hutan 

Kota

- - Jumlah Dokumen 2 

Dokumen

Terlaksananya 

upaya 

perlindungan dan 

konservasi 

sumber daya 

alam

2 

Dokumen

- - Jumlah Lokasi 1 

Kampung 

Iklim

Terlaksananya 

Uapaya 

Perlindungan dan 

konservasi 

sumber daya 

alam

1 

Kampung 

Iklim

- - Jumlah Laporan 2 

Laporan

Terlaksananya 

Pengendalian 

kebekaran hutan

2 laporan

Program peningkatan kualitas dan akses informasi 

sumber daya alam da lingkungan hidup

Rp 75.000.000,00 Rp 77.500.000,00

Pengembangan Data dan Informasi SDA dan  

Lingkungan Hidup

Rp 75.000.000,00 Rp 77.500.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

Terbentuknya 

sistem 

pendaftaran 

tanah

12 Jumlah Dokumen 1 

Dokumen 

SOP 

Pendafta

ran 

Tanah

Terbentuknya 

sistem 

pendaftaran 

tanah

1 

Dokumen 

SOP 

Pendafta

ran 

Tanah
Terbentuknya 

sistem 

pendaftaran 

tanah

12 Jumlah Peserta 55 

Peserta

Terbentuknya 

sistem 

pendaftaran 

tanah

55 

Peserta

Terbentuknya 

sistem 

pendaftaran 

tanah

12 Jumlah Sertifikat 14 

Sertifikat 

, Tanah 

Kantor 

Camat 

dan 

Lurah/De

sa

Tersedianya 

Tanah Milik 

Pemerintahan

14 

Sertifikat 

, Tanah 

Kantor 

Camat 

dan 

Lurah/De

sa

Rp 150.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.09.1.08.01.15.003 Pembuatan Sertifikat Tanah Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan  Ulu 

Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Kecamatan Karang 

Jaya

Kecamatan Nibung

Kecamatan Rawas ilir

Kecamatan Rawas Ulu

Rp 71.500.000,00 Rp 78.650.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan

1.09.1.08.01.15.002 Sosialisasi sistem pendaftaran tanah Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan  Ulu 

Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Rp 85.000.000,00 Rp 93.500.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.09.1.08.01.15.001 Penyusunan sistem pendaftaran tanah Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan

1.08.01.15 Rp 477.500.000,00 Rp 523.250.000,00
1.08.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Rp 67.500.000,00 Rp 74.250.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan

1.09 Pertanahan

1.08.1.08.01.34.013 Koordinasi pengendalian kebekaran hutan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Lokasi 

Usaha/Kegiatan di 

Musi Rawas Utara

Rp 200.000.000,00 Rp 220.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.08.1.08.01.34.005 Pengendalian dampak perubahan iklim Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 75.000.000,00 Rp 82.500.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.08.1.08.01.34.004 Inventarisasi sumber daya air dan pengendalian 

kerusakan sumber-sumber air

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 205.000.000,00 Rp 225.500.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.08.01.34 Program perlindungan dan konservasi SDA Rp 342.500.000,00 Rp 376.750.000,00

1.08.1.08.01.24.007 Pembuatan Hutan Kota Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terciptanya kelestarian

sumberdaya alam dan 

lingkungan

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 205.000.000,00 Rp 225.500.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.08.01.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Rp 205.000.000,00 Rp 225.500.000,00

1.08.1.08.01.22.005 Sosialisasi kebijakan pencegahan kebekaran hutan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kecamatan  Ulu 

Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Kecamatan Karang 

Jaya

Kecamatan Nibung

1.08.01.22 Program Pengendalian Kebakaran Hutan Rp 205.000.000,00 Rp 225.500.000,00



Terbentuknya 

sistem 

pendaftaran 

tanah

12 Jumlah 

Perlengkapan

1 Unit 

komplit 

alat 

survey, 

ukur , 

dan 

pemetaa

n tanah, 

13 buah 

sepatu 

lapangan 

bahan 

kulit, 13 

pasang 

seragam 

lapangan

, dan 1 

unit 

kamera 

digital

tersedianya 

peralatan dan 

perlengakapan 

survey,alat ukur, 

dan pemetaan 

tanah

1 Unit 

komplit 

alat 

survey, 

ukur , 

dan 

pemetaa

n tanah, 

13 buah 

sepatu 

lapangan 

bahan 

kulit, 13 

pasang 

seragam 

lapangan

, dan 1 

unit 

kamera 

digital

Program Penataan 

Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah
- 1 Jumlah Peserta 55 Orang 

Peserta

Terlaksananya 

penyuluhan 

hukum 

pertanahan untuk 

masyarakat 

kabupaten Musi 

Rawas Utara

55 Orang 

Peserta

- 1 jumlah dokumen 5 

Dokumen

Terdatanya 

kepemilikan 

tanah di 

kabupaten Musi 

Rawas Utara

5 

Dokumen

- 1 Jumlah Orang 11 Orang Aparatur 

Memiliki 

kemampuamn 

untuk melakukan 

pengukuran dan 

pemetaan tanah

11 orang

- 1 Jumlah Dokumen 5 

Dokumen

Terlaksananya 

Pengawasan dan 

monitoring izin 

lokasi

1 unit 

kendaraa

n roda 4 

(mobil 4 

WD), 2 

Unit 

Kendaraa

n Roda 2 

Jenis Trail

- 1 Jumlah Kendaraan 

dinas/operasional

1 unit 

kendaraa

n roda 4 

(mobil 4 

WD), 2 

Unit 

Kendaraa

n Roda 2 

Jenis Trail

Tersedianya 

Kedaraan 

Operasional 

Pertanahan

1 unit 

kendaraa

n roda 4 

(mobil 4 

WD), 2 

Unit 

Kendaraa

n Roda 2 

Jenis Trail

- 1 Jumlah Hektar 

Tanah

20 Ha Jumlah Hektar 

Tanah

20 Ha Rp 4.500.000.000,00 Rp 4.950.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan1.09.1.08.01.16.006 Pengadaan tanah untuk sarana pemerintah dan 

fasilitas umum

Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan  Ulu 

Rawas

Rp 55.000.000,00 Rp 60.500.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.09.1.08.01.16.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional pertanahan Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan

Rp 530.000.000,00 Rp 583.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.09.1.08.01.16.004 Pengawasan dan monitoring izin lokasi Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan  Ulu 

Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Kecamatan Karang 

Jaya

Kecamatan Nibung

Kecamatan Rawas ilir

Kecamatan Rawas Ulu

Kecamatan Rupit

Rp 200.000.000,00 Rp 220.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.09.1.08.01.16.003 Pendidikan dan pelatihan pengukuran dan pemetaan 

tanah bagi aparatur

Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan

Rp 110.000.000,00 Rp 121.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.09.1.08.01.16.002 Inventarisasi penguasaan,pemanfaatan,peruntukan 

dan penggunaan tanah (IP4T)

Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan  Ulu 

Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Kecamatan Karang 

Jaya

Rp 5.477.500.000,00 Rp 6.025.000.000,00

1.09.1.08.01.16.001 Penyuluhan hukum pertanahan Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan  Ulu 

Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Kecamatan Karang 

Jaya

Kecamatan Nibung

Kecamatan Rawas ilir

Kecamatan Rawas Ulu

Rp 82.500.000,00 Rp 90.500.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan

1.08.01.16

1.09.1.08.01.15.004 Pengadaan peralatan dan perlengkapan survey, alat 

ukur dan pemetaan tanah

Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan  Ulu 

Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Kecamatan Karang 

Jaya

Kecamatan Nibung

Kecamatan Rawas ilir

Kecamatan Rawas Ulu

Kecamatan Rupit

Rp 171.000.000,00 Rp 186.100.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah



PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK 

PERTANAHAN
Jumlah Fasilitasi 12 bulan Jumlah rakor 5 Kali Terselesainya 

Konflik-Konflik 

Pertanahan

5 Kali

Jumlah Fasilitasi 12 bulan Jumlah Dokumen 5 

Dokumen

Terlaksananya 

inventarisasi 

tapal batas 

desa,kecamatan, 

dan kabupaten

5 

Dokumen

Rp 110.000.000,00 Rp 121.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Sedang Berjalan

1.09.1.08.01.17.002 Inventarisasi tapal batas desa, kecamatam, dan 

kabupaten 

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 100.000.000,00 Rp 110.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.09.1.08.01.17.001 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

1.08.01.17 Rp 210.000.000,00 Rp 231.000.000,00



Rp 3.643.970.292,00

Rp 3.758.208.807,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jumlah surat 
menyurat

400	lem
bar

Tersedianya jasa 
surat menyurat, 
perangko dan 
materai

600 Terciptanya jasa 
surat menyurat, 
perangko dan 
materai

100%

Jasa komunikasi, 
sumber daya air 
dan listrik

2 Unit Jumlah Rekening 
Listrik dan 
Telepon

3 Pelunasan 
rekening /tagihan 
telepon/internet/
listrik/air

100%

Jumlah 
kendaraan yang 
terpelihara/teraw
at

5 unit Kendaraan yang 
diasuransikan

4 Kendaraan Yang 
di Asuransikan 
dapat terjamin 
dengan baik 

kondisi fisik

100%

jumlah polis 
asuransi

100%

jumlah pegawai 
yang menerima 
honor

100% Jumlah Pegawai 
yang menerima 
honor

12 Persentase jasa 
administrasi 
keungan yang 
akuntabel

100%

Jasa dan Alat 

Pemeliharaan 
Kebersihan 
kantor

100 % Jumlah Peralatan 

Kebersihan 
Kantor

19 Terpeliharanya 

kebersihan 
kantor

100%

Kebersihan dan 
kerapihan kantor

12 bulan

Jumlah Perbaikan 
Perlatan Kerja 
yang diperbaiki 

(AC,Handycam, 
kanera, Kulkas, 
TV, CCTV. 
Infokus, laptop, 
printer dll)

100% Tersedianya 
peralatan kantor 
dalam kondisi 

baik

25 Presentase 
peralatan kerja 
dalam kondisi 

baik dan dapat di 
optimalkan

100%

jumlah alat tulis 
kantor

12 bulan Jumlah Alat Tulis 
Kantor

39 Tersedianya alat 
tulis kantor

100%

jumlah barang 
cetakan dan 
penggandaan

12 bulan Tersedianya 
barang cetakan 
dan penggandaan

10000 Cakupan 
Penerbitan Kartu 
Keluarga (KK) dan  

Kertas Security/ 
Pindah Datang 

Kepada 
Masyarakat 
berjalan dengan 
Baik.

100%

Rp 100.000.000,00 Rp 110.000.000,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Sedang Berjalan

1.10.1.10.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah
yang berkualitas

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Rp 2.000.000,00 Rp 2.200.000,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Sedang Berjalan

1.10.1.10.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Rp 10.970.817,00 Rp 12.067.899,00 Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil

Sedang Berjalan

1.10.1.10.01.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah
yang berkualitas

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Rp 33.000.000,00 Rp 36.300.000,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Sedang Berjalan

1.10.1.10.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil

Rp 24.000.000,00 Rp 26.400.000,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Sedang Berjalan

1.10.1.10.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Rp 120.252.000,00 Rp 132.227.200,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Sedang Berjalan

1.10.1.10.01.01.005 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Rp 5.400.000,00 Rp 5.940.000,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Sedang Berjalan

1.10.1.10.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 
listrik

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Rp 24.000.000,00 Rp 26.400.000,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Sedang Berjalan

1.10.1.10.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

1.10.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.332.835.279,00 Rp 1.466.068.807,00
1.10.01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi



jumlah 
komponen listrik 
yang tersedia

12 bulan Jumlah 
Komponen Listrik 
dan Penerangan

125 kebutuhan 
Instalasi listrik 
dan Penerangan 

gedung kantor 
dapat menunjang 
kinerja serta 
pelayanan 
kepada 
masyarakat.

100%

Tersediannya Alat 
Penerangan 
Kantor

12 bulan

Jumlah 
Pengadaan 
Peralatan dan 

Perlengkapan 
Kantor

0 Unit Jumlah Peralatan 
dan Perlengkapan

3 Tersedianya 
Genset

100 %

jumlah bahan 
bacaan dan 
peraturan 
perundang-
undangan

12 bulan Jumlah Bahan 
Bacaan

168 Terciptanya 
Belanja Koran, 
Regulasi/Refrensi 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil serta dapat 

memberi 
informasi kepada 
masyarakat.

100%

Terpenuhinya 
Kebutuhan Bahan 
bacaan dan 
peraturan 

perundang - 
undangan

12 Bulan

jumlah makanan 
dan minuman

11 bulan Jumlah Makan 
dan Minum

12 Terpenuhinya 
kebutuhan 
makan dan 
minum untuk 
meningkatkan 
Kinerja

100%

 

Terselenggaranya 
rapat-rapat 
koordinasi dan 
Konsultasi keluar 
daerah

12 bulan Jumlah Rapat 

Koordinasi ke 
Luar Daerah

50 Laporan 

Perjalanan Dinas

100%

jumlah rapat-
rapat yang diikuti

12 bulan Jumlah Rapat 
Koordinasi Dalam 
Daerah

240 Laporan 
Perjalanan Dinas

100%

Kelancaraan 

Koordinasi dan 
Konsultasi

12 bulan

Penyelenggaraan  

perjalanan dinas 
pegawai  dalam 
daerah

100%

Terlaksananya 
koordinasi dinas

4.000 
surat

Rp 300.000.000,00 Rp 330.000.000,00 Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil

Sedang Berjalan

1.10.1.10.01.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Rp 96.000.000,00 Rp 105.600.000,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Sedang Berjalan

1.10.1.10.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kabupaten, Provinsi 

dan/ Pusat

Rp 30.000.000,00 Rp 33.000.000,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Sedang Berjalan

1.10.1.10.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Rp 9.000.000,00 Rp 9.900.000,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Sedang Berjalan

1.10.1.10.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Rp 9.212.462,00 Rp 10.133.708,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Sedang Berjalan

1.10.1.10.01.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah
yang berkualitas

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Rp 95.000.000,00 Rp 104.500.000,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Sedang Berjalan

1.10.1.10.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah
yang berkualitas

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil



Tersedianya jasa 
pendukung 
administrasi / 

perkantoran

100% Jumlah tenaga 
kerja

54 Tenaga Kerja 
dapat 
Meningkatkan 

Kinerja dan 
Pelayanan yang 
Optimal kepada 
Masyarakat.

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah 
Pengadaan 
Peralatan Gedung 
Kantor

2 Paket Jumlah Peralatan 
Gedung Kantor

5 Item Tersedianya CCTV 
dan Laptop

100 %

Mebeuler Kantor 18 unit Jumlah Mebeleur 6 Tersedianya 
mebeleur

100 %

Jumlah 
Pengadaan 

Peralatan Gedung 
Kantor

2 Paket Jumlah Peralatan 
Gedung Kantor

10 Tersedianya 
Peralatan 

Gedung dan 
Kantor

100 %

Jumlah 
Pembangunan 
Gedung Kantor

1 unit Jumlah 
Gedung/Kantor 
yang digunakan

1 Tersedianya 
gedung dan 
kantor yang 
digunakan

100 %

Kendaraan 
dinas/operasional 

yang terpelihara

6 Unit Jumlah kendaraan 
dinas/operasional 

yang diperbaiki

4 Terciptanya 
kendaraan dinas 

/ operasional 
dapat berfungsi 
dengan baik.

100%

Jumlah 
Pengadaan Baju 
dinas beserta 
Perlengkapannya

56 Stel Jumlah Pakaian 
Dinas 

51 Tersediannya 
Pakaian Dinas

100 %

Jumlah pakaian 
khusus yang 
diterima pegawai

40 stell Jumlah Pakaian 
Dinas Hari 
Tertentu

51 Tersedianya 
Pakaina Hari 
Tertentu

100 %

Jumlah 
pengadaan 
pakaian khusus 
hari hari tertentu

1 Paket

Jumlah Pakaian 
Olahraga

51 Stel Jumlah Pakaian 
Olahraga Lengkap

51 Tersedianya 
Pakaian Olahraga

100 %

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur

Jumlah Aparatur 
yang mengikuti 
diklat Formal

198	oran
g

Jumlah Pegawai 
yang mengikuti 
Diklat Formal

5 Pegawai Memiliki 
Sertifikat PIM 

100 %

Jumlah Peserta 

Pelatihan

38 Jumlah Peserta 

Pelatihan

38 Orang Tersedianya SDM 

Siak yang 
profesional

100 %

Terselenggaranya 
Sistem 
Administrasi 
Kependudukan

90 
Persen

Jumlah Perangkat 
Pendukung SIAK

14 Tercapaiannya 
Target Akta 
Kelahiran 
Nasional

85 %

Jumlah Buku 
Laporan 
Kependudukan

100 % Jumlah Buku 
Laporan 
Kependudukan

134 Buku Tersedinya  Buku 
Informasi 
Kependudukan

100 % Rp 31.350.000,00 Rp 35.000.000,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Sedang Berjalan1.10.1.10.01.15.006 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi 
Kependudukan

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya
pelayanan administrasi
kependudukan

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Rp 87.688.400,00 Rp 90.000.000,00 Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil

Sedang Berjalan

1.10.1.10.01.15.004 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara 
terpadu

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya
pelayanan administrasi
kependudukan

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Rp 226.800.000,00 Rp 300.000.000,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Baru - Mempercepat 
Capaian Target

1.10.1.10.01.15.002 Pelatihan Tenaga Pengolah SIAK Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya

pelayanan administrasi
kependudukan

Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil

Rp 152.400.000,00 Rp 160.000.000,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Baru - Kegiatan 
belum memberikan 
Keluaran

1.10.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp 1.641.216.400,00 Rp 1.573.646.000,00

1.10.1.10.01.05.001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas 
sumber daya aparatur

Badan Diklat

Rp 60.894.000,00 Rp 62.000.000,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Baru - Kegiatan 
belum memberikan 
Keluaran

1.10.01.05 Rp 152.400.000,00 Rp 160.000.000,00

1.10.1.10.01.03.006 Pengadaan Atribut dan Perlengkapan Operasional 
Petugas

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 
RPJM

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Rp 36.451.995,00 Rp 37.500.000,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Sedang Berjalan

1.10.1.10.01.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 
RPJM

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Rp 30.188.022,00 Rp 31.000.000,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Baru - Kegiatan 
belum memberikan 
Keluaran

1.10.1.10.01.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 
RPJM

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Rp 189.040.000,00 Rp 207.944.000,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Sedang Berjalan

1.10.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur Rp 127.534.017,00 Rp 130.500.000,00

1.10.1.10.01.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan 
Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Rp 53.500.000,00 Rp 58.850.000,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Sedang Berjalan

1.10.1.10.01.02.014 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Rp 85.000.000,00 Rp 93.500.000,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Sedang Berjalan

1.10.1.10.01.02.012 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kendaraan 
Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Rp 55.444.596,00 Rp 60.000.000,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Sedang Berjalan

1.10.1.10.01.02.010 Pengadaan Mebeleur Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Rp 7.000.000,00 Rp 7.700.000,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Sedang Berjalan

1.10.1.10.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Rp 474.000.000,00 Rp 521.400.000,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Sedang Berjalan

1.10.01.02 Rp 389.984.596,00 Rp 427.994.000,00

1.10.1.10.01.01.020 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis 
Perkantoran

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah
yang berkualitas

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil



Jumlah Rapat 
Koordinasi 
Nasional

6 Kali Jumlah Rapat 
Kerja Nasional

6 Kali Laporan Rapat 
Kerja Naional

100 %

Jumlah Pelayanan 
Keliling

100 
Persen

Jumlah Pelayanan 
Keliling

240 Terselenggaranya 
Pelayanan 
Keliling di 89 
Desa

100 %

Jumlah 
Bimbingan Teknis

100 
Persen

Jumlah Bimbingan 
Teknis

15 Kali Laporan Hasil 
Bimbingan Teknis

100 %

Terselenggaranya 
Pelaksanaan 
Penerapan e KTP

80	Perse
n

Jumlah Perangkat 
Perekaman

2 Tercapaiannya 
Target 
Perekaman 
Nasional

100 %

Jumlah Kegiatan 
Sosialisasi

1 Jumlah Kegiatan 
Sosialisasi

2 Terselenggarnya 
Kegiatan 
Sosialisasi

100 %

Jumlah 

Monitoring, 
evaluasi dan 
Pelaporan

70 

Laporan

Jumlah 

monitoring, 
evaluasi dan 
pelaporan

70 Kali Laporan hasil  

monev

100 %

Jumlah Dokumen 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

100 
Persen

Jumlah Dokumen 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

40000 
Dokume
n

Dokumen 
Administrasi 
Kependudukan 

100 %

Rp 52.500.000,00 Rp 65.000.000,00 Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil

Sedang Berjalan

1.10.1.10.01.15.014 Pelayanan Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya
pelayanan administrasi
kependudukan

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Rp 416.150.000,00 Rp 450.000.000,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.10.1.10.01.15.013 Monitoring, Evaluasi dan Peleporan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya

pelayanan administrasi
kependudukan

Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil

Rp 240.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Baru - Mempercepat 
Capaian Target

1.10.1.10.01.15.012 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya
pelayanan administrasi
kependudukan

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Rp 157.860.000,00 Rp 173.646.000,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Baru - Mempercepat 
Capaian Target

1.10.1.10.01.15.011 Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi(Inter-
Phase Tahap Awal) NIK

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya
pelayanan administrasi
kependudukan

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Rp 275.400.000,00 Rp 300.000.000,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Sedang Berjalan

1.10.1.10.01.15.010 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan 
Catatan Sipil

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya
pelayanan administrasi

kependudukan

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Rp 93.468.000,00 Rp 95.000.000,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Sedang Berjalan

1.10.1.10.01.15.009 Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang 
Kependudukan

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya
pelayanan administrasi
kependudukan

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

1.10.1.10.01.15.007 Penyusunan Kebijakan Kependudukan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya
pelayanan administrasi
kependudukan

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Rp 60.000.000,00 Rp 65.000.000,00 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil

Sedang Berjalan



Rp 6.133.550.000,00

Rp 3.387.664.000,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jumlah surat 

menyurat

400	lemb

ar

Jumlah Tata 

Naskah DInas

950 buah tersedianya Tata 

Naskah DInas

100%

Jasa komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

2 Unit jumlah rekening 

telpon, internet, 

air dan PLN

4 

rekening

tersedianya  

telpon, air, 

internet dan listrik

100%

jumlah polis 

asuransi

100% Jumlah 

pembayaran 

asuransi roda 4 

dan roda 2

asuransi 3 

mobil dan 

1 motor

terbayarnya 

ikhtisar asuransi 

kendaraan roda 4 

dan motor

100%

tersedianya 

Tenaga 

administrasi 

keuangan (PPTK, 

Pengelola 

Keuangan dan Jasa 

Administrasi)

100 % Jumlah orang 

administrasi 

keuangan

10 orang tersedianya 

administrasi 

keuangan

12 bulan

jumlah petugas 

kebersihan

12 bulan Jumlah tenaga jasa 

kebersihan

12 ob tersedianya jasa 

kebersihan kantor

12 bulan

jumlah alat tulis 

kantor

12 bulan Jumlah alat tulis 

kantor

36 jenis tersedianya alat 

tulis kantor

100%

jumlah barang 

cetakan dan 

penggandaan

12 bulan jumlah kebutuhan 

barang cetakan 

dan penggandaan

3 jenis tersedianya 

cetakan dan 

penggandaan

100%

jumlah komponen 

listrik yang 

tersedia

12 bulan Jumlah komponen 

instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor

8 item tersedianya  

komponen 

instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor

12 bulan

Tersedia peralatan 

dan perlengkapan 

kantor

12 bln Jumlah Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor

7 item tersedianya 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

100 %

jumlah bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

12 bulan jumlah bahan 

bacaan dan 

perundang-

undangan

20 media 

cetak

tersedianya bahan 

bacaan dan 

perundang-

undangan

12 bulan

jumlah makanan 

dan minuman

11 bulan JUmlah Porsi 

makan

120.000 

porsi

tersedianya 

makanan dan 

minuman

12 bulan

Jumlah Rapat - 

rapat koordinasi 

dan konsultasi 

keluar daerah

800	Kali jumlah SPPD Luar 

Daerah

70 SPPD 

luar 

daerah

terlaksananya 

rapat-rapat dalam 

rangka koordinasi 

keluar daerah

12 bulan

Perjalanan dinas 

dalam rangka 

konsultasi dan 

koordinasi

12 Bulan jumlah SPPD dalam 

daerah

350 sppd terselenggaranya 

perjalanan 

koordinasi dan 

konsultasi dalam 

daerah

12 bulan

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.12.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.232.880.000,00 Rp 1.562.864.000,00

1.12.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rp 7.200.000,00 Rp 8.640.000,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Sedang Berjalan

1.12.1.12.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana

Rp 32.000.000,00 Rp 28.800.000,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Sedang Berjalan

1.12.1.12.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Rp 21.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Sedang Berjalan

1.12.1.12.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana

Rp 107.280.000,00 Rp 108.144.000,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Sedang Berjalan

1.12.1.12.01.01.005 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana

Rp 18.000.000,00 Rp 36.000.000,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Sedang Berjalan

1.12.1.12.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Rp 75.000.000,00 Rp 78.000.000,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Sedang Berjalan

1.12.1.12.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana

Rp 40.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Sedang Berjalan

1.12.1.12.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana

Rp 15.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Sedang Berjalan

1.12.1.12.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana

Rp 25.000.000,00 Rp 58.800.000,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Sedang Berjalan

1.12.1.12.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana

Rp 30.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Sedang Berjalan

1.12.1.12.01.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana

Rp 60.000.000,00 Rp 72.000.000,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Sedang Berjalan

1.12.1.12.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas pengendalian 

penduduk dan keluarga 

berencana kab. musi 

rawas utara

Rp 300.000.000,00 Rp 385.000.000,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Sedang Berjalan

1.12.1.12.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana

Rp 70.000.000,00 Rp 84.000.000,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Sedang Berjalan1.12.1.12.01.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kab. Musi Rawas Utara



Jumlah 

Keterseidaan 

untuk kebersihan 

kantor

12 bulan tersedianya 

peralatan 

kebersihan dan 

bahan pembersih 

kantor

21 jenis terciptanya kantor 

yang bersih

1 kantor

Bertambahnya 

informasi bagi 

SDM

1 tahun Jumlah Publikasi 

dan Dekorasi

50 bahan 

dokumen

tasi dan 

publikasi

tersedianya 

Publikasi dan 

Dekorasi

12 bulan

Terjaminnya 

BMD/Jaga Kantor

12 bulan Jumlah jasa tenaga 

keamanan jaga 

kantor

36 ob tersedianya jasa 

tenaga keamanan 

jaga kantor

12 bulan

Tersedianya jasa 

pendukung 

administrasi / 

perkantoran

100% Jumlah 

Honorarium 

tenaga jasa 

pendukung 

administrasi 

tehnis/perkantora

n

77 orang tersedianya 

tenaga jasa 

pendukung 

administrasi 

tehnis/perkantora

n

12 bulan

Kendaraan dinas 

terpelihara dan 

memiliki izin 

operasi

12 bulan jumlah kendaraan 

dinas yang 

terpelihara dan 

memiliki izin

15 unit tersedianya izin 

kendaraan dinas

12 bulan

Jumlah Pengadaan 

Kendaraan Dinas

1 Paket Jumlah Kendaraan 

Dinas

4 jenis tersedianya 

kendaraan dinas 

operasional

100 %

Mebeuler Kantor 18 unit Jumlah mebeleur 

Gudang Alokon

9 item tersedianya 

meubeler

100 %

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana

Tersedia peralatan 

Gedung kantor

12 bln Jumlah Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor

7 item tersedianya 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

100 % Rp 150.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Sedang Berjalan

Tersedianya 

gedung kantor

1 unit 1 gedung Kantor , 

1 gudang alkon  

dan Pemasangan 

Trali 4 gedung 

Balai Penyuluhan 

KB kecamatan

2 gedung 

dan trali 4 

gedung

tersedianya 1 

gedung Kantor 

dan 1 gudang 

alkon

12 bulan

Jumlah 

Pemeliharaan 

Kendaraan dan 

BBM Kendaraan

12 bulan Jumlah  

Pemeliharaan 

kendaraan 

dinas/operasional 

(5 buah mobil, 21 

motor, 1 genset)

3 item 

(BBM, Oli, 

Service 

berkala)

terpeliharanya 

kendaraan 

dinas/operasional 

(5 buah mobil, 21 

motor, 1 genset)

12 bulan

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

gedung kantor

0 jumlah 

pemeliharaan 

perlengkapan 

gedung kantor

5 item 

(Compute

r, Laptop, 

AC, 

Printer, 

genset)

terpeliharanya 

perlengkapan 

gedung kantor

12 bulan

Tersedianya 

Sarana dan 

Prasarana 

Perkantoran

12 Bulan Jumlah baju 100 buah Tersedianya 

pakaian khusus

100 baju

Terlaksananya KIE 

program KB 

nasional

14 kali	1 Jumlah sarana 

prasarana

2 Jenis tersedianya  23 

Obgyn bed dan 12 

KIE KIT

100 %

1.12.1.12.01.01.021 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor dan Bahan 

Pembersih Kantor

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana

Rp 20.000.000,00 Rp 33.600.000,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Sedang Berjalan

Rp 20.000.000,00 Rp 41.280.000,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Sedang Berjalan

1.12.1.12.01.01.033 Penyediaan jasa keamanan jaga kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana

Rp 54.000.000,00 Rp 36.000.000,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Sedang Berjalan

1.12.1.12.01.01.029 Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana

Rp 323.400.000,00 Rp 399.600.000,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Sedang Berjalan

1.12.1.12.01.01.600 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana

Rp 15.000.000,00 Rp 25.000.000,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Sedang Berjalan

1.12.1.12.01.01.120 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis 

Perkantoran

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana

Rp 2.118.000.000,00 Rp 382.800.000,00

1.12.1.12.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana

Rp 1.673.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.12.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp 25.000.000,00 Rp 58.800.000,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Sedang Berjalan

1.12.1.12.01.02.014 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana

Rp 185.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Sedang Berjalan

1.12.1.12.01.02.010 Pengadaan Mebeleur Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Rp 185.000.000,00 Rp 300.000.000,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Sedang Berjalan

1.12.1.12.01.02.026 Pemeliharaan  Rutin/Berkala PerLengkapan Gedung 

Kantor

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana

Rp 20.000.000,00 Rp 24.000.000,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Sedang Berjalan

1.12.1.12.01.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan 

Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana

Rp 30.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.12.01.15 Program Keluarga Berencana Rp 1.192.000.000,00 Rp 800.000.000,00

1.12.1.12.01.02.033 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana

Rp 636.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Sedang Berjalan1.12.1.12.01.15.006 Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terkendalinya pertumbuhan 

penduduk

Kecamatan  Ulu Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo



Terlaksananya KIE 

program KB 

nasional

14 kali	1 jumlah sarana dan 

prsarana d klinik 

KB

28 Almari 

alkon dan 

28 papan 

informasi

tersedianya  

sarana dan 

prsarana d klinik 

KB

100 %

Terlaksananya KIE 

program KB 

nasional

14 kali	1 Jumlah Document 

pendataan 

keluarga

100 

document

Document 

Pendataan 

Keluarga 82 desa 

dan 7 kelurahan

100 buah 

buku 

pendataa

n
Terlaksananya KIE 

program KB 

nasional

14 kali	1 Jumlah gedung 

Balai Penyuluhan 

KB Kecamatan

1 unit tersedianya 

gedung balai 

peyuluhan KB kec. 

Rawas Ulu

100 %

Total Fertility Rate 

(TFR)

2,2 pelayanan KB 

MKJP Implant dan 

IUD serta cetak 3 

jenis blanko

peserta 

KB dan 

Blanko

terlaksananya 

pelayanan 

pemasangan 

kontrasepsi secara 

dinamis bagi 

peserta KB

12 bulan

Total Fertility Rate 

(TFR)

2,2 pemasangan KB 

MKJP MOW dan 

MOP

Akseptor 

KB MOW 

dan MOP

terlaksananya 

pelayanan 

pemasangan 

kontrasepsi secara 

dinamis bagi 

peserta KB

12 bulan

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam 

pelayanan KB/KR yang mandiri

Terlaksananya 

koordinasi 

pengelolaan 

program KB

1	keg Kebutuhan 

Operasional Bagi 

PLKB dan IMP 

Program KB dan 

100 Bahan Batik 

KKBPK

kelompok 

PLKB dan 

kelo, 

mpok 

IMP

tersedianya 

Operasional Bagi 

KUPT, PLKB dan 

IMP Program KB

100 %

Terlasananya hari 

keluarga tk. Kota, 

provinsi, nasional

1	keg Peringatan 

Keluarga Nasional 

Tk. Kabupaten dan 

ikut serta pada 

peringatan Tk. 

Provinsi dan 

Nasional

3 kegiatan terlaksananya 

Peringatan 

Keluarga Nasional 

Tk. Kabupaten dan 

ikut serta pada 

peringatan Tk. 

Provinsi dan 

Nasional

9 bulan

Terlaksananya 

koordinasi 

pengelolaan 

program KB

1	keg Jumlah Kegiatan 

BOKB

3 jenis tersedianya 

Operasional Balai 

Penyuluhan KB, 

Distribusi ALokon 

dan program 

pendukung 

KAmpung KB

12 bulan

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan 

Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Angka Kelahiran 

pada Remaja Usia 

15-19 tahun (ASFR 

15-19 tahun)

40 per 

1000 

Kelahiran

jumlah event 

dalam 1 tahun

2 Event Jambore 

nasionalPIK-R

Ajang Kreatifitas 

Remaja

forum 

remaja

Angka Kelahiran 

pada Remaja Usia 

15-19 tahun (ASFR 

15-19 tahun)

40 per 

1000 

Kelahiran

Jumlah Peserta 

Kegiatan

50 Orang peningkatkan 

pengetahuan 

remaja tentang :

- Pendewasaan 

Usia Perkawinan

- terhindar sex 

bebas

- terhindar 

penyakit menular 

sexual

50 orang 

remaja

1.12.1.12.01.15.007 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Klinik KB Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terkendalinya pertumbuhan 

penduduk

Kecamatan  Ulu Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Kecamatan Karang Jaya

Kecamatan Nibung

Kecamatan Rawas ilir

Rp 56.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Alternatif

Rp 100.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Sedang Berjalan

1.12.1.12.01.15.010 Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan KB Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terkendalinya pertumbuhan 

penduduk

Kecamatan Rawas Ulu Rp 400.000.000,00 Rp 800.000.000,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.12.1.12.01.15.008 Penyusunan analisis dan evaluasi data dan profil 

penduduk Kab. Musi Rawas Utara

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terkendalinya pertumbuhan 

penduduk

Kecamatan  Ulu Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Kecamatan Karang Jaya

Rp 448.750.000,00 Rp 0,00

1.12.1.12.01.17.002 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

menurunnya  jumlah anak 

yang akan dipunyai seorang 

wanita selama masa 

reproduksinya per 1000 

wanita (total fertility rate)

Kecamatan  Ulu Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Kecamatan Karang Jaya

Kecamatan Nibung

Kecamatan Rawas ilir

Rp 400.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Sedang Berjalan

1.12.01.17 Program Pelayanan Kontrasepsi

Rp 48.750.000,00 Rp 0,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Sedang Berjalan

1.12.01.18 Rp 786.920.000,00 Rp 642.000.000,00

1.12.1.12.01.17.004 Pelayanan KB Medis Operasi Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

menurunnya  jumlah anak 

yang akan dipunyai seorang 

wanita selama masa 

reproduksinya per 1000 

wanita (total fertility rate)

Kecamatan  Ulu Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Kecamatan Karang Jaya

Kecamatan Nibung

Kecamatan Rawas ilir

Rp 157.920.000,00 Rp 217.200.000,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Sedang Berjalan

1.12.1.12.01.18.003 Hari Keluarga Nasional Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kabupaten, Provinsi 

dan Nasional

Rp 275.000.000,00 Rp 424.800.000,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Sedang Berjalan

1.12.1.12.01.18.002 Peningkatan Kinerja Petugas Lapangan dan IMP (Institusi 

Masyarakat Pedesaan) Program KB

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kecamatan  Ulu Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Kecamatan Karang Jaya

Kecamatan Nibung

Kecamatan Rawas ilir

Rp 354.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Sedang Berjalan

1.12.01.20 Rp 200.000.000,00 Rp 0,00

1.12.1.12.01.18.004 Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kecamatan  Ulu Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Kecamatan Karang Jaya

Kecamatan Nibung

Kecamatan Rawas ilir

Kecamatan Rawas Ulu

Kecamatan Rupit

Rp 100.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.12.1.12.01.20.003 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 

(KRR)

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana 

Kab. Musi Rawas Utara

Rp 50.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.12.1.12.01.20.002 Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi kelompok remaja 

dan kelompok sebaya di luar sekolah

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana 

Kab. Musi Rawas Utara



Angka Kelahiran 

pada Remaja Usia 

15-19 tahun (ASFR 

15-19 tahun)

40 per 

1000 

Kelahiran

Jumlah Kegiatan 1 event terlaksananya 

pembinaan genre 

dan turut serta 

Ajang Duta Genre

2 duta 

genre

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina 

Keluarga

persentase PUS 

anggota PokTan 

BKB, BKR, BKL dan 

UPPKS yang 

mendapat 

pembinaan 

kesehatan ber-KB

- jumlah peserta 

pelatihan

30 orang 

unsur 

PokTan

tenaga 

pendamping Bina 

Keluarga di 

kecamatan

30 

sertifikat

Program Pengembangan Model Operasional BKB-

POSYANDU-PADU

pengembangan 

kegiatan BKB HI di 

seluruh wilayah 

kecamatan

- Jumlah Peserta 30 

Peserta

terlatihnya peserta 

Kelompok BKB-

Posyandu-Padu

30 

sertifikat

Rp 50.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Sedang Berjalan

1.12.01.23 Rp 55.000.000,00 Rp 0,00

1.12.1.12.01.20.004 Pemilihan Duta Generasi Berencana Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana 

Kab. Musi Rawas Utara

Rp 55.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.12.01.24 Rp 100.000.000,00 Rp 0,00

1.12.1.12.01.23.001 Pelatihan Tenaga Pendamping Bina Keluarga di 

Kecamatan

Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

meningkatnya ketahanan dan 

pemberdayaan masyarakat

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana 

Kab. Musi Rawas Utara

Rp 100.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.12.1.12.01.24.002 Bimbingan Tekhnis Pengembangan Model Operasional 

BKB-Posyandu-PADU

Mewujudkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

yang Berkualitas

meningkatnya ketahanan dan 

pemberdayaan masyarakat

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana 

Kab. Musi Rawas Utara



Rp 14.103.350.000,00

Rp 15.558.685.000,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Tersedianya jasa 

surat menyurat

12 Bulan Jumlah Surat 

Keluar

200 surat Terkirimnya surat 

menyurat dinas 

untuk kelancaran 

komunikasi dinas

100%

Terpenuhinya 

komponen 

instalasi & 

penerangan ktr

12 Bulan Jumlah Item 

pembayaran 

Tagihan

72 

rekening

Meningkatnya 

kualitas sarana 

pendukung 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran

72 

rekening

Tersediannya Alat 

Penerangan Kantor

12 bulan

Tersedianya 

Komponen 

Instalasi Listrik

12 Bulan

tersedianya 

pembayaran 

rekening listrik, air 

dan telepon

12 bulan

Tersedianya 

Peralatan Listrik 

Kantor

12 Bln

Volume pelayanan 

jasa komunikasi 

listrik dan air

12 bulan

Kendaraan dinas 

terpelihara dan 

memiliki izin 

operasi

12 bulan Terbayarnya pajak 

kendaraan 

bermotor

4 mobil, 8 

sepeda 

motor

Tersedianya 

kendaraan 

dinas/operasional 

yang tidak mati 

pajak

4 mobil, 8 

sepeda 

motor

Jasa administrasi 

keuangan yang 

tersedia

32 Orang Terbayarnya 

hinorarium 

pengelola 

keuangan

12 orang Meningkatnya 

kinerja tenaga 

administrasi 

keuangan

12 orang

Jasa dan Alat 

Pemeliharaan 

Kebersihan kantor

100 % Terbayarnya jasa 

tenaga kebersihan 

dan tersedianya 

peralatan 

kebersihan dan 

bahan pembersih

2 orang 

dan 30 

item

Tersedianya 

kantor dan 

lingkunagnannya 

yang bersih dan 

nyaman

2 orang 

dan 30 

item

Jumlah 

Keterseidaan 

untuk kebersihan 

kantor

12 bulan

Kebersihan dan 

kerapihan kantor

12 bulan

Rp 5.000.000,00 Rp 55.000.000,00 Dinas Sosial Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.13.1.13.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Sosial

Rp 20.000.000,00 Rp 22.000.000,00 Dinas Sosial Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.13.1.13.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Sosial Rp 95.000.000,00 Rp 104.500.000,00 Dinas Sosial Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.13.1.13.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Sosial

Rp 5.500.000,00 Rp 6.050.000,00 Dinas Sosial Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.13.1.13.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Sosial Rp 55.000.000,00 Rp 60.500.000,00 Dinas Sosial Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.13.1.13.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Dinas Sosial

1.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.626.450.000,00 Rp 1.838.595.000,00

1.13.01 Dinas Sosial

1.13 Sosial

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Sosial

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi



Jumlah Perbaikan 

Perlatan Kerja 

yang diperbaiki 

(AC,Handycam, 

kanera, Kulkas, TV, 

CCTV. Infokus, 

laptop, printer dll)

100% Jumlah peralatan 

dan perlengkaoan 

kantor yang 

diperbaiki

29 unit persentase 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor dalam 

kondisi baik

100%

Kelancaran 

Aktivitas Kerja

12 Bulan

Kelancaran Kerja 12 Bulan

Terpeliharanya 

Peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

100%

Tersediaanya 

Perbaikan 

Peralatan Kerja

12 bulan

Tersedianya 

jasa/perawatan 

perbaikan 

peralatan kerja

12 bulan

jumlah alat tulis 

kantor

12 bulan Tersedianya alat 

tulis kantor

70 item Kelancaran 

operasional kantor

70 item

Tersedianya alat 

tulis kantor

12 Bulan

Tersedianya dana 

pengadaan alat 

tulis kantor

12 bulan

jumlah barang 

cetakan dan 

penggandaan

12 bulan jumlah barang 

cetakan dan 

penggandaan

35.000 

lbr, 1500 

bh, 150 

set, dan 

500 pcs

tersedianya 

barang cetakan 

dan penggandaan

35.000 

lbr, 1500 

bh, 150 

set, dan 

500 pcs
Tersedianya 

barang cetakan 

dan penggandaan

12 Bulan

jumlah komponen 

listrik yang 

tersedia

12 bulan Pengadaan 

Komponen 

instalasi listrik/ 

penerangan 

bangunan kantor

15 item Tersedianya 

komponen 

instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor

15 item

Jumlah rekening 

telepon, dan listrik

12 bulan

Terpenuhinya 

komponen 

instalasi & 

penerangan ktr

12 Bulan

Tersedianya 

Peralatan Listrik 

Kantor

12 Bln

Jumlah Pengadaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

0 Unit Jumlah peralatan 

dan perlengkapan 

kantor

4 printer, 

3 laptop

Kelancaran 

operasional 

kegiatan

4 printer, 

3 laptop

Kenyamanan dan 

Kelancaran Kerja 

dalam Pelayanan 

Publik

12 Bulan

Terpeliharanya 

Peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

100%

Rp 12.500.000,00 Rp 13.750.000,00 Dinas Sosial Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.13.1.13.01.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Sosial Rp 38.000.000,00 Rp 41.800.000,00 Dinas Sosial Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.13.1.13.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Sosial

Rp 49.500.000,00 Rp 54.450.000,00 Dinas Sosial Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.13.1.13.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Sosial Rp 30.250.000,00 Rp 33.275.000,00 Dinas Sosial Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.13.1.13.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Sosial

1.13.1.13.01.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Sosial Rp 20.000.000,00 Rp 22.000.000,00 Dinas Sosial Baru - Tidak Bisa 

Ditunda



Terpenuhinya Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

12 Bulan

Tersedia peralatan 

dan perlengkapan 

kantor

12 bln

jumlahn peralatan 

rumah tangga

12 bulan Jumlah Peralatan 

rumah tangga

2 tv Kelancaran 

operasional kantor

2 tv

Terpenuhinya 

Kebutuhan 

Peralatan Rumah 

Tangga

12 Bulan

Tersedianya 

peralatan rumah 

tangga Kantor 

100 %

jumlah bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

12 bulan Jumlah bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

7.492 exp, 

100 

majalah, 

dan 5 

buku

lancarnya 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran

7.492 exp, 

100 

majalah, 

dan 5 

buku
jumlah makanan 

dan minuman

11 bulan Jumlah 

PNS/nonPNS

86 orang Kelancaran 

operasional 

kegiatan

86 orang

Makanan dan 

minuman harian 

pegawai

12 bulan

Tersedianya 

makanan dan 

minuman

11 bulan

Jumlah Rapat - 

rapat koordinasi 

dan konsultasi 

keluar daerah

800	Kali Jumlah rapat-rapat 

dan koordinasi 

keluar daerah

75 ok sinkronisasi 

program dan 

kegiatan

75 ok

Kelancaraan 

Koordinasi dan 

Konsultasi

12 bulan

Rapat Koordinasi 

dan konsultasi luar 

daerah yang 

berjalan dengan 

lancar

12 bulan

Tercapainya 

koordinasi dan 

konsultasi keluar 

daerah

12 bln

Terciptanya 

Koordinasi yang 

Baik

12 Bulan

Terjalinnya 

hubungan 

kerjasama dan 

pertukaran 

informasi

72 kali

Terlaksananya 

koordinasi dinas

4.000 

surat

Terselenggaranya 

rapat koordinasi

12 

PNS	Org/

Kali
Penyelenggaraan  

perjalanan dinas 

pegawai  dalam 

daerah

100% jumlah rakor dan 

konsultasi dalam 

daerah

10 kali Kelancaran 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran

10 kali Rp 85.000.000,00 Rp 93.500.000,00 Dinas Sosial Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.13.1.13.01.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Sosial

Rp 456.000.000,00 Rp 501.600.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan

1.13.1.13.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Sosial Rp 300.000.000,00 Rp 330.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan

1.13.1.13.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Sosial

Rp 15.000.000,00 Rp 16.500.000,00 Dinas Sosial Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.13.1.13.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Sosial Rp 27.500.000,00 Rp 30.250.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan

1.13.1.13.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Sosial

1.13.1.13.01.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Sosial Rp 38.000.000,00 Rp 41.800.000,00 Dinas Sosial Baru - Tidak Bisa 

Ditunda



Tersedianya jasa 

pejalanan dinas 

daerah

1 Tahun

tersediannya 

administrasi 

tender

300	Keg terbayarnya jasa 

tenaga pendukung 

adm.teknis atau 

perkantoran

142 orang tersedianya jasa 

pendukung 

administrasi 

teknis/perkantora

n

142 orang

tersedianya 

Tenaga 

administrasi 

keuangan (PPTK, 

Pengelola 

Keuangan dan Jasa 

Administrasi)

100 %

Tertibnya 

administrasi 

perkantor

2500 Lbr

Gedung kantor 

yang refresentatif

100 % Jumlah Mebeuler 3 unit Jumlah Mebeleur 3 unit

Jumlah Mebeleur 16 Unit

Sarana dan 

prasarana gedung 

kantor yang 

tersedia

1 paket Jumlah Gedung 3 Jumlah Gedung 3

Jumlah 

Pemeliharaan 

Kendaraan dan 

BBM Kendaraan

12 bulan Kendaraan Dinas 21 unit Kendaraan Dinas• 21 unit

Jumlah Mebeleur 16 Unit Gedung kantor 3 Gedung 

Kantor

Kerapian Gedung 

Kantor

3 Gedung 

Kantor•

Keindahan dan 

Kerapian Gedung 

kantor

12 Bulan

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

gedung kantor

0

Tersedianya 

pemeliharaan 

rutin/berkala 

peralatan gedung 

kantor

12 bulan Perlengkapan 

Gedung

9 Perlengkapan 

Gedung

9

Jumlah Pengadaan 

Perlengkapan 

gedung kantor

1 Paket Jumlah 

Perlengkapan 

Gedung

4 unit Jumlah 

Perlengkapan 

Gedung

4 unit

Jumlah Pengadaan 

Baju dinas beserta 

Perlengkapannya

56 Stel Jumlah Pakaian 

Dinas

30 Jumlah Pakaian 

Dinas

30

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Aparatur 

yang mengikuti 

diklat Formal

198	oran

g

Jumlah Pegawai 15 Jumlah Pegawai 15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat 

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) Lainnya
- - Jumlah Orang 184 orang Jumlah Orang 184 orang

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi 

Keluarga Miskin

- - Jumlah KUBE 6 Jumlah KUBE 6

Persentase 

Penurunan PMKS

4% Jumlah Peserta 

KAT

347 orang Jumlah Peserta 

KAT

347 orang Rp 1.500.000.000,00 Rp 1.650.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan1.13.1.13.01.15.006 Kegiatan Pelatihan keterampilan bagi penyandang 

masalah kesejahteraan sosial

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Sosial

Rp 460.000.000,00 Rp 506.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan

1.13.1.13.01.15.005 Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Sosial Rp 123.000.000,00 Rp 135.300.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan

1.13.1.13.01.15.002 Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) 

petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir 

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Sosial

Rp 71.000.000,00 Rp 78.100.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan

1.13.01.15 Rp 8.583.000.000,00 Rp 9.441.300.000,00

1.13.1.13.01.05.001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Dinas Sosial

Rp 30.000.000,00 Rp 33.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan

1.13.01.05 Rp 71.000.000,00 Rp 78.100.000,00

1.13.1.13.01.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Sosial

Rp 260.000.000,00 Rp 286.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan

1.13.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur Rp 30.000.000,00 Rp 33.000.000,00

1.13.1.13.01.02.700 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Sosial

Rp 21.000.000,00 Rp 23.100.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan

1.13.1.13.01.02.026 Pemeliharaan  Rutin/Berkala PerLengkapan Gedung 

Kantor

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Sosial Rp 21.900.000,00 Rp 24.090.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan

1.13.1.13.01.02.025 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Sosial

Rp 100.000.000,00 Rp 110.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan

1.13.1.13.01.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan 

Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Sosial Rp 550.000.000,00 Rp 605.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan

1.13.1.13.01.02.014 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Sosial

Rp 962.900.000,00 Rp 1.059.190.000,00

1.13.1.13.01.02.010 Pengadaan Mebeleur Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Sosial Rp 10.000.000,00 Rp 11.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan

1.13.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp 85.000.000,00 Rp 93.500.000,00 Dinas Sosial Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.13.1.13.01.01.020 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis 

Perkantoran

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Sosial Rp 412.200.000,00 Rp 453.420.000,00 Dinas Sosial Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.13.1.13.01.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Sosial



Persentase 

Penurunan PMKS

4% Jumlah Orang 353 orang Jumlah Orang 353 orang

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 

Sosial

Kegiatan Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial 

bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- - Jumlah Orang 700 Jumlah Orang 700

Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan 

Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase PMKS 

yang menerima 

bantuan sosial

5% Jumlah Jenis 

Bantuan

1 jenis JUmlah Jenis 

Bantuan

1 jenis

Dana tanggap 

darurat 

Penanggulangan 

Bencana

12	bulan Jumlah Bencana 7 bencana Jumlah Bencana 7 bencana

- - Jumlah 

Pendamping dan 

Operator

19 Jumlah 

Pendamping dan 

Operator

19

- - Jumlah Hari Besar 7 Jumlah Hari Besar 7

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Jumlah Alat Bantu 75 Jumlah Alat Bantu 75

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan 

Sosial

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial 

Masyarakat

- - Jumlah Pegawai 7 Jumlah Pegawai 7

- - Jumlah 

Perlengkapan

14 Jumlah 

Perlengkapan

14

Tingkat Kapabilitas 

Kelembagaan 

Kesejahteraan 

Sosial

B Jumlah Orang 150 orang Jumlah Orang 150 orang

Rp 142.000.000,00 Rp 156.200.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan

1.13.1.13.01.21.005 Peningkatan Kualitas Karang Taruna Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatnya

penanganan masalah

sosial kemasyarakatan

Dinas Sosial Rp 95.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan

1.13.1.13.01.21.004 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatnya

penanganan masalah

Dinas Sosial

Rp 286.000.000,00 Rp 310.100.000,00

1.13.1.13.01.21.003 Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatnya

penanganan masalah

Dinas Sosial Rp 49.000.000,00 Rp 53.900.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan

1.13.01.21

Rp 142.000.000,00 Rp 156.200.000,00

1.13.1.13.01.18.004 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks. Trauma Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatnya

penanganan masalah

Dinas Sosial Rp 142.000.000,00 Rp 156.200.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan

1.13.01.18

Rp 240.000.000,00 Rp 264.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan

1.13.1.13.01.16.014 Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar, Kepahlawanan, 

Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatnya

penanganan masalah

Dinas Sosial Rp 300.000.000,00 Rp 330.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan

1.13.1.13.01.16.013 Kegiatan Fasilitasi Program Keluarga Harapan Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatnya

penanganan masalah

sosial kemasyarakatan

Dinas Sosial

Rp 62.000.000,00 Rp 68.200.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan

1.13.1.13.01.16.010 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang 

Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar 

Biasa

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatnya

penanganan masalah

sosial kemasyarakatan

Dinas Sosial Rp 1.500.000.000,00 Rp 1.650.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan

1.13.1.13.01.16.007 Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatnya

penanganan masalah

sosial kemasyarakatan

Dinas Sosial

Rp 2.402.000.000,00 Rp 2.642.200.000,00

1.13.1.13.01.16.003 Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatnya

penanganan masalah

sosial kemasyarakatan

Dinas Sosial Rp 300.000.000,00 Rp 330.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan

1.13.01.16

1.13.1.13.01.15.010 Kegiatan Fasilitasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Sosial Rp 6.500.000.000,00 Rp 7.150.000.000,00 Dinas Sosial Baru - Tidak Bisa 

Ditunda



Rp 2.193.087.000,00

Rp 2.236.587.000,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jumlah surat 
terkirim selama 1 
tahun

12 bulan Jumlah Surat 
Keluar

240 
perangko 
dan 400 
lembar 
materai

Indeks Kepuasan 
Aparatur

100%

Jumlah Surat 
yang terkirim

12 Bulan

Lancarnya 
kegiatan surat 
menyurat

12 bulan

Biaya Listrik, 
Telepon, 
Internet, Air dan 

Surat Kabar

12 bulan Jumlah Rekening 
Tagihan

2 
Rekening

Indeks Kepuasan 
Aparatur

100%

Jasa komunikasi, 
sumber daya air 
dan listrik

2 Unit

Ada nya biaya 
jasa keamanan 
kantor

1 Tahun jumlah jasa 55 jumlah jasa 55

Adanya  SDM dlm 

memberikan 
pelayanan 
kesehatan dan 
adm Perkantoran

1 tahun

Tersedianya  Jasa 
Asuransi Barang

100% Jumlah Polis 
Asuransi Kerugian

Motor 3 
Mobil 1

Indeks Kepuasan 
Aparatur

100%

Intensif Jasa 
pengelola 
keuangan

12 bulan, 
6 orang

Jumlah 
Tenaga/Jasa

19 Indeks Kepuasan 
Aparatur

100%

Jasa administrasi 
keuangan yang 
tersedia

32 Orang

Jasa dan Alat 
Pemeliharaan 

Kebersihan 
kantor

100 % Jumlah 
Tenaga/Jasa

12 Bulan Indeks Kepuasan 
Aparatur

100%

jumlah alat tulis 
kantor

12 bulan Jumlah Jenis ATK 1 Paket Indeks Kepuasan 
Aparatur

100%

Jumlah Jenis Alat 
Tulis Kantor

12 Bulan

jumlah barang 

cetakan dan 
penggandaan

12 bulan Jumlah Jenis 

Cetakan

1 Paket Indeks Kepuasan 

Aparatur

100%

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

1.14 Ketenagakerjaan

1.14.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.544.943.000,00 Rp 1.563.443.000,00
1.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rp 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan

1.14.1.14.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 
listrik

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah
yang berkualitas

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi

Rp 15.000.000,00 Rp 17.500.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan

1.14.1.14.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi

Rp 250.000.000,00 Rp 275.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan

1.14.1.14.01.01.005 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi

Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan

1.14.1.14.01.01.004 Penyediaan Jasa Pendukung 
Administrasi/Perkantoran

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi

Rp 112.280.000,00 Rp 112.280.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan

1.14.1.14.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi

Rp 29.000.000,00 Rp 29.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan

1.14.1.14.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi

Rp 57.000.000,00 Rp 57.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan

1.14.1.14.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan
ketatalaksanaan

Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi

Rp 15.003.000,00 Rp 15.003.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

Sedang Berjalan

1.14.1.14.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi



Jumlah Jenis 
Komponen 
Instalasi Listrik / 
Penerangan 
Kantor

12 Bulan Jumlah Jenis 
Komponen

10 Indeks Kepuasan 
Aparatur

100%

jumlah 
komponen listrik 
yang tersedia

12 bulan

Jumlah 
Pengadaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor

0 Unit Jumlah Jenis 
Peralatan

1 Paket Indeks Kepuasan 
Aparatur

100%

jumlah bahan 
bacaan dan 
peraturan 
perundang-

undangan

12 bulan Jumlah Eksemplar 12 Buku Indeks Kepuasan 
Aparatur

100%

jumlah eksemplar 100%

Jumlah Porsi 11 Bulan Jumlah Porsi 12 Bulan Jumlah Porsi 100%
Tersedianya 
makanan dan 
minuman

11 bulan

 
Terselenggaranya 

rapat-rapat 
koordinasi dan 
Konsultasi keluar 
daerah

12 bulan Jumlah SPPD 18 Kali Indeks Kepuasan 
Aparatur

100%

Jumlah SPPD 
Dalam Daerah

12 Bulan Jumlah SPPD 100 Kali Indeks Kepuasan 
Aparatur

100%

Jumlah Tenaga 
Kerja / Jasa

12 Bulan Jumlah 
Tenaga/Jasa

54 Org Indeks Kepuasan 
Aparatur

100%

Tersedianya jasa 
pendukung 
administrasi / 
perkantoran

100%

Tersedianya 
pendokumentasi
an acara dan 

kegiatan pejabat

100% Jumlah Liputan 10 Indeks Kepuasan 
Aparatur

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mebeuler Kantor 18 unit Jumlah Jenis 
Mebeleur

8 Jenis Presentase 
Keterpenuhan 
Rencana Barang 
Milik Daerah

100%

Sarana dan 
prasarana gedung 
kantor yang 

tersedia

1 paket Jumlah Sarana 
dan Prasarana 
Perkantoran

1 Presentase 
Keterpenuhan 
Rencana  

Kebutuhan 
Barang Milik 
Daerah

100%

Rp 10.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan

1.14.1.14.01.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi

Rp 34.270.000,00 Rp 34.270.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan

1.14.1.14.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi

Rp 14.000.000,00 Rp 14.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan

1.14.1.14.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi

Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan

1.14.1.14.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi

Rp 234.390.000,00 Rp 234.390.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan

1.14.1.14.01.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi

Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan

1.14.1.14.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi

Rp 666.000.000,00 Rp 666.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan

1.14.1.14.01.01.029 Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah
yang berkualitas

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi

Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan

1.14.1.14.01.01.021 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi

Rp 189.888.000,00 Rp 189.888.000,00

1.14.1.14.01.02.010 Pengadaan Mebeleur Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi

Rp 47.000.000,00 Rp 47.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan

1.14.01.02

Rp 60.000.000,00 Rp 60.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan1.14.1.14.01.02.014 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah
yang berkualitas

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi



Pemeliharaan rutin /berkala peralatan kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi

Rp 15.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan

Jumlah 
Kendaraan dinas 
yang terpelihara 
dengan baik

37 unit Jumlah Jenis 
Kendaraan

4 Jenis Presentase 
Keterpenuhan 
Rencana  
Kebutuhan 
Barang Milik 
Daerah

100%

Jumlah 
Pemeliharaan 
Peralatan Gedung 

Kantor

12 bulan Jumlah Jenis 
Pemeliharaan 
Gedung Kantor

10 Jenis Presentase 
Keterpenuhan 
Rencana  

Kebutuhan 
Barang Milik 
Daerah

100%

Jumlah Peralatan 
Gedung Kantor 
Yang diperbaiki

378	Unit

Jumlah Peralatan 
Kantor yang 

diperbaiki

216	Unit

Tersedianya 
pakaian batik

29 stell Jumlah Stell 
Pakaian

67 Org Jumlah Temuan 
Pelanggaran 
Disiplin

100%

tersedianya 
pakaian dinas

12 stel Jumlah Stell 
Pakaian

8 Stell Jumlah Temuan 
Pelanggaran 
Disiplin

100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur

Jumlah Aparatur 
yang Mengikuti 
Bimtek

103 
orang

Jumlah Peserta 
BIMTEK

8 Org Persentase 
Keterpenuhan 
Standar 
Kompetensi

100%

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas 
Tenaga Kerja

Jumlah Dokumen 20 Buku jumlah Dokumen 20 Indeks Kepuasan 

Masyarakat

100%

Terselenggaranya 
pengembangan 
tenaga kerja

30	Org/P
erusahaa
n

Jumlah Dokumen 20 Buku Jumlah Orang 30 Indeks Kepuasan 
Masyarakat

100%

Terselenggaranya 
pengembangan 
tenaga kerja

30	Org/P
erusahaa
n

Jumlah Dokumen 20 Buku Jumlah Dokumen 15 Indeks Kepuasan 
Masyarakat

100%

Terselenggaranya 

pengembangan 
tenaga kerja

30	Org/P

erusahaa
n

1.14.1.14.01.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan 
Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi

Rp 75.088.000,00 Rp 75.088.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan

Rp 7.800.000,00 Rp 7.800.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan

1.14.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur Rp 73.750.000,00 Rp 73.750.000,00

1.14.1.14.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah
yang berkualitas

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi

Rp 48.750.000,00 Rp 48.750.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan

1.14.1.14.01.03.302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 
RPJM

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi

Rp 25.000.000,00 Rp 25.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan

1.14.1.14.01.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 
RPJM

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi

Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00

1.14.1.14.01.05.005 Bimbingan teknis implementasi peraturan 
perundangan

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas 
sumber daya aparatur

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi

Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan

1.14.01.05

Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00

1.14.1.14.01.15.001 Penyusunan dtaabase tenaga kerja daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terciptanya kesempatan 

kerja dan perlindungan bagi 
tenaga kerja

Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi

Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

Sedang Berjalan

1.14.01.15

Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan

1.14.1.14.01.15.008 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terciptanya kesempatan 
kerja dan perlindungan bagi 
tenaga kerja

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi

Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan

1.14.1.14.01.15.006 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi 
PencariKerja

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terciptanya kesempatan 
kerja dan perlindungan bagi 

tenaga kerja

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi



Tersebarnya 
informasi bursa 
tenaga kerja

320	Ora
ng

Jumlah Bursa 
Kerja

10 Indeks Kepuasan 
Masyarakat

100%

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 
Ketenagakerjaan

Jumlah Kasus 
Perselisihan 
Hubungan 

Industrial

10 Kasus Jumlah Kasus 10 Kasus Indeks Kepuasan 
Masyarakat

100%

Jumlah 
Pembinaan dan 
Kesejateraan 
Pekerja

48 
Perusaha
an

Jumlah Kasus 
Perselisihan 
Hubungan 
Industrial

10 Kasus Jumlah Dokumen 48 
Perusaha
an

Indeks Kepuasan 
Masyarakat

100%

Jumlah 
Pembinaan dan 
Kesejateraan 
Pekerja

48 
Perusaha
an

Meningkatnya 
pemahaman 
tentang 
keselamatan dan 
kesehatan kerja

30	Org/P
ekerja

Jumlah Kasus 
Perselisihan 
Hubungan 
Industrial

10 Kasus Jumlah Dokumen 29 SP/SB Indeks Kepuasan 
Masyarakat

100%

Jumlah 
Pembinaan dan 
Kesejateraan 
Pekerja

48 
Perusaha
an

Meningkatnya 
pemahaman 
tentang 
keselamatan dan 
kesehatan kerja

30	Org/P
ekerja

Rp 106.506.000,00 Rp 106.506.000,00
1.14.1.14.01.16.002 Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Bursa 

Tenaga Kerja
Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terciptanya kesempatan 
kerja dan perlindungan bagi 
tenaga kerja

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi

Rp 106.506.000,00 Rp 106.506.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan
1.14.01.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Rp 138.000.000,00 Rp 163.000.000,00

1.14.1.14.01.17.002 Fasilitas Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terciptanya kesempatan 
kerja dan perlindungan bagi 
tenaga kerja

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi

Rp 60.000.000,00 Rp 60.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan

1.14.01.17

Rp 43.000.000,00 Rp 43.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan

1.14.1.14.01.17.010 Pengendalian dan Pembinaan Organisasi 
Pekerja/Buruh

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terciptanya kesempatan 
kerja dan perlindungan bagi 
tenaga kerja

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi

Rp 35.000.000,00 Rp 60.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Sedang Berjalan

1.14.1.14.01.17.009 Pembinaan Syarat Kerja dan Kesejateraan Pekerja Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terciptanya kesempatan 
kerja dan perlindungan bagi 
tenaga kerja

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi



Rp 6.614.685.200,00

Rp 5.260.550.000,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 540.565.200,00
5.1.1 Belanja Pegawai Rp 540.565.200,00

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah naskah 

dinas

1500 

naskah

Terpenuhinya jasa 

surat menyurat

12 bln

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah rekening 

tagihan jasa

3 

Rekening

Terpenuhinya 

Dukungan 

Operational Kantor

12 Bulan

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah BHP kantor 25 bh Tersediannya BHP 

kantor

12 bln

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Polis asuransi 

kerugian

1 Polis Terpenuhinya 

Asuransi / Jaminan 

Barang Milik 

Daerah 

100%

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah kendaraan 

dinas

2 Unit Terpenuhinya jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan 

kendaraan dinas

100%

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah tenaga 

kerja / jasa

8 Orang Tersedianya dana 

bagi pengelola 

administrasi 

keuangan

12 bln

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah tenaga / 

jasa

1 Orang Terpenuhinya jasa 

kebersihan kantor

100%

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah jenis 

perbaikan

20 Item Terpeliharanya 

peralatan kerja 

12 bln

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah jenis ATK 68 Item Terpenuhinya ATK 

kantor

12 bln

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah eksemplar 4000 Exp Terpenuhinya 

barang cetakan 

dan penggadaan 

kantor

12 bln

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah jenis 

komponen

10 Item Tersedianya 

komponen 

instalasi listrik 

kantor

12 bln

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah peralatan 

rumah tangga

20 Set Tersedianya 

peralatan rumah 

tangga kantor

12 bln

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah eksemplar 4992 Exp Terpenuhinya 

bahan bacaan dan 

perundang-

undagan kantor

12 bln

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah porsi 720 porsi Tersedianya 

makan minum 

tamu kantor

11 bln

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah SPPD 40 SPPD Terlaksananya 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah

12 Bulan Rp 400.000.000,00 Rp 450.000.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Sedang Berjalan1.16.1.16.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Luar Daerah Kabupaten 

Musi Rawas Utara

Rp 17.500.000,00 Rp 17.850.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Sedang Berjalan

1.16.1.16.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 18.850.000,00 Rp 19.000.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Sedang Berjalan

1.16.1.16.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 17.650.000,00 Rp 17.950.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Sedang Berjalan

1.16.1.16.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 10.000.000,00 Rp 10.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.1.16.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 56.000.000,00 Rp 56.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Sedang Berjalan

1.16.1.16.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 50.000.000,00 Rp 50.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Sedang Berjalan

1.16.1.16.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.1.16.01.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 18.250.000,00 Rp 25.000.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Sedang Berjalan

1.16.1.16.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 10.000.000,00 Rp 30.000.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.1.16.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 12.000.000,00 Rp 12.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Sedang Berjalan

1.16.1.16.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 20.000.000,00 Rp 20.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.1.16.01.01.005 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 7.850.000,00 Rp 24.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Sedang Berjalan

1.16.1.16.01.01.003 Penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Dinas Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 5.350.000,00 Rp 5.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Sedang Berjalan

1.16.1.16.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 11.000.000,00 Rp 11.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Sedang Berjalan

1.16.1.16.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

1.16.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 989.750.000,00 Rp 1.089.450.000,00

1.16.01 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

1.16 Penanaman Modal

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi



Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah SPPD 200 SPPD Terlaksananya 

koordinasi dan 

konsultasi ke 

dalam daerah

12 bln

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah tenaga / 

jasa

46 orang Tersedianya 

tenaga kerja 

pendukung 

administrasi / 

teknis perkantoran

12 bln

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah jenis 3 jenis Tersedianya 

dokumentasi, 

publikasi dan 

dekorasi kantor

12 bln

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah jenis 25 Item Tersedianya 

peralatan dan 

bahan kebersihan 

kantor

12 bln

Persentase 

Keterpenuhan 

Rencana 

Kebutuhan Barang 

Milik OPD

60 Jumlah kendaraan 3 unit Tersedianya dana 

bagi pengadaan 

kendaraan 

dinas/operational 

kantor

100%

Persentase 

Keterpenuhan 

Rencana 

Kebutuhan Barang 

Milik OPD

60 Jumlah 

perlengkapan

5 unit Tersedianya 

perlengkapan 

gedung kantor 

100%

Persentase 

Keterpenuhan 

Rencana 

Kebutuhan Barang 

Milik OPD

60 Jumlah peralatan 10 unit Tersedianya 

peralatan kerja 

kantor

100%

Persentase 

Keterpenuhan 

Rencana 

Kebutuhan Barang 

Milik OPD

60 Jumlah unit 

meubiler

16 unit Tersedianya 

meubiler kantor

100%

Persentase 

Keterpenuhan 

Rencana 

Kebutuhan Barang 

Milik OPD

60 Jumlah unit gedung 

kantor yang disewa

1 unit Tersedianya Sewa 

Gedung Kantor

12 bln

Persentase 

Keterpenuhan 

Rencana 

Kebutuhan Barang 

Milik OPD

60 Jumlah kendaraan 5 unit Terpeliharanya 

kendaraan dinas / 

operational kantor

12 bln

Gedung kantor 

yang refresentatif

100 % jumlah jenis 40 jumlah jenis 40

Jumlah 

Pelanggaran 

Disiplin

0 Jumlah  mesin 

absensi

1 unit Tersedianya mesin 

absensi pegawai 

DPM-PTSP

100%

Jumlah 

Pelanggaran 

Disiplin

0 Jumlah stel pakaian 

dinas

53 stel Tersedianya 

pakaian dinas 

beserta 

perlengkapannya 

100%

Jumlah 

Pelanggaran 

Disiplin

0 Jumlah stel pakaian 

kerja lapangan

53 stel Tersedianya 

pakaian kerja 

lapangan pegawai 

DPM-PTSP

100% Rp 33.850.000,00 Rp 34.000.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.1.16.01.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 45.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.1.16.01.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 35.000.000,00 Rp 35.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.1.16.01.03.001 Pengadaan Mesin / Kartu Absensi Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 25.000.000,00 Rp 30.000.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.16.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur Rp 178.300.000,00 Rp 135.850.000,00

1.16.1.16.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Dinas Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 89.850.000,00 Rp 90.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Sedang Berjalan

1.16.1.16.01.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas/Operasional Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 350.000.000,00 Rp 375.000.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Sedang Berjalan

1.16.1.16.01.02.014 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 35.000.000,00 Rp 35.550.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.1.16.01.02.010 Pengadaan Mebeleur Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 45.000.000,00 Rp 45.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Sedang Berjalan

1.16.1.16.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 763.000.000,00 Rp 35.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.1.16.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 26.500.000,00 Rp 27.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Sedang Berjalan

1.16.1.16.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 15.500.000,00 Rp 15.850.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Sedang Berjalan

1.16.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 1.334.350.000,00 Rp 639.550.000,00

1.16.1.16.01.01.223 Penyediaan Peralatan dan bahan kebersihan kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 220.800.000,00 Rp 220.800.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Sedang Berjalan

1.16.1.16.01.01.029 Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dalam dan luar daerah 

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Rp 20.000.000,00 Rp 21.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.1.16.01.01.020 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis 

Perkantoran

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

1.16.1.16.01.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dalam Daerah 

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Rp 61.000.000,00 Rp 61.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Sedang Berjalan



Jumlah 

Pelanggaran 

Disiplin

0 Jumlah stel pakaian 

khusus

53 stel Tersediannya 

pakaian khusus 

hari-hari tertentu 

pegawai DPM-

PTSP

100%

Jumlah 

Pelanggaran 

Disiplin

0 Jumlah stel pakaian 

olahraga 

53 stel Tersedianya 

pakaian olahraga 

lengkap pegawai 

DPM-PTSP

100%

Jumlah Aparatur 

yang mengikuti 

diklat Formal

198	oran

g

Jumlah peserta 

diklat

5 peserta Tersedianya 

pegawai yang 

berkompeten 

30%

Persentase 

Keterpenuhan 

Standar 

Kompetensi

30

Jumlah Investor 

berskala Nasional 

(PMDN/PMA)

2 Investor 

Baru

Jumlah informasi 

bidang usaha 

unggulan

1 bidang 

usaha 

unggulan

Terlaksananya 

pengembangan 

usaha unggulan 

daerah

100%

Jumlah Investor 

berskala Nasional 

(PMDN/PMA)

2 Investor 

Baru

Jumlah dokumen 

koordinasi

3 

dokumen

Terlaksananya 

koordinasi 

perencanaan dan 

pengembangan 

PM 

100%

Jumlah Investor 

berskala Nasional 

(PMDN/PMA)

2 Investor 

Baru

Jumlah dokumen 

MoU/koordinasi/ke

rjasama

2 

dokumen

Terlaksananya 

peningkatan 

koordinasi dan 

kerjsama di bidang 

PM dengan 

instansi 

pemerintah dan 

dunia usaha

100%

Jumlah Investor 

berskala Nasional 

(PMDN/PMA)

2 Investor 

Baru

Jumlah laporan 253 

laporan

Terlaksananya 

Peningkatan 

kegiatan 

pemantauan, 

pembinaan dan 

pengawasan 

pelaksanaan 

penanaman modal

12 Bulan

Jumlah Investor 

berskala Nasional 

(PMDN/PMA)

2 Investor 

Baru

Jumlah pegawai 

yang bersetifikat 

BKPM

2 orang Terlaksananya 

Peningkatan 

Kualitas SDM guna 

peningkatan 

pelayanan 

Investasi

100%

Jumlah Investor 

berskala Nasional 

(PMDN/PMA)

2 Investor 

Baru

Jumlah pameran 

investasi

2 kali Terlaksananya 

penyelenggaraan 

pameran investasi

100%

Jumlah Investor 

berskala Nasional 

(PMDN/PMA)

2 Investor 

Baru

Jumlah laporan 3 laporan Terlaksananya 

Monitoring, 

Evaluasi, dan 

Pelaporan / LKPM

12 bln

Jumlah Investor 

berskala Nasional 

(PMDN/PMA)

2 Investor 

Baru

Jumlah buku 3 buku Terlaksananya 

Rencana Umum 

Penanaman Modal 

100%

Jumlah Investor 

berskala Nasional 

(PMDN/PMA)

2 Investor 

Baru

Jumlah jenis 

informasi 

penanaman modal

4 jenis Terlaksananya 

Penyebarluasan 

Informasi Potensi 

Investasi Daerah

100% Rp 75.000.000,00 Rp 75.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.1.16.01.15.013 Penyebarluasan Informasi Potensi Investasi Daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya peningkatan 

investasi

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 61.550.000,00 Rp 61.750.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Sedang Berjalan

1.16.1.16.01.15.012 Rencana Umum Penanaman Modal Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya peningkatan 

investasi

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 150.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.1.16.01.15.011 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan / LKPM Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya peningkatan 

investasi

Dalam daerah 

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Rp 35.000.000,00 Rp 35.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.1.16.01.15.010 Penyelenggaraan pameran Investasi Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya peningkatan 

investasi

Luar daerah Kabupaten 

Musi Rawas Utara

Rp 502.520.000,00 Rp 503.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Sedang Berjalan

1.16.1.16.01.15.009 Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan 

Investasi

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya peningkatan 

investasi

Luar daerah Kabupaten 

Musi Rawas Utara

Rp 45.000.000,00 Rp 55.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.1.16.01.15.008 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan 

pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya peningkatan 

investasi

dalam daerah 

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Rp 90.500.000,00 Rp 91.000.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Sedang Berjalan

1.16.1.16.01.15.006 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang 

penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia 

usaha

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya peningkatan 

investasi

dalam dan luar daerah 

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Rp 75.000.000,00 Rp 75.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.1.16.01.15.005 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penaman 

Modal

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya peningkatan 

investasi

dalam dan luar daerah 

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Rp 65.000.000,00 Rp 65.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.1.16.01.15.002 Pengembangan pontensi unggulan daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya peningkatan 

investasi

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 40.000.000,00 Rp 40.850.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Rp 1.149.570.000,00 Rp 963.750.000,00

1.16.1.16.01.05.001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Luar Daerah Kabupaten 

Musi Rawas Utara

Rp 32.500.000,00 Rp 33.850.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 40.000.000,00 Rp 40.850.000,00

1.16.1.16.01.03.006 Pengadaan Atribut dan Perlengkapan Operasional Petugas Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

1.16.1.16.01.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 31.950.000,00 Rp 32.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda



Jumlah Investor 

berskala Nasional 

(PMDN/PMA)

2 Investor 

Baru

Jumlah buku yang 

disusun

1 buku Terlaksananya 

Penyusunan Profil 

Penanaman Modal

100%

Jumlah Nilai 

Investasi berskala 

Nasional 

(PMDN/PMA)

3 Trillyun Jumlah dokumen  

koordinasi 

/kerjasama

20 

dokumen

Terlaksananya 

fasilitasi dan 

koordinasi 

kerjsama di bidang 

Investasi

12 bln

Jumlah Nilai 

Investasi berskala 

Nasional 

(PMDN/PMA)

3 Trillyun Jumlah Modul 

Aplikasi 

Penanaman Modal 

1 modul 

aplikasi

Terlaksananya 

Pengembangan 

Sistem Informasi 

Penanaman Modal

100%

Jumlah Nilai 

Investasi berskala 

Nasional 

(PMDN/PMA)

3 Trillyun Jumlah SOP 1 

dokumen

Terlaksananya 

penyederhanaan 

prosedur perijinan 

dan peningkatan 

pelayanan 

penanaman modal

100%

Jumlah Nilai 

Investasi berskala 

Nasional 

(PMDN/PMA)

3 Trillyun Jumlah laporan 

monev

20 

laporan

Terlaksananya 

Monitoring & 

evaluasi realisasi 

penanaman modal 

12 bln

Jumlah Nilai 

Investasi berskala 

Nasional 

(PMDN/PMA)

3 Trillyun Jumlah  laporan 

inventarisasi

5 laporan Terlaksananya 

Inventarisasi 

Perizinan 

Penanaman Modal

12 bln

Jumlah Nilai 

Investasi berskala 

Nasional 

(PMDN/PMA)

3 Trillyun Jumlah peserta 100 

peserta

Terlaksananya 

Sosialisasi 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

100%

Jumlah Nilai 

Investasi berskala 

Nasional 

(PMDN/PMA)

3 Trillyun Jumlah dokumen 1 

dokumen

Terlaksananya 

Konsolidasi 

perencanaan dan 

pelaksanaan PMN 

(KP3MN)

100%

Jumlah Nilai 

Investasi berskala 

Nasional 

(PMDN/PMA)

3 Trillyun Jumlah laporan 3 laporan Terlaksananya 

Fasilitasi 

penyelesaian 

permasalahan 

yang dihadapi 

penanaman modal 

di pusat (task 

force)

12 bln

Jumlah Nilai 

Investasi berskala 

Nasional 

(PMDN/PMA)

3 Trillyun Jumlah laporan 20 

laporan

Terlaksananya 

Pengawasan 

ketentuan 

pelaksanaan 

Penanaman Modal

12 bln

Jumlah Nilai 

Investasi berskala 

Nasional 

(PMDN/PMA)

3 Trillyun Jumlah Peserta 100 

peserta

Terlaksananya 

Workshop 

penyusunan 

RUPMP/RUPMK/L

KPM online 

(KP3MN)

100%

Jumlah Nilai 

Investasi berskala 

Nasional 

(PMDN/PMA)

3 Trillyun Jumlah peserta 100 

peserta

Terlaksananya 

sosialisasi 

perizinan

100% Rp 83.500.000,00 Rp 84.000.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Sedang Berjalan1.16.1.16.01.19.001 Sosialisasi Perizinan Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

dalam daerah 

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Rp 150.000.000,00 Rp 150.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.01.19 Program Pelayanan Perizinan Rp 534.000.000,00 Rp 536.000.000,00

1.16.1.16.01.16.020 Workshop penyusunan RUPMP/RUPMK/LKPM online 

(KP3MN)

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya peningkatan 

investasi

dalam dan luar daerah 

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Rp 100.000.000,00 Rp 100.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.1.16.01.16.019 Pengawasan ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya peningkatan 

investasi

dalam daerah 

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Rp 95.000.000,00 Rp 95.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.1.16.01.16.016 Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi 

penanaman modal di pusat (task force)

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya peningkatan 

investasi

dalam dan luar daerah 

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Rp 96.000.000,00 Rp 96.450.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Sedang Berjalan

1.16.1.16.01.16.015 Konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan PMN (KP3MN) Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya peningkatan 

investasi

dalam dan luar daerah 

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Rp 75.000.000,00 Rp 75.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.1.16.01.16.014 Sosialisasi Pelaksana Penanaman Modal Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya peningkatan 

investasi

dalam dan luar daerah 

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Rp 100.000.000,00 Rp 100.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.1.16.01.16.013 Inventarisasi Perizinan Penanaman Modal Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya peningkatan 

investasi

dalam daerah 

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Rp 78.000.000,00 Rp 78.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Sedang Berjalan

1.16.1.16.01.16.011 Monitoring & evaluasi realisasi penanaman modal Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya peningkatan 

investasi

dalam daerah 

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Rp 50.000.000,00 Rp 50.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.1.16.01.16.006 Penyederhanaan prosedur Perijinan dan peningkatan 

pelayanan penanaman modal

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya peningkatan 

investasi

Dinas Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 250.000.000,00 Rp 250.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.16.1.16.01.16.004 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya peningkatan 

investasi

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 1.032.150.000,00 Rp 1.037.100.000,00

1.16.1.16.01.16.002 Memfasilitasi dan koordinasi kerjsama di bidang Investasi Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya peningkatan 

investasi

dalam daerah 

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Rp 38.150.000,00 Rp 38.650.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Sedang Berjalan

1.16.01.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi 

1.16.1.16.01.15.014 Penyusunan Profil Penanaman Modal Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya peningkatan 

investasi

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 50.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda



Jumlah Nilai 

Investasi berskala 

Nasional 

(PMDN/PMA)

3 Trillyun Jumlah 

rekomendasi Tim 

Teknis

50 

rekomend

asi 

Terlaksananya Tim 

Teknis Perizinan 

Terpadu

12 bln

Jumlah Investor 

berskala Nasional 

(PMDN/PMA)

2 Investor 

Baru

Peringkat PTSP 4 

peringkat

Terlaksananya 

Pemeringkatan 

Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu

100%

Jumlah Nilai 

Investasi berskala 

Nasional 

(PMDN/PMA)

3 Trillyun Jumlah laporan 4 laporan Terlaksananya 

Pelaksanaan 

Evaluasi dan 

Verifikasi Perizinan 

dan Non Perizinan 

di Kabupaten Musi 

Rawas Utara

12 bln

Jumlah Nilai 

Investasi berskala 

Nasional 

(PMDN/PMA)

3 Trillyun Jumlah rapat 5 kali Tim fasilitasi 

pengaduan 

masyrakat DPM-

PTSP

12 bln

Jumlah Nilai 

Investasi berskala 

Nasional 

(PMDN/PMA)

3 Trillyun Jumlah Dokumen 1 

dokumen

Terlaksananya 

Sinkronisasi 

Intrumen Perizinan

100%

Jumlah Nilai 

Investasi berskala 

Nasional 

(PMDN/PMA)

3 Trillyun Jumlah Survey yang 

dilakukan

2 kali Terlaksananya 

Penyelenggaraan 

Survey Kepuasan 

Pelayanan 

Penanaman Modal

12 bln

Jumlah Nilai 

Investasi berskala 

Nasional 

(PMDN/PMA)

3 Trillyun Jumlah Dokumen 3 

dokumen

Terlaksananya 

Perencanaan 

Koordinasi dan 

Evaluasi 

Pelaksanaan CSR

12 bln Rp 161.000.000,00 Rp 161.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.1.16.01.20.004 Perencanaan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan CSR Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

dalam daerah 

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Rp 505.000.000,00 Rp 505.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.1.16.01.20.003 Penyelenggaraan Survey Kepuasan Pelayanan Penanaman 

Modal

Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 50.000.000,00 Rp 50.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.1.16.01.20.002 Sinkronisasi Intrumen Perizinan Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 816.000.000,00 Rp 818.000.000,00

1.16.1.16.01.20.001 Tim fasilitasi pengaduan masyrakat DPM-PTSP Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

Rp 100.000.000,00 Rp 100.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.01.20 Program Pengembangan Kebijakan Pelayanan Perizinan

Rp 25.000.000,00 Rp 25.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.16.1.16.01.19.005 Pelaksanaan Evaluasi dan Verifikasi Perizinan dan Non 

Perizinan di Kabupaten Musi Rawas Utara

Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

dalam daerah 

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Rp 120.000.000,00 Rp 120.500.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Sedang Berjalan

1.16.1.16.01.19.003 Pemeringkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu

1.16.1.16.01.19.002 Tim Teknis Perizinan Terpadu Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

dalam daerah 

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Rp 305.500.000,00 Rp 306.000.000,00 Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu

Sedang Berjalan



Rp 6.332.050.000,00

Rp 7.264.314.000,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Pengembangan 

Nilai-Nilai Budaya

2 

Kegiatan

Jumlah Alat Musik 5 Macam Terpenuhinya 

Bantuan Alat 

Musik Untuk 

Sanggar Seni

1 Tahun

Pengelolaan 

Keragaman Budaya

5 

Kegiatan

Pelatihan/Pembina

an Seni Musik dan 

Seni Tari

7 

Kelompok/

Sanggar

Meningkatnya 

Pengembangan 

Kesenian dan 

Kebudayaan 

Daerah

1 Tahun

Pengelolaan 

Keragaman Budaya

5 

Kegiatan

Event Hiburan 

Rakyat

1 Kali Terselenggaranya 

Event Hiburan 

Rakyat

1 Tahun

Pemenuhan 

Kebutuhan Kinerja 

Perkantoran/Opera

sional SKPD

14 

Kegiatan

Jumlah Materai 900 

Lembar

Terpenuhinya 

Kebutuhan Jasa 

Surat Menyurat

1 Tahun

Pemenuhan 

Kebutuhan Kinerja 

Perkantoran/Opera

sional SKPD

14 

Kegiatan

Jumlah Rekening 3 rekening Tersedianya Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya 

Listrik dan Air

12 Bulan

Pemenuhan 

Kebutuhan Kinerja 

Perkantoran/Opera

sional SKPD

14 

Kegiatan

Premi Asuransi 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

2 Premi 

Asuransi

Tersedianya 

Jaminan 

Keamanan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

1 Tahun

Pemenuhan 

Kebutuhan Kinerja 

Perkantoran/Opera

sional SKPD

14 

Kegiatan

Terselenggaranya 

Kegiatan 

Pengelolaan 

Keuangan SKPD

10 Orang Tersedianya Jasa 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Operator Sistem 

Keuangan SKPD 

12 Bulan

Pemenuhan 

Kebutuhan Kinerja 

Perkantoran/Opera

sional SKPD

14 

Kegiatan

Jumlah Alat Tulis 

Kantor 

40 Macam Terpenuhinya 

Kebutuhan Alat 

Tulis Kantor untuk 

Kelancaran 

Operasional 

Kantor

1 Tahun

Pemenuhan 

Kebutuhan Kinerja 

Perkantoran/Opera

sional SKPD

14 

Kegiatan

Jumlah Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

7 Macam Tersedianya 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

serta Iklan

12 Bulan

Pemenuhan 

Kebutuhan Kinerja 

Perkantoran/Opera

sional SKPD

14 

Kegiatan

Komponen 

Peralatan Listrik 

dan  Penerangan 

Bangunan Kantor

5 Macam Terpenuhinya 

Komponen 

Peralatan Listrik 

dan  Penerangan 

Bangunan Kantor

1 Tahun

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas kebudayaan dan pariwisata

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

1.17 Kebudayaan

1.17.01.15 Program Pengembangan Nilai Budaya Rp 200.000.000,00 Rp 220.000.000,00

1.17.01 Dinas kebudayaan dan pariwisata

Rp 200.000.000,00 Rp 220.000.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Sedang Berjalan

1.17.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Rp 400.000.000,00 Rp 550.000.000,00

1.17.1.17.01.15.006 Fasilitasi Sanggar-Sanggar Seni Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatnya 

Pengembangan Nilai Budaya

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Rp 150.000.000,00 Rp 275.000.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Sedang Berjalan

1.17.1.17.01.17.004 Fasilitasi Keragaman Hiburan Rakyat Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatkan Pengelolaan 

Keragaman Budaya

Kab. Musi Rawas Utara Rp 250.000.000,00 Rp 275.000.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Sedang Berjalan

1.17.1.17.01.17.001 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatkan Pengelolaan 

Keragaman Budaya

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

2.04 Pariwisata

2 Pilihan

1.17.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.175.840.000,00 Rp 1.458.164.000,00

1.17.01 Dinas kebudayaan dan pariwisata

Rp 5.100.000,00 Rp 5.665.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Sedang Berjalan

2.04.1.17.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Rp 18.100.000,00 Rp 19.900.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Sedang Berjalan

2.04.1.17.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Rp 14.000.000,00 Rp 15.400.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Sedang Berjalan

2.04.1.17.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Rp 120.240.000,00 Rp 132.264.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Sedang Berjalan

2.04.1.17.01.01.005 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Rp 33.000.000,00 Rp 36.300.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Sedang Berjalan

2.04.1.17.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dalam Provinsi Rp 57.000.000,00 Rp 64.000.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Sedang Berjalan

2.04.1.17.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dalam Provinsi

Rp 30.000.000,00 Rp 33.000.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Sedang Berjalan2.04.1.17.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dalam Provinsi



Pemenuhan 

Kebutuhan Kinerja 

Perkantoran/Opera

sional SKPD

14 

Kegiatan

Jumlah Brankas 1 Unit Tersedianya 

Brankas Untuk 

Penyimpanan 

Uang dan Surat 

Berharga

1 Tahun

Pemenuhan 

Kebutuhan Kinerja 

Perkantoran/Opera

sional SKPD

14 

Kegiatan

Alat Rumah Tangga 

dan Kebersihan

15 Macam Terpenuhinya 

Kebutuhan Alat 

Rumah Tangga dan 

Kebersihan

12 Bulan

Pemenuhan 

Kebutuhan Kinerja 

Perkantoran/Opera

sional SKPD

14 

Kegiatan

Langganan Media 

Massa

15 Media Tersedianya Bahan 

Bacaan Informasi 

dari Media Massa

12 Bulan

Pemenuhan 

Kebutuhan Kinerja 

Perkantoran/Opera

sional SKPD

14 

Kegiatan

Makanan dan 

Minum Pegawai 

(PNS dan TKS)

12 Bulan Terpenuhinya 

Kebutuhan Makan 

dan Minum 

Pegawai

1 Tahun

Pemenuhan 

Kebutuhan Kinerja 

Perkantoran/Opera

sional SKPD

14 

Kegiatan

Koordinasi dan 

Konsultasi ke Luar 

Daerah

12 Bulan Terlaksananya 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi ke 

Luar Daerah

1 Tahun

Pemenuhan 

Kebutuhan Kinerja 

Perkantoran/Opera

sional SKPD

14 

Kegiatan

Perjalanan Dinas 

Ke Dalam Daerah

12 Bulan Terselenggaranya 

Perjalanan Dinas 

Ke Dalam Daerah

12 Bulan

Pemenuhan 

Kebutuhan Kinerja 

Perkantoran/Opera

sional SKPD

14 

Kegiatan

Jasa TKS, Penjaga 

Keamanan, Petugas 

Kebersihan, Sopir 

dan Operator 

38 Orang Terselenggaranya 

Kegiatan 

Administrasi/Tekni

s Perkantoran

12 Bulan

Pemenuhan 

Kebutuhan dan 

Pemeliharaan 

Sarana dan 

Prasarana Kerja

4 

Kegiatan

Meja Rapat dan 

Perlengkapannya

1 Set Tersedianya Meja 

Rapat dan 

Perlengkapannya

1 Tahun

Pemenuhan 

Kebutuhan dan 

Pemeliharaan 

Sarana dan 

Prasarana Kerja

4 

Kegiatan

Sewa Gedung 

Kantor

1 Unit Tersedianya 

Gedung Kantor

1 Tahun

Pemenuhan 

Kebutuhan dan 

Pemeliharaan 

Sarana dan 

Prasarana Kerja

4 

Kegiatan

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Mobil dan Genset

2 Mobil 1 

Genset

Terpenuhinya 

Kebutuhan 

Pemeliharaan dan 

Perawatan Mobil 

dan Genset

12 Bulan

Pemenuhan 

Kebutuhan dan 

Pemeliharaan 

Sarana dan 

Prasarana Kerja

4 

Kegiatan

Pemeliharaan 

(service) Peralatan 

Kantor

9 Unit Terpenuhi 

Kebutuhan 

Pemeliharaan 

Peralatan Kantor

12 Bulan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai 

yang memiliki 

peningkatan 

pengetahuan dan 

keterampilan

6 Orang Jumlah Pegawai 6 Orang Terpenuhinya 

Kebutuhan 

Pendidikan dan 

Pelatihan Formal

1 Tahun

Promosi Pariwisata 

dan Budaya di 

Dalam dan Luar 

Negeri

5 

Kegiatan

Koordinasi dengan 

Sektor Pariwisata

12 Bulan Terselenggaranya 

Koordinasi dengan 

Sektor Pariwisata

1 Tahun

2.04.1.17.01.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dalam Provinsi Rp 45.000.000,00 Rp 229.295.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Sedang Berjalan

Rp 10.000.000,00 Rp 25.000.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Sedang Berjalan

2.04.1.17.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Rp 33.000.000,00 Rp 36.300.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Sedang Berjalan

2.04.1.17.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dalam Provinsi

Rp 180.400.000,00 Rp 198.040.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Sedang Berjalan

2.04.1.17.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dalam Negeri Rp 300.000.000,00 Rp 300.000.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Sedang Berjalan

2.04.1.17.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Rp 20.000.000,00 Rp 22.000.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Sedang Berjalan

2.04.1.17.01.01.220 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis 

Perkantoran

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Rp 310.000.000,00 Rp 341.000.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Sedang Berjalan

2.04.1.17.01.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dalam Kabupaten

Rp 246.500.000,00 Rp 421.650.000,00

2.04.1.17.01.02.010 Pengadaan Mebeleur Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dalam Provinsi Rp 45.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Sedang Berjalan

1.17.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp 90.000.000,00 Rp 99.000.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Sedang Berjalan

2.04.1.17.01.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas/Operasional Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dalam Provinsi Rp 100.000.000,00 Rp 110.000.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Sedang Berjalan

2.04.1.17.01.02.011 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Rp 11.500.000,00 Rp 12.650.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Sedang Berjalan

1.17.01.05 Rp 60.000.000,00 Rp 66.000.000,00

2.04.1.17.01.02.054 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan  Kantor Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Rp 60.000.000,00 Rp 66.000.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Sedang Berjalan

1.17.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp 770.000.000,00 Rp 627.000.000,00

2.04.1.17.01.05.001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Dalam Negeri

Rp 20.000.000,00 Rp 22.000.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.04.1.17.01.15.004 Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata Peningkatan Daya Saing 

Ekonomi dan 

Kesejahteraan/ 

kemakmuran Rakyat

Meningkatnya Kompetensi 

Usaha dan Pelaku Pariwisata

Kabupaten Musi Rawas 

Utara



Promosi Pariwisata 

dan Budaya di 

Dalam dan Luar 

Negeri

5 

Kegiatan

Event Pariwisata 

Tingkat 

Kabupaten/Provinsi

/Nasional 

4 Kali Terlaksananya 

Promosi Pariwisata 

dan Budaya 

Melalui Event 

Pariwisata di 

Dalam Negeri

1 Tahun

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Destinasi 

Pariwisata

3 

Kegiatan

Dokumen 

Perencanaan (DED)

2 

Dokumen

Tersedianya 

Dokumen 

Perencanaan 

Pengembangan 

Pariwisata (DED) 

Potensi Wisata 

Danau Rayo dan 

Goa Napallicin

1 Tahun

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Destinasi 

Pariwisata

3 

Kegiatan

Sarana 

Infrastruktur 

8 Paket Tersedianya 

Sarana 

Infrastruktur di 

Objek Wisata Goa 

Napallicin

1 Tahun

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Destinasi 

Pariwisata

3 

Kegiatan

Festival/Event di 

Objek 

Wisata/Daerah 

Potensi Wisata 

2 Kegiatan Meningkatnya 

Pengembangan 

Daerah Tujuan 

Wisata dengan 

mendatangkan 

wisatawan dalam 

Festival/Event di 

Objek 

Wisata/Daerah 

Potensi Wisata

1 Tahun

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Destinasi 

Pariwisata

3 

Kegiatan

Dokumen 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Infrastruktur 

Pariwisata

8 

Dokumen

Tersedianya 

Dokumen 

Pengawasan 

Pembangunan 

Sarana Infrasruktur 

Pariwisata

1 Tahun

Kemitraan dan 

Partisipasi 

Stakeholder 

Kepariwisataan

1 

Kegiatan

Cetak Bahan 

Promosi Pariwisata 

dan Kebudayaan

5 Jenis Tersedianya Bahan 

Promosi 

1 Tahun

Kemitraan dan 

Partisipasi 

Stakeholder 

Kepariwisataan

1 

Kegiatan

Event Pemilihan 

Bujang Ngen Gadis 

Muratara & 

Partisipasi pada 

Pemilihan Putra 

Putri Sriwijaya

2 Kali Terselenggaranya 

Event Pemilihan 

Bujang Ngen Gadis 

Muratara (Duta 

Wisata) dan 

Keikutsertaan 

dalam Pemilihan 

Putra Putri 

Sriwijaya

1 Tahun

Kemitraan dan 

Partisipasi 

Stakeholder 

Kepariwisataan

1 

Kegiatan

Peserta Sosialisasi 

Sadar Wisata

100 Orang Terselenggaranya 

Sosialisasi Sadar 

Wisata dan 

Meningkatnya 

Peran serta 

Masyarakat dalam 

Pengembangan 

Kemitraan 

Pariwisata

1 Tahun

2.04.1.17.01.15.005 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan 

di luar Negeri

Peningkatan Daya Saing 

Ekonomi dan 

Kesejahteraan/ 

kemakmuran Rakyat

Meningkatnya Kompetensi 

Usaha dan Pelaku Pariwisata

Dalam Negeri Rp 750.000.000,00 Rp 605.000.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Sedang Berjalan

Rp 2.754.710.000,00 Rp 3.119.000.000,00

2.04.1.17.01.16.001 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatkan Pengelolaan 

dan Pengembangan 

Pariwisata Kabupaten Musi 

Rawas Utara 

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Rp 400.000.000,00 Rp 440.000.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.17.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Rp 1.737.000.000,00 Rp 2.000.000.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.04.1.17.01.16.006 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatkan Pengelolaan 

dan Pengembangan 

Pariwisata Kabupaten Musi 

Rawas Utara 

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Rp 550.000.000,00 Rp 605.000.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.04.1.17.01.16.005 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatkan Pengelolaan 

dan Pengembangan 

Pariwisata Kabupaten Musi 

Rawas Utara 

Kab. Musi Rawas Utara

Rp 67.710.000,00 Rp 74.000.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.17.01.17 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Rp 725.000.000,00 Rp 802.500.000,00

2.04.1.17.01.16.008 Jasa Konsultan Pengawas Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatkan Pengelolaan 

dan Pengembangan 

Pariwisata Kabupaten Musi 

Rawas Utara 

Kab. Musi Rawas Utara

Rp 75.000.000,00 Rp 82.500.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Sedang Berjalan

2.04.1.17.01.17.007 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan 

Profesionalisme Bidang Pariwisata

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatnya Kemitraan dan 

Partisipasi Stakeholder 

Kepariwisataan 

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Rp 450.000.000,00 Rp 500.000.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Sedang Berjalan

2.04.1.17.01.17.001 Pengembangan dan Penguatan, Informasi dan Database Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatnya Kemitraan dan 

Partisipasi Stakeholder 

Kepariwisataan 

Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Rp 200.000.000,00 Rp 220.000.000,00 Dinas kebudayaan dan 

pariwisata

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.04.1.17.01.17.008 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam 

Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Meningkatnya Kemitraan dan 

Partisipasi Stakeholder 

Kepariwisataan 

Kabupaten Musi Rawas 

Utara



Rp 5.638.492.500,00

Rp 4.969.922.200,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jumlah surat 

terkirim selama 

1 tahun

12 bulan jumlah naskah 

dinas

1000 

Lembar 

Materai

Lancarnya 

kegiatan surat 

menyurat

12 bulan

Jumlah rekening 

telepon, dan 

listrik

12 bulan Jumlah jasa 

komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

3 

Rekenin

g 

(Telepon

, 

Internet 

dan 

Listrik)

Lancarnya 

rutinitas kantor

100%

jumlah polis 

asuransi

100% Jumlah Polis dan 

Asuransi

2 Mobil 

Dinas 

terjaminnya 

BMD

100%

Jasa administrasi 

keuangan yang 

tersedia

32 

Orang

Jasa 

Administrasi 

Keuangan yang 

tersedia

10 

Orang

Lancarnya 

adminitrasi 

keuangan

100%

jumlah alat tulis 

kantor

12 bulan Jumlah alat tulis 

kantor yang 

tersedia

50 Jenis 

ATK

Lancarnya 

rutinitas kantor

100%

jumlah barang 

cetakan dan 

penggandaan

12 bulan Jumlah Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

8 Jenis 

Barang 

Cetakan 

dan 

Penggan

daan

Lancarnya 

opersional 

kantor

100%

jumlah 

komponen listrik 

yang tersedia

12 bulan Jumlah 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerang

an Kantor yang 

tersedia

5 Jenis 

alat 

peneran

gan 

kantor

Lancarnya 

operasional 

kantor

100%

Jumlah 

Pengadaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

0 Unit Jumlah 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

10 Jenis 

Peralata

n dan 

perlengk

apan 

kantor

Lancarnya 

operasional 

kantor

100%

Jumlah 

ketersediaan 

Peralatan 

Rumah Tangga

9 unit Jumlah 

Peralatan 

Rumah Tangga 

yang tersedia

3 Jenis 

Peralata

n Rumah 

Tangga 

dan 1 

perangk

at Alat 

Kebersih

an

Lancarnya 

Rutinitas Kerja

100% Rp 8.000.000,00 Rp 8.500.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan1.18.1.18.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Rp 9.500.000,00 Rp 11.000.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan

1.18.1.18.01.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Rp 40.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan

1.18.1.18.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Rp 28.000.000,00 Rp 32.000.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan

1.18.1.18.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Rp 20.000.000,00 Rp 22.000.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan

1.18.1.18.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan

1.18.1.18.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Rp 91.200.000,00 Rp 93.720.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan

1.18.1.18.01.01.005 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Rp 6.000.000,00 Rp 8.100.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan

1.18.1.18.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Rp 15.000.000,00 Rp 16.000.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan

1.18.1.18.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

1.18.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.044.030.000,00 Rp 1.201.583.000,00
1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
1.18 Kepemuda dan Olah Raga

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Pemuda dan Olah Raga

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi



jumlah 

eksemplar

100% Jumlah Examplar 

Bahan Bacaan 

dan Media

10 Kali 

Publikasi 

dan 7 

Media 

Langgan

an

Meningkatnya 

Kualitas 

Pegawai

100%

jumlah makanan 

dan minuman

11 bulan Jumlah Porsi 

Makan dan 

Minuman

52 

Orang

Lancarnya 

Rutinitas Kerja

100%

Jumlah Rapat - 

rapat koordinasi 

dan konsultasi 

keluar daerah

800	Kali Jumlah 

Perjalanan Dinas 

yang 

dilaksanakan

29 

Orang

Lancarnya 

Koordinasi dan 

Keselarasan 

Kegiatan 

Provinsi dan 

Pusat

100%

Perjalanan Dinas 12 bulan Jumlah 

Perjalanan Dinas 

Yang 

dilaksanakan

32 

Orang

Lancarnya 

Koordinasi dan 

Keselarasan 

Kegiatan 

Program Kerja 

Daerah

100%

jumlah pegawai 

yang menerima 

honor

100% Jumlah Jasa 

Pendukun 

Adminitrasi dan 

Teknis yang 

tersedia

40 

Orang 

(36 

Orang 

TKS, 2 

Jasa 

Kebersih

an dan 2 

Jasa 

Keaman

an)

Lancarnya 

Rutinitas Kerja

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
Mebeuler 

Kantor

18 unit Jumlah 

Mebeleur 

Kantor yang 

diadakan

3 Jenis 

Mebeleu

r

Terciptanya 

Keindahan dan 

Kerapian Kantor

100%

Jumlah 

Kendaraan dinas 

yang terpelihara 

dengan baik

37 unit Jumlah 

Kendaraan 

Dinas/Operasion

al yang 

terpelihara 

dengan baik

1 Mobil 

Dinas 

dan 1 

Genset

Terpeliharanya 

BMD 

100%

Jumlah 

Peralatan 

Gedung Kantor 

Yang diperbaiki

378	Uni

t

Jumlah 

Peralatan Kantor 

yang diperbaiki

15 Unit 

Peralata

n Kantor

Lancarnya 

Rutinitas Kerja 

Kantor

100%

Sarana dan 

prasarana 

gedung kantor 

yang tersedia

1 paket Jumlah Gedung 

Kantor yang 

tersedia

1 

Gedung 

Kantor

Lancarnya 

Rutinitas Kerja 

Kantor

100%

Ketertiban dan 

Kerapian 

Pegawai

100	% Jumlah Pakaian 

Dinas yang 

diadakan

10 Stel 

Pakaian 

Dinas

Meningkatnya 

Kedisiplinan 

Aparatur

100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur
Meningkatnya 

kapasitas dan 

kualitas SDM 

aparatur

8 Orang Jumlah 

Aparartur yang 

mengikuti 

pelatihan

6 Orang Meningkatnya 

Kualitas 

Aparatur Sipil 

Negara (ASN)

100% Rp 60.000.000,00 Rp 75.000.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan1.18.1.18.01.05.001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Rp 6.900.000,00 Rp 8.500.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan

1.18.01.05 Rp 60.000.000,00 Rp 75.000.000,00

1.18.1.18.01.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Rp 85.000.000,00 Rp 90.000.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan

1.18.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur Rp 6.900.000,00 Rp 8.500.000,00

1.18.1.18.01.02.035 Penyediaan sarana dan prasarana Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Rp 67.800.000,00 Rp 69.000.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan

1.18.1.18.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung 

Kantor

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Rp 9.000.000,00 Rp 9.900.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan

1.18.1.18.01.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan 

Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Rp 220.300.000,00 Rp 230.900.000,00

1.18.1.18.01.02.010 Pengadaan Mebeleur Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Rp 58.500.000,00 Rp 62.000.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan

1.18.01.02

Rp 30.000.000,00 Rp 33.000.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan

1.18.1.18.01.01.020 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis 

Perkantoran

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Rp 372.000.000,00 Rp 432.000.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan

1.18.1.18.01.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam 

daerah

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Wilayah Kabupaten 

Musi Rawas Utara

Rp 179.330.000,00 Rp 197.263.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan

1.18.1.18.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar 

daerah

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Rp 200.000.000,00 Rp 250.000.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan

1.18.1.18.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

1.18.1.18.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Rp 30.000.000,00 Rp 33.000.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan



Jumlah 

Paskibraka yang 

terlatih dan 

terampil

75	org Jumlah Peserta 

Paskibraka 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

70 

Orang

Terwujudnya 

Pemuda Yang 

Disiplin dan 

Berjiwa 

Pemimpin

100%

Jumlah Kegiatan 

Kepemudaan 

(KNPI)

7	keg Jumlah Peserta 

Lomba Kreasi 

dan Karya Tulis 

Ilmiah

80 

Orang

Terwujudnya 

Pemuda yang 

Terampil dan 

Kreatif 

100%

Jumlah Kegiatan 

Kepemudaan 

(KNPI)

7	keg Jumlah Peserta 20 orang Terwujudnya 

Pemuda-

Pemuda Kreatip

100%

Program upaya pencegahan penyalahgunaan 

narkoba
Fasilitasi 

sosialisasi 

penyalahgunaan 

NARKOBA

- Pemberian 

Penyuluhan 

tentang bahaya 

narkoba bagi 

pemuda

150 

Peserta

Tercapainya 

upaya 

pencegahan 

Penyalah 

gunaan Narkoba

100%

Program Pengembangan Kebijakan dan 

Manajemen Olahraga

Tingkat 

Pemenuhan 

Tenaga 

Keolahragaan

- Peningkatan 

Mutu Organisasi 

dan Tenaga 

Keolahragaan 

10 

Orang

Tercapainya 

Peningkatan 

Mutu 

Keolahragaan

100%

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan 

Olahraga
- - Pembinaan dan 

Pembibitan 

Olahragawan 

Berbakat

90 Atlet Tercapainya 

Pembibitan 

Atlet yang 

berbakat

100%

- - Pembinaan 

Cabang Olahraga 

Prestasi di 

Tingkat Daerah

10 

Cabang 

Olahrag

a

Tercapainya 

Pembinaan 

Prestasi di 

tingkat Daerah

100%

- - Peningkatan 

Kesegaran 

Jasmani dan 

rekreasi

100 

orang

Tercapainya 

Peningkatan 

Kesegaran 

Jasmani dan  

Rekreasi

100%

- - Jumlah 

Kompetisi yang 

diikuti

20 

Bagian 

Kompeti

si 

(O2SN, 

POPDA 

dan 

POSPED

A)

meningkatnya 

wawasan dan 

prestasi atlet 

yang mengikuti 

kompetisi

100%

- - Jumlah Peserta 

yang mengikuti 

kompetisi/lomba

5000 

Orang

Berkembangnya 

kegiatan 

olahraga di 

daerah

100% Rp 400.000.000,00 Rp 395.529.750,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan1.18.1.18.01.20.007 Permasalan Olah Raga bagi Pelajar, Mahasiswa 

dan Masyarakat

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya budaya 

dan prestasi olahraga

Di Dalam Kabupaten 

Musi Utara

Rp 150.000.000,00 Rp 165.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Baru - Kegiatan 

belum memberikan 

Keluaran

1.18.1.18.01.20.006 Penyelenggara Kompetisi Olah Raga Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya budaya 

dan prestasi olahraga

Di Dalam dan Luar 

Kabupaten Musi 

Raws Utara

Rp 450.000.000,00 Rp 367.592.500,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan

1.18.1.18.01.20.005 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya budaya 

dan prestasi olahraga

Kabupaten Musi 

Rawas Utara 

Rp 370.000.000,00 Rp 380.424.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan

1.18.1.18.01.20.004 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat 

Daerah

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya budaya 

dan prestasi olahraga

Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Rp 170.000.000,00 Rp 180.083.200,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Baru - Kegiatan 

belum memberikan 

Keluaran

1.18.1.18.01.20.003 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan 

Berbakat

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya budaya 

dan prestasi olahraga

Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Rp 35.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Baru - Kegiatan 

belum memberikan 

Keluaran

1.18.01.20 Rp 1.615.000.000,00 Rp 1.438.794.450,00

1.18.1.18.01.19.001 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga 

Keolahrgaan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya budaya 

dan prestasi olahraga

Kabupaten Musi 

Rawas Utara 

Rp 130.000.000,00 Rp 145.700.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Baru - Kegiatan 

belum memberikan 

Keluaran

1.18.01.19 Rp 35.000.000,00 Rp 50.000.000,00

1.18.1.18.01.18.002 Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba 

Bagi Pemuda

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

peningkatan peran 

pemuda dalam berbagai 

bidang

pembangunan

Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Rp 99.935.000,00 Rp 121.000.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan

1.18.01.18 Rp 130.000.000,00 Rp 145.700.000,00

1.18.1.18.01.16.010 Jambore Pemuda Daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

peningkatan peran 

pemuda dalam berbagai 

bidang

Diluar Kabupaten 

Musi Rawas Utara

Rp 1.265.000.000,00 Rp 1.300.000.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan

1.18.1.18.01.16.006 Lomba Kreasi Karya Tulis Ilmiah Dikalangan 

Pemuda

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

peningkatan peran 

pemuda dalam berbagai 

bidang

Kabupaten Musi 

rawas Utara

Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan

1.18.1.18.01.16.002 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

peningkatan peran 

pemuda dalam berbagai 

bidang

pembangunan

Di Dalam dan Luar 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

1.18.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Rp 1.414.935.000,00 Rp 1.471.000.000,00



- - Peningkatan 

Kesegaran 

Jasmani dan 

Rekreasi

100 

Orang

Tercapainya 

Peningkatan 

Jasmani dan 

Rekreasi

100%

- - Pembinaan 

Putra-Putri 

Berprestasi

10 atlet Tercapainya 

Pembinaan 

Putra-Putri 

Berprestasi 

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah 

Raga
Prosentase 

Kebutuhan 

Sarana dan 

Prasarana 

Keolahragaan

- Jumlah 

Peningkatan 

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana 

Olahraga

1 

Lapanga

n (Kec. 

Surulagu

n) dan 2 

Alat 

Pemoto

ng 

Rumput

Tersedianya 

Sarana dan 

Prasarana 

Olahraga yang 

memadai

100%

Prosentase 

Kebutuhan 

Sarana dan 

Prasarana 

Keolahragaan

- jumlah alat 2 Tercapainya 

Penunjang 

Olahraga

100%

Prosentase 

Kebutuhan 

Sarana dan 

Prasarana 

Keolahragaan

- Pemberian 

Bantuan 

sarana/prasaran

a Olahraga

6 

Cabang 

Olahrag

a untuk 

7 

Kecamat

an

Tercapainya 

Pemberian 

Bantuan sarana 

atau prasarana 

Olahraga

100%

Prosentase 

Kebutuhan 

Sarana dan 

Prasarana 

Keolahragaan

- Jumlah Barang 

yang diberikan 

kepada 

masyarakat

7 Set 

Alat 

Marchin

g Band

Tercapainya 

Kebutuhan 

Sarana dan 

Prasarana yang 

dibutuhkan 

masyarakat

100%

Prosentase 

Kebutuhan 

Sarana dan 

Prasarana 

Keolahragaan

- Jumlah Sarana 

dan Prasarana 

yang dipelihara

Cabor 

Voli 7 

Kecamat

an

Tersedianya 

Sarana dan 

Prasarana 

Olahraga yang 

memadai

100%

Indeks 

Kepuasaan 

Masyarakat

- Fasilitas 

Penyelenggaraa

n Keragaman 

Hiburan Rakyat

1000 

Orang

Tercapainya 

Penyelenggaraa

n Hiburan 

Rakyat

100% Rp 186.885.000,00 Rp 205.573.500,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Baru - Kegiatan 

belum memberikan 

Keluaran

1.18.1.18.01.22.001 Fasilitasi Penyelenggaran Keragaman Hiburan 

Rakyat

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terciptanya

kententraman,

ketertiban dan

pembinaan wawasan

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 350.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Baru - Kegiatan 

belum memberikan 

Keluaran

1.18.01.22 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp 186.885.000,00 Rp 205.573.500,00

1.18.1.18.01.21.011 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya budaya 

dan prestasi olahraga

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 78.742.500,00 Rp 85.871.250,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan

1.18.1.18.01.21.010 Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana 

Olahraga

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya budaya 

dan prestasi olahraga

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 255.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan

1.18.1.18.01.21.009 Pengadaan Peralatan Olahraga Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya budaya 

dan prestasi olahraga

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 190.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan

1.18.1.18.01.21.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya budaya 

dan prestasi olahraga

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 51.700.000,00 Rp 57.000.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Baru - Kegiatan 

belum memberikan 

Keluaran

1.18.1.18.01.21.002 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Olahraga

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya budaya 

dan prestasi olahraga

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 50.000.000,00 Rp 65.000.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Sedang Berjalan

1.18.01.21 Rp 925.442.500,00 Rp 142.871.250,00

1.18.1.18.01.20.017 Pembinaan Putra-Putri Berprestasi Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya budaya 

dan prestasi olahraga

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

1.18.1.18.01.20.010 Pengembangan Olahraga Rekreasi Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya budaya 

dan prestasi olahraga

Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Rp 25.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Dinas Pemuda dan 

Olah Raga

Baru - Kegiatan 

belum memberikan 

Keluaran



Rp 13.486.064.000,00

Rp 3.791.283.600,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 250.000.000,00

5.1.1 Belanja Pegawai Rp 250.000.000,00

Program  peningkatan kesiagaan dan pencegahan 
bahaya kebakaran

persentase 
aparatur 

pemadam 
kebakaran yang 
memenuhi 
standar kualifikasi

70% jumlah 
pendidikan dan 

pelatihan

4 terlaksananya 
kegiatan 

pendidikan dan 
pelatihan 
pertolongan dan 
pencegahan 
bahaya 
kebakaran

12

cakupan 
pelayanan 

bencana 
kebakaran 
kabupaten musi 
rawas utara

25% jumlah 
penyuluhan

7 terlaksananya 
kegiatan 

penyuluhan 
pencegahan 
bahaya 
kebakaran

12

jumlah mobil 
pemadam 
kebakaran diatas 
3000-5000 liter 
pada WMK.

2 buah jumlah jenis 
peralatan

12 tersedian jenis 
peralatan sarana 
dan prasarana 
bahaya 
kebakaran

12

jumlah mobil 
pemadam 
kebakaran diatas 
3000-5000 liter 
pada WMK.

2 buah jumlah kendaraan 2 terpeliharanya 
kendaraan 
pemadam bahaya 
kebakaran

12

cakupan 
pelayanan 

bencana 
kebakaran 
kabupaten musi 
rawas utara

25% jumlah simulasi 4 terlaksananya 
kegiatan  Simulasi 

Pemadam Api 
Ringan

12

Jumlah surat 
menyurat

400	lem
bar

Jumlah Naskah 
Dinas

1120 terlaksananya 
kegiatan surat 

menyurat

12

Berfungsinya 

penerangan 
kantor dan 
tersedianya Air 
dengan baik

12 bulan Jumlah rekening 

tagihan

2 terlaksananya 

jasa komunikasi, 
sumber daya air 
dan listrik

12

Jasa komunikasi, 
sumber daya air 

dan listrik

2 Unit

Rp 7.300.000,00 Rp 8.030.000,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Sedang Berjalan

1.19.1.19.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Satuan Polisi Pamong 

Praja

Rp 15.000.000,00 Rp 16.500.000,00 Satuan Polisi Pamong 

Praja

Sedang Berjalan

1.19.1.19.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Mewujudkan Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 
Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Satuan Polisi Pamong 
Praja

1.19.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 6.074.594.000,00 Rp 1.895.496.600,00
1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja

Rp 120.000.000,00 Rp 132.000.000,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.04.1.19.02.19.014 Simulasi Pemadam Api Ringan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 
RPJM

kecamatan

Rp 320.000.000,00 Rp 352.000.000,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.04.1.19.02.19.009 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan 
bahaya kebakaran

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 
RPJM

Satuan Polisi Pamong 
Praja

Rp 85.000.000,00 Rp 93.500.000,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.04.1.19.02.19.008 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya 
kebakaran

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 
RPJM

Satuan Polisi Pamong 
Praja

Rp 120.000.000,00 Rp 132.000.000,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.04.1.19.02.19.007 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 
RPJM

Satuan Polisi Pamong 
Praja

Rp 238.000.000,00 Rp 261.800.000,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.04.1.19.02.19.005 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan  
pencegahan kebakaran

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 
RPJM

Satuan Polisi Pamong 
Praja

1.19.02.19 Rp 883.000.000,00 Rp 971.300.000,00
1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja
1.04 Perumahan

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi



Adanya  SDM dlm 

memberikan 
pelayanan 
kesehatan dan 
adm Perkantoran

1 tahun jumlah polis 10 

kendaraa
n

kelancaran 

operasional

12 bulan

Jumlah 
kendaraan yang 
terpelihara/teraw

at

5 unit jumlah kendaraan 10 terlaksananya 
jasa 
pemeliharaan  

dan perizinan 
kendaraan 
dinas/operasiona
l

12

Perpanjangan 
STNK Kendaraan 
Bermotor

5 (lima) 
unit

Jasa administrasi 
keuangan yang 
tersedia

32 Orang jumlah 
tenaga/jasa

11 terwujudnya 
kegiatan adm 
keuangan dengan 
baik

12

Terpenuhinya 
Honorarium Jasa 
Adm Keuangan

12 Bulan

jumlah alat tulis 
kantor

12 bulan jumlah jenis ATK 45 tersedianya alat 
tulis kantor

12

jumlah barang 
cetakan dan 
penggandaan

12 bulan jumlah jenis 
cetakan dan 
penggandaan

22130 tersedianya 
barang cetakan 
dan penggandaan

12

jumlah 
komponen listrik 
yang tersedia

12 bulan jumlah jenis 
komponen

15 terlaksananya 
penerangan 
bangunan kantor

12

Jumlah 
Pengadaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 

Kantor

0 Unit jumlah peralatan 
dan perlengkapan 
kantor

64 Terpenuhi 
kebutuhan 
peralatan dan 
perlengkapan 

kantor

12

jumlah bahan 
bacaan dan 
peraturan 
perundang-
undangan

12 bulan jumlah eksemplar 120 meningkatnya 
ilmu 
pengetahuan dan 
informasi tentang 
peraturan 
perundang-
undangan

12

jumlah makanan 
dan minuman

11 bulan jumlah porsi 22620 tersedianya 
makan dan 
minum anggota 
piket

12 Rp 576.300.000,00 Rp 633.930.000,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Sedang Berjalan1.19.1.19.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Satuan Polisi Pamong 
Praja

Rp 350.610.000,00 Rp 385.671.000,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Sedang Berjalan

1.19.1.19.02.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Satuan Polisi Pamong 
Praja

Rp 25.000.000,00 Rp 27.500.000,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Sedang Berjalan

1.19.1.19.02.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

yang berkualitas

Satuan Polisi Pamong 
Praja

Rp 30.250.000,00 Rp 33.275.000,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Sedang Berjalan

1.19.1.19.02.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Satuan Polisi Pamong 
Praja

Rp 18.000.000,00 Rp 19.800.000,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Sedang Berjalan

1.19.1.19.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Satuan Polisi Pamong 
Praja

Rp 254.280.000,00 Rp 263.880.000,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Sedang Berjalan

1.19.1.19.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

Satuan Polisi Pamong 
Praja

Rp 50.000.000,00 Rp 55.000.000,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Sedang Berjalan

1.19.1.19.02.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Satuan Polisi Pamong 
Praja

Rp 72.500.000,00 Rp 75.000.000,00 Satuan Polisi Pamong 

Praja

Sedang Berjalan

1.19.1.19.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 
kendaraan dinas/operasional

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah
yang berkualitas

Satuan Polisi Pamong 
Praja

Rp 26.000.000,00 Rp 28.600.000,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Sedang Berjalan

1.19.1.19.02.01.005 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Satuan Polisi Pamong 

Praja



 

Terselenggaranya 
rapat-rapat 
koordinasi dan 
Konsultasi keluar 
daerah

12 bulan jumlah SPPD 35 Terlaksananya 

rapat-rapat 
koordinasi dan 
konsultasi ke luar 
daerah

12

jumlah rapat-
rapat yang diikuti

12 bulan jumlah Rapat-
Rapat Koordinasi 
dan konsultasi

1100 Terlaksananya 
rapat-rapat 
koordinasi dan 
konsultasi ke 

dalam daerah

12

Terlaksananya 
Kegiatan 
Penyediaan Jasa 
Pendukung

100% jumlah tenaga 
kerja

256 terpenuhinya 
kewajiban kantor 
terhadap 
anggota/tenaga 
kerja pol pp

12

Tersedianya jasa 
pendukung 
administrasi / 
perkantoran

100%

jumlahn 
peralatan rumah 
tangga

12 bulan jumlah jenis alat 
kebersihan

18 terpenuhi 
kebutuhan  
peralatan 
kebersihan

12

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mebeuler Kantor 18 unit jumlah jenis 
mebeleur

8 tersedia 
mebeleur yang 
cukup

12

Jumlah 
Pengadaan 

Kendaraan Dinas

1 Paket jumlah kendaraan 4 terpenuhi 
kebutuhan 

kendaraan dinas

4

Penyekatan 
Ruangan

2 unit jumlah sewa 
gedung kantor 
dan pembuatan 
halaman parkir 
serta sekat kantor

3 terlaksananya 
sewa gedung dan 
penyekatan 
ruangan kantor

12

Tersedianya  
Sewa Sarana dan 
Prasarana Kantor

100%

Jumlah 
Kendaraan dinas 
yang terpelihara 
dengan baik

37 unit jumlah kendaraan 10 terpeliharanya 
kendaraan dinas

12

Jumlah 
Kendaraan 

Dinas/Operasiona
l yang diperbaiki

124 Unit

Jumlah 
Pemeliharaan 
Perlengkapan 

Gedung Kantor

12 bulan jumlah service 
peralatan gedung 
kantor

20 terpeliharanya 
peralatan gedung 
kantor

12 Rp 23.200.000,00 Rp 0,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Sedang Berjalan

1.19.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur Rp 2.736.200.000,00 Rp 0,00

1.19.1.19.02.02.029 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung 
Kantor

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Kantor Satuan Polisi 
Pamong Praja

Rp 96.750.000,00 Rp 0,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Sedang Berjalan

1.19.1.19.02.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan 
Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

yang berkualitas

muratara dan 
lubuklinggau

Rp 633.000.000,00 Rp 0,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Sedang Berjalan

1.19.1.19.02.02.014 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Rupit

Rp 175.670.000,00 Rp 193.237.000,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Sedang Berjalan

1.19.1.19.02.02.011 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah
yang berkualitas

Kantor Satuan Polisi 
Pamong Praja

Rp 541.000.000,00 Rp 0,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Sedang Berjalan

1.19.1.19.02.02.010 Pengadaan Mebeleur Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

Satuan Polisi Pamong 
Praja

Rp 16.646.000,00 Rp 18.310.600,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Sedang Berjalan

1.19.02.02 Rp 1.469.620.000,00 Rp 193.237.000,00

1.19.1.19.02.01.021 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

yang berkualitas

Satuan Polisi Pamong 
Praja

Rp 247.500.000,00 Rp 0,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Sedang Berjalan

1.19.1.19.02.01.020 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis 
Perkantoran

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kantor Satuan Polisi 
Pamong Praja

Rp 4.085.208.000,00 Rp 0,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Sedang Berjalan

1.19.1.19.02.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan  Ulu 
Rawas
Kecamatan Karang 
Dapo

Kecamatan Karang 
Jaya

1.19.1.19.02.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Sumatera Selatan dan 

Jakarta

Rp 300.000.000,00 Rp 330.000.000,00 Satuan Polisi Pamong 

Praja

Sedang Berjalan



Jumlah 

Pengadaan Baju 
dinas beserta 
Perlengkapannya

56 Stel jumlah stel 

pakaian dinas 

1280 terpenuhi 

kebutuhan 
pakaian dinas 
beserta 
kelengkapannya

12

Tersedinaya 
keseragaman 
pakaian olah raga

35 Stel

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur

Jumlah Aparatur 
yang mengikuti 
diklat Formal

198	oran
g

jumlah peserta 
pendidikan dan 
pelatihan formal

145 Meningkatnya 
kapasitas 
anggota Pol PP 
melalui diklat 
PPNS, PHH, 
Damkar, Korsik 

dan PBB

12

Tersedianya SDM 
Aparatur Handal

100	% jumlah peserta 
seleksi 
Penerimaan 
Anggota baru

150 terpenuhinya 
kebutuhan SDM 
satuan polisi 
pamong praja

12

Aparatiur 
berkompoten 

dibidang 
tugasnya

36 	Org jumlah kegiatan 3 
kegiatan

kelancaran 
perayaan

100%

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 
lingkungan

Jumlah  Pos 
Siskamling per 
jumlah 
desa/kelurahan

14 Unit Jumlah desa yang 
melaksanakan 
pilkades & 
pelantikan 

11 terwujudnya 
situasi aman dan 
kondusif pilkades 
dan pelantikan 

kades terpilih

12

- - jumlah Patroli 
Rutin gabungan 
Pol PP, Polri, TNI, 
dan Lintas SKPD 
dalam wilayah 
Muratara

96 Terlaksananya 
Patroli Rutin 
gabungan Pol PP, 
Polri, TNI dan 
lintas SKPD 

12

Sosialisasi Peraturan - Peraturan Daerah dan 
Peraturan Bupati

Rp 105.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Sedang Berjalan

Penurunan 
Prepalensi 
Penyalahgunaan 
Narkoba

60% jumlah kegiatan 7 jumlah kegiatan 7
Rp 120.000.000,00 Rp 150.000.000,00

1.19.1.19.02.23.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan 
narkoba 

Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan kabupaten musi 
rawas utara

Rp 120.000.000,00 Rp 150.000.000,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Baru - Mempercepat 
Capaian Target

1.19.02.23 Program Peningkatan Penyalahgunaan Narkoba

Rp 287.000.000,00 Rp 0,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Sedang Berjalan

1.19.1.19.02.15.003 Pengendalian keamanan lingkungan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya
pelayanan umum,
komunikasi dan
informasi

Kecamatan  Ulu 
Rawas
Kecamatan Karang 
Dapo
Kecamatan Karang 
Jaya

Kecamatan Nibung
Kecamatan Rawas ilir

Rp 470.400.000,00 Rp 0,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Sedang Berjalan

1.19.1.19.02.15.001 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan 
kenyamanan lingkungan

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya
pelayanan umum,
komunikasi dan
informasi

Kecamatan  Ulu 
Rawas
Kecamatan Karang 
Dapo

Kecamatan Karang 

Jaya
Kecamatan Nibung

Rp 150.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.19.02.15 Rp 757.400.000,00 Rp 0,00

1.19.1.19.02.05.023 perayaan hari besar (HUT POL PP) Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas 
sumber daya aparatur

Kabupaten Musi 
Rawas Utara

Rp 629.000.000,00 Rp 0,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Sedang Berjalan

1.19.1.19.02.05.019 Seleksi Penerimaan Anggota Baru Pol.PP, PBK dan 
Linmas

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas 
sumber daya aparatur

Satuan Polisi Pamong 
Praja

Rp 416.250.000,00 Rp 416.250.000,00 Satuan Polisi Pamong 
Praja

Alternatif

1.19.1.19.02.05.001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas 
sumber daya aparatur

jakarta, sumatera dan 
jawa

Rp 2.736.200.000,00 Rp 0,00 Satuan Polisi Pamong 

Praja

Sedang Berjalan

1.19.02.05 Rp 1.195.250.000,00 Rp 581.250.000,00

1.19.1.19.02.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kantor Satuan Polisi 

Pamong Praja



Rp 4.160.520.000,00

Rp 12.242.290.000,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jumlah surat 
menyurat

400	lem
bar

Jumlah Naskah 
Dinas

2.200 
Lembar

Terkirimnya Surat 
Menyurat

2.200 
Lembar

Jasa komunikasi, 
sumber daya air 
dan listrik

2 Unit Jumlah Rekening 
Tagihan Jasa

3 
Rekening

Terlaksananya 
Pembayaran 
Rekening Tagihan 
Jasa

3 
Rekening

Terpenuhinya 
Jasa Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor

12 Bulan Jumlah Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor

7 Jenis 
Barang

Terlaksananya 
Perbaikan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor

7 Jenis 
Barang

Tersedianya  Jasa 
Asuransi Barang

100% Polis Asuransi 
Kerugian

3 Mobil , 
5 Motor

Terlaksananya 
Polis Asuransi

3 Mobil , 
5 Motor

Intensif Jasa 

pengelola 
keuangan

12 bulan, 

6 orang

Jumlah 

Tenaga/Jasa

8 Orang Terlaksananya 

Pembayaran 
Insentif

8 Orang

Tersedianya dana 
pengadaan alat 
tulis kantor

12 bulan Jumlah Jenis Alat 
Tulis Kantor

48 Jenis Tersedianya Alat 
Tulis Kantor

48 Jenis

jumlah barang 
cetakan dan 
penggandaan

12 bulan Jumlah Exsemplar 22 Exp Tersedianya 
Exsemplar Barang 
Cetakan dan 

Penggandaan

22 Exp

Tersedianya 
Komponen 
Instalasi Listrik

12 Bulan Jumlah Jenis 
Komponen 

5 Item Tersedianya 
Komponen Listrik

5 Item

Jumlah 
Pengadaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 

Kantor

0 Unit Jumlah 
Peralatan/Jumlah 
Perlengkapan

4 Unit Tersedianya 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor

4 Unit

Ada 
Perlengkapan 
sarana elektronik 

1 tahun jumlah item 8 kelancaraan 
operasioal

12 bulan

jumlah bahan 
bacaan dan 
peraturan 

perundang-
undangan

12 bulan Jumlah Exsemplar 1.320 Exp Tersedianya 
Bahan Bacaan 
dan Perundang-

undang

1.320 Exp

jumlah makanan 

dan minuman

11 bulan Jumlah Porsi 810 Porsi Tersedianya 

Makanan dan 
Minuman

810 Porsi

Tersedianya 
makanan dan 
minuman

11 bulan

Jumlah Rapat - 

rapat koordinasi 
dan konsultasi 
keluar daerah

800	Kali Jumlah SPPD 38 Kali Terlaksananya 

Koordinasi dan 
Konsultasi Ke 
Luar Daera

38 Kali Rp 200.000.000,00 Rp 550.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik

Sedang Berjalan1.19.1.19.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Dalam Provinsi dan 

Luar Provinsi

Rp 65.000.000,00 Rp 90.750.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Sedang Berjalan

1.19.1.19.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik

Rp 55.000.000,00 Rp 198.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik

Sedang Berjalan

1.19.1.19.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik

Rp 199.900.000,00 Rp 219.890.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Sedang Berjalan

1.19.1.19.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik

Rp 25.000.000,00 Rp 30.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Sedang Berjalan

1.19.1.19.01.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik

Rp 30.000.000,00 Rp 55.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Sedang Berjalan

1.19.1.19.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik

Rp 6.700.000,00 Rp 7.370.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.19.1.19.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik

Rp 67.000.000,00 Rp 87.640.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik

Sedang Berjalan

1.19.1.19.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik

Rp 35.000.000,00 Rp 71.500.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Sedang Berjalan

1.19.1.19.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan
ketatalaksanaan

Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik

Rp 20.000.000,00 Rp 22.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Sedang Berjalan

1.19.1.19.01.01.005 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik

Rp 21.000.000,00 Rp 27.500.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Sedang Berjalan

1.19.1.19.01.01.003 Penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik

Rp 7.800.000,00 Rp 8.319.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Sedang Berjalan

1.19.1.19.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 
listrik

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik

Rp 14.520.000,00 Rp 15.972.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Sedang Berjalan

1.19.1.19.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Mewujudkan Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 
Pemerintahan yang efisien 

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik

1.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.108.920.000,00 Rp 1.899.280.000,00
1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi



Penyelenggaraan  

perjalanan dinas 
pegawai  dalam 
daerah

100% Jumlah SPPD 110 Kali Terlaksananya 

Koordinasi dan 
Konsultasi Dalam 
Daerah

110 Kali

Terwujudnya Jasa 
Tenaga Kerja 
yang Handal dan 
Berkualitas

41 Orang, 
12 Bulan

Jumlah Tenaga 
/Jasa

67 Orang Terbayarnya 
Insentif Jasa

67 Orang

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah 
Pengadaan 
Peralatan Gedung 
Kantor

2 Paket Jumlah Peralatan 
Kantor 

2 Unit Tersedianya 
Peralatan Kantor

2 Unit

Mebeuler Kantor 18 unit Jumlah Unit 
Mebeleur

16 Jenis 
Barang

Tersedianya 
Mebeleur

16 Jenis 
Barang

Tersedianya  
Sewa Sarana dan 

Prasarana Kantor

100% Jumlah Unit Sewa 
Gedung Kantor

1 Unit Terpenuhi Sewa 
Gedung Kantor

1 Unit

Terpeliharanya 
seluruh 
kendaraan dinas / 
operasional

12 bulan Jumlah 
Kendaraan 
Dinas/Operasiona
l

3 Unit 
Roda 4 
dan 5 
Unit 
Roda 2

Terlaksananya 
BBM Kendaraan 
Dinas 
/Operasional

3 Unit 
Roda 4 
dan 5 
Unit 
Roda 2

Jumlah 

pengadaan 
pakaian khusus 
hari hari tertentu

1 Paket Jumlah Stel 

Pakaian Khusus

60 Stel Terbayarnya 

Pakaian Khusus

60 Stel

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur

Jumlah Aparatur 
yang Mengikuti 

Bimtek

103 
orang

Jumlah Peserta 
Bimtek

10 Orang Jumlah Sertifikat 
Bimtek

10 
Sertifikat

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 
lingkungan

Penurunan 
Resiko Keamanan 
Daerah 

- Jumlah Dokumen 1 Dok Tersedianya 
Dokumen 
Monitoring,Evalu
asi dan Pelaporan

1 Dok

Penurunan 
Resiko Keamanan 
Daerah 

- Jumlah Anggota 
KOMINDA dan 
Dokumen 
Keamanan 
Daerah

23 Org 
dan 1 
Dok

Terlaksananya 
Kegiatan 
KOMINDA dan 
Tersedianya 
Dokumen 
Keamanan 
Daerah

23 Org 
dan 1 
Dok

Penurunan 
Resiko Keamanan 

Daerah 

- Jumlah Tim 31 Orang Jumlah 
Koordinasi

4 Kali

Penurunan 

Resiko Keamanan 
Daerah 

- Jumlah 

Propaganda 
Media 
Massa,Banner,Sti
ker,Baleho dll

15 Buah Tersedianya 

Propaganda 
Media 
Massa,Banner,Sti
ker,Baleho dll

15 Buah

Penurunan 
Resiko Keamanan 

Daerah 

- Jumlah Koordinasi 4 Kali Terlaksananya 
Koordinasi 

FORKOPIMDA

4 Kali

Rp 880.000.000,00 Rp 3.158.000.000,001.19.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

Rp 100.000.000,00 Rp 181.500.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.19.1.19.01.15.016 Pembinaan dan Penanggulangan Konflik Sosial di 
Masyarakat

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya
pelayanan umum,

komunikasi dan
informasi

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik

Rp 250.000.000,00 Rp 275.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.19.1.19.01.15.014 Penyuluhan Gangguan Keamanan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya

pelayanan umum,
komunikasi dan
informasi

Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik

Rp 142.000.000,00 Rp 1.900.500.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Sedang Berjalan

1.19.1.19.01.15.012 Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan 
Keamanan 

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya
pelayanan umum,

komunikasi dan
informasi

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik

Rp 70.000.000,00 Rp 302.500.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Sedang Berjalan

1.19.1.19.01.15.010 Pembinaan dan Pembekalan Diteksi Dini Terhadap 
Ancaman Stabilitas Daerah

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya
pelayanan umum,
komunikasi dan
informasi

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik

Rp 612.000.000,00 Rp 2.824.500.000,00

1.19.1.19.01.15.006 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya
pelayanan umum,
komunikasi dan
informasi

Dalam Daerah 
Kabupaten Musi 
Rawas Utara

Rp 50.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.19.01.15

Rp 150.000.000,00 Rp 165.000.000,00

1.19.1.19.01.05.005 Bimbingan teknis implementasi peraturan 
perundangan

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas 
sumber daya aparatur

Luar Daerah 
Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 150.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.19.01.05

Rp 45.000.000,00 Rp 93.720.000,00
1.19.1.19.01.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik

Rp 45.000.000,00 Rp 93.720.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik

Sedang Berjalan
1.19.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur

Rp 112.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Sedang Berjalan

1.19.1.19.01.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan 
Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik

Rp 70.000.000,00 Rp 347.100.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Sedang Berjalan

1.19.1.19.01.02.014 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik

Rp 30.000.000,00 Rp 218.900.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.19.1.19.01.02.010 Pengadaan Mebeleur Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik

Rp 35.000.000,00 Rp 240.790.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Sedang Berjalan

1.19.1.19.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik

Rp 340.000.000,00 Rp 491.139.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Sedang Berjalan

1.19.01.02 Rp 247.000.000,00 Rp 971.790.000,00

1.19.1.19.01.01.020 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis 
Perkantoran

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik

1.19.1.19.01.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

dalam Daerah/dalam 

Kabupaten

Rp 22.000.000,00 Rp 24.200.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik

Sedang Berjalan



Persentase Toko 

Masyarakat/OKP 
Yang Memiliki 
Kesadaran 
Berbangsa dan 
Bernegara

- Jumlah Toko 

Masyarakat,Toko 
Agama dan Toko 
Pemuda Yang 
Mengikuti 
Sosialisasi

420 

Orang

Terlaksananya 

Kegiatan

420 

Orang

Persentase Toko 
Masyarakat/OKP 
Yang Memiliki 

Kesadaran 
Berbangsa dan 
Bernegara

- Jumlah Aparat 
Birokrasi,Jajaran 
Kesbangpol dan 

Pengurus Porum 
Mitra Pemerintah 
Daerah

40 Orang Jumlah Peserta 40 Orang

Persentase Toko 
Masyarakat/OKP 
Yang Memiliki 
Kesadaran 
Berbangsa dan 

Bernegara

- Jumlah 
Ormas/LSM

120 
Orang

Terlaksananya 
Kegiatan

120 
Orang

Persentase Toko 
Masyarakat/OKP 
Yang Memiliki 
Kesadaran 
Berbangsa dan 
Bernegara

- Jumlah 
Ormas/LSM

120 
Orang

Terlaksananya 
Kegiatan 

120 
Orang

Persentase Toko 
Masyarakat/OKP 
Yang Memiliki 
Kesadaran 
Berbangsa dan 
Bernegara

- Jumlah Tim 5 Tim Terlaksananya 
Pembentukan 
Anggota Gerakan 
Nasional Revolusi 
Mental

5 Tim

Persentase Toko 

Masyarakat/OKP 
Yang Memiliki 
Kesadaran 
Berbangsa dan 
Bernegara

- Jumlah Gerakan 

Revolusi Mental

2 Unsur Terlaksananya 

Revolusi Mental

2 Unsur

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan 
Kebangsaan

Persentase 

Forum,Ormas 
dan Lintas Etnis 
Dalam Rangka 
Pemahaman Nilai-
nilai Persatuan 
dan Kesatuan 
Bangsa

- Jumlah Pengurus 

(FPK) Kab.Musi 
Rawas Utara

49 Orang Jumlah 

Koordinasi

2 Kali

Persentase 

Forum,Ormas 
dan Lintas Etnis 
Dalam Rangka 

Pemahaman Nilai-
nilai Persatuan 
dan Kesatuan 
Bangsa

- Jumlah Pengurus 

(FKUB) Kab.Musi 
Rawas Utara

36 Orang Jumlah 

Koordinasi

2 Kali

Rp 101.000.000,00 Rp 275.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik

Sedang Berjalan

1.19.1.19.01.18.006 Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 

Kab. Musi Rawas Utara

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik

Rp 78.500.000,00 Rp 275.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik

Sedang Berjalan

1.19.1.19.01.18.005 Fisilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 

Kab.Musi Rawas Utara

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik

Rp 65.000.000,00 Rp 637.500.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.19.01.18 Rp 292.000.000,00 Rp 935.000.000,00

1.19.1.19.01.17.037 Gerakan Nasional Revolusi Mental Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terciptanya

kententraman,
ketertiban dan
pembinaan wawasan
kebangsaan
masyarakat

Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik

Rp 110.000.000,00 Rp 291.500.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.19.1.19.01.17.036 Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi 
Mental

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terciptanya
kententraman,
ketertiban dan
pembinaan wawasan
kebangsaan
masyarakat

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik

Rp 65.000.000,00 Rp 562.500.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.19.1.19.01.17.034 Sosialisasi Peningkatan Peran Ormas/LSM Dalam 
Bidang Ketahan Ekonomi

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terciptanya
kententraman,
ketertiban dan
pembinaan wawasan
kebangsaan
masyarakat

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik

Rp 280.000.000,00 Rp 660.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.19.1.19.01.17.033 Sosialisasi Peningkatan Peran Ormas/LSM Dalam 
Bidang Ketahanan Budaya,Agama dan 
Kemasyarakatan

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terciptanya
kententraman,
ketertiban dan
pembinaan wawasan
kebangsaan

masyarakat

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik

Rp 110.000.000,00 Rp 291.500.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.19.1.19.01.17.011 Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah 
Air/Jelajah Nusantara

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terciptanya
kententraman,
ketertiban dan

pembinaan wawasan
kebangsaan
masyarakat

Luar Daerah 
Kabupaten Musi 
Rawas Utara

1.19.1.19.01.17.008 Sosialisasi Bela Negara Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terciptanya

kententraman,
ketertiban dan
pembinaan wawasan
kebangsaan
masyarakat

Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik

Rp 250.000.000,00 Rp 715.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda



Persentase 

Forum,Ormas 
dan Lintas Etnis 
Dalam Rangka 
Pemahaman Nilai-
nilai Persatuan 
dan Kesatuan 
Bangsa

- Jumlah Pengurus 

(FKDM) Kab.Musi 
Rawas Utara

49 Orang Jumlah 

Koordinasi

2 Kali

Persentase 
Partisipasi 
Masyarakat 
Dalam Bidang 
Politik yang 
Demokratis

- Jumlah Dokumen 1 Dok Tersusunnya 
Dokumen Parpol

1 Dok

Persentase 
Partisipasi 
Masyarakat 

Dalam Bidang 
Politik yang 
Demokratis

- Jumlah Dokumen 
Pilgub 

1 Dok Tersusunnya 
Dokumen Pilgub

1 Dok

Persentase 
Partisipasi 
Masyarakat 
Dalam Bidang 
Politik yang 
Demokratis

- Jumlah Partai 
Politik yang 
mendapatkan 
bantuan

12 Parpol Terlaksananya 
Verifikasi 
Bantuan Dana 
Parpol

4 Kali

Persentase 
Partisipasi 
Masyarakat 
Dalam Bidang 
Politik yang 
Demokratis

- Jumlah Pelajar 
dan Generasi 
Muda

240 
Orang

Terlaksananya 
Kegiatan

240 
Orang

Fasilitasi Posko Pemilu Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik

Rp 80.000.000,00 Rp 90.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

Penurunan 
Prepalensi 
Penyalahgunaan 
Narkoba

60% Jumlah Pesertah 
Penyuluhan 
Narkoba

500 
Peserta

Terlaksananya 
Penyuluhan 
Narkoba

500 
Peserta

Penurunan 
Prepalensi 
Penyalahgunaan 
Narkoba

60% Jumlah Dokumen 
Satgas Narkoba

1 Dok Terlaksananya 
Kegiatan Satgas 
Narkoba

1 Dok Rp 175.000.000,00 Rp 192.500.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.19.1.19.01.23.006 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Dalam wilayah Kab. 
Muratara

Rp 425.000.000,00 Rp 1.045.000.000,00
1.19.1.19.01.23.003 Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan 

Narkoba di Lingkungan ASN
Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik
Rp 250.000.000,00 Rp 852.500.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik
Baru - Kebijakan 
Pemerintah

1.19.01.23 Program Peningkatan Penyalahgunaan Narkoba

Rp 55.600.000,00 Rp 127.500.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Sedang Berjalan

1.19.1.19.01.21.016 Pendidikan Politik Bagi Pelajar dan Generasi Muda di 
Kabupaten Musi Rawas Utara

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terciptanya
kententraman,
ketertiban dan
pembinaan wawasan
kebangsaan
masyarakat

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik

Rp 120.000.000,00 Rp 192.500.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.19.1.19.01.21.010 Pokja Verifikasi bantuan dana partai politik Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terciptanya
kententraman,
ketertiban dan
pembinaan wawasan
kebangsaan
masyarakat

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik

Rp 25.000.000,00 Rp 30.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.19.1.19.01.21.005 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terciptanya
kententraman,
ketertiban dan

pembinaan wawasan
kebangsaan
masyarakat

7 Kecamatan Rp 200.000.000,00 Rp 800.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik

Sedang Berjalan

1.19.1.19.01.21.004 Penyusunan data base Partai Politik Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terciptanya
kententraman,
ketertiban dan
pembinaan wawasan
kebangsaan
masyarakat

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik

Rp 112.500.000,00 Rp 385.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik

Sedang Berjalan

1.19.01.21 Program pendidikan politik masyarakat Rp 400.600.000,00 Rp 1.150.000.000,00

1.19.1.19.01.18.007 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 

(FKDM) Kab.Musi Rawas Utara

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik



Rp 2.477.740.000,00

Rp 3.119.047.000,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jumlah Naska 
Dinas

12 Bulan Jumlah Naskah 
Dinas

1550 
Lembar 
& 4 Paket 
Pengirim
an

Tersedianya Jasa 
Surat Menyurat

90%

Jumlah Rekening 
Tagihan Jasa

12 Bulan Jumlah Rekening 
Tagihan Jasa

3 
Rekening 
Tagihan

Tersedianya 
Rekening Tagihan 
Jasa

90%

Jumlah Polis 
Asuransi Kerugian

12 Bulan Jumlah Polis 
Asuransi

3 Polis 
Asuransi

Tersedianya Polis 
Asuransi

90%

Jumlah Tenaga 

Kerja / Jasa

12 Bulan Jumlah Tenaga 

Kerja Keuangan

10 Orang Tersedianya Jasa 

Tenaga Kerja 
Keuangan

90%

Jumlah Jenis Alat 
Tulis Kantor

12 Bulan Jumlah Jenis Alat 
Tulis Kantor

46 Jenis 
Barang

Tersedianya Alat 
Tulis Kantor

90%

Jumlah Jenis 
Exemplar

12 Bulan Jumlah Jenis 
Exemplar

5472 
Lembar 
& 5 Jenis 
Cetak

Tersedianya 
Barang Cetakan 
dan Penggandaan

90%

Jumlah Jenis 
Komponen 
Instalasi Listrik / 
Penerangan 
Kantor

12 Bulan Jumlah Jenis 
Komponen 
Intalasi Listirk / 
Penerangan 
Gedung

8 Jenis 
Barang

Tersedianya 
Komponen 
Intalasi Listrik / 
Penerangan 
Gedung Kantor

90%

Jumlah Jenis 
Exemplar

12 Bulan Jumlah Exemplar 8 Surat 
Kabar

Tersedianya 
Bahan Bacaan 
dan Peraturan 

Perundang-
Undangan

90%

Jumlah Porsi 11 Bulan Jumlah Porsi 1400 
Nasi 
Kotak 
dan 40 
Dus Air 
Mineral

Tersedianya 
Makan dan 
Minum Rapat dan 
Tamu

90%

Jumlah SPPD Luar 

Daerah

12 Bulan Jumlah SPPD Luar 

Daerah

20 Orang Tersedianya 

Rapat-Rapat 
Koordinasi dan 

Konsultasi ke 
Luar Daerah

90%

Jumlah SPPD 
Dalam Daerah

12 Bulan Jumlah SPPD 
Dalam Daerah

135 
Orang

Tersedianya 
Rapat-Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi Dalam 
Daerah

90%

Penyelenggaraan  
perjalanan dinas 
pegawai  dalam 
daerah

100%

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

1.27 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.19.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 711.150.000,00 Rp 806.530.000,00
1.19.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rp 6.150.000,00 Rp 7.650.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan

1.27.1.19.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 
listrik

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 27.500.000,00 Rp 42.400.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan

1.27.1.19.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 14.500.000,00 Rp 23.000.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan

1.27.1.19.03.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan
ketatalaksanaan

Badan 

Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 55.800.000,00 Rp 58.590.000,00 Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah

Sedang Berjalan

1.27.1.19.03.01.005 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 30.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan

1.27.1.19.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 12.000.000,00 Rp 22.180.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan

1.27.1.19.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 15.000.000,00 Rp 17.500.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan

1.27.1.19.03.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 20.000.000,00 Rp 21.000.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan

1.27.1.19.03.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 50.000.000,00 Rp 60.000.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan

1.27.1.19.03.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan 

Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 220.000.000,00 Rp 231.000.000,00 Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah

Sedang Berjalan

1.27.1.19.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 40.000.000,00 Rp 42.000.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan1.27.1.19.03.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah



Jumlah Tenaga 
Kerja / Jasa

12 Bulan Jumlah Tenaga 
Kerja / Jasa

40 
Tenaga 
Kerja / 
Jasa

Tersedianya Jasa 
Pendukung 
Administrasi 
Perkantoran

90%

Jumlah Peralatan 
Kebersihan

12 Bulan Jumlah Peralatan 
Kebersihan

24 Jenis 
Barang

Tersedianya 
Peralatan 
Kebersihan 
Kantor

90%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah 
Kenderaan Dinas 
/ Operasional

1 Tahun Jumlah 
Kenderaan

5 Motor Tersedianya 
Kenderaan Dinas 
Lapangan

90%

Jumlah Sarana 
dan Prasarana 
Perkantoran

1 Tahun Jumlah Sarana 
dan Prasarana 
Perkantoran

2 Gedung 
Kantor

Tersedianya 
Sewa Gedung

90%

Jumlah 

Pemeliharaan 
Kendaraan dan 
BBM Kendaraan

12 bulan Jumlah 

Kenderaan Dinas 
/ Operasional

1155 

Liter & 13 
Pergantia
n Suku 
Cadang

Tersedianya 

Pemeliharaan 
Rutin / Berkala 
Kenderaan Dinas 
Opersional

90%

Jumlah Gedung 1 Unit Jumlah 
Pemeliharaan 
Rutin / Berkala 
Gedung

2 Gedung Tersedianya 
Pemeliharaan 
Rutin / Berkala 
Gedung

90%

Terlaksananya 
Pemeliharaan 
rutin/berkala 
kendaraan 
dinas/operasional

28	Unit

Jumlah 
Pemeliharaan 
Perlengkapan 

Gedung Kantor

12 Bulan Jumlah 
Pemeliharaan 
Perlengkapan 

Gedung Kantor

8 Jenis 
Barang

Tersedianya 
Pemeliharaan 
Perlengkapan 

Gedung Kantor

90%

Jumlah Mobil 
Jabatan

1 Tahun Jumlah 
Kenderaan

1 Mobil Tersedianya 
Pemeliharaan / 
Rutin Berkala 
Mobil Jabatan

90%

Gedung kantor 
yang refresentatif

100 % Jumlah Mobil 
Jabatan

1 Mobil Tersedianya 
Mobil Jabatan

90%

Jumlah Mobil 

Jabatan

1 Tahun

Jumlah 
Akomedasi dan 
Transportasi 
Kenderaan Hiba

12 Bulan Jumlah 
Kenderaan Hiba

3 
Kenderaa
n

Tersedianya 
Akomedasi dan 
Transportasi 
Kenderaan Hiba

90%

Jumlah Stel 
Pakaian Dinas 

Beserta 
Perlengkapannya

1 Kali 
Pembelia

n

Jumlah Stel 
Pakaian Dinas 

Beserta 
Perlengkapannya

35 Stel Tersedianya Stel 
Pakaian Dinas 

Beserta 
Perlengkapannya

90%

Jumlah Stel 
Pakaian Kerja 
Lapangan

1 Kali 
Pembelia
n

Jumlah Stel 
Pakaian Kerja 
Lapangan

15 Stel Tersedianya Stel 
Pakaian Kerja 
Lapangan

90%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur

Jumlah Aparatur 

yang Mengikuti 
Bimtek

103 

orang

Jumlah Bimtek 5 Orang Tersedianya 

Peserta Bimtek

90%

1.27.1.19.03.01.020 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis 
Perkantoran

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 208.200.000,00 Rp 218.610.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan

Rp 12.000.000,00 Rp 12.600.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan

1.19.03.02 Rp 653.440.000,00 Rp 969.552.000,00

1.27.1.19.03.01.021 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 175.000.000,00 Rp 450.000.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan

1.27.1.19.03.02.014 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 105.000.000,00 Rp 110.250.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan

1.27.1.19.03.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 81.240.000,00 Rp 85.302.000,00 Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah

Sedang Berjalan

1.27.1.19.03.02.025 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 10.000.000,00 Rp 25.000.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan

1.27.1.19.03.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan 

Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan 

Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 7.000.000,00 Rp 13.000.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan

1.27.1.19.03.02.034 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 65.200.000,00 Rp 66.000.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan

1.27.1.19.03.02.026 Pemeliharaan  Rutin/Berkala PerLengkapan Gedung 
Kantor

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 60.000.000,00 Rp 62.500.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan

1.27.1.19.03.02.109 Penyediaan Akomodasi dan Transportasi Kendaraan 
Hibah

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 150.000.000,00 Rp 157.500.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan

1.27.1.19.03.02.068 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 46.250.000,00 Rp 45.000.000,00
1.27.1.19.03.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Tidak memiliki prioritas 

di RPJM
Tidak memiliki sasaran di 
RPJM

Badan 
Penanggulangan 

Bencana Daerah

Rp 21.250.000,00 Rp 15.000.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan
1.19.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur

Rp 25.000.000,00 Rp 30.000.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan

1.19.03.05 Rp 25.000.000,00 Rp 30.000.000,00

1.27.1.19.03.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 
RPJM

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 25.000.000,00 Rp 30.000.000,00 Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah

Sedang Berjalan

1.19.03.22 Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Rp 994.400.000,00 Rp 1.204.340.000,00

1.27.1.19.03.05.005 Bimbingan teknis implementasi peraturan 

perundangan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Badan 

Penanggulangan 
Bencana Daerah



Dokumen LHP 12 Bulan Jumlah Dokumen 
LHP

7 
Kecamat
an

Tersedianya 
Dokumen 
Informasi Potensi 
Bencana

90%

Jumlah Sarana 
dan Prasarana

12 Bulan Jumlah Sarana 
dan Prasarana 
Penanggulangan 
Bencana

15 Jenis 
Barang

Tersedianya 
Sarana dan 
Prasarana 
Penanggulangan 

Bencana

90%

Jumlah Sosialisasi 
Penanggulangan 
Bencana Alam

12 Bulan Jumlah Sosialisasi, 
Pembinaan dan 
Penyuluhan 
Bencana

1 
Kegiatan

Tersedinya 
Sosialisasi, 
Pembinaan dan 
Penyuluhan 
Bencana

90%

Jumlah Kegiatan 
Siaga Bencana 
Banjir dan 

Kebakaran

12 Bulan Jumlah Kegiatan 
Siaga Bencana 
Banjir dan 

Kebakaran

15 Orang Tersedianya 
Operasional Siaga 
Bencana Banjir 

dan Kebakaran

90%

Jumlah Rapat 
Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah

12 Bulan Jumlah Rapat 
Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah

1 
Kegiatan

Tersedianya 
Rapat Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah

90%

Jumlah Dokumen 
Pemetaan 

Wilayah Resiko 
Bencana

12 Bulan Jumlah Dokumen 1 
Dokume

n

Tersedianya 
Dokumen 

Wilayah Resiko 
Bencana

90%

Jumlah Peserta 
Tim Latihan 
Bersama

12 Bulan Jumlah Latihan 
Bersama Tim 
Tagana, Dinkes. 
TNI/Polri, 
Basarnas, dan 
BPBD

6 Tim 
Peserta

Tersedianya 
Latihan Bersama 
Tim Tagana, 
Dinkes. TNI/Polri, 
Basarnas, dan 
BPBD

90%

Jumlah Peserta 
Tim Latihan 
Bersama

12 Bulan jumlah orang 10 orang pendukung 
kegiatan

12 bulan

Jumlah 
Penanganan 
Bencana Alam 

dan Bencana 
Sosial

12 Bulan Jumlah Posko 
Siaga Bencana

3 Posko Tersedianya 
Posko 
Penanggulangan 

Bencana

90%

Jumlah Logistik 
dan Obat-Obatan

12 Bulan Jumlah Logistik 
dan Obat-Obatan

25 Jenis 
Logistik 
& 25 
Obat-
Obatan

Tersedianya 
Logistik dan Obat-
Obatan

90%

Rp 50.000.000,00 Rp 138.720.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan

1.27.1.19.03.22.002 Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk 
dan Ancaman/Korban Bencana

Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 80.000.000,00 Rp 185.000.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan

1.27.1.19.03.22.001 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi 
Bencana

Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 84.500.000,00 Rp 88.725.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan

1.27.1.19.03.22.004 Operasional Siaga Bencana Banjir dan Kebakaran Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 72.000.000,00 Rp 75.600.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan

1.27.1.19.03.22.003 Sosialisasi Penanggulangan Bencana Alam Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 67.900.000,00 Rp 71.295.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan

1.27.1.19.03.22.006 Pemetaan Wilayah Resiko Bencana Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Badan 
Penanggulangan 

Bencana Daerah

Rp 500.000.000,00 Rp 500.000.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan

1.27.1.19.03.22.005 Rapat Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 50.000.000,00 Rp 52.500.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan

1.27.1.19.03.22.017 Operasional TRC Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 90.000.000,00 Rp 92.500.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Baru - Mempercepat 
Capaian Target

1.27.1.19.03.22.007 Latihan Bersama Tim Tagana, Dinkes, TNI/Polri, 
Basarnas dan BPBD

Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 47.500.000,00 Rp 63.625.000,00
1.27.1.19.03.23.001 Penanganan Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan 

dan Lahan
Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Badan 

Penanggulangan 
Bencana Daerah

Rp 22.500.000,00 Rp 23.625.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan
1.19.03.23 Kedaruratan dan Logistik Bencana

Rp 25.000.000,00 Rp 40.000.000,00 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah

Sedang Berjalan1.27.1.19.03.23.002 Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan Bagi Penduduk 
di Tempat Penampungan

Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah



Rp 85.545.127.800,00

Rp 524.581.292.356,00

OPD Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 32.000.000.000,00

5.1.1 Belanja Pegawai Rp 32.000.000.000,00

Jumlah fasilitasi 

penyelesaian

30 

Fasilitasi

Jumlah fasilitasi 

kasus-kasus 

perbatasan

30 

Fasilitasi

Terlaksananya 

Fasilitasi 

penyelesaian 

konflik 

perbatasan

30 

Fasilitasi

Jumlah titik 

koordinat batas 

Kab. Muratara 

yang tercatat

23 

Koordina

t

Jumlah titik 

koordinat batas 

Kab. Muratara 

yang tercatat

15 

Koordina

t

Terlaksananya  

pelacakan tiitk 

koordinat 

perbatasan

15

Jumlah pilar batas 

yang didirikan

23 Pilar Jumlah Pilar Batas 

yang didirikan di 

Perbatasan 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

15 Titik 

Pilar

Terlaksananya 

pemasangan pilar 

batas

15

Jumlah 

kecamatan/desa/

kelurahan yang 

memiliki 

kejelasan batas

5 

desa/kelu

rahan

Jumlah 

kecamatan/desa/

kelurahan yang 

memiliki kejelasan 

batas

2 

Kecamat

an

Terealisasinya 

kejelasan batas 

antar 

kecamatan/desa/

kelurahan di 

wilayah muratara

2 

Kecamat

an

Jumlah Laporan 1 

Dokumen

Jumlah Laporan 1 

Dokumen

Terjaganya harga 

bahan pokok

1 

Dokumen

jumlah dokumen Jumlah 

Dokumen

jumlah dokumen 1 

Dokumen

jumlah dokumen 1 

Dokumen

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 

Keuangan Daerah

Jumlah Naska 

Dinas

12 Bulan Jumlah matrai 

6000

10.500 

Lembar

Tersedianya jasa 

surat menyurat

100 %

Jasa komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

2 Unit Jumlah rekening 

listrik, air dan 

telpon yang 

terbayarkan

3 

Rekening

/Bulan

Terpenyinya jasa 

rekening listrik, 

air dan telpon 

dalam satu tahun

12 Bulan

Tersedianya jasa 

administrasi 

keuangan

12 Bulan tersedianya 

honorarium jasa 

pengelolaan 

keuangan

300 

orang

Terpenuhinya 

Jumlah 

Honorarium yang 

dikeluarkan

250 

orang

1.20.1.20.03.01.003 Penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah Rp 870.000.000,00 Rp 0,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah

1.20.1.20.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Sekretariat Daerah Rp 63.000.000,00 Rp 63.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan
1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp 310.000.000,00 Rp 0,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.03 Sekretariat Daerah

1.20

Rp 18.644.162.000,00 Rp 9.469.020.000,00

1.08.1.20.03.34.008 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kecamatan  Ulu 

Rawas

Kecamatan Karang 

Rp 155.000.000,00 Rp 0,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan
1.20.03.34 Program perlindungan dan konservasi SDA
1.20.03 Sekretariat Daerah
1.08 Lingkungan Hidup

Rp 155.000.000,00 Rp 0,00

1.06.1.20.03.22.006 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

perencanaan dan

pengendalian

Sekretariat Daerah Rp 150.000.000,00 Rp 0,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan
1.20.03.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi

1.06.1.20.03.17.008 Penataan Batas Kecamatan/Desa/Kelurahan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kecamatan  Ulu 

Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Kecamatan Karang 

Jaya

Kecamatan Nibung

Rp 200.000.000,00 Rp 475.000.000,00 Sekretariat Daerah Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.06.1.20.03.17.007 Pemasangan Pilar Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kecamatan  Ulu 

Rawas

Kecamatan Nibung

Kecamatan Rawas ilir

Rp 150.000.000,00 Rp 0,00

1.06.1.20.03.17.006 Survey dan pelacakan batas daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kecamatan  Ulu 

Rawas

Kecamatan Nibung

Kecamatan Rawas ilir

Rp 168.000.000,00 Rp 310.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.06.1.20.03.17.002 Fasilitasi Penyelesaian Konflik Perbatasan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kecamatan  Ulu 

Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Kecamatan Karang 

Rp 350.000.000,00 Rp 580.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.03.17 Program pengembangan wilayah perbatasan Rp 915.200.000,00 Rp 1.550.000.000,00
1.20.03 Sekretariat Daerah

Rp 197.200.000,00 Rp 185.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.06 Perencanaan Pembangunan

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Sekretariat Daerah

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi



Indeks Kepuasan 

Aparatur

- Jumlah Tenaga 

Kerja

210 Terciptanya 

ketertiban 

pembayaran jasa 

tenaga kerja

100%

Tersedianya  Jasa 

Asuransi Barang

100% Jumlah Kendaraan 

dinas yang 

diasuransikan

40 Tersedianya 

jaminan 

kendaraan dinas 

dan operasional 

di lingkunga 

sekretariat 

daerah

100 %

Jasa administrasi 

keuangan yang 

tersedia

32 Orang Jumlah Honorer 

PNS dan Non PNS

85 orang Tercapainya Jasa 

Administrasi 

Keuangan

1 tahun

Terpenuhinya 

Honor Cleaning 

Servis 

Setda,KDH/WKDH

12 Bulan Jumlah tenaga 

honorium petugas 

kebersihan yang 

terbayarkan

408 Terlaksanya 

kebersihan kantor 

, rimah dinas dan 

jabatan

100 %

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

22 unit Jumlah alat tulis 

kantor yang 

tersedia

54 Item Terlaksanya 

kegiatan 

pemerintah yang 

baik

1 Tahun

Terpenuhinya 

Kebutuhan ATK 

Setda,KDH/WKDH

12 Bulan

jumlah barang 

cetakan dan 

penggandaan

12 bulan Jumlah Jenis alat 

cetak 

penggandaan 

yang tersedia

7 Item Terwujudnya alat 

cetak 

penggandaan 

yang layak

12 Bulan

jumlah komponen 

listrik yang 

tersedia

12 bulan Jumlah alat-alat 

listrik yang 

tersedia

5 Tersedianya alat 

listrik yang baik

100 %

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

22 unit Jumlah Jenis sewa 8 Item Terlaksanya 

kegiatan 

pemerintah 

dengan yang baik

100 %

jumlahn peralatan 

rumah tangga

12 bulan Jumlah peralatan 

rumah tangga 

yang tersedia

4 Item Terwujudnya 

peralatan rumah 

tangga yang baik

4 Item

Jumlah Jenis 

Exemplar

12 Bulan langganan koran 14 jenis indeks kepuasan 

aparatur

100%

jumlah makanan 

dan minuman

11 bulan Jumlah makan 

minum yang 

tersedia dalam 

satu tahun

7 Item Terlaksananya 

kegiatan dengan 

baik

12 Bulan

 Terselenggaranya 

rapat-rapat 

koordinasi dan 

Konsultasi keluar 

daerah

12 bulan Jumlah Laporan 

Perjalanan Dinas 

Luar

450 

orang

Tercapainya 

peningkatan 

kualitas SDM ASN

450 

orang

Penyelenggaraan  

perjalanan dinas 

pegawai  dalam 

daerah

100% Laporan 

Perjalanan Dinas 

dalam daerah

100 

orang

Tercapainya 

peningkatan 

kualitas SDM ASN

100 

orang

Jumlah laporan 

data harga 

kebutuhan pokok 

masyarakat

1 

Dokumen

data harga pokok 

masyarakat

1 

Dokumen

1.20.1.20.03.01.020 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis 

Perkantoran

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan  Ulu 

Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Kecamatan Karang 

Rp 462.682.000,00 Rp 508.950.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Sekretariat Daerah

1.20.1.20.03.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah Rp 3.070.000.000,00 Rp 3.377.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Sekretariat Daerah

Rp 100.000.000,00 Rp 115.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Sekretariat Daerah Rp 472.000.000,00 Rp 519.200.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Sekretariat Daerah

Rp 5.399.000.000,00 Rp 0,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah Rp 1.147.000.000,00 Rp 0,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Sekretariat Daerah

Rp 400.000.000,00 Rp 0,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Sekretariat Daerah Rp 400.000.000,00 Rp 0,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah

Rp 49.000.000,00 Rp 70.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah Rp 687.000.000,00 Rp 0,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Sekretariat Daerah

Rp 200.000.000,00 Rp 0,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.01.005 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah Rp 200.000.000,00 Rp 0,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.01.004 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Perkantoran Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah

Rp 1.439.300.000,00 Rp 1.583.230.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

Rp 1.323.840.000,00 Rp 1.358.800.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan



jumlah pegawai 

yang menerima 

honor

100% Jumlah Tenaga 

Kerja

210 210 Tenaga Kerja 210

jumlah 

dokumentasi

250 jumlah liputan 

dan dokumentasi

250 

eksempla

r

adanya 

dokumentasi 

acara dan 

kegiatan pejabat 

daerah

100 %

Jumlah 

Keterseidaan 

untuk kebersihan 

kantor

12 bulan Jumlah alat 

kebersihan yang 

tersedia

1 

Kegiatan

Terciptanya 

kebersihan kantor

12 Bulan

Tersedianya jasa 

surat menyurat

12 Bulan tersedianya 

materai, materai 

dan pos lainnya

300 

orang

menyediakan 

materai, prangko 

dan benda pos 

lainya 

250 

orang

Tersedianya 

jasa/perawatan 

perbaikan 

peralatan kerja

12 bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah 

Kenderaan Dinas 

/ Operasional

1 Tahun Tersedianya 

kendaraan 

dinas/operasional

15 Unit Tersedianya 

kendaraan dinas/ 

operasional

100 %

Jumlah Mebeleur 16 Unit Jumlah 

Perlengkapan 

rumah 

dinas/jabatan  

yang tersedia

7  Item Tersedianya 

perlengkapan 

rumah dinas 

/jabatan yang 

layak

7  Item

Jumlah 

Pengadaan 

Perlengkapan 

rumah 

jabatan/dinas

1 Paket

Jumlah 

Pengadaan 

Perlengkapan 

gedung kantor

1 Paket Jumlah 

perlengkapan 

gedung kantor 

yang tersedia

13 Item Terwujudnya 

perlengkapan 

gedung kantor 

yang layak

12 Bulan

Jumlah Mebeleur 16 Unit Jumlah peralatan 1 Tahun Tersedianya 

perlatan rumah 

dinas jabatan

12 Bulan

Jumlah Mebeleur 16 Unit Jumlah perlatan 

rumah 

dinas/jabatan 

yang tersedia

4 Item Peralatan rumah 

dinas /jabatan 

yang layak 

4 Item

Mebeuler Kantor 18 unit Jumlah Mebeliur 191 Unit Tersedianya 

mebeliur 

191 Unit

Jumlah Mebeleur 16 Unit Jumlah rumah 

dinas

2 Unit tersedianya 

pemelihaan 

rumah 

dinas/jabatan

100

Kendaraan 

dinas/operasional 

yang terpelihara

6 Unit Jumlah Kendaraan 4 Item Tersedianya 

pemeliharaan 

kendaraan 

dinas/operasional

4 Item

Ada nya 

Perumahan dinas 

untuk para 

pegawai

1 Tahun Jumlah gedung 

kantor

4 Unit Tersedianya 

pemelihaan 

gedung kantor

12 Bulan

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

gedung kantor

0

1.20.1.20.03.02.025 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah Rp 487.000.000,00 Rp 487.000.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan 

Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah

1.20.1.20.03.02.021 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Sekretariat Daerah Rp 250.000.000,00 Rp 250.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.02.010 Pengadaan Mebeleur Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

Sekretariat Daerah

Rp 2.598.000.000,00 Rp 2.598.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Sekretariat Daerah Rp 415.000.000,00 Rp 0,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Sekretariat Daerah

Rp 410.000.000,00 Rp 416.378.356,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Sekretariat Daerah Rp 1.625.000.000,00 Rp 0,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.02.006 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah

Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Sekretariat Daerah Rp 5.815.000.000,00 Rp 0,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.03.02

Rp 831.800.000,00 Rp 0,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.01.034 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah Rp 27.500.000,00 Rp 0,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.01.025 Penyediaan Peralatan Kebersihan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah

Rp 13.285.800.000,00 Rp 491.199.228.356,00

1.20.1.20.03.01.024 Peningkatan Pendokumentasian Acara dan Kegiatan 

Pejabat

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah Rp 500.000.000,00 Rp 550.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.01.022 Penyediaan Jasa Jaminan Tenaga Kerja Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Sekretariat Daerah

Rp 200.000.000,00 Rp 0,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

Rp 1.323.840.000,00 Rp 1.323.840.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan



Jumlah Mebeleur 16 Unit Jumlah rumah 

dinas

2 Unit Tersedianya BBM 

Genset rumah 

dinas/Jabatan

12 Bulan

Jumlah Mebeleur 16 Unit Jumlah peralatan 1 Tahun Tersedianya 

peralatan gedung 

kantor

12 bulan

Jumlah 

Pemeliharaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

12 bulan Jumlah peralatan 1 item Tersedianya 

pemeliharaan 

peralatan kantor

12 Bulan

Program peningkatan disiplin aparatur
tersedianya 

pakaian dinas

12 stel Jumlah stel 

pakaian

220 Stel Tersedianya 

pakaian dinas 

yang layak

220 Stel

Jumlah 

pengadaan 

pakaian khusus 

hari hari tertentu

1 Paket Jumlah stel 

pakaian

250 Tersedianya 

pakain hari hari 

tertentu

400 Stel

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur
Aparatiur 

berkompoten 

dibidang tugasnya

36 	Org Jumlah Kegiatan 27 orang Jumlah Pegawai 100%

Peningkatan 

kapasitas SDM 

2 Org

Meningkatnya 

kapasitas dan 

kualitas SDM 

aparatur

8 Orang Peningkatan SDM 

Aparatur

50 orang Tercapainya 

Peningkatan SDM 

Aparatur 

Keuangan

40 kali

Jumlah Aparatur 

yang Mengikuti 

Bimtek

103 

orang

Jumlah Peserta 103 

orang

Terciptanya SDM 

yang memahami 

inventarisasi 

nama rupa bumi

103 

orang

Jumlah pegawai 

yang mengikuti 

Bimtek

45 

Peserta

Jumlah Peserta 45 Orang Terciptanya SDM 

yang memahami 

penyusunan LPPD

45 Orang

Meningkatnya 

pengetahuan dan 

keterampilan 

dalam 

melaksanakan 

tugas

15 Jumlah  mengikuti 10 kali Terciptanya 

peningkatan 

mutu SDM

10 Kali

Meningkatnya 

kapasitas dan 

kualitas SDM 

aparatur

8 Orang Jumlah Dana 

keikutsertaaan

40 orang Tercapainya 

peningkatan 

kompetensi 

pegawai yang 

telah mengikuti 

bimbingan teknis 

implementasi 

peraturan dan 

perundang-

undangan

40 orang

Jumlah aparatur 

yang mengerti 

materi diklat

8 org jumlah peserta 20 orang aparatur  yang 

kompeten

100%

Jumlah Aparatur 

yang Mengikuti 

Bimtek

103 

orang

jumlah peserta 20 orang persentase 

keterpenuhan 

standar 

kompetensi

100%1.20.1.20.03.05.036 bimbingan teknis jurnalistik Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Sekretariat Daerah

1.20.1.20.03.05.035 pendidikan dan pelatihan di bidang keprotokolan dan 

kehumasan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Sekretariat Daerah Rp 480.000.000,00 Rp 528.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.05.022 peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang 

keuangan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Sekretariat Daerah

Rp 480.000.000,00 Rp 528.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.05.018 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Pemerintah di Bidang Pemerintahan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Luar Kabupaten Rp 100.000.000,00 Rp 159.500.000,00 Sekretariat Daerah Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.20.1.20.03.05.017 Sosialisasi Tata Penyusunan Laporan Informasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Sekretariat Daerah

Rp 198.000.000,00 Rp 250.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.05.016 Bimbingan Teknis Inventarisasi Nama Rupa Bumi Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Sekretariat Daerah Rp 232.000.000,00 Rp 401.500.000,00 Sekretariat Daerah Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.20.1.20.03.05.012 Peningkatan SDM Aparatur Bidang Keuangan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Sekretariat Daerah

Rp 165.000.000,00 Rp 181.500.000,00 Sekretariat Daerah Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.20.1.20.03.05.003 peingkatan kapasitas Aparatur perencana Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 330.000.000,00 Rp 440.000.000,00 Sekretariat Daerah Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.20.03.05

Rp 378.144.000,00 Rp 415.958.400,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Sekretariat Daerah Rp 150.000.000,00 Rp 150.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Sekretariat Daerah

Rp 3.071.104.000,00 Rp 3.694.508.400,00

1.20.03.03 Rp 515.000.000,00 Rp 515.000.000,00

1.20.1.20.03.02.054 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan  Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Sekretariat Daerah

Rp 365.000.000,00 Rp 365.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.02.029 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Sekretariat Daerah Rp 269.000.000,00 Rp 269.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.02.027 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah 

Jabatan/Dinas

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Sekretariat Daerah

Rp 85.000.000,00 Rp 102.850.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

Rp 300.000.000,00 Rp 363.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan



Persentase 

Keterpenuhan 

Standar 

Kompetensi ASN

100% Jumlah kegiatan 1 

kegiatan

Terpenuhinya 

standar 

kompetensi ASN

1 

kagiatan

Persentase 

Keterpenuhan 

Standar 

Kompetensi

30 Jumlah Dokumen 1 

dokumen

Tersusun dan 

terserapnya SOP

100%

Persentase 

Keterpenuhan 

Standar 

Kompetensi

30 Jumlah Dokumen 1 

dokumen

Terpenuhinya 

aparatur yang 

kompeten di 

bidang ortala

100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Akhir 

Tahun
Tersedianya 

laporan capaian 

kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SPKD 

sesuai kebutuhan

10 

Laporan

menyusun 

laparan capaian 

dan khtisar 

realisasi keuangan 

dalam SKPD

1 tahun adanya laporan 

capaian dan 

khtisar realisasi 

keuangan dalam 

SKPD

4,9E+07

laporan keuangan 

akhir tahun

1 tahun Untuk 

terpenuhinya 

Laporan 

Administrasi 

Keuangan SETDA 

kab. Musi Rawas 

Utara

2 

dokumen

Jumlah Pelaporan 

Akhir Tahun

1 tahun

Jumlah kegiatan 

capaian kinerja

5 

Kecamat

an

Jumlah lopran 

keuangan per 

triwulan

4 laporan Agar terealisasi 

laporan keuangan

4 laporan

Tersedianya Data 

Laporan

1 

Laporan

Jumlah dokumen 

yang tersusun

1 

Laporan

Terlaksananya 

Penyusunan 

laporan LPPD

1 

Laporan

Jumlah dokumen 

yang disusun

1 

Dokumen

Jumlah dokumen 

yang disusun

1 

Dokumen

Terselenggaranya 

sistem 

monitoring 

TEPRA

1 

Dokumen

Jumlah kegiatan 

capaian kinerja

5 

Kecamat

an

Jumlah 

kecamatan yang 

dinilai

7 

Kecamat

an

Terlaksananya 

penilaian 

sinergitas kinerja 

kecamatan

7 

Kecamat

an

Jumlah dokumen 

yang disusun

1 

Dokumen

jumlah dokumen 

SKPD

4 RKA 

dan DPA 

( Induk 

dan ABT)

tersedianya 

dokumen 

Anggaran SKPD

4 RKA 

dan DPA 

( Induk 

dan ABT)

Tersedianya Data 

Laporan

1 

Laporan

Jumlah Dokumen 1 

dokumen

Tersusunnya 

LKJIP yang sesuai 

prosedur dan 

tertib

100%

Tersedianya Data 

Laporan

1 

Laporan

Jumlah Dokumen 1 

dokumen

Tersusunnya 

perjanjian kerja 

yang baik

100%

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala 

daerah/wakil kepala daerah
Terlaksananya 

Rapat Koordinasi 

pejabat 

pemerintahan 

Daerah

100% tersedianya 

penunjang rapat 

kedinasan 

kegiatan kepala 

daerah dan wakil 

kepala daerah

400 

orang

Terpenuhinya 

penunjang rapat 

kedinasan 

kegiatan kepala 

daerah dan wakil 

kepala daerah

2 orang1.20.1.20.03.16.001 Rapat Koordinasi Pejabat pemerintahan Daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Sekretariat Daerah Rp 2.332.000.000,00 Rp 2.681.800.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.03.16

1.20.1.20.03.06.016 Penyusunan Perjanjian Kerja Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Sekretariat Daerah Rp 48.635.000,00 Rp 53.722.000,00 Sekretariat Daerah Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.20.1.20.03.06.015 Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKJIP)

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Sekretariat Daerah

Rp 3.867.000.000,00 Rp 4.550.300.000,00

1.20.1.20.03.06.014 penyusunan dokumen anggaran SKPD Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah Rp 56.860.000,00 Rp 62.546.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.06.010 Penilaian Kecamatan Terbaik Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan  Ulu 

Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Kecamatan Karang 

Rp 158.268.300,00 Rp 171.552.000,00 Sekretariat Daerah Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.20.1.20.03.06.009 Pembentukan dan Pelaksanaan Tim Evaluasi dan 

Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Sekretariat Daerah Rp 210.000.000,00 Rp 0,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.06.007 Penyusunan Laporan Informasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (LPPD)

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Sekretariat Daerah

Rp 120.340.000,00 Rp 187.374.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.06.006 Tersedianya Laporan Keuangan per Triwulan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Sekretariat Daerah Rp 102.186.000,00 Rp 112.404.600,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah

Rp 180.000.000,00 Rp 334.080.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.06.001 Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar  

realisasi kinerja SKPD

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah Rp 45.000.000,00 Rp 0,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.03.06

Rp 40.000.000,00 Rp 0,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.05.047 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Pemerintah Di Bidang Organisasi dan Tata Laksana

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Sekretariat Daerah Rp 154.030.000,00 Rp 172.105.000,00 Sekretariat Daerah Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.20.1.20.03.05.046 Sosialisasi Penyusunan dan Penerapan SOP Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Sekretariat Daerah

Rp 961.289.300,00 Rp 921.678.600,00

1.20.1.20.03.05.045 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Pemerintah di Bidang Hukum

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Sekretariat Daerah Rp 256.580.000,00 Rp 302.500.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

Rp 297.350.000,00 Rp 315.445.000,00 Sekretariat Daerah Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran



Terlaksananya 

Kegiatan Pejabat 

Musi Rawas Utara

100% jumlah 

pendampingan 

pada kegiatan 

Kepala Daerah / 

Wakil Kepala 

Daerah

150 kali Pendampingan 

Kepala Daerah / 

Wakil Kepala 

Daerah yang 

sesuai dengan 

protokoler

100 %

Terlaksananya 

Pelayanan Tamu 

Daerah dan 

Kegiatan 

Protokoler

100% jumlah tamu 

daerah dan 

koordinasi 

kegiatan upacara 

serta acara 

seremonial 

lainnya

500 kali terfasilitasinya 

pelayanan 

akomodasi tamu 

daerah, kegiatan 

upacara serta 

acara seremonial 

lainnya yang 

diselenggarakan 

sesuai dengan 

protokoler 

100 %

Jumlah Koordinasi 

dengan 

pemerintah Pusat 

dan Pemerintah 

daerah lainnya

30 

koordina

si

Jumlah koordinasi 18 

Koordina

si

Terlaksana 

koordinasi antar 

daerah dan 

kerjasama 

APKASI/APEKSI & 

FORSESDASI

18 

Koordina

si

Tersedianya 

Premi Asuransi 

Kesehatan

12 bulan tersedianya 

Jumlah biaya 

perawatan dan 

pengobatan KDH 

dan WKDH

1 

Kegiatan

Terpenuhinya 

biaya perawatan 

dan pengobatan 

KDH dan WKDH

1 

Kegiatan

Program peningkatan dan pengembangan 

pengelolaan keuangan daerah

Laporan 

Aset/Setda

1 

Laporan

Meningkatkan 

pengembangan 

manajemen aset 

daerah dalam 

SKPD

12 

laporan

Adanya 

peningkatan 

dalam 

pengembangan 

manajemen aset 

daerah dalam 

SKPD

12 

laporan

Program peningkatan sistem pengawasan internal 

dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Terevaluasinya 

Kinerja SKPD

48 SKPD tersedianya  OPD  

di fasilitasi untuk 

sismontepra

36 OPD Terevaluasinya 

kinerja OPD

36 OPD

Laporan Monev 

Pembangunan

1 

Laporan

Jumlah laporan 1 

Dokumen

Laporan Hasil 

Monitoring 

Evaluasi 

Pembangunan

1 

Dokumen

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi 

informasi
jumlah video 

profil

1 jumlah video 

profil

1 tingkat 

pengembangan 

komunikasi, 

informasi dan 

media massa

100%

jumlah konferensi 

pers

12 jumlah jumpa 

pers

12 kali indeks kepuasan 

masyarakat

100%

Jumlah 

Ketersediaan 

layanan sistem e-

proc

12 Bulan Jumlah Paket 

Pelelangan 

melalui Unit 

Layanan 

Pengadaan

250 

paket

Pelaksanaan 

Pelelangan

250 

paket

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan1.20.03.26 Rp 4.285.684.500,00 Rp 4.627.611.000,00

1.20.1.20.03.23.004 Pembentukan dan pengembangan unit layanan 

pengadaan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya

pelayanan umum,

komunikasi dan

informasi

Seluruh OPD

1.20.1.20.03.23.002 penyediaan pelayanan pers conference di media 

cemter

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya

pelayanan umum,

komunikasi dan

Sekretariat Daerah Rp 170.000.000,00 Rp 190.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.23.001 pembuatan dan penayangan video profil Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya

pelayanan umum,

komunikasi dan

informasi

Sekretariat Daerah

Rp 1.000.000.000,00 Rp 1.281.500.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.03.23 Rp 1.570.000.000,00 Rp 1.891.500.000,00

1.20.1.20.03.20.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya sistem 

pengawasan dan 

pengendalian internal yang 

efektif

Kecamatan  Ulu 

Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Rp 400.000.000,00 Rp 420.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.20.001 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya sistem 

pengawasan dan 

pengendalian internal yang 

efektif

Kecamatan  Ulu 

Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Rp 222.400.000,00 Rp 239.294.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.03.20

Rp 160.000.000,00 Rp 0,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.17.007 peningkatan manajemen aset/barang sekretariat Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas

pengelolaan keuangan 

daerah

Sekretariat Daerah Rp 54.510.000,00 Rp 59.961.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.03.17

Rp 382.400.000,00 Rp 239.294.000,00

1.20.1.20.03.16.008 penyedia biaya perawatan dan pengobatan ka, KDH 

dan Wa. KDH

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Sekretariat Daerah Rp 35.000.000,00 Rp 38.500.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.16.006 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah Lainnya

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Luar Kabupaten

Rp 54.510.000,00 Rp 59.961.000,00

1.20.1.20.03.16.003 Peningkatan Pelayanan Tamu Daerah dan Kegiatan 

Protokoler

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Sekretariat Daerah Rp 500.000.000,00 Rp 550.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.16.002 Keikutsertaan pada kegiatan Pejabat-pejabat Musi 

Rawas Utara

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kabupaten Musi 

Rawas Utara, wilayah 

Provinsi Sumatera 

Selatan dan daerah 

lainnya

Rp 150.000.000,00 Rp 280.000.000,00 Sekretariat Daerah Baru - Mempercepat 

Capaian Target

Rp 850.000.000,00 Rp 1.000.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan



Persentase 

produk hukum 

daerah yang 

dibentuk dan 

disosialisasikan

100% Jumlah kerjasama 2 

kerjasam

a

terselesaikannya 

permasalahan 

perundaang-

undangan

100 %

Persentase 

produk hukum 

daerah yang 

dibentuk dan 

disosialisasikan

100% Jumlah produk 

hukum

10 

produk 

hukum

terpublikasinya 

produk hukum 

daerah kepada 

masyarakat

100 %

Persentase 

produk hukum 

daerah yang 

dibentuk dan 

disosialisasikan

100% jumlah produk 

hukum

70 

produk 

hukum

terciptanya 

produk hukum 

yang tidak 

bertentangan 

dengan peraturan 

perundang-

undangan yang 

lebih tinggi dan 

sesuai kebutuhan

100 %

Jumlah Naskah 

akademik

12 

naskah 

akademik

tersusunnya 

naskah akademik 

yang baik

100 %

Persentase 

produk hukum 

daerah yang 

dibentuk dan 

disosialisasikan

100% Jumlah Naskah 

Akademik

12 

Naskah

Tersusunnya 

Kajian Akademis 

yang baik 

sehingga raperda 

yang diajukan 

sesuai dengan 

kebutuhan dan 

tidak 

bertentangan 

dengan peraturan 

perundang-

undangan yang 

lebih tinggi

100%

Persentase 

produk hukum 

daerah yang 

dibentuk dan 

disosialisasikan

100% jumlah perkara 5 perkara terlindungannya 

hak-hak 

masyarakat tidak 

mampu 

diperadilan

100 %

Persentase 

produk hukum 

daerah yang 

dibentuk dan 

disosialisasikan

100% Jumlah rapat 

koordinasi

4 kali terlaksananya 

rencana Aksi Hak 

Asasi Manusia

100 %

Persentase 

produk hukum 

daerah yang 

dibentuk dan 

disosialisasikan

100% jumlah kegiatan 1 terwujudnya 

Kaabupaten Musi 

Rawas Utara 

sebagai 

kabupaten peduli 

HAM

100 %

Persentase 

produk hukum 

daerah yang 

dibentuk dan 

disosialisasikan

100% Jumlah website 1 terwujudnya dan 

terkelola dengan 

baik JDIH 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

100 %

Persentase 

produk hukum 

daerah yang 

dibentuk dan 

disosialisasikan

100% Jumlah laporan 2 laporan terselesaikannya 

masalah hukum 

di wilayah 

pemerintah 

kabupaten

100 %1.20.1.20.03.26.010 Penanganan Permasalahan Hukum Di Wilayah 

Pemerintah Kabupaten

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah Rp 200.000.000,00 Rp 220.000.000,00 Sekretariat Daerah Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.20.1.20.03.26.009 Pengembangan dan Peningkatan Jaringan 

Dokumentasi Informasi Hukum Nasional 

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah

1.20.1.20.03.26.008 Kabupaten Peduli HAM Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah Rp 216.651.000,00 Rp 225.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.26.007 Koordinasi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah

Rp 150.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Sekretariat Daerah Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.20.1.20.03.26.006 Advokasi Masyarakat Tidak Mampu Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah Rp 302.420.000,00 Rp 320.000.000,00 Sekretariat Daerah Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.20.1.20.03.26.005 Kajian akademis program legislasi daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah

Rp 80.391.000,00 Rp 90.000.000,00 Sekretariat Daerah Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.20.1.20.03.26.004 Kajian Naskah Akademis Program Legislasi Daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Sekretariat Daerah Rp 800.000.000,00 Rp 880.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.26.003 Penyusunan Produk Hukum Daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah

Rp 800.000.000,00 Rp 880.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.26.002 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah Rp 250.720.000,00 Rp 300.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.26.001 Koordinasi Kerjasama Penyelesaian Permasalahan 

Peraturan Perundang-undangan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah

Rp 584.780.000,00 Rp 606.800.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

Rp 580.780.000,00 Rp 600.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan



Persentase 

produk hukum 

daerah yang 

dibentuk dan 

disosialisasikan

100% Jumlah Perda 1 perda Tersesuaikannya 

Perda Nomor 3 

Tahun 2016 

sesuai dengan 

perubahan 

Struktur OPD

100%

Persentase 

produk hukum 

daerah yang 

dibentuk dan 

disosialisasikan

100% Jumlah Perbup 1 perbup Tersusunnya Tata 

Naskah Dinas 

sesuai Peraturan 

Perundang-

Undangan

100%

Jumlah laporan 

yang disusun

2 

Laporan

Jumlah dokumen 

yang tersusun

2 

Laporan

Terlaksananya 

penyusunan 

laporan EDOB

2 

Laporan

Jumlah 

kecamatan yang 

diinvetarisasi

7 

Kecamat

an

Jumlah 

Kecamatan yang 

diinventarisasi 

nama rupa bumi

7 

Kecamat

an

Terlaksananya 

pembakuan nama 

unusur rupa bumi

7 

Kecamat

an

Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan

Jumlah Fasilitasi 20 

Fasilitasi

Jumlah fasilitasi 

kasus-kasus 

pertanahan 

15 

Fasilitasi

Terlaksananya 

Penyelesaian  

Konflik-konflik 

Pertanahan

15

Program Pembinaan Pendidikan Agama dan 

Organisasi Keagamaan

Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya masyarakat 

yang religius dan beretika

7 kecamatan Rp 900.000.000,00 Rp 950.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

Jumlah Peserta 

MTQ

42 Orang Terlaksananya 

MTQ/STQ Kab. 

Musi Rawas Utara

7 

kecamata

n

Tersedianya Qori' 

dan Qoria'ah KAb 

MURATARA 

untuk mengikuti 

MTQ/STQ Tingkat 

Provinsi

7 

kecamata

n

jumlah keg 

Keagamaan

6 

Kegiatan

Menjadikan Kab 

Musi Rawas Utara 

yang gemar 

mengaji

7 

kecamata

n

Terwujudnya 

pemerintah kab 

musi rawas utara 

yang religius 

melalui pengajian 

dan istighosah

7 

kecamata

n

Peserta 

pembinaan

150 

Orang
Jumlah peserta 

pemusatan

42 Orang Terlaksananya TC 

hasil MTQ Tk. 

Kab.Muratara

40 orang Tersedianya 

utusan 

Kab.Muratara 

pada MTQ Tk. 

Propinsi 

Sumatera Selatan

40 orang

Jumlah kafilah 

yang 

diberangkatkan

42 Orang Terlaksananya 

pemberangkatan 

kafilah MTQ 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara ke 

Provinsi Sumatera 

Selatan

40 orang Menciptakan 

kenyamanan dan 

rasa percaya diri 

kafilah  kab. 

muratara yg 

terukur di prov 

sumsel

40 orang1.20.1.20.03.37.005 Pemberangkatan Kafilah STQ Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya masyarakat 

yang religius dan beretika

Provinsi Sumatera 

Selatan

Rp 441.165.000,00 Rp 485.281.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.37.004 Pemusatan Latihan (TC) MTQ Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya masyarakat 

yang religius dan beretika

Kota Lubuklinggau

1.20.1.20.03.37.003 Pelatihan Tokoh Agama, Ulama dan Masyarakat dan 

Monitoring Dana Keagamaan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya masyarakat 

yang religius dan beretika

Kecamatan  Ulu 

Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Kecamatan Karang 

Jaya

Kecamatan Nibung

Kecamatan Rawas ilir

Kecamatan Rawas Ulu

Rp 688.500.000,00 Rp 757.350.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.37.001 pendidikan dan pelatihan di bidang keprotokolan dan 

kehumasan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya masyarakat 

yang religius dan beretika

Kecamatan Karang 

Dapo

Rp 234.067.000,00 Rp 257.474.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.03.37 Rp 4.621.326.000,00 Rp 5.047.458.000,00

1.20.1.20.03.33.001 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kecamatan  Ulu 

Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Rp 895.328.000,00 Rp 984.861.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.03.33 Rp 150.000.000,00 Rp 243.100.000,00

1.20.1.20.03.27.006 Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kecamatan  Ulu 

Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Kecamatan Karang 

Rp 150.000.000,00 Rp 243.100.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.27.001 Penyusunan Laporan Evaluasi Daerah Otonomi Baru 

(EDOB)

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Sekretariat Daerah Rp 182.410.000,00 Rp 0,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan
1.20.03.27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Rp 145.000.000,00 Rp 221.408.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.26.012 Penyusunan Tata Naskah Dinas Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah Rp 250.000.000,00 Rp 265.000.000,00 Sekretariat Daerah Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.20.1.20.03.26.011 Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah

Rp 327.410.000,00 Rp 221.408.000,00

Rp 69.942.500,00 Rp 75.811.000,00 Sekretariat Daerah Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran



jumlah peserta 

safari

7 

Kecamat

an

Terlaksananya 

silaturahmi 

Pemerintah dan 

Masyarakat

7 

kecamata

n

Memberikan 

penyuluhan dan 

keakraban serta 

pemahaman atas 

kewajiban umat 

islam dalam 

menunaikan 

ibadah puasa di 

bulan suci 

ramadhan

7 

kecamata

n

Peserta calon haji 100 

Orang

Meningkatkan 

pemahaman 

dalam 

menunaikan 

ibadah haji

250 

orang

Tersedianya 

Jemaah Haji yang 

bertaqwa

250 

orang

Jumlah peserta 

Pembinaan

210 

Orang

Terselenggaranya 

kegiatan menuju 

muratara islami

7 

kecamata

n

Terwujudnya 

Muratara yang 

bernuansa 

religius

7 

kecamata

n

jumlah keg 

Keagamaan

6 

Kegiatan

12 kegiatan 12 

kegiatan

12 kegiatan 12 

Kegiatan
- - 7 Kecamatan 7 

kecamata

n

7 Kecamatan 7 

Kecamat

an
- - 7 Kecamatan 7 

kecamata

n

7 Kecamatan 7 

Kecamat

an
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan 

Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
- - Menambah 

kemampuan 

Aparatur dalam 

Penyususnan tata 

naskah Dinas

100 % Seluruh SKPD 43 SKPD

Jumlah Dokumen 

Pendukung

1 

Laporan

Jumlah Dokumen 1 

dokumen

Terimplementasi

nya sistem 

akuntabilitas 

kinerja instansi 

pemerintah

100%

Jumlah Dokumen 

Pendukung

1 

Laporan

Jumlah Dokumen 1 

dokumen

Tersusunnya 

Renstra 

Sekretariat 

Daerah

100%

1.20.1.20.03.78.001 Penyusunan Tata Naskah Dinas Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Daerah Rp 268.750.000,00 Rp 0,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

Rp 66.492.000,00 Rp 79.225.000,00 Sekretariat Daerah Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.20.1.20.03.86.002 Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Sekretariat Daerah

Rp 320.492.000,00 Rp 351.225.000,00
1.20.1.20.03.86.001 Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah

Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Sekretariat Daerah Rp 254.000.000,00 Rp 272.000.000,00 Sekretariat Daerah Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.20.03.86 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

1.20.1.20.03.37.012 Pengembangan Hafalan Surat Pendek untuk anak-anak Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya masyarakat 

yang religius dan beretika

Kecamatan  Ulu 

Rawas

Kecamatan Karang 

Rp 360.000.000,00 Rp 360.000.000,00 Sekretariat Daerah Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.20.1.20.03.37.011 Pengembangan Da'i Anak-anak dan Remaja Tingkat 

Kab. Muratara

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya masyarakat 

yang religius dan beretika

Kecamatan  Ulu 

Rawas

Kecamatan Karang 

Rp 268.750.000,00 Rp 0,001.20.03.78

1.20.1.20.03.37.010 Pengajian dan Istighotsah Kabupaten Musi Rawas 

Utara

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya masyarakat 

yang religius dan beretika

Kecamatan  Ulu 

Rawas

Rp 479.000.000,00 Rp 526.900.000,00 Sekretariat Daerah Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.20.1.20.03.37.008 Pelatihan Kepenggurusan  Jenazah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya masyarakat 

yang religius dan beretika

Kecamatan Rupit

Rp 350.000.000,00 Rp 385.000.000,00 Sekretariat Daerah Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.20.1.20.03.37.007 Pelatihan Manasik dan Pemberangkatan Jemaah Calon 

Haji Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya masyarakat 

yang religius dan beretika

Kecamatan  Ulu 

Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Kecamatan Karang 

Rp 546.123.000,00 Rp 600.735.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.03.37.006 Silaturrahmi Pemerintah dan Masyarakat kabupaten 

Musi Rawas Utara

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya masyarakat 

yang religius dan beretika

Kecamatan  Ulu 

Rawas

Kecamatan Karang 

Dapo

Kecamatan Karang 

Jaya

Kecamatan Nibung

Kecamatan Rawas ilir

Kecamatan Rawas Ulu

Kecamatan Rupit

Rp 300.000.000,00 Rp 330.000.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan

Rp 327.143.000,00 Rp 359.857.000,00 Sekretariat Daerah Sedang Berjalan



Rp 36.714.443.626,00

Rp 39.592.703.869,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 

Keuangan Daerah

Jumlah surat 

menyurat

400	lem

bar

Jumlah Naskah 

Dinas

1600 

Materai

Tersedianya jasa 

surat menyurat

1 tahun

Jasa komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

2 Unit Jumlah rekening 

tagihan

2 

rekening

tersedianya jasa 

komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

2 

rekening

Jumlah Perbaikan 

Perlatan Kerja 

yang diperbaiki 

(AC,Handycam, 

kanera, Kulkas, 

TV, CCTV. Infokus, 

laptop, printer dll)

100% Jumlah jasa servis 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

9 unit tersedianya 

perlatan dan 

perlengkapan 

kantor

9 unit

Tercapainya 

Keamanan Barang 

Milik Daerah

12 Bulan Jumlah polis 

asuransi

8 unit terjaminannya 

barang milik 

daerah

8 unit

Meningkatnya 

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran

1 Tahun Jumlah jasa 

administrasi 

keuangan

23 orang terselenggaranya 

administrasi 

keuangan

1 tahun

Tersedianya jasa 

administrasi 

keuangan

12 Bulan

jumlah petugas 

kebersihan

12 bulan Jumlah jasa 

kebersihan kantor

6 orang Terselenggarnya 

kebersihan kantor

1 tahun

jumlah alat tulis 

kantor

12 bulan Jumlah jenis alat-

alat tulis kantor

40 item tersdianya alat 

tulis kantor

1 tahun

Tersedianya 

barang cetakan 

dan penggandaan

12 Bulan Jumlah jens 

cetakan dan 

penggandaan

23 item Tersedianya 

barang cetakan 

dan penggndaan

23 item

jumlah komponen 

listrik yang 

tersedia

12 bulan Jumlah jenis 

komponen

20 

kompone

n

tersedianya 

komponen listrik

20 

kompone

n

Jumlah 

ketersediaan 

Peralatan Rumah 

Tangga

9 unit Jumlah jenis alat 

rumah tangga

28 jenis Tersedianya 

peralatan rumah 

tangga

28 jenis

Tersedianya 

Bahan Bacaan

12 Bulan Jumlah eksemplar 800 Tersedianya 

bahan bacaan

800

jumlah makanan 

dan minuman

11 bulan jumlah porsi 15650 tersedianya 

makan minum

15650

Rp 400.000.000,00 Rp 440.000.000,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Sedang Berjalan

1.20.1.20.04.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Rp 49.575.000,00 Rp 54.532.500,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Sedang Berjalan

1.20.1.20.04.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Rp 113.059.600,00 Rp 124.365.560,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Sedang Berjalan

1.20.1.20.04.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Rp 63.568.200,00 Rp 69.925.020,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Sedang Berjalan

1.20.1.20.04.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Rp 132.497.880,00 Rp 145.747.668,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Sedang Berjalan

1.20.1.20.04.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Rp 150.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Sedang Berjalan

1.20.1.20.04.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Rp 517.333.300,00 Rp 569.066.630,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Sedang Berjalan

1.20.1.20.04.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Rp 118.800.000,00 Rp 130.680.000,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Sedang Berjalan

1.20.1.20.04.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Rp 46.200.000,00 Rp 50.820.000,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Sedang Berjalan

1.20.1.20.04.01.005 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Rp 118.800.000,00 Rp 130.680.000,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Sedang Berjalan

1.20.1.20.04.01.003 Penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Rp 10.560.000,00 Rp 11.616.000,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Sedang Berjalan

1.20.1.20.04.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Rp 56.760.000,00 Rp 62.436.000,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Sedang Berjalan

1.20.1.20.04.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

1.20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 5.791.707.180,00 Rp 5.992.017.878,00
1.20.04 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1.20

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi



Rapat Koordinasi 

dan konsultasi 

luar daerah yang 

berjalan dengan 

lancar

12 bulan Jumlah SPPD 23 terselenggaranya 

rapar-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah

23

Penyelenggaraan  

perjalanan dinas 

pegawai  dalam 

daerah

100% Jumlah SPPD 23 Terlaksananya 

rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi dalam 

daerah

23

Tersedianya jasa 

pendukung 

administrasi / 

perkantoran

100% Jumlah Jasa 

Teknis 

Perkantoran

58 orang Tersedianya 

tenaga 

pendukung teknis 

perkantoran

58 orang

Adanya Jaminan 

Kesehatan 

257	org Jumlah Polis 

Asuransi

100 tersedianya 

jaminan 

kesehatan

100 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya 

Pengadaan 

peralatan gedung 

kantor

3 Unit jumlah jenis 

peralatan gedung 

kantor

49 tersedianya  

peralatan gedung 

kantor

49 jenis

Mebeuler Kantor 18 unit jumlah jenis 

meubeler

7 jenis tersedianya 

meubeler

7

Kendaraan 

dinas/operasional 

yang terpelihara

6 Unit jumlah kendaraan 

dinas

23 jenis tersedianya 

kendaraan dinas 

21 

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

gedung kantor

0 jumlah 

pemelihara rutin 

berkala 

10 jenis tersedianya 

pemelihara rutin 

berkala 

10

Jumlah 

Keseragaman 

Pakaian Dinas 

untuk aparatur 

pegawai

30 stel jumlah stel 50 jumlah stel 50

Pakaian khusus 

hari hari tertentu

66 set jumlah stel 

pakaian

240 tersediannya 

pakaian dinas 

khusus hari-hari 

tertentu

240

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur
Jumlah Aparatur 

yang Mengikuti 

Bimtek

103 

orang

jumlah peserta 

bimtek 

23 tersedianya 

pendidikan dan 

pelatihan formal 

23

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan 

rakyat daerah
Jumlah Raperda 

yang dibahas dan 

di konsultasikan

11 buah jumlah anggota 

DPRD yang 

melakukan study 

banding , 

konsultasi 

25 tersediaanya 

anggota DPRD 

yang melakukan 

study banding 

25

pelaksanaan 

rapat-rapat alat 

kelengkapan 

dewan tanpa 

hambatan 

12 Bulan jumlah rapat alat 

kelengkapan 

dewan 

7 tersedianya alat 

kelengkan dewan

7

Rapat-rapat 

paripurna yang 

dilaksanakan 

tanpa adanya 

hambatan

33 kali jumlah rapat-

rapat paripurna 

5 tersedianya rapat-

rapat paripurna 

5

Rp 271.474.500,00 Rp 298.621.950,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Sedang Berjalan

1.20.1.20.04.15.004 Rapat-rapat Paripurna Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Rp 425.931.000,00 Rp 860.297.900,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Sedang Berjalan

1.20.1.20.04.15.003 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Rp 28.025.915.000,00 Rp 30.384.182.400,00

1.20.1.20.04.15.001 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Rp 13.224.436.500,00 Rp 14.546.880.150,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Sedang Berjalan

1.20.04.15

Rp 629.442.000,00 Rp 692.386.200,00

1.20.1.20.04.05.001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Rp 629.442.000,00 Rp 692.386.200,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Sedang Berjalan

1.20.04.05

Rp 200.000.000,00 Rp 250.000.000,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Sedang Berjalan

1.20.1.20.04.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Rp 269.280.000,00 Rp 296.208.000,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Sedang Berjalan

1.20.1.20.04.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Rp 250.800.000,00 Rp 275.880.000,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Sedang Berjalan

1.20.04.03 Program peningkatan disiplin aparatur Rp 469.280.000,00 Rp 546.208.000,00

1.20.1.20.04.02.025 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Rp 357.275.446,00 Rp 393.002.991,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Sedang Berjalan

1.20.1.20.04.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan 

Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Rp 1.015.784.000,00 Rp 1.117.362.400,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Sedang Berjalan

1.20.1.20.04.02.010 Pengadaan Mebeleur Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Rp 1.798.099.446,00 Rp 1.977.909.391,00

1.20.1.20.04.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Rp 174.240.000,00 Rp 191.664.000,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Sedang Berjalan

1.20.04.02

Rp 505.440.000,00 Rp 555.984.000,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Sedang Berjalan

1.20.1.20.04.01.030 Penyediaan  Belanja Premi Asuransi Kesehatan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Rp 169.400.000,00 Rp 186.340.000,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Sedang Berjalan

1.20.1.20.04.01.020 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis 

Perkantoran

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Rp 3.327.788.200,00 Rp 3.281.707.000,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Sedang Berjalan

1.20.1.20.04.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Rp 11.925.000,00 Rp 13.117.500,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Sedang Berjalan

1.20.1.20.04.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah



Jumlah anggota 

DPRD yang 

melaksanakan 

reses

25 orang jumlah anggota 

DPRD yang 

melakukan 

kunjungan ke 

kecamatan

25 tersedianya 

anggota DPRD 

yang melakukan 

kunjungan ke 

kecamatan

25

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam 

Daerah

- - jumlah orang 25 jumlah orang 25

Jumlah anggota 

DPRD yang selesai 

megikuti Diklat, 

Workshop dan 

lain-lain

25 orang jumlah anggota 

DPRD yang 

mengikuti study 

banding, 

workshop,diklat

25 tersedianya 

anggota DPRD 

mengikuti study 

banding,worksho

p,diklat

25 Rp 13.271.984.000,00 Rp 14.599.182.400,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Sedang Berjalan1.20.1.20.04.15.007 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Rp 782.089.000,00 Rp 24.200.000,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Sedang Berjalan

1.20.1.20.04.15.006 Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kecamatan  Ulu 

Rawas

Rp 50.000.000,00 Rp 55.000.000,00 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.20.1.20.04.15.005 Kegiatan Reses Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah



Rp 265.264.313.750,00

Rp 65.696.502.550,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 15.000.000.000,00

5.1.1 Belanja Pegawai Rp 15.000.000.000,00

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 
Keuangan Daerah

Indeks Kepuasan 
Masyarakat / IKM

70 Jumlah Naskah 
Dinas

800 
lembar

terciptanya 
kemudahan 

dalam urusan 
surat menyurat

100%

Indeks Kepuasan 
Masyarakat / IKM

70 Jumlah Rekening 
Tagihan

6 
jaringan

dengan adanya 
sumber daya air 
listrik dan 
komunikasi, 
dapat 
memperlancar  

kegiatan pada 
Badan Keuangan 
Daerah

100%

Indeks Kepuasan 
Masyarakat / IKM

70 Jumlah Polis 
Asuransi

3 Unit Terbayarnya Polis 
Asuransi

100%

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah 

Kendaraan

3 Unit dengan 

tersedianya jasa 

pemeliharaan 
dan perizinan 
kendaraan 
dinas/operasiona
l maka akan 
mempermuda 
aktivitas kerja 
pada Badan 

Keuangan Daerah

100%

Indeks Kepuasan 
Masyarakat / IKM

70 Jumlah 
Tenaga/Jasa

7 orang memperlancar 
Aktivitas 
Keuangan pada 
Badan Keuangan 
Daerah

100%

Jasa dan Alat 
Pemeliharaan 
Kebersihan 

kantor

100 % tersedianya jasa 
kebersihan kantor

34 Jenis membuat 
suasana kantor 
menjadi lebih 

rapih bersih, dan 
indah sehingga 
menciptakan 
kenyamanan 
dalam berkerja

90%

jumlah petugas 
kebersihan

12 bulan

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Badan Keuangan Daerah

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

1.20

1.20.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.436.549.000,00 Rp 1.491.152.550,00
1.20.08 Badan Keuangan Daerah

Rp 5.650.000,00 Rp 6.215.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 
listrik

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 60.000.000,00 Rp 70.000.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 17.500.000,00 Rp 16.000.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 

kendaraan dinas/operasional

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Keuangan 

Daerah

Rp 8.700.000,00 Rp 9.200.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.01.005 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 73.350.000,00 Rp 75.350.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 50.816.000,00 Rp 60.816.600,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Keuangan 
Daerah



Kebersihan dan 

kerapihan kantor

12 bulan

Tersedianya  jasa 

kebersihan 
kantor

12 Bulan

Ada nya biaya 
jasa keamanan 
kantor

1 Tahun tersedianya alat 
tulis kantor

50 Jenis merpelancar 
aktivitas kerja 
pada Badan 
Keuangan Daerah

95

Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor

22 unit

Terpeliharanya 
Peralatan dan 
perlengkapan 
kantor

100%

Tersedianya alat 

tulis kantor

12 Bulan

Tersedianya dana 
pengadaan alat 
tulis kantor

12 bulan

jumlah barang 
cetakan dan 
penggandaan

12 bulan Tersedianya 
kebutuhuan cetak 
dan penggandaan 
administasi 

kantor

 166.883 
Bh/Rim/B
k/Lbr 

terpenuhinya 
Bahan Cetak dan 
pengedaan 
administrasi 

kantor untuk 
mendukung 
jalannya kinerja 
badan keuangan 
daerah

95%

tersediannya 
administrasi 

tender

300	Keg

Biaya Listrik, 
Telepon, 
Internet, Air dan 
Surat Kabar

12 bulan Terpenuhinya 
kebutuhan 
penerangan 
kantor 

198 
Bh/M/Se
t/Unit

dengan adannya 
penerangan pada 
kantor maka 
akan 
memudakan 
aktivitas atau 
kegiatan pada 
Badan Keuangan 

Daerah

100%

Jasa komunikasi, 
sumber daya air 
dan listrik

2 Unit

jumlah 
komponen listrik 

yang tersedia

12 bulan

Jumlah rekening 

telepon, dan 
listrik

12 bulan

Terpenuhinya 
komponen 
instalasi & 
penerangan ktr

12 Bulan

Tersedianya 
Peralatan Listrik 
Kantor

12 Bln

1.20.1.20.08.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 50.816.000,00 Rp 60.816.600,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

Rp 85.953.000,00 Rp 90.950,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 151.400.000,00 Rp 160.200.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 21.910.000,00 Rp 30.610.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan1.20.1.20.08.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Keuangan 
Daerah



Volume 

pelayanan jasa 
komunikasi listrik 
dan air

12 bulan

Biaya Listrik, 
Telepon, 
Internet, Air dan 
Surat Kabar

12 bulan Terpenuhinya 
kebutuhan bahan 
bacaan dan 
peraturan 
perundang-
undangan

216 Eks untuk 
mendapatkan 
informasi dan 
perkembangan 
yang terjadi saat 
ini

85%

jumlah bahan 
bacaan dan 
peraturan 
perundang-
undangan

12 bulan

Penyediaan 
bahan 
bacaan/media 

cetak (surat 
kabar/majalah, 
buku dan 
Karangan Bunga)

100%

Terpenuhinya 
Kebutuhan Bahan 
bacaan dan 
peraturan 

perundang - 
undangan

12 Bulan

Tersediannya 
Koran dan Mjalah

10	Exam
plar

jumlah makanan 
dan minuman

11 bulan Terpenuhinya 
kebutuhan 
makanan dan 

minuman

10 Jenis terpenuhnya 
makan dan 
minum pegawai

100%

 
Terselenggaranya 
rapat-rapat 
koordinasi dan 
Konsultasi keluar 
daerah

12 bulan Terpenuhinya 
perjalanan dinas 
ke luar daerah

72 Orang Dengan adanya 
Perjalanan dinas 
keluar daerah 
maka akan lebih 
meningkatkan 
kinerja 
administrasi 

negara yang baik

90%

Berlangsungnya 
kegiatan 
Perkantoran

1 tahun

Informasi yang 
akurat guna 
pelaksanaan 

tugas

100%

Jumlah Rapat - 
rapat koordinasi 
dan konsultasi 
keluar daerah

800	Kali

Kelancaraan 
Koordinasi dan 
Konsultasi

12 bulan

Rp 21.910.000,00 Rp 30.610.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 118.800.000,00 Rp 120.800.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 101.070.000,00 Rp 105.070.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 460.800.000,00 Rp 530.800.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Keuangan 
Daerah



Perjalanan dinas 

dalam rangka 
konsultasi dan 
koordinasi

12 Bulan

Rapat Koordinasi 
dan konsultasi 
luar daerah yang 
berjalan dengan 
lancar

12 bulan

Tercapainya 
koordinasi dan 
konsultasi keluar 
daerah

12 bln

Tersedianya dana 
Rakor dan 
Konsultasi keluar 
daerah

1 Tahun

Tersedianya 
Pendanaan 
perjalanan dinas 
luar Daerah

12 bulan

Terselenggaranya 
rapat koordinasi

12 
PNS	Org
/Kali

Berlangsungnya 

kegiatan 
Perkantoran

1 tahun Terpenuhinya 

perjalanan dinas 
ke Dalam daerah

60 Org memciptakan 

tenaga kerja  
yang handal dan 
berkualitas

95%

Penyelenggaraan  
perjalanan dinas 
pegawai  dalam 
daerah

100%

Perjalanan dinas 
dalam rangka 
konsultasi dan 
koordinasi

12 Bulan

Terciptanya 
Koordinasi yang 
Baik

12 Bulan

Terselenggaranya 

rapat koordinasi

12 

PNS	Org
/Kali

Berlangsungnya 
kegiatan 
Perkantoran

1 tahun Tersedianya 
Tenaga Kerja 
Kantor

52 Org akan 
memperlancar 
proses kerja 
kantor

100%

Jasa administrasi 
keuangan yang 
tersedia

32 Orang

Kelancaran 
Aktivitas Kerja

12 Bulan

Kelancaran Kerja 12 Bulan

Kenyamanan dan 
Kelancaran Kerja 
dalam Pelayanan 
Publik

12 Bulan

1.20.1.20.08.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 460.800.000,00 Rp 530.800.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

Rp 4.000.000,00 Rp 6.000.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.01.020 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis 
Perkantoran

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 276.600.000,00 Rp 300.000.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Keuangan 

Daerah



Meningkatnya 

Ilmu 
Pengetahuan 
Pegawai

12 Bulan

Meningkatnya 
Pelayanan 
administrasi 
perkantoran

1 Tahun

Terciptanya 
Koordinasi yang 

Baik

12 Bulan

Terkoordinasinya 
Pelayanan Publik

95 %

Terlaksananya 
administrasi 
keuangan kantor

12 bulan

Terlaksananya 

Kegiatan 
Penyediaan Jasa 
Pendukung

100%

Terpenuhinya 
Honorarium Jasa 
Adm Keuangan

12 Bulan

Tersedianya dana 
pelaksana 

petugas 
administrasi 
keuangan

12 bulan

Tersedianya jasa 
administrasi 
keuangan

12 Bulan

Tersedianya Jasa 

Pelayanan Tamu 
Pemerintah 
Daerah

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

DED jalan dan 
jembatan

7 	Buku tersedianya 
kendaraan dinas 

operasional 

adanya 
kendaraa

n dinas 
operasio
nal

penunjang 
kegiatan kantor

penunjan
g 

kegiatan 
dinas

Terciptanya 
pengadaan 
Kendaraan 
dinas/operasional

2	unit

Gedung kantor 

yang refresentatif

100 % Tersedianya 

Scener

1 Unit mempermuda 

aktivitas kerja 
pegawai kantor

85%

Gendung kantor 
yang dapat 
terpelihara 
dengan baik

100%

Jumlah Gedung 
Kantor yang 
diperbaiki

3 Unit

Jumlah 
Pembangunan 
Gedung Kantor

1 unit

1.20.1.20.08.01.020 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis 
Perkantoran

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 276.600.000,00 Rp 300.000.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

Rp 824.850.000,00 Rp 55.965.850.000,00

1.20.1.20.08.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 500.000.000,00 Rp 0,00 Badan Keuangan Daerah Baru - Mempercepat 
Capaian Target

1.20.08.02

Rp 49.000.000,00 Rp 55.000.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan1.20.1.20.08.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Keuangan 

Daerah



Jumlah 

Pemeliharaan 
Peralatan Gedung 
Kantor

12 bulan

Jumlah 
Pengadaan 
Peralatan Gedung 
Kantor

2 Paket

Jumlah 
Pengadaan 

Perlengkapan 
gedung kantor

1 Paket

Jumlah Peralatan 
Gedung Kantor

12 unit

Jumlah Peralatan 
Gedung Kantor 
Yang diperbaiki

378	Unit

Jumlah Peralatan 
Kantor yang 
diperbaiki

216	Unit

Mebeuler Kantor 18 unit

Meningkatnya 
Kondisi Bangunan 
Kantor

100	%

Pemeliharaan 
rutin/berkala 
gedung kantor

0

Penyekatan 
Ruangan

2 unit

Perawatan 
peralatan gedung 

kantor

12 bulan

Sarana dan 
prasarana gedung 
kantor yang 
tersedia

1 paket

Terciptanya 
Pembangunan 
gedung kantor

95 %

Terciptanya 
Pengadaan 
perlengkapan 
gedung kantor

100	%

Terlaksananya 
Pengadaan 
peralatan gedung 
kantor

3 Unit

Terpeliharanya 

Gedung Kantor

90 

Persen
Terpeliharanya 
gedung kantor 

yang layak pakai

80	%

Terpeliharanya 
Peralatan kantor

90 
Persen

Tersedianya  

peralatan gedung 
kantor

17 unit

Rp 49.000.000,00 Rp 55.000.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan1.20.1.20.08.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Keuangan 
Daerah



Tersedianya  

perlengkapan 
gedung kantor

11 unit

Tersedianya  

Sewa Sarana dan 
Prasarana Kantor

100%

Tersedianya dana 
pemeliharaan 
gedung kantor

12 bulan

Tersedianya 
gedung kantor

1 unit

Tersedianya 
pemeliharaan 
rutin/berkala 
peralatan gedung 
kantor

12 bulan

Jumlah 

Kendaraan dinas 
yang terpelihara 
dengan baik

37 unit adanya 

pemeliharaan 
kendaraan dinas

terpeliha

ranya 
kendaraa
n dinas

kendaraan 

dinas.operasional 
terpeliharan 
dengan baik

penunjan

g 
kegiatan 
dinas

Gendung kantor 
yang dapat 
terpelihara 
dengan baik

100% Tersedianya 
kebutuhan servis 
dan penggantian 
suku candang 
peralatan kantor

2.430 
Liter/Unit

Dengan 
tersedianya 
keburuhan servis 
dan penggantian 
suku cadang 

maka dapat 
memenuhi 
sarana dan 
prasarana kantor 
sehingga 
melancarkarkan 
aktivitas kantor

100%

Jumlah 
Pemeliharaan 
Peralatan Gedung 
Kantor

12 bulan

Jumlah 
Pengadaan 
Peralatan Gedung 
Kantor

2 Paket

Jumlah Peralatan 

Gedung Kantor

12 unit

Jumlah Peralatan 
Gedung Kantor 
Yang diperbaiki

378	Unit

Jumlah Peralatan 
Kantor yang 
diperbaiki

216	Unit

Peralatan Kantor 
dapat digunakan

     2  Unit

Perawatan 
peralatan gedung 
kantor

12 bulan

Sarana dan 

prasarana gedung 
kantor yang 
tersedia

1 paket

Rp 49.000.000,00 Rp 55.000.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan 

Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Keuangan 

Daerah

Rp 222.850.000,00 Rp 260.850.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 53.000.000,00 Rp 55.650.000.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan1.20.1.20.08.02.029 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Keuangan 
Daerah



Terlaksananya 

Pengadaan 
peralatan gedung 
kantor

3 Unit

Terpeliharanya 
Peralatan kantor

90 
Persen

Tersedianya  
peralatan gedung 
kantor

17 unit

Tersedianya  
Sewa Sarana dan 
Prasarana Kantor

100%

Tersedianya 
pemeliharaan 
rutin/berkala 
peralatan gedung 
kantor

12 bulan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur

Persentase 
Keterpenuhan 
Standar 
Kompetensi ASN

100% Jumlah Peserta 24 dengan adanya 
pendidikan dan 
pelatihan formal 
maka akan 
menciptakan 
aparatur sipil 

negara yang 
handal dan 
berkualitas

85%

Jumlah aparatur 
yang mengikuti 
bimtek 
implementasi 
peraturan 

perundang-
undangan

6 orang Terlaksananya 
penerapan 
standar akuntansi 
pemerintahan di 
setiap UPD

39 UPD menciptakan tata 
kelola 
pemerintahan 
yang baik dan 
benar

100%

Meningkatnya 
kompetensi SDM 
aparatur sesuai 
tupoksi

15 org

Prosentase 
Pendidikan dan 

Pelatihan bagi 
aparatur pegawai

8 kali

SDM yang 
terampil

0 Bulan

Terlaksana 
bimbingan teknis

12 Bulan

Terlaksananya 

bimbingan 
teknis/kursus/pel
atihan

40 Orang

Tersedianya PNS 
yang memiliki 
pengetahuan, 
keterampilan dan 
kemampuan 
teknis dan 

fungsional

1

Rp 53.000.000,00 Rp 55.650.000.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.08.05 Rp 325.000.000,00 Rp 400.000.000,00

1.20.1.20.08.02.029 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 25.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.05.005 Bimbingan teknis implementasi peraturan 
perundangan

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas 
sumber daya aparatur

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 300.000.000,00 Rp 300.000.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.05.001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas 
sumber daya aparatur

Badan Keuangan 
Daerah



Tersedianya SDM 

Aparatur Handal

100	%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Akhir 
Tahun

Buku Laporan 100 % Tersedianya Data 
Aset Kab. 
Muratara

1 Tahun memberikan 
informasi data 
aset yang akurat

75%

Dokumen capaian 
kinerja dan 
ikhtisar realisasi 
kinerja

10 dok

Dokumen 
pelaporan 
keuangan 
semesteran

10 dok

jumlah kegiatan 1 tahun
Jumlah kegiatan 
capaian kinerja

5 
Kecamat
an

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja 
SKPD

1 
Laporan

Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun

1 
Laporan

laporan keuangan 
akhir tahun

1 tahun

Laporan 
keuangan yang 
baik

1	 tahun

Penyusunan 
Renja dan Lakip

2 
dokumen

Terciptanya 
rencana kerja 
SKPD DPPKA dan 
SKPKD yang 
terarah

I Buku

Terpenuhinya 
laporan keuangan 
sesuai aturan

1 laporan

Tersedianya Data 
Laporan

1 
Laporan

Tersedianya Data 
Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun

1 kali

Tersedianya Data 
laporan 

semesteran

2 kali

Tersedianya 
Informasi 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD Yang 
Akurat

100	%

Tersedianya 
laporan capaian 
kinerja dan 

ikhtisar realisasi 
kinerja SPKD 
sesuai kebutuhan

10 
Laporan

1.20.1.20.08.05.005 Bimbingan teknis implementasi peraturan 
perundangan

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas 
sumber daya aparatur

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 300.000.000,00 Rp 300.000.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

Rp 276.250.000,00 Rp 243.590.000,00

1.20.1.20.08.06.001 Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar  
realisasi kinerja SKPD

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 74.600.000,00 Rp 82.060.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.08.06



tersedianya 

laporan keuangan 
akhir tahun 
DPPKA

10 Buku

Tersedianya 
Pelaporan 
Dokumen terinci

100	%

Terselenggaranya 
Reviu Laporan 

Keuangan 
Pemkot

1 laporan

Tersusunnya 
laporan capaian 
kinerja dan 
ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD

1 buku

Terwujudnya 
laporan Renja, 

Lakip dan Laporan 
Keuangan yang 
baik.

100%

Laporan 
keuangan yang 
baik

1	 tahun jumlah laporan 
keuangan OPD

2 
LAPORA
N

adanya laporan 
keaungan OPD

terciptan
ya 
laporan 
keuanga
n yang 

baik
Buku Laporan 100 % Tersusunnya 

Laporan Aset 
Daerah

1 Tahun memberikan 
laporan Aset 
yang akuntebel 
dan kredibel

100%

Dokumen capaian 
kinerja dan 
ikhtisar realisasi 

kinerja

10 dok

Dokumen 
pelaporan 
keuangan 
semesteran

10 dok

Jumlah kegiatan 
capaian kinerja

5 
Kecamat
an

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 
SKPD

1 

Laporan

Laporan 
keuangan yang 
baik

1	 tahun

Penyusunan 
Renja dan Lakip

2 
dokumen

Terciptanya 

rencana kerja 
SKPD DPPKA dan 
SKPKD yang 

terarah

I Buku

Terpenuhinya 
laporan keuangan 
sesuai aturan

1 laporan

Tersedianya Data 

Laporan

1 

Laporan

1.20.1.20.08.06.001 Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar  
realisasi kinerja SKPD

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 74.600.000,00 Rp 82.060.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

Rp 50.500.000,00 Rp 60.000.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.06.012 Penyusunan dokumen perencanaan dan kinerja SKPD Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 92.300.000,00 Rp 101.530.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Keuangan 
Daerah



Tersedianya 

Informasi 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD Yang 
Akurat

100	%

Tersedianya 
laporan capaian 
kinerja dan 
ikhtisar realisasi 
kinerja SPKD 

sesuai kebutuhan

10 
Laporan

Tersusunnya 
laporan capaian 
kinerja dan 
ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD

1 buku

Terwujudnya 
laporan Renja, 

Lakip dan Laporan 
Keuangan yang 
baik.

100%

Buku Laporan 100 % Tersusunnya 
Laporan 
keuangan 
semesteran Kab. 
Muratara

1 Tahun mengahasilkan 
laporan 
keuangan 
semesteran yang 
relevan pada 

badan keuangan 
daerah

100%

Dokumen capaian 
kinerja dan 
ikhtisar realisasi 
kinerja

10 dok

Dokumen 

pelaporan 
keuangan 
semesteran

10 dok

Jumlah kegiatan 
capaian kinerja

5 
Kecamat
an

Terpenuhinya 
laporan keuangan 
sesuai aturan

1 laporan

Tersedianya Data 
Laporan

1 
Laporan

Tersedianya Data 
laporan 
semesteran

2 kali

Tersedianya 
laporan capaian 
kinerja dan 

ikhtisar realisasi 
kinerja SPKD 
sesuai kebutuhan

10 
Laporan

Terwujudnya 
laporan Renja, 
Lakip dan Laporan 
Keuangan yang 
baik.

100%

Penyusunan Laporan Aset Daerah Rp 160.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.06.012 Penyusunan dokumen perencanaan dan kinerja SKPD Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 92.300.000,00 Rp 101.530.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

Rp 58.850.000,00 Rp 0,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan1.20.1.20.08.06.013 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Badan Keuangan 
Daerah



Monitoring data aset Rp 170.000.000,00 Rp 175.000.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

Program peningkatan dan pengembangan 
pengelolaan keuangan daerah

Tersedianya 
sertifikat tanah 
milik Pemerintah 
Kota

1 Tahun dokumen standar 
satuan harga

adanya 
standar 
satuan 
harga

tersedianya 
dokumen standar 
satuan harga

120 buku

Tersedianya SSH 
Pemkot

1 tahun

Dokumen APBD 1 Buku jumlah dokumen 
perbup

tersedian
ya 
perbup

250 buku 250 buku

Dokumen APBD 
tentang 
perubahan

1 Buku adanya nya 
rancangan 
peraturan KDH 
tentang APBD 

perubahan 

250 buku tersedianya 
rancangan APBD 
perubahan 

250 buku

Dokumen 
Laporan 
Keuangan

1 Buku rancangan 
perbup  dajn 
Perda

dokumen 
perbup 
dan 
perda

40 perda dan 40 
perbup

40 perda 
dan 40 
perbup

Terciptanya tertib 
administrasi 
laporan 

manajemen aset 
pemerintah Kota

1 Tahun adanya laporan 
aset

adanya 
laporan 
aset

tertatanya 
aset/barang 
daerah

tertatany
a 
aset/bara

ng 
daerah

Meningkatnya 
pendapatan asli 
daerah

1 Tahun Jumlah sumber 
sumber 
pendapatan

jumlah 
sumber 
sumber 

pendapat
an

meningkatnya 
pendapatan 
daerah

meningk
atnya 
pendapat

an 
daerah

Terwujudnya 
administrasi SP2D 
yang tertib dan 
rapi

1 Tahun jumlah nomor 
sp2d

3500 
SP2D

jumlah nomor 
sp2d

3500 
SP2D

Dokumen 
Laporan 
Keuangan

1 Buku pernyataan Riviu 
LKPD APIP

50 
LAPORA
N 

KEUANG
AN OPD

pernyataan Riviu 
LKPD APIP

50 
LAPORA
N 

KEUANG
AN OPD

Dokumen APBD 1 Buku Jumlah peserta 
pembekalan

34 OPD Jumlah peserta 
pembekalan

34 OPD

terciptanya 
masyarakat yang 
taat membayar 
PBB tepat waktu

1 Tahun data wajib pajak 36872 
objek

data wajib pajak 36872 
objek

Tersedianya data 
PBB yang akurat

1 Tahun

Terlaksananya 
sosialisasi perda 

tentang Pajak dan 
retribusi daerah

1 
Kegiatan

1 tahun 1 tahub 1 tahun 1 tahun

Dokumen APBD 

tentang 
penyusunan ABD

1 Buku Jumlah Dokumen 

RKA RAPBD

Adanya 

Dokume
n RKA 
RAPBD

34 OPD 34 OPD

1.20.08.17 Rp 246.729.576.750,00 Rp 6.923.822.000,00

Rp 99.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.17.008 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang 
Penjabaran APBD

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 306.816.000,00 Rp 330.516.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.17.002 Penyusunan Standar Satuan Harga Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 188.014.000,00 Rp 188.014.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.17.011 penyusunan rancangan peraturan KDH tentang 
penjabaran pertanggungjawaban pelaksaan APBD

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 210.179.750,00 Rp 215.000.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.17.010 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang 
penjabaran perubahan APBD

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 262.490.000,00 Rp 275.420.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.17.019 intensifikasi dan eksensifikasi sumber-sumber 
pendapatan daerah

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 582.866.500,00 Rp 590.550.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.17.016 Peningkatan manajemen aset/barang daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 397.500.000,00 Rp 420.500.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.17.022 penyusunan pelaporan keuangan daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 312.750.000,00 Rp 330.750.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.17.021 pengelolaan adminitrasi SP2D Teregister Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 147.450.000,00 Rp 170.450.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.17.025 pendataan, penilaian kembali objek dan subjek PBB Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 142.175.000,00 Rp 160.175.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.17.023 pembekalan penyusunan APBD Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 89.000.000,00 Rp 89.000.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.17.027 pra penyusunan APBD Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas

pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 

Daerah

Rp 240.572.500.000,00 Rp 260.570.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.17.026 pendataan, verifikasi, validasi data pajak dan retribusi 
daerah

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 

daerah

Badan Keuangan 
Daerah



Jumlah Dokumen 

RKA RAPBD

34 OPD 34 OPD 34 OPD

Dokumen APBD 

tentang 
perubahan

1 Buku Jumlah Dokumen 

RKA RAPBD

Adanya 

Dokume
n RKA 
RAPBD

34 OPD 34 OPD

Jumlah Dokumen 
RKA RAPBD

34 OPD 34 OPD 34 OPD

Terciptanya data 
penerimaan dan 
belanja daerah 
yang akuntabel

1 Tahun Jumlah BA 
Rekonsiliasi 
Laporan 
Keuangan OPD

 Adanya 
BA 
Rekonsili
asi 
Laporan 
Keuanga
n OPD

2 Dokumen 2 
Dokume
n

Jumlah BA 
Rekonsiliasi 

Laporan 
Keuangan OPD

2 
Dokume

n

2 Dokumen 2 
Dokume

n

terciptanya 
masyarakat yang 
taat membayar 
PBB tepat waktu

1 Tahun % Pelunasan PBB 
Pedesaan

1 Tahun % Pelunasan PBB 
Pedesaan

1 Tahun

% Pelunasan PBB 
Pedesaan

1 tahun

Meningkatnya 
pendapatan asli 
daerah

1 Tahun Rasio Penerimaan 
PAD

39556 
objek 
pajak

Rasio 
Penerimaan PAD

39556 
objek 
pajak

Terlaksananya 
sosialisasi perda 
tentang Pajak dan 
retribusi daerah

1 
Kegiatan

jumlah item 
penyuluhan

82 desa jumlah item 
penyuluhan

82 desa

Data wajib pajak 
dan retribusi 
daerah yang 
akurat dan up to 
date

1 Tahun persentase 
distribusi SPPT 
PBB Pedesaan

82 desa persentase 
distribusi SPPT 
PBB Pedesaan

82 desa

tersedianya 
Dokumen 
Keuangan

1 Buku jumlah hasil 
laporan 
monitoring

34 OPD jumlah hasil 
laporan 
monitoring

34 OPD

Inventarisasi data 

ganti rugi daerah

1 Tahun pemulihan kasus 

TGR

34 OPD pemulihan kasus 

TGR

34 OPD

Terciptanya 
program 
administrator dan 
operator Simda 
yang handal

1 Tahun PTD , LK OPD , 
APIP

36 
ENTITAS

PTD , LK OPD , 
APIP

36 
ENTITAS

Dokumen 

Laporan 
Keuangan

1 Buku Jumlah Penerima 

Bantuan 
Hibah/sosial dan 
bantuan 

keuangan

4 laporan Jumlah Penerima 

Bantuan 
Hibah/sosial dan 
bantuan 

keuangan

4 laporan

Tersedianya  
regulasi  
pedoman 
peraturan 

pengelolaan 
keuangan daerah

1 Tahun Jumlah Perbub 
Akutansi

80 Buku Jumlah Perbub 
Akutansi

80 Buku

1.20.1.20.08.17.02x pra penyusunan Perubahan APBD Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas

pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 

Daerah

Rp 240.572.500.000,00 Rp 260.570.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.17.027 pra penyusunan APBD Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 240.572.500.000,00 Rp 260.570.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

Rp 81.500.000,00 Rp 91.500.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.17.032 bulan bakti dan pemberian penghargaan pelunasan 
PBB

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 143.150.000,00 Rp 160.150.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.17.028 rekonsiliasi data penerimaan dan belanja daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 261.050.500,00 Rp 275.150.500,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.17.035 penyuluhan pajak dan retribusi daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 76.871.500,00 Rp 76.871.500,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.17.033 penagihan pendapatan daerah (PAD) Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 350.289.500,00 Rp 370.289.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.17.037 monitoring sistem informasi pengelolaan keuangan 
daerah

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 214.024.000,00 Rp 214.616.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.17.036 pendistribusian SPPT, PBB, dan penagihan PBB Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 168.950.000,00 Rp 180.950.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.17.040 implementasi SAP berbasis akrual Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 229.150.000,00 Rp 247.500.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.17.038 fasilitasi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti 

rugi

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas

pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 

Daerah

Rp 76.650.000,00 Rp 90.650.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.17.043 penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 85.000.000,00 Rp 110.000.000,00 Badan Keuangan Daerah Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.20.1.20.08.17.042 pendampingan bantuan hibah, sosial, bantuan 

keuangan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas

pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 

Daerah



tersedianya 

Dokumen 
Keuangan

1 Buku Dokumen 

rancangan 
peraturan daerah

60 buku Dokumen 

rancangan 
peraturan daerah

60 buku

Terwujudnya 
laporan keuangan 
yang akuntabel

1 Buku Terlaksananya 
sosialisasi 
kebijakan 
akuntansi 
pemerintah 
daerah

36 OPD Terlaksananya 
sosialisasi 
kebijakan 
akuntansi 
pemerintah 
daerah

36 OPD

Terwujudnya 
laporan keuangan 
yang akuntabel

1 Buku Jumlah Peserta 
Pembekalan

36 OPD Jumlah Peserta 
Pembekalan

36 OPD

Dokumen 
Laporan 
Keuangan

1 Buku Jumlah Peraturan 
Kepala Daerah

2 perbub Jumlah Peraturan 
Kepala Daerah

2 perbub

Terciptanya data 
penerimaan dan 

belanja daerah 
yang akuntabel

1 Tahun Jumlah 
singkronisasi Data 

Akuntansi OPD

36 OPD Jumlah 
singkronisasi 

Data Akuntansi 
OPD

36 OPD

Terciptanya 
sistem aplikasi 
simda barang 
daerah 
pemerintah Kota

1 Tahun Jumlah Laporan 
Barang Milik 
Daerah

1 laporan Jumlah Laporan 
Barang Milik 
Daerah

1 laporan

Dokumen 
Laporan 
Keuangan

1 Buku Jumlah Laporan 
Dana Transper

14 
Laporan

Jumlah Laporan 
Dana Transper

14 
Laporan

tersedianya 
Dokumen 
Keuangan

1 Buku Maajemen Kas 
Dnaerah

12 Bulan Maajemen Kas 
Dnaerah

12 Bulan

Tersedianya data 

barang inventaris 
yang akan 
dihapus 
pemerintah Kota

1 Tahun jumlah item 

perda sisdur 
keuangan daerah

35 OPD jumlah item 

perda sisdur 
keuangan daerah

35 OPD

Laporan 
Aset/Setda

1 
Laporan

peraturan bupati 1 tahun peraturan bupati 1 tahun

Dokumen APBD 1 Buku adanya nya surat 
penyediaan dana

1 tahun tersedianya 
penyediaan dana 

setiap OPD

1 Tahun

tersedianya 
Dokumen 
Keuangan

1 Buku

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan 
Keuangan Desa

Resiko keuangan 
desa

24 Jumlah Temuan 
Evaluasi

82 Desa Jumlah Temuan 
Evaluasi

82 Desa

Bertambahnya 
Kompetensi 
Aparatur Desa

20 Jumlah 
Pedoman/NSPK

82 Desa Jumlah 
Pedoman/NSPK

82 Desa

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi 
informasi

Terpeliharanya 
sistem informasi 
jaringan / sistem  
simpadu

1 
Jaringan

Jumlah Besaran 
Data Ter uploude

 1 Tahun Jumlah Besaran 
Data Ter uploude

 1 Tahun

Rp 150.000.000,00 Rp 170.000.000,00 Badan Keuangan Daerah Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.20.1.20.08.17.045 sosialisasi kebijakan akuntansi pemerintah daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 200.000.000,00 Rp 250.000.000,00 Badan Keuangan Daerah Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.20.1.20.08.17.044 penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 

pokok-poko pengelolaan keuangan daerah

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas

pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 

Daerah

Rp 125.000.000,00 Rp 140.500.000,00 Badan Keuangan Daerah Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.20.1.20.08.17.047 penyusunan peraturan KDH Tentang penyelesaian 
kerugian daerah dan penyusunan sitem prosedur 
pengelolaan keuangan daerah

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 250.000.000,00 Rp 250.000.000,00 Badan Keuangan Daerah Baru - Kebijakan 
Pemerintah

1.20.1.20.08.17.046 pembekalan penyusunan laporan Keuangan OPD Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 175.000.000,00 Rp 190.500.000,00 Badan Keuangan Daerah Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.20.1.20.08.17.049 rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 80.000.000,00 Rp 90.000.000,00 Badan Keuangan Daerah Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.20.1.20.08.17.048 rekonsiliasi data akuntansi Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 

daerah

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 200.000.000,00 Rp 230.000.000,00 Badan Keuangan Daerah Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.20.1.20.08.17.051 manejemen kas daerah dan penatausahaan keuangan 
daerah

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 200.000.000,00 Rp 220.000.000,00 Badan Keuangan Daerah Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.20.1.20.08.17.050 pelaporan dan sinkronisasi dana tranfer daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 73.300.000,00 Rp 85.300.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.17.054 penyempurnaan sistem dan sisdur barang milik 
daerah

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 150.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Badan Keuangan Daerah Alternatif

1.20.1.20.08.17.052 Penghapusan dan penilaian barang milik daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas

pengelolaan keuangan 
daerah

Badan Keuangan 

Daerah

Rp 128.900.000,00 Rp 128.900.000,00 Badan Keuangan Daerah Alternatif

1.20.08.19 Rp 312.588.000,00 Rp 312.588.000,00

1.20.1.20.08.17.055 Pengelolaan adminitrasi surat penyediaan dana Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan 

daerah

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 191.688.000,00 Rp 191.688.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.19.003 penyusunan pedoman pengelolaan keuangan daerah Mewujudkan Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 
Pemerintahan yang efisien 
dan efektif

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 120.900.000,00 Rp 120.900.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.08.19.001 evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes Mewujudkan Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 
Pemerintahan yang efisien 

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 359.500.000,00 Rp 359.500.000,00

1.20.1.20.08.23.008 Fasilitasi Sistem Informasi Transparansi Anggaran 
Pemerintah Daerah

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya
pelayanan umum,
komunikasi dan
informasi

Badan Keuangan 
Daerah

Rp 359.500.000,00 Rp 359.500.000,00 Badan Keuangan Daerah Sedang Berjalan

1.20.08.23



Rp 9.000.000.000,00

Rp 0,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 6.000.000.000,00

5.1.1 Belanja Pegawai Rp 6.000.000.000,00

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 
Keuangan Daerah

Jumlah surat 
menyurat

400	lem
bar

Jumlah Naskah 
Dinas

1000 
lembar

Terkirimnya surat 1500 
lembar

Jasa komunikasi, 
sumber daya air 
dan listrik

2 Unit Jumlah Rekening 
Tagihan Listrik & 
Telepon

24 
rekening

Terpenuhinya 
jasa listrik & 
telepon

24 
rekening

Tersedianya  Jasa 
Asuransi Barang

100% Jumlah polis 
asuransi kerugian

5 unit Terpenuhinya 
jasa Asuransi 
kendaraan dinas

5 unit

Kendaraan dinas 

terpelihara dan 
memiliki izin 
operasi

12 bulan Jumlah 

Kendaraan Dinas

5 unit Terpenuhinya 

pemeliharaan 
dan perizinan 
kendaraan 
dinas/operasiona
l

5 unit

Terpenuhinya 
pem. & perizn 
kendaraan dinas 
ops.

12 Bulan

Tersedianya jasa 
administrasi 
keuangan

12 Bulan Jumlah 
tenaga/jasa

10 item Tersedianya jasa 
administrasi 
keuangan

10 item

Tersedianya alat 
tulis kantor

12 Bulan Jumlah jenis Alat 
Tulis Kantor

68 item Tersedianya Alat 
Tulis Kantor

68 item

Tersedianya 
barang cetakan 

dan penggandaan

12 Bulan Jumlah eksemplar 6 item Tersedianya 
barang cetakan 

dan penggandaan

6 item

Terpenuhinya 
komponen 
instalasi & 
penerangan ktr

12 Bulan Jumlah jenis 
komponen

2 item Lancarnya 
operasional 
kantor

2 item

Tersedianya 
media informasi 
dan pedoman 

pelaksanaan 
tugas

100 %

Jumlah 

Pengadaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor

0 Unit Jumlah 

peralatan/perleng
kapan kantor

6 item Lancarnya 

operasional 
kantor

6 item

Jumlah 
ketersediaan 

Peralatan Rumah 
Tangga

9 unit Jumlah Peralatan 
Rumah Tangga

5 item Lancarnya 
operasional 

perkantoran

5 item

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Inspektorat Daerah

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

1.20

1.20.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 958.410.500,00 Rp 0,00
1.20.07 Inspektorat Daerah

Rp 7.000.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.07.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 
listrik

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Inspektorat Daerah Rp 30.000.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.07.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

Inspektorat Daerah

Rp 48.240.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.07.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 

kendaraan dinas/operasional

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Inspektorat Daerah Rp 10.500.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.07.01.005 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Inspektorat Daerah

Rp 110.400.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.07.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

Inspektorat Daerah Rp 75.775.500,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.07.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Inspektorat Daerah

Rp 43.800.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.07.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Inspektorat Daerah Rp 5.500.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.07.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Inspektorat Daerah

Rp 53.100.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.07.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Inspektorat Daerah Rp 3.060.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.07.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Inspektorat Daerah



Bertambahnya 

informasi bagi 
SDM

1 tahun Jumlah eksemplar 2 item Termutakhirnya 

informasi dan 
pengetahuan

2 item

jumlah bahan 

bacaan dan 
peraturan 
perundang-
undangan

12 bulan

Tersedianya 
makanan dan 

minuman

11 bulan Jumlah porsi 650 porsi Terselenggaranya 
makan minum 

rapat

650 porsi

Jumlah Rapat - 
rapat koordinasi 
dan konsultasi 
keluar daerah

800	Kali Jumlah SPPD 45 SPPD Terselenggaranya 
koordinasi ke luar 
daerah

100%

Penyelenggaraan  
perjalanan dinas 
pegawai  dalam 

daerah

100% Jumlah SPPD 115 SPPD Terselenggaranya 
koordinasi ke 
dalam daerah

100%

Terlaksananya 
koordinasi dinas

4.000 
surat

Terlaksananya 
Kegiatan 
Penyediaan Jasa 
Pendukung

100% Jumlah 
tenaga/kerja

4 item Lancarnya 
operasional 
perkantoran

4 item

Tersedianya jasa 

pendukung 
administrasi / 
perkantoran

100%

jumlah peralatan 
kebersihan 
kantor

100% Jumlah jenis alat 
kebersihan

18 item Terciptanya 
kenyamanan 
kantor

18 item

Kebersihan dan 
kerapihan kantor

12 bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sarana dan 
prasarana gedung 
kantor yang 
tersedia

1 paket Jumlah gedung 
kantor

1 unit Tersedianya 
sarana dan 
prasarana 
perkantoran

1 unit

Jumlah 
Kendaraan 
Dinas/Operasiona
l yang diperbaiki

124 Unit Jumlah kendaraan 
dinas

5 unit Terpeliharannya 
kendaraan dinas

5 unit

Pemeliharaan 
rutin/berkala 
gedung kantor

0 Jumlah 
perlengkapan 
kantor

9 item Terpeliharanya 
gedung kantor

9 item

Pemenuhan 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur

1 
Kegiatan

Pemenuhan 
peningkatan 
disiplin aparatur

1 item tercapainya 
disiplin aparatur

100%

Jumlah 
Keseragaman 
Pakaian Dinas 
untuk aparatur 
pegawai

30 stel Jumlah stel 
pakaian

55 stel Jumlah 
Keseragaman 
Pakaian Dinas 
untuk aparatur 
pegawai

100%

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan 
keuangan kabupaten/kota

Laporan LKPD 1 laporan Jumlah LHR LKPD 1 LHR Terselenggaranya 
reviu LKPD

1 LHR

Rp 94.800.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.07.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Inspektorat Daerah Rp 45.650.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.07.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Inspektorat Daerah

Rp 300.000.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.07.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah
yang berkualitas

Inspektorat Daerah Rp 19.375.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.07.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Inspektorat Daerah

Rp 105.000.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.07.01.025 Penyediaan Peralatan Kebersihan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

yang berkualitas

Inspektorat Daerah Rp 6.210.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.07.01.020 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis 
Perkantoran

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Inspektorat Daerah

Rp 358.116.000,00 Rp 0,00

1.20.1.20.07.02.014 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Inspektorat Daerah Rp 100.000.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.07.02

Rp 233.776.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.07.02.026 Pemeliharaan  Rutin/Berkala PerLengkapan Gedung 
Kantor

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

Inspektorat Daerah Rp 24.340.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.07.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan 
Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Inspektorat Daerah

Rp 41.100.000,00 Rp 0,00
1.20.1.20.07.03.001 Pengadaan Mesin / Kartu Absensi Tidak memiliki prioritas 

di RPJM
Tidak memiliki sasaran di 
RPJM

Inspektorat Daerah Rp 8.100.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Baru - Mempercepat 
Capaian Target

1.20.07.03 Program peningkatan disiplin aparatur

Rp 33.000.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.07.18 Rp 102.852.000,00 Rp 0,00

1.20.1.20.07.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 
RPJM

Inspektorat Daerah

Rp 102.852.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan1.20.1.20.07.18.006 Reviu Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya sistem 
pengawasan dan 

OPD



Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan 

Keuangan Desa
Resiko keuangan 
desa

24 Jumlah LHP Desa 18 LHP Perbaikan 
pengelolaan 
keuangan desa 
dan 
pendayagunaan 
aset desa

18 LHP

Bertambahnya 
Kompetensi 

Aparatur Desa

20 Peta Resiko Desa 7 
Laporan

Bertambahnya 
kompetensi dan 

pengetahuan 
aparatur desa

7 
Laporan

Program peningkatan sistem pengawasan internal 
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Adanya Tindak 
Lanjut Hasil 
Pemeriksaan

50 SKPD Jumlah dokumen 
LHP

18 LHP Pembinaan atas 
penyelenggaraan 
pemerintahan 

oleh OPD

18 LHP

Jumlah 
Pengaduan Kasus

12 Bulan Persentase 
penanganan 
kasus pengaduan

80% Terlayaninya 
pengaduan 
masyarakat

80%

Adanya Tindak 
Lanjut Hasil 
Pemeriksaan

50 SKPD Jumlah obrik yang 
diperiksa

34 obrik Tercapainya 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan

60%

Terselenggaranya 
pemerintahan 
yang bebas KKN

8 laporan Jumlah Dokumen 
Laporan

2 laporan Terselenggaranny
a pemerintahan 
yang bebas KKN

100%

Efektifnya 
pelayanan oleh 
pemerintah

100% Jumlah dokumen 
laporan

6 laporan Efektifnya 
pelayanan oleh 
pemerintah

6 laporan

Terarahnya 
kebijakan Kepala 
Daerah

100% Jumlah Dokumen 
Laporan

7 laporan Terarahnya 
kebijakan Kepala 
Daerah

7 laporan

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga 
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Meningkatnya 
kompetensi 
pegawai

90 Jumlah peserta 
pelatihan

40 orang Meningkatnya 
kompetensi 
pegawai

40 orang

Meningkatnya 

kompetensi 
pegawai

90 Jumlah Pelatihan 

Kantor Sendiri

40 PKS Meningkatnya 

kompetensi 
pegawai

40 PKS

Meningkatnya 
kapabilitas APIP

90 Jumlah Dokumen 
Kapabilitas APIP

1 
Dokume
n

Meningkatnya 
kapabilitas APIP

100%

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan 
sistem dan prosedur pengawasan

Meningkatnya 
pengendalian 

dalam 
pelaksanaan 
kegiatan

100% Jumlah SOP 6 SOP Kendali dalam 
pelaksanaan 

kegiatan

6 SOP

Meningkatnya 
Sistem 
Pengendalian 
Intern 
Pemerintah di 
OPD

100% OPD yang 
menerapkan SPIP

20% Meningkatnya 
SPIP oleh OPD

20%

1.20.07.19 Rp 261.831.500,00 Rp 0,00

Rp 115.125.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.07.19.005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa

Mewujudkan Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 
Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Desa/Kelurahan Rp 146.706.500,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.07.19.004 Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan 
Pendayagunaan Aset Desa

Mewujudkan Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 
Pemerintahan yang efisien 
dan efektif

Desa/Kelurahan

Rp 685.592.000,00 Rp 0,00

1.20.1.20.07.20.001 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya sistem 
pengawasan dan 
pengendalian internal yang 

efektif

OPD Rp 206.550.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.07.20

Rp 151.500.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.07.20.006 Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya sistem 
pengawasan dan 
pengendalian internal yang 

efektif

OPD Rp 108.729.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.07.20.002 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan 
Pemerintah Daerah

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya sistem 
pengawasan dan 
pengendalian internal yang 
efektif

OPD dan Desa/Kel

Rp 91.988.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.20.1.20.07.20.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya sistem 
pengawasan dan 
pengendalian internal yang 

OPD Rp 46.680.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.20.1.20.07.20.007 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya sistem 
pengawasan dan 
pengendalian internal yang 
efektif

Inspektorat Daerah

Rp 80.145.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Baru - Mempercepat 
Capaian Target

1.20.07.21 Rp 521.030.000,00 Rp 0,00

1.20.1.20.07.20.010 Reviu Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya sistem 
pengawasan dan 
pengendalian internal yang 

OPD

Rp 423.600.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.07.21.003 Program Pelatihan Mandiri Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya sistem 

pengawasan dan 
pengendalian internal yang 

Inspektorat Daerah Rp 7.500.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.07.21.001 Pelatihan, Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan 
Aparatur Pengawasan

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya sistem 
pengawasan dan 
pengendalian internal yang 

Inspektorat Daerah

Rp 89.930.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.07.22 Rp 71.068.000,00 Rp 0,00

1.20.1.20.07.21.004 Penguatan Kelembagaan APIP Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya sistem 
pengawasan dan 
pengendalian internal yang 

Inspektorat Daerah

Rp 3.000.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.07.22.004 Penguatan Pelaksanaan SPIP Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya sistem 
pengawasan dan 
pengendalian internal yang 
efektif

OPD Rp 68.068.000,00 Rp 0,00 Inspektorat Daerah Sedang Berjalan

1.20.1.20.07.22.002 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur 
Pengawasan

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya sistem 
pengawasan dan 

pengendalian internal yang 
efektif

Inspektorat Daerah



Rp 2.018.205.000,00

Rp 2.184.081.400,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jumlah Tenaga 

Kerja SIAK

12 Orang Tersedianya 

Tenaga Kerja SIAK

100 %

Terciptanya 

kelancaran 

pelaksanaan surat 

menyurat kantor

80 

Persen

Jumlah jasa 

Materai Rp. 

6.000,- dan Rp. 

3.000,- (surat 

menyurat )

1200 Tersedianya  

Materai Rp. 

6.000,- dan Rp. 

3.000,- 

100 %

Biaya Listrik, 

Telepon, Internet, 

Air dan Surat 

Kabar

12 bulan Jumlah Jasa 

komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

12 bulan Tersedianya Jasa 

komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

100 %

Tercapainya 

Keamanan Barang 

Milik Daerah

12 Bulan Jumlah Premi 

Asuransi 

Kendaraan Dinas 

Roda 4

1 unit Tersedianya 

Premi Asuransi 

Kendaraan Dinas 

Roda 4

100 %

Kendaraan dinas 

terpelihara dan 

memiliki izin 

operasi

12 bulan Jumlah jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan 

kendaraan 

dinas/operasional

7 unit Tersedianya 

pemeliharaan 

dan perizinan 

kendaraan 

dinas/operasional

100 %

Tersedianya jasa 

administrasi 

keuangan

12 Bulan Jumlah jasa 

administrasi 

keuangan

10 orang Tersedianya  jasa 

administrasi 

keuangan

100 %

Tersedianya alat 

tulis kantor

12 Bulan Jumlah Alat Tulis 

Kantor

40 Te10rsedianya 

Alat Tulis Kantor

100 %

jumlah barang 

cetakan dan 

penggandaan

12 bulan Jumlah barang 

cetakan dan 

penggandaan

8 item Tersedianya 

barang cetakan 

dan penggandaan

100 %

Tersedianya 

barang cetakan 

dan penggandaan

12 Bulan

jumlah komponen 

listrik yang 

tersedia

12 bulan Jumlah 

Komponen 

Penerangan 

Bangunan Kantor

10 item Tersedianya 

Komponen 

Penerangan 

Bangunan Kantor

100 %

jumlah bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

12 bulan Jumlah Surat 

Kabar yang 

Berlangganan

10 surat 

kabar

Tersedianya Surat 

Kabar 

100 %

Tersedianya 

makanan dan 

minuman

11 bulan Jumlah Rapat 11 kali Tersedianya 

makan dan 

minum saat 

Rapat

100 %

Rp 132.000.000,00 Rp 145.200.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.17.1.20.18.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Kecamatan Rupit Rp 24.200.000,00 Rp 26.620.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.17.1.20.18.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Rupit

Rp 26.100.000,00 Rp 29.700.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.17.1.20.18.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Rupit Rp 13.200.000,00 Rp 19.800.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.17.1.20.18.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Rupit

Rp 68.640.000,00 Rp 74.880.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.17.1.20.18.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Kecamatan Rupit Rp 54.375.000,00 Rp 61.875.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.17.1.20.18.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Kecamatan Rupit

Rp 5.500.000,00 Rp 6.050.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.17.1.20.18.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 

kendaraan dinas/operasional

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Rupit Rp 5.500.000,00 Rp 6.050.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.17.1.20.18.01.005 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Kecamatan Rupit

Rp 6.150.000,00 Rp 7.200.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.17.1.20.18.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Rupit Rp 13.200.000,00 Rp 17.424.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.17.1.20.18.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Kecamatan Rupit
1.20.18.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 614.105.000,00 Rp 688.305.400,00
1.20.18 Kecamatan Rupit

Rp 59.400.000,00 Rp 65.340.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan1.10.1.20.18.15.003 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 

(Membangun, Updating dan pemeliharaan)

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya

pelayanan administrasi

kependudukan

Kecamatan Rupit
1.20.18.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp 59.400.000,00 Rp 65.340.000,00
1.20.18 Kecamatan Rupit
1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Kecamatan Rupit

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi



 Terselenggaranya 

rapat-rapat 

koordinasi dan 

Konsultasi keluar 

daerah

12 bulan Jumlah Rapat-

rapat koordinasi

12 bulan Tersedianya 

Rapat-rapat 

koordinasi

100 %

Penyelenggaraan  

perjalanan dinas 

pegawai  dalam 

daerah

100% Jumlah Rapat-

rapat koordinasi

12 bulan Tersedianya Dana 

Rapat-rapat 

koordinasi

100 %

Tersedianya jasa 

pendukung 

administrasi / 

perkantoran

100% Jumlah Tenaga 

Kerja

26 orang Tersedianya 

Tenaga Kerja

100 %

Tersedianya 

peralatan dan 

bahan pembersih

12 bulan Jumlah  Jenis 

peralatan 

25 item Tersedianya Jenis 

peralatan 

100 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah 

Pengadaan 

Perlengkapan 

rumah 

jabatan/dinas

1 Paket Jumlah Peralatan 

Rumah Jabatan

15 item Tersedianya 

Peralatan Rumah 

Jabatan

100 %

Jumlah 

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

2 Paket Jumlah 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

5 item Tersedianya 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

100 %

Jumlah 

Pengadaan 

Perlengkapan 

rumah 

jabatan/dinas

1 Paket Jumlah peralatan 

rumah 

jabatan/dinas 

5 item Tersedianya 

peralatan rumah 

jabatan/dinas 

100 %

Mebeuler Kantor 18 unit Jumlah Mebeleur 8 item Tersedianya 

Mebeleur

100 %

Jumlah Rumah 

Jabatan yang 

Diperbaiki

4 Unit Jumlah Rumah 

Jabatan

1 rumah 

jabatan

terpeliharanya 

Rumah Jabatan

100 %

Jumlah 

Kendaraan dinas 

yang terpelihara 

dengan baik

37 unit Jumlah Kendaraan  

Dinas 

12 buah Terpeliharanya 

Kendaraan Dinas 

100 %

Gendung kantor 

yang dapat 

terpelihara 

dengan baik

100% Jumlah Gedung 

Kantor

1 gedung Terpeliharanya 

Gedung Kantor

100 %

Jumlah Peralatan 

Gedung Kantor 

Yang diperbaiki

378	Unit Jumlah Service 

Peralatan Gedung 

Kantor

5 item Terpeliharanya 

Peralatan Gedung 

Kantor

100 %

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 

Kantor

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Rupit Jumlah 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

Yang diperbaiki

10	Unit Jumlah Service 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

12 item Terpeliharanya 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

100 % Rp 10.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur
Jumlah Aparatur 

yang Mengikuti 

Bimtek

103 

orang

Jumlah PNS yang 

mengikuti Bimtek

6 orang Tersedianya  PNS 

yang mengikuti 

Bimtek

100 % Rp 33.000.000,00 Rp 36.300.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan1.17.1.20.18.05.003 peningkatan kapasitas Aparatur perencana Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

dalam dan luar 

Wilayah Kabupaten 

Musi Rawas Utara 

Rp 21.200.000,00 Rp 30.120.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.20.18.05 Rp 33.000.000,00 Rp 36.300.000,00

1.17.1.20.18.02.029 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Kecamatan Rupit

Rp 46.200.000,00 Rp 50.820.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.17.1.20.18.02.025 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Kecamatan Rupit Rp 27.500.000,00 Rp 30.250.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.17.1.20.18.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan 

Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Rupit

Rp 73.150.000,00 Rp 80.465.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.17.1.20.18.02.021 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Kecamatan Rupit Rp 27.500.000,00 Rp 30.250.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.17.1.20.18.02.010 Pengadaan Mebeleur Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

Kecamatan Rupit

Rp 130.000.000,00 Rp 206.800.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.17.1.20.18.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Rupit Rp 102.600.000,00 Rp 70.686.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.17.1.20.18.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Kecamatan Rupit

Rp 492.150.000,00 Rp 585.631.000,00

1.17.1.20.18.02.006 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Rupit Rp 64.000.000,00 Rp 86.240.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.20.18.02

Rp 157.300.000,00 Rp 173.030.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.17.1.20.18.01.025 Penyediaan Peralatan Kebersihan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Kecamatan Rupit Rp 12.240.000,00 Rp 15.206.400,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.17.1.20.18.01.020 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis 

Perkantoran

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Rupit

Rp 75.900.000,00 Rp 83.490.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.17.1.20.18.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Perjalanan Dinas  

dalam wilayah 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 19.800.000,00 Rp 21.780.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.17.1.20.18.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Luar Wilayah 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara



Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah 

yang Kondusif

Rp 30.000.000,00 Rp 35.000.000,00

Fasilitasi Pengembangan Ushaa Kecil Menengah Rp 30.000.000,00 Rp 35.000.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

Program Pembinaan Pendidikan Agama dan 

Organisasi Keagamaan
Tersediannya Qori 

dan Qoriah

0 Jumlah Qori dan 

Qori'ah

50 Orang Tersedianya Qori 

dan Qori'ah

100 %

Tersedianya 

jumlah majelis 

taklim

0 Jumlah Majlis 

Ta'lim

17 

desa/kelu

rahan

Tersedianya 

Majlis Ta'lim

100 %

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 

Keuangan Daerah

Jumlah pakaian 

khusus yang 

diterima pegawai

40 stell jumlah stel 28 penunjang 

operasional

28

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur
Jumlah Aparatur 

yang Mengikuti 

Bimtek

103 

orang

jumlah bulan 12 jumlah bulan 12

Program Peningkatan Keberdayaan Partisipasi 

Masyarakat dalam Membangun Desa/kelurahan
- - jumlah kegiatan 1 

kegiatan

jumlah kegiatan 1 

kegiatan
Pelaksanaan 

Musrenbang 

tingkat 

Kecamatan

1 

Kegiatan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 

Membangun Desa
Pembinaan 

Pemberdaayaan 

Masyakatan 

Ketertiban 

Lingkungan

1 

Kegiatan

jumlah bulan 12 bulan jumlah bulan 12 bulan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 

Perdesaan
- - Jumlah Kelurahan 1 

Keluraha

n

Tersedianya 

Kelurahan yang 

mandiri

100 %

- - Jumlah Desa yang 

terfasilitasi

16 Desa terwujudnya Desa 

yang terfasilitasi

100 %

Pembinaan 

Aparatur 

Pemerintah Desa/ 

Kel

1 

Kegiatan

jumlah desa 16 jumlah desa 16

Program Perayaan hari-hari besar
Fasilitasi penyelenggaraan hibura rakyat tigkat 

kecamatan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terlaksananya 

Penyelenggaraan hiburan 

rakyat tingkat kecamatan

Kecamatan Rupit Rp 150.000.000,00 Rp 175.000.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

perayaan hari-hari besar Islam Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terlaksananya perayaan 

hari-hari besar Islam

Kecamatan Rupit Rp 50.000.000,00 Rp 55.000.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa

Rp 169.400.000,00 Rp 186.340.000,001.20.18.17

Rp 26.400.000,00 Rp 29.040.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.22.1.20.18.15.005 Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya peran serta 

masyarakat dalam 

pembangunan

Kecamatan Rupit Rp 22.500.000,00 Rp 25.000.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.22.1.20.18.15.004 Fasilitasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya peran serta 

masyarakat dalam 

pembangunan

Kecamatan Rupit

Rp 246.900.000,00 Rp 271.840.000,00

1.22.1.20.18.15.001 Kegiatan Pembinaan Kelurahan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya peran serta 

masyarakat dalam 

pembangunan

Kecamatan Rupit Rp 198.000.000,00 Rp 217.800.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.20.18.15
1.20.18 Kecamatan Rupit
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rp 85.000.000,00 Rp 87.500.000,00

1.20.1.20.18.49.006 Pembinaan Organisasi Perempuan (PKK) Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Rupit Rp 85.000.000,00 Rp 87.500.000,00 Kecamatan Rupit Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.20.18.49

Rp 30.000.000,00 Rp 32.500.000,00

1.20.1.20.18.29.001 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya peran serta 

masyarakat dalam 

pembangunan

Kecamatan Rupit Rp 30.000.000,00 Rp 32.500.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.20.18.29

Rp 30.000.000,00 Rp 32.500.000,00

1.20.1.20.18.05.014 Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi 

PNS Daerah

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Kecamatan Rupit Rp 30.000.000,00 Rp 32.500.000,00 Kecamatan Rupit Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.20.18.05

Rp 20.000.000,00 Rp 22.500.000,00
1.20.1.20.18.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kecamatan Rupit Rp 20.000.000,00 Rp 22.500.000,00 Kecamatan Rupit Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.20.18.03 Program peningkatan disiplin aparatur
1.20.18 Kecamatan Rupit

1.20

Rp 136.250.000,00 Rp 151.125.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.17.1.20.18.46.016 Pembinaan Majlis Ta'lim Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

dalam wilayah 

Kecamatan Rupit

Rp 22.000.000,00 Rp 24.200.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.17.1.20.18.46.015 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Sekaligus 

Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat 

Kabupaten

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

dalam Wilayah 

Kabupaten  Musi 

Rawas Utara

1.20.18.46 Rp 158.250.000,00 Rp 175.325.000,00



Terlaksananya 

Pembinaan 

Kelompok 

Masyarakat 

Pembangunan 

Desa

1 Tahun Jumlah 

Pembinaan 

Kelompok 

Masyarakat 

Pembangunan 

Desa 

(Musrenbang)

1 kali Tersedianya 

Pembinaan 

Kelompok 

Masyarakat 

Pembangunan 

Desa 

(Musrenbang)

100 %

Terlaksananya 

Pembinaan 

Kelompok 

Masyarakat 

Pembangunan 

Desa

1 Tahun Jumlah PKK Desa 

dan Kelurahan

17 

desa/kelu

rahan

Tersedianya PKK 

Desa dan 

Kelurahan yang 

terbina

100 %

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 

Pemerintah Desa
- - Jumlah Desa yang 

melaksanakan 

PILKADES

2 Desa Jumlah Kepala 

Desa Definitif

2 Kepala 

Desa

Rp 80.000.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Rupit Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.22.1.20.18.18.001 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kecamatan Rupit

Rp 130.900.000,00 Rp 143.990.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan

1.20.18.18 Rp 80.000.000,00 Rp 0,00

1.22.1.20.18.17.015 Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya peran serta 

masyarakat dalam 

pembangunan

Kecamatan Rupit

1.22.1.20.18.17.001 Kegiatan Pembinaan Kelompok Maembangun Desa Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya peran serta 

masyarakat dalam 

pembangunan

Kecamatan Rupit Rp 38.500.000,00 Rp 42.350.000,00 Kecamatan Rupit Sedang Berjalan



Rp 2.039.059.250,00

Rp 2.296.820.275,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Tertibnya 
Laporan 
Kependudukan

12	Bln Jasa Administrasi 
Kependudukan 

8 Orang 
Aparatur

Honorarium 
administrasi 
Kependududkan 
yang Efektif dan 
Akurat

12 Bulan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 
Keuangan Daerah

Terpenuhinya 
standar 
pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

selama 1 tahun

100% Jumlah surat 
menyurat yang 
terkirim 

900 Surat 
keluar,50
0 Materai 
6000,350 
Metrai 

3000

Terpenuhinya 
jumlah surat 
menyurat yang 
terkirim 

12 Bulan

Tersedianya jasa 
surat menyurat

12 Bulan

Tertibnya 
administrasi 
perkantor

2500 Lbr

Ada 
Perlengkapan 
sarana elektronik 

1 tahun Jasa Listrik,Air 
Minumdan 
Internet

3 Jenis 
Kegiatan

Lancarnya 
Operasional 
Kebutuhan 
Listrik, Air Minum 
dan Internet

12 Bulan

tersedianya 
pembayaran 
rekening listrik, 

air dan telepon

12 bulan

Tertibnya 
administrasi 
perkantor

2500 Lbr

Pembayaran 
Pajak Kendaraan 
Operasional

46 Unit Adanya perbaikan 
dan kelengkapan 
surat-surat 
Kendaraan Dinas 

/ Operasional

1 Mobil 
Dinas, 3 
Roda 
Dua, 1 

Roda Tiga

Terpenuhinya 
kelancaran 
kinerja Aparatur 
dan terpenuhinya 

surat-surat 
Kendaraan 

1 Tahun

Jasa administrasi 
keuangan yang 
tersedia

32 Orang Jasa administrasi 
Keuangan

8 Orang 
Aparatur

Honorarium 
administrasi 
Keuangan 

12 Bulan

Tersedianya  jasa 
kebersihan 

kantor

12 Bulan Jasa tenaga 
kebersihan 

Kantor 

2 Orang 
Petugas 

kebersih
an kantor

Jasa kebersihan 
Kantor 

12 Bulan

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Kecamatan Rawas Ulu

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil

1.20.12.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp 47.520.000,00 Rp 52.272.000,00
1.20.12 Kecamatan Rawas Ulu

Rp 47.520.000,00 Rp 52.272.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20

1.10.1.20.12.15.001 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 
(Membangun,Updating dan Pemeliharaan)

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya
pelayanan administrasi
kependudukan

Kecamatan Rawas Ulu

1.20.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 499.190.000,00 Rp 609.446.700,00
1.20.12 Kecamatan Rawas Ulu

Rp 2.695.000,00 Rp 3.000.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.1.20.12.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 
listrik

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Rawas Ulu Rp 16.500.000,00 Rp 32.670.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.1.20.12.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Rawas Ulu

Rp 4.200.000,00 Rp 44.000.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.1.20.12.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Kecamatan Rawas Ulu Rp 57.900.000,00 Rp 76.890.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.1.20.12.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 
kendaraan dinas/operasional

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Rawas Ulu

Rp 39.600.000,00 Rp 43.560.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan1.20.1.20.12.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Rawas Ulu



Tersedianya alat 
tulis kantor

12 Bulan Alat tulis kantor 50  jenis 
ATK

Kebutuhan Alat 
Tulis Kantor

12 Bulan

Tersedianya 

barang cetakan 
dan penggandaan

12 Bulan Bahan cetakan 

dan penggandaan

20 explar Cetakan dan 

penggandaan

12 Bulan

Tersedianya 
Komponen 
Instalasi Listrik

12 Bulan Penerangan 
bangunan kantor

3 Item Penerangan 
bangunan kantor 
terpelihara

12 Bulan

Tersedianya 
peralatan dan 
bahan pembersih

12 bulan peralatan rumah 
tangga

19 Set tingkat 
pemenuhan akan 
kebutuhan 
rumah tangga 
kecamatan

12 Bulan

Tersediannya 
Koran dan Mjalah

10	Exam
plar

bahan bacaan dan 
buku peraturan 

perundang-
undangan

5 Explar adanya bahan 
bacaan dan buku 

peraturan 
perundang-
undangan

12 Bulan

Tersedianya 
makanan dan 
minuman

11 bulan makanan dan 
minuman rapat 

11 Bulan tersedianya 
makanan dan 
minuman rapat

11 bulan

 
Terselenggaranya 

rapat-rapat 
koordinasi dan 
Konsultasi keluar 
daerah

12 bulan terlaksananya 
rapat-rapat 

koordinasi  keluar 
daerah

15 SPPD singkronisasi 
program dan 

kegiatan 
kecamatan

12 Bulan

Tersedianya dana 
Rakor dan 
Konsultasi keluar 
daerah

1 Tahun

Penyelenggaraan  

perjalanan dinas 
pegawai  dalam 
daerah

100% terlaksanannya 

rapat-rapat 
koordinsai dan 
konsultasi dalam 
daerah

85 SPPD singkronisasi 

program dan 
kegiatan 
kecamatan

12 Bulan

Tersedianya 
pendokumentasi
an acara dan 
kegiatan pejabat

100% Adanyan 
Dokumentasi 
Kegiatan 

12 Bulan Bahan Bacaan 
dan Iklan 
Dokumentasi

12 Bulan

Ada nya biaya 
jasa keamanan 
kantor

1 Tahun jasa petugas 
penjaga malam 
dan satpam 
kantor kecamatan

3 orang 
tenaga/ 
Jasa 

terciptanya 
keamanan 
lingkungan 
kantor dan 
perumahan dinas

12 Bulan

Kelancaran 
Aktivitas Kerja

12 Bulan Tersediannya 
Tenis/Administras
i Perkantoran

10 Orang 
Jasa/Ten
aga

Adanya 
Tenis/Administra
si Perkantoran

10 Orang 
Jasa/Ten
aga

Tersedianya 
jasa/perawatan 
perbaikan 
peralatan kerja

12 bulan Perbaikan  
peralatan kerja

1 Tahun Terpeliharanya 
peralatan kerja

1 Tahun

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya 
gedung kantor

1 unit Tesedianya 
Ruangan PATEN 

1 
Kegiatan

Adanya Ruangan 
PATEN

1 
Kegiatan

Tersedianya  
perlengkapan 
gedung kantor

11 unit perlengkapan 
gedung kantor

4 Unit terpenuhinya 
perlengkapan 
gedung kantor

4 Unit

1.20.1.20.12.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

Kecamatan Rawas Ulu Rp 33.000.000,00 Rp 36.300.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

Rp 16.500.000,00 Rp 18.150.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.1.20.12.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Kecamatan Rawas Ulu Rp 12.842.500,00 Rp 14.126.750,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.1.20.12.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Kecamatan Rawas Ulu

Rp 25.103.300,00 Rp 27.615.830,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.1.20.12.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Rawas Ulu Rp 20.000.000,00 Rp 20.200.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.1.20.12.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Rawas Ulu

Rp 38.500.000,00 Rp 42.350.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.1.20.12.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Rawas Ulu Rp 45.839.200,00 Rp 50.423.120,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.1.20.12.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

Kecamatan Rawas Ulu

Rp 26.510.000,00 Rp 29.161.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.1.20.12.01.029 Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Rawas Ulu Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.1.20.12.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Rawas Ulu

Rp 52.800.000,00 Rp 58.080.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.1.20.12.01.220 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis 
Perkantoran

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Kecamatan Rawas Ulu Rp 46.200.000,00 Rp 50.820.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.1.20.12.01.033 Penyediaan jasa keamanan jaga kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Rawas Ulu

Rp 11.000.000,00 Rp 12.100.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.12.02 Rp 293.387.000,00 Rp 320.825.700,00

1.20.1.20.12.01.900 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Kecamatan Rawas Ulu

Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Baru - Kegiatan 
belum memberikan 

1.20.1.20.12.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

Kecamatan Rawas Ulu Rp 28.468.000,00 Rp 31.314.800,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.1.20.12.02.003 Pembangunan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

Kecamatan Rawas Ulu



Terlaksananya 
Pengadaan 
peralatan gedung 

kantor

3 Unit Tersedianya 
Peralatan Rumah 
Dinas

17 Unit Jumlah Peralatan 
Dinas Yang di 
gunakan

17 Unit

Jumlah 
Pengadaan 
Peralatan Gedung 
Kantor

2 Paket Tersedianya 
Peralatan Kerja

10 Unit Jumlah Peralatan 
Kerja

10 Unit

Mebeuler Kantor 18 unit tersedianya 

mabelur kantor

2 Unit terpenuhinya 

mebelur kantor

2 Unit

Terlaksananya 
Pemeliharaan 
rutin/berkala 
kendaraan 
dinas/operasional

28	Unit adanya perbaikan 
dan pemeliharaan 
kendaraan dinas 
kecamatan

6 Unit lancarnya 
kegiatan aparatur 
kegiatan

6 Unit

Pemeliharaan 
rutin/berkala 

gedung kantor

0 terpenuhinya 
sarana gedung 

kantor kecamatan

2  unit 
gedung 

kantor

terpelihara 
gedung kantor ke

2  unit 
gedung 

kantor

Tersedianya 
pemeliharaan 
rutin/berkala 
peralatan gedung 
kantor

12 bulan peralatan dapat 
berfungsi dengan 
baik

12 unit 
peralatan 
kerja

terpeliharanya 
peralatan kerja 
dengan baik

12 unit 
peralatan 
kerja

Jumlah pakaian 

khusus yang 
diterima pegawai

40 stell jumlah stel 35 penunjnag 

operasional

100%

Program Peningkatan Keberdayaan Partisipasi 
Masyarakat dalam Membangun Desa/kelurahan

Pelaksanaan 
Musrenbang 
tingkat Kelurahan

8 
Keluraha
n

Musrenbang 
Tingkat 
Kecamatan

1 
Kegiatan

Jumlah Peserta 1 
Kegiatan

Tersedianya 
insentif guru ngaji

1 Tahun Pemenuhan 
Kegiatan MTQ 

2 Kegitan Terselenggaranya 
Kegiatan MTQ

2 
Kegiatan

Tersedianya 
insentif guru ngaji

1 Tahun Terselenggaranya 
Khatam Al-Qur'an

150 
Santri

Terciptanya  
Peserta Khatam 

150 
Santri

Tersedianya 
insentif guru ngaji

1 Tahun Jumlah Peserta 
Majlis Ta'lim

17 
Kelompo

k

Terciptanya 
Peserta Majlis 

Ta'lim

17 
Kelompo

k
Jumlah dokumen 
rencana 
pembangunan 
Kecamatan

100 % Hari Besar Agama 1 Tahun Memperingati 
Hari Besar Agama

1 Tahun

Tersedianya 
insentif guru ngaji

1 Tahun Jumlah Seleksi 
Tilawatil Qur'an

17 
Cabang

Terciptanya 
Tilawatil Qur'an 
yang handal

17 
Cabang

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Terlaksannya 
Kegiatan HUT RI 

dan HUT Pemkab 
Muratara

1 Tahun Jumlah 
Perlombaan 

1 
Kegiatan

 Terlaksananya 
Kegiatan HUT RI  

1 
Kegiatan

Terlaksannya 
Kegiatan HUT RI 
dan HUT Pemkab 

Muratara

1 Tahun Kegiatan 
Pemeliharaan 
Fasilitasi Umum

1 
Kegiatan

Terpeliharanya 
Fasilitasi Umum

1 
Kegiatan

Rp 35.000.000,00 Rp 40.000.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.1.20.12.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Kecamatan Rawas Ulu Rp 60.000.000,00 Rp 66.000.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.1.20.12.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Kecamatan Rawas Ulu

Rp 19.800.000,00 Rp 21.780.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.1.20.12.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan 
Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Rawas Ulu Rp 75.119.000,00 Rp 82.630.900,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.1.20.12.02.010 Pengadaan Mebeleur Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

Kecamatan Rawas Ulu

Rp 15.000.000,00 Rp 17.000.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.1.20.12.02.029 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Rawas Ulu Rp 10.000.000,00 Rp 12.100.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.1.20.12.02.025 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Kecamatan Rawas Ulu

Rp 9.000.000,00 Rp 9.250.000,00
1.20.1.20.12.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kecamatan Rawas Ulu Rp 9.000.000,00 Rp 9.250.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan
1.20.12.03 Program peningkatan disiplin aparatur

Rp 379.282.250,00 Rp 528.775.275,00

1.20.1.20.12.29.001 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya peran serta 
masyarakat dalam 
pembangunan

Kecamatan Rawas Ulu Rp 44.792.000,00 Rp 49.271.200,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.12.29

Rp 85.962.250,00 Rp 94.558.475,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.1.20.12.29.005 Pembinaan Santri Al-Qur'an Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya peran serta 
masyarakat dalam 
pembangunan

Kecamatan Rawas Ulu Rp 50.000.000,00 Rp 166.564.800,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.1.20.12.29.004 Seleksi Tilawatil Qur'an Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya peran serta 
masyarakat dalam 
pembangunan

Kecamatan Rawas Ulu

Rp 52.835.750,00 Rp 58.119.325,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.1.20.12.29.008 Peringatan Hari Besar Agama Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya peran serta 
masyarakat dalam 
pembangunan

Kecamatan Rawas Ulu Rp 59.730.000,00 Rp 65.703.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Baru - Kegiatan 
belum memberikan 
Keluaran

1.20.1.20.12.29.007 Pembinaan Majelis Ta'lim Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya peran serta 
masyarakat dalam 

pembangunan

Kecamatan Rawas Ulu

Rp 85.962.250,00 Rp 94.558.475,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.12.32 Rp 326.500.000,00 Rp 293.275.000,00

1.20.1.20.12.29.020 Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya peran serta 
masyarakat dalam 
pembangunan

Kecamatan Rawas Ulu

Rp 210.000.000,00 Rp 160.000.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.1.20.12.32.003 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tugu Perjuangan, Makam 
Pahlawan dan Gapura

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terciptanya
kententraman,
ketertiban dan

pembinaan wawasan
kebangsaan

Kecamatan Rawas Ulu Rp 30.250.000,00 Rp 33.275.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.1.20.12.32.001 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara dan Keragaman 
Hiburan Rakyat

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terciptanya
kententraman,

ketertiban dan
pembinaan wawasan
kebangsaan

Kecamatan Rawas Ulu



Jumlah patroli 100 % Kegiatan Patroli 
Tiga  Filar

100 Kali Terciptanya 
Keamanan dan 
Ketertiban 

Lingkungan

100 Kali

Program Peningkatan Partisifasi Masyarakat dalam 
Membangun Desa

jumlah peserta 10 Jumlah Peserta 
Posyandu

2 
Kategori 
Umur

Terciptanya 
Peserta yang 
efektif dan 

efisien

2 
Kategori 
Umur

jumlah peserta 10 Jumlah Peserta 17 
Desa/Kel
urahan

Terciptanya 
Masyarakat yang 
efektif

17 
Desa/Kel
urahan

jumlah peserta 10 Jumlah 
Pemberdayaan 

1 
Kegiatan

Terciptanya 
Tenaga yang 
handal

1 
Kegiatan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 
Pedesaan

jumlah kelurahan 1 Jumlah 
Operasional 
Kelurahn

16 Orang 
Aparatur

Terselenggaranya 
Kegiatan 
Pemerintahan Di 
Kelurahan

16 Orang 
Aparatur

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan 
dalam Pemasyarakatan Olahraga

partisifasi karang 
taruna

20 Jumlah Peserta 1 
Kegiatan

Terciptanya 
Organisasi 

Kepemudaan

1 
Kegiatan

Jumlah Organisasi 
Kepemudaan

2,6E+07 Adanya 
Organisasi 
Kepemudaan di 
Desa/Kelurahan

Desa/Kel
urahan

Terciptanya 
Organisasi yang 
Baik di Desa / 
Kelurahan

Desa/Kel
urahan

jumlah desa 10 Jumlah Tenaga / 
Jasa 

6 Orang 
Aparatur

Terciptanya 
Tenaga / Jasa 

yang efektif

6 Orang 
Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 
Desa

Terselengaranya 
Kegitan 
Pemelihan Kepala 
Desa

0 Fasilitasi 
Pemilihan Kepala 
Desa

2 Desa Terpilihnya 
Kepala Desa

2 Desa

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Teselenggaranya 
Pembinaan 
Karang Taruna

17 Terselenggaranya 
Pembinaan 

17 
Desa/Kel
urahan

Terciptanya 
Peserta yang 
handal 

17 
Desa/Kel
urahan

Rp 86.250.000,00 Rp 100.000.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.12.76 Rp 87.100.000,00 Rp 98.687.600,00

1.20.1.20.12.32.005 Patroli Tiga Filar Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terciptanya
kententraman,
ketertiban dan

pembinaan wawasan

Kecamatan Rawas Ulu

Rp 16.500.000,00 Rp 18.150.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Baru - Kegiatan 
belum memberikan 
Keluaran

1.20.1.20.12.76.006 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan 
Desa

Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Rawas Ulu Rp 26.160.000,00 Rp 31.653.600,00 Kecamatan Rawas Ulu Baru - Kegiatan 
belum memberikan 
Keluaran

1.20.1.20.12.76.003 Penyelenggaraan Posyandu Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Rawas Ulu

Rp 44.440.000,00 Rp 48.884.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.12.77 Rp 219.560.000,00 Rp 241.516.000,00

1.20.1.20.12.76.007 Lomba Desa dan Program Pokok PKK Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Rawas Ulu

Rp 219.560.000,00 Rp 241.516.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.12.79 Rp 26.290.000,00 Rp 28.919.000,00

1.20.1.20.12.77.001 Pembinaan Kelurahan Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Rawas Ulu

Rp 26.290.000,00 Rp 28.919.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Baru - Kegiatan 
belum memberikan 

Keluaran
1.20.12.87 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Rp 26.290.000,00 Rp 28.919.000,00

1.20.1.20.12.79.005 Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Rawas Ulu

Rp 26.290.000,00 Rp 28.919.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Baru - Kegiatan 
belum memberikan 
Keluaran

1.20.12.90 Program Peningkatan Keberdayaan Pendesaan Rp 49.940.000,00 Rp 54.934.000,00

1.20.1.20.12.87.001 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Mewujudkan Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 
Pemerintahan yang efisien 
dan efektif

Kecamatan Rawas Ulu

Rp 49.940.000,00 Rp 54.934.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Sedang Berjalan

1.20.12.92 Rp 60.000.000,00 Rp 0,00

1.20.1.20.12.90.002 Pembinaan Dana Desa Mewujudkan Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 
Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Kecamatan Rawas Ulu

Rp 60.000.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Rawas Ulu Alternatif

1.20.12.94 Rp 15.000.000,00 Rp 30.000.000,00

1.20.1.20.12.92.002 Fasilitas Pemilihan Kepala Desa Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Rawas Ulu

Rp 15.000.000,00 Rp 30.000.000,00 Kecamatan Rawas Ulu Baru - Kegiatan 
belum memberikan 
Keluaran

1.20.1.20.12.94.010 Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Rawas Ulu



Rp 1.349.108.350,00

Rp 148.628.000,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Terselenggaranya 

Sistem 

Administrasi 

Kependudukan

90 

Persen

Jumlah petugas 4 org Terselenggaranya 

Sistem 

Administrasi 

kependudukan 

yang baik

4 orang

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 

Keuangan Daerah

Jumlah surat 

menyurat

400	lem

bar

Jumlah naskah 

Dinas

500 

naskah

Tersedianya Jasa 

Surat menyurat

500 

naskah

Pelunasan 

rekening/tagihan 

telpon/internet/li

strik/air

100 % Jumlah rekening 

tagihan jasa

3 

rekening

tersedianya jasa 

administrasi 

keuangan

3 

rekening

jumlah kendaraan 

dinas/operasional

100% Jumlah kendaraan 

dinas

1 unit Tersedianya jasa 

pemeliharaan 

dan perizinan 

kendaraan dinas

1 unit

Terpenuhinya 

Honorarium Jasa 

Adm Keuangan

12 Bulan Jumlah 

tenaga/jasa 

4 orang Tersedianya jasa 

administrasi 

Keuangan

4 orang

Terpeliharannya 

alat kerja

1 tahun Jumlah peralatan 

kerja

4 item Tersedianya jasa 

perbaikan 

peralatan kerja

4 item

Tersedianya dana 

pengadaan alat 

tulis kantor

12 bulan Jumlah jenis 

ATK/item

34 item Tersedianya Alat 

tulis kantor

34 item

jumlah barang 

cetakan dan 

penggandaan

12 bulan Jumlah barang 

cetakan dan 

penggandaan

2 item Tersedianya 

barang cetakan 

dan penggandaan

2  item

Tersediannya Alat 

Penerangan 

Kantor

12 bulan Jumlah komponen 

instalasi

3 item Tersedianya 

instalasi listerik 

penerangan 

kantor

3 item

Jumlah 

Pengadaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

0 Unit Jumlah 

peralatan/perleng

kapan

3 item Tersedianya 

peralatan dan 

perlengkapn 

kantor

3 item

jumlah bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

12 bulan Jumlah exemplar 300 explr Tersedianya 

bacaan 

perundang-

undangan

300 explr

jumlah makanan 

dan minuman

11 bulan Jumlah porsi 700 porsi Tersedianya 

makanan dan 

minuman peserta 

rapat

700 porsi Rp 34.925.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan1.20.1.20.13.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Kecamatan Nibung

Rp 38.400.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan

1.20.1.20.13.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Nibung Rp 9.360.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan

1.20.1.20.13.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Nibung

Rp 15.625.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan

1.20.1.20.13.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Kecamatan Nibung Rp 5.540.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan

1.20.1.20.13.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Kecamatan Nibung

Rp 7.825.850,00 Rp 0,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan

1.20.1.20.13.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Kecamatan Nibung Rp 24.999.500,00 Rp 0,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan

1.20.1.20.13.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Kecamatan Nibung

Rp 7.000.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan

1.20.1.20.13.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Kecamatan Nibung Rp 56.760.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan

1.20.1.20.13.01.005 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Nibung

Rp 3.000.000,00 Rp 3.300.000,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan

1.20.1.20.13.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Nibung Rp 18.780.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan

1.20.1.20.13.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Kecamatan Nibung
1.20.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 457.098.350,00 Rp 52.800.000,00
1.20.13 Kecamatan Nibung

Rp 40.200.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan

1.20

1.10.1.20.13.15.003 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 

(Membangun, Updating dan pemeliharaan)

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya

pelayanan administrasi

kependudukan

Kecamatan Nibung
1.20.13.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp 40.200.000,00 Rp 0,00
1.20.13 Kecamatan Nibung
1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Kecamatan Nibung

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi



 Terselenggaranya 

rapat-rapat 

koordinasi dan 

Konsultasi keluar 

daerah

12 bulan Jumlah SPPD 5 SPPD Tersedianya 

anggaran rapat 

koordinasi dan 

konsultasi keluar 

daerah

5 SPPD

Tersedianya jasa 

administrasi 

keuangan

12 Bulan jumlah 

pegawai/orang

19 orang tersedianya dana 

honorarium TKS

19 orang

jumlah peralatan 

kebersihan kantor

100% Jumlah peralatan 

kebersihan

19 item tersedianya 

peralatan 

kebersihan 

Kantor

19 item

Tersedianya jasa 

pejalanan dinas 

daerah

1 Tahun Jumlah SPPD 64 SPPD Tersedianya Dana 

perjalanan dinas 

dalam Daerah

64 SPPD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mebeuler Kantor 18 unit Jumlah mebeleur 4 item Terpenuhinya 

mebeleur kantor

4  item

Jumlah 

Kendaraan 

Jabatan yang 

terpelihara 

dengan baik

10 unit Jumlah kendaraan 

dinas

6 unit Tersedianya dana 

pemeliharaan 

rutin kendaraan 

dinas

12 bulan

Gendung kantor 

yang dapat 

terpelihara 

dengan baik

100% Jumlah 

pemeliharaan 

gedung

1 unit Tersedia dana 

pemeliharaan 

rutin gedung 

kantor

1 unit

Program peningkatan disiplin aparatur
Jumlah pakaian 

khusus yang 

diterima pegawai

40 stell Jumlah pakaian 

dinas

28 stel terpenuhinya 

pakaian dinas 

hari-hari tertentu 

(batik)

28 stel

Program Peningkatan Keberdayaan Partisipasi 

Masyarakat dalam Membangun Desa/kelurahan
Pelaksanaan 

Musrenbang 

tingkat 

Kecamatan

1 

Kegiatan

Jumlah kegiatan 1 

kegiatan

Terlaksananya  

Musrenbang 

tingkat 

Kecamatan

1 

kegiatan

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 

Tingkat Kelurahan & Kecamatan
Tim / Peserta 

Yang Ikut Lomba

1 Tim/32 

Peserta

Jumlah 

tim/peserta yang 

ikut lomba

50 

peserta

Terlaksananya 

STQ 

Tk.kecamatan 

dan pembinaan 

serta pengiriman 

peserta STQ 

Tk.Kabupaten

50 

peserta

- - Jumlah kegiatan 4 

kegiatan

Terlaksananya 

penyelenggaraan 

upacara tingkat 

Kecamatan

4 

kegiatan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 

Perdesaan

1.20.13.15 Rp 263.200.000,00 Rp 0,00
1.20.13 Kecamatan Nibung

Rp 210.000.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.20.1.20.13.32.004 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Tingkat Kecamatan 

dan Keragaman Hiburan Rakyat

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terciptanya

kententraman,

ketertiban dan

pembinaan wawasan

kebangsaan

Kecamatan Nibung

Rp 65.090.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan

1.20.13.32 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp 210.000.000,00 Rp 0,00

1.20.1.20.13.30.003 Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan sekaligus 

pembinaan dan pengiriman peserta MTQ tingkat 

Kabupaten

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya peran serta 

masyarakat dalam 

pembangunan

Kecamatan Nibung

Rp 16.700.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan

1.20.13.30 Rp 65.090.000,00 Rp 0,00

1.20.1.20.13.29.002 Musrenbang Tingkat Kecamatan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya peran serta 

masyarakat dalam 

pembangunan

Kecamatan Nibung

Rp 22.400.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan

1.20.13.29 Rp 16.700.000,00 Rp 0,00

1.20.1.20.13.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kecamatan Nibung

Rp 15.000.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan

1.20.13.03 Rp 22.400.000,00 Rp 0,00

1.20.1.20.13.02.025 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Kecamatan Nibung

Rp 14.200.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan

1.20.1.20.13.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan 

Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Nibung Rp 86.620.000,00 Rp 95.828.000,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan

1.20.1.20.13.02.010 Pengadaan Mebeleur Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Kecamatan Nibung

Rp 24.775.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan

1.20.13.02 Rp 115.820.000,00 Rp 95.828.000,00

1.20.1.20.13.01.119 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam 

Daerah

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Nibung

Rp 148.200.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan

1.20.1.20.13.01.025 Penyediaan Peralatan Kebersihan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Kecamatan Nibung Rp 14.998.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan

1.20.1.20.13.01.020 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis 

Perkantoran

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Kecamatan Nibung

1.20.1.20.13.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Nibung Rp 46.910.000,00 Rp 49.500.000,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan



Terlaksananya 

Kegiatan 

Pembinaan 

Kelurahan

1 Tahun Jumlah kegiatan 

pembinaan

3 

kegiatan

Terlaksananya 

kegiatan 

pembinaan 

Kelurahan

3 

kegiatan

- - Jumlah  petugas 

fasilitasi 

7 org Tersedianya 

Honorarium 

petugas fasilitasi 

DD

7 orang

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
- - Jumlah kegiatan 1 

kegiatan

Terlaksananya 

Lomba UP2K 

1 

kegiatan
- - Jumlah kegiatan 1 

kegiatan

Terlaksananya 

Lomba 10 

Program Pokok 

PKK

1 

kegiatan

- - Jumlah kegiatan 1 

kegiatan

Terlaksananya 

Lomba BBGRM

1 

kegiatan
- - Jumlah Kegiatan 1 

kegiatan

Terlaksananya 

Lomba Keindahan 

dan Kerapihan 

Desa

1 

kegiatan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan 

Lingkungan
Terciptanya 

keamanan dan 

kenyamanan 

lingkungan

- Jumlah kegiatan 12 kali Terselenggaranya 

Kegiatan Patroli 

Tiga Pilar

12 kali

Rp 54.600.000,00 Rp 0,00

2.19.1.20.13.15.016 Patroli Tiga Pilar Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Desa/kel.Dalam 

Kecamatan Nibung

Rp 54.600.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Nibung Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.20.13.15
1.20.13 Kecamatan Nibung
2.19 Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

Rp 26.000.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan

2 Pilihan

1.22.1.20.13.17.023 Lomba Keindahan dan Kerapihan Desa Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya peran serta 

masyarakat dalam 

pembangunan

Desa dalam 

Kecamatan Nibung

Rp 26.000.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan

1.22.1.20.13.17.022 Lomba BBGRM Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya peran serta 

masyarakat dalam 

Desa/kelurahan 

dalam Kecamatan 

Rp 26.000.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan

1.22.1.20.13.17.019 Lomba 10 Program Pokok PKK Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya peran serta 

masyarakat dalam 

pembangunan

Desa/kel. Dalam 

Kecamatan Nibung

Rp 104.000.000,00 Rp 0,00

1.22.1.20.13.17.018 Lomba UP2K Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya peran serta 

masyarakat dalam 

Desa/Kelurahan 

dalam Kecamatan 

Rp 26.000.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan

1.20.13.17

Rp 223.600.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan

1.22.1.20.13.15.005 Fasilitasi ADD Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya peran serta 

masyarakat dalam 

pembangunan

Kecamatan Nibung Rp 39.600.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Nibung Sedang Berjalan

1.22.1.20.13.15.001 Kegiatan Pembinaan Kelurahan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya peran serta 

masyarakat dalam 

pembangunan

Kecamatan Nibung



Rp 1.644.397.000,00

Rp 1.644.078.000,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Terselenggaranya 

Sistem 

Administrasi 

Kependudukan

90 

Persen

jumlah honorium 

petugas 

pelayanan 

kependudukan 

dan operator

6 orang terciptanya 

pelayanan 

administrasi 

kependudukan

6 orang

Penurunan 

Prepalensi 

Penyalahgunaan 

Narkoba

60% jumlah 

pembinaan dan 

penyuluhan 

tentang bahaya 

nakorba bagi 

pemuda

260 

pemuda/

pelajar

menjadikan 

pemuda yang 

sehat bebas dan 

penyalagunaan 

nakorba

260 

pemuda/

pelajar

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 

Keuangan Daerah

Lancarnya kegiatan 

surat menyurat

12 bulan jumlah naskah 

dinas

600 

meterai 

6000,200 

meterai 

3000

terpenuhinya jasa 

surat menyurat

600 

meterai 

6000 , 

200 

meterai 

3000
Jasa komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

2 Unit jumlah rekening 

listrik

2rekenin

g listrik( 

rumah 

dinas 

kantor/b

alai)

terpenuhi jasa 

listrik

12

Jasa administrasi 

keuangan yang 

tersedia

32 Orang jumlah jasa 

administrasi

 6 orang terbayarnya jasa 

tertib 

administrasi 

keuangan

6 orang

Jasa dan Alat 

Pemeliharaan 

Kebersihan kantor

100 % jumlah jasa 

peralatan 

kebersihan kan

15 jenis 

peralatan 

kebersiha

n dan 5 

item 

bahan 

pembersi

h

terpelihara 

kebersihan kantor

15 jenis 

peralatan 

dan 5 

item 

bahan 

pembersi

h

Jumlah Perbaikan 

Perlatan Kerja yang 

diperbaiki 

(AC,Handycam, 

kanera, Kulkas, TV, 

CCTV. Infokus, 

laptop, printer dll)

100% jumlah item 

perbaikan 

peralatan kerja

28 item 

ac 

compitue

r 

lectop,ge

nset,ddl.

terpeliharanya 

peralatan kerja 

12 bulan

jumlah alat tulis 

kantor

12 bulan jumlah alat tulis 

kantor

38 item 

barang 

ATK

terpenuhi 

kebutuhan alat 

tulis kantor

138 item 

barang 

ATK

Rp 15.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Sedang Berjalan

1.20.1.20.14.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Kecamatan Rawas ilir Rp 37.765.000,00 Rp 45.000.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Sedang Berjalan

1.20.1.20.14.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Rawas ilir

Rp 49.320.000,00 Rp 50.820.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Sedang Berjalan

1.20.1.20.14.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Rawas ilir Rp 13.778.000,00 Rp 15.000.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Sedang Berjalan

1.20.1.20.14.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Kecamatan Rawas ilir

Rp 42.000.000,00 Rp 42.000.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Sedang Berjalan

1.20.1.20.14.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Rawas Ilir Rp 10.000.000,00 Rp 11.000.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Sedang Berjalan

1.20.1.20.14.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Rawas ilir
1.20.14.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 614.103.000,00 Rp 617.580.000,00
1.20.14 Kecamatan Rawas Ilir

Rp 44.880.000,00 Rp 50.000.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Sedang Berjalan

1.20

1.19.1.20.14.23.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan 

narkoba 

Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Rawas ilir
1.20.14.23 Program Peningkatan Penyalahgunaan Narkoba Rp 44.880.000,00 Rp 50.000.000,00
1.20.14 Kecamatan Rawas Ilir

Rp 36.600.000,00 Rp 36.600.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Sedang Berjalan

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.10.1.20.14.15.001 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 

(Membangun,Updating dan Pemeliharaan)

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya

pelayanan administrasi

kependudukan

Kecamatan Rawas ilir
1.20.14.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp 36.600.000,00 Rp 36.600.000,00
1.20.14 Kecamatan Rawas Ilir
1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Kecamatan Rawas Ilir

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi



jumlah barang 

cetakan dan 

penggandaan

12 bulan jumlah barang 

cetakan dan foto 

copy

9 item terpenuhi barang 

dan percetakan 

dan fotocopy

9 item

jumlah komponen 

listrik yang tersedia

12 bulan jumlah komponen 

listrik dan 

elektronik

3 item terciptanya 

penerangan dan 

lingkungan yang 

kondiksip

12 bulan

Jumlah 

ketersediaan 

Peralatan Rumah 

Tangga

9 unit jumlah peralatan 

rumah tangga dan 

logistik kantor

24 

tabung 

gas

terpenuhi 

keperluan rumah 

tangga

12 bulan

Langganan 5 

macam media 

massa dan buku 

peraturan 

perundang-

undangan

1 tahun jumlah surat 

kabar

3000 

examplar 

koran

terpenuhi bahan 

bacaan sebagai 

imformasi

3000 

examplar

jumlah makanan 

dan minuman

11 bulan jumlah porsi 

makan

2000 nasi 

dan 

sneak

terpenuhinya 

makan minum

2000 basi 

dan 

snack
 Terselenggaranya 

rapat-rapat 

koordinasi dan 

Konsultasi keluar 

daerah

12 bulan jumlah SPPD 10 kali terpenuhi 

keperluan 

perjalanan dinas

10 kali

Jumlah SPPD 

Dalam Daerah

12 Bulan jumlah sppd 

dalam daerah

100 kali terpenuhinya 

perjalanan dinas

100 kali

Penyelenggaraan  

perjalanan dinas 

pegawai  dalam 

daerah

100%

Terlaksananya 

Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Pendukung

100% jumlah  Honorium 

TKS kantor camat 

,kelurahan,petuga

s jaga malam dan 

kebersihan

37 orang terpenuhi jasa 

pendukung 

administrasi/tekn

ik perkantor

37 orang

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

2 Paket jumlah  peralatan 

kantor lectop dan 

printer

4 lectop, 

2 printer

tersedianya 4 unit 

lectop dan 2 

printer

4 lectop 

2 printer

Mebeuler Kantor 18 unit jumlah mebeleur 

kantor,rumah,din

as,dan balai 

pertemuan

2 unit 

korsi,1 

set meja 

pelayan, 

3 unit 

kursi 

putar

tersedianya 

mebeleur untuk 

kebutuhan 

penunjang kerja 2 

unit kursi tamu 

1set meja 

pelayanan 3 unit 

kursi putar

2 unit 

kursi, 1 

set meja 

pelayan, 

3 unit 

kursi 

putar

Jumlah 

Pemeliharaan 

Kendaraan dan 

BBM Kendaraan

12 bulan jumlahperbaikan 

kendraan dinas 

operasional dan 

kebutuhan BBM

1 mobil 

dan 3000 

ltr BBM 4 

motor

terpeliharanya 

kendraan dinas 

terpenuhinya 

kebutuhan BBM

1 mobil, 

4 motor 

dan 

3000liter 

BBM

Jumlah pakaian 

khusus yang 

diterima pegawai

40 stell jumlah pakaian 

batik muratara

38 stell terpenuhi 

kebutuhan 

pakaian batik 

Muratara

38 stell

Program Peningkatan Keberdayaan Partisipasi 

Masyarakat dalam Membangun Desa/kelurahan

Rp 16.476.000,00 Rp 23.936.000,001.20.14.29

Rp 22.800.000,00 Rp 25.000.000,00
1.20.1.20.14.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Kecamatan Rawas ilir Rp 22.800.000,00 Rp 25.000.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Sedang Berjalan
1.20.14.03 Program peningkatan disiplin aparatur

Rp 38.000.000,00 Rp 41.500.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Sedang Berjalan

1.20.1.20.14.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan 

Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Rawas ilir Rp 94.678.000,00 Rp 112.000.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Sedang Berjalan

1.20.1.20.14.02.010 Pengadaan Mebeleur Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Rawas ilir

Rp 182.678.000,00 Rp 203.500.000,00

1.20.1.20.14.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Kecamatan Rawas ilir Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.20.14.02

Rp 47.940.000,00 Rp 40.000.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Sedang Berjalan

1.20.1.20.14.01.020 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis 

Perkantoran

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Rawas ilir Rp 250.800.000,00 Rp 250.800.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Sedang Berjalan

1.20.1.20.14.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

perjalanan inas 

kedalam daerah 

kabupaten

Rp 35.000.000,00 Rp 45.000.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Sedang Berjalan

1.20.1.20.14.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

luar kabupaten dan 

prompisi

Rp 70.000.000,00 Rp 65.000.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Sedang Berjalan

1.20.1.20.14.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

kunjungan kunjungan

Rp 3.360.000,00 Rp 3.360.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Sedang Berjalan

1.20.1.20.14.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Rawas Ilir Rp 21.600.000,00 Rp 21.600.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Sedang Berjalan

1.20.1.20.14.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Rawas Ilir

Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Sedang Berjalan

1.20.1.20.14.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

lampu kabel dll Rp 5.540.000,00 Rp 6.000.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Sedang Berjalan

1.20.1.20.14.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Kecamatan Rawas Ilir



Pelaksanaan 

Musrenbang 

tingkat Kecamatan

1 

Kegiatan

jumlah 

pelaksanaan 

musrembang 

tingkat 

kecamatan

1 

keluraha

n 12 desa

tersedianya 

dokumen  

perencanaan 

pembangunan

1 

keluraha

n 12 desa

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 

Tingkat Kelurahan & Kecamatan
Peserta MTQ Tk. 

Kecamatan

1 tim jumlah peserta 

MTQ dan 

pembinaan

pengirim

an 

peserta

MTQ tingkat 

kecamatan dan 

tingklat 

kabupaten

pengirim

an 

peserta 

Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Kelurahan/Desa Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya peran serta 

masyarakat dalam 

pembangunan

Kecamatan Rawas ilir Rp 37.500.000,00 Rp 40.000.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Sedang Berjalan

Program Peningkatan Partisifasi Masyarakat dalam 

Membangun Desa
jumlah peserta 10 jumlah 

pelaksanaan 

lomba desa dan 

program pokok 

pokok pkk

1 

keluraha

n 12 desa

terlaksananya 

lomba lomba 

desa sehingga 

masyarakat 

berpartisipasi 

dalam 

pembangunan

1 

keluraha

n 12 desa

jumlah kelurahan 1 jumlah kebutuhan 

dan operasional 

serta honor RT 

kelurahan

1 

keluraha

n

terpenuhi 

kebutuhan dan 

operasional 

kelurahan

1 

keluraha

n

jumlah desa 10 jumlah  

pengawasan 

terhadap dana 

desa di 12 desa

12 desa tertibnya 

administrasi dan 

pengunaan 

keuangan desa 

dan 

pembangunan 

desa 12 desa

12 desa

Terselengaranya 

HUT RI

1 jumlag 

pembinaan 

paskibraka dan 

cabang 

perlombaan HUT 

RI 

80 

paskibrak

a dan 5 

perlomba

an HUT 

RI

terlaksananya 

upacara HUT RI

80 

paskibrak

a dan 5 

perlomba

an HUT 

RI
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 

Pemerintah Desa
Terselengaranya 

Kegitan Pemelihan 

Kepala Desa

0 terlaksananya 

pemilihan kepala 

desa di 3 desa dan 

tersedianya honor 

panitia kecamatan

3 desa tercapai nya 

kegiatan 

pemilihan kepala 

desa di 3 desa 

dan terbayarnya 

honor panitia 

kecamatan

3 kades

Program Peningkatan Keberdayaan Pertisipasi 

Masyarakat dalam Membangun Desa/ Kelurahan

Pembinaan Santri 

Al-Qur'an

1 

Kegiatan

jumlah 

masjid/langgar

1 

keluraha

n 12 desa

terselenggaranny

a pembinaan 

masjid 

talklim/sapari 

Romadon

1 

keluraha

n 12 desa

Rp 78.398.000,00 Rp 78.398.000,00

1.20.1.20.14.98.109 Pembinaan Majelis Taklim Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Rawas ilir Rp 78.398.000,00 Rp 78.398.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Sedang Berjalan

1.20.14.98

Rp 100.000.000,00 Rp 50.000.000,00

1.20.1.20.14.92.009 Fasilitas Pemilihan Kepala Desa Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Rawas ilir Rp 100.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Sedang Berjalan

1.20.14.92

Rp 229.809.000,00 Rp 229.809.000,00
1.20.1.20.14.91.003 Fasilitasi Penyelenggaraan Hiburan Rakyat Tingkat 

Kecamatan

Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Rawas ilir Rp 229.809.000,00 Rp 229.809.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Sedang Berjalan
1.20.14.91 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Rp 16.000.000,00 Rp 20.000.000,00
1.20.1.20.14.90.002 Pembinaan Dana Desa Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Kecamatan Rawas ilir Rp 16.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Sedang Berjalan
1.20.14.90 Program Peningkatan Keberdayaan  Pendesaan

Rp 188.000.000,00 Rp 188.000.000,00
1.20.1.20.14.77.001 Pembinaan Kelurahan Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Rawas ilir Rp 188.000.000,00 Rp 188.000.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Sedang Berjalan
1.20.14.77 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 

Rp 36.255.000,00 Rp 36.255.000,00

1.20.1.20.14.76.007 Pemberdayaan Program Pokok PKK Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Rawas ilir Rp 36.255.000,00 Rp 36.255.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Sedang Berjalan

1.20.14.76

Rp 78.398.000,00 Rp 85.000.000,00

1.20.1.20.14.30.003 Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan sekaligus 

pembinaan dan pengiriman peserta MTQ tingkat 

Kabupaten

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya peran serta 

masyarakat dalam 

pembangunan

Kecamatan Rawas ilir Rp 78.398.000,00 Rp 85.000.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Sedang Berjalan

1.20.14.30

1.20.1.20.14.29.001 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya peran serta 

masyarakat dalam 

pembangunan

Kecamatan Rawas ilir Rp 16.476.000,00 Rp 23.936.000,00 Kecamatan Rawas Ilir Sedang Berjalan



Rp 2.391.005.000,00

Rp 2.579.472.000,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 
Keuangan Daerah

Jumlah surat 
menyurat

400	lem
bar

jumlah naskah 
dinas

800 Terselenggaranya 
Kegiatan Surat 
menyurat

800

Meningkatnya 
Pelayanan 

administrasi 
perkantoran

1 Tahun

Meningkatnya 
Pelayanan 
administrasi 
perkantoran

1 Tahun jumlah rekening 
tagihan

5 Tersedianya Jasa 
Komunikasi, 
Sumber daya air 
dan Listrik

5

Meningkatnya 
Pelayanan 

administrasi 
perkantoran

1 Tahun Jumlah Jasa 9 Tersedianya Jasa 
Administrasi 

Keuangan

9

Meningkatnya 
Pelayanan 
administrasi 
perkantoran

1 Tahun Jumlah ATK 45 Tersedianya ATK 45

Meningkatnya 
Pelayanan 

administrasi 
perkantoran

1 Tahun Jumlah Barang 
Cetakan

3 Tersedianya 
Barang Cetakan 

dan Penggandaan

3

Meningkatnya 
Pelayanan 
administrasi 
perkantoran

1 Tahun Jumlah Peralatan 2 Tersedianya 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Peneranga
n Bangunan 
Kantor

2

Meningkatnya 

Pelayanan 
administrasi 
perkantoran

1 Tahun Jumlah Peralatan 7 Tersedianya 

Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor

7

jumlahn 
peralatan rumah 
tangga

12 bulan jumlah peralatan 14 tersedianya 
peralatan rumah 
tangga

14

Meningkatnya 
Pelayanan 

administrasi 
perkantoran

1 Tahun Jumlah Bacaan 2 Tersedianya 
Bahan Bacaan 

dan Peraturan 
Perundang-
undangan

2

Meningkatnya 
Pelayanan 
administrasi 
perkantoran

1 Tahun Jumlah Logistik 8 Tersedianya 
Bahan Logistik 
Kantor

8

Meningkatnya 
Pelayanan 

administrasi 
perkantoran

1 Tahun Jumlah Rapat 166 Tersedianya 
Makanan dan 

Minuman Rapat

166

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Kecamatan Karang Dapo

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

1.20

1.20.15.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 788.676.000,00 Rp 885.676.000,00
1.20.15 Kecamatan Karang Dapo

Rp 4.200.000,00 Rp 4.200.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

1.20.1.20.15.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 
listrik

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Karang 
Dapo

Rp 31.200.000,00 Rp 35.200.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

1.20.1.20.15.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Karang 
Dapo

Rp 96.720.000,00 Rp 116.720.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

1.20.1.20.15.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Kecamatan Karang 
Dapo

Rp 29.012.000,00 Rp 35.012.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

1.20.1.20.15.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Kecamatan Karang 
Dapo

Rp 26.420.000,00 Rp 30.420.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

1.20.1.20.15.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Karang 
Dapo

Rp 16.150.000,00 Rp 10.150.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

1.20.1.20.15.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Kecamatan Karang 
Dapo

Rp 36.600.000,00 Rp 40.600.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

1.20.1.20.15.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Kecamatan Karang 
Dapo

Rp 45.690.000,00 Rp 20.690.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

1.20.1.20.15.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Kecamatan Karang 

Dapo

Rp 29.400.000,00 Rp 39.400.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

1.20.1.20.15.01.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Kecamatan Karang 
Dapo

Rp 22.195.000,00 Rp 32.195.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

1.20.1.20.15.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Karang 
Dapo

Rp 39.456.000,00 Rp 49.456.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan1.20.1.20.15.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Kecamatan Karang 
Dapo



Jumlah Rapat - 

rapat koordinasi 
dan konsultasi 
keluar daerah

800	Kali jumlah perjalanan 

dinas

156 terselenggaranya 

koordinasi dan 
rapat rapat 
keluar daerah

156

Penyelenggaraan  
perjalanan dinas 
pegawai  dalam 
daerah

100% jumlah perjalanan 
dinas

360 terselenggaranya 
perjalanan dinas 
dalam daerah

360

Meningkatnya 

Pelayanan 
administrasi 
perkantoran

1 Tahun Jumlah Peralatan 23 Tersedianya 

Peralatan 
Kebersihan 
Kantor

23

jumlah pegawai 
yang menerima 
honor

100% Jumlah Tenaga 
Kerja Honorer

28 tersedianya jasa 
administrasi 
teknis/perkantor
an

29

Jumlah tenaga/ 
jasa Penjaga 
Keamanan

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mebeuler Kantor 18 unit jumlah mebeleur 5 tersedianya 
mebeleur kantor

5

Terpenuhinya 

sarana penunjang 
peralatan kerja

22 Unit jumlah pakaian 

kerja

2 tersedianya 

pakaian kerja

2

Terpenuhinya 
sarana penunjang 
peralatan kerja

22 Unit Jumlah pakaian 2 tersedianya 
pakian dinas hari-
hari tertentu

2

terpeliharanya 
kendaraan dan 

BBM Kendaraan 
operasional 
kebersihan

56	unit jumlah kendaraan 
dinas

9 terpeliharanya 
kendaraan 

dinas/operasiona
l

9

Jumlah 
Pengadaan 
Kendaraan Dinas

1 Paket jumlah kendaraan 3 tersedianya 
kendaraan dinas 
roda 2

3

Jumlah 
Pembangunan 

Gedung Kantor

1 unit jumlsh ruangan 1 tersedianya 
ruangan PATEN

1

Program Peningkatan Keberdayaan Partisipasi 
Masyarakat dalam Membangun Desa/kelurahan

Jumlah dokumen 
rencana 
pembangunan 
Kecamatan

100 % jumlah peserta 9 jumlah peserta 9

Tersedianya 

insentif guru ngaji

1 Tahun jumlah peserta 150 terselenggaranya 

pembinaan santri 
khatam Al-Qur'an

150

- - jumlah peserta 60 terselenggaranya 
pembinaan 
majelis ta'lim

60

Tersedianya 
insentif guru ngaji

1 Tahun jumlah peserta 90 terselenggaranya 
pembinaan guru 
ngaji

90

1.20.1.20.15.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Karang 

Dapo

Rp 72.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

Rp 54.000.000,00 Rp 64.000.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

1.20.1.20.15.01.025 Penyediaan Peralatan Kebersihan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Kecamatan Karang 

Dapo

Rp 6.633.000,00 Rp 7.633.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

1.20.1.20.15.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Kecamatan Karang 
Dapo

Rp 279.000.000,00 Rp 300.000.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

1.20.15.02 Rp 401.360.000,00 Rp 308.460.000,00

1.20.1.20.15.01.120 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis 
Perkantoran

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Karang 
Dapo

Rp 27.000.000,00 Rp 37.000.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

1.20.1.20.15.02.030 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Kecamatan Karang 

Dapo

Rp 51.000.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

1.20.1.20.15.02.010 Pengadaan Mebeleur Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

Kecamatan Karang 
Dapo

Rp 28.900.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

1.20.1.20.15.02.240 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Karang 
Dapo

Rp 96.460.000,00 Rp 126.460.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

1.20.1.20.15.02.033 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Kecamatan Karang 
Dapo

Rp 63.000.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

1.20.1.20.15.02.700 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Kecamatan Karang 
Dapo

Rp 135.000.000,00 Rp 145.000.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

1.20.1.20.15.02.500 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Kecamatan Karang 
Dapo

Rp 320.903.000,00 Rp 351.795.000,00

1.20.1.20.15.29.001 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya peran serta 
masyarakat dalam 
pembangunan

Kecamatan Karang 
Dapo

Rp 51.570.000,00 Rp 61.570.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

1.20.15.29

Rp 115.907.000,00 Rp 135.907.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

1.20.1.20.15.29.007 Pembinaan Majelis Ta'lim Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya peran serta 
masyarakat dalam 
pembangunan

Kecamatan Karang 
Dapo

Rp 14.547.000,00 Rp 24.547.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

1.20.1.20.15.29.005 Pembinaan Santri Al-Qur'an Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya peran serta 

masyarakat dalam 
pembangunan

Kecamatan Karang 

Dapo

Rp 19.771.000,00 Rp 29.771.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan1.20.1.20.15.29.010 Pembinaan Guru Ngaji Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya peran serta 
masyarakat dalam 
pembangunan

Kecamatan Karang 
Dapo



- - jumlah cabang 

perlombaan

20 terselenggaranya 

STQ dan 
keikutsertaan 
MTQ Tk. 
Kabupaten

20

Terlaksannya 
Kegiatan 
Keragaman 

Hiburan Rakyat

1 Tahun jumlah 
Keragaman 
Hiburan Rakyat

2 terselenggaranya 
Keragaman 
Hiburan Rakyat

2

Program Peningkatan Partisifasi Masyarakat dalam 
Membangun Desa

jumlah peserta 10 jumlah peserta 9 terselenggaranya 
pembinaan 
siskamling

12

jumlah peserta 10 jumlah lomba 2 terselenggaranya 
lomba desa dan 
lomba program 

pokok PKK

12

jumlah peserta 10 jumlah lomba 2 terselenggaranya 
posyandu dan 
lomba balita 
sehat

12

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 
Pedesaan

jumlah kelurahan 1 jumlah kelurahan 1 terselenggaranya 

operasional 
kelurahan

12

jumlah peserta 63 jumlah peserta 63 terselenggaranya 
pembinaan bagi 
karang taruna

12

jumlah tenaga/ 

jasa

10 jumlah tenaga/ 

jasa

10 terselenggaranya 

Implementasi 
Sistem 
Administrasi 
Kependudukan 
(Membangun, 
Updating dan 
Pemeliharaan )

12

jumlah personil 185 jumlah personi 185 Terselenggaranya 

Penyelamatan 
Biota Sungai dan 
Lingkungan 
Hidup

12

jumlah desa 10 jumlah desa 8 terselengaranya 
pembinaan dana 
desa

12

1.20.1.20.15.29.099 Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan sekaligus 

pembinaan dan pengiriman peserta MTQ Tingkat 
Kecamatan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya peran serta 

masyarakat dalam 
pembangunan

Kecamatan Karang 

Dapo

Rp 119.108.000,00 Rp 100.000.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

Rp 205.586.000,00 Rp 225.586.000,00
1.20.1.20.15.32.004 Fasilitasi Penyelenggaraan Keragaman Hiburan Rakyat Tidak memiliki prioritas 

di RPJM
Terciptanya
kententraman,
ketertiban dan

pembinaan wawasan

Kecamatan Karang 
Dapo

Rp 205.586.000,00 Rp 225.586.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan
1.20.15.32 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Rp 168.154.000,00 Rp 203.144.000,00

1.20.1.20.15.76.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan 
Desa

Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Karang 
Dapo

Rp 33.466.000,00 Rp 38.456.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

1.20.15.76

Rp 111.500.000,00 Rp 131.500.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

1.20.1.20.15.76.003 Penyelenggaraan Posyandu Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Karang 
Dapo

Rp 23.188.000,00 Rp 33.188.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

1.20.1.20.15.76.002 Lomba Desa dan Program Pokok PKK Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Karang 
Dapo

Rp 214.200.000,00 Rp 244.200.000,00

1.20.1.20.15.77.001 Pembinaan Kelurahan Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Karang 

Dapo

Rp 214.200.000,00 Rp 244.200.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

1.20.15.77

Rp 18.688.000,00 Rp 38.688.000,00
1.20.1.20.15.79.005 Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Karang 

Dapo
Rp 18.688.000,00 Rp 38.688.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan

1.20.15.79 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan 

Rp 57.845.000,00 Rp 77.845.000,00
1.20.1.20.15.80.001 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 

(membangun, updating dan pemeliharaan)

Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Karang 

Dapo

Rp 57.845.000,00 Rp 77.845.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan
1.20.15.80 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Rp 131.515.000,00 Rp 150.000.000,00
1.20.1.20.15.81.010 Penyelenggaraan Penyelamatan Biota Sungai dan 

Lingkungan Hidup

Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Karang 

Dapo

Rp 131.515.000,00 Rp 150.000.000,00 Kecamatan Karang Dapo Alternatif
1.20.15.81 Program Perlindungan dan Konservasi SDA

Rp 84.078.000,00 Rp 94.078.000,00
1.20.1.20.15.90.002 Pembinaan Dana Desa Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik
Terselenggaranya 
Pemerintahan yang efisien 
dan efektif

Kecamatan Karang 
Dapo

Rp 84.078.000,00 Rp 94.078.000,00 Kecamatan Karang Dapo Sedang Berjalan
1.20.15.90 Program Peningkatan Keberdayaan  Pendesaan



Rp 1.778.222.050,00

Rp 2.269.207.555,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 
Keuangan Daerah

 
Terselenggaranya 
rapat-rapat 
koordinasi dan 

Konsultasi keluar 
daerah

12 bulan Terwujudnya Jasa 
Surat Menyurat 
Selama Satu 
Tahun

600 Surat Terlaksananya  
Kegiatan Surat 
Menyurat

1 
Kabupate
n

Ada 
Perlengkapan 
sarana elektronik 

1 tahun

Berfungsinya 
penerangan 
kantor dan 

tersedianya Air 
dengan baik

12 bulan

Jumlah surat 
menyurat

400	lem
bar

Jumlah surat 
terkirim selama 1 
tahun

12 bulan

Jumlah Surat 
yang terkirim

12 Bulan

Lancarnya 
kegiatan surat 
menyurat

12 bulan

Berfungsinya 
penerangan 
kantor dan 
tersedianya Air 
dengan baik

12 bulan Tersedianya Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air, 
Listrik dan 
Internet 

24 Rekening Terpenuhinya 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air, 
Listrik dan 
Internet

100%

Biaya Listrik, 
Telepon, 
Internet, Air dan 
Surat Kabar

12 bulan

Jasa komunikasi, 
sumber daya air 
dan listrik

2 Unit

Adanya  SDM dlm 
memberikan 
pelayanan 

kesehatan dan 
adm Perkantoran

1 tahun jumlah orang 24 kelancaran 
operasional

12 bulan

Jasa administrasi 
keuangan yang 

tersedia

32 Orang Terpenuhinya 
Jasa Honor 

Administrasi 
Keuangan

7 Orang Terlaksananya 
Administrasi 

Keuangan Kantor

100%

Rp 135.000.000,00 Rp 150.000.000,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan

1.20.1.20.16.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Karang 
Jaya

Rp 63.000.000,00 Rp 63.600.000,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan

1.20.1.20.16.01.004 Penyediaan Jasa Pendukung 
Administrasi/Perkantoran

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Karang 
Jaya

Rp 2.880.000,00 Rp 3.465.000,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan

1.20.1.20.16.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 
listrik

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Karang 
Jaya

Rp 7.200.000,00 Rp 7.920.000,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan

1.20.1.20.16.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Karang 
Jaya

1.20.16.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 648.092.550,00 Rp 724.261.305,00
1.20.16 Kecamatan Karang Jaya

1.20

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Kecamatan Karang Jaya

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi



Terlaksananya 
administrasi 
keuangan kantor

12 bulan

Terpenuhinya 
Honorarium Jasa 
Adm Keuangan

12 Bulan

Jasa dan Alat 

Pemeliharaan 
Kebersihan 
kantor

100 % Tersedianya Jasa 

Kebersihan

4 Orang Terciptanya 

Kebersihan 
Kantor

2 Kantor

Tersedianya  jasa 
kebersihan 
kantor

12 Bulan

Jumlah Perbaikan 
Perlatan Kerja 
yang diperbaiki 

(AC,Handycam, 
kanera, Kulkas, 
TV, CCTV. 
Infokus, laptop, 
printer dll)

100% Tersedianya Jasa 
Perbaikan 
Peralatan Kantor

24 Item Terciptanya 
Peralatan Kantor 
yang Baik

1 Kantor

Terpeliharannya 
alat kerja

1 tahun

Terpeliharanya 

Peralatan dan 
perlengkapan 
kantor

100%

Terpenuhinya 
Jasa Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor

12 Bulan

Tersediaanya 
Perbaikan 
Peralatan Kerja

12 bulan

Tersedianya 
jasa/perawatan 
perbaikan 
peralatan kerja

12 bulan

jumlah alat tulis 
kantor

12 bulan Tersedianya Alat 
Tulis Kantor

40 Item Kelancaran 
Administrasi 

Kantor

100%

Kenyamanan dan 
Kelancaran Kerja 
dalam Pelayanan 
Publik

12 Bulan Tersedianya 
Barang Cetak dan 
Penggandaan

28 Buku Kelancaran 
Pelayanan 
Administrasi 
Kantor

100%

Lancarnya 
kegiatan surat 
menyurat

12 bulan

jumlah 
komponen listrik 
yang tersedia

12 bulan Tersedianya 
Instalasi Listrik 
dan Penerangan 
Kantor

5 Item Terlaksannya 
Pelayanan dan 
Keamanan 
Kantor dengan 
Baik

1 Tahun

Tersedianya 
Komponen 
Instalasi Listrik

12 Bulan

Tersedianya 

Peralatan Listrik 
Kantor

12 Bln

Rp 14.875.000,00 Rp 16.362.500,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan1.20.1.20.16.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Karang 
Jaya

Rp 49.109.550,00 Rp 61.583.005,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan

1.20.1.20.16.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Karang 
Jaya

Rp 18.000.000,00 Rp 19.800.000,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan

1.20.1.20.16.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Kecamatan Karang 
Jaya

Rp 41.210.000,00 Rp 45.331.000,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan

1.20.1.20.16.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Karang 
Jaya

Rp 10.500.000,00 Rp 13.750.000,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan

1.20.1.20.16.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Karang 

Jaya

1.20.1.20.16.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Karang 
Jaya

Rp 63.000.000,00 Rp 63.600.000,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan



Ada 
Perlengkapan 
sarana elektronik 

1 tahun Tersedianya 
Peralatan dan 
Perlengkapan 

Kantor

4 Item Terciptanya 
Kelancaran dalam 
Bekerja

100%

Berlangsungnya 
kegiatan 
Perkantoran

1 tahun

jumlahn 
peralatan rumah 

tangga

12 bulan

Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor

22 unit

Bertambahnya 
informasi bagi 
SDM

1 tahun jumlah langganan 
surat kabar

5 Surat 
Kabar

tersedianya 
bahan bacaan

1 tahun

jumlah bahan 

bacaan dan 
peraturan 
perundang-
undangan

12 bulan

Langganan 5 
macam media 
massa dan buku 
peraturan 

perundang-
undangan

1 tahun

jumlah makanan 
dan minuman

11 bulan Jumlah Snack dan 
minuman, makan

1800 Kotak tersedianya 
makanan dan 
minuman 
harian,tamu dan 
rapat

1 tahun

 
Terselenggaranya 

rapat-rapat 
koordinasi dan 
Konsultasi keluar 
daerah

12 bulan Jumlah SPPD 10 SPPD Terselenggaranya 
Perjalanan Dinas 

Keluar Daerah

10 SPPD

Perjalanan dinas 
dalam rangka 
konsultasi dan 
koordinasi

12 Bulan Koordinasi dan 
Konsultasi dalam 
daerah

86 sppd Terlaksananya 
koordinasi dan 
konsultasi dalam 
daerah

86 
Perjalana
n Dinas

Berlangsungnya 
kegiatan 
Perkantoran

1 tahun Jumlah Tenaga 
Kerja Honorer

24 Orang Tersedianya jasa 
administrasi 
teknis/perkantor
an

24 Orang

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah 
Pengadaan 

Perlengkapan 
gedung kantor

1 Paket Jumlah 
Perlengkapan 

Gedung Kantor

7 Item Tersedianya 
Perlengkapan 

Gedung Kantor

-

Mebeuler Kantor 18 unit Jumlah Mebeleur 5 Item Tersedianya 
Mebeleur Kantor

14 Buah

Jumlah 
Kendaraan 
Dinas/Operasiona
l yang diperbaiki

124 Unit Jumlah 
Kendaraan Dinas

5 Kendaraan Terpeliharanya 
Kendaraan Dinas

5 
Kendaraa
n

Terpeliharanya 
Gedung Kantor

90 
Persen

Jumlah Gedung 
Kantor

3 Gedung 
Kantor

Terlaksananya 
Pemeliharaan 
Gedung Kantor

3 Gedung 
Kantor

Rp 53.590.000,00 Rp 73.700.000,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan

1.20.1.20.16.02.025 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

Kantor Camat 
Karangjaya

Rp 33.000.000,00 Rp 38.225.000,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan

1.20.1.20.16.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan 
Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Karang 
Jaya

Rp 38.980.000,00 Rp 42.878.000,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan

1.20.1.20.16.02.010 Pengadaan Mebeleur Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

Kecamatan Karang 
Jaya

Rp 54.900.000,00 Rp 60.390.000,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan

1.20.1.20.16.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Kecamatan Karang 
Jaya

Rp 130.200.000,00 Rp 143.220.000,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan

1.20.16.02 Rp 180.470.000,00 Rp 215.193.000,00

1.20.1.20.16.01.021 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kantor Camat 
Karangjaya

Rp 60.000.000,00 Rp 77.000.000,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan

1.20.1.20.16.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Dalam Daerah Rp 15.000.000,00 Rp 16.500.000,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan

1.20.1.20.16.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Luar Daerah

Rp 36.650.000,00 Rp 40.315.000,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan

1.20.1.20.16.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kantor Camat 
Karangjaya

Rp 32.168.000,00 Rp 35.384.800,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan

1.20.1.20.16.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan Karang 
Jaya

1.20.1.20.16.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Karang 
Jaya

Rp 32.300.000,00 Rp 30.030.000,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan



Jumlah pakaian 
khusus yang 

diterima pegawai

40 stell Tersedianya 
Pakaian Dinas 

Hari-Hari 
Tertentu

20 Stell Terpenuhinya 
Pakaian Dinas 

Hari-Hari 
Tertentu

20 Stell

Jumlah 
pengadaan 
pakaian khusus 
hari hari tertentu

1 Paket

Program Peningkatan Keberdayaan Partisipasi 
Masyarakat dalam Membangun Desa/kelurahan

Pelaksanaan 
Musrenbang 
tingkat 
Kecamatan

1 
Kegiatan

Terlaksananya 
Musrenbang 
Tingkat 
Kecamatan

1 Kegiatan Terlaksananya 
Musrenbang 
Tingkat 
Kecamatan

1 
Kegiatan

- - Terlaksananya 

Majlis Ta'lim

14 Desa 1 

Kelurahan

Terpenuhinya 

Majlis Ta'lim

14 Desa 1 

Keluraha
n

- - Teraksananya 
Peringatan Hari 
Besar Agama

3 Kegiatan Terselenggaranya 
Peringatan Hari 
Besar Agama

3 
Kegiatan

- - Terlaksananya 
STQ dan MTQ

1 Kegiatan Terselenggaranya 
STQ dan MTQ

1 
Kegiatan

jumlah desa 10 Pembinaan 
Pemangku adat

1 Kegiatan Terlaksananya 
Pembinaan 
Pemangku adat

1Kegiata
n

Terlaksannya 
Kegiatan HUT RI 
dan HUT Pemkab 

Muratara

1 Tahun Upacara dan 
Lomba-Lomba 
HUT RI

1 Kegiatan Terselenggaranya 
upacara dan 
Lomba-Lomba 

HUT RI

1 
Kegiatan

Program Peningkatan Partisifasi Masyarakat dalam 
Membangun Desa

peserta desa/kel
urahan

Perlombaan Desa 1 Kegiatan Terlaksananya 
Lomba Desa

Terciptan
ya Desa 
Yang 
ASRI

jumlah peserta 10 Lomba Program 
PKK

1 Kegiatan Terlaksananya 
Lomba 10 
Program, 
P2WKSS, UP2K 
DLL

1 tahun

peserta desa/kel
urahan

jumlah peserta 10 Lomba Posyandu 1 Kegiatan Terlaksananya 
Lomba Posyandu

14 Desa 
dan 1 

Keluraha
n

peserta desa/kel

urahan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 
Pedesaan

jumlah kelurahan 1 Terlaksananya 
Pembinaan 
Kelurahan

1 Kelurahan Terpenuhinya 
Pembinaan 
Kelurahan

1 
Keluraha
n

Rp 50.030.000,00 Rp 55.033.000,001.20.16.80 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Rp 120.000.000,00 Rp 132.000.000,00

1.20.1.20.16.77.001 Pembinaan Kelurahan Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Karang 
Jaya

Rp 120.000.000,00 Rp 132.000.000,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan

1.20.16.77

Rp 43.482.000,00 Rp 48.592.500,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan

1.20.1.20.16.76.003 Penyelenggaraan Posyandu Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Karang 
Jaya

Rp 21.736.000,00 Rp 26.207.500,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan

1.20.1.20.16.76.002 Lomba Desa dan Program Pokok PKK Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Karang 
Jaya

Rp 85.458.000,00 Rp 317.688.000,00

1.20.1.20.16.76.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan 
Desa

Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Karang 
Jaya

Rp 20.240.000,00 Rp 242.888.000,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan

1.20.16.76

Rp 76.440.000,00 Rp 224.609.000,00
1.20.1.20.16.32.006 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Tingkat 

Kecamatan & Keragaman Hiburan Rakyat
Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terciptanya
kententraman,
ketertiban dan

pembinaan wawasan
kebangsaan

Kecamatan Karang 
Jaya

Rp 76.440.000,00 Rp 224.609.000,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan
1.20.16.32 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Rp 87.160.000,00 Rp 99.011.000,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan

1.20.1.20.16.29.017 Pembinaan Pemangku Adat Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya peran serta 
masyarakat dalam 
pembangunan

Kecamatan Karang 
Jaya

Rp 21.320.000,00 Rp 23.204.500,00 Kecamatan Karang Jaya Alternatif

1.20.1.20.16.29.011 penyelenggaraan STQ & MTQ Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya peran serta 
masyarakat dalam 

pembangunan

Kecamatan Karang 
Jaya

Rp 32.250.000,00 Rp 35.871.000,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan

1.20.1.20.16.29.008 Peringatan Hari Besar Agama Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya peran serta 
masyarakat dalam 
pembangunan

Kecamatan Karang 
Jaya

Rp 17.272.500,00 Rp 18.999.750,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan

1.20.1.20.16.29.007 Pembinaan Majelis Ta'lim Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya peran serta 

masyarakat dalam 
pembangunan

14 Desa 1 Kelurahan

Rp 211.127.500,00 Rp 235.523.250,00

1.20.1.20.16.29.001 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya peran serta 
masyarakat dalam 
pembangunan

Kecamatan Karang 
Jaya

Rp 53.125.000,00 Rp 58.437.000,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan

1.20.16.29

Rp 20.000.000,00 Rp 24.750.000,00
1.20.1.20.16.03.305 Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu Tidak memiliki prioritas 

di RPJM
Tidak memiliki sasaran di 
RPJM

Kantor Camat Karang 
jaya

Rp 20.000.000,00 Rp 24.750.000,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan
1.20.16.03 Program peningkatan disiplin aparatur



jumlah tenaga/ 
jasa

10 Pendataan 
Kependudukan 
dan Pembuatan 

Laporan 
Kependudukan

1 tahun Terlaksananya 
sitem 
Administrasi 

Kependudukan

1 tahun

Jumlah Organisasi 
Kepemudaan

2,6E+07 Terselenggaranya 
Pakaian Seragam 
paskibraka,Pelati

h dan Peserta 
dalam rangka 
HUT RI

1 Kegiatan Terciptanya  
Pakaian Seragam 
paskibraka,Pelati

h dan Peserta 
dalam rangka 
HUT RI

1 
Kegiatan

Jumlah Organisasi 
Kepemudaan

2,6E+07 jumlah kegiatan 1 kegiatan jumlah kegiatan 1 
kegiatan

jumlah desa 10 Tersedianya 

Alokasi Dana 
Desa

14 Desa Terpenuhinya 

Alokasi Dana 
Desa

14 Desa

Terselengaranya 
Kegitan 
Pemelihan Kepala 
Desa

0 Tersedianya 
Fasilitas 
Pemilihan Kepala 
Desa

1 Desa Terlaksananya 
Pemilihan Kepala 
Desa

1 Desa

Peningkatan 

Keamanan

2 Patroli Keamanan 

dan Ketertiban

14 Desa 1 

Kelurahan

Terlaksananya 

Patroli 
Kamtibmas

14 Desa 1 

Keluraha
n

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Teselenggaranya 
Pembinaan 
Karang Taruna

17 Terlaksananya 
SenamSKJ 
Bersama

1 Tahun Terciptanya 
Senam SKJ 
Bersama

1 Tahun Rp 24.000.000,00 Rp 26.400.000,00 Kecamatan Karang Jaya Baru - Kebijakan 
Pemerintah

1.20.1.20.16.94.002 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kantor Camat Karang 
Jaya

Rp 36.854.000,00 Rp 26.000.000,00 Kecamatan Karang Jaya Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.20.16.94 Rp 24.000.000,00 Rp 26.400.000,00

1.20.1.20.16.93.002 Patroli Rutin Keamanan Lingkungan Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Desa dan Kelurahan 

Sekecamatan Karang 
Jaya

Rp 30.000.000,00 Rp 33.000.000,00 Kecamatan Karang Jaya Alternatif

1.20.16.93 Program Peningkatan Keamanan Lingkungan Rp 36.854.000,00 Rp 26.000.000,00

1.20.1.20.16.92.002 Fasilitas Pemilihan Kepala Desa Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Desa Dalam Wilayah 
kecamatan Karang 
Jaya

Rp 18.000.000,00 Rp 19.800.000,00 Kecamatan Karang Jaya Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.20.16.92 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Rp 30.000.000,00 Rp 33.000.000,00

1.20.1.20.16.90.002 Pembinaan Dana Desa Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 
dan efektif

Desa Sekecamatan 

Karang Jaya

Rp 150.000.000,00 Rp 175.000.000,00 Kecamatan Karang Jaya Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.20.16.90 Program Peningkatan Keberdayaan  Pendesaan Rp 18.000.000,00 Rp 19.800.000,00

1.20.1.20.16.87.002 Fasilitasi Penyelenggaraan Paskibraka dalam rangka 
HUT RI

Mewujudkan Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 
Pemerintahan yang efisien 
dan efektif

Kecamatan Karang 
Jaya

Rp 277.750.000,00 Rp 234.950.000,00
1.20.1.20.16.87.001 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik
Terselenggaranya 
Pemerintahan yang efisien 
dan efektif

Kecamatan Karang 
Jaya

Rp 127.750.000,00 Rp 59.950.000,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan
1.20.16.87 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan 

1.20.1.20.16.80.001 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 
(membangun, updating dan pemeliharaan)

Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Karang 
Jaya

Rp 50.030.000,00 Rp 55.033.000,00 Kecamatan Karang Jaya Sedang Berjalan



Rp 2.650.692.301,00

Rp 2.423.708.404,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah kompetisi 
olahraga 
tradisional yang 
di lombakan

1	paket/
kompetis
i

Perlombaan 
untuk tingkat 
kecamatan

90% Mempercepat 
pertumbuhan 
generasi pemuda 
yang positif

80%

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 
Keuangan Daerah

Jumlah surat 
menyurat

400	lem
bar

jumlah naskah 
dinas

2 Jenis Dokumen Yang 
Pakai Materai

1 Jenis

tersedianya 
pembayaran 

rekening listrik, 
air dan telepon

12 bulan jumlah rekening 2 Rekening Pembayaran 
Listrik

2 
Rekening

Jumlah 
Pengadaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor

0 Unit Jumlah Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor

4 Jenis Alat Peralatan 
dan 
Perlengkapan 
Kantor

4 Jenis

penanggung 
jawab laporan 

adm keuangan

1 tahun Jumlah Jasa 
Administrasi 

Keuangan

7 Orang Honorarium 
Pengelola 

Keuangan

7 Orang

Terbayarnya jasa 
kebersihan 
kantor dan 
belanja peralatan 
kebersihan dan 
bahan pembersih

12 bulan jumlah jasa 16 Jenis Kerapian dan 
Kerapian Kantor

12 Bulan

Tertibnya 
administrasi 
perkantor

2500 Lbr

Tertibnya 
administrasi 
perkantor

2500 Lbr jumlah item 28 Item Barang Alat Tuis 
Kantor

12 Bulan

Tersedianya 
barang cetakan 

dan penggandaan

12 Bulan Jumlah Barang 
Cetak dan 

Pengandaan

4 Jenis Dokumen Cetak 
dan Pengadaan

4 Jenis

Tersedianya 
Komponen 
Instalasi Listrik

12 Bulan Jumlah 
Kebutuhan 
Instalasi Listrik

5 Item Bola Lampu, 
Babel, Colakan, 
Stop Kontak

5 Jenis

Pemenuhan 
Kebutuhan 
Kinerja 
Perkantoran/Ope

rasional SKPD

14 
Kegiatan

Tersediannya 
Koran dan Mjalah

10	Exam
plar

Jumlah Bahan 
Bacaan

6 Jenis Media Baca/ 
Koran

6 Jenis Rp 11.000.000,00 Rp 11.550.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan1.20.1.20.17.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

Kecamatan Ulu Rawas

Rp 22.374.000,00 Rp 23.492.700,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.1.20.17.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Ulu Rawas Rp 9.185.000,00 Rp 10.000.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.1.20.17.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Kecamatan Ulu Rawas

Rp 35.987.000,00 Rp 41.375.350,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.1.20.17.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

Kecamatan Ulu Rawas Rp 39.405.000,00 Rp 41.375.250,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.1.20.17.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Ulu Rawas

Rp 25.040.000,00 Rp 26.292.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.1.20.17.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Kecamatan Ulu Rawas Rp 46.332.000,00 Rp 48.648.600,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.1.20.17.01.003 Penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Ulu Rawas

Rp 5.511.000,00 Rp 5.786.550,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.1.20.17.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 
listrik

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Kecamatan Ulu Rawas Rp 19.800.000,00 Rp 20.790.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.1.20.17.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

Kecamatan Ulu Rawas
1.20.17.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 682.504.500,00 Rp 704.330.950,00
1.20.17 Kecamatan Ulu Rawas

Rp 12.000.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20

1.18.1.20.17.20.006 Penyelenggara Kompetisi Olah Raga Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya budaya dan 
prestasi olahraga

Kecamatan Ulu Rawas

1.20.17.20 Rp 12.000.000,00 Rp 0,00
1.20.17 Kecamatan Ulu Rawas
1.18 Kepemuda dan Olah Raga

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Kecamatan Ulu Rawas

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi



Tertibnya 
administrasi 
perkantor

2500 Lbr Kelengkapan 
Kantor

2 Jenis Melengkapi 
Kelancaran 
Prasarana 

Elektronik Kantor

12 Bulan

Tersedianya 
makanan dan 
minuman

11 bulan jumlah porsi 
makan

11 Bulan Rapat Koordinasi 12 Bulan

Rapat Koordinasi 12 Bulan

Tersedianya 
Pendanaan 
perjalanan dinas 
luar Daerah

12 bulan Jumlah sppd 
Keluar Daerah

2 Macam Inpormasi 1 Tahun

Biaya Listrik, 
Telepon, 
Internet, Air dan 

Surat Kabar

12 bulan Jumlah sppd 
Kedalam Daerah

2 Macam Inpormasi 1 Tahun

Penyelenggaraan  
perjalanan dinas 
pegawai  dalam 
daerah

100%

Tersedianya jasa 
pendukung 
administrasi / 

perkantoran

100% Jumlah Jasa 
Admisntrasi 
Kantor

26 Orang Pendukung 
Administe=rasi 
Kantor

12 Bulan

Jumlah Peralatan 
Kebersihan

12 Bulan Jasa Kebesihan 11 Orang Kebersihan 1 Jalan 
Poros

Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Rp 26.500.000,00 Rp 30.000.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah 
Pengadaan 
Perlengkapan 
gedung kantor

1 Paket Jumlah 
Perlengkapan 
Kantor

3 Jenis Kebutuhan Alat 
Penunjang 
Administrasi 
Kantor

3 Jenis

Tersedianya  
peralatan gedung 
kantor

17 unit Jumlah Peralatan 
Kantor

4 Jenis Alat Penunjang 
Administarasi 
Kantor

4 Jenis

Tersedianya  
peralatan gedung 

kantor

17 unit Jumlah 
Pengadaan 

Mebeleur

5 Jenis Terpenuhnya 
Akan Mebeleur 

Kantor

5 Jenis

Jumlah 
Kendaraan 
Jabatan yang 
terpelihara 
dengan baik

10 unit Jumlah Bangunan 1 Unit Tersedianya 
Banguna

1 Unit

Sarana dan 
prasarana gedung 
kantor yang 

tersedia

1 paket

Pemeliharaan 
rutin/berkala 

gedung kantor

0 Jumlah 
Pemelihraan 

Gedung

1 Unit Keindahan 
Bangunan 

Gedung

1 Unit

Jumlah Rumah 
Jabatan yang 
Diperbaiki

4 Unit Jumlah 
Pemeriharaan 
Rumah Dinas

I Unit Keindahan 
Rumah Dinas

1 Unit

Jumlah 
Kendaraan 

Dinas/Operasiona
l yang diperbaiki

124 Unit Jumlah 
Pemeliharaan 

Kenderaan Dinas

7 Unit Terpeliharanya 
Kendeaan Dinas

7 Unit Rp 96.536.000,00 Rp 101.362.800,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.17.03 Program peningkatan disiplin aparatur Rp 59.400,00 Rp 0,00

1.20.1.20.17.02.240 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Ulu Rawas

Rp 38.525.000,00 Rp 40.451.775,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.1.20.17.02.027 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah 
Jabatan/Dinas

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

Kecamatan Ulu Rawas Rp 36.839.400,00 Rp 38.681.370,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.1.20.17.02.025 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Kecamatan Ulu Rawas

Rp 67.500.000,00 Rp 70.875.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.1.20.17.02.014 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Ulu Rawas Rp 120.000.000,00 Rp 9,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.1.20.17.02.010 Pengadaan Mebeleur Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Kecamatan Ulu Rawas

Rp 50.000.000,00 Rp 25.300.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.1.20.17.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

Kecamatan Ulu Rawas Rp 40.000.000,00 Rp 20.400.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.1.20.17.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Kecamatan Ulu Rawas

Rp 165.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Baru - Tidak Bisa 
Ditunda

1.20.17.02 Rp 449.400.400,00 Rp 297.070.954,00

1.20.1.20.17.01.800 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

Kecamatan Ulu Rawas

Rp 58.000.000,00 Rp 60.900.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.1.20.17.01.120 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis 
Perkantoran

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Ulu Rawas Rp 141.000.000,00 Rp 141.000.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.1.20.17.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Ulu Rawas

Rp 22.820.500,00 Rp 22.820.500,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.1.20.17.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Ulu Rawas Rp 76.000.000,00 Rp 79.800.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.1.20.17.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

yang berkualitas

Kecamatan  Ulu 
Rawas

1.20.1.20.17.01.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan

pemerintah daerah
yang berkualitas

Kecamatan Ulu Rawas Rp 5.050.000,00 Rp 5.500.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan



Jumlah 
Pengadaan Baju 
dinas beserta 

Perlengkapannya

56 Stel Jumlah 
Pengadaan 
Pakaian Dinas 

Beserta 
Kelengkapannya

36 Stel Keseragaman 
Pegawai

36 Stel

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur

Aparatur Dinas 
Sosial yang 

mendapatkan 
Pendidikan dan 
Pelatihan Formal

21 orang Jumlah Yang 
Mengikuti 

Pendidikan 
Pelatihan Formal

9 Orang Mutu SDM 
Kepegawaian

9 Orang

Program Peningkatan Keberdayaan Partisipasi 
Masyarakat dalam Membangun Desa/kelurahan

Pelaksanaan 
Musrenbang 
tingkat 

Kecamatan

1 
Kegiatan

Jumlah Peserta 
Musrengbang

6 Desa/ 
Kelurahan

Perencanaan 
Pembangunan

1 Kali

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 
Tingkat Kelurahan & Kecamatan

Jumlah tim 
peserta MTQ

100 % Jumlah Peseta 6 Desa/ 
Kelurahan

Partisipasi 
Masyarakat

2 
Kegiatan

Terlaksannya 
Kegiatan HUT RI 

dan HUT Pemkab 
Muratara

1 Tahun pelaksanaan 
kegiatan hari 

ulang tahun  17 
agustus

95% peningkatan 
mutu HUT RI 

80%

Program Pembinaan Pendidikan Agama dan 
Organisasi Keagamaan

- - jumlah peserta 30 
orang

80% jumlah peserta 
30 orang dan 

panitia

70%

jumlah keg 
Keagamaan

6 
Kegiatan

Program Peningkatan Partisifasi Masyarakat dalam 
Membangun Desa

jumlah peserta 10 Jumlah Peserta 6 Desa/ 
Kelurahan

Partisiasi 
Masyarakat

1 
Kegiatan

Pembinaan Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga Rp 150.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

peserta desa/kel
urahan

Jumlah Peseta 6 Desa/ 
Kelurahan

Kesehatan Belita 1 
Kegiatan

jumlah peserta 10 Sosialisai 
Kantibmas

6 Desa/ 
Kelurahan

Partisipasi 
Masyarakat 
Dalam Menjaga 
Keamanan 
Lingkungan

1 
Kegiatan

Program Peran Serta Kepemudaan Rp 35.000.000,00 Rp 40.000.000,00
Pembinaan Olahraga Rp 35.000.000,00 Rp 40.000.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

jumlah desa 10 Kebutuhan 

Operasional 
Kelurahan

1 Tahun Terpenuhnya 

Operasional 
Kelurahan

1 Tahun

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan 
dalam Pemasyarakatan Olahraga

jumlah peserta 63 Jumlah Peserta 6 Desa/ 
Kelurahan

Atlit Berperstasi 1 
Kegiatan

jumlah tenaga/ 
jasa

10 Jumlah Jasa 
Administrasi 
Kependudukan

7 Orang Kelancaran 
Pelayanan 
Kependudukan

1 Tahun Rp 30.600.000,00 Rp 32.130.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan1.20.1.20.17.80.001 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 
(membangun, updating dan pemeliharaan)

Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Ulu Rawas

Rp 75.468.000,00 Rp 79.241.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.17.80 Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp 30.600.000,00 Rp 32.130.000,00

1.20.1.20.17.79.005 Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Ulu Rawas

Rp 220.000.000,00 Rp 220.000.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.17.79 Rp 75.468.000,00 Rp 79.241.000,00

1.20.1.20.17.77.001 Pembinaan Kelurahan Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Ulu Rawas

Rp 45.870.000,00 Rp 48.163.500,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.17.77 Program Peningkatan Keberdayaan Pedesaan Rp 220.000.000,00 Rp 220.000.000,00

1.20.1.20.17.76.068 Pembinaan Pemberdaayaan Masyakatan Ketertiban 
Lingkungan

Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Ulu Rawas

Rp 67.690.000,00 Rp 71.074.500,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.1.20.17.76.003 Pembinaan Kader Posyandu Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Ulu Rawas Rp 20.400.000,00 Rp 21.420.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.1.20.17.76.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan 
Desa

Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Ulu Rawas

Rp 45.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Baru - Kegiatan 
belum memberikan 

Keluaran

1.20.17.76 Rp 133.960.000,00 Rp 140.658.000,00

1.20.1.20.17.37.001 Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya masyarakat 
yang religius dan beretika

Kecamatan  Ulu 
Rawas

Rp 65.000.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.17.37 Rp 45.000.000,00 Rp 50.000.000,00

1.20.1.20.17.32.004 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara dan Keragaman 
Hiburan Rakyat

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terciptanya
kententraman,

ketertiban dan
pembinaan wawasan
kebangsaan

Kecamatan Ulu Rawas

Rp 123.050.000,00 Rp 123.050.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.17.32 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp 65.000.000,00 Rp 0,00

1.20.1.20.17.30.003 Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan sekaligus 
pembinaan dan pengiriman peserta MTQ tingkat 

Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya peran serta 
masyarakat dalam 

Kecamatan Ulu Rawas

Rp 40.550.000,00 Rp 42.577.500,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.17.30 Rp 123.050.000,00 Rp 123.050.000,00

1.20.1.20.17.29.001 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya peran serta 
masyarakat dalam 
pembangunan

Kecamatan Ulu Rawas

Rp 20.500.000,00 Rp 21.525.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.17.29 Rp 40.550.000,00 Rp 42.577.500,00

1.20.1.20.17.05.001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Meningkatnya kualitas 
sumber daya aparatur

Kecamatan Ulu Rawas

Rp 59.400,00 Rp 0,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.17.05 Rp 20.500.000,00 Rp 21.525.000,00

1.20.1.20.17.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 
RPJM

Kecamatan Ulu Rawas



Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 
Pendesaan

jumlah desa 10 Pembinaan 6 Desa Mutu Pengelola 

Keuangan Desa

6 Desa

Pemerintah Desa 1 
Kegiatan

Sosialisasi 6 Desa/ Kel Wawasan SDM 
Pemerntah Desa

1 
Kegiatan

Masyarakat Desa/ 
Kel

1 
Kegiatan

Sosialisasi 
Masyarakat Anti 

Narkoba

6 Desa/ 
Kelurahan

Pengetahuan 
Akan Dampat 

Dari Narkoba

1 
Kegiatan

Masyarakat Desa/ 
Kel

1 
Kegiatan

Sosialisai 
Kantibmas

6 Desa/ 
Kelurahan

Masyarakat 
Bersatu Untuk 
Menjaga 
Keamanan 
Lingkungan 

1 
Kegiatan

Terselengaranya 
HUT RI

1 Jumlah kegiatan 3 Kegiatan Kemerihan HUT 
RI

1 Tahun

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 
Desa

Terselengaranya 
Kegitan 
Pemelihan Kepala 
Desa

0 Jumlah Desa 2 Desa Tterselengaranya 
Pemeilihan 
Kepala Desa

1 
Kegiatan

Peningkatan 

Keamanan

2 Jasa Keamanan 11 Orang Patroli Tiga Pilar 12 Bulan

Program Peningkatan Keberdayaan Pertisipasi 
Masyarakat dalam Membangun Desa/ Kelurahan

Pembinaan 
Masyarakat Sadar 
Lingkungan Hidup

1 
Kegiatan

Sosialisai 
Masyarakat Sadar 
Wisata

6 Desa/ 
Kelurahan

Pemahaman 
Masyarakat Akan 
Wisata

1 
Kegiatan

Pembinaan Santri 
Al-Qur'an

1 
Kegiatan

Pembinaan 
Santri/i Al-Qur'an

100 Orang Kualitas Dalam 
Pembacaan Al-
Qur'an

1 
Kegiatan

Pembinaan 
Masyarakat Sadar 
Lingkungan Hidup

1 
Kegiatan

Sosilisasi 
Masyarakat Sadar 
Lingkungan Hidup

6 Desa/ 
Kelurahan

Wawasan 
Masyarakat

1 
Kegiatan

Pembinaan 6 Desa/ 

Kelurahan

Pemahaman 

Masyarakat 
Terhadap Agama

12 Bulan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 
membangun desa

Terlaksananya 
Pembinaan 

Kelompok 
Masyarakat 
Pembangunan 

Desa

1 Tahun peningkatan 
kemajuan 

pembangunan di 
desa dan 
kelurahan

90% tercapainya 
kemajuan 

pembangunan 
merata

80% Rp 44.000.000,00 Rp 0,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan1.22.1.20.17.17.001 Kegiatan Pembinaan Kelompok Maembangun Desa Tidak memiliki prioritas 
di RPJM

Terwujudnya peran serta 
masyarakat dalam 

pembangunan

Kecamatan Ulu Rawas

1.20.17.17 Rp 44.000.000,00 Rp 0,00
1.20.17 Kecamatan Ulu Rawas

Rp 74.750.000,00 Rp 78.487.500,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.20.1.20.17.98.109 Pembinaan Majelis Taklim Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Ulu Rawas

Rp 65.050.000,00 Rp 68.302.500,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.1.20.17.98.098 Pembinaan Masyarakat Sadar Lingkungan Hidup Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Ulu Rawas Rp 75.000.000,00 Rp 78.750.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.1.20.17.98.049 Pembinaan Santri Al-Qur'an Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Ulu Rawas

Rp 280.100.000,00 Rp 323.540.000,00

1.20.1.20.17.98.004 Pembinaan Masyarakat Sadar Wisata Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Ulu Rawas Rp 65.300.000,00 Rp 98.000.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.17.98

Rp 102.300.000,00 Rp 102.300.000,00
1.20.1.20.17.93.001 Pattroli Tiga Pilar Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Ulu Rawas Rp 102.300.000,00 Rp 102.300.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan
1.20.17.93 Program Peningkatan Keamanan Lingkungan 

Rp 1,00 Rp 0,00

1.20.1.20.17.92.002 Fasilitas Pemilihan Kepala Desa Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Ulu Rawas Rp 1,00 Rp 0,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.17.92

Rp 198.500.000,00 Rp 153.200.000,00
1.20.1.20.17.91.003 Fasilitasi Penyelenggaraan Hiburan Rakyat Tingkat 

Kecamatan
Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Kecamatan Ulu Rawas Rp 198.500.000,00 Rp 153.200.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.17.91 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Rp 28.900.000,00 Rp 30.345.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.1.20.17.90.106 Pembinaan Masyarakat Sadar keamanan Lingkungan Mewujudkan Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 
Pemerintahan yang efisien 
dan efektif

Kecamatan Ulu Rawas Rp 32.000.000,00 Rp 33.600.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.1.20.17.90.105 Pembinaan Masyarakat Anti Narkoba Mewujudkan Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 
Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Kecamatan Ulu Rawas

Rp 36.300.000,00 Rp 38.115.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.1.20.17.90.104 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa/ Kel Mewujudkan Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 
Pemerintahan yang efisien 
dan efektif

Kecamatan Ulu Rawas Rp 30.500.000,00 Rp 32.025.000,00 Kecamatan Ulu Rawas Sedang Berjalan

1.20.1.20.17.90.002 Fasilitasi Alokasi Dana Desa Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

Kecamatan Ulu Rawas

1.20.17.90 Rp 127.700.000,00 Rp 134.085.000,00



Rp 5.147.995.000,00

Rp 4.837.794.500,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 750.000.000,00
5.1.1 Belanja Pegawai Rp 750.000.000,00

Jumlah surat 

menyurat

400	lem

bar

Surat yang 

terkirim dan 

pemenuhan 

kebutuhan 

materai

2200 + 

600

Kelancaran 

operasional 

kantor

12 

Terselenggaranya 

Operasional 

Kantor Selama 1 

Tahun

100%

Jasa komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

2 Unit Pembayaran 

rekening telepon 

dan listrik untuk 

gedung kantor 

BKPSDM 

24 Kelancaran 

Operasional 

Kantor

12

Terselenggaranya 

Operasional 

Kantor Selama 1 

Tahun

100%

Tercapainya 

Keamanan Barang 

Milik Daerah

12 Bulan Pembayaran 

premi asuransi 

kendaraan dinas 

roda 4 dan roda 2

2 unit 

mobil, 1 

unit 

motor

Jaminan 

Keamanan 

Kendaraan 

Dinas/Operasiona

l

12

Terselenggaranya 

Operasional 

Kantor Selama 1 

Tahun

100%

TerpenuhinyaHon

orarium Jasa Adm 

Keuangan

12 bulan Jumlah Pengelola 

Keuangan dan 

Operator Sistem 

Keuangan SKPD

10 Orang Pengelola 

Keuangan dan 

Operator Sistem 

Keuangan SKPD 

Melaksanakan 

Tugas dengan 

Baik

12

Terselenggaranya 

Operasional 

Kantor Selama 1 

Tahun

100%

Terbayarnya jasa 

kebersihan kantor 

dan belanja 

peralatan 

kebersihan dan 

bahan pembersih

12 bulan Petugas 

Kebersihan

1 Orang Kebersihan dan 

Kesehatan 

Lingkungan Kerja

12

Terselenggaranya 

Operasional 

Kantor Selama 1 

Tahun

100%

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

1.25 Kepegawaian

1.20.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 912.280.000,00 Rp 1.003.508.000,00
1.20.06 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Rp 10.000.000,00 Rp 11.000.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Sedang Berjalan

1.25.1.20.06.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan 

SDM

Rp 12.000.000,00 Rp 13.200.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Sedang Berjalan

1.25.1.20.06.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan 

SDM

Rp 15.000.000,00 Rp 16.500.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Sedang Berjalan

1.25.1.20.06.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan 

SDM

Rp 99.480.000,00 Rp 109.428.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Sedang Berjalan

1.25.1.20.06.01.005 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan 

SDM

Rp 25.000.000,00 Rp 27.500.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Sedang Berjalan1.25.1.20.06.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan 

SDM



Jumlah Perbaikan 

Perlatan Kerja 

yang diperbaiki 

(AC,Handycam, 

kanera, Kulkas, 

TV, CCTV. Infokus, 

laptop, printer dll)

100% Terpeliharanya 

peralatan kerja : 

komputer, 

printer, AC, 

notebook/laptoo

p, proyektor, 

pompa air

10 Unit Peralatan Kerja 

dapat berfungsi 

dengan baik dan 

optimal

48

Terselenggaranya 

Operasional 

Kantor Selama 1 

Tahun

100%

jumlah alat tulis 

kantor

12 bulan Tersedianya Alat 

Tulis Kantor

12 Bulan Kelancaran 

Operasional 

Kantor

12

Terselenggaranya 

Operasional 

Kantor Selama 1 

Tahun

100%

jumlah barang 

cetakan dan 

penggandaan

12 bulan Barang cetak dan 

fotocopy

12 Bulan Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

untuk 

Mendukung 

Pekerjaan Sehari-

hari

8

Terselenggaranya 

Operasional 

Kantor Selama 1 

Tahun

100%

jumlah 

komponen listrik 

yang tersedia

12 bulan Tersedianya 

instalasi, lampu 

listrik

20 Buah Penerangan 

Bangunan Kantor

12

Terselenggaranya 

Operasional 

Kantor Selama 1 

Tahun

100%

Jumlah 

Pengadaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

0 Unit Tersedianya 

Laptop/Notebook 

dan Printer

3 Unit 

dan 5 

Unit

Pendukung 

dalam Melakukan 

Pekerjaan Sehari-

hari

48

Terselenggaranya 

Operasional 

Kantor Selama 1 

Tahun

100%

jumlah makanan 

dan minuman

11 bulan Tersedianya 

makan pegawai

11 Bulan Pemenuhan 

Kebutuhan 

Makan dan 

Minum

11

Terselenggaranya 

Operasional 

Kantor Selama 1 

Tahun

100%

Jumlah Rapat - 

rapat koordinasi 

dan konsultasi 

keluar daerah

800	Kali Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

Luar Daerah 

dalam 12 Bulan

50 Kegiatan Dinas 

yang 

Dilaksanakan di 

Luar Kab. Musi 

Rawas Utara

12

Terselenggaranya 

Operasional 

Kantor Selama 1 

Tahun

100%

1.25.1.20.06.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan 

SDM

Rp 10.000.000,00 Rp 11.000.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

Rp 100.000.000,00 Rp 110.000.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Sedang Berjalan

1.25.1.20.06.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan 

SDM

Rp 50.000.000,00 Rp 55.000.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Sedang Berjalan

1.25.1.20.06.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan 

SDM

Rp 2.000.000,00 Rp 2.200.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Sedang Berjalan

1.25.1.20.06.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan 

SDM

Rp 34.000.000,00 Rp 37.400.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.25.1.20.06.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan 

SDM

Rp 30.000.000,00 Rp 33.000.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Sedang Berjalan

1.25.1.20.06.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Luar Daerah 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 250.000.000,00 Rp 275.000.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Sedang Berjalan

1.25.1.20.06.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan 

SDM



Terselenggaranya 

Operasional 

Kantor Selama 1 

Tahun

100% Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

Dalam Kabupaten 

Musi Rawas Utara 

dalam 12 Bulan

300 Kegiatan Dinas 

yang 

Dilaksanakan 

Dalam Kab. Musi 

Rawas Utara 

(Termasuk 

Lubuklinggau)

12

Tersedianya jasa 

pendukung 

administrasi / 

perkantoran

100% Terbayarnya Jasa 

Operator 

Komputer, 

Operator 

Kepegawaian, 

Tenaga Kerja 

Sukarela,  dan 

Petugas Jaga 

Malam BKPSDM 

Kab. Musi Rawas 

Utara

46 Operator 

Komputer, 

Operator 

Kepegawaian, 

Tenaga Kerja 

Sukarela,  dan 

Petugas Jaga 

Malam Bekerja 

Dengan Baik

12

Terselenggaranya 

Operasional 

Kantor Selama 1 

Tahun

100%

jumlah bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

12 bulan Tersedianya surat 

kabar

12 Bulan Informasi dari 

Media Massa

12

Terselenggaranya 

Operasional 

Kantor Selama 1 

Tahun

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kelancaran 

Moblitas Kerja 

Aparatur

12 Bulan Terlaksananya 

Pembangunan 

Pelayanan 

Administrasi 

Kepegawaian 1 

(satu) pintu dan 

pengadaan Lemari 

Aset

1 Paket Pendukung 

Dalam 

Melaksanakan 

Pekerjaan Sehari-

hari

60

Tersedianya 

gedung kantor

1 unit

Jumlah 

Pemeliharaan 

Kendaraan dan 

BBM Kendaraan

12 bulan Pajak Kendaraan 

Dinas/Operasiona

l, Belanja BBM 

Kendaraan 

Dinas/Operasiona

l dan Mesin 

Genset

2 Unit 

Mobil 

dan 1 

Unit 

Motor, 

720 Liter 

Premium

/Pertalite

, 3600 

Liter 

Pertamin

a 

Dex/Solar 

dan 500 

Liter 

BBM 

Genset

Kendaraan 

Dinas/Operasiona

l Dalam Kondisi 

Prima

12

Kelancaran 

Moblitas Kerja 

Aparatur

12 Bulan

Jumlah 

Pemeliharaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

12 bulan Terpeliharanya 

Gedung selama 

12 (Duabelas) 

Bulan

1 Gedung Gedung Kantor 

Terpelihara 

dengan Baik

12

Rp 30.000.000,00 Rp 33.000.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Sedang Berjalan

1.25.1.20.06.01.020 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis 

Perkantoran

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan 

SDM

Rp 208.800.000,00 Rp 229.680.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Sedang Berjalan

1.25.1.20.06.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dalam Daerah 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 36.000.000,00 Rp 39.600.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Sedang Berjalan

1.20.06.02 Rp 258.000.000,00 Rp 283.800.000,00

1.25.1.20.06.01.040 Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan 

SDM

Rp 150.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.25.1.20.06.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan 

Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan 

SDM

Rp 80.000.000,00 Rp 88.000.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Sedang Berjalan

1.25.1.20.06.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan 

SDM

Rp 28.000.000,00 Rp 30.800.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.25.1.20.06.02.025 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan 

SDM



Kelancaran 

Moblitas Kerja 

Aparatur

12 Bulan

Jumlah 

Pengadaan Baju 

dinas beserta 

Perlengkapannya

56 Stel Pakaian Batik 55 Stel Seragam/Pakaian 

Batik pegawai 

BKPSDM

55

Ketertiban dan 

Kerapian Pegawai

100	%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur
Aparatiur 

berkompoten 

dibidang tugasnya

36 	Org Pengiriman 

Peserta Bimtek

8 Orang Aparatur Sipil 

BKPSDM Kab. 

Musi Rawas Utara 

yang 

Meningkatkan 

Kapasitas Melalui 

Bimtek

8

Aparatiur 

berkompoten 

dibidang tugasnya

36 	Org Sosialisasi PP 

Nomor 53 Tahun 

2010, PP Nomor 

11 Tahun 2017, 

Permenpan RB 

Nomor 25 dan 26 

Tahun 2016

4 

Peratura

n 

Perundan

g-

undanga

n

Tercapainya 

Pemahaman di 

Bidang 

Kepegawaian bagi 

PNS Daerah

12

Aparatiur 

berkompoten 

dibidang tugasnya

36 	Org Pendidikan dan 

Pelatihan Pranata 

Komputer

2 Orang Aparatur Pranata 

Komputer Telah 

Lulus Diklat 

Fungsional

2

Jumlah Aparatur 

yang mengikuti 

diklat Formal

198	oran

g

Pendidikan dan 

Pelatihan Analis 

Kepegawaian

2 Orang Aparatur Analis 

Kepegawaian 

Kab. Musi Rawas 

Utara Telah Lulus 

Diklat Fungsional

2

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Perancang 

Perundang-

Undangan

1 Orang Aparatur 

Perancang 

Perundang-

undangan Kab. 

Musi Rawas Utara 

Telah Lulus Diklat 

Fungsional

1

Pendidikan dan 

Pelatihan Angka 

Kredit

3 Orang Tim Penilai Angka 

Kredit PNS 

Fungsional 

Tertentu 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

3

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Peningkatan 

Kuantitas dan 

Kualitas Sumber 

Daya Aparatur

12 Bulan CPNS di 

Lingkungan 

Pemkab Musi 

Rawas Utara 

Formasi Umum 

Tahun 2018

375 Formasi CPNS 

Daerah yang 

Terisi

375

Rp 28.000.000,00 Rp 30.800.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.20.06.03 Program peningkatan disiplin aparatur Rp 35.000.000,00 Rp 38.500.000,00

1.25.1.20.06.02.025 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan 

SDM

Rp 35.000.000,00 Rp 38.500.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.20.06.05 Rp 404.000.000,00 Rp 444.400.000,00

1.25.1.20.06.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan 

SDM

Rp 100.000.000,00 Rp 110.000.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Sedang Berjalan

1.25.1.20.06.05.021 Rapat Koordinasi Kepegawaian Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan 

SDM

Rp 70.000.000,00 Rp 77.000.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.25.1.20.06.05.005 Bimbingan teknis implementasi peraturan 

perundangan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Luar Daerah 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 234.000.000,00 Rp 257.400.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.20.06.17 Rp 2.788.715.000,00 Rp 3.067.586.500,00

1.25.1.20.06.05.055 Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional bagi 

PNS Daerah

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Luar Daerah 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 400.000.000,00 Rp 440.000.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.25.1.20.06.17.002 Seleksi Penerimaan CPNS Daerah Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Wilayah Negara 

Kesatuan Republik 

Indonesia



Aparatur 

Pemerintahan 

yang Memiliki 

Kompetensi 

Sesuai Tugas 

Pokok dan 

Fungsinya

50% Penempatan dan 

Alih Tugas PNS di 

lingkungan 

Pemkab Musi 

Rawas Utara dan 

Terpenuhinya 

Perpindahan PNS 

dari dan keluar 

Pemkab Musi 

Rawas Utara, 

serta Penetapan 

Usulan Pejabat 

Esselon II, III dan 

IV

300 PNS 

dan 200 

PNS

Penempatan 

Aparatur sesuai 

dengan  

Kompetensi

500

Aparatur 

Pemerintahan 

yang Memiliki 

Kompetensi 

Sesuai Tugas 

Pokok dan 

Fungsinya

50% Pembangunan 

Sistem Informasi 

Kepegawaian 

Daerah

1 Sistem Informasi 

Kepegawaian 

Daerah (SIMPEG)

1

Peningkatan 

Kuantitas dan 

Kualitas Sumber 

Daya Aparatur

12 Bulan Satyalancana 50 Buah Jumlah PNS 

Berprestasi yang 

Ditetapkan oleh 

BKN

50

Peningkatan 

Kuantitas dan 

Kualitas Sumber 

Daya Aparatur

12 Bulan Terselesaikannya 

Kasus-kasus 

Pelanggaran 

Disiplin PNS 

selama 12 

(Duabelas) Bulan

10 Kasus SK Pelanggaran 

Disiplin

10

Peningkatan 

Kuantitas dan 

Kualitas Sumber 

Daya Aparatur

12 Bulan S2 Spesialis 1 Orang Aparatur 

Penerima 

Bantuan Tugas 

Belajar dan Wajib 

Ikatan Dinas di 

Kab. Musi Rawas 

Utara Selama 

Waktu yang 

Ditentukan

1

Peningkatan 

Kuantitas dan 

Kualitas Sumber 

Daya Aparatur

12 Bulan Terbitnya SK 

Pensiun, Karpeg, 

Karis/Karsu dan 

Taspen

150 Pensiun, Karpeg, 

Karis/Karsu dan 

Taspen yang 

Ditetapkan oleh 

BKN dan PT. 

Taspen

100%

Peningkatan 

Kuantitas dan 

Kualitas Sumber 

Daya Aparatur

12 Bulan Terbitnya SK 

Kenaikan Pangkat 

PNS yang Tepat 

Waktu

300 SK Kenaikan Pangkat 

PNS  yang 

Disetujui

300

Peningkatan 

Kuantitas dan 

Kualitas Sumber 

Daya Aparatur

12 Bulan Tersedianya Calon 

Pejabat/Pejabat 

yang mempunyai 

Kompetensi 

sesuai Jabatan, 

PIM II = 3 Orang, 

PIM III = 8 Orang, 

PIM IV = 11 Orang

30 Orang PNS Kabupaten 

Musi Rawas Utara 

yang Telah Lulus 

Diklat PIM IV, 

PIM III dan PIM II

30

1.25.1.20.06.17.003 Penempatan PNS Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan 

SDM

Rp 180.000.000,00 Rp 198.000.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Sedang Berjalan

Rp 150.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.25.1.20.06.17.008 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan 

SDM

Rp 35.000.000,00 Rp 38.500.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Sedang Berjalan

1.25.1.20.06.17.005 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi 

Kepegawaian Daerah

Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan 

SDM

Rp 35.000.000,00 Rp 38.500.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.25.1.20.06.17.011 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Perguruan Tinggi 

Negeri di Luar Daerah 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 150.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.25.1.20.06.17.009 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin 

PNS

Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan 

SDM

Rp 100.000.000,00 Rp 110.000.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Sedang Berjalan

1.25.1.20.06.17.018 Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS Daerah Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

BKN Kanreg VII 

Palembang

Rp 100.000.000,00 Rp 110.000.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Sedang Berjalan

1.25.1.20.06.17.017 Pengusulan dan Penetapan Pensiun, Karpeg, 

Karis/Karsu, dan Taspen

Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

BKN Kanreg VII 

Palembang dan PT. 

Taspen

Rp 600.000.000,00 Rp 660.000.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Sedang Berjalan1.25.1.20.06.17.019 Pendidikan dan Pelatihan Perjenjangan Pegawai 

Negeri Sipil

Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Badan Diklat di Luar 

Daerah Kabupaten 

Musi Rawas Utara



Aparatur 

Pemerintahan 

yang Memiliki 

Kompetensi 

Sesuai Tugas 

Pokok dan 

Fungsinya

50% Meningkatnya 

Pengetahuan, 

Keterapilan dan 

Sikap bagi CPNSD 

Formasi GGD 

Golongan III.a dan 

PTT Golongan II.c

58 Orang 

dan 27 

Orang

CPNS dari PTT 

Kesehatan dan 

Guru Garis Depan 

yang Telah Lulus 

Diklat Prajabatan

85

Peningkatan 

Kuantitas dan 

Kualitas Sumber 

Daya Aparatur

12 Bulan Tersedianya 

Sarana Informasi 

Kepegawaian 

yang baik (Sistem 

Informasi) dan 

Terlayaninya 

Administrasi 

Kepegawaian ke 

BKN secara On-

Line

1 Sarana, 

1800 

Orang

Sarana Pelayanan 

Administrasi dan 

Informasi 

Kepegawaian 

secara On-Line

1

Peningkatan 

Kuantitas dan 

Kualitas Sumber 

Daya Aparatur

12 Bulan Pejabat yang 

Memiliki 

Penempatan yang 

sesuai dengan 

Kompetensi

4 Orang Jabatan yang 

terisi

4

Peningkatan 

Kuantitas dan 

Kualitas Sumber 

Daya Aparatur

12 Bulan PNS yang 

mengikuti Ujian 

Dinas dan Ujian 

Penyesuaian

80 Orang PNS yang Lulus 

Ujian Dinas dan 

Ujian 

Penyesuaian

80

1.25.1.20.06.17.020 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS 

Daerah

Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Badan Diklat Kota 

Lubuklinggau

Rp 241.000.000,00 Rp 265.100.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

Rp 100.000.000,00 Rp 110.000.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.25.1.20.06.17.023 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

(Esselon II.a dan II.b)

Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 667.715.000,00 Rp 734.486.500,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.25.1.20.06.17.022 Monev Data Kepegawaian Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 30.000.000,00 Rp 33.000.000,00 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.25.1.20.06.17.024 Penyelenggaraan Seleksi Ujian Dinas dan Ujian 

Penyesuaian

Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Luar Wilayah 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara



Rp 4.690.012.000,00

Rp 4.235.774.000,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas 

Anak dan Perempuan
Persentase 

Penanganan 

Kasus Kekerasan 

Terhadap 

Perempuan dan 

Anak

85  % Jumlah Kegiatan 1 

Kegiatan

Pelaksanaan 

Kegiatan

1 

Kegiatan

Persentase 

Penanganan 

Kasus Kekerasan 

Terhadap 

Perempuan dan 

Anak

85  % Jumlah Kegiatan 1 

Kegiatan

Pelaksanaan 

Kegiatan

1 

Kegiatan

Persentase 

Penanganan 

Kasus Kekerasan 

Terhadap 

Perempuan dan 

Anak

85  % jumlah Kegiatan 1 

Kegiatan

Pengiriman 

Peserta Forum 

Anak Nasional

1 Orang

Peringatan Hari 

Anak Nasional

1 

Kegiatan
Persentase 

Penanganan 

Kasus Kekerasan 

Terhadap 

Perempuan dan 

Anak

85  % Jumlah Kegiatan 1 

Kegiatan

Pelaksanaan 

Kegiatan

1 

Kegiatan

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan 

jender dalam pembangunan
Indeks Kesetaraan 

Gender

15 % Jumlah Rapat 1 Kali Pelaksanaan 

Rapat

1 Kali

Indeks Kesetaraan 

Gender

15 % Jumlah Kegiatan 1 

Kegiatan

Pelaksaaan 

Kegiatan

1 

Kegiatan

Indeks Kesetaraan 

Gender

15 % Jumlah Kegiatan 1 

Kegiatan

Pelaksanaan 

Kegiatan

1 

Kegiatan

Indeks Kesetaraan 

Gender

15 % Jumlah Kegiatan 1 

Kegiatan

Pelaksanaan 

Kegiatan

1 

Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

1.11

1.22.02.15 Rp 530.000.000,00 Rp 550.000.000,00

1.22.02

Rp 90.000.000,00 Rp 90.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.11.1.22.02.15.006 Penguatan Kabupaten Layak Anak dan Kaji Banding 

Kabupaten Layak Anak

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya

kesetaraan Gender,

Pemberdayaan

Perempuan, dan 

Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.11.1.22.02.15.003 Pembinaan Kelompok Kerja Penanganan Anak 

Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK)

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya

kesetaraan Gender,

Pemberdayaan

Perempuan, dan 

Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.11.1.22.02.15.011 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan Anak (P2TP2A)

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya

kesetaraan Gender,

Pemberdayaan

Perempuan, dan 

Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Rp 140.000.000,00 Rp 160.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Sedang Berjalan

1.11.1.22.02.15.009 Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya

kesetaraan Gender,

Pemberdayaan

Perempuan, dan 

Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Rp 580.000.000,00 Rp 590.000.000,00

1.11.1.22.02.18.005 Rapat Koordinasi Forum Anak Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya

kesetaraan Gender,

Pemberdayaan

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.22.02.18

Rp 270.000.000,00 Rp 270.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Sedang Berjalan

1.11.1.22.02.18.011 Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat 

Sejahtera ( P2WKSS )

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya

kesetaraan Gender,

Pemberdayaan

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Rp 140.000.000,00 Rp 150.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Sedang Berjalan

1.11.1.22.02.18.008 Gerakan Sayang Ibu Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya

kesetaraan Gender,

Pemberdayaan

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.11.1.22.02.18.012 Workshop Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya

kesetaraan Gender,

Pemberdayaan

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

1.22.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 539.100.000,00 Rp 540.100.000,00

1.22.02



Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah Naskah 

Dinas

1100 

Lembar

terkirimnya surat 

dinas

1100 

Lembar

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah rekening 

tagihan jasa

12 

rekening

terbayarnya jasa 

listrik

12 bulan

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah Polis 

Asuransi

2 Mobil 

Dinas

Tersedianya 

Kendaraan 

Dinas/Operasiona

l yang 

berasuransi 

2 Mobil 

Dinas

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah 

Tenaga/Jasa

9 Orang Meningkatnya 

Kinerja Tenaga 

Administrasi 

Keuangan

9 Orang

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah Jenis Alat 

Tulis Kantor

20 Jenis Kelancaran 

Kegiatan Kantor

20 Jenis

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 JumlahJenis  

Barang Cetakan 

Barang dan 

Penggandaan 

7 Jenis Tersedianya 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan

7 Jenis

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah Eksemplar 5 

Eksempla

r 

Tersedianya 

Bahan Bacaan 

dan Peraturan 

Perundang 

Undangan untuk 

Pegawai Kantor 

5 

Eksempla

r 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 JUmlah Bahan 

Logistik Kantor

1 Unit 

Genset

Tersedianya 

Bahan Logistik 

Kantor

1 Unit 

Genset

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah Porsi 1276 

Porsi

Tersedianya 

Makan dan 

Minum untuk 

Rapat Pegawai 

Kantor dan Tamu

1276 

Porsi

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah SPPD 40 ok Terselenggaranya 

Rapat - Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi ke Luar 

Daerah

40 ok

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah SPPD 30 ok Terselenggaranya 

Rapat Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi ke 

Dalam Daerah

30 ok

Indeks Kepuasan 

Masyarakat / IKM

70 Jumlah Peralatan 

Kebersihan dan 

Bahan Pembersih

20 item Tersedianya 

Kantor dan 

Lingkungan yang 

Bersih dan 

Nyaman

20 item

Penyediaan Jasa pendukung administrasi/teknis 

perkantoran

Rp 250.000.000,00 Rp 275.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Sedang Berjalan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp 6.600.000,00 Rp 6.600.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Sedang Berjalan

1.22.1.22.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Rp 8.400.000,00 Rp 8.400.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Sedang Berjalan

1.22.1.22.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Sedang Berjalan

1.22.1.22.02.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Rp 90.900.000,00 Rp 90.900.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Sedang Berjalan

1.22.1.22.02.01.005 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Rp 40.000.000,00 Rp 40.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Sedang Berjalan

1.22.1.22.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Rp 25.000.000,00 Rp 25.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Sedang Berjalan

1.22.1.22.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Sedang Berjalan

1.22.1.22.02.01.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Rp 13.200.000,00 Rp 13.200.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.22.1.22.02.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Sedang Berjalan

1.22.1.22.02.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Luar Daerah 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Sedang Berjalan

1.22.1.22.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Sedang Berjalan

1.22.1.22.02.01.025 Penyediaan Peralatan Kebersihan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Rp 10.000.000,00 Rp 11.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Sedang Berjalan

1.22.1.22.02.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dalam Daerah 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Rp 519.174.000,00 Rp 407.124.000,001.22.02.02



Gendung kantor 

yang dapat 

terpelihara 

dengan baik

100% jumlah kendaraan 1 kelancaran 

operasional

100%

Persentase 

Keterpenuhan 

Rencana 

Kebutuhan 

Barang Milik 

daerah (RKBMD)

70 % Jumlah Jenis 

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

9 Jenis Tersedianya 

Peralatan Gedung 

Kantor

9 Jenis

Persentase 

Keterpenuhan 

Rencana 

Kebutuhan 

Barang Milik 

daerah (RKBMD)

70 % Jumlah jenis 

pengadaan 

mebeleur

8 jenis kelancaran 

kegiatan kantor

8 Jenis

Persentase 

Keterpenuhan 

Rencana 

Kebutuhan 

Barang Milik 

daerah (RKBMD)

70 % Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasiona

l 

3 Motor 

Trail

Tersedianya 

Kendaraan 

Dinas/Operasiona

l untuk 

Kelancaran 

Kegiatan Kantor

3 Motor 

Trail

Persentase 

Keterpenuhan 

Rencana 

Kebutuhan 

Barang Milik 

daerah (RKBMD)

70 % Jumlah Jasa Sewa 

Gedung yang 

ditempati

1 unit Tersedianya 

gedung yang 

ditempati

1 unit

Persentase 

Keterpenuhan 

Rencana 

Kebutuhan 

Barang Milik 

daerah (RKBMD)

70 % Jumlah Kendaraan 

Dinas 

2 Mobil 

dan 1 

Motor

Kendaraan 

Dinas/Operasiona

l yang terpelihara 

dengan baik

2 Mobil 

Dinas 

dan 1 

Motor

Persentase 

Keterpenuhan 

Rencana 

Kebutuhan 

Barang Milik 

daerah (RKBMD)

70 % jumlah 

perlengkapan 

gedung kantor

30 Unit terpeliharanya 

perlengkapan 

gedung kantor

30 Unit

penyediaan logistik kantor Rp 14.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Sedang Berjalan

Jumlah Temuan 

Pelanggaran 

Disiplin

25 % jumlah pakaian 58 stel Pegawai Kantor 

yang disiplin

58 orang

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur
Persentase 

Keterpenuhan 

Standar 

Kompetensi ASN

100% Jumlah pegawai 

kantor yang 

mengikuti 

pendidikan dan 

pelatihan format

5 orang sumberdaya 

aparatur yang 

terlatih

5 orang

1.22.1.22.02.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Rp 110.000.000,00 Rp 125.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

Rp 37.550.000,00 Rp 5.500.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Sedang Berjalan

1.22.1.22.02.02.010 Pengadaan Mebeleur Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Rp 12.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Sedang Berjalan

1.22.1.22.02.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Rp 105.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.22.1.22.02.02.014 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Rp 100.000.000,00 Rp 110.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Sedang Berjalan

1.22.1.22.02.02.011 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Rp 136.624.000,00 Rp 136.624.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Sedang Berjalan

1.22.1.22.02.02.026 Pemeliharaan  Rutin/Berkala PerLengkapan Gedung 

Kantor

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Rp 18.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Sedang Berjalan

1.22.1.22.02.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan 

Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Rp 21.750.000,00 Rp 21.750.000,00
1.22.1.22.02.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Rp 21.750.000,00 Rp 21.750.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Sedang Berjalan
1.22.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur

Rp 137.000.000,00 Rp 50.000.000,00

1.22.1.22.02.05.001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Rp 25.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Sedang Berjalan

1.22.02.05



Persentase 

Keterpenuhan 

Standar 

Kompetensi ASN

100% Jumlah kepala 

desa yang 

mengikuti bimtek

32 orang kepala desa yang 

berkompeten dan 

berintegritas

32 orang

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 

Perdesaan
Skor Dimensi 

Penyelenggaraan 

Pemerintah Pada 

IPD 

0,019 Jumlah Rapat 7 Kali penggunaan dana 

desa yang sesuai 

dengan peraturan

7 Kali

Program pengembangan lembaga ekonomi 

pedesaan

Jumlah BUM Desa 82 BUM 

Desa

Jumlah Peserta 25 Orang Pelaksanaan 

Kegiatan

25 Orang

Jumlah BUM Desa 82 BUM 

Desa

Jumlah Peserta 21 Orang Terlaksananya 

Kegiatan Bimtek

21 Orang

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
Persentase 

Tingkat 

Keikutsertaan 

Masyarakat 

dalam 

Pelaksanaan 

Gotong Royong 

Masyarakat

90% Jumlah Kegiatan 1 

Kegiatan

Pelaksanaan 

Kegiatan

1 

Kegiatan

Persentase 

Tingkat 

Keikutsertaan 

Masyarakat 

dalam 

Pelaksanaan 

Gotong Royong 

Masyarakat

90% Jumlah Kegiatan 2 

Kegiatan

Terlaksananya 

Kegiatan 

2 

Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR 

PEMERINTAHAN DESA
Persentase 

Jumlah Desa 

Berkembang Pada 

IPD

88 % Jumlah 

Pembinaan

7 kali Terlaksananya 

Pembinaan

7 Kali

Persentase 

Jumlah Desa 

Berkembang Pada 

IPD

88 % Jumlah  Peserta 82 Orang Terlaksananya 

Kegiatan

82 Orang

Persentase 

Jumlah Desa 

Berkembang Pada 

IPD

88 % Jumlah Desa 7 Desa Pelaksanaan 

Kegiatan

7 Desa

Persentase 

Jumlah Desa 

Berkembang Pada 

IPD

88 % Jumlah dana 

Operasional

12 Bulan Dana Operasional 12 Bulan

Persentase 

Jumlah Desa 

Berkembang Pada 

IPD

88 % Jumlah Peserta 50 Orang Pelaksanaan 

Kegiatan

50 Orang

Persentase 

Jumlah Desa 

Berkembang Pada 

IPD

88 % Jumlah Kegiatan 1 

Kegiatan

Pelaksanaan 

Kegiatan

1 

Kegiatan

Persentase 

Jumlah Desa 

Berkembang Pada 

IPD

88 % Jumlah Rapat 3 Kali Terselenggaranya 

Rapat

3 Kali

Rp 112.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Sedang Berjalan

1.22.02.15 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00

1.22.1.22.02.05.005 Bimbingan teknis implementasi peraturan 

perundangan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Sedang Berjalan

1.22.02.16 Rp 310.000.000,00 Rp 310.000.000,00

1.22.1.22.02.15.005 Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya peran serta 

masyarakat dalam 

pembangunan

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Rp 210.000.000,00 Rp 210.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Baru - Kebijakan 

Pemerintah
1.22.1.22.02.16.002 Bimtek Usaha BUM Desa Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

1.22.1.22.02.16.001 Penguatan Lembaga BUM DEsa ( Study Banding BUM 

Desa )

Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan Luar Daerah 

Kabupaten Musi 

Rp 400.000.000,00 Rp 650.000.000,00

1.22.1.22.02.17.008 Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi dan 

Tingkat Nasional

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya peran serta 

masyarakat dalam 

pembangunan

Luar Daerah Rp 100.000.000,00 Rp 350.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Sedang Berjalan

1.22.02.17

Rp 300.000.000,00 Rp 300.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Sedang Berjalan

1.22.02.31 Rp 1.155.988.000,00 Rp 619.800.000,00

1.22.1.22.02.17.009 Penyelegaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 

(BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak PKK

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya peran serta 

masyarakat dalam 

pembangunan

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Rp 75.000.000,00 Rp 90.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Sedang Berjalan

1.22.1.22.02.31.003 pelatihan aparatur pemerintah desa dlam bidang 

mamajemen pemerintah desa

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Rp 246.000.000,00 Rp 89.800.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Sedang Berjalan

1.22.1.22.02.31.002 Pembinaan PKK Pedesaan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Rp 456.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Sedang Berjalan

1.22.1.22.02.31.011 Peningkatan Peran Kemitraan Organisasi PKK Dalam 

Pembangunan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Rp 208.988.000,00 Rp 270.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Sedang Berjalan

1.22.1.22.02.31.006 fasilitasi pemilihan kepala desa Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Rp 60.000.000,00 Rp 60.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Sedang Berjalan

1.22.1.22.02.31.015 Penilaian 10 Program Pokok PKK Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Rp 80.000.000,00 Rp 80.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Sedang Berjalan

1.22.1.22.02.31.013 Pelatihan Pengurus PKK Kabupaten Musi Rawas Utara Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Sedang Berjalan1.22.1.22.02.31.019 Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 



Persentase 

Perkembangan 

Desa dengan Skor 

diatas 3 pada IPD

75,60 Jumlah Peserta 10 Orang Jumlah Peserta 10 Orang

Persentase 

Perkembangan 

Desa dengan Skor 

diatas 3 pada IPD

75,60 Jumlah 

Monitoring

7 Kali Pelaksanaan 

Monitoring

7 Kali

Persentase 

Perkembangan 

Desa dengan Skor 

diatas 3 pada IPD

75,60 Jumlah Peserta 103 

Orang

Jumlah Peserta 103 

Orang

1.22.02.32 PROGRAM BIDANG OTONOMI DESA Rp 377.000.000,00 Rp 377.000.000,00
Rp 75.000.000,00 Rp 75.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.22.1.22.02.32.012 Peningkatan Penggunaan Dana Desa dan ADD Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Rp 102.000.000,00 Rp 102.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Sedang Berjalan

1.22.1.22.02.32.006 Pelatihan Bidang Keseketariatan Pemerintah Desa dan 

Kecamatan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Sedang Berjalan1.22.1.22.02.32.013 Satgas Siskeudes Kabupaten Musi Rawas Utara Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak



Rp 8.646.268.000,00

Rp 378.801.635.000,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jumlah Surat yang 

terkirim

12 Bulan Jumlah Surat 

Keluar

730 

Lembar

Jumlah Surat 

Keluar

730 

Lembar
Ada nya biaya 

jasa keamanan 

kantor

1 Tahun Jumlah rekening 

tagihan

2 

Rekening

Jumlah rekening 

tagihan

2 

Rekening

Biaya Listrik, 

Telepon, Internet, 

Air dan Surat 

Kabar

12 bulan

Tersedianya Jasa 

Perizinan 

Kendaraan Dinas

12 Bulan Jumlah Kendaraan 4 Mobil Jumlah 

Kendaraan

4 Mobil

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 

kendaraan dinas/operasional

Rp 34.000.000,00 Rp 34.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Sedang Berjalan

Penyediaan peralatan rumah tangga Rp 5.000.000,00 Rp 6.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Sedang Berjalan

Penyediaan jasa  pendukung administrasi perkantoran Rp 220.000.000,00 Rp 250.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Sedang Berjalan

Berlangsungnya 

kegiatan 

Perkantoran

1 tahun Jumlah Pegawai 10 )rang Jumlah Pegawai 10 Orang

Ada nya biaya 

jasa keamanan 

kantor

1 Tahun Jumlah Tenaga / 

Jasa

2 Orang Terjaganya 

Kebersihan 

Kantor

1 Gedung

Ada nya biaya 

jasa keamanan 

kantor

1 Tahun Jumlah barang 10 Unit Terpeliharanya 

peralatan kantor

10 Unit

Berlangsungnya 

kegiatan 

Perkantoran

1 tahun Jumlah barang 35 Unit Tersedianya alat 

tulis kantor

30 unit

Berlangsungnya 

kegiatan 

Perkantoran

1 tahun Jumlah barang 

cetakan 

12 Item Tersedianya 

barang cetakan

12 Item

Ada nya biaya 

jasa keamanan 

kantor

1 Tahun Jumlah 

komponen/perala

tan

12 Item Tersedianya 

instalasi listrik

12 Item

Berlangsungnya 

kegiatan 

Perkantoran

1 tahun Jumlah barang 20 Unit Tersedianya 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

20 Unit

Berlangsungnya 

kegiatan 

Perkantoran

1 tahun Jumlah porsi 720 Porsi Tersedianya 

makanan dan 

minuman

720 Porsi

Berlangsungnya 

kegiatan 

Perkantoran

1 tahun Jumlah SPPD 45 Kali Terselenggarany 

rapat-rapat 

koorsinasi ke luar 

daerah

45 Kali

 Terselenggaranya 

rapat-rapat 

koordinasi dan 

Konsultasi keluar 

daerah

12 bulan Jumlah SPPD 36 Kali Terselenggaranya 

rapat-rapat 

koordinasi 

kedalam daerah

36 Kali

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

1.24 Kearsipan

1.24.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.070.567.000,00 Rp 11.168.385.000,00
1.24.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rp 5.100.000,00 Rp 6.815.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Sedang Berjalan

1.24.1.24.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 48.000.000,00 Rp 52.800.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Sedang Berjalan

1.24.1.24.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 23.000.000,00 Rp 25.300.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Sedang Berjalan

1.24.1.24.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 86.712.000,00 Rp 95.400.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Sedang Berjalan

1.24.1.24.01.01.005 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 18.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 12.000.000,00 Rp 14.400.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 51.280.000,00 Rp 63.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Sedang Berjalan

1.24.1.24.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 15.625.000,00 Rp 18.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Sedang Berjalan

1.24.1.24.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 40.000.000,00 Rp 44.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Sedang Berjalan

1.24.1.24.01.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 200.000.000,00 Rp 210.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Sedang Berjalan

1.24.1.24.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 31.500.000,00 Rp 35.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Sedang Berjalan

1.24.1.24.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 225.000.000,00 Rp 247.500.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Sedang Berjalan

1.24.1.24.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 9.000.000,00 Rp 10.000.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Sedang Berjalan1.24.1.24.01.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan



Berlangsungnya 

kegiatan 

Perkantoran

1 tahun

Berlangsungnya 

kegiatan 

Perkantoran

1 tahun Jumlah 

tenaga/jasa

22 Orang tersedianya jasa 

pendukung 

administras 

perkantoran

22 Orang

Berlangsungnya 

kegiatan 

Perkantoran

1 tahun Jumlah peralatan 13 Buah tersedianya 

peralatan 

kebersihan

13 Buah

Berlangsungnya 

kegiatan 

Perkantoran

1 tahun Jumlah Examplar 10 Item Tersedianya 

bahan bacaaan 

dan peraturan 

perundang-

undangan

10 Item

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sarana dan 

prasarana gedung 

kantor yang 

tersedia

1 paket Jumlah luas 

gedung 

350 m2 Tersedianya 

gedung kantor 

1 unit

Sarana dan 

prasarana gedung 

kantor yang 

tersedia

1 paket Jumlah 

perlengkapan 

3 unit Tersedianya 

gedung kantor

3 unit

Sarana dan 

prasarana gedung 

kantor yang 

tersedia

1 paket Jumlah peralatan 10 Unit Tersedianya 

peralatan gedung 

kantor

10 Unit

Sarana dan 

prasarana gedung 

kantor yang 

tersedia

1 paket Jumlah barang 34 Buah Tersedianya 

mebeleur kantor 

34 Buah

Jumlah Peralatan 

Gedung Kantor

12 unit Jumlah Gedung 1 Unit Adanya gedung 

Kantor

1 Unit

Sarana dan 

prasarana gedung 

kantor yang 

tersedia

1 paket Jumlah kendaraan 

dinas/operasional

4 Unit Terpeliharanya 

kendaraan 

dinas/operasional

4 Unit

Sarana dan 

prasarana gedung 

kantor yang 

tersedia

1 paket Jumlah peralatan 5 Unit Tersediaanya 

peralatan gedung 

kantor

5 Unit

Sarana dan 

prasarana gedung 

kantor yang 

tersedia

1 paket Jumlah barang 5 Unit Tersedianya 

perlengkapan 

gedung kantor

4 Unit

Jumlah 

Keseragaman 

Pakaian Dinas 

untuk aparatur 

pegawai

30 stel Jumlah pakaian 20 Pcs Tersediaanya 

pakaian dinas 

pegawai

20 Pcs

Jumlah pakaian 

khusus yang 

diterima pegawai

40 stell

Jumlah 

Pengadaan Baju 

dinas beserta 

Perlengkapannya

56 Stel

Jumlah 

Keseragaman 

Pakaian Dinas 

untuk aparatur 

pegawai

30 stel Jumlah pakaian 40 Pcs Tersediaanya 

pakaian khusus 

pegawai

40 Pcs

Rp 9.000.000,00 Rp 10.000.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Sedang Berjalan

1.24.1.24.01.01.022 Penyediaan Jasa Jaminan Tenaga Kerja Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 287.400.000,00 Rp 316.140.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Sedang Berjalan

1.24.1.24.01.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 2.200.000,00 Rp 2.530.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Sedang Berjalan

1.24.1.24.01.01.215 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 15.750.000,00 Rp 17.500.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Sedang Berjalan

1.24.1.24.01.01.025 Penyediaan Peralatan Kebersihan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 514.701.000,00 Rp 848.000.000,00

1.24.1.24.01.02.003 Pembangunan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 18.000.000,00 Rp 300.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.01.02

Rp 25.000.000,00 Rp 27.500.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Sedang Berjalan

1.24.1.24.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 176.820.000,00 Rp 195.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Sedang Berjalan

1.24.1.24.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 106.111.000,00 Rp 117.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Sedang Berjalan

1.24.1.24.01.02.011 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 54.000.000,00 Rp 60.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.02.010 Pengadaan Mebeleur Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 109.270.000,00 Rp 120.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Sedang Berjalan

1.24.1.24.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 15.500.000,00 Rp 17.500.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Sedang Berjalan

1.24.1.24.01.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan 

Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 10.000.000,00 Rp 11.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur Rp 37.000.000,00 Rp 58.500.000,00

1.24.1.24.01.02.260 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 

Kantor

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 17.000.000,00 Rp 25.500.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 20.000.000,00 Rp 33.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan



Jumlah pakaian 

khusus yang 

diterima pegawai

40 stell

Jumlah 

Pengadaan Baju 

dinas beserta 

Perlengkapannya

56 Stel

Pengadaan mesin/kartu absensi Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki prioritas di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

jumlah barang 1 unit Rp 6.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur
Aparatiur 

berkompoten 

dibidang tugasnya

36 	Org Jumlah perserta 

pelatihan

4 Orang Tersediaanya 

pendidikan 

perlatihan formal

4 Orang

Aparatur Dinas 

Sosial yang 

mendapatkan 

Pendidikan dan 

Pelatihan Formal

21 orang

Jumlah aparatur 

yang mengerti 

materi diklat

8 org

- - Jumlah peserta 2 Orang Tersedianya 

bimbingan teknis

2 orang

Aparatiur 

berkompoten 

dibidang tugasnya

36 	Org

Aparatur Dinas 

Sosial yang 

mendapatkan 

Pendidikan dan 

Pelatihan Formal

21 orang

Jumlah aparatur 

yang mengerti 

materi diklat

8 org

Aparatiur 

berkompoten 

dibidang tugasnya

36 	Org Jumlah perserta 2 Orang Tersediaanya 

sosialisasi 

peraturan 

perundang-

undangan

2 orang

Aparatur Dinas 

Sosial yang 

mendapatkan 

Pendidikan dan 

Pelatihan Formal

21 orang

Jumlah aparatur 

yang mengerti 

materi diklat

8 org

Program Pengembangan Budaya Baca dan 

Pembinaan Perpustakaan
- 0 Jumlah peserta 150 

Orang

Meningkatnya 

minat kebiasaan 

membaca

150 

Orang

Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

- 0 Jumlah peserta 60 Orang Meningkatnya 

minat dan budaya 

baca

60 orang

1.24.1.24.01.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 20.000.000,00 Rp 33.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

Rp 70.000.000,00 Rp 77.000.000,00

1.24.1.24.01.05.001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 40.000.000,00 Rp 44.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.01.05

Rp 20.000.000,00 Rp 22.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Sedang Berjalan

1.24.1.24.01.05.007 sosialisasi  peraturan perundang-undangan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 10.000.000,00 Rp 11.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.05.005 Bimbingan teknis implementasi peraturan 

perundangan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 4.674.000.000,00 Rp 348.114.750.000,00

1.24.1.24.01.15.001 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk 

mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 60.000.000,00 Rp 66.000.000,00 Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.01.15

Rp 150.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.15.002 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan



- 0 Jumlah laporan 20 

Dokumen

Adanya 

pembinaan dan 

stimulasi 

20 

Dokumen

- 0 Jumlah peserta 89 Orang Adanya 

koordinasi 

pengembangan 

perpustakan

89 Orang

- 0 Jumlah barang 7 Unit Tersediaanya 

bantuan 

pengembangan 

perpustakan dan 

minat baca 

didaerah

7 Unit

- 0 Jumlah peserta 155 

Orang

Terselengaranya 

koordinasi 

pengembangan 

budaya baca

155 

Orang

- 0 Jumlah laporan 2 

Dokumen

Adanya 

perencanan dan 

penyusunan 

program budaya 

baca

2 

Dokumen

- 0 Jumlah peserta 100 

Orang

Adanya publikasi 

dan sosialisai 

minat dan budaya 

baca

100 

Orang

- 0 Jumlah barang 2 Unit Tersediaanya 

bahan pustaka 

perpustakan 

umum daerah

2 Unit

- 0 Jumlah laporan 1 

Dokumen

Adanya 

monitoring,evalu

asi dan pelaporan

1 

Dokumen

- 0 Jumlah peserta 40 Orang Meningkatnya 

keahlian kepala 

perpustakaan 

sekolah 

40 Orang

- 0 Jumlah peserta 40 Orang Adanya 

Pendidikan dan 

pelatihan teknis 

pengelolah 

Perpustakaan

40 Orang

- 0 Jumlah peserta 125 

Orang

Adanya 

pendidikan dan 

pelatihan 

manajemen 

perpustakan

125 

Orang

- 0 Jumlah peserta 40 Orang Adanya 

pendidikan dan 

pelatihan 

pengelolah 

teknologi 

informasi 

komunikasi

40 Orang

- 0 Jumlah peserta 125 

Orang

Adanya 

jurnallistik

125 

Orang
- 0 Jumlah peserta 40 Orang Adanya 

masyarakat 

pintar membaca

40 Orang

- 0 Jumlah peserta 155 

Orang

Adanya duta baca 155 

Orang
- 0 Jumlah peserta 275 

Orang

Adanya 

perpustakan 

terbaik

275 

Orang

1.24.1.24.01.15.003 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan 

umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah 

dan perpustakaan masyarakat

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 40.000.000,00 Rp 80.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

Rp 89.000.000,00 Rp 155.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.15.005 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan 

dan Minat Baca di Daerah

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 70.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.15.004 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 155.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.15.007 Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 20.000.000,00 Rp 22.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.15.006 Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya 

Baca

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 100.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.15.009 Penyediaan Bahan Pustaka Perpuskaan Umum Daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 400.000.000,00 Rp 450.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Sedang Berjalan

1.24.1.24.01.15.008 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 10.000.000,00 Rp 11.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.15.011 Pendidikan dan Pelatihan Kepala Perpustakaan Sekolah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 200.000.000,00 Rp 400.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.15.010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 40.000.000,00 Rp 330.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.15.013 Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Perpustakaan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 312.500.000,00 Rp 343.750.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Sedang Berjalan

1.24.1.24.01.15.012 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengelolah 

Perpustakaan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 200.000.000,00 Rp 400.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.15.015 Pelatihan Jurnalistik Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 312.500.000,00 Rp 343.750.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.15.014 Pendidikan dan Pelatihan pengolahan teknologi 

informasi komunikasi

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 200.000.000,00 Rp 400.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.15.017 Pemilihan duta baca Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 155.000.000,00 Rp 87.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.15.016 Workshop cara membaca cepat Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 275.000.000,00 Rp 302.500.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.15.018 Lomba perpustakaan terbaik Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan



- 0 Jumlah peserta 50 Orang Adanya 

penyelangaran 

lomba cerita

50 Orang

- 0 Jumlah barang 4 Unit Adanya pondok 

baca

4 Unit

- 0 Jumlah barang 15 Item Tersedianya 

perlengkapan 

ruang game zone

15 Item

- 0 Jumlah barang 1 Unit Adanya aplikasi 

digital libary

1 Unit

- 0 Jumlah barang 1 Unit Adanya otomasi 

perpustakan

1 Unit

- 0 Jumlah barang 1 Unit Adanya E-

Book(buku 

elektronik)

1 Unit

Program penyelamatan dan pelestarian 

dokumen/arsip daerah
Terlaksananya 

pendataan dan 

penataan 

dokumen/arsip 

daerah

1 

Kegiatan

Jumlah barang 100 Unit Adanya sarana 

pengolahan dan 

penyimpanan 

arsip

100 Unit

Terlaksananya 

pendataan dan 

penataan 

dokumen/arsip 

daerah

1 

Kegiatan

Jumlah laporan 50 

Dokumen

Adanya 

pendataan dan 

penataan 

dokumen/arsip

50 

Dokumen

Terlaksananya 

pendataan dan 

penataan 

dokumen/arsip 

daerah

1 

Kegiatan

Jumlah dokumen 50 

Examplar

Adanya 

penduplikatan 

dokumen/arsip

50 

Examplar

Terlaksananya 

pendataan dan 

penataan 

dokumen/arsip 

daerah

1 

Kegiatan

Jumlah aplikasi 1 Unit Adanya sistem 

keamanan 

penyimpanan 

data

1 Unit

Terlaksananya 

pendataan dan 

penataan 

dokumen/arsip 

daerah

1 

Kegiatan

Jumlah dokumen 125 

Exsampla

r

Tersusunya buku 

arsip Kabupaten 

Musi Rawas 

Utara

125 

Exsampla

r

Terlaksananya 

pendataan dan 

penataan 

dokumen/arsip 

daerah

1 

Kegiatan

Jumlah barang 5 Unit Adanya sarana 

dan perasarana 

kearsipan

5 Unit

Terlaksananya 

pendataan dan 

penataan 

dokumen/arsip 

daerah

1 

Kegiatan

Jumlah dokumen 30000 

Exsampla

r

Adanya akuisi 

arsip setatis

30000 

Exsampla

r

- 0 Jumlah barang 1 Unit Adanya data base 

informasi 

kearsipan

1 Unit

- 0 Jumlah dokumen 50 

Dokumen

Terkumpulnya 

data

50 

Dokumen

- 0 Jumlah dokumen 50 

Dokumen

Terklasifikasinya 

data 

50 

Dokumen

- 0 Jumlah dokumen 50 

Dokumen

Tersusunnya 

sistim katalog 

data

50 

Dokumen

1.24.1.24.01.15.019 Penyelenggaraan lomba cerita Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 750.000.000,00 Rp 112.500.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

Rp 160.000.000,00 Rp 320.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target
1.24.1.24.01.15.021 Penyediaan perlengkapan ruang Game zone Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 200.000.000,00 Rp 300.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.15.020 Penyediaan pondok baca Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 375.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target
1.24.1.24.01.15.023 Pembangunan Otomasi Perpustakaan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 200.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.15.022 Pembuatan Aplikasi Digital Library Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 200.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.01.16 Rp 910.000.000,00 Rp 489.500.000,00

1.24.1.24.01.15.024 Pengadaan E-Book (Buku Elektronik) Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 20.000.000,00 Rp 44.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.16.002 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 5.000.000,00 Rp 11.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.16.001 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 10.000.000,00 Rp 22.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.16.004 Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 200.000.000,00 Rp 220.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.16.003 Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Daerah Dalam 

Bentuk Informatika

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 125.000.000,00 Rp 137.500.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.16.006 Pengadaan sarana dan prasarana kearsipan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 500.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.16.005 Penyusunan buku Arsip Kabupaten Musi Rawas Utara Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 50.000.000,00 Rp 55.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.01.17 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Rp 1.215.000.000,00 Rp 1.381.500.000,00

1.24.1.24.01.16.007 Akuisisi arsip statis Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 50.000.000,00 Rp 110.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.17.002 Pengumpulan Data Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 5.000.000,00 Rp 5.500.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.17.001 Pembangunan Database Informasi Kearsipan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 10.000.000,00 Rp 11.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.17.004 Penyusunan Sistem Katalog Data Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 5.000.000,00 Rp 5.500.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.17.003 Pengklasifikasian Data Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan



- 0 Jumlah barang 2 Unit Adanya sarana 

penyimpanan

2 Unit

- 0 Jumlah dokumen 2 

Dokumen

Tersediaanya 

adminitrasi 

kearsipan

2 

Dokumen

- 0 Jumlah komponen 1 Unit Terpeliharanya 

peralatan 

jaringan 

informasi 

kearsipan

1 Unit

- 0 Jumlah peserta 250 

Orang

Adanya 

bimtek/pelatihan 

pengelolah 

kearsipan

250 

Orang

- 0 Jumlah dokumen 125 

Exsampla

r

Adanya jadwal 

retensi arsip

125 

Exsampla

r
- 0 Jumlah dokemen 125 

Exsampla

r

Tersusunnya 

daftar inventaris 

arsip

125 

Exsampla

r
- 0 Jumlah dokumen 10000 

Exsampla

r

Adanya penilaian 

dan pemusnahan 

arsip

10000 

Exsampla

r

- 0 Jumlah dokumen 10000 

Exsampla

r

Adanya 

pengumpulan 

dan 

pengkalsifikasiyan 

arsip in-aktif

10000 

Exsampla

r

- 0 Jumlah peserta 125 

Orang

Adanya Arsip 

Terbaik

125 

Orang
Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan 

prasarana kearsipan
- 0 Jumlah laporan 1 

Dokumen

Terpeliharanya 

sarana 

pengolahan dan 

penyimpanan 

arsip

1 

Dokumen

- 0 Jumlah laporan 1 

Dokumen

Terpeliharanya 

arsip daerah

1 

Dokumen

- 0 Jumlah laporan 1 

Dokumen

Adanya 

monotoring,evalu

asi dan laporan 

kondisi situasi 

data

1 

Dokumen

- 0 Jumlah barang 5 Unit Adanya 

pemeliharan 

rutin/berkala 

sarana kearsipan

5 Unit

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

- 0 Jumlah dokumen 1 

Exsampla

r

Adanya 

penyusunan dan 

penerbitan naska 

sumber arsip

1 

Exsampla

r

- 0 Jumlah barang 1 Unit Tersediannya 

saranan layanan 

informasi arsip

1 Unit

Rp 20.000.000,00 Rp 44.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target
1.24.1.24.01.17.006 Kajian Sistem Administrasi Kearsipan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 10.000.000,00 Rp 44.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.17.005 Pengadaan Sarana Penyimpanan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 15.000.000,00 Rp 16.500.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.17.008 Bimtek/Pelatihan Pengolahan Kearsipan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 625.000.000,00 Rp 687.500.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.17.007 Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 125.000.000,00 Rp 137.500.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.17.010 Penyusunan Daftar Inventaris Arsip Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 75.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.17.009 Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 75.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.17.012 Pengumpulan dan Pengklasifikasikan Arsip in-aktif dari 

OPD

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 50.000.000,00 Rp 55.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.17.011 Penilaian dan Pemusnahan Arsip Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 150.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target
1.24.01.18 Rp 50.000.000,00 Rp 55.000.000,00

1.24.1.24.01.17.013 Lomba Arsip Terbaik Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 10.000.000,00 Rp 11.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.18.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 5.000.000,00 Rp 5.500.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.18.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan 

Penyimpanan Arsip

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 10.000.000,00 Rp 11.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.18.004 Pemeliharaan rutin/berkala sarana kearsipan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 25.000.000,00 Rp 27.500.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.18.003 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi 

Data

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 105.000.000,00 Rp 16.609.000.000,00

1.24.1.24.01.19.001 Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 10.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.01.19

Rp 15.000.000,00 Rp 16.500.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.24.1.24.01.19.002 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan



- 0 Jumlah peserta 60 Orang Adanya 

sosialisasi/penyul

uhan kearsipan 

dilingkungan 

instansi 

pemerintah/swas

ta

60 Orang1.24.1.24.01.19.003 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan dilingkungan Instansi 

Pemerintah/Swasta

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan

Rp 80.000.000,00 Rp 89.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target



Rp 5.595.000.000,00

Rp 6.220.375.250,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jumlah Rekening 

Tagihan Jasa

12 Bulan Terbayarnya 

tagihan rekening 

telephone/faksimi

li, listrik, TV 

Kabel/TV Satelit

36 

rekening

Tersedianya 

layanan 

telephone/faksim

ili, listrik, TV 

Kabel/TV Satelit

36 

rekening

Pembayaran Jasa 

Komunikasi 

Telepon,PDAM 

dan Listrik

12 Bulan

Tercapainya 

Keamanan Barang 

Milik Daerah

12 Bulan Jumlah asuransi 

kendaraan 

dinas/operasional

2 polis 

asuransi

Terbayarnya 

asuransi 

kendaraan 

dinas/oprasional

100%

Terlaksananya 

administrasi 

keuangan kantor

12 bulan Jumlah 

Honorarium jasa 

administrasi 

keuangan

8 org/Bln Terbayarnya 

honorarium jasa 

administrasi 

keuangan

100%

TerpenuhinyaHon

orarium Jasa Adm 

Keuangan

12 bulan

Tersedianya jasa 

administrasi 

keuangan

12 Bulan

jumlah alat tulis 

kantor

12 bulan Jumlah 

Kebutuhan Alat 

Tulis Kantor 

Selama 1 Tahun

41 jenis 

ATK

Tersedianya alat 

tulis kantor yang 

dibutuhkan

100%

Tersedianya alat 

tulis kantor

12 Bulan

jumlah barang 

cetakan dan 

penggandaan

12 bulan Jumlah Blanko 

dan barang 

cetakan

10 Jenis 

cetakan

Terpenuhinya 

pelayanan 

adminnistrasi 

perkantoran

100%

Tersedianya 

barang cetakan 

dan penggandaan

12 Bulan

Terpenuhinya 

komponen 

instalasi & 

penerangan ktr

12 Bulan Jumlah belanja 

alat-alat listrik 

kantor sesuai 

kebutuhan

12 jenis 

kompone

n

Tersedianya alat 

penerangan 

kantor

100%

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

22 unit Jumlah belanja 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

12 unit Terpenuhinya 

fasilitas 

perlengkapan 

kantor

100%

Terpenuhinya 

Kebutuhan Bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang - 

undangan

12 Bulan Jumlah 

pembayaran 

tagihan surat 

kabar dan 

majalah

3000 

eksempla

r

Terlaksananya 

penyediaan 

bahan bacaan 

dan peraturan 

perundang-

undangan

100%

Rp 73.500.000,00 Rp 0,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Sedang Berjalan

1.30.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Rp 3.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.30.01.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Rp 15.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.30.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Rp 7.500.000,00 Rp 0,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.30.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Rp 83.340.000,00 Rp 0,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.30.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Rp 17.500.000,00 Rp 375.250,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Sedang Berjalan

1.30.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Rp 6.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Sedang Berjalan

1.30.01.01.005 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Rp 12.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.30.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 687.840.000,00 Rp 12.375.250,00
01 Dinas Komunikasi dan Informasi
1.30 Komunikasi dan Informasi

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informasi

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi



jumlah makanan 

dan minuman

11 bulan Jumlah makan 

minum pegawai 

dan tamu selama 

1 tahun

1200 

porsi

Terpenuhinya 

makan minum 

pegawai dan 

tamu

100%

 Terselenggaranya 

rapat-rapat 

koordinasi dan 

Konsultasi keluar 

daerah

12 bulan Jumlah perjalanan 

dinas pegawai 

keluar daerah

64 SPPD Terlaksananya 

rapat koordinasi 

dan konsultasi 

luar daerah

100%

Penyelenggaraan  

perjalanan dinas 

pegawai  dalam 

daerah

100% Jumlah perjalanan 

dinas pegawai 

dalam daerah

128 SPPD Terlaksananya 

rapat koordinasi 

dan konsultasi 

dalam daerah

100%

jumlah pegawai 

yang menerima 

honor

100% Jumlah 

Honorarium jasa 

pendukung 

teknis/perkantora

n

23 

org/bula

n

Terpenuhinya 

jasa pendukung 

teknis/perkantora

n

100%

Tersedianya 

peralatan dan 

bahan pembersih

12 bulan Jumlah Belanja 

alat-alat 

kebersihan

20 Jenis Terwujudnya 

kebersihan di 

lingkungan kantor

100%

Jumlah surat 

terkirim selama 1 

tahun

12 bulan tercapainya 

administrasi surat 

dan paket barang 

1 tahun

1000 

surat

terpenuhinya 

pengirim surat 

dan paket barang

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mebeuler Kantor 18 unit Pengadaan 

meubeleur kantor

5 unit Tersedianya 

meubeluer kantor

5 unit

Jumlah 

Pemeliharaan 

Kendaraan dan 

BBM Kendaraan

12 bulan jumlah jasa 

service, 

penggantian suku 

cadang, BBM, dan 

pajak kendaraan

4 

kendaraa

n

terpeliharanya 

kendaraan 

dinas/operasional

100%

Kendaraan 

dinas/operasional 

yang terpelihara

6 Unit

Persentase 

Keterpenuhan 

RKBMD 

(Rencanan 

Kebutuhan 

Barang Milik 

Daerah)

100% terbayarnya sewa 

gedung kantor 

dan tersedianya 

kendaraan dinas 

roda 2

1 Gedung 

+ 1 CCTV

terbayarnya sewa 

gedung kantor 

dan 

terlaksananya 

mobilitas 

pegawai dalam 

urusan dinas

100%

Tersedianya  

Sewa Sarana dan 

Prasarana Kantor

100%

Tersedianya 

kendaraan 

dinas/operasional 

roda 2 dan 4

1 unit 

roda 4 

dan 2 

unit roda 

2
Gedung kantor 

yang refresentatif

100 % terlaksananya 

pemeliharaan 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

9 jenis terlaksananya 

pemeliharaan 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

9 jenis Rp 7.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Alternatif

01.03 Program peningkatan disiplin aparatur Rp 27.000.000,00 Rp 0,00

1.30.01.02.070 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Rp 125.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Baru - Kegiatan belum 

memberikan Keluaran

1.30.01.02.035 Penyediaan sarana dan prasarana Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Rp 90.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.30.01.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan 

Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Rp 248.000.000,00 Rp 92.000.000,00

1.30.01.02.010 Pengadaan Mebeleur Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Rp 26.000.000,00 Rp 84.000.000,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

01.02

Rp 13.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.30.01.01.034 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Rp 4.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.30.01.01.025 Penyediaan Peralatan Kebersihan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Rp 25.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.30.01.01.020 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis 

Perkantoran

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Rp 138.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Sedang Berjalan

1.30.01.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Rp 15.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.30.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Rp 275.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.30.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Komunikasi dan 

Informasi



Pakaian khusus 

hari hari tertentu

66 set jumlah pakaian 

dinas batik 

Muratara

36 set Disiplin pegawai 

menggunakan 

pakian dinas batik 

Muratara

100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur
Jumlah aparatur 

yang mengerti 

materi diklat

8 org Pegawai yang 

kompeten 

menerapkan 

peraturan 

perundang-

undangan

3 orang Meningkatnya 

kompetensi 

pegawai dalam 

menerapkan 

peraturan 

perundang-

undangan

3 orang

Meningkatnya 

kapasitas dan 

kualitas SDM 

aparatur

8 Orang

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan 

Media Massa
Terpenuhinya 

Jaringan 

Komunikasi dan 

Informasi 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Jaringan 

Internet 

di 

Seluruh 

Ins

Terwujudnya 

jaringan 

komunikasi dan 

informasi

1 titik Terwujudnya 

jaringan 

komunikasi dan 

informasi

1 titik

Akses internet di 

instansi Pemkab 

Muratara

32 titik Terpenuhinya 

layanan internet 

seluruh SKPD

44 mbps Terpenuhinya 

layanan internet 

seluruh SKPD

44 mbps

Jumlah Kelompok 

Informasi 

Masyarakat (KIM)

0 terlaksananya 

akses jaringan 

internet SKPD

22 titik terlaksananya 

akses jaringan 

internet SKPD

22 titik

Pengawasan 

menara 

telekomunikasi

54 

menara

terkendalinya 

operasional tower 

telekomunikasi

8 orang terkendalinya 

operasional 

tower 

telekomunikasi

8 orang

Jumlah PPID 1 terbentuknya 

PPID kabupaten 

Musi Rawas Utara

1 unit terbentuknya 

PPID kabupaten 

Musi Rawas 

Utara

1 unit

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang 

Komunikasi dan Informasi
Jumlah pelatihan 

SDM bidang 

Kominfo

1 Meningkatnya 

kemampuan dan 

keterampilan 

dibidang kominfo 

(untuk DW/PKK)

50 orang Meningkatnya 

kemampuan dan 

keterampilan 

dibidang kominfo 

(untuk DW/PKK)

50 orang

Jumlah bimtek 

bidang Kominfo

1 Meningkatnya 

kemampuan dan 

keterampilan 

tenaga teknis

70 orang Meningkatnya 

kemampuan dan 

keterampilan 

tenaga teknis

70 orang

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

kerjasama 

informasi dengan 

media massa 

(harian, 

mingguan, 

bulanan )

50 Media Tersebarnya 

Informasi 

Pembangunan 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

50 Media Tersebarnya 

Informasi 

Pembangunan 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

50 Media

Rp 2.141.227.200,00 Rp 2.370.000.000,00

1.30.01.18.001 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Pembangunan 

Infrastruktur Dasar yang 

Merata dan Berkualitas

Meningkatnya pemenuhan 

fasilitas komunikasi dan 

informatika

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Rp 2.000.000.000,00 Rp 2.200.000.000,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Alternatif

01.18

Rp 46.000.000,00 Rp 55.000.000,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Alternatif

1.30.01.17.002 Sosialisasi dan Bimtek LPSE Pembangunan 

Infrastruktur Dasar yang 

Merata dan Berkualitas

Meningkatnya pemenuhan 

fasilitas komunikasi dan 

informatika

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Rp 50.000.000,00 Rp 55.000.000,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Alternatif

1.30.01.17.001 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan 

Informasi

Pembangunan 

Infrastruktur Dasar yang 

Merata dan Berkualitas

Meningkatnya pemenuhan 

fasilitas komunikasi dan 

informatika

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Rp 67.050.000,00 Rp 380.000.000,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

01.17 Rp 96.000.000,00 Rp 110.000.000,00

1.30.01.15.005 Pembentukan dan Pembinaan PPID Pembangunan 

Infrastruktur Dasar yang 

Merata dan Berkualitas

Meningkatnya pemenuhan 

fasilitas komunikasi dan 

informatika

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Rp 198.000.000,00 Rp 810.000.000,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Alternatif

1.30.01.15.004 Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana 

Telekomunikasi

Pembangunan 

Infrastruktur Dasar yang 

Merata dan Berkualitas

Meningkatnya pemenuhan 

fasilitas komunikasi dan 

informatika

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Rp 64.200.000,00 Rp 30.000.000,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.30.01.15.003 Pengembangan Akses Jaringan Internet SKPD 

Kabupaten Musi Rawas Utara

Pembangunan 

Infrastruktur Dasar yang 

Merata dan Berkualitas

Meningkatnya pemenuhan 

fasilitas komunikasi dan 

informatika

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Rp 89.500.000,00 Rp 91.000.000,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Alternatif

1.30.01.15.002 Pengadaan Jaringan Internet SKPD Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Pembangunan 

Infrastruktur Dasar yang 

Merata dan Berkualitas

Meningkatnya pemenuhan 

fasilitas komunikasi dan 

informatika

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Rp 1.431.182.800,00 Rp 1.600.000.000,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Alternatif

1.30.01.15.001 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi 

dan Informasi

Pembangunan 

Infrastruktur Dasar yang 

Merata dan Berkualitas

Meningkatnya pemenuhan 

fasilitas komunikasi dan 

informatika

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Rp 30.000.000,00 Rp 55.000.000,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

01.15 Rp 1.849.932.800,00 Rp 2.911.000.000,00

1.30.01.05.005 Bimbingan teknis implementasi peraturan 

perundangan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Rp 27.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

01.05 Rp 30.000.000,00 Rp 55.000.000,00

1.30.01.03.305 Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Komunikasi dan 

Informasi



kerjasama 

informasi dengan 

media massa 

(harian, 

mingguan, 

bulanan )

50 Media Tersebarnya 

Informasi 

Penyelenggaraan 

Pemerintah 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

50 Media Tersebarnya 

Informasi 

Penyelenggaraan 

Pemerintah 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara

50 Media

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 

Informasi
Tata kelola LPSE 1 unit Terkelolanya LPSE 1 unit Terkelolanya LPSE 1 unit

Jumlah website 

instansi Pemkab 

Muratara yang 

terpelihara

36 

website

Terpeliharanya 

website seluruh 

SKPD

36 

website

Terpeliharanya 

website seluruh 

SKPD

36 

website

Jumlah website 

instansi Pemkab 

Muratara yang 

terpelihara

36 

website

jumlah website 36 

website

jumlah website 36 

website

Rp 95.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

1.30.01.19.003 Pembuatan Websute SKPD Kab. Musi Rawas Utara Pembangunan 

Infrastruktur Dasar yang 

Merata dan Berkualitas

Meningkatnya pemenuhan 

fasilitas komunikasi dan 

informatika

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Rp 325.000.000,00 Rp 420.000.000,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Sedang Berjalan

1.30.01.19.002 OPerasional dan Pemelihraan Website SKPD 

Kabupaten Musi Rawas Utara

Pembangunan 

Infrastruktur Dasar yang 

Merata dan Berkualitas

Meningkatnya pemenuhan 

fasilitas komunikasi dan 

informatika

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Rp 95.000.000,00 Rp 150.000.000,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Sedang Berjalan

1.30.01.19.001 Pengelolaan Operasional Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik (LPSE)

Pembangunan 

Infrastruktur Dasar yang 

Meningkatnya pemenuhan 

fasilitas komunikasi dan 

Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Rp 141.227.200,00 Rp 170.000.000,00 Dinas Komunikasi dan 

Informasi

Alternatif

01.19 Rp 515.000.000,00 Rp 670.000.000,00

1.30.01.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah

Pembangunan 

Infrastruktur Dasar yang 

Merata dan Berkualitas

Meningkatnya pemenuhan 

fasilitas komunikasi dan 

informatika

Dinas Komunikasi dan 

Informasi



Rp 16.083.000.000,00

Rp 19.893.000.001,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jumlah surat 

menyurat

400	lem

bar

Materai tempel 

dan  pengiriman 

Surat 

1200 Dukungan 

Operasional  

Kantor

12 Bulan

Pelunasan 

rekening/tagihan 

telpon/internet/li

strik/air

100 % Jumlah rekening 3 Dukungan 

Operasional  

Kantor

12 Bulan

jumlah polis 

asuransi

100% jumlah kendaraan 2 Dukungan 

Operasional / 

Keamanan 

Kendaraan Dinas 

Roda Empat

12 Bulan

Tersedianya  Jasa 

Asuransi Barang

100%

Jumlah kendaraan 

yang 

terpelihara/teraw

at

5 unit jumlah kendaraan 10 pembayaran 

kendaraan

1 tahun

Jasa administrasi 

keuangan yang 

tersedia

32 Orang jumlah tenaga 

pengelola 

keuangan

8 Dukungan 

Operasional  

Administrasi 

kantor

12 Bulan

Jumlah Perbaikan 

Perlatan Kerja 

yang diperbaiki 

(AC,Handycam, 

kanera, Kulkas, 

TV, CCTV. Infokus, 

laptop, printer dll)

100% jumlah item 

perbaikan

7 Berfungsinya 

peralatan kantor

100%

jumlah alat tulis 

kantor

12 bulan Jumlah item 32 Lancarnya 

kegiatan 

administrasi 

perkantoran

12 Bulan

jumlah eksemplar 100% jumlah eksemplar 122 Tersediannya 

barang cetakan 

dan Penggandaan 

Dokumen Kantor 

12 Bulan

jumlah komponen 

listrik yang 

tersedia

12 bulan jumlah item 

komponen

137 tersedianya 

Komponen Listrik 

dan Penerangan 

bangunan 

1 tahun

Jumlah 

Pengadaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

0 Unit Jumlah unit 

Peralatan/perleng

kapan 

40 tersedianya 

peralatan dan 

perlengkapan 

Kantor 

1 tahun

Indikator Kinerja

2 Pilihan

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Perikanan

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

2.01 Pertanian

2.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.456.500.000,00 Rp 1.597.550.000,00
2.01.01 Dinas Pertanian dan Perikanan

Rp 7.500.000,00 Rp 8.250.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Rp 25.000.000,00 Rp 55.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Rp 10.000.000,00 Rp 10.500.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.01.2.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 

kendaraan dinas/operasional

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Rp 10.000.000,00 Rp 10.500.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01.01.005 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Rp 120.000.000,00 Rp 132.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Rp 22.000.000,00 Rp 24.500.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Rp 150.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Rp 20.000.000,00 Rp 22.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Rp 7.500.000,00 Rp 8.250.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Rp 198.000.000,00 Rp 217.800.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pertanian dan 

Perikanan



jumlah eksemplar 100% Jumlah eksemplar 2 Tersedianya 

Bahan Bacaan 

dan Peraturan 

Perundang-

undangan 

1 tahun

Tersedianya 

Bahan Bacaan

12 Bulan

jumlah makanan 

dan minuman

11 bulan jumlah porsi 9600 pembelian 

makanan dan 

minuman

1 tahun

 Terselenggaranya 

rapat-rapat 

koordinasi dan 

Konsultasi keluar 

daerah

12 bulan jumlah rapat 75 terakomodirnya 

Aparatur dalam 

rapat, Koordinasi 

dan undangan 

keluar daerah

12 Bulan

Tersedianya jasa 

pejalanan dinas 

daerah

1 Tahun Jumlah rapat 250 terakomodirnya 

Aparatur dalam 

rapat, Koordinasi 

dan undangan 

keluar daerah

1 tahun

jumlah pegawai 

yang menerima 

honor

100% jumlah 

tenaga/jasa

30 pembayaran 

tenaga kerja 

kantor

1 tahun

jumlah peralatan 

kebersihan kantor

100% jumlah alat da 

bahan kebersihan

135 pembelian alat 

dan bahan 

kebersihan

1 tahun

jumlah eksemplar 100% jumlah dokumen 

dan publikasi 

kantor

80 pembayaran 

dokumen dan 

publikasi kantor

1 tahun

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mebeuler Kantor 18 unit jumlah mebeleur 

kantor

50 pembeliaan 

mebeleur kantor

1 tahun

Sarana dan 

prasarana gedung 

kantor yang 

tersedia

1 paket jumlah sarana dan 

prasarana kantor

2 pembayaran 

sarana dan 

prasarana kantor

1 tahun

Jumlah 

Kendaraan dinas 

yang terpelihara 

dengan baik

37 unit jumlah kendaraan 10 pembayaran 

pemelihaaraan 

kendaraan

1 tahun

Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Jumlah pakaian 

khusus yang 

diterima pegawai

40 stell jumlah stel 

pakaian

255 pembelian 

pakaian

1 tahun

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur
Jumlah Aparatur 

yang Mengikuti 

Bimtek

103 

orang

jumlah aparatur 6 Meningkatnya 

kapasitas 

aparatur

1 tahun

Program Peningkatan Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Akhir 

Tahun
Dokumen capaian 

kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja

10 dok dokumen 

perencanaan dan 

evaluasi kinerja

5 pembiayaan 

cetak dokumen

1 tahun

Rp 27.500.000,00 Rp 30.250.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Rp 75.000.000,00 Rp 82.500.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Rp 375.000.000,00 Rp 412.500.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Rp 40.000.000,00 Rp 44.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Luar 

kabupaten/provinsi

Rp 315.000.000,00 Rp 315.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01.01.021 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Rp 4.000.000,00 Rp 4.500.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01.01.020 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis 

Perkantoran

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Rp 50.000.000,00 Rp 55.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.01.02 Rp 365.000.000,00 Rp 397.750.000,00

2.01.2.01.01.01.029 Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Rp 75.000.000,00 Rp 78.750.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01.02.014 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Rp 140.000.000,00 Rp 154.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01.02.010 Pengadaan Mebeleur Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Rp 150.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur Rp 180.000.000,00 Rp 198.000.000,00

2.01.2.01.01.02.224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Rp 180.000.000,00 Rp 198.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.01.05 Rp 160.000.000,00 Rp 176.000.000,00

2.01.2.01.01.03.005 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Rp 160.000.000,00 Rp 176.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.01.01.06 Rp 125.000.000,00 Rp 137.500.000,00

2.01.2.01.01.05.001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

luar 

Kabupaten/Provinsi

Rp 125.000.000,00 Rp 137.500.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan2.01.2.01.01.06.001 Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar  

realisasi kinerja SKPD

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pertanian dan 

Perikanan



Dokumen 

perencanaan dan 

pengembangan 

kesehatan

3 dok

Jumlah Usaha 

yang 

Didiversifikasi

3 

Kelompo

k

Jumlah petani 30 meningkatnya 

pengetahuan, 

keterampilan dan 

sikap petani

30 orang

Jumlah Usaha 

yang 

Didiversifikasi

3 

Kelompo

k

Jumlah lembaga 

tani

50 jumlah lembaga 

tani yang 

meningkat 

kemampuannya

1 tahun

Jumlah Kelompok 

yang Dibimbing

20 

Kelompo

k

jumlah kelompok 

yang dibimbing

25 pembayaran 

pembimbingan 

kelompok tani

1 tahun

Jumlah Usaha 

yang 

Didiversifikasi

3 

Kelompo

k

jumlah usaha 

yang 

didiversifikasi

1 pembayaran 

biaya diversifikasi

1 tahun

Program peningkatan pemasaran hasil produksi 

pertanian
jumlah 

outlet/pasar tani

5 jumlah 

outlet/pasar tani

5 pembiayaan 

outlet/pasar tani

1 tahun

Jumlah partisipasi 

dalam kegiatan 

promosi 

pertanian/perkeb

unan

2 jumlah promosi 2 Terlaksananya 

Promosi atas hasil 

produksi 

pertanian/perkeb

unan unggulan 

daerah 

1 tahun

Program peningkatan penerapan teknologi 

pertanian/perkebunan
jumlah alsintan 10 jumlah alsintan 10 pembiayaan 

pemeliharaan 

alsintan

1 tahun

jumlah 

percontohan 

teknologi tepat 

guna

7 jumlah 

percontohan 

teknologi tepat 

guna

7 pembiayaan 

percontohan

1 tahun

jumlah peserta 

pelatihan

25 jumlah peserta 

pelatihan

25 pembiayaan 

pelatihan

1 tahun

jumlah upt 

pertanian yang 

dikelola

9 jumlah upt 

pertanian yang 

dikelola

9 pembiayaan 

pngelolaan upt

1 tahun

jumlah item 

sarana dan 

prasarana 

pengendalian 

hama tanaman

6 jumlah item 

sarana dan 

prasarana 

pengendalian 

hama tanaman

6 pembiayaan 

pengendalian 

hama

1 tahun

jumlah komoditi 

tanaman 

hortikultura

2 jumlah komoditi 

tanaman 

hortikultura

2 pembiayaan 

pengembangan

1 tahun

jumlah dokumen 

monitoring 

evaluasi pupuk

12 jumlah dokumen 

monev pupuk

12 pembiayaan 

dokumen

1 tahun

luas lahan 

tanaman padi, 

palawija yang 

diintensifikasi

3569 luas lahan 

tanaman 

padi,palawija 

yang 

diintensifikasi

3569 pembiayaan 

perluasan lahan

1 tahun

Rp 125.000.000,00 Rp 137.500.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp 550.000.000,00 Rp 805.000.000,00

2.01.2.01.01.06.001 Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar  

realisasi kinerja SKPD

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Rp 100.000.000,00 Rp 110.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01.15.003 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Rp 150.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01.15.001 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

Muratara/luar 

kabupaten/provinsi

Rp 75.000.000,00 Rp 82.500.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.01.2.01.01.15.006 Peningkatan Diversifikasi Usaha Pertanian/Perkebunan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

kabupaten Rp 225.000.000,00 Rp 447.500.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01.15.005 Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan 

Produktivitas Lahan Tidur

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

kabupaten

Rp 150.000.000,00 Rp 161.250.000,00

2.01.2.01.01.17.004 pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi 

atas hasil produksi pertanian/perkebunan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Rp 75.000.000,00 Rp 78.750.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.01.01.17

Rp 75.000.000,00 Rp 82.500.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.01.18 Rp 783.000.000,00 Rp 881.300.000,00

2.01.2.01.01.17.007 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan 

unggulan daerah

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Rp 300.000.000,00 Rp 350.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.01.2.01.01.18.004 Penyuluhan Penerapan teknologi 

pertanian/perkebunan tepat guna

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

kabupaten Rp 120.000.000,00 Rp 132.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.01.2.01.01.18.003 pemeliaharaan rutin sarana dan prasarana teknologi 

pertanian/perkebunan tepat guna (operasional)

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Rp 72.000.000,00 Rp 79.200.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target
2.01.2.01.01.18.008 Penyelengara UPT  Pertanian, kehutanan dan 

Perkebunan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

kabupaten Rp 291.000.000,00 Rp 320.100.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01.18.005 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi 

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

kabupaten

Rp 3.042.500.000,00 Rp 3.346.750.000,00
2.01.2.01.01.19.007 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Terpadu Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

kabupaten Rp 367.500.000,00 Rp 404.250.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan
2.01.01.19 Program peningkatan produksi pertanian

Rp 450.000.000,00 Rp 495.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01.19.011 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi 

Pertanian

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

kabupaten Rp 75.000.000,00 Rp 82.500.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.01.2.01.01.19.008 Kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

kabupaten

Rp 1.000.000.000,00 Rp 1.100.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan2.01.2.01.01.19.012 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan 

Palawija

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

kabupaten



jenis benih/bibit 

yang 

dikembangkan

1 jenis benih/bibit 

yang 

dikembangkan

1 pembiayaan 

pengembangan 

benih/bibit

1 tahun

luas lahan 

terlantar yang 

dioptimasi

500 luas lahan 

terlantar yang 

dioptimasi

500 pembiayaan 

optimasi lahan

1 tahun

jumlah 

kecamatan yang 

menginventarisasi 

lahan pertanian

2 kecamatan yang 

menginventarisasi 

lahan pertanian

2 pembiayaan 

inventarisasi

1 tahun

Program pemberdayaan penyuluh 

pertanian/perkebunan lapangan
jumlah penyuluh 

yang terlatih

30 jumlah penyuluh 

yang terlaih

30 pembiayaan 

pelatihan

1 tahun

jumlah Penyuluh 

Pertanian 

difasilitasi

103 jumlah penyuluh 

yang difasilitasi

103 pembiayaan 

fasilitasi

1 tahun

jumlah jasa 

tenaga penyuluh 

honorer

89 jumlah tenaga 

penyuluh honorer 

yang dibiayai

89 pembiayaan 

tenaga penyuluh

1 tahun

jumlah jenis bibit 

ternak yang 

didistribusikan

1 jumlah jenis bibit 

ternak yang 

didistribusi

1 pembiayaan 

pembelian bibit 

1 tahun

luas kebun bibit 

hijauan yang 

dibangun

10 luas kebun bibit 

hijauan makan 

ternak

10 pembiayaan 

pembelian bibit

1 tahun

jumlah orang 

operasional/sapra

s pengaman 

ternak

15 jumlah orang 

operasional 

/sapras 

pengamanan 

ternak

15 pembiayaan 

operasional 

/sapras 

pengamanan 

ternak

1 tahun

jumlah 

ternak/hewan 

yang tertangani

2240 jumlah 

ternak/hewan 

tertangani

2240 pembiayaan 

pengobatan

1 tahun

prasarana 

inseminasi buatan

2 jumlah item 

prasarana 

inseminasi buatan

2 pembiayaan 

pengadaan 

prasarana

1 tahun

Program peningkatan penerapan teknologi 

peternakan

jumlah petugas 

yang mengikuti 

pelatihan IB dan 

kesehatan hewan

4 orang jumlah petugas 

yang mengikuti 

pelatihan IB dan 

kesehatan hewan

3 pembiayaan 

pelatihan

1

areal karet rakyat 

yang 

dibangun/diremaj

akan dan bibit 

yang disediakan

141,5 luas areal karet 

rakyat yang 

dibangun/diremaj

akan

67 pembiayaan 

pembangunan/pe

remajaan

1 tahun

areal karet rakyat 

yang 

dibangun/diremaj

akan dan bibit 

yang disediakan

141,5 luas areal kakao 

rakyat yang 

dibangun/diremaj

akan

20 pembiayaan 

pembangunan/pe

remajaan

1 tahun

areal kopi rakyat 

yang 

dibangun/diremaj

akan

10 luas real kopi 

rakyat yang 

dibangun/diremaj

akan

10 pembiayaan 

pembangunan/pe

remajaan

1 tahun

2.01.2.01.01.19.013 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

kabupaten Rp 200.000.000,00 Rp 220.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

Rp 700.000.000,00 Rp 770.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.01.2.01.01.19.015 inventarisasi dan zonasi pemanfaatan lahan pertanian Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Rp 250.000.000,00 Rp 275.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.01.2.01.01.19.014 Optimasi Lahan Sawah Terlantar Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

kabupaten

Rp 1.395.000.000,00 Rp 1.534.500.000,00

2.01.2.01.01.20.001 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh 

Pertanian/Perkebunan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

kabupaten Rp 100.000.000,00 Rp 110.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.01.20

Rp 195.000.000,00 Rp 214.500.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01.20.003 Penyuluhan dan pendampingan bagi 

pertanian/perkebunan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

kabupaten Rp 1.100.000.000,00 Rp 1.210.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01.20.002 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh 

pertanian/perkebunan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

kabupaten

Rp 456.000.000,00 Rp 502.500.000,00
2.01.2.01.01.22.001 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

kabupaten Rp 91.000.000,00 Rp 101.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan
2.01.01.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan

Rp 40.000.000,00 Rp 44.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.01.2.01.01.22.003 Pengawasan dan Pengamanan Ternak Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

kabupaten Rp 15.000.000,00 Rp 16.500.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.01.2.01.01.22.002 Penyediaan Kebun Bibit Hijauan Pakan Ternak Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

kabupaten

Rp 155.000.000,00 Rp 170.500.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01.22.006 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi inseminasi 

buatan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

kabupaten Rp 155.000.000,00 Rp 170.500.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.01.2.01.01.22.004 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit 

Menular ternak

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

kabupaten

Rp 51.000.000,00 Rp 100.000.000,00

2.01.2.01.01.24.002 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi 

Peternakan Tepat Guna

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

kabupaten Rp 51.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.01.01.24

Rp 1.590.000.000,00 Rp 3.372.500.001,00
2.01.2.01.01.25.001 Peremajaan dan Perluasan Areal Perkebunan Karet 

Rakyat

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

kabuapten Rp 370.000.000,00 Rp 2.000.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan
2.01.01.25 Program Peningkatan Produksi Perkebunan

Rp 270.000.000,00 Rp 330.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01.25.003 Peremajaan dan Perluasan Perkebunan Kopi Rakyat Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

kabupaten Rp 225.000.000,00 Rp 540.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01.25.002 Peremajaan dan Perluasan Areal Perkebunan Kakao 

Rakyat

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

kabupaten



jumlah item 

komoditi pasca 

panen

2 item komoditi 

pasca panen

2 pembiayaan 

penanganan 

komoditi

1 tahun

action plan 

kawasan 

perkebunan

1 action plan 

kawasan 

perkebunan

1 pembiayaan 

action plan 

kawasan 

perkebunan

1 tahun

jumlah dokumen 

monitoring dan 

evaluasi pelaku 

usaha 

perkebunan

1 jumlah dokumen 

monitoring 

evaluasi pelaku 

usaha perkebunan

1 pembiayaan 

dokumen

1 tahun

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Pertanian/Perikanan
jumlah unit 

pembangunan 

sarana dan 

prasarana gedung 

dan sarana 

pendukung 

penyuluhan

2 pembangunan 

sarana dan 

prasarana gedung 

dan sarana 

pendukung 

penyuluhan

2 persentase 

kebutuhan sarana 

dan prasarana 

pertanian/perika

nan

75

jumlah unit 

pembangunan 

sumber-sumber 

air

25 jumlah sumber-

sumber air

20 pembiayaan 

pembangunan/pe

rbaikan sumber 

air

1 tahun

panjang jalan 

usaha tani/jalan 

produksi yang 

dibangun/diperba

iki

1 panjang jalan 

usaha tani/jalan 

produksi yang 

dibangun/ 

diperbaiki

1 persentase 

kebutuhan sarana 

dan prasarana 

pertanian/ 

perikanan

75

jumlah demplot 

perikanan 

budidaya

62 unit jumlah demplot 

dan sapras 

pengembangan 

perikanan 

budidaya

62 pembiayaan 

pembangunan

1 tahun

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya 

Perikanan
jumlah kelompok 

yang 

mendapatkan 

operasional 

pengawasan 

masyarakat 

perikanan

1 jumlah kelompok 

yang 

mendapatkan 

operasional 

pengawasan 

msyaraka 

perikanan

1 pembiayaan 

operasional

1 tahun

Program pengembangan budidaya perikanan dan 

perikanan tangkap
jumlsh kelompok 

yang mendapat 

pendampingan

5 jumlah kelompok 

yang mendapat 

pendampingan

5 pembiayaan 

pendampingan

1 tahun

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran 

produksi perikanan serta peningkatan konsumsi ikan

jumlah unit 

Peralatan 

Pengolahan ikan 

sederhana

7 jumlah peralatan 

pengolahan 

sederhanait

10 pembiayaan 

pengadaan

1 tahun

kelompok 

masyarakat yang 

dibina

7 jumlah kelompok 

yang terbina

7 pembiayaan 

pembinaan

1 tahun

Rp 400.000.000,00 Rp 420.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.01.2.01.01.25.007 pengembangan kawasan perkebunan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Rp 250.000.000,00 Rp 1,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.01.2.01.01.25.006 penanganan pasca panen dan pengolahan hasil 

perkebunan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Rp 75.000.000,00 Rp 82.500.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.01.01.26 Rp 4.320.000.000,00 Rp 4.752.000.000,00

2.01.2.01.01.25.008 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

kabupaten

Rp 550.000.000,00 Rp 605.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

2.01.2.01.01.26.002 Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan kabupaten Rp 3.550.000.000,00 Rp 3.905.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01.26.001 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan 

dan Sarana Pendukung Penyuluhan

Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan kabupaten

Rp 220.000.000,00 Rp 242.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

2.01.01.34 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Rp 1.037.000.000,00 Rp 1.465.200.000,00

2.01.2.01.01.26.003 Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan kabupaten

Rp 1.037.000.000,00 Rp 1.465.200.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.05 Kelautan dan Perikanan

2.01.2.01.01.34.003 Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan kabupaten

2.01.01.16 Rp 90.000.000,00 Rp 99.000.000,00
2.01.01 Dinas Pertanian dan Perikanan

Rp 90.000.000,00 Rp 99.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.01.01.20 Rp 105.000.000,00 Rp 116.500.000,00

2.05.2.01.01.16.002 Pengawasan Sumber Daya Perikanan Prioritas Gabungan Sasaran Gabungan kabupaten

Rp 105.000.000,00 Rp 116.500.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.01.01.23 Rp 227.000.000,00 Rp 249.700.000,00

2.05.2.01.01.20.002 Pendampingan pada kelompok tani Pembudidayaan 

Ikan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

kabupaten

Rp 150.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.05.2.01.01.23.003 Gerakan Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN) Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

kabupaten Rp 77.000.000,00 Rp 84.700.000,00 Dinas Pertanian dan 

Perikanan

Sedang Berjalan

2.05.2.01.01.23.002 Penyediaan Peralatan Pengolahan Sederhana Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

kabupaten



Rp 4.692.354.000,00

Rp 5.166.014.000,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Meningkatnya 

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran

1 Tahun Jumlah Naskah 

Dinas

900 buah Lancarnya 

pengiriman 

surat/naskah 

dinas dan  

tercukupinya  

kebutuhan 

materai 

900 buah

Meningkatnya 

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran

1 Tahun Jumlah Rekening 

Tagihan

  2 

rekening

Terlunasinya 

tagihan rekening 

listrik dan 

internet

2 

rekening

Meningkatnya 

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran

1 Tahun Jumlah polish 

asuransi

1 polish Terlunasinya 

premi asuransi 

kendaraan dinas

1 polish

Meningkatnya 

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran

1 Tahun Jumlah 

tenaga/jasa 

administrasi 

keuangan

11 orang ncarnya  

Pelaksanaan 

Pengelola 

Keuangan Dinas, 

Pelaksana 

Kegiatan dan 

Panitia 

Pengadaan

11 orang

Meningkatnya 

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran

1 Tahun Jumlah 

tenaga/jasa 

kebersihan

2 orang Lancarnya  

Pemeliharaan 

Kebersihan 

kantor

2 orang

Meningkatnya 

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran

1 Tahun Jumlah Jenis 

Peralatan Kerja 

9 Jenis Terpeliharanya  

Peralatan Kerja 

Kantor 

9 Jenis

Meningkatnya 

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran

1 Tahun Jumlah jenis/Item 

ATK

32 Item Tersedianya ATK 32 Item

Meningkatnya 

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran

1 Tahun Jumlah jenis 

barang cetakan 

dan Penggandaan 

Dokumen 

9 Jenis Tersedianya  

barang cetakan 

dan Penggandaan 

Dokumen Kantor

9 Jenis

Meningkatnya 

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran

1 Tahun Jumlah jenis/item 

komponen listrik 

7 item Tersedianya 

Komponen Listirk 

dan Penerangan 

bangunan

7 item

Meningkatnya 

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran

1 Tahun Jumlah jenis  

peralatan dan 

perlengkapan

13 item adanya peralatan 

dan perlengkapan 

Kantor (Printer 

dan Infocus, 

Brankas dll)

13 item

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Ketahanan Pangan

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

1.21 Ketahanan Pangan

2.01.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.290.354.000,00 Rp 1.420.064.000,00
2.01.02 Dinas Ketahanan Pangan

Rp 7.500.000,00 Rp 8.250.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Sedang Berjalan

1.21.2.01.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Ketahanan 

Pangan

Rp 13.750.000,00 Rp 15.125.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Sedang Berjalan

1.21.2.01.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya 

Pemerintahan yang efisien 

dan efektif

Dinas Ketahanan 

Pangan

Rp 8.250.000,00 Rp 22.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Sedang Berjalan

1.21.2.01.02.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Ketahanan 

Pangan

Rp 90.000.000,00 Rp 99.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Sedang Berjalan

1.21.2.01.02.01.005 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Ketahanan 

Pangan

Rp 29.554.000,00 Rp 32.509.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.21.2.01.02.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Ketahanan 

Pangan

Rp 20.000.000,00 Rp 22.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.21.2.01.02.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Ketahanan 

Pangan

Rp 44.000.000,00 Rp 48.400.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Sedang Berjalan

1.21.2.01.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Ketahanan 

Pangan

Rp 16.000.000,00 Rp 17.600.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Sedang Berjalan

1.21.2.01.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Ketahanan 

Pangan

Rp 6.100.000,00 Rp 6.745.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Sedang Berjalan

1.21.2.01.02.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Ketahanan 

Pangan

Rp 80.000.000,00 Rp 88.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Sedang Berjalan

1.21.2.01.02.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan kantor

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Ketahanan 

Pangan



Meningkatnya 

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran

1 Tahun Jumlah porsi 8.190 

Porsi

Tersedianya 

makanan dan 

minuman harian 

pegawai dan 

jamuan rapat

8.190 

Porsi

Meningkatnya 

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran

1 Tahun Jumlah SPPD 60 SPPD terakomodirnya 

Aparatur dalam 

rapat, Koordinasi 

dan undangan 

keluar daerah

60 SPPD

Meningkatnya 

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran

1 Tahun Jumlah SPPD 520 SPPD Terakomodirnya 

Aparatur dalam 

rapat, Koordinasi 

dan undangan 

kedalam daerah

520 SPPD

Meningkatnya 

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran

1 Tahun Jumlah  

Tenaga/Jasa 

Pendukung 

Administrasi

25 orang Terakomodirnya 

Honorarium Jasa 

Tenaga 

Administrasi TKS, 

Tenaga 

Keamanan, 

Pejabat pelaksana 

kegiatan dan tim 

pengadaan 

barang dan Jasa

25 orang

Meningkatnya 

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran

1 Tahun Jumlah item 

peralatan

13 item Tersedianya 

peralatan 

kebersihan kantor

13 item

Meningkatnya 

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran

1 Tahun Jumlah  

dokumentasi, 

publikasi dan 

dekorasi

30 kali Adanya 

dokumentasi, 

Publikasi dan 

Dekorasi Kegiatan 

Dinas

30 kali

Meningkatnya 

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran

1 Tahun Jumlah eksemplar 75 

eksempla

r

Tersedianya 

Bahan Bacaan 

dan Peraturan 

Perundang-

undangan 

75 

eksempla

r

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya 

sarana penunjang 

peralatan kerja

22 Unit Jumlah Jenis 

meubeleur

4 jenis Tersedianya 

meubeleur

4 jenis

Terpenuhinya 

sarana penunjang 

peralatan kerja

22 Unit Jumlah kendaraan 1 unit Terpeliharanya 

kendaraan dan  

pajak kendaraan 

dinas/operasional

1 Unit

Terpenuhinya 

sarana penunjang 

peralatan kerja

22 Unit Jumlah Gedung 

yang disewa

1 Unit Tersedianya  

Sewa Gedung 

Kantor Dinas

1 Unit

Rp 245.700.000,00 Rp 257.985.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Sedang Berjalan

1.21.2.01.02.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Luar Daerah Rp 300.000.000,00 Rp 330.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Sedang Berjalan

1.21.2.01.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Ketahanan 

Pangan

Rp 85.000.000,00 Rp 93.500.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Sedang Berjalan

1.21.2.01.02.01.020 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis 

Perkantoran

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Ketahanan 

Pangan

Rp 300.000.000,00 Rp 330.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Sedang Berjalan

1.21.2.01.02.01.019 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

7 Kecamatan 

Muratara

Rp 6.000.000,00 Rp 6.600.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.21.2.01.02.01.035 Penyediaan jasa dokumentasi publikasi dan dekorasi Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Ketahanan 

Pangan

Rp 22.000.000,00 Rp 24.200.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Sedang Berjalan

1.21.2.01.02.01.021 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Ketahanan 

Pangan

Rp 16.500.000,00 Rp 18.150.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Sedang Berjalan

2.01.02.02 Rp 205.000.000,00 Rp 225.500.000,00

1.21.2.01.02.01.115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Ketahanan 

Pangan

Rp 50.000.000,00 Rp 55.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.21.2.01.02.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan 

Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas Ketahanan 

Pangan

Rp 100.000.000,00 Rp 110.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Sedang Berjalan

1.21.2.01.02.02.010 Pengadaan Mebeleur Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Ketahanan 

Pangan

Rp 55.000.000,00 Rp 60.500.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Sedang Berjalan

2.01.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur Rp 40.500.000,00 Rp 44.550.000,00

1.21.2.01.02.02.035 Penyediaan sarana dan prasarana Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas Ketahanan 

Pangan



Terciptanya 

keseragaman 

dalam berpakaian

250	Stel Jumlah stel 

pakaian

90 stel Tersedianya 

pakaian dinas 

beserta 

kelengkapannya

90 stel

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur
Meningkatnya 

kapasitas dan 

kualitas SDM 

aparatur

8 Orang Jumlah Pegawai 3 orang Terakomodirnya 

aparatur untuk 

mengikuti diklat

3 orang

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

(Pertanian/Perkebunan)

Ketersediaan 

Pangan Utama

90,5% Jumlah Dokumen 2 

dokumen

Tersusunnya 

dokumen NBM 

dan Pemetaan 

Ketahanan 

Pangan

2 

dokumen

Ketersediaan 

Pangan Utama

90,5% Jumlah Dokumen 1 

Dokumen

Tersusunnya 

dokumen ratio 

jumlah penduduk 

terhadap 

kebutuhan 

pangan

1 

Dokumen

Ketersediaan 

Pangan Utama

90,5% Jumlah Dokumen 3 

Dokumen

Tersusunnya 

Laporan Berkala 

Kondisi 

Ketahanan 

Pangan

3 

Dokumen

Ketersediaan 

Pangan Utama

90,5% Jumlah Dokumen 1 

Dokumen

Tersusunnya 

dokumenn kajian 

rantai pasokan 

dan pemasaran 

pangan

1 

Dokumen

Ketersediaan 

Pangan Utama

90,5% Jumlah Demplot 

KRPL

7 

Demplot 

KRPL

Adanya Kawasan 

Rumah Pangan 

Lestari

7 

Demplot 

KRPL

Ketersediaan 

Pangan Utama

90,5% Jumlah 

KWT/PKK/P2KP

7 

kelompo

k

Tersalurkannya 

bantuan 

pegolahan 

pangan ke 

KWT/PKK/P2KP

7 

kelompo

k

Ketersediaan 

Pangan Utama

90,5% Jumlah Keompok 

P2KP/PKK

7 

kelompo

k

Terlaksanya 

Lomba Cipta 

Menu B2SA dan 

Partisipasi dalam 

Pameran

7 

kelompo

k

Ketersediaan 

Pangan Utama

90,5% Jumlah Lumbung 

Pangan 

1 Unit Tersedianya  

Lumbung Pangan 

Desa

1 Unit

Ketersediaan 

Pangan Utama

90,5% Jumlah Publikasi 48 Kali Terpublikasinya 

pantauan harga 

pangan pokok 

kabupaten

48 Kali

Rp 40.500.000,00 Rp 44.550.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.01.02.05 Rp 100.000.000,00 Rp 110.000.000,00

1.21.2.01.02.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas Ketahanan 

Pangan

Rp 100.000.000,00 Rp 110.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.01.02.16 Rp 3.056.500.000,00 Rp 3.365.900.000,00

1.21.2.01.02.05.001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Luar Daerah

Rp 150.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Sedang Berjalan

1.21.2.01.02.16.004 Analisis Ratio Jumlah Pendudukan terhadap kebutuhan 

pangan 

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

Dinas Ketahanan 

Pangan

Rp 150.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.21.2.01.02.16.001 Penanganan Daerah Rawan Pangan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

Dinas Ketahanan 

Pangan

Rp 55.000.000,00 Rp 60.500.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.21.2.01.02.16.006 Kajian Rantai Pasokan Dan Pemasaran Pangan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

Dinas Ketahanan 

Pangan

Rp 150.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.21.2.01.02.16.005 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

Dinas Ketahanan 

Pangan

Rp 250.000.000,00 Rp 262.500.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Sedang Berjalan

1.21.2.01.02.16.014 Pengembangan Desa mandiri Pangan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

7 Kecaamatan Rp 126.500.000,00 Rp 139.150.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Sedang Berjalan

1.21.2.01.02.16.009 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan 

pangan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

7 Kecamatan 

Rp 350.000.000,00 Rp 385.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Sedang Berjalan

1.21.2.01.02.16.018 Pengembangan Lumbung Pangan Desa Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

Kecamatan Rupit Rp 650.000.000,00 Rp 715.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.21.2.01.02.16.016 Pengembangan Diversifikasi Pangan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

Muratara dan Luar 

Daerah

Rp 75.000.000,00 Rp 78.750.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Sedang Berjalan1.21.2.01.02.16.021 Pengembangan Sistem Informasi Pasar Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

7 Kecamatan



Ketersediaan 

Pangan Utama

90,5% Jumlah jenis 

sampel bahan 

pangan

6 Jenis Terlaksananya 

Sosialisasi Mutu 

dan Keamanan 

Pangan dan Uji 

Labor Keamanan 

Pangan 

6 Jenis

Ketersediaan 

Pangan Utama

90,5% Jumlah Keluarga 

Penerima 

Manfaat (KPM)

12300 

KPM

Terlaksananya 

Koordinasi 

Kebijakan 

Perberasan dan 

Tersalurkannya 

Rastra

12300 

KPM

Ketersediaan 

Pangan Utama

90,5% Jumlah Peserta 350 

orang

Tersosialisasinya 

Sumber Pangan 

Alternatif

350 

orang

Ketersediaan 

Pangan Utama

90,5% Jumlah promosi 2 kali Terpromosikanny

a  hasil produksi 

pertanian/perkeb

unan unggul 

daerah

2 kali

1.21.2.01.02.16.022 Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

7 Kecamatan Rp 400.000.000,00 Rp 440.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Sedang Berjalan

Rp 350.000.000,00 Rp 385.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Sedang Berjalan

1.21.2.01.02.16.030 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

7 Kecamatan Rp 50.000.000,00 Rp 55.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Baru - Mempercepat 

Capaian Target

1.21.2.01.02.16.023 Kooordinasi Kebijakan Perberasan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

7 Kecamatan

Rp 300.000.000,00 Rp 315.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Sedang Berjalan1.21.2.01.02.16.032 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 

Unggulan Daerah

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terpenuhinya ketersediaan 

bahan pangan masyarakat

Muratara dan Luar 

Daerah



Rp 16.219.377.734,00

Rp 15.704.910.415,00

OPD Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 2.000.000.000,00
5.1.1 Belanja Pegawai Rp 2.000.000.000,00

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil 

Menengah yang konduksif
Persentase 

Pertumbuhan 

UKM dan 

Persentase 

Peningkatan 

Ekonomi UKM

70% Jumlah UKM 7 

Kecamat

an

Teridentifikasinya 

koperasi dan 

UKM kab. 

muratara

12 bulan

Persentase 

Pertumbuhan 

UKM dan 

Persentase 

Peningkatan 

Ekonomi UKM

70% Jumlah Pameran 5 kali Meningkatnya 

promosi Produk 

Unggulan daerah

12 bulan

Program Pengembangan Kewirausahaan dan 

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Persentase 

Peningkatan 

Sarapan Tenaga 

Kerja Oleh 

KUMKM

70% jumlah peserta 25 orang meningkatnya 

wawasan peserta 

12 bulan

Persentase 

Peningkatan 

Sarapan Tenaga 

Kerja Oleh 

KUMKM

70% jumlah peserta 80 orang menignkatnya 

wawasan peserta

12 bulan

Persentase 

Peningkatan 

Sarapan Tenaga 

Kerja Oleh 

KUMKM

70% jumlah peserta 25 orang meningkatnya 

wawasan peserta

12 bulan

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha 

Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Persentase 

Peningkatan 

Promosi Produk 

Usaha Bagi 

UMKM

70% Jumlah Peserta 60 

UMKM

Terlaksananya 

Promosi produk 

usaha (muratara 

Expo)

100%

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 

Koperasi
Persentase 

Peningkatan 

Koperasi Sehat 

dan Cukup Sehat

70% Jumlah SPPD 12 kali Terlaksanannya 

perjalanan dinas

12 bulan

Persentase 

Peningkatan 

Koperasi Sehat 

dan Cukup Sehat

70% jumlah peserta 40 orang terlaksananya 

pengawasan, 

pembinaan dan 

penghargaan 

koperasi 

berprestasi

80%

Indikator Kinerja

1 Wajib

Jumlah Pagu Indikatif :

Jumlah Prakiraan Maju :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas  Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi

Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

1.15 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.06.01.15 Rp 588.360.000,00 Rp 647.196.000,00
2.06.01 Dinas  Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi

Rp 138.360.000,00 Rp 152.196.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

1.15.2.06.01.15.004 Promosi Produk  Unggulan Daerah (Pameran Tingkat 

Nasional, Provinsi, Kabupaten)

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Berkembangnya Usaha 

Mikro Kecil Menengah dan 

Koperasi

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 450.000.000,00 Rp 495.000.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

1.15.2.06.01.15.002 Indentifikasi Koperasi dan UKM Kab. Muratara Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Berkembangnya Usaha 

Mikro Kecil Menengah dan 

Koperasi

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 192.847.000,00 Rp 212.131.700,00

1.15.2.06.01.16.001 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Berkembangnya Usaha 

Mikro Kecil Menengah dan 

Koperasi

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 63.175.000,00 Rp 69.492.500,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

2.06.01.16

Rp 66.172.000,00 Rp 72.789.200,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

1.15.2.06.01.16.004 Pelatihan pembuatan Kerajinan Bahan Limbah Rumah 

Tangga Bagi IKM

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Berkembangnya Usaha 

Mikro Kecil Menengah dan 

Koperasi

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 63.500.000,00 Rp 69.850.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

1.15.2.06.01.16.003 Bimtek Kewirausahaan bagi UKM Kab. Muratara Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Berkembangnya Usaha 

Mikro Kecil Menengah dan 

Koperasi

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 352.700.000,00 Rp 387.970.000,00

1.15.2.06.01.17.001 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil 

Menengah (Muratara Expo )

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Berkembangnya Usaha 

Mikro Kecil Menengah dan 

Koperasi

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 352.700.000,00 Rp 387.970.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

2.06.01.17

Rp 284.500.000,00 Rp 309.500.000,00

1.15.2.06.01.18.005 Koordinasi dan Konsultasi Bidang Koperasi Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Berkembangnya Usaha 

Mikro Kecil Menengah dan 

Koperasi

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 50.000.000,00 Rp 55.000.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.06.01.18

Rp 145.000.000,00 Rp 159.500.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan1.15.2.06.01.18.006 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi 

berprestasi

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Berkembangnya Usaha 

Mikro Kecil Menengah dan 

Koperasi

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi



Persentase 

Peningkatan 

Koperasi Sehat 

dan Cukup Sehat

70% Jumlah koperasi 25 

koperasi

 akta notaris 12 bulan

Program perlindungan konsumen dan pengamanan 

perdagangan
Jumlah kasus/ 

keluhan terhadap 

alat ukur takar 

timbang 

perlengkapannya 

(UTTP) dan 

peredaran barang 

yang tidak sesuai 

dengan peraturan 

perlindungan 

konsumen

- Jumlah produk 

barang ber-SNI 

wajib dan barang 

strategis yang 

diawasi dipasaran

9 produk jumlah kegiatan 12 bulan

Jumlah kasus/ 

keluhan terhadap 

alat ukur takar 

timbang 

perlengkapannya 

(UTTP) dan 

peredaran barang 

yang tidak sesuai 

dengan peraturan 

perlindungan 

konsumen

- jumlah 

pengawasan UTTP 

dan BDKT

25 kali jumlah kegiatan 12 bulan

Jumlah kasus/ 

keluhan terhadap 

alat ukur takar 

timbang 

perlengkapannya 

(UTTP) dan 

peredaran barang 

yang tidak sesuai 

dengan peraturan 

perlindungan 

konsumen

- periode 

pengawasan 

barang yang 

kadaluarsa 

dipasaran

3 kali jumlah kegiatan 12 bulan

1.15.2.06.01.18.008 Fasilitasi Pembuatan/Pembaharuan Akta Koperasi Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Berkembangnya Usaha 

Mikro Kecil Menengah dan 

Koperasi

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 89.500.000,00 Rp 95.000.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.06 Perdagangan
2 Pilihan

2.06.01.15 Rp 280.075.000,00 Rp 308.082.500,00
2.06.01 Dinas  Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi

Rp 115.000.000,00 Rp 126.500.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

2.06.2.06.01.15.007 Kegiatan Pengawasan  UTTP dan BDKT Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya pengawasan 

peredaran barang dan jasa 

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 50.000.000,00 Rp 55.000.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

2.06.2.06.01.15.001 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya pengawasan 

peredaran barang dan jasa 

5 pasar

Rp 65.000.000,00 Rp 71.500.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

2.06.2.06.01.15.008 monitoring barang yang kadaluarsa dipasaran Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya pengawasan 

peredaran barang dan jasa 

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi



Jumlah kasus/ 

keluhan terhadap 

alat ukur takar 

timbang 

perlengkapannya 

(UTTP) dan 

peredaran barang 

yang tidak sesuai 

dengan peraturan 

perlindungan 

konsumen

- Jumlah pedagang 40 

pedagan

g

jumlah kegiatan 12 bulan

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam 

negeri
Jumlah pelaku 

usaha 

formal 

yang 

mendapatkan 

tempat usaha dan 

Jumlah  pasar 

tradisional 

yang 

direvitalisasi

70% jumlah sppd 12 kali terlaksananya 

perjalanan dinas

12 bulan

Revitalisasi Pasar Karang Dapo Kab. Musi Rawas Utara 

(DAK)

Rp 2.000.000.000,00 Baru - Mempercepat 

Capaian Target

Repitalisasi Pasar Spg (karya Makmur)  Kab. Musi 

Rawas Utara (DAK)

Rp 2.957.000.000,00 Baru - Mempercepat 

Capaian Target

Jumlah pelaku 

usaha 

formal 

yang 

mendapatkan 

tempat usaha dan 

Jumlah  pasar 

tradisional 

yang 

direvitalisasi

70% Jumlah Paket 

sembako

400 

paket 

sembako

/kecamat

an

Terpenuhinya 

kebutuhan 

masyarakat 

melalui subsidi 

sembako

100%

Jumlah pelaku 

usaha 

formal 

yang 

mendapatkan 

tempat usaha dan 

Jumlah  pasar 

tradisional 

yang 

direvitalisasi

70% jumlah unit pasar 1 unit terbangunnya 

pasar tradisional 

100%

Jumlah pelaku 

usaha 

formal 

yang 

mendapatkan 

tempat usaha dan 

Jumlah  pasar 

tradisional 

yang 

direvitalisasi

70% jumlah unit pasar paving 

block, 4 

set 

kamera 

pengawa

s, 210 

pohon 

agsana, 

gril 

penutup 

selokan

meningkatnya 

sarana prasarana 

pasar

100%

2.06.2.06.01.15.009 Sosialisasi Bahan Baku Tambahan Makanan bagi 

pelaku  IKM Kab.Muratara 

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya pengawasan 

peredaran barang dan jasa 

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 50.075.000,00 Rp 55.082.500,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

Rp 8.496.376.284,00 Rp 9.355.376.285,00

2.06.2.06.01.18.004 Koordinasi dan Konsultasi Bidang Perdagangan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya sarana 

pemasaran produk yang 

representatif

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 50.000.000,00 Rp 55.000.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

2.06.01.18

Rp 352.376.284,00 Rp 390.376.285,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

2.06.2.06.01.18.008 repitalisasi pasar lawang agung, kec. rupit 

Kab.Muratara

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya sarana 

pemasaran produk yang 

representatif

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 7.000.000.000,00 Rp 7.700.000.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

2.06.2.06.01.18.006 Operasi pasar murah untuk masyarakat kab.muratara Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya sarana 

pemasaran produk yang 

representatif

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 423.000.000,00 Rp 473.000.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Baru - Kebijakan 

Pemerintah

2.06.2.06.01.18.009 Rehabilitasi dan penghijauan pasar simpang nibung Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya sarana 

pemasaran produk yang 

representatif

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi



Jumlah pelaku 

usaha 

formal 

yang 

mendapatkan 

tempat usaha dan 

Jumlah  pasar 

tradisional 

yang 

direvitalisasi

70% jumlah unit pasar 1 unit 

pasar

terlaksananya 

perbaikan pasar

100%

Jumlah pelaku 

usaha 

formal 

yang 

mendapatkan 

tempat usaha dan 

Jumlah  pasar 

tradisional 

yang 

direvitalisasi

70% Jumlah paket 

sembako yang 

dijual

1400 

paket 

sembako

Terpenuhinya 

kebutuhan 

sembako murah 

masyarakat yang 

terkena bencana 

alam

12 bulan

Jumlah pelaku 

usaha 

formal 

yang 

mendapatkan 

tempat usaha dan 

Jumlah  pasar 

tradisional 

yang 

direvitalisasi

70% Jumlah unit pasar 1 unit 

pasar

meningkatnya 

sarana prasarana 

pasar

12 bulan

Terselenggaranya 

Operasional 

Kantor Selama 1 

Tahun

100% jumlah naskah 

dinas

1000 

surat

Tersedianya jasa 

surat menyurat

12 bulan

Jasa komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

2 Unit jumlah rekening 3 jenis terciptanya 

tagihan listrik dan 

telepon

1 kantor

Terselenggaranya 

Operasional 

Kantor Selama 1 

Tahun

100%

jumlah polis 

asuransi

100% jumlah polis 

asuransi

2 polis 

asuransi

Terbayarnya 

asuransi 

kendaraan 

dinas/oprasional

100%

Terselenggaranya 

Operasional 

Kantor Selama 1 

Tahun

100%

Jumlah kendaraan 

yang 

terpelihara/teraw

at

5 unit jumlah kendaraan 

dinas 

terpelihara/teraw

at

2 mobil 2 

motor

terlaksananya 

jasa 

pemeliharaan  

dan perizinan 

kendaraan 

dinas/operasional

12 bulan

Terselenggaranya 

Operasional 

Kantor Selama 1 

Tahun

100%

2.06.2.06.01.18.010 Rehabilitasi Agropolitan pasar simpang nibung, kec. 

Rawas ulu kab.muratara

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya sarana 

pemasaran produk yang 

representatif

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 201.000.000,00 Rp 220.000.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

Rp 270.000.000,00 Rp 297.000.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.06.2.06.01.18.012 Penambahan Paving Block Pasar Rawas Ilir Kab. 

Muratara

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya sarana 

pemasaran produk yang 

representatif

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 200.000.000,00 Rp 220.000.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Baru - Tidak Bisa 

Ditunda

2.06.2.06.01.18.011 Operasi Pasar Murah Untuk masyarakat Kab. Muratara 

yang terkena bencana alam

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya sarana 

pemasaran produk yang 

representatif

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

2.06.01 Dinas  Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi
2.07 Perindustrian

Rp 1.220.529.000,00 Rp 1.327.460.890,00
2.07.2.06.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 5.000.000,00 Rp 5.500.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan
2.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp 30.000.000,00 Rp 33.300.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

2.07.2.06.01.01.005 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 16.000.000,00 Rp 16.600.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

2.07.2.06.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 7.500.000,00 Rp 8.250.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan2.07.2.06.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 

kendaraan dinas/operasional

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi



jumlah pegawai 

yang menerima 

honor

100% jumlah pegawai 

yang menerima 

honor

14 orang terbayarnya jasa 

administrasi 

keuangan

12 bulan

Terselenggaranya 

Operasional 

Kantor Selama 1 

Tahun

100%

jumlah peralatan 

kebersihan kantor

100% jumlah peralatan 

kebersihan kantor 

dan Jasa tenaga 

kerja

20 jenis tersedianya 

peralatan 

kebersihan kantor

12 bulan

jumlah alat tulis 

kantor

12 bulan jumlah alat tulis 

kantor

60 jenis tersedianya alat 

tulis kantor

12 bulan

jumlah barang 

cetakan dan 

penggandaan

12 bulan jumlah barang 

cetakan dan 

pengandaan

9 jenis tersedianya 

barang cetakan 

dan pengandaan

12 bulan

Terselenggaranya 

Operasional 

Kantor Selama 1 

Tahun

100% Jumlah unit 

perlengkapan 

kantor

2 unit 

laptop,3 

unit 

printer

tersedianya 

perlengkapan 

kerja pegawai 

100%

jumlah eksemplar 100% jumlah eksemplar 60 media tersedianya 

bahan bacaan 

dan perundang-

undangan

12 bulan

jumlah kendaraan 

dinas/operasional

100% Jumlah liter bahan 

logistik kantor

1200 liter 

solar dan 

24 liter 

pelumas

tersedianya 

bahan logistik 

kantor

12 bulan

Terpenuhinya 

standar 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran 

selama 1 tahun

100%

Tersedianya 

makanan dan 

minuman

11 bulan jumlah porsi 25 tamu, 

25 kali 

rapat

tersedianya 

makanan dan 

minuman 

pegawai

12 bulan

Terselenggaranya 

Operasional 

Kantor Selama 1 

Tahun

100% Jumlah pegawai 

yang menerima 

honor

75 orang Tersebayarnya 

honor jasa 

pendukung 

administrasi/tekn

is perkantoran

12 bulan

Terselenggaranya 

Operasional 

Kantor Selama 1 

Tahun

100% Jumlah media 50 media tersedianya 

publikasi dan 

dokumentasi 

kantor

100%

Terselenggaranya 

Operasional 

Kantor Selama 1 

Tahun

100% Jumlah SPPD 50 kali terselenggaranya 

perjalanan dinas 

dalam daerah

100%

Terselenggaranya 

Operasional 

Kantor Selama 1 

Tahun

100% jumlah sppd 45 kali terlaksananya 

perjalanan dinas 

luar daerah

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.07.2.06.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 236.840.000,00 Rp 253.000.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

Rp 22.009.000,00 Rp 24.630.890,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

2.07.2.06.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 30.000.000,00 Rp 33.300.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

2.07.2.06.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 70.000.000,00 Rp 77.000.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

2.07.2.06.01.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 17.000.000,00 Rp 18.500.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

2.07.2.06.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 30.000.000,00 Rp 33.000.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

2.07.2.06.01.01.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 9.000.000,00 Rp 9.900.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

2.07.2.06.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 49.980.000,00 Rp 53.980.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

2.07.2.06.01.01.020 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis 

Perkantoran

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 352.200.000,00 Rp 385.000.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

2.07.2.06.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 40.000.000,00 Rp 40.000.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

2.07.2.06.01.01.119 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam 

Daerah

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 55.000.000,00 Rp 60.500.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

2.07.2.06.01.01.029 Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 250.000.000,00 Rp 275.000.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

2.06.01.02 Rp 700.025.900,00 Rp 766.828.490,00

2.07.2.06.01.01.218 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi



Persentase 

Keterpenuhan 

RKBMD 

(Rencanan 

Kebutuhan 

Barang Milik 

Daerah)

100% Jumlah kendaraan 

dinas/operasional

4 unit 

motor 

kepala 

pasar

Tersedianya 

kendaraan 

operasional kanor

100%

Persentase 

Keterpenuhan 

RKBMD 

(Rencanan 

Kebutuhan 

Barang Milik 

Daerah)

100% Jumlah item 

perlengkapan 

gedung kantor

45 buah 

papan 

nama 

pasar 

dan 

banguna

n, 4 buah 

papan 

data 

dan10 

buah 

kipas 

angin

tersedianya 

perlengkapan 

gedung kantor

100%

Persentase 

Keterpenuhan 

RKBMD 

(Rencanan 

Kebutuhan 

Barang Milik 

Daerah)

100% Jumlah Item 

mebeleur kantor

1 set 

meja 

rapat, 1 

buah 

lemari 

kayu 2 

pintu, 8 

buah 

filling 

cabinet

tersedainaya 

mebeleur kantor

12 bulan

Persentase 

Keterpenuhan 

RKBMD 

(Rencanan 

Kebutuhan 

Barang Milik 

Daerah)

100% Jumlah unit 1 unit 

gedung 

kantor

tersedianya 

gedung kantor

12 bulan

Jumlah 

Kendaraan dinas 

yang terpelihara 

dengan baik

37 unit Jumlah kendaraan 

dinas/operasional

2 mobil 2 

motor

Kendaraan 

dinas/operasional 

terpelihara 

dengan baik

12 bulan

Persentase 

Keterpenuhan 

RKBMD 

(Rencanan 

Kebutuhan 

Barang Milik 

Daerah)

100%

Persentase 

Keterpenuhan 

RKBMD 

(Rencanan 

Kebutuhan 

Barang Milik 

Daerah)

100% Jumlah item 

perlengkapan 

rumah anjungan 

(palembang)

5 item Tersedaianya 

Perlengkapan 

Rumah anjungan 

palembang

100%

Persentase 

Keterpenuhan 

RKBMD 

(Rencanan 

Kebutuhan 

Barang Milik 

Daerah)

100% Jumlah item 

peralatan rumah 

anjungan 

(palembang)

14 item Tersedainya 

peralatan rumah 

anjungan 

(palembang)

100%

Rp 70.000.000,00 Rp 77.000.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.07.2.06.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 60.000.000,00 Rp 66.000.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.07.2.06.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 106.000.000,00 Rp 116.600.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.07.2.06.01.02.014 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 95.000.000,00 Rp 105.000.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

2.07.2.06.01.02.010 Pengadaan Mebeleur Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 230.025.900,00 Rp 245.328.490,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

2.07.2.06.01.02.223 Pengadaan  Perlengkapan Rumah anjungan 

(palembang)

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 40.000.000,00 Rp 44.000.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.07.2.06.01.02.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan 

Dinas/Operasional

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 60.000.000,00 Rp 70.000.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.07.2.06.01.02.225 Pengadaan Peralatan Rumah Anjungan (Palembang) Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi



Persentase 

Keterpenuhan 

RKBMD 

(Rencanan 

Kebutuhan 

Barang Milik 

Daerah)

100% jumlah bidang 1 

sekretari

at dan 3 

bidang

terpeliharanya 

peralatan gedung 

kantor

12 bulan

Persentase 

Keterpenuhan 

RKBMD 

(Rencanan 

Kebutuhan 

Barang Milik 

Daerah)

100% Jumlah bidang 1 

sekretari

at dan 3 

bidang

terpeliharanya 

perlengkapan 

gedung kantor

12 bulan

Tingkat 

Kedisiplinan 

Pegawai

90 Stel Jumlah Pakaian 87 buah Tersedianya 

pakaian dinas 

pegawai dinas 

perindagkop

100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur
Aparatiur 

berkompoten 

dibidang tugasnya

36 	Org Jumlah Peserta 4 orang Meningkatnya 

wawasan 

Aparatur

100%

Persentase 

Keterpenuhan 

Standar 

Kompetensi ASN

100%

Program Pengembangan Industri Kecil dan 

Menengah
Jumlah IKM yang 

ditingkatkan 

kemampuan dan 

Persentase 

Peningkatan 

Produksi IKM

- Jumlah Peserta 7 

Kecamat

an

Teridentifikasinya 

Industri Kecil 

menengah

12 bulan

Jumlah IKM yang 

ditingkatkan 

kemampuan dan 

Persentase 

Peningkatan 

Produksi IKM

- Jumlah SPPD 12 kali Terselengarannya 

Perjalanan dinas

12 bulan

Jumlah IKM yang 

ditingkatkan 

kemampuan dan 

Persentase 

Peningkatan 

Produksi IKM

- jumlah peserta 20 IKM meningkatnya 

mutu IKM 

12 bulan

Jumlah IKM yang 

ditingkatkan 

kemampuan dan 

Persentase 

Peningkatan 

Produksi IKM

- jumlah peserta 16 orang terselengaranya 

dekranasda 

12 bulan

Jumlah IKM yang 

ditingkatkan 

kemampuan dan 

Persentase 

Peningkatan 

Produksi IKM

- jumlah peserta 5 orang Meningkatnya 

wawasan IKM 

pengrajin rotan 

dan anyaman 

bambu

12 bulan

2.07.2.06.01.02.226 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 19.000.000,00 Rp 20.900.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

Rp 20.000.000,00 Rp 22.000.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

2.06.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur Rp 55.000.000,00 Rp 60.500.000,00

2.07.2.06.01.02.260 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 

Kantor

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 55.000.000,00 Rp 60.500.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

2.06.01.05 Rp 40.000.000,00 Rp 44.000.000,00

2.07.2.06.01.03.011 Pengadaan pakaian batik bagi pegawai Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Tidak memiliki sasaran di 

RPJM

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 40.000.000,00 Rp 44.000.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

2.06.01.16 Rp 2.008.964.550,00 Rp 2.285.864.550,00

2.07.2.06.01.05.001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya kualitas 

sumber daya aparatur

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 80.000.000,00 Rp 88.000.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Baru - Mempercepat 

Capaian Target

2.07.2.06.01.16.011 Koordinasi dan Konsultasi Bidang Industri Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya 

pertumbuhan sektor 

industri

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 50.000.000,00 Rp 55.000.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

2.07.2.06.01.16.001 Identifikasi Industri Kecil Menengah Kabupaten Musi 

Rawas Utara

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya 

pertumbuhan sektor 

industri

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 66.000.000,00 Rp 72.600.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

2.07.2.06.01.16.023 Fasilitasi dan Koordinasi Dekranasda Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya 

pertumbuhan sektor 

industri

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 93.000.000,00 Rp 102.300.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

2.07.2.06.01.16.017 Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan 

Menengah Kab. Muratara

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya 

pertumbuhan sektor 

industri

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 220.000.000,00 Rp 240.000.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan2.07.2.06.01.16.024 Magang Pengembangan Pengrajin Furniture dan 

bantuan peralatan pertukangan kayu bagi IKM kab. 

muratara

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya 

pertumbuhan sektor 

industri

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi



Jumlah IKM yang 

ditingkatkan 

kemampuan dan 

Persentase 

Peningkatan 

Produksi IKM

- jumlah kegiatan 10 

kegiatan

meningkatnya 

wawasan sdm 

IKM dan bantuan 

peralatan

12 bulan

Jumlah IKM yang 

ditingkatkan 

kemampuan dan 

Persentase 

Peningkatan 

Produksi IKM

- Jumlah peserta 10 orang menignkatnya 

wawasan IKM

12 bulan

2.07.2.06.01.16.030 Pelatihan peningkatan kapasitas SDM IKM dan 

bantuan peralatan bagi IKM

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya 

pertumbuhan sektor 

industri

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Rp 1.117.964.550,00 Rp 1.307.964.550,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan

Rp 382.000.000,00 Rp 420.000.000,00 Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi

Sedang Berjalan2.07.2.06.01.16.031 Magang bagi pengrajin rotan dan anyaman bambu 

keluar daerah dan bantuan peralatan bagi IKM kab. 

muratara

Tidak memiliki prioritas 

di RPJM

Meningkatnya 

pertumbuhan sektor 

industri

Dinas  Perindustrian, 

Perdagangan Dan 

Koperasi
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BAB VI 

P E N U T U P 

 

Dasar–dasar dalam menetapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan 

Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), yang selanjutnya menjadi Rancangan 

APBD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2018 adalah Dokumen Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD), seluruh kebijakan dan program yang tercantum dalam 

RKPD Tahun 2018 ini selanjutnya akan dilaksanakan oleh SKPD melalui penyusunan 

Rencana Kerja (Renja) OPD dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dengan 

menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu, perencanaan 

berbasis kinerja dan penganggaran jangka menengah. Untuk keberhasilan 

pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas 

Utara tahun 2018, sangat ditentukan oleh koordinasi dan sinergi antar OPD, serta 

pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat. Oleh sebab itu, seluruh jajaran 

pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara harus melakukan langkah-langkah 

penyempurnaan perencanaan penganggaran dan pelaksanaan program dan 

kegiatan pembangunan sehingga setiap program dan kegiatan bermanfaat nyata 

bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah. 

Dokumen RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2018 ini akan menjadi 

instrumen utama bagi seluruh jajaran pemerintah kabupaten Musi Rawas Utara dan 

Stakeholder terkait dalam meningkatkan kinerja pembangunan melalui pembenahan 

administrasi pemerintahan dan peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kepada 

masyarakat. Walaupun tantangan yang akan kita hadapi di tahun 2018 terasa berat, 

kita harus mengatasi tantangan tersebut bekerja lebih keras dan cerdas serta lebih 

bijak, memperkuat koordinasi kepada seluruh jajaran untuk mensinergikan program 

dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan dan Pemerintah pusat, meningkatkan partisipasi masyarakat  dan 

membangun kerjasama yang baik serta memberikan manfaat dengan para pelaku 

Usaha. 

Dengan langkah dan rasa kebersamaan, tak ada gelap yang tak berakhir, tak 

ada  terik  yang  tak  berlalu, seberat  apapun  tantangan  pasti akan teratasi, untuk  
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mewujudkan kabupaten Musi Rawas Utara “Makmur, Aman, Cerdas dan 

Bermartabat” melalui upaya Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan murah, 

Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan lahan terlantar/lahan tidur, Mewujudkan 

infrastruktur dasar di Kabupaten Musi Rawas Utara yang merata dan berkualitas, 

Mewujudkan hilirisasi komoditi unggulan Kabupaten Musi Rawas Utara, Mewujudkan  

derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, Mewujudkan Kabupaten Musi 

Rawas Utara Bebas Narkoba, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten 

Musi Rawas Utara yang baik, dan Mewujudkan masyarakat yang mandiri, santun 

dan beraklak mulia di Kabupaten Musi Rawas Utara serta mendukung visi Sumatera 

Selatan Sejahtera lebih maju dan berdaya saing Internasional. 

 

 

 

       MUARA RUPIT,       MEI 2017 

  BUPATI MUSI RAWAS UTARA 
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